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Kata Pengantar

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penya-
yang. Curahan hidayah, inayah, barokah yang terus-mene-
rus kepada hamba-hambanya sungguh suatu hal yang tidak
dapat dihitung dan semestinyalah, kita harus selalu ber-
terima kasih dan bersyukur. Janji Allah adalah barang siapa
selalu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, maka Dia akan
selalu menambah-nambah nikmatNya. Buku ini merupakan
salah satu mata rantai untaian ilmu pengetahuan yang ber-
kesinambungan mengenai studi wilayah dan kota yang
telah diterbitkan terlebih dahulu oleh penerbit yang sama.
Dengan demikian, sebagai ilmu pengetahuan yang solid,
buku-buku penulis yang telah terbit sebelumnya dimohon
untuk dibaca oleh mereka yang tertarik mengenai studi kota
dan wilayah. Hal ini bukan berarti bahwa membaca buku-
buku lainnya mengenai topik yang sama dapat dikesam-
pingkan. Kehadiran buku ini diharapkan merupakan bentuk
pengayaan buku-buku teks mengenai studi wilayah dan
kota yang ditulis dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam
pandangan ilmu geografi. Kelangkaan buku-buku menge-
nai studi daerah Peri Urban dalam bahasa Indonesia merupa-
kan salah satu pendorong yang kuat bagi penulis untuk me-
realisasikan buku ini.
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Sebagaimana telah disepakati oleh para pakar menge-
nai wilayah perkotaan, bahwa penduduk perkotaan dari
waktu ke waktu cenderung meningkat jumlah dan proporsi-
nya dibandingkan dengan penduduk wilayah total. Hal ini
berarti bahwa peranan wilayah kota akan semakin penting
dalam peri kehidupan manusia, khususnya dalam menentu-
kan kualitas hidup homo wrbanus. Baiknya kondisi lingkung-
an hidup di kota, akan mempunyai pengaruh positif ter-
hadap kualitas kehidupan penduduknya dan demikian pula
sebaliknya. Makin meningkatnya jumlah penduduk di kota
akan selalu diikuti oleh makin meningkatnya kegiatan pen-
duduk. Makin banyaknya penduduk dan kegiatan pen-
duduk di kota akan selalu diikuti oleh makin meningkatnya
tuntutan akan ruang untuk membangun permukiman di
satu sisi dan membangun prasarana kegiatan di sisi lain,
padahal ketersediaan ruang di bagian dalam kota sangat
terbatas adanya, menurun luasannya dan bahkan di bebe-
rapa bagian telah hilang sama sekali. Tidak aneh kiranya
apabila kemudian pembangunan permukiman dan pra-
sarana kegiatan baru mengambil tempat di daerah-daerah
yang masih kosong di daerah pinggiran kota, yang merupa-
kan bagian dari daerah Peri Urban. :

Dengan demikian jelas kiranya bahwa daerah pinggir-
an kota merupakan daerah pra urban. Lambat atau cepat,
daerah Peri Urban akan berubah menjadi daerah berkenam-
pakan fisikal kekotaan, bersifat sosial kekotaan, bersifat
kultural kekotaan dan bersifat ekonomi kekotaan. Daerah
pra urban yang mengalami peruba-han men]adlbersﬁat ke-
kotaan dalam segala aspeknya ini merupakan salah satu
bentuk makna urbanisasi, yaitu suatu proses ber‘ul?ahnya
atribut kedesaan menjadi atribut kekotaan. Hal ini perlu
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penulis tekankan, karena makna urbanisasi tidak hanya
mengacu pada hal tersebut. Hal ini sudah penulis uraikan
secara komprehensif dalam buku Megapolitan: Konsep,
Problematika dan Prospek yang telah terbit lebih dahulu.
Dengan demikian, bentuk dan kondisi kekotaan pada masa
yang akan datang dapat diketahui dari bentuk dan kondisi
daerah Peri Urbannya. Proses perubahan tersebut mampu
menimbulkan kondisi yang negatif maupun positif. Per-
ubahan yang bersifat positif adalah perubahan yang mampu
menimbulkan dampak positif bagi penduduk dan lingkung- -
an pada masa sekarang dan yang akan datang. Sebaliknya,
perubahan yang bersifat negatif adalah perubahan yang ber-
potensi untuk menimbulkan kerugian terhadap peri ke-
hidupan manusia dan lingkungan atau mengancam kemam-
puan reproduksi manusia atau eksistensi manusia.

Upaya mengantisipasi perkembangan kota dan wila-
yah di masa yang akan datang tidak dapat dilepaskan
kaitannya dengan studi mengenai daerah Peri Urban. Di sini--
lah letak pentingnya studi mengenai daerah Peri Urban.
Identifikasi dini permasalahan perubahan lingkungan (abi-
otic, biotic dan cultural environment) di wilayah Peri Urban
dapat memudahkan para pembuat kebijakan dan keputusan
mengenai perencanaan pengembangan kota dan wilayah
untuk menentukan langkah-langkah bijak dalam rangka
mencapai visi pembangunan kota dan wilayah serta me-
laksanakan misi-misi yang telah dirumuskan.

Acuan yang penulis sertakan di bagian akhir buku ini
hendaknya juga dimanfaatkan pula oleh para pemerhati
masalah Peri Urban agar pemahaman mengenai dinamika
wilayah Peri Urban dapat semakin mendalam. Terbitnya buku
ini tidak terlepas dari peranan beberapa pihak, khususnya
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istri1 tercinta Dra. Suharisni, anak-anak terkasih Drs, Hen®
Wijaya, Apt., M-M., Dra. Dwi Astuti, Freddy Sanjaya $3
dan Denvry Erlangga, S.T. yaung telah menciptakan suasa=
keluarga yang sangat harmonis dan kondusif untuk penuiis-
an karya-karya ilmiah. Demikian pula halnya staf penerbit
Pustaka Pelajar, khususnya Bapak Mas'ud dan Dik David
Imawan yang telah bekerja sama dengan baik dan bekerjz
keras sehingga terwujudnya buku ini. Teman-teman anggotz
jurusan Environmental Geography, Fakultas Geografi, Univer-
sitas Gadjah Mada, Yogyakarta juga mempunyai andil yang
tidak kecil dalam memberi dorongan semangat pengabdian
yang besar dalam bidang pendidikan. Diskusi yang kompre-
hensif mengenai wilayah Peri Urban dengan Prof. Dr. Lee
Boon Thong dari Universiti Malaya, Prof. Dr. Boy Mercado
dari Searsolin, Cagayan de Oro di Filipina, Prof. Dr. Frauke
Kraas dari University of Koln, Jerman dan teman-teman
anggota Sunimer School dari Vietham, Kamboja, Thailand,
Malaysia, Filipina, Laos dan Indonesia sendiri telah meng-
ilhami penulis untuk merealisasikan buku ini. Penulis me-
nyadari bahwa apa yang dikemukakan dalam bukuini perlu
dilengkapi dengan berbagai matra lain untuk melengkapi-
nya, karena wilayah peri urban mempunyai sangat banyak
aspek kehidupan yang dapat dikemulkakan. Sekali lagi perlu-
ditegaskan adalah adanya kenyataan bahwa wilayah pert
urban adalah juga merupakan wilayah pre urban, yaitu suafu
wilayah di mana kondisi masa depan perkotaan ditentu.knn. Mem-
pelajari wilayah ini, dalam artian menemukenali permasa-
Jahan lingkungannya, menemukenali faktor-faktor penye”
bab, menemukenali proses munculnya, merlf-'f'l’l'dl‘e‘"all
dampak yang muncul serta menemukenali solusinya, ber-
arti mempersiapkan dengan baik kondisi wilayah perkotaan
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masa depan atau peradaban/habitat manusia/hiomo urbanus
itu sendiri. Semoga amal baik mereka yang dituangkan me-
lalui fungsi dan peranannya masing-masing akan menyatu
dalam sebuah kristal ibadah jariyah dalam penyebaran ilmu
pengetahuan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat
manusia.

Akhirnya, penulis mengucapkan selamat membaca
buku ini kepada semua p1h«k yang mempunyai kepedulian
terhadap masalah kota dan wilayah, khususnya studi wila-
yah Peri Urban dan semoga buku ini menjadi sebagian dari
sekian banyaknya ilmu yang mampu menjadi iluminator
bagi para pembaca serta salam sukses. Amin.

Pogung, 1 Maret 2008

Hadi Sabari Yunus
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Lestari Peri-urbanku
Lestari Masa Depan: Kotaku

Wilayah Peri Urban yang juga berpredikat Pra Urban,
Di sinilah kerangfca kota masa depan seharusnya diletakkan,
Pemanfaatan ruang harus sesuai dan diarahkan
dengan tatanan,
Agar semua proses transformasi spasial
sesuai dmgan harapan.

Kota berkelanjutan adalah dambaan sctiap insan,
Namun dambaan akan tetap harnya dambaan, angan-angan,
Tanpa adanya pemikiran dan tindakan untuk merealisasikan,

ngda/aan wilayah peri urban adalah suatu keharusan.

Kotaku adalah cérminan angan dan harapan moyangku,
Apakah kotaku sesuai dmgan angan dan harapan itu?
Kelangkaan tata ruang wilayah peri urban adalah masa lalu,
Permukiman kumuh, langkanya ruang terbuka hijau

_, mewarnaimu.
VA
Kota cucuku adalah cerminan angan dan harapanku,
Apakah pengalaman itu akan berulang-ulang sclalu?
Generasi intelektual mestinya merasa berdosa dan malu,
Mewariskan sesuatu pada anak cucu kota

yang tak bermutu.




Kuingin kota anak cucu bukan duplikat kota kita,
Aku mendambakan kota mereka lebih baik
dari yang pemah ada,
Sernuanya diharapkan bukan hanya angan kasafrfg belaka, -

Manajemen wilayah peri urban memerlukan kearifan menata.

Kota lestari, berkelanjutan mestinya bukan hanya
jargon semata,
Seluruh stake holders hendaknya memikirkan dan bekerja sama,
Rasa memiliki, memelihara adalah tanggung jawab semua,

Usaha akan berhasil manakala disertai doa
pada Yang Kuasa.

Pagun& 7 Maret 2008
Hadi Sabari Yunus
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Pendahuluan

Daerah pinggiran kota adalah suatu daerah yang juga
dikenal sebagai daerah “urban fringe” atau daerah “peri-urban”
atau nama lain yang muncul kemudian merupakan daerah
yang memerlukan perhatian yang serius karena begitu
pentingnya daerah tersebut terhadap peri kehidupan pen-
duduk baik desa maupun kota di masa yang akan datang.
Mengapa wilayali peri urban (WPU) mempunyai peranan
yang penting terhadap peri kehidupan penduduk di masa
yang akan datang? WPU merupakan wilayah yang terletak
di antara dua wilayah yang sangat berbeda kondisi ling-
kungannya, yaitu antara wilayah yang mempunyai kenam-
pakan kekotaan di satu sisi dan wilayah yang mempunyai
kenampakan kedesaan di sisi yang lain. Oleh karena wilayah
kota dan desa mempunyai dimensi kehidupan yang se-
demikian kompleks yang pada umumnya menunjukkan
atribut yang saling berbeda, maka di daerah antara ini
kemudian muncul atribut khusus yang merupakan hibrida
dari keduanya.

WPU ini menentukan peri kehidupan kekotaan karena
segala bentuk perkembangan fisikal baru akan terjadi di
wilayah ini, sehingga tatanan kehidupan kekotaan pada
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masa vang akan datang sangat ditentukan oich bentuk,
proses dan dampak perkembangan yang terjadi di WPU
tersebut. Tanpa adanya perhatian khusus pada WPU in,
sangat dimungkinkan terjadi suatu bentuk dan proses per-
kembangan fisikal kekotaan baru vang mengarah ke
dampak negatif. Hal inilah yang mendorong upaya untuk
mempelajari WPU secara khusus, sehingza dapatdiketahui
secara dini adanya bentuk, proses dan dampak perkem-
bangan negatif dan kemudian dapat dicarikan solusinya.
Suatu bentuk, proses dan dampak perkembangan negatif
dapat menciptakan suatu kondisi kehidupan yang tidak
mendukung terciptanya suasana kekotaan yang livenble se-
hingga dapat memengaruhi kualitas penghuninya. Sebagai
salah satu contoh dapat dikemukakan bahwa proses pem-
bangunan permukiman yang tidak tertata dan terkendali,
akan mengakibatkan proses densifikasi permukiman yang
tidak terkontrol dan hal ini akan mampu memicu tercipta-
nya permukiman kumuh yang pada gilirannya akan meng-
akibatkan kemerosotan lingkungan, hal ini akan mengaki-
batkan kemerosotan kesehatan penduduk dan kemudian
akan mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja dan
hal ini akan mengakibatkan rendahnya penghasilan danber-
akhir dengan kemiskinan masif. Kesalahan masa lalu, di
mana daerah dekat dengan pusat kota vang saat ini telah
didominasi oleh jenis permukiman kumubh, tidak boleh ter-
ulang lagi dan hal ini hanya dapat terjadi apabila ada suatu
perhatian dan pemahaman yang mendalam mengenai
karakteristik WPU dalam hal bentuk, proses dan dampak
perkembangan dalam WPU tersebut. Dari pemahaman ini-
lah kemudian dapat diambil kebijakan spasial, ekonomi,
sosial dan kultural yang dapat mengelola perubahan yang
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terjadi di dalam WPU agar perkembangannya kemudian
dapat mengarah ke bentuk, proses dan dampak perkem-
bangan kehidupan yang positif. Akhir dari segalanya adalah
tercapainya visi pembangunan kota yang saat ini dikenal
sebagai “sustainable city”.

Di pihak lain, WPU juga berbatasan langsung dengan
daerah perdesaan dan sementara itu, di dalamnya masih
banyak penduduk desa yang masih menggantungkan ke-
hidupan dan penghidupannya pada sektor pertanian. Pada-
hal sudah diketahui bahwa WPU ini merupakan sasaran
perkembangan fisikal baru dari kota. Suatu keniscayaan
yang muncul di dalamnya adalah hilangnya lahan pertani-
an. Konflik antara mempertahankan lahan pertanian untuk
kepentingan sektor kedesaan di satu sisi dan melepaskan
lahan pertanian di sisi lain untuk kepentingan perkembang-
an fisikal baru sektor kekotaan merupakan bentuk konflik
pemanfaatan lahan paling mencolok. Tidak berlebihan kira-
nya mengatakan bahwa WPU ini seolah-olah merupakan
ajang pertempuran (battle front) antara sektor kedesaan dan
sektor kekotaan, di mana tidak pernah ada kenyataan empi-
ris yang mengemukakan bahwa sektor kedesaan meme-
nangkan peperangan ini.

Jelas kiranya, dampak yang bakal muncul di masa yang
akan datang berkenaan dengan pemekaran fisikal kekotaan
(urban sprawl) terhadap WPU yang terkait dengan peri ke-
hidupan dan penghidupan kedesaan, khususnya bagi pe-
tani. Hilangnya lahan pertanian, menurunnya produktivitas
pertanian, menurunnya komitmen petani terhadap lahan
maupun kegiatan pertaniannya, hilangnya bidang pekerjaan
pertanian, ketidaksiapan petani masuk ke sektor non-per-
tanian/kekotaan dan hilangnya atmosfir kedesaan dalam



berbagai dimensi merupakan beberapa contoh dampak
negatif dalam skala lokal dan regional yang secara langsung
maupun tidak telah berpengaruh terhadap peri kehidupan
sektor kedesaan.

Perspektif kepentingan nasional jangka pendek dan
panjang yang tidak boleh diabaikan berkenaan dengan ber-
bagai dampak yang terjadi di WPU adalah terkait dengan
kemampuan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Sebagaimana diketahui bahwa tingkat pertumbuhan pen-
duduk Indonesia masih cukup tinggi sehingga dari tahun
ke tahun jumlah penduduk nasional Indonesia akan se-
makin bertambah banyak dan hal ini selalu akan diikuti
oleh peningkatan tuntutan akan bahan pangan. Suatu ke-
adaan yang sangat wajar adanya. Namun demikian, kondisi
yang sangat istimewa di negara yang kita cintai ini berkaitan
dengan dinamika WPU perlu mendapatkan perhatian
khusus dan serius berkaitan dengan masa depannya. Seluruh
komponen bangsa seharusnyalah peduli terhadap perma-
salahan masa depan bangsa, karena menyangkut ketahanan
ekonomi nasional. '

Peningkatan tuntutan akan bahan pangan seharusnya-
lah diikuti oleh peningkatan kemampuan untuk menghasil-
kan bahan pangan. Memang banyak cara yang dapat di-
tempuh untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan
bahan pangan dan salah satu di antaranya adalah program
ekstensifikasi lahan pertanian itu sendiri yang dibarengi
dengan rekayasa biologi. Gejala perubahan pemanfaatan
lahan WPU di semua kota-kota di Indonesia pada saat ini
menunjukkan gejala yang tidak sehat, yaitu akan meng-
ancam pada ketahanan ekonomi, khususnya kemampuan
pengadaan pangan nasional pada masa yang akan datang,
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Konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian telah
dan sedang terjadi secara tidak terkendali dan komitmen
untuk tetap mempertahankan lahan pertanian yang ber-
kualitas prima sebagai sumber daya pertanian dan telah di-
cantumkan secara eksplisit dalam berbagai program peren-
canaan wilayah tidak dilaksanakan secara konsisten dan
konsekuen. Dalam skala lokal jangka pendek, mungkin hal
ini belum dirasakan akibatnya, karena keterkaitan regional
antar-wilayah yang telah terjalin dengan baik masih me-
mungkinkan terciptanya subsidi silang. Bagi daerah yang
tidak mampu menghasilkan bahan pangan yang cukup dapat
membeli dari daerah lain. | '

Kenyataan menurunnya luasan lahan pertanian di
WPU akibat konversi lahan pertanian menjadi lahan non-
pertanian, adalah suatu keniscayaan dan akibat yang di-
timbulkan terkait dengan kemampuan menghasilkan
pangan adalah menurunnya kemampuan menghasilkan
bahan pangan yang terus-menerus di satu sisi. Di sisi lain,
tuntutan terhadap kuantitas bahan pangan yang harus di-
sediakan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya
jumlah penduduk. Kecenderungan tersebut jelas akan
mengakibatkan semakin lebarnya disparitas antara kemam-
puan menyediakan bahan pangan dan meningkatkannya
tuntutan akan bahan pangan atau disparitas antara produksi
dan konsumsi yang akan semakin lebar. Pada saat ini saja
permasalahan pemenuhan bahan pangan sudah mulai ter-
ganggu, sehingga pemerintah harus mengimport dari
negara lain berkenaan dengan menurunnya kemampuan
menghasilkan bahan pangan.

Dalam masa di mana kemampuan ekonomi Indonesia
memadai, mengimport bahan pangan mungkin tidak men-
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datangkan permasalahan yang berarti, namun dalam masa
terjadinya konflik/ketegangan politik antara negara di
kawasan Asean masalah ini akan menjadi sangat krusial.
Sebagian besar kota-kota di Indonesia terletak di Pulau Jawa
yang lebih kecil dibandingkan dengan pulau-pulau besar
lainnya, dan hal ini telah mengakibatkan sistem kekotaan
(inter urban system) yang terjalin menjadi sedemikian intens
dan padat dan WPU kota-kotanya sebagian besar merupa-
kan wilayah volkanis yang sangat subur dan kondusif untuk
berkembangnya sistem pertanian yang intensif pula. Demi-
kian pula halnya di sebagian wilayah Sumatera dan Sulawesi.
Akibat spasial yang muncul adalah terjadinya pemekaran
kota secara fisikal yang intens pula khususnya di pulau Jawa
di mana sebagian besar lahan pertanian prima berada.
Sementara itu upaya untuk mencetak lahan-lahan baru se-
bagai sumber daya pertanian baru masih dipertanyakan ke-
berhasilannya.

Upaya memahami permasalahan ini tidak diperlukan
suatu pemikiran yang smart, namun mengapa belum nampak
upaya konkret yang sedang atau telah dilaksanakan dalam
upayanya mengantisipasi sedini mungkin bencana nasional
dalam tanda kutip yang sangat jelas telah menghadang di
hadapan bangsa ini pada masa yang akan datang? Upaya
memahami WPU secara mendalam akan memberikan inspi-
rasi baru untuk bertindak, khususnya berkenaan dengan
permasalahan lokal, regional dan nasional yang terkait
dengannya, demi tercapainya sustainable development pada
umumnya dan sustainable city pada khususnya. Sebenarnya,
di sinilah letak tujuan tersembunyi yang menjadi obsesi
penulis dalam ikut serta memikirkan peri kehidupan bangsa
ini dan semoga buah pemikiran yang sekelumit ini mampu
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menggugah kebersamaan untuk bersama-sama bahu mem-
bahu dalam kapasitasnya masing-masing untuk memecah-
kan permasalahan nasional yang dihadapi.

Untuk menyuguhkan diskursus yang menarik dan
runtut, buku ini disusun atas 7 bagian. Bagian pertama me-
ngemukakan mengenai latar belakang permasalahan yang
dihadapi WPU dan pentingnya studi WPU secara umum
dan khusus di Indonesia. Pemahaman konsep WPU yang
beraneka dikemukakan pula dalam bagian satu, sehingga
pemahaman yang tepat dapat diperoleh. Bagian kedua secara
khusus menyoroti perkembangan WPU. Oleh karena peri
kehidupan WPU bersifat multi dimensional, maka pem-
bahasan yang dikemukakan juga bersifat multi dimensional
pula. Perspektif sosial, kultural, ekonomi, spasial, politik
dan teknologi dikemukakan secara sistematik dengan
tambahan dari berbagai studi yang telah dilaksanakan oleh
para pakar terdahulu baik dari negara maju maupun negara
berkembang. Bagian ketiga mengulas lebih mendalam me-
ngenai struktur keruangan WPU. Hal ini menjadi sede-
mikian penting untuk dikemukakan, karena pemahaman
struktur keruangan WPU akan memfasilitasi dalam pe-
mahaman kekuatan-kekuatan yang berperanan mengubah
performa WPU dari berbagai perspektif. Bagian keempat
menguraikan berbagai kekuatan-kekuatan pengubah yang
secara garis besar dikategorisasikan menjadi tiga macam,
yaitu centripetal forces, centrifugal forces dan lateral forces. Pe-
mahaman ketiga macam kekuatan pengubah utama tersebut
diharapkan makin mempertajam analisis untuk menguak
dinamika WPU yang terjadi dalam berbagai perspektif.
Bagian kelima lebih menekankan pada proses urbanisasi yang
terjadi di WPU. Urbanisasi mana ditekankan pada a process
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of becoming urban vang terjadi secara in situ baik sebagai
akibat peraliran penduduk masif dari daerah kedesaan yang
jauh dalam alur centripetal urbanization maupun dalamalur
centrifugal urbanization. Bagian keenam menyajikan pembahas-
an terkait dengan dampak urbanisasi. Berbagai dimensi
kehidupan dikemukakan secara sistematik agar memudah-
kan pembaca merasa mudah mengikuti alur pemikiran yang
dibangun. Bagian kefujih merupakan bagian akhir dan pe-
nutup semua uraian yang telah dikemukakan. Penulisber-
usaha menyajikan dalam sebuah sintesis, serta mengemuka-

kan berbagai upava kebijakan spasizal vang pernah dilaku-
kan oleh berbagai negara dalam mengantisipasi secaradini
tentang kemungkinan munculnya berbagai permasalahan

WPU negatif dan sekaligus untuk mengaral
rungan perubahan yang terjadi di dalam WPU.n
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Latar Belakang Studi Wilayah Peri Urban

1.1 Pendahuluan

BerBAGAI studi telah banyak dilakukan mengenai Wilayah
Peri Urban (WPU), karena wilayah ini bersifat multi dimen-
sional sehingga sangat menarik berbagai disiplin ilmu. Ciri
khas wilayah ini sangat istimewa yang tidak dimiliki oleh
wilayah lain yaitu dalam hal keterkaitan yang begiiu besar
dengan aspek kehidupan kota maupun desa yang tercipta
secara simultan. Hal ini sangat wajar, karena lokasi WPU
berada di antara wilayah desa di satu sisi dan wilayah kota
disisi lain sehingga sangat wajar apabila WPU mempunyai
karakter hibrida antar sifat kekotaan dan sifat kedesaan.
Dalam beberapa hal sifat kedesaan terlihat lebih menonjol
namun dalam beberapa hal lain sifat kekotaan terlihat lebih
menonjol. Perpaduan sifat kedesaan dan kekotaan inilah
yang menarik untuk dibahas, dan bahkan tidak berlebihan
kiranya apabila studi mengenai WPU menjadi cabang ilmu
yang berdiri sendiri.

Selama ini banyak kebingungan yang muncul berkena-
an dengan studi WPU berkenaan dengan batas-batas
wacana yang dibangun. Apakah studi mengenai WPU ini
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masuk ke dalam wacana studi rural atau masuk ke wacana
studi urban? Terlepas dari wacana yang membahas menge-
nai posisi akademis dari wacana WPU tersebut, muncul
suatu hal yang jauh lebih penting untuk dibicarakan yaitu
peranan WPU dalam memengaruhi kehidupan kekotaan
dan kehidupan kedesaan baik pada masa sekarang dan ter-
lebih lagi pada masa yang akan datang. Untuk memperoleh
gambaran yang komprehensif mengenai WPU, diskusi yang
dibangun dalam bagian ini akan bertitik tolak dari pe-
mahaman mengenai istilah yang muncul. Dari berbagai
pakar yang mengemukakan mengenai studi yang berkaitan
dengan WPU telah muncul berbagai istilah yang berbeda-
beda walaupun dalam beberapa hal mengacu pada hal yang
sama. Hal ini akan dikemukakan pada bagian ini sehingga
pembaca mampu menangkap makna yang hakiki daripada

WPU dan seterusnya dapat mengikuti alur wacana yang
dibangun.

1.2 Konsepsi Wilayah Peri Urban

Istilah peri urban merupakan istilah yang berasal dari
bahasa Inggris yang sudah sangat umum dikenal. Dalam
buku ini istilah peri urban akan selalu digunakan, karena
padanan istilah dalam bahasa Indonesia belum ditemukan
secara pas. Di samping hal tersebut, istilah ini sudah banyak
dikenal secara internasional sehingga pembaca tidak merasa
kebingungan dan canggung untuk menggunakannya. Isti-
lah peri urban merupakan kata sifat (adjective) sehingga istilah
ini tidak dapat digunakan berdiri sendiri tanpa ada kata
bendanya, karena kata sifat pada hakikatnya menjelaskan
kata benda. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, me-
ngenai kalimat berikut. Kecamatan ini termasuk peri urba.
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Kalimat ini salah, karena fungsi kata sifat pada istilah peri
urban tidak cocok walaupun seseorang memahami maksud
ungkapan tersebut. Ungkaj an yang benar adalah Kecamat-
an ini termasuk wilayah peri urban, jadi kata sifat peri urban
menjelaskan kata benda wilayah. Untuk mencari pemakna-
an yang tepat mengenai pemakaian istilah ini, akan lebih
baik mengacu pada kamus yang lengkap dan secara inter-
nasional digunakan. Dalam Webster’s Third New International
Dictionary (1966) dijelaskan bahwa istilah peri berarti all
about, about, around, near, enclosing, surrounding, having sub-
stituents in or relating.

Dengan demikian, istilah peri adalah merupakan kata
sifat yang dapat diberi makna pinggiran atau sekitar dari
sesuatu objek tertentu. Sementara itu istilah urban juga
merupakan kata sifat yang berarti sifat kekotaan atau se-
suatu yang berkenaan dengan kota. Penggabungan istilah
peri dan urban membentuk kata sifat baru yang secara
harfiah berarti sifat kekotaan dan sekitar sehingga apabila
digabungkan dengan kata region, maka kata peri urban re-
gion mempunyai makna sebagai suatu wilayah yang berada
di sekitar kota. Oleh karena makna kata sekitar sangat tidak
jelas luasannya, maka perlu penjelasan agar penggunaan
istilah tersebut tepat adanya. Olch karena kata sekitar selalu
dikaitkan dengan pengaruh kota, maka kata kunci inilah
yang kemudian digunakan oleh para peneliti untuk menge-
nalinya. Betapapun kecilnya pengaruh kekotaan ini selalu
digunakan sebagai indikator WPU, sehingga kemudian
dikemukakan bahwa WPU itu sebenarnya merupakan
wilayah yang berada di antara wilayah kekotaan dan wila-
yah kedesaan. Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa pe-
maknaan sifat kekotaan dan kedesaan ini berdimensi multi
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maka WPU juga berdimensi multi pula. Oleh karena iden-
tifikasi WPU dari dimensi non-fisikal sangat sulit, pada
umumnya tahap awal pengenalan WPU hanya didasarkan
pada istilah kedesaan maupun kekotaan dari segi fisik
morfologi vang diindikasikan oleh bentuk pemanfaatan
lahan non-agraris versus penggunaan lahan agraris. Dar
sisi ini, wilayah kekotaan adalah suatu wilayah yang
didominasi oleh bentuk pemanfaatan lahan non-agraris se-
dangkan wilayah kedesaan adalah wilayah yang didominasi
oleh bentuk pemanfaatan lahan agraris. Oleh karena dalam
kenyataan empiris di lapangan menunjukkan bahwa per-
kembangan kenampakan fisikal kekotaan tidak selalu me-
lekat kompak dengan tubuh kenampakan fisikal kekotaan
utamanya, maka perlu kehati-hatian vang tinggi dalam me-
maknai batas WPU dengan lahan kekotaan terbangunnya,
khususnya bagi kota yvang mengalami leap frogging develop-
ment maupun ribbon development.

Dalam WPU secara fisik morfologis inilah sifat-sifat
baik kedesaan dan kekotaan non-fisikal menunjukkan inten-
sitas yang jelas, sehingga secara akademik, para peneliti
dapat menggunakannya seba gai dasar identifikasi wilayah.
Untuk memudahkan identifikasi wilayahnva, WPU dapat
dikenali dari batas terluar lahan terbangun sesuatu kota
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lahan non-agraris mengisvaratkan adanya penjalaran lahan
kekotaan ke araii luar dan makin dekat jarak ke lahan ke-
kotaan terbangun utama, maka makin intensif perkem-
bangan kenampakan fisikal kekotaannya dan demikian pula
sebaliknya, makin jauh akan makin berkurang intensitas
perkembangan kenampakan fisikal kekotaannya.

Dari segi sosial ekonomi, identifikasi WPU ini agak
berbeda, karena menyangkut perilaku sosial maupun eko-
nomi masyarakat. Walaupun secara ilmiah sangat sulit
untuk menentukan batas yang tepat, namun sebagai
gambaran untuk identifikasi WPU tersebut pernah diusul-
kan oleh McGee (1994). Sarjana ini mengemukakan bahwa
batas terluar dari WPU adalah tempat di mana orang masih mau
menglaju untuk bekerja/melakukan kegiatan ke kota. Pada pagi
hari mereka datang ke kota dan pada sore hari mereka
pulang dan hal ini dilakukan setiap hari. Dengan demikian
dari waktu ke waktu, WPU selalu bertambah luas baik dari
tinjauan fisikal morfologis maupun dari segi sosial ekonomi.
Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa moda transpor-
tasi selalu bertambah canggih dengan kemampuan jangkau
yang semakin jauh. Batasan fisikal morfologi untuk WPU
juga mengisyaratkan adanya kecenderungan semakin luas-
nya WPU. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa per-
tambahan penduduk dan kegiatan selalu diikuti oleh pe-
ningkatan tuntutan akan ruang yang dimanfaatkannya baik
untuk tempat tinggal maupun untuk tempat kegiatan. Per-
kembangan prasarana dan sarana transportasi memegang
peranan yang sangat signifikan menentukan WPU baik dari
segi fisikal morfologi maupun dari segi sosial ekonomi.
Untuk mencermati ide McGee berkenaan dengan hal ini,
lihat model yang dikemukakannya berkenaan dengan wila-
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vah mega urban. Dalam wilayah mega urban/megapolis/mega-
lopolis penentuan WPU menjadi semakin sulit, karena wila-
yah ini terdiri dari berbagai kota yang menyatu secara sosial
ekonomi dan pada megapolis yang mempunyai moda trans-
portasi yang sudah maju, jarak penglaju ke kota akan sangat
jauh dan bersifat lintas kota, sehingga batasan WPU akan
menjadi overlap satu sama lain. Kasus-kasus seperti ini
banyak ditemukan di megapolis di Jepang, Amerika
maupun Eropa (Yunus, 2006). Model ini akan dibahas secara
mendalam pada Bagian Tiga mengenai Struktur WPU. Ber-
bagai istilah pernah digunakan untuk wilayah ini antara
lain fringe, suburb, pseudo suburb dan rurban.

Pembahasan mengenai WPU pertama kali dikemuka-
kan dengan istilah urban fringe yang dikenalkan oleh Smith
(1937). Istilah tersebut digunakan untuk memberikan gam-
baran pada suatu jalur wilayah yang terletak pada lahan-
lahan terbangun tetapi yang berada di luar batas kota. Pada
perkembangannya kemudian istilah tersebut telah meng-
alami perbaikan, karena dirasa tidak begitu cocok lagi
dengan perkembangan daerah yang berada di luar kota.
Apakah daerah urban fringe dihitung dari luar batas kota
secara administrasi atau dari daerah terbangunnya sendiri?
Berbagai bentuk perkembangan wilayah yang terjadi di luar
kota, baik di luar ken ampakan kekotaan terbangun maupun
di luar batas administratif kota telah mengilhami berbagai
pemerhati masalah kota dan wilayah untuk mencermati
lebih lanjut.

Upaya untuk mempelajari lebih mendalam mengenai
daerah pinggiran kota dikemukakan oleh Andreas (1942)
vang melihat bahwa di daerah fringe sendiri sebenarnyame-
nampilkan kenampakan yang berbeda terkait dengan keber-
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adaan kota dan desa. Jalur wilayah yang dekat dengan kota
akan didominasi oleh kenampakan kekotaan dan begitu
pula sebaliknya, makin dekat dengan desa akan makin
kental kenampakan kedesaannya. Untuk itu, sarjana ter-
sebut menggunakan istilah wurban fringe dan rural fringe.
Schnore (1952) membedakan antara satellites dan suburbs.
McKain dan Burnight (1953) membuat studi mengenai
daerah pinggiran kota, khususnya mengenai perkembangan
fisikal daerah ini dan kemudian diberi istilah extended fringe.
Studi Duncan dan Reiss (1956) di daerah pinggiran kota
Chicago membedakan antara wurban fringe, rural non farm,
dan rural farm. Setahun kemudian, Martin (1957) membahas
mengenai satellite rural areas. Setelah itu, Kurzt (1958) telah
berusaha membedakan antara istilah fringe dengan suburb.
Reinemann (1960) membedakan antara outlying adjacent zone
untuk jalur wilayah yang paling dekat dengan wilayah ke-
kotaan terbangun dan suburban zone untuk jalur di luarnya.
Sementara itu Wissink (1961) telah mengemukakan istilah
yang berbeda, yaitu fringe, suburbs, pseudo suburbs, satellites
dan pseudo satellites. Pada tulisannya yang muncul setahun
kemudian Wissink (1962) menggunakan istilah inner fringe
dan outer fringe. Studi Whitehand (1967) membagi daerah
pinggiran kota menjadi 3 zone, yaitu IFB (inner fringe belt),
MEB (middle fringe belt) dan OFB (outer fringe belt). Pada tahun
1971, Pryor menggunakan istilah rural-urban fringe untuk
menyebutjalur daerah yang terletak antara daerah kekotaan
terbangun dan daerah kedesaan. Selanjutnya, sarjana ini
mengacu pada pendapat Andreas (1942) dengan membagi-
nya menjadi dua, yaitu urban fringe dan rural fringe. Untuk
mencoba memberikan kejelasan makna, Pryor (1971) terse-
but menciptakan model yang dikenal dengan wrban-rural
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ng menjelaskan tentang sampai se-

berapa jauh batas urban fr.inge berada flar; d; i tb;tas
rural fringe tersebut mulai dan berakhir. Be erapa tahun
kemudian Russwurm (1979) mengemuk.'kaan teor1 yang
dikenal dengan Regional City di mana d1]e1a51-<an ‘adanya
struktur keruangan mengenai kotadan daerah di sekitarnya.
Berawal dari lahan kekotaan kompak terbangun sampai
dengan daerah kedesaan, dikenal zona-zona 3 zona, yainf
inner fringe, outer fringe dan urban shadow. Berbagai teori
tersebut didasarkan pada kondisi kota-kota di negara maju
yang pada umumnya batas antara kenampakan kekotaan
dan kedesaan sangat bersifat diskrit, sehingga untuk pene-
rapannya di negara berkembang, khususnya di Indonesia
sangatlah kurang pas. Penyebab utamanya adalah bahwa
peralihan kenampakan kekotaan ke kenampakan kedesaan
tidak bersifat diskrit tetapi bersifat continuum, gradual
 sehingga untuk membedakan apa yang dikenal dengan irner
fringe atau urban fringe dan outer fringe atau rural fringe men-
jadi sedemikian sulit. Untuk memecahkan hal tersebut
Yunus (2001) memperbaiki konsep yang dikemukakan Pryor
(1971) dengan menambahkan beberapa konsep baru, se-
‘hingga daerah antara lahan kekotaan terbangun dan lahan
kedesaan terdapat 4 zona, yaitu urban fringe, urral fringe,
rurban fringe dan rural fringe. Pada bagian 3 mengenail struk-
tur keruangan WP, hal ini akan dibahas secara mendalam
;g;knal'}?embaca memperoleh gambaran yang jelas mengenai
anya. . |

" Dari berbagai studi tersebut menunjukkan betapa
banyaknya perhatian terhadap wilayah yang terletak antara
kota dan desa tersebut sehingga kemudian muncul berbagal
istilah yang dikemukakan para pakar. I:ontaran ide-ide ter-

Iand use triangle model ya
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sebut membuka peluang yang lebar bagi para pemerhati
mengenai wilayah peri urban untuk lebih memahami me-
ngenai the nature and the dynamics of the peri urban regions.
Mengenai peristilahan yang akan digunakan terserah ke-
pada para peneliti untuk memilih sesuai dengan selera dan
argumentasi ilmiah yang akan dibangunnya. Oleh karena
popularitas istilah wilayah peri urban saat ini lebih banyak
diminati ketimbang istilah-istilah yang sudah dikemukakan
‘terdahulu, maka penulis akan menggunakan istilah tersebut
untuk mengacu pada wilayah pinggiran kota yang akan di-
bahas. Sebut sebagai salah contoh mengenai perhatian
negara maju terhadap masalah ini di negara berkembang,
khususnya di Asia tenggara telah memunculkan organisasi
PUDSEA (Peri Urban Development of South East Asia) yang
diprakarsai oleh rekan-rekan guru besar dari Jerman
khususnya dari Universitaat Stadt Giessen dan University
of Cologn yang bekerja sama dengan pemerintah Indone-
sia, Malaysia, Filipina, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam
di mana penulis ikut terlibat di dalamnya. Organisasi ter-
sebut secara khusus memberikan perhatian terhadap per-
kembangan WPU dan permasalahan-permasalahan ling-
kungan di negara-negara berkembang khususnya Asia
Tenggara dengan mengambil pelajaran dari negara maju.
Beberapa studi banding yang menunjang kegiatan ini telah
dilakukan baik di negara-negara Asia Tenggara maupun di
Jerman.

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa pemaknaan
WPU adalah suatu wilayah yang berada di antara wilayah
yang bersifat kekotaan sepenuhnya (the real urban region)
dan wilayah yang bersifat kedesaan sepenuhnya (the real
rural region). Sementara itu pengertian kekotaan maupun
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kedesaan itu sendiri adalah suztu si
dimensional yang dapat r‘._...ja: dari seg
nomidan kultural. Sementarz itu batzs-batas pengertianke
Kotaan ataupun kedesaan dzlzm dimensi-dimensi tersebut
tidak selalu koinsiden dan tidzk zkzn pernzh dapat koinsi-
den. Kota sebagai pusat inovasi dizn _
dari segala bentuk pengaruh sosizl, ekonom? dan kultural

terhadap daerah pinggirannya. Penizlzrzn informasi sosial,
ekonomi dan kultural jelas san peng
adaan prasarana dan saranz frznsporizsi dzn komunikasi
vang berkembang di wilavzh ¢
sarana dan sarana transportasi :ia_ komunikasi yang ada
semakin jauh kemampuan jangkzu dari pengaruh sifatke-
kotaan atas daerah kedesaan. Dengzn kziz lain dapat di-
ungkapkan bahwa semakin baik prasaranz dan sarana frans-
portasi dan komunikasi akan semakin luas '.‘."L'-.a*:ah vang
terpengaruh oleh kota dalam hz! dimens: sosizl, ekon
dan kultural sehingga semakin luzs pulza WPUnya. D1
samping itu, semakin besar kotznyva, semakin luas pula
WPUnya.

Di sisi lain, penjalaran kenampakan fisikal morfologi
kekotaan juga terus terjadi sejalar P
jumlah penduduk kota dan kegiatannva. Pertambahan
jumlah penduduk kota selalu diikuf oleh pertambahan
tuntutan akan ruang untuk tempat Zinggal dan demikian
pula dengan adanya pertambahan volume dan frekuensi
¥egiatan yang ada juga akan diikuti oleh pertambahan
tuntutan akan ruang untuk mengakomodasikan kegiatan-
¥Cgiatan baru. Oleh karena n bul
bagian dalam kota semakin menvusu: maka Sdak semua
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maupun kegiatan tersebut dapat.diakomodasikannya, se-
hingga penambahan permukiman maupun kegiatan di-
laksanakan di luar lahan kekotaan terbangun, atau di lahan-
lahan terbuka yang masih berupa lahan-lahan pertanian.
Di sinilah latar belakang terjadinya perembetan kenampak-
an fisikal kekotaan ke arah luar terjadi atau dikenal dengan
istilah urban sprawl. Proses ini mengakibatkan bertambah
luasnya lahan kekotaan terbangun (urban built-up lgnd) dan
dari sinilah WPU pada umymnya dikenali. Oleh karena
proses perembetan kenampakap. fisikal kekotaan ke arah
luar tidak 5cJ,a1ur terjadi sgcara konsentris kpmpak danmer
nyatu dengan Ighan ke}pﬁaal} terbangun. yang-sudah;ada,
maka perlu. kehap—hat;an yang tlngglﬁdalam -mengenali
WPU ini dar;. segt ﬁsnkal Pada umumnya; batas\peman{a@gr

an lahan kekotapn Y30 Penyaty dengan kota. AYBIAIRET
jadi fiik, tolaksuntuk mengidentifikasi WRL, demsementasn
itu beberapa bagian di lyar kota yangteriadi kopuersilahasn
kedesaan menjadi kekg‘tﬂgg.!gampp ;1d,a;1< me_,qya@gsgcgqg
kompak dengan lahan, lﬁeiéﬁa,umartwwlskerﬁ%m
WPU. Pengenalan, Wl?vaeng ﬁlflsiﬁankgm@éagbﬁﬂ%m
manfaatan lahan adalahgara yang paling mudahdibandings
kan dengan identifikasiatas dasarnon-fisikal. Untuk maksud
ini, penulis menyarankan untykmemanfaatkan cifrapengr
inderaan jauh baik fofe udasa maypuncitra satelitolo11om
Untuk memahami;makng WRJ sgcaralebih mendalam,
dalam paragraf berikut,akan dikemukakan-beberapa per
ngertian mengenai WPU. pleh bgherapa peneliti; Beberapa
pengertian yang dikemukakan ternyata sangat wariatif sifat-
nya, dan hal ini sangat wajay,karena l%@ﬁ;b@l@l?éﬂgf@@
kota di mana penelitian tersebut.dilaksanakan juga, ber
variasi adgnya, Oleh. karena-banyaknya;konsapoyans. dir
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tawarkan, berikut ini hanya akan dikemukakan beberapa
di antaranya yang cukup memberi kejelasan makna. Secara
definitif, pengertian WPU menurut Andreas (1942) adalah
suatu zona yang di dalamnya terdapat percampuran antara
struktur lahan kedesaan dan lahan kekotaan (the intermin-
gling zone of characteristically agricultural and characteristically
urban land use structure). Sampai sejauh itu, belum pernah
diungkapkan mengenai batas-batas di mana WPU mulai
muncul dan sampai di mana batas-batas WPU berakhir.
Baru beberapa tahun kemudian Garnier dan Chabot (1967)
mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai hal ter-
sebut. Dia mengatakan bahwa WPU berawal dari lahanke-
kotaan terbangun yang menyatu dengan permukiman
utamanvya (it begins where the continuous builtup town ends).
Dengan demikian jelas kiranya mengenai batas awal suatu
WPU, namun kemudian muncul lagi pertanyaan yang
cukup rumit untuk dijawab, khususnya untuk kota-kotadi
negara berkembang yang peralihan dari kenampakan ke-
kotaan ke kenampakan kedesaan terjadi sangat gradual.
Inilzh yang penulis katakan bahwa beberapa konsep yang
ditawarkan oleh peneliti tertentu belum tentu dapat diapli-
kasikan pada wilayah lain berkenaan dengan kondisi ling-
kungan yang berbeda. Untuk kota-kota dengan batas fisikal
morfologi yang diskrit hal tersebut memang dengan mudah
untuk dikenali, namun untuk kota-kota yang peralihan ke-
nampakan kekotaannya ke kenampakan kedesaan terjadi
sangat gradual hal tersebut sangat sulit untuk diidentifikasi.

ingh (1967) dalam penelitiannya di kota-kota di India me-
ngemukakan bahwa WPU adalah “rural land with urban phe-

r” .
o a 3011 3311

‘omena atzusuatu lahan kedesaan yang di dalamnya sudah
Tuncul gejala kekotaan. Selanjutnya sarjana ini menambalr




kan penjelasan mengenai makna WPU dengan mengacu
pendapat Wehrwein (1942) yang mengatakan bahwa lahan-
lahan kedesaan tersebut sebenarnya belum masanya ber-
ubah menjadi lahan kekotaan, namun karena suatu keadaan
yang terpaksa dalam tanda petik, lahan tersebut telah ber-
ubah menjadi lahan kekotaan. Pada tahun- yang sama,
Dickinson (1967) juga mencoba memberikan batasan menge-
nai WPU sebagai suatu daerah kedesaan yang di dalamnya
telah terjadi pembangunan-pembangunan perumahan,
industri-industri, perkantoran-perkantoran yang bersifat ke-
kotaan. Di sana dijelaskan bahwa permukiman yang di-
bangun dihuni oleh bukan petani, namun mereka yang
bekerja di kota. Demikian pula dengan industri, kompleks
perkantoran, pendidikan dan lain sebagainya mempunyai
orientasi pemanfaatan ke sektor kekotaan. Hal ini terlihat
dari gejala munculnya pembangunan baru baik yang berupa
lahan permukiman maupun bukan permukiman yang di-
bangun di tengah-tengah lahan persawahan atau bentuk
lahan pertanian lainnya.

. Sementara itu Pryor (1968) mengemukakan tesisnya
yang memberikan kejelasan makna yang jauh lebih baik -
ketimbang dengan pendapat yang telah dikemukakan se-
belumnya. Menurut sarjana ini, WPU yang diistilahkan se-
bagai daerah rural-urban fringe, adalah wilayah peralihan
mengenai pemanfaatan lahan, karakteristik sosial dan
demografis dan wilayah ini terletak antara (a) lahan ke-
kotaan kompak terbangun yang menyatu dengan pusat kota
dan (b) lahan kedesaan yang di sana hampir tidak ditemu-
kan bentuk-bentuk lahan kekotaan dan permukiman ke-
kotaan. Pada WPU nampak adanya percampuran pe-
manfaatan lahan yang berorientasi baik kekotaan maupun
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kedesaan sekaligus, penetrasi lahan kekotaan (urban land
use) dan jasa pelayanan umum (public utility services) sudah
mulai nampak dengan intensitas yang bervariasi. Makin
mendekati lahan terbangun, makin intensif penetrasi lahan
kekotaan dan di WPU inilah pada umumnya terjadi ke-
rancuan aplikasi perencanaan wilayah maupun regulasi
zoning. Peningkatan jumlah penduduk terjadi sangat sub-
stansial, karena banyak pendatang yang menginginkan ber-
tempat tinggal di daerah ini baik berasal dari bagian dalam
kota maupun berasal dari luar kota. Kepadatan penduduk
yang tercipta menjadi lebih tinggi daripada rata-rata ke-
padatan penduduk daerah kedesaan pada umumnya, namun
tetap masih lebih rendah daripada rata-rata kepadatan pen-
duduk di bagian dalam kota. Dengan demikian dapat di-
simpulkan bahwa WPU adalah bayangan masa depan per-
kotaan, sehingga sangatlah penting memberikan perhatian
khusus pada WPU. Baik buruk kota masa depan tergantung
dari baik buruknya perencanaan yang dilakukan untuk
WPU dan hal ini dapat dilaksanakan apabila pengetahuan
mengenai WPU sendiri juga memadai adanya baik secara
fisikal, sosial, ekonomi dan budaya.

Secara ilmiah, Pryor (1968, 1971, 1977) tersebut sudah
mencoba untuk mengatasi beberapa kelemahan definisi
WPU dengan segala peristilahannya yang telah dikemuka-
kan oleh para peneliti sebelumnya, namun demikian toh
masih terdapat beberapa ketidak jelasan yang dapat di-
temui. Hal ini sangatlah wajar dan manusiawi karena penge-
tahuan seseorang sangatlah terbatas dan ilmu pengetahuan
dan teknologi selalu berkembang yang terkadang kita ter-
tinggal olehnya. Berhubung upayanya untuk mencoba men-
jelaskan kondisi WPU yang sedemikian kompleks telah
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membuat Pryor merumuskan difinisinya sangat panjang
sehingga sangat rentan untuk menimbulkan penafsiran
yang bermacam-macam. Secara lengkap pencitraan WPU
yang diistilahkan rural-urban fringe oleh sarjana ini adalah
sebagai berikut:

The rural urban fringe is the zone of transition in land use, social
and demographic characteristics, lying between (a) the continu-
ously bult-up urban and suburban areas of the central city, and (b)
the rural hinterland, chracterized by the alinost absence of non-
farm dwellings, occupations and land use, and of urban and rural
social orientation an incomplete range and penetrtaion of urban
ulility services; uncoordinated zoning or planning regulations;
areal extension beyond although contiguous with the political
boundary of the central city; and an actual and potential increase
density, with the current density above that surrounding rural
districts but lower than the central city. Thedse characteristics may
differ both zonally and sectorally, and will be modified through
time.

Secara komprehensif, definisi tersebut dapat diungkap-
kan bahwa WPU atau rural urban fringe merupakan zona
peralihan pemanfaatan lahan, peralihan karakteristik sosial
dan peralihan karakteristik demografis yang terletak antara
(a) wilayah kekotaan terbangun yang menyatu dengan per-
mukiman kekotaan utamanya dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari pusat kota dan (b) daerah buriloka
(hinterland) kedesaannya yang dicirikhasi oleh nyaris langka-
nya tempat tinggal penduduk bukan petani, mata pencahari-
an bukan kedesaan dan pemanfaatan lahan bukan kedesaan.
Didalamnya terdapat percampuran orientasi sosial ekonomi
kedesaan dan kekotaan dan mulai terjadi penetrasi utilitas
dan fasilitas kekotaan serta dicirikhasi oleh adanya aplikasi
peraturan zoning dan perencanaan yang tidak terkoordinasi
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an di WPU sangat bervariasi karena variabel-varizbel penga-
ruh terhadap perkembangan 1:-:\..'. kekoizan di sana juga
sangat bervariasi adanya. Seperti diketahui bahwa peranan
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variabel pengaruh tersebut dari waktu ke waktujuga meng-
alami perubahan. Sebagai contoh bahwa di ':agi-
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kompleks perguruan tinggi atau kompleks perumahan atau
kompleks pertokoan atau yang lain, maka daerah tersebut
akan meningkat daya tariknya terhadap pendatang, sehingga
percepatan pertumbuhannya bukannya tidak mungkin
malah jauh melebihi daerah-daerah lain yang semula telah
berkembang dengan baik. Disadari atau tidak suatu definisi
yang terlalu panjang memang mempunyai potensi menjadi
agak kabur dan sulit untuk dipahami dengan mudah. Namun
demikian, dapat dipahami bahwa Pryor terpaksa harus
membuat definisi yang demikian panjang, karena memang
kekhasan WPU sendiri menuntut hal tersebut agar pembaca
lebih paham terhadapnya. Sifat multi dimensional WPU ini
memang memerlukan penjelasan yang cukup agar pencitra-
an wilayahnya pas adanya.

Dalam definisi tersebut secara eksplisit hanya di-
kemukakan 3 atribut utama yang mencirikhasi WPU yaitu
(1) kondisi pemanfaatan lahan, (2) kondisi sosial dan (3) kon-
disi demografis. Sebagian penjelasan yang dikemukakan
oleh Pryor hanya berkisar pada aspek fisikal morfologis
semata sementara itu hal yang berkaitan dengan karakteris-
tik sosial dan demografis tidak banyak disinggung. Sebagai
contoh dapat dikemukakan di sini bahwa masalah nonfarm
dwelling, utility services, areal extension dan land use mendapat
perhatian yang cukup, sementara itu pencitraan terhadap
karakteristik sosial, ekonomi, kultural dan demografis tidak
banyak diungkap. Untuk memberi kemudahan dalam iden-
tifikasi di lapangan, Pryor membuat batasan atas dasar pro-
porsi lahan kekotaan dan proporsi lahan kedesaannya. WPU
ini berada di antara wilayah yang ditandai oleh 100% lahan
kekotaan dan 100% lahan kedesaan. Dengan demikian
rentangan nilai yang ditampilkan oleh WPU berkisar dari
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ampai < 100% lahan kekota in dan >0% sampai < 10¢%

(=

kedesaan vang bercampur-baur dalam wilayah ter-

sroporsi lahan kekotaannya dan semakin kecil proporsi

lzhan kedesaannya serta demikian pula sebaliknya.

k tolak dari fakta empiris ini, Pryor (1977) mem-
bedakan wilavah WPU ini menjadi wilayah yang dikenal
engan urban fringe dan rural fringe. Padanan kedua istilah

: |

tersebut oleh Yunus (2006) adalal. zona bingkai kota (Zobikof)
dan zona bingkai desa (Zobides).

Walaupun semua penjelasannya tidak menunjukkan
dava terapan yang substansial d' serua Zaerah peri urban,

namun penjelasan yang dikemuxkakan telah mengilhami

banyak peneliti berikutnya untuk mengembangkannya.

S}

Pada prakiiknya, Pryor hanya menekankan pada tipe pe-
manfaatan lahan saja untuk mengenali lebih mendalamme-
ngenai WPU ini. Sebagai contoh dz pat dikemukakan bahwa
batas antara urban fringe dan rurai fringe adalah garis yang
remisahkan keduanya dengan jarak vang sama ke lahan
kekotaan terbangun maupun ke lzhan kedesaan sepenuh-
nya, padahal intensitas perkembarngan unsur-unsur morfo-
logi kekotaan yang ada di WPU sangat bervariasi adanya
dan terkadang ada pengelompokan tertentu dan tidak ter-
sebar secara merata. Jadi ada kemungkinan bahwa batas
yang dikemukakan tidak membagi sepenuhnya ke dalam
Proporsi yang sama antara jarak ke lahan kekotaan ter-
bangun maupun ke lahan kedesaan sepenuhnya. Mestinya
yang digunakan sebagai patokan bukan percentage distance

to urban or rural land, namun percentage intensity dari muncul-

)
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nya lahan-lahan kekotaan di dalam WPU atau lahan kedesa-
an yang masih tersisa tanpa memperhatikan jarak lagi.

Secara definitif, pengertian urban fringe menurut Pryor
(1977) merupakan bagian dari wilayah rural-urban fringe
(WPU) yang berbatasan langsung dengan lahan kekotaan
terbangun dan masih menyatu dengan permukiman kekota-
an utama, dan menunjukkan kepadatan permukiman yang
lebih tinggi dari rerata kepadatan yang ditampilkan WPU
sendiri, proporsi pemanfaatan lahan permukiman, komer-
sial, industrial dan lahan kosong (idle land) yang tinggi.
Subzona ini juga ditandai adanya kenaikan kepadatan pen-
duduk, konversi lahan pertanian ke lahan non-pertanian,
serta migran ulang alik yang lebih tinggi dibanding dengan
bagian lain dari WPU. Secara lengkap definisi tersebut dapat
dikemukakan sebagai berikut:

The urban fringe is the subzone of the rural-urban fringe which is
incontact and contiguouswith the central city, exhibiting adensity
of occupied dwellings higher than the median density of the total
rural-urban fringe, a high proportion of residential, commercial,
industrial and vacant as distinct from farmland, a higher rate of
increase in population density, land use conversion and commut-

ing.

Untuk memberi kemudahan dalam identifikasi di
lapangan, Pryor membuat batasan atas dasar proporsi lahan
kekotaan dan proporsi lahan kedesaannya. Zobikot ini ber-
batasan langsung dengan lahan kekotaan terbangun, yaitu
suatu wilayah yang ditandai oleh 100% lahan kekotaan dan
berbatasan dengan Zobides. Batas antara Zobikot dan
Zobides ditandai oleh proporsi 50% lahan kekotaan dan 50%
lahan kedesaan. Dengan demikian rentangan nilai yang di-
tampilkan oleh Zobikot berkisar dari >50% sampai <100%
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lahan kekotaan dan >0% sampai <50% lahan kedesaan yang
bercampur-baur dalam wilayah tersebut.

Sementara itu bagian ini berbatasan langsung dengan
apa yang disebut sebagai the rural fringe (Pryor, 1977) atau
Zobides (Yunus, 2001, 2006). Bagian ini disebut demikian
karena berbatasan langsung dengan wilayah kedesaan se-
penuhnya. Walaupun dalam praktik di lapangan upaya
untuk mengetahui batas sebenarnya dari wilayah yang di-
sebut kedesaan maupun batas dengan the urban fringe sendiri
sangat sulit dilaksanakan, namun secara konseptual apa
yang dikemukakan oleh Pryor (1977) ini dapat dipahami
adanya. Menurut sarjana ini, Zobides adalah suatu wilayah
yang berada dalam WPU dan berbatasan langsung dengan
Zobikot yang menunjukkan adanya kepadatan permukiman
yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kepadat-
an permukiman di seluruh WPU. Di samping itu wilayah
ini menunjukkan masih tingginya proporsi kegiatan per-
tanian, tingkat kenaikan kepadatan penduduk, tingkat kon-
versi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian serta
jumlah penglaju ke kota yang lebih rendah dibandingkan
dengan rerata kenaikan kepadatan penduduk, konversi
lahan dan jumlah penglaju di seluruh WPU.

The rural fringe is the zone of the rural-urban fringe which is con-
tiguous with the urban fringe, exhibiting a density of occupied
dwellings lower than the median density of the total rural urban-
fringe, a high proportion of farm as distinct from non farm and
vacant land, and a lower rate of increase in _vopz.z lation density, land
use conversion and commuting.

Dalam tesisnya dikemukakan bahwa berdasarkan pro-
porsi lahan kekotaan dan lahan kedesaan vang ada pada
Zobides ini ditandai oleh >0% dan <50°% lahan kekotaan
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serta <100% dan >50% lahan kedesaan yang bercampur-baur
pada zona ini. Konsepsi mengenai rural fringe (Zobides) dan
urban fringe (Zobikot) yang dikemukakan oleh Pryor (1977)
tersebut sangat mudah untuk dipahami, namun dalam
upaya untuk melacak batas-batasnya di lapangan sangatlah
tidak mudah. Seperti diketahui bahwa perembetan ke-
nampakan kekotaan ke arah luar sangat bervariasi adanya.
Paling tidak ada 3 bentuk utama yang selama ini dikenal,
yaitu perembetan konsentris, perembetan memita dan pe-
rembetan lompat katak (Yunus, 2005). Sangat jarang terjadi
bahwa masing-masing jenis perembetan kenampakan ke-
kotaan tersebut berdiri sendiri-sendiri, kecuali pada kota
yang masih sangat kecil. Makin besar kotanya akan makin
kompleks artikulasi perembetan kenampakan kekotaan ter-
sebut. Bagi kota-kota yang ditandai oleh perkembangan
konsentris, upaya identifikasi batas-batas subzona yang ada
relatif lebih mudah dibandingkan dengan dua bentuk lain-
nya, apalagi dalam wilayah di mana peralihan antara daerah
kekotaan dan kedesaan terjadi secara sangat gradual. Per-
alihan antara Zobikot dan Zobides sendiri bukanlah suatu
garis batas (line boundary), namun merupakan wilayah batas
(area boundary), sehingga perlu notasi tersendiri untuk bagian
ini. Untuk mengatasi hal ini Yunus (2001) mengemukakan
model baru sebagai model yang melengkapi model yang
telah dikemukakan oleh Pryor. Yang menjadi pertanyaan
adalah apakah unit analisisnya mendasarkan pada pendekat-
an administratif, pendekatan fisikal atau pendekatan sel. Masing-
masing jenis pendekatan akan membawa konsekuensi ilmiah
yang berbeda satu sama lain. Untuk memperjelas hal ini,
padabagian lain akan dibangun wacana tersendiri mengenai
upaya delimitasi WPU dan subzona yang ada di dalamnya.
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Yunus (2001) inengemukakan konsep WPU yang lebi™
detail, khususnya dalam menyoroti keberadaan jalur wilz-
yah yang mengantarai Zobikot dan Zobides. Oleh karena batzs
antara Zobides dan Zobikot diyakini bukan merupakz=
suatu garis batas yang jelas dan lebih merupakan jalur wilz-
yah, maka perlu dikemukakan spesifikasi yang lebih deta=
tentang hal ini. Batasan 50% lahan kekotaan dan 50% lahz=
kedesaan sifatnya sangat sementara sekali dan akan meng-
alami perubahan yang sangat cepat, karena perubahanyang
terjadi di WPU sangat dinamis, sehingga identifikasi jalur
wilayah yang sifatnya lebih lama dipertahankan perlu d:-
kemukakan. Untuk maksud tersebut perlu dikemukaka=
jalur yang mempunyai rentangan nilai tertentu agar lebi=
mendalam dalam mengenali proses urbanisasi (perubaha=
lahan kedesaan menjadi lahan kekotaan). Batas antarz
Zobikot dan Zobides dapat dibagi ke dalam dua subzonz
lagi walaupun nuansanya lebih kecil. Secara garis besar
dapat dikemukakan bahwa baik Zobides maupun Zobiko*
ditandai oleh proporsi yang mencolok perbedaannyaantarz
lahan kekotaan dan lahan kedesaan.

Mengacu pada identifikasi zona berdasarkan propors:
pemanfaatan lahan agraris maupun non-agraris dapat di-
kemukakan bahwa Zobikot mempunyai rentangan nila:
antara > 75% sd. < 100% lahan kekotaan dan < 25%sd>0%=
lahan kedesaan. Zobikodes mempunyai rentangan nila:
antara >50% sd. < 75% lahan kekotaan dan antara >25% s&
< 50% lahan kedesaan. Zobidekot mempunyai rentangan
nilai antara >50% sd. < 75% lahan kedesaan dan antara <30°=
sd > 25% lahan kekotaan. Zobides mempunyai rentangas
nilai > 75% sd < 100% lahan kekotaan dan < 25% sd > 0%
lahan kekotaan. Namun demikian memang diakui bahwaz

30




pengertian WPU sendiri menyangkut aktualisasi keruangan
yang tidak semata-mata ditentukan oleh kenampakan
fisikal. Atribut keruangan dalam bidang ekonomi, sosial,
kultural juga dapat dimanfaatkan untuk mengenali WPU,
namun karena parameter ekonomi, sosial dan kultural
sangat kualitatif dan kompleks sifatnya, maka kebanyakan
peneliti tidak mendasarkan delimitasi keruangan WPU atas
dasar kompleksitas sosial, ekonomi dan kulturalnya. Bagi
peneliti yang tertarik terhadap upaya delimitas WPU atas
dasar ekonomi, sosial dan kultural, penulis menyarankan
untuk membatasi beberapa indikator tertentu saja yang
dapat diukur sehingga, apa yang dikemukakan dapat mem-
berikan informasi yang baik.

Perlu dipahami, konsepsi WPU dari segi fisikal, eko-
nomi, sosial dan kultural tidak harus mempunyai batas-
batas yang berimpit. Sangat mungkin terjadi dan pada ke-
nyataan empiris memang demikian bahwa batasan WPU
dari segi sosio-kultural akan lebih jauh ketimbang batasan
WPU atas dasar fisikal. Hal ini sangat berkaitan dengan
proses penjalaran ide-ide, nilai-nilai, norma-norma kekotaan
secara sentrifugal ke daerah perdesaan di sekitarnya atau
yang lebih jauh dari itu. Dalam era teknologi informasi yang
canggih, kemampuan jangkau penjalaran ide-ide, norma-
norma, nilai-nilai kekotaan tidak terbatas oleh ruang, selama
sarana untuk itu tersedia. Lihat sebagai contoh apa yang
~ dikemukakan oleh Harian Kompas pada tanggal bulan April
2007 mengenai salah satu suku terasing di Pulau Sumatera
yang dalam kesehariannya telah mendengarkan radio atau
televisi yang memancarkan informasi mengenai pola hidup /
perilaku orang kota. Walaupun kompleksitas permasalahan
kehidupannya belum sepenuhnya diwarnai oleh nilai-nilai,
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norma-norma kekotaan, namun sedikit banyak pola pike
atau perilakunya akan terpengaruh ]uga'. Jelas dalam by
ini bahwa secara fisikal, ekonomi sepenuinya mereka be-
sifat kedesaan, namun dari sisi kultural sosial dapat terinf].
trasi oleh hal-hal baru berkenzaan dengan polz berpikirmag
pun bertindak. Qleh karena batzsan WPU atzs dasar fsikal
lebih menekankan pada performa pemanizatan lahan, male
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menjalar memanjang dan jauh jaraknya dari permukiman
utamanya. Bentuk perkembangan seperti ini menciptakan
kota yang mempunyai lengan banyak seperti gurita (octopus
like city) atau seperti bintang (star like city). Apabila lengan-
lengan gurita ini sudah menyatu dengan lengan gurita kota
lain maka terbentuklah corridor yang di kiri-kanan jalan
sudah ditandai oleh bentuk pemanfaatan lahan kekotaan
sedangkan di bagian belakangnya masih merupakan lahan
kedesaan. g

Untuk kota-kota yang perkembangan fisikalnya di-
dominasi oleh perkembangan konsentris, maka sebaran dari
Zobikot, Zobikodes, Zobidekot dan Zobides akan mem-
bentuk suatu sebaran konsentris ideal dengan gradasi pro-
porsi kenampakan kekotaan atau kedesaan yang relatif
ideal. Namun demikian, hal ini sangatlah jarang terjadi,
karena perkembangan kota dipengaruhi oleh banyak
variabel dan semakin besar kotanya makin banyak variabel
serta makin kompleks sifatnya. Hal inilah yang mendasari
kenyataan bahwa perkembangan kota sangat jarang di-
warnai oleh hanya satu bentuk perkembangan fisikal,
namun merupakan gabungan dari ketiga bentuk perkem-
bangan fisikal kota tersebut. Dengan demikian akan makin
rumitlah upaya pengenalan batas-batas masing-masing sub-
zona yang terbentuk. Apabila pengenalan sebaran spasial
subzona hanya didasarkan pada proporsi kenampakan fisikal
kekotaan dan kedesaan, maka hal ini dapat dilaksanakan
dengan lebih mudah ketimbang dengan mendasarkan deli-
mitasi atas dasar atribut non-fisikal lainnya seperti telah di-
singgung pada bagian depan.

Pada bagian ini hanya akan dibahas tentang delimitasi
subzona WPU yang dapat dilakukan atas dasar kenampak-
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an fisikal kekotaan maupun kedesaannya. Hasil yang dipe.
oleh akan menunjukkan sebaran spasial masing-masin;
subzona. Sementara itu, untuk delimitasi subzona Wpy
berdasarkan atribut non—h:.xal vang sangat kompleksaka
dikemukakan pada kesempatan lain. Secara garis besarad;
3 metoda pendekatan vang da:a dimanfaatkan untuk
maksud delimitas subzona WPU, vaitu (1) pendekatas
administratif, (2) pendekatan fisikal dan (3) pendekata

i

sistem sel.

1.3.1 Pendekatan Administratif
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kan validitasnya. Unit administratif di atas RT adalah dusun
dan unit ini pada umumnya juga tidak mempunyai catatan
yang akurat mengenai bentuk pemanfaatan lahan. Unit ad-
ministratif yang mempunyai catatan mengenai bentuk
pemanfaatan lahan adalah unit desa dan di seluruh Indo-
nesia relatif mempunyai data yang dimaksudkan walau-
pun keseragamannya terkadang tidak dapat dipertahankan,
khususnya mengenai klasifikasi pemanfaatan lahan yang
digunakan. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pe-
merintah sehingga untuk maksud-maksud analisis pem-
bangunan hasil analisis yang diperoleh dapat dipertahan-
kan validitasnya. Di beberapa daerah ketersediaan data me-
ngenai bentuk pemanfaatan lahan kurang realiable sehingga
peneliti akan mengalami kesulitan analisis. Catatan statis-
tika di tingkat desa tidak jarang hanya berdasarkan perkiraan
yang dibuat oleh aparat desa. Hal ini sangat nyata terlihat
di WPU yang sangat dinamis perubahannya, namun data
yang tercatat selalu sama dari waktu ke waktu dan hal ini
adalah sangat tidak masuk akal. Dalam hal ini peneliti di-
harapkan dapat memecahkan masalah ini, antara lain dengan
memanfaatkan foto udara berskala besar atau citra satelit
untuk memperoleh data yang lebih dapat dipercaya. Hal
ini sangat dianjurkan dalam hal ini, karena dengan me-
nampilkan data multi waktu, dinamika WPU dapat di-
pantau dan selanjutnya akan sangat berguna bagi penentu
kebijakan tata ruang untuk memanfaatkannya.

Oleh karena dasar identifikasi subzona WPU adalah
unit adminstrasi, maka ada beberapa tahapan yang perlu
dilaksanakan, yaitu:

(1) menyediakan peta dasar yang menggambarkan sebar-
an unit administratif yang dimaksudkan (dapat atas
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dasar RT, dusun, desa /kelurahan, kecamatan dan ge-

terusnya selama unit administrasi tersebut mempunyaj

catatan yang dapat dipercaya mengenai sebaran dan

luas masing-masing bentuk pemanfaatan lahan serta

 Klasifikasi yang ser agam); ‘

2) mempersiapkan data luasan bentuk pemanfaatan
lahan;

(3) menghitung proporsi luasan bentuk pemanfaatan lahan
yang ada atas dasar klasifikasi yang telah disediakan
sehingga, masing-masing unit dapat diketahui akan
termasuk ke dalam kategori yang mana (Zobides,
Zobidekot, Zobikodes atau Zobikot). Batas terawal dari
WPU adalah batas wilayah kota secara administratif,
walaupun sangat mungkin bahwa di dalamnya masih
merupakan lahan pertanian;

(4) memasukkan data tersebut ke dalam peta dasar yang
sudah disiapkan dengan representasi data berdasarkan
gradasi warna yang dikendaki. Peta ini sekaligus akan
memberikan informasi mengenai sebaran Zobides,
Zobidekot, Zobikodes dan Zobikot.

Kelemahan metode ini adalah terjadinya generalisasi
yang cukup besar karena masing-masing unit administra-
tif dianggap sebagai suatu entitas yang utuh, walaupun se-
benarnya terdapat nuansa bentuk pemanfaatan lahan yang
sangat bervariasi. Ketersediaan data yang tidak seragam 4
tidak lengkap. Keunggulan metode ini adalah kemudahan
mengakses data serta kecepatan visualisasi data ke dalam
peta, karena setiap pencatatan data selalu didasarkan pada
unit administratif. Bagi wilayah yang sudah mempunyal
ca’fata_n sebaran dan luasan bentuk pemanfaatan lahan yang
baik dan akurat merupakan berkah tersendiri bagi peneliti-
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Sebagai contoh aplikasi pendekatan ini adalah zonifi-
kasi sebagian WPU yang dikemukakan oleh penulis di daerah
pinggiran kota Yogyakarta. Oleh karena penelitiannya di-
batasi pada desa-desa yang berbatasan langsung dengan
kota Yogyakarta secara administratif, maka hasil yang diper-
oleh adalah jalur membingkai kota Yogyakarta. Walaupun
secara administratif, desa-desa penelitian berbatasan lang-
sung dengan kota Yogyakarta ternyata status spasial yang
diperoleh menunjukkan variasi yang cukup besar. Berbagai
faktor berpengaruh mengenai hal tersebut dan faktor yang
terlihat berperanan secara signifikan adalah faktor aksesibi-
litas, faktor historis dan keberadaan fasilitas umum. Faktor
aksesibilitas menunjukkan peranan yang signifikan di mana
pada bagian-bagian yang mempunyai aksesibilitas yang
tinggi selalu berasosiasi secara keruangan dengan besarnya
konversi lahan pertanian ke non-pertanian serta tingginya
pertambahan penduduk dan kepadatannya. Sementara itu
faktor historis juga memegang peranan yang tidak kecil di
mana sejak awal berdirinya kraton/istana Yogyakarta
(Ngayogyakarta Hadiningrat) telah menghadapkannya ke arah
utara. Hal ini berarti ada bagian depan (latar depan) dan
bagian belakang (latar belakang) yang selalu terkait dengan
orientasi pemanfaatan lahan. Pada kenyataannya, bagian
depan kraton mengakomodasikan kegiatan non-pertanian
dan bagian belakang selalu terkait dengar kegiatan pertani-
andan hal ini nampak pada bagian utara kraton diperuntuk-
kan bagi kegiatan non-pertanian dan sementara bagian
selatan untuk kegiatan pertanian. Dalam perkembangannya
kemudian, orientasi pemanfaatan lahan inilah yang me-
warnai variasi spasial sebagian WPU kota Yogyakarta.
Faktor keberadaan fasilitas umum yang menonjol peranan-
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nva adalah berdirinya kampus pend.idik.an, khuSUSnya
Universitas Gadjah Mada dan berbagal universitas swag,
yang lain. Bagian utara kota Yc?gyakarta terr?yf:lta telah mep.
jadi pilihan berbagai universitas dan hal ini telah meng-
undang munculnya berbagai kegiatan dan berkembangnya
lahan kekotaan yang lebih intensif di bagian ini ketimbang
bagian lain (Yunus, 2006).

Pendekatan administratif ini ternyata tidak hanya
dapat digunakan untuk identifikasi WPU atas dasar pro-
porsi luasan bentuk pemanfaatan lahan semata, namun
dapat pula digunakan untuk identifikasi WPU atas dasar
proporsi jumlah penduduk atas dasar mata pencahariannya.
Klasifikasi mata pencaharian dibedakan atas dasar keter-
libatannya pada sektor agraris dan non-agraris. Hal ini di-
dasarkan pada asumsi bahwa keberadaan penduduk yang
bekerja di sektor non-agraris maupun agraris akan men-
cerminkan atribut kekotaan maupun kedesaan. Makin besar
jumlah penduduk yang bekerja di sektor non-agraris di
suatu wilayah, maka akan makin jelas atribut kekotaan
wilayahnya dan demikian pula sebaliknya. Berdasarkan
penelitian penulis di beberapa desa yang berbatasan
langsung dengan kota Yogyakarta, metode ini dapat
dilaksanakan dan mampu mencerminkan zonifikasi Zobikot,
Zobikodes, Zobidekot dan Zobides dengan baik. Apabila
zonifikasi tersebut dilaksanakan secara multi temporal
maka dinamika perubahan masing-masing subzona WPU
dapat diketahui.

Langkah-langkah identifikasi dapat dilaksanakan 5¢
bagai berikut:

(1) menyediakan peta dasar yang menggambarkan sebar-
an unit administratif yang dimaksudkan (dapat atd>
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dasar RT, dusun, desa/kelurahan, kecamatan dan
seterusnya selama unit administrasi tersebut mem-
punyai catatan yang dapat dipercaya mengenai jumlah
penduduk atas dasar mata pencahariannya);

(2) mempersiapkan data jumlah penduduk atas dasar
komposisi mata pencahariannya;

(3) menghitung proporsi jumlah penduduk yang bekerja
di sektor pertanian maupun non-pertanian atas dasar
klasifikasi yang telah disediakan sehingga, masing-
masing unit dapat diketahui akan termasuk ke dalam
kategori yang mana (Zobides, Zobidekot, Zobikodes atau
Zobikot). Batas terawal dari WPU adalah batas wilayah
kota secara administratif.

Memasukkan data tersebut ke dalam peta dasar yang
sudah disiapkan dengan representasi data berdasarkan
gradasi warna Yang dikehendaki. Peta ini sekaligus akan
memberikan informasi mengenai sebaran Zobides, Zobidekot,
Zobikodes dan Zobikot (Yunus, 2001).

1.3.2 Pendekatan Fisikal

Teknik ini merupakan cara identifikasi subzona WPU
atas dasar unit-unit fisikal sebagai unit analisis. Cara ini
dilaksanakan dengan cara mengenali unit analisis atas dasar
batas-batas fisikal yang ada seperti kenampakan linear
(jalan, saluran air) sehingga tergambarkan blok-blok unit
analisis. Di dalam masing-masing blok kemudian dihitung
mengenai proporsi bentuk pemanfaatan lahannya sebagai-
mana telah dijelaskan di bagian depan. Masin g-masing unit
analisis akan menampilkan proporsi bentuk pemanfaatan
lahan kedesaan maupun kekotaan, sehingga secara ke-
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ubzona Zobides, Zobidekot, Zobikodes dan Zobiky

n ke dalam peta.
kah yang dapat ditempuh adalah sebagaj

seluruhan s
dapat digambarka

Langkah-lang

berikut:
(1) mempersiapkan peta dasar yang menggambarkan

sebaran bentuk pemanfaatan Jahan;

mendeliniasi unit analisis atas dasar batas-batas fisika]
yang dikehendaki, di mana makin kecil unit-unit fisikal
yang diidentifikasi akan makin besar derajad keter-
wakilan yang ditampilkan serta diupayakan agar luas
unit analisis yang ditentukan tidak menampilkan vasiasi

()

yang besar;

(3) mengidentifikasi bentuk pemanfaatan lahan urban dan
non-urban pada masing-masing unit analisis;

(4) menghitung proporsi bentuk pema nfaatan lahan urban
dan non-urban sesuai ketentuan;

(5) gambaran keseluruhan akan dapat mencerminkan
sebaran spasial Zobikot, Zobikodes, Zobidekot dan Zobides.

Apabila perubahan status wilayah akan dikemukakan,
maka analisis multi temporal pada WPU dapat dilaksana-
kan. Makin banyak titik waktu yang digunakan sebagai
dasar analisis, makin baik pemahaman seseorang mengenai
nuansa perubahan subzona WPU.

1.3.3 Pendekatan Sel/Sistem Grid

Pendekatan ini menekankan pada eksistensi unit
analisis yang dibentuk berdasarkan garis-garis konseptual
yang dibuat secara vertikal dan horizontal pada suatu peta,
khususnya peta yang menggambarkan sebaran bentuk pe-
manfaatan lahan. Semakin besar skala peta yang digunaka®
dan semakin kecil jarak antar-garis-garis tersebut akan
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menghasilkan unit analisis yang semakin kecil dan ini ber-
arti makin akurat identifikasi yang dilaksanakan. Besar kecil
skala peta memang menentukan akurasi identifikasi sub-
zona karena hal tersebut menentukan derajad generalisasi
yang dihasilkan, dengan ketentuan bahwa makin besar
skala peta yang digunakan maka makin kecil derajad gene-
ralisasi yang dihasilkan dan derajad ketelitiannya juga
makin besar. Istilah pendekatan sel mengandung pengertian
bahwa cara ini akan menghasilkan sel/kotak-kotak sebagai
unit analisis dengan luasan tertentu yang dihasilkan oleh
garis-garis vertikal maupun horizontal yang dibuat. Istilah
pendekatan grid dapat pula digunakan, karena pada dasar-
nya pada peta yang tersedia dibuat garis vertikal maupun
horizontal dan membentuk sistem grid. Pada pelaksanaan-
nya sistem sel akan lebih baik digabungkan dengan pen-
dekatan fisikal atau pendekatan administratif.
“Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai
berikut: |
(1) menyediakan peta yang menggambarkan sebaran
bentuk pemanfaatan lahan;
(2) menggambar garis-garis vertikal dan horizontal pada
peta tersebut; ‘
(3) mengidentifikasi bentuk pemanfaatan lahan mana ter-
masuk pada klasifikasi urban maupun rural;
(4) mengidentifikasi masing-masing subzona atas dasar
proporsi masing-masing bentuk pemanfaatan lahan;
(5) menggabungkan dengan pendekatan administratif
maupun pendekatan fisikal dengan cara membuat over-
lay dengan peta yang menggambarkan batas adminis-
trasi ataupun batas fisikal yang telah dirumuskan.
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Geperti dijelaskan sebelumnya, bahwa ada bEberapa
jstilah yang mengac pada daerah.yang berada di antar,
wilayah kota sebenarnya dengan-wﬂayah desa sebenarmy,
tersebut, namun istilah yang paling POPUIQT muncul pad,
akhir-akhir inl adalah Wilayah Pert Urban (WPU). Qleh
karena istilah-istilah yang pernah diungkapkan tidak men.-
berikan kejelasan makna maka istilah peri urban lebih
banyak dan populer digunakan pada saat sekarang karengy
pemaknaannya lebih dapat dipahami karena kata peri mem-
puny%i pengertian sekitar atau di sekitar sedangkan istilah
lain yang telah ada lebih sulit dipahami maknanya.

1.4 Sejarah Perkembangan Studi Wilayah Peri Urban

Studi mengenai WPU sudah cukup lama berkembang
di negara maju, hamun belum lama menjadi pckok pem-
bicaraan di negara-negara berkembang. Hal inilah sebabnya,
mengapa kebanyakan teori yang muncul selalu berkenaan
dengan kondisi WPU negara maju dan teori mengenai WPU
di negara berkembang sangat langka, kalaupun ada belum
merupakan teori yang banyak dikenal dalam dunia ilmu
pengetahuan pada umumnya dan studi mengenai WrU
pada khususnya. Kebanyakan teori yang myncul dinegara
berkembang didasarkan pula pada teori-teori yang sudah
berkembang terlebih dahulu di negara maju. Oleh karena
latar belakang historis dalam hal sosial, ekonomi, budaya
dal? politik di negara berkembang berbeda dengan negara
maju, maka konsekuensi perkembangan spasial WPU akan
Eerbeda dengan apa yang terdapat di negara maju- Ke
i g g g

Iri mengenai teori-teori yang muncul.
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Studi yang pertama kali mulai menyinggung WPU
adalah studi yang dikemukakan oleh Von Thunen pada
tahun 1926. Sarjana ini mengemukakan mengenai variasi
sewa lahan dan pola pemanfaatan lahan pada sesuatu kota
sampai ke daerah di sekitarnya. Teorinya memang tidak
secara khusus membahas WPU, namun ide dan konsep yang
dikemukakan jelas menyangkut WPU dan pada masa se-
lanjutnya mengilhami para pakar untuk membahas daerah
ini secara lebih khusus. Teorinya dikenal dengan The Isolated
State Theory. WPU yang disinggung adalah pola pemanfaat-
an lahan yang terbentuk berkaitan dengan pertimbangan
biaya transportasi, jarak dan sifat komoditas. Oleh karena
fakta empiris membuktikan bahwa keberadaan kota dan
WPU sangat bervariasi adanya ditinjau dari segi fisikal,
maka untuk membahas teorinya, Von Thunen memberlaku-
kan sejumlah prasyarat. Pada prinsipnya, WPU didominasi
oleh lahan pertanian di mana jenis komoditas yang diusaha-
kan oleh petani membentuk pola keruangan yang khas. Pe-
ngertian dominasi di sini mengandung pengertian bahwa
di dalamnya juga sudah berkembang bentuk-bentuk pe-
manfaatan lahan non-agraris, namun masih sangat sedikit.
Kota yang terbentuk saat itu merupakan kota yang kompak
memusat yang skalanya masih kecil dan sebagian terbesar
kegiatan non-agraris terkonsentrasi di wilayah yang secara
fisik disebut kota. Perkembangan kotanya didominasi oleh
bentuk perkembangan konsentris dan terjadi sangat lambat
dan bahkan terkadang stagnan karena kotanya dibatasi oleh
benteng yang dibangun pada masa sebelumnya untuk
maksud pertahanan dan pada kasus ini perkembangan kota-
nyabersifat sentripetal dalam wujud pemadatan bangunan
(densifikasi) bangunan. Fakta empiris menunjukkan bahwa
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\embangan fisik kota yang s'ubstansial te.rjadi sejalan
per Lembangan teknologi transportasi dan tele,_
dengiin Sli)e}r(arakteriStik bentuk-bentuk pemanfaatan lahqy,
mun ;ta‘nian belum mendapatkan perlTatian khusus olep,
manfaatan lahan pertanian dengan kom,.
ditas yang paling menguntungkan akan menempati Zona
cincin yang paling dekat f:ler-lgan pusaft pasar da.n makin
jauh akan ditempati oleh jenus kom0f11tas pertanian yang
makin kurang menguntungkan. Apabila prasyarat yang di-
kemukakan dipenuhi maka WPU akan berbentuk konsentrig
ideal. Oleh karena pada kenyataannya, masing-masing kota
menampilkan dirinya dalam bentuk yang sangat bervariasi,
dikemukakan pula beberapa kemungkinan terjadinya
distorsi dari prasyarat yang telah dikemukakan. Penyim-
pangan mana terkait dengan kondisi topografis yaitu bukan
uniform plain, jumlah pasar yaitu mempunyai pasar lebih dari
satu, kondisi transportasi yaitu kondist prasarana dan sarana
transportasi yang tidak sama ke segala arah (Yunus, 2000).
Elaborasi model Von Thunen, khususnya mengenai distri-
busi spasialnya akan disajikan dalam bagian khusus me-
ngenai Struktur WPU.

Pada perkembangan selanjutnya, muncul ide-ide baru
danberkembang sebagai teori-teori baru. Walaupun belum
secara khusus atau eksplisit mengemukakan mengenai
WPU, namun sudah membahas kondisi WPU sendiri. Pad2
saat itu belum muncul istilah khusus yang mengacu pada
“_{PU' Baru pada dekade kedua abad 20, muncul istilah yarb
diperkenalkan oleh Gaplin (1915) mengenai WPU yaitu isti-
lah rurban. Istilah tersebut merupakan akronim dari kat2
rura? dan urban yang pada awalnya digunakan untuk me-
nunjukkan suatu wilayah kedesaan yang mengalami per

non-p
Von Thunen. Pe
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ubahan menuju ke sifat kekotaan. Kemunculan istilah baru
tersebut sangat menarik perhatian para pemerhati wilayah

. perkotaan dan wilayah, sehingga mengundang munculnya

= e
’if k.

iy 2 S

rZ
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studi baru dan memunculkan konsep-konsep baru pula.

- Beberapa tahun setelah itu bermunculan teori-teori baru
' mengenai kota dan sekitarnya.

Gejala rural exodus dan industrialisasi di kota-kota
negara barat akibat revolusi industri pada abad sebelumnya
telah menciptakan gejala baru dalam babakan peradaban
manusia. Gejala berkembangnya kota secara sosial, ekonomi,
kultural dan fisikal yang terjadi telah menciptakan perubah-
an kota-kota secara revolutif. Beberapa teori baru yang muncul
berkenaan dengan studi kota dan daerah sekitarnya atau
WPU yang perlu dicatat adalah teori Konsentris (Burgess,
1925), teori Poros (Babcock, 1932), teori Kekuatan Dinamis
(Charles Colby, 1933), teori Sektor (Homer Hoyt, 1939), teori
Pusat Kegiatan Banyak (Harris dan Ullman, 1945), teori Ke-
tinggian Bangunan (Bergel, 1955), teori Zonifikasi Peman-
faatan Lahan Kota-Desa (Pryor, 1971), teori Kota Regional
(Russwurm, 1979), teori Asiatica Euphoria dikemukakan oleh
McGee (1997), teori Kekuatan Dinamis WPU Negara Ber-
kembang (Yunus, 2001), teori Zonifikasi Pemanfaatan Lahan
WPU Negara Berkembang (Yunus, 2001). Teori-teori ini
secara khusus akan dibahas dalam Bagian Tiga.

1.5 Pentingnya Studi Wilayah Peri Urban

Seperti telah dikemukakan pada bagian terdahulu,
secara visual WPU berada di antara wilayah yang berke-
nampakan kekotaan sepenuhnya dan daerah berkenampak-
an kedesaan sepenuhnya. Indikator paling nyata yang di-
gunakan adalah bentuk pemanfaatan lahan. Bentuk peman-
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faatan lahan kekotaan berasosiasi dengan bentui: Peman.
faatan lahan non-agraris sedangkan beg’mk Pemanfaata,
lahan kedesaan berasosiasl da?ngan bentuk Pemanfataqay
Jahan agraris. perwujudan fisikal kota selalu. mengalam;
perkembangan sejalan dengan pertambahan jumlah pen-
duduk yang membutuhkan ruang untuk tempat tinggal dan
pertambahan kegiatan kekotaan yang me'tmbutuhkan ruang
untuk membangun prasarananya. Baik perkembangan
sentripetal dan perkembangan sentrifugal selalu membawg
konsekuensi spasial yang memerlukan pemantauan (moni-
toring) agar perkembangan yang terjadi tidak mengakibat-
kan dampak negatif yang signifikan terhadap berbagai
aspek kehidupan baik pada masa sekarang maupun pada
masa yang akan datang. Dalam hal inilah muncul berbagai
pertimbangan mengapa studi WPU sangat perlu untuk di-
laksanakan terutama oleh mereka yang mempunyai kepe-
dulian terhadap masa depan perkotaan, mereka yang me-
ngembangkan studi khusus tentang wilayah perdesaan dan
perkotaan, mereka yang mempunyai kewenangan menentu-
kan dan mengatur tata ruang wilayah dan kota. Pertimbang-
an-pertimbangan tersebut dapat dijabarkan sebagal berikut.
Pertimbangan masa depan perkotaan: Pada hakikat-
nya, kota sebagai tempat tinggal manusia selalu mengalami
perkembangan dalam segala aspek kehidupannya seiring
flengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknolog dﬂff
jumizh penduduknya. Hal tersebut membawa konsekuens
i bertambahnya tuntutan akan ruang untuk mengako”
IITOdaSikannYa dan sementara itu beberapa bagian terbuka
df bagian dalam kota tidak memungkinkannya lagi, 5¢
hingga pilihan satu-satunya adalah bagian luar kota fer
bangun yang kemudian dikenal sebagai Wilayah Peri Lrb*
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Daerah di sekitar kota terbangun itulah yang menjadi sasaran
perkembangan-perkembangan baru struktur fisik kekotaan
baik untuk pembangunan struktur fisik bagi kegiatan per-
kotaan maupun untuk permukiman. Di beberapa kota,
bahkan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk
membangun struktur kekotaan baru di bagian dalam kota
telah hilang sama sekali. Dalam hal ini dapat dikatakan
bahwa Wilayah Peri Urban yang berkonotasi sebagai wila-
yah yang berada di sekitar kota dapat diartikan juga sebagai
Wilayah Pra Urban. Hal ini mengandung makna bahwa
wilayah tersebut merupakan suatu wilayah yang pada masa
yang akan datang akan menjadi wilayah yang bersifat ke-
kotaan sepenuhnya, walaupun untuk semua bagian WPU
tidak mengalami rentang waktu yang sama untuk berubah
menjadi wilayah kekotaan sepenuhnya. Secara umum,
intensitas dan kecepatan perkembangan fisikal kekotaan
akan mengalami gradasi sejalan dengan jaraknya ke lahan
kekotaan terbangun. Makin mendekati lahan kekotaan ter-
bangun, makin intensif dan cepat perkembangan fisikal ke-
kotaan yang terjadi atau dengan kata lain dapat diungkap-
kan bahwa proses pengkotaan secara fisikal (physical urbaniza-
tion) akan makin cepat dan intensif semakin dekat dengan
lahan kekotaan terbangun dan makin jauh akan makin
lambat kurang intensif.

Cepat atau lambatnya perubahan wilayah dari sifat ke-
desaan menjadi sifat kekotaan dalam artian fisikal tergan-
tung banyak hal. Penelitian Lee (1979) di Amerika Serikat
menunjukkan adanya 6 faktor determinan, yaitu (1) faktor
fasilitas dan utilitas umum, (2) faktor aksesibilitas, (3) faktor
karakteristik fisikal, (4) faktor karakteristik pemilik lahan
dan pola kemilikan lahan, (5) faktor peraturan tata ruang
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ktor prakarsa pengembang. Sementara ity ides)
:li;r;::i):ktor 5’; terminan yang dilalfsanakan di Indoﬂesia,
e e ikt Semarang menunjaklanacanya anb,
an faktor baru yaitu pertambahan penduduk (Heriyanty,
2002). Untuk mempelajari hal tersebut secara lebih mep,
dalam, lihat buku penulis terdahulu yang berjudul Mang-
jemen Kota: PerspekhfSpasml halaman 60 sampai dengan 68,
Oleh karena WPU merupakan sasaran perkembangan
fisikal kekotaan baru maka bentuk dan kondisi kekotaan
akan sangat ditentukan oleh bagian ini. Baik buruknya kon-
disi fisikal kekotaan masa depan sangat tergantung dari per-
kembangan fisikal yang terjadi, dan hal ini akan membawa
konsekuensi sosial, ekonomi dan lingkungan kota masa
depan. Untuk mencapai kondisi kekotaan ideal, para pe-
nentu kebijakan tidak boleh tidak harus mampu mengelola
dan menata WPU sedemikian rupa agar kondisi perkotaan
masa depan dapat tercipta sesuai dengan konsep kota yang
kestari/kota yang berkelanjutan /sustainable city. Tanpa ada
upaya mempelajari mengenai kondisi WPU akan mustahil-
lah penentu kebijakan mampu merumuskan kebijakan yang
betul-betul bijak terkait dengan kondisi kekotaan masd
depan. Hal-hal yang memerlukan perhatian khusus di WPU
adalah sumber daya lahan, hidrologis, topografis, geologis
pengelolaan limbah, kondisi sosial, ekonomi, kultural dan
konflik penggunaan lahan. Beber apa ﬂmuyang menyertai-
nya, dengan sendirinya sangat penting untuk diperhatika®
antara lain ilmu manajemen konflik, manajemen spasial, |
manajemen penggunaan lahan, manajemen sumber day?
alr. Atas dasar pertimbangan inilah sebenarnya suatu Progr am

studi khusus maupun suaty pusat studi khusus WPU sang?t
perlu dibentuk. -
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Pertimbangan masa depan perdesaan: Keberadaan
daerah perdesaan selalu berasosiasi dengan kehidupan
agraris dan keberadaan petani. Lahan pertanian sebagai
sumber daya vital penghasil bahan pangan memerlukan
perhatian yang sungguh-sungguh dalam pelestariannya.
Untuk negara berkembang, khususnya Indonesia di mana
penduduknya sebagian besar masih menggantungkan
penghidupannya pada sektor pertanian, sangat disarankan
untuk merumuskan kebijakan melindungi lahan pertanian
subur, beririgasi teknis yang masih ada dan berupaya men-
ciptakan lahan-lahan pertanian baru sebagai pengganti
Jahan-lahan pertanian yang sudah terlanjur hilang sebagai
akibat pemekaran kota secara fisik.

Kebijakan tersebut pada awal millenium ketiga ini
mencuat semakin penting, karena permasalahan nasional
yang besar bakal muncul pada masa yang akan datang ter-
kait dengan hilangnya lahan-lahan pertanian subur, produk-
tif dan beririgasi teknis tersebut apabila tidak segera di-
antisipasi sejak dini. Penalaran tersebut tidak memerlukan
analisis ilmiah yang mendalam, karena masalahnya sangat
sederhana. Namun demikian kebanyakan penentu kebijak-
an tidak akan/belum bertindak apabila belum muncul
“bencana” yang sebenarnya sudah banyak para pakar me-
ramalkan hal tersebut. Kenaikan jumlah penduduk yang
terus berlangsung walaupun terlihat kecenderungan tingkat
pertumbuhan yang menurun, namun secara kuantitas per-
tambahan jumlah penduduknya semakin banyak. Me-
ningkatnya jumlah penduduk ini jelas akan selalu diikuti
oleh meningkatnya kebutuhan bahan pangan.

Di sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa sumber
daya lahan pertanian tidak menunjukkan penambahan luas,
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namunjustru menunjUklfan pengurangan luas yang sangat
signifikan, khususnya di Pulau Jawa, -Smtnatera, Bali dap,
Sulawesi Selatan yang terkenal sebagai wilayah penghasi]
padi di Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan penurungy
hasil bahan pangan, khususnya padi yang akan semakin
menurun. Proses penurunan lahan pertanian sudah, sedang
dan akan selalu terjadi dalam tingkat kenaikan yang se-
makin besar (snow balling process), karena kebutuhan akap
ruang untuk membangun permukiman / tempat tinggal dan
ruang untuk membangun struktur fisik bagi kegiatan ke-
kotaan juga semakin meningkat. Gejala tersebut sebagian
terbesar di daerah pinggiran kota atau yang dikenal dengan
WPU. Meningkatnya kebutuhan pangan di satu sisi dan me-
nyusutnya lahan pertanian di sisi lain adalah faktor penentu
akan munculnya bencana pada masa yang akan datang, yaitu
tidak mampunya negara ini memenuhi kebutuhan pangan
bagi penduduknya. Pada awal millenium ketiga ini saja gejala
import beras dari negara lain sudah mulai nampak yang
merupakan indikasi awal akan ketidakmampuan produksi
dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan, semen-
tara itu kemampuan ekonomi negara masih belum mantap
karena krisis ekonomi yang melanda negeri ini belum se-
penuhnya dapat diatasi, sementara itu negara-negara lain
sudah mampu mengatasi krisis dan bahkan bangkit dalam
babakan baru dalam perkembangan ekonominya. Dalam
IITasa tidak terjadi political friction antar-negara khususny?
di Asean, import beras mungkin dapat dilaksanakan dengal
irt:;r’ I:u:im;: dalam masa kete gangan politik antalj-ﬂega; i
menggagn h 1 1f"""’aséln Asean hal tersebut menj.adl 531‘80.
Fa oo ketzhanan negara, apabila terjadi embar”
PINs, memang menunjukkan bahwa ada beberap
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negara yang tidak mampu memproduksi bahan pangan bag;
warganya namun mampu mencapai tingkat kesejahteraan
penduduknya dengan baik, seperti halnya di Singapura. Hal
ini dapat terjadi karena negara yang bersangkutan mampu
mengembangkan sektor non-agraris, khususnya industri
sebagai sumber devisa utama negara, sementara itu Indo-
nesia sampai saat ini belum mampu mancapai tataran itu.

Dalam wacana konservasi maupun preservasi lahan
pertanian di WPU memang muncul dua pendapat yang
saling bertentangan yang keduanya memiliki penalaran
yang dapat dipahami dan diakui kebenarannya. Pendapat
pertama mengatakan bahwa hilangnya lahan pertanian di
WPU merupakan konsekuensi logis dari sebuah peradaban
baru, yaitu berkembangnya kota-kota dan tidak perlu di-
risaukan serta tidak dapat dihindarkan adanya. Menyetop
perkembangan kota berarti menghentikan berkembangnya
peradaban. Pendapat kedua berbeda pandangannya dan me-
ngemukakan bahwa perkembangan kota yang tidak terken-
dali, khususnya terjadinya konversi lahan pertanian menjadi
lahan non-pertanian akan membawa dampak negatif yang
sangat besar baik dari segi kehidupan kekotaan maupun
kehidupan kedesaan. Salah satu dampak negatif paling
besar adalah munculnya ancaman terhadap ketahanarn
pengadaan pangan pada masa yang akan datang. Untuk
itu perlu kebijakan keruangan (spatial policies) yang mampu
mengelola perkembangan kota secara fisik sehingga tercipta
kota lestari (sustainable city) pada masa yang akan datang.
Pendapat pertama hanya cocok dianut oleh negara-negara
yang masih mempunyai cadangan lahan pertanian yang
luas untuk maksud ekstensifikasi dan teknologi yang me-
madai untuk maksud intensifikasi, sehingga hilangnya lahan
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pertanian tidak perlu dirisaukan ll;arer}a hegara Mampy
menciptakan lahan-lahan baru sebagal pengganti lahgp,
yang hilang akibat urbn'n sprawl, atau negnm mempunyai k.
;nmnpunn ekonomi tinggi untuk mencukupi kebutuhfm pangan
penduduknya dari import. Pendapat kec%ua cocok dianut ole
negara-negarayang tidak mempuny:':u cadangan lahan per-
tanian produktif yang cukup dan tingkat teknologi yang
belum memadai untuk mencapai produktivitas tinggi, serta
kemampuan ekonomi yang rendah untuk mengimport
bahan pangan. Bagi negara Indonesia, pendapat kedua
merupakan pilihan yang paling cocok mengingat berbagai
pertimbangan yang telah dibahas pada bagian depan, se-
hingga dari sisi kepentingan perkembangan kehidupan ke-
desaan, studi mengenai WPU merupakan suatu keharusan.
Upaya konservasi dan preservasi lahan pertanian di WPU
bukan berarti menghentikan perkembangan kota secara
fisikal, namun lebih berarti kearah pengelolaan perkem-
bangan kotanya. Selama masih ada opsi untuk mengarah-
kan perkembangan fisikal kota ke arah lahan-lahan non-
produktif, maka konversi lahan pertanian produktif beriri-
gasi teknis seharusnya tidak diperbolehkan. m
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Bagian Dua

Kekuatan-kekuatan Penyebab Dinamika
Wilayah Peri Urban

2.1 Pendahuluan

WiLavaH Peri Urban merupakan wilayah yang dinamis,
bahkan dapat dikatakan bahwa pada bagian tertentu,
khususnya yang berbatasan langsung dengan lahan kekota-
an terbangun merupakan wilayah paling dinamis dibanding
dengan bagian-bagian lain. Penyebab utamanya adalah
tingginya kekuatan penarik (magnetic forces/pull forces/attract-
ing forces) bagian ini baik bagi penduduk maupun fungsi-
fungsi kekotaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa
makin dekat dengan lahan terbangun, makin kuat daya tarik
bagian ini dan makin jauh makin lemah daya tariknya. Hal
ini sangat wajar, karena kebanyakan pendatang baru baik
berupa pendatang perorangan atau institusi selalu berorien-
tasi pada fasilitas (kemudahan-kemudahan) yang menun-
jang kegiatan mereka dan keberadaan fasilitas yang lengkap
identik dengan kota itu sendiri. Fakta empiris menunjukkan
bahwa pendatang-pendatang di WPU tidak hanya berasal
dari bagian yang lebih jauh dari lahan kekotaan terbangun
saja, namun banyak pula yang datang dari bagian dalam kota.
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1o dasar vang digunakan untuk membahag per-
Apabila logika & br aupun fungsi-fungsi adalah kedekay.
pindahan pendudut rbangun/kota/konsentrasi fasilitag,
an dengan lahan' 'et‘c;qk. dapat diterima, karena merek,
maka penalaran ini ;dtl mana konsentrasi fasilitas berady
meninggalka.n Femgﬂ at disimpulkan bahwa pasti ada pe-
Dengan demikian a[? : ‘ mendasarinya. Logikanya

b-penyebab lain yang mencasar |
nyeba F’-k erorangan maupun institusi yang berasal darj
ada?ah’ l?al I:?auh dari lahan terbangun selalu berorientag;
:ﬁji ;taan;‘;ai1 ¢ identik dengan konsentra'si fasilitas untuk
bertempat tinggal atau melaksa'na kan kegxatannya', r;am‘un
bagi perorangan atau institusi yang berasal dari aglan
dalam kota selalu berorientasi pada sebab—sebal:f yang tidak
terkait dengan konsentrasi fasilitas namun pasti ada sebal:f-
sebab lain dan hal ini akan dibahas secara komprehensif
pada paragraf selanjutnya.

Sebab-sebab tertentu tersebut sebenarnya merupalfan
kekuatan-kekuatan penentu penyebab terjadinya mobihta.s
tempat tinggal (residential mobility) dan mobilitas fung.51j
fungsi (functional mobility). Pengertian fungsi dala.tr-n hal ini
diartikan sebagai kegiatan sehingga furictional mobility dapat
dipadankan dengan activity mobility. Setiap analisis geri.ikan
spasial horisontal (spatial horizontal movement) jelas tidak
hanya menekankan pada daerah tujuan dari gerakan terj
sebut, namun juga harus memperhatikan daerah asal darl
gerakan tersebut yang masing-masing mempunyai kekuat
an-kekuatan tertenty yang menyebabkan sesuatu gera.kafl
serta menentukan kuat atay lemahnya gerakan yang terjad,l'
Dalam WPU dikenal ada 3 macam kekuatan spasial horl”
sontal utama yang dapat dikategorikan sebagai (1) kekuataf
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sentrifugal; (2) kekuatan sentripetal dan (3) kekuatan lateral
(Gambar 2.1).
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Gambar 2.1 Model Kekuatan Dinamis WPU Negara Berkembang
(Yunus, 2001)

Selanjutnya, tiga macam kekuatan ini akan dibahas
pada bagian berikut.



D= =

fugal (Centrifugal Forces)

2.2 Kekuatan Sentri

pembahasan kekuatan Vang bckerj? di WPU selaly g;.
kaitkan dengan keberadaan kota sebagai lokasi konsentrgg
permukiman, konse :
dan konsentras? fasilitas. Oleh karena lokasi berbagai kop.
sentrasi tersebut menempati wilayah yang kompak me.
avatu dan dikelilingi oleh wilayah yang sangat berbed,
intensitas pembangunan permukiman, kegiatan, penduduk,
kegiatan dan fasilitasnya maka ada relasi antara pusatdan |/
bukan pusat yang identik dengan relasi antara kota dengan
WPU. Inilah dasar mengapa digunakan istilah-istilah ter-
tentu untuk kekuatan-kekuatan yang memengaruhi dina- {
mika WPU dengan istilah yang mencerminkan hubungan
antara pusat (kota) dan bukan pusat (WPU dan wilayah

ntrasi penduduk, konsentrasi kegiatan

rural).
Sebelum membahas mengenai apa dan bagaimana i;
peranan kekuatan sentrifugal ada baiknya dikemukakan
batasan mengenai makna kekuatan sentrifugal. Kekuatan
sentrifugal (centrifugal forces) adalah kekuatan yang menye-
babkan terjadinya gerakan sentrifugal (centrifugal movement).
Gerakan sentrifugal dalam studi WPU adalah gerakan penduduk l
dan fungsi-fungsi yang berasal dari bagian Halam sesuatu
wilayah menuju ke bagian luarnya. Berdasarkan fakta
empiris terdapat banyak sekali macam gerakan sentrifugal
yang terjadi dan gerakan sentrifugal tersebut disebabkan
oleh kekuatan-kekuatan sentrifugal yang sangat bervariasi:
Variasi kekuatan sentrifugal sangat berkaitan dengan varias!
kondisi lingkungan vang ada pada bagian mana gerakan
tersel:.Jut terjadi. Berdasarkan penelitian Yunus (2001) variasi
]l::::tli lingkunga.n -terkait dengan spesifikasi lingkunga®
n di satu sisi dan spesifikasi lingkungan kedesaar
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di sisi yang lain. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya,
spesifikasi lingkungan kekotaan berasosiasi secara spasial
dengan berbagai fasilitas kehidupan dan kegiatan, semen-
tara itu spesifikasi lingkungan kedesaan berasosiasi secara
keruangan dengan kenyamanan atmosfir untuk bertempat
tinggal maupun menyelenggarakan kehidupan atau me-
laksanakan kegiatan (dalam artian suhu, sosial, ekonomi,
budaya dan pemandangan alam).

Kekuatan sentrifugal sangat ditentukan oleh dua
macam kekuatan, yaitu apa yang disebut sebagai kekuatan
penarik dan kekuatan pendorong (push forces/propelling
forces). Dua macam kekuatan ini menjadi kekuatan paling
menentukan terhadap intensitas dan kekuatan gerakan yang
terjadi. Makin kuat kekuatan pendorong dan penarik, maka
makin kuat pula gerakan dan makin tinggi intensitas gerak-
an yang timbul. Sangat jamak terjadi adanya gerakan yang
sangat didominasi oleh satu macam kekuatan saja sedang-
kan kekuatan lain tidak nampak substansial sehingga gerak-
an yang timbul juga tidak sekuat apabila dua macam kekuat-
an tersebut sama-sama kuatnya.

Kekuatan penarik adalah kekuatan yang bersifat me-
narik penduduk atau fungsi menuju ke arah di mana kekuat-
an tersebut berada. Kekuatan penarik merupakan kekuatan
yang berada di tempat tujuan gerakan (place of destination)
sedangkan kekuatan pendorong adalah kekuatan yang ber-
sifat mendorong penduduk dan atau fungsi meninggalkan
tempat asal penduduk atau fungsi tersebut semula berada.
Dengan ungkapan lain dapat dikemukakan bahwa kekuatan
pendorong adalah kekuatan yang berada di tempat asal gerak-
an (place of origin). Oleh karena kekuatan sentrifugal terdiri
dari 2 macam kekuatan utama (kekuatan pendorong dan
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maka dalam paragraf berikut akan g;.

skuatan enarik);
keku % tik beberapa contoh dua macam

kemukakan secara sistema

kekuatan tersebut.

2.2.1 Kekuatan Pendorong Gerakan Sentrifugal

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa ke.
kuatan sentrifugal berada di bagian dalam wilayah yang
bersifat mendorong gerakan penduduk maupun fungsi
untuk meninggalkan bagian wilayah tersebut. Berdasarkan
landasan berpikir secara umum bahwa gerakan tersebut ber-
asal dari kota menuju ke daerah bukan kota (WPU atay
Desa), maka ulasan yang akan dikemukakan dalam paragraf
ini juga mengacu pada hal umum tersebut. Namun demi-
kian perlu diperhatikan bahwa gerakan sentrifugal sendiri
sangat banyak macamnya, tergantung dari zonasi wilayah
yang dikemukakan, makin banyak zonasi yang dikemuka-
kan, maka akan makin banyak pula macam gerakan sentri-
fugal yang dapat diidentifikasi. Oleh karena kekuatan pen-
dorong ini mengakibatkan pindahnya penduduk maupun
fungsi-fungsi tertentu, maka sifatnya adalah negatif dalam
artian tidak bersesuaian dengan aspirasi penduduk untuk
bertempat tinggal maupun aspirasi/persyaratan fungsi
untuk menyelenggarakan kegiatannya di tempat asalnya.
Sementara itu di daerah tujuan menawarkan berbagai hal
yang menjanjikan sesuai dengan aspirasi yang dimiliki.

Beberapa contoh yang berkaitan dengan kekuatan-ke-
kuatan yang mendorong kepindahan penduduk dari bagian
dalam kota menuju ke bagian luarnya minimal ada 13
macam penyebab yang dapat dikemukakan yaitu (1) tinggi-
nya %(epadatan penduduk; (2) tingginya kepadatan per-
mukiman; (3) tingginya polusi udara; (4) tingginy?2 polus!
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air; (5) tingginya polusi sosial; (6) tingginya tingkat krimi-
nalitas; (7) banyaknya peraturan-peraturan yang mengikat;
(8) tingginya kepadatan lalu lintas; (9) tingginya frekuensi
kemacetan lalu lintas; (10) kurangnya lahan; (11) tingginya
harga lahan; (12) tingginya suhu udara; (13) kurang terjamin-
nya privacy.

Tingginya kepadatan penduduk oleh sebagian orang
merupakan hal yang tidak memberi kenyamanan dalam me-
laksanakan kehidupan karena berkaitan dengan tingginya
kepadatan permukiman. Keduanya menghasilkan tata per- |
mukiman yang sangat semrawut dan mengakibatkan kon-
disi lingkungan permukiman yang kumuh. Semakin padat
penduduk akan diikuti oleh semakin padatnya permukiman
dan hal ini diyakini sebagai sebagian proses taudifikasi (pro-
ses terbentuknya kondisi kumuh). Kekumuhan pada
umumnya mempunyai potensi yang besar akan munculnya™
berbagai penyakit atau ancaman kesehatan penduduknya.
Kepadatan penduduk yang tinggi mempunyai potensi pe-
nularan penyakit tertentu juga tinggi. Hal inilah yang oleh
sementara penduduk dianggap sebagai sesuatu hal yang
harus dihindari sehingga mereka memutuskan untuk me-
ninggalkan daerah tempat tinggal semula, walaupun pada
saat pertama kali menempati daerah tersebut kondisinya
belum kumuh. Tiadanya peraturan ketat yang mengatur tata
permukiman mikro di dalam perkampungan dalam hal tata
bangunan, tata arsitektur dan tata ruang permukiman mikro
merupakan hal yang menjadi pemicu dan pemacu muncul-
nya kantong-kantong kumuh di bagian dalam kota.

Kepadatan penduduk dan permukiman yang tinggi
juga berkaitan dengan kurang terjaminnya privacy yang sangat
mengganggu kehidupan berumah tangga. Di dalam per-
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padat, di mana antara rumah yang saty

kampungan yang ;
ampung dingnya dan bahkari tidak sedikit yq,

nyaris bersatu din _
hanya mempunyai dinding satu sebagai sekat antara g,

bangunan yang dihuni oleh keluarga yang berlainan, p;_
tambah dengan ukuran bangunan yang relatif kecil, maka
tidak berlebihan kiranya dikatakan bahwa hampir setiap
persoalan rumah tangga dapat diketahui oleh rumah tangga
yang lain dan hal ini membuat risih masing-masing rumah
tangga. Sementara itu kurangnya kebebasan dalam melak-
sanakan sesuatu banyak di antaranya yang mengalamj
hambatan oleh karena masalah ketetanggaan yang terlaly
dekatjarak bangunan rumahnya. Sebagai salah satu contoh
dari sekian banyak persoalan yang berkaitan dengan masa-
lah privacy dapat dikemukakan adalah keinginan menikmati
siaran radio, menikmati lagu-lagu tertentu yang tidak ber-
sesuaian dengan selera tetangga dapat menjadi pemicu
konflik personal. Jarak rumah yang sangat dekat tidak dapat
menghalangi keluarnya suara dari dalam rumah seseorang
dan terpaksn masuk ke telinga orang lain.

Tingginya polusi udara, air dan tanah dapat juga muncul
sebagai faktor pendorong seseorang meninggalkan bagian
dalam kota. Polusi udara sangat berkaitan dengan industri
tertentu, banyaknya kendaraan bermotor, kondisi jalan, ke-
beradaan vegetasi, kondisi bangunan, tiupan angin dan
tingginya elevasi daerah. Sementara itu polusi air Khusus”
nya air tanah sangat berkaitan kondisi aliran air tanahny#
kondisi tanahnya, serta kerapatan banguna n-bangunan
resapan limbah cair dan septic tank. Untuk permukimaf

sangat padat yang masing-masing orang membangun resap-
an limbah dan septic tank, maka jarak oran

da antara suraber Kot
n . )
sumur yang dibangun masing-masirig rimah tanggs
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juga semakin dekat dan hal ini menambah tingginya ke-
rentanan tercemarnya air sumur oleh bakteri tertentu yang
berasal dari resapan limbah maupun septic tank yang bocor.
Makin tingginya pencemaran air sumur yang dimanfaatkan
untuk keperluan sehari-hari, maka dapat dipastikan juga
makin tinggi risiko pengguna air sumur terhadap penyakit
tertentu.

Tingginya tingkat kriminalitas di daerah perkotaan di-
bandingkan dengan daerah perdesaan merupakan konse-
kuensi logis dari sistem kehidupan yang ada. Dalam bebe-
rapa hal kondisi ini telah membikin keresahan dalam men-
jalankan kegiatan sehari-hari sehingga sebagian penduduk
merasa perlu untuk meninggalkan daerah tempat tinggal
semula dan mencari tempat tinggal yang lebih kondusif
untuk menyelenggarakan kegiatannya, yaitu di daerah per-
desaan. Beberapa hal yang berkaitan dengan sifat kehidupan
kekotaan antara lain kondisi masyarakatnya yang heterogen,
materialistis, individualistis, kesenjangan antar-stratum
sosial yang lebar, pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang
tinggi, banyaknya penggunaan obat-obat terlarang, sulitnya
mencari pekerjaan sehingga menambah jumlah pengang-
gur/an telah memaksa seseorang yang tidak mampu meng-
atasinya telah mendorong seseorang melakukan jalan pintas
dengan melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan
masyarakat. Secara garis besar dapat diungkapkan dalam
kalimat “kerasnya persaingan bisnis, sulitnya mencukupi ke-
butuhan sehari-hari yang tinggi, tingginya biaya hidup di kota,
penyalahgunaan obat-obat terlarang, banyaknya konflik sosial
akibat heteroginitas masyarakat perkotaan” dalam beberapa hal
menjadi pemicu timbulnya tindak kejahatan.
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Banyaknya peraturan yang mengik-at dan sekaﬁligus
membatasi kegiatan terkadang mengakibatkan ketidak-
nyamanan dan kebebasan seseorang. Peraturan mana dapat
merupakan peraturan formal maupun peratufran tidak forma],
Peraturan formal adalah peraturan yang dirumuskan oleh
pemerintah sedangkan peraturan tidak f0r17f1a1 dirumuskan
oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Sebagai
contoh mengenai peraturan formal adalah aplikasi IMB dan
tingginya PBB sementara itu mengenai peraturan tidak
formal terkait dengan tata masyarakat setempat seperti
larangan jam berkunjung, larangan melepas hewan piaraan,
larangan menaiki kendaraan roda dua di sepanjang gang
di perkampungan. Hal-hal tersebut nyaris bertolak belakang
dengan apa yang ditemui di daerah perdesaan.

Tingginya frekuensi kemacetan lalu lintas tidak dapat
dipisahkan dari banyaknya/padatnya lalu lintas di sepan-
jang jalan-jalan di daerah perkotaan. Terlepas dari penyebab
mengapa terjadi kemacetan lalu lintas dan kepadatan lalu
lintas yang tinggi, kondisi tersebut mengakibatkan ganggu-
an yang sangat signifikan terhadap mobilitas orang, barang
dan jasa sehingga kemudian muncul seba gai salah satu ke-
kuatan pendorong penduduk untuk meninggalkan daerah
asal di bagian dalam kota.

Masalah lahan merupakan masalah krusial yang di-
hadapi pemerintah kota maupun penduduk. Tingginya
harga lahan dan langkanya lahan di bagian dalam kota telah
nf}enjadi salah satu faktor pendorong utama penduduk me-
ninggalkan bagian dalam kota_ Langkanya lahan berkaitan
dengan makin berkurangnya lahan terbuka yang dapat di-
manfaatkan sebagai tempat tinggal. Sementara itu tingginy?
harga lahan dj bagian dalam kota berkaitan dengan tidak
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seimbangnya antara pihak yang membutuhkan lahan dan
ketersediaan lahan. Makin lebar kesenjangan tersebut makin
tinggi harga lahan yang ditawarkan.

Khusus mengenai penduduk yang semula bertempat
tinggal di bagian dalam kota dengan alasan mendekati
tempat kerja karena tingkat penghasilannya masih rendabh,
pada umumnya akan meredifinisikan konsep tempat
tinggalnya setelah penghasilannya sampai ke tataran yang
tinggi. Untuk membangun rumah tinggal dengan luasan
yang memenuhi selera terkadang terbentur pada masalah
ketiadaan lahan demikian pula halnya dengan harga lahan
yang tinggi. Harga lahan yang tinggi telah membatasi ke-
mampuan seseorang untuk memperoleh luasan tanah yang
sesuai dengan selera sehingga preferensi permukiman pen-
duduk berubah ke daerah yang masih menawarkan harga
lahan yang lebih rendah dengan harapan memperoleh
luasan yang sesuai dengan selera. Hal ini pernah dikemuka-
kan oleh Turner (1972) dalam teorinya yang berjudul
Residential Mobility Theory. Elaborasi teori ini termaktub
dalam buku penulis yang berjudul StrukturTata Ruang Kota
yang diterbitkan oleh penerbit yang sama dengan buku ini.

Suhu udara mempunyai pengaruh signifikan terhadap
kenyamanan tempat tinggal. Suhu udara yang sejuk mem-
berikan suasana yang nyaman bagi penghuni dan sebalik-
nya, suhu udara yang panas akan mengakibatkan ketidak-
nyamanan. Daerah perkotaan yang tidak mempunyai per-
aturan ketat terhadap keberadaan jalur hijau, kantong-
kantong hijau, ruang terbuka hijau (berkaitan dengan keber-
adaan vegetasi), jalur biru, kantong-kantong biru dan ruang
terbuka biru (berkaitan dengan keberadaan tubuh perairan),
maka dapat dipastikan bahwa kota tersebut makin lama
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kan makin meningkat suhu reratanya. Dominasi dan makip
akanm

banyaknya bangunan yang disertal OIf'h fllakiri.luasn),a pe-

L= ,rmukaan tanah dan makin belkurangn},a
g hijau atau biru di bagian dalam kota .
kantong-kantong hjat a S - e
rupakan pemicu (hiiperacy pErungratan su U di bagian
dalam kota. Terbentuknya pul.al..l be?hantg (heat zslmi.d) telah
disinyalir oleh beberapa peneliti baik di negara m?]u mau-
pun di negara berkembang. Beberapa negara r.na]u sudaly
mulai memperhatikan keseimbangan‘vegetam dan water
body di dalam areal perkotaannya sehmg.ga te‘rbentukn)ra
pulau bahang dapat dicegah atau paling tidak dapat
dihambat kehadirannya. Tingginya suhu di bagian dalam
kota telah muncul sebagai salah satu kekuatan pendorong
yang mengakibatkan sebagian penduduk meninggalkar.i
tempat tinggal semula di bagian dalam kota dan mencari
tempat tinggal baru di bagian luar kota.

Oleh karena sifat fungsi-fungsi kekotaan tidak sama
dengan sifat penduduk, maka kekuatan-kekuatan pen- 1§
dorongnya pun ada yang sama dan ada yang berlainan.
Beberapa contoh yang dapat dikemukakan antara lain (1)
kurangnya lahan; (2) tingginya harga lahan; (3) tingginya
pajak; (4) tingginya kepadatan lalu lintas; (5) tingginya fre-
kuensi kemacetan lalu lintas (6) banyaknya peraturan yang
mengikat; (7) masalah prestige; (8) tingginya tingkat krimi-
nalitas. Beberapa penjelasan mengenai kekuatan-kekuatafl
pendorong bagi fungsi hampir sama dengan yang telah di-
paparkan pada bagian sebelumnya, sehingga tidak perlu
dikemukakan lagj pada bagian ini. Hanya mengenai faktor
pendorongy ang berupa ti ngginya perpajakan memang sangat
menarik untuk dikemukakan di sini, karena terkadang hal
tersebut menjadi faktor yang lebih signifikan perananﬂya
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daripada dalam pergerakan penduduk! Hal ini sangat wajar,
khususnya pada fungsi-fungsi ekonomi yang bersifat profit-
oriented karena tingginya pajak berarti berkurangnya profit
yang diperoleh fungsi-fungsi tertentu, sehingga fungsi-
fungsi tersebut memandang perlu untuk mencari tempat
kedudukan baru dengan pajak yang minimal dan alternatif
tersebut ditawarkan pada lokasi yang agak jauh dari lahan
terbangun yaitu di WPU.

2.2.2 Kekuatan Penarik Gerakan Sentrifugal

Dalam memaknai kekuatan-kekuatan penarik gerakan
sentrifugal, peneliti sebenarnya tidak akan mengalami ke-
sulitan yang berarti apabila sudah memulainya dengan
mengidentifikasi kekuatan-kekuatan pendororg gerakan
sentrifugal itu sendiri. Hal ini disebabkan adanya kenyataan
bahwa kekuatan penarik gerakan sentrifugal adalah kekuat-
an-kekuatan yang berada di daerah tujuan gerakan yang
bersifat menarik gerakan menuju kearahnya dan yang paling
penting mempunyai sifat yang berlawanan dengan sifat dari
kekuatan-kekuatan pendorong itu sendiri. Demikian pula
halnya apabila peneliti memulai penelitiannya dari iden-
tifikasi kekuatan-kekuatan penarik gerakan sentrifugal,
maka untuk mengenali kekuatan pendorongnya akan lebih
mudah karena kedua kekuatan ini bersifat saling berten-
tangan.

Apabila pada tahap awal sudah diidentifikasi bahwa
minimal ada 13 macam kekuatan pendorong gerakan sentri-
fugal, maka di sana juga minimal ada 13 macam kekuatan
penarik gerakan sentrifugal. Dengan demikian dapat di-
kemukakan bahwa kekuatan penarik gerakan sentrifugal
adalah (1) rendahnya kepadatan penduduk; (2) rendahnya
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kepadatan permukimary ) rendahnya-pol}lsi udara; (4)
rendahnya polusi air; (4) rendahfl)-fa polusi sosial; (6) rendap,.
aya tingkat kriminalitas; (7) sedikitnya peraturan-geraturan
v‘ang mengikat; (8) rendahnya kepa.datan lalu lintas; 9)
-rendahnya frekuensi kemacetan lalu lintas; (10) banyaknyél
lahan; (11) rendahnya harga lahan; (12) rendahnya syhy,
udara; (13) lebih terjaminnya privacy. Penjelasan masing-
masing kekuatan tersebut tidak perlu dikemukakan lagj,
karena mirip dengan penjelasan fungsi kekuatan pendorong
hanya dengan peranan yang berbeda.

2 3 Kekuatan Sentripetal (Centripetal Forces)

Kekuatan sentripetal adalah kekuatan-kekuatan yang
mengakibatkan gerakan penduduk dan atau fungsi-fungsi
yang berasal dari bagian luar kota menuju ke bagian dalam-
nya. Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelum-
nya bahwa macam gerakan yang muncul sangat tergantung
dari zonasi WPU dan Kota yang diidentifikasi oleh peneliti.
Banyak sedikitnya zona-zona yang tercipta dapat disebab-
kan oleh kurang mendalamnya pengetahuan si peneliti atau
karena tujuan penelitian yang mengharuskannya untuk me-
nentukan hal tersebut. Sebagaimana dalam gerakan sentri-
fugal, maka dalam gerakan sentripetal juga dikenal ada 2
macam kekuatan yang menentukannya, yaitu (1) kekuatan
pendorong dan (2) kekuatan penarik. Kekuatan pendorong
berasosiasi secara spasial dengan dacrah asal gerakan dan
ke_kuatan penarik berasosiasi secara spasial dengan daerah
tujuan gerakan. Oleh karena gerakan sentripetal berlawanaf
dengan gerakan sentrifugal, maka sifat dari rn::xsing-mElSing
kekuatan yang berperanan pun juga berbeda pula. Apabila
dalam gerakan sentrifugal dikenal sifat negatif bagian dalam
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kota yang menyebabkan penduduk dan atau fungsi mening-
galkannya, maka dalam gerakan sentripetal bagian dalam
kota bersifat positif dan sementara itu bagian luar kota mem-
punyai sifat negatif. Sifat positif berasosiasi secara spasial
dengan sifat kekotaan dan sifat negatif berasosiasi secara
spasial dengan sifat kedesaan. Selanjutnya, sifat masing-
masing kekuatan tersebut akan dibahas dalam paragraf
berikut.

2.3.1 Kekuatan Pendorong Gerakan Sentripetal

Oleh karena kekuatan pendorong selalu berasosiasi
secara spasial dengan daerah asal gerakan, maka kekuatan
pendorong gerakan sentripetal berada di WPU. Beberapa
kekuatan-kekuatan pendorong yang mengakibatkan pen-
duduk meninggalkan WPU antara lain (1) kurangnya fasili-
tas kehidupan (sosial, ekonomi); (2) kurang terjaminnya ke-
amanan; (3) rendahnya penghasilan; (4) rendahnya prestige;
(5) rendahnya aksesibilitas; (6) rendahnya/langkanya ke-
sempatan kerja dan (7) jauhnya dari tempat kerja. Masing-
masing kota dan WPU mempunyai kondisi lingkungan
yang berbeda sehingga variasi kombinasi antara kekuatan-
kekuatan pendorong pun juga selalu mewarnai gerakan
sentripetal yang ada. Pada WPU tertentu ada kemungkinan
kekuatan pendorong yang berupa langkanya kesempatan kerja
menjadi kekuatan pendorong utama sedangkan kekuatan-
kekuatan lain hanya merupakan kekuatan pengiring, namun
ada kemungkinan bahwa pada WPU dari kota lain akan
mempunyai kekuatan pendorong utama yang berbeda,
misalnya rendahnya penghasilan. Sebagai contoh yang dapat
dikemukakan adalah terjadinya gerakan sentripetal pen-
duduk di kawasan Eropa Barat setelah revolusi industri
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an pendorong yang berbeda dengan

mpun al kekuat
mempuny enduduk di negara berkembang pada

gerakan sen’tripetal %

umumnya. : ,
Di kawasan Erop2 Barat pada masa itu terjadi adopsi

teknologt mekanik di sektor pertanian, sehingga peralatan
pertanian tradisional (yang mengandalkan tenaga manusia
Jan hewan) digantikan oleh mesin-mesin baru yang meng-
gantikan tenaga manusia dan hewan. Oleh karena kekuat-
an/kemampuan alat pertanian bermesin tersebut jauh lebih
besar dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan pertanian,
maka banyak tenaga pertanian tergantikan oleh alat-alat per-
tanian baru. Akibatnya banyak tenaga yang semula aktif
bekerja di sektor pertanian menjadi penganggur walaupun
hal ini tidak identik dengan kemiskinan sebagaimana yang
terjadi di kebanyakan negara berkembang. Kelangkaan bidang
pekerjaan di daerah perdesaan telah menjadi kekuatan pen-
dorong gerakan sentripetal penduduk untuk meninggalkan
daerahnya dan menuju ke kota-kota di sekitarnya.
Sementara itu terjadinya gerakan sentripetal penduduk
perdesaan menuju ke kota-kota dinegara berkembang Jebih
diwarnai oleh kondisi penduduk yang miskin yang ber-
samaan dengan langkanya bidang pekerjaan yang dapatme-
nambah penghasilan mereka. Kemiskinan yang mendera
wilayah perdesaan termasuk WPU di negara berkemban§
termasuk Indonesia, menjadi kekuatan pendorong utama
gerakan sentripetal penduduk. Sistem pewarisan kepe ili
e i kepr;;;i berlatus tahun, telah me?g;l_(l; -
} ey e ahan keluarga pete_:lr.ll s i
- tani-petani gurem (dengan kepemilikan laha
kurang dari seperempat hekt luarg?
ar) dan bahkan banyak ke
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petani yang hanya menjadi buruh tani karena tidak memiliki
lahan garapan pertanian sendiri. Apabila golongan petani-
petani semacam ini menggantungkan kehidupannya pada
sektor pertanian, maka mereka tidak akan mampu meme-
nuhi kebutuhan keluarganya bahkan untuk memenuhi ke-
butuhan pokoknya sekalipun, sementara itu untuk memper-
oleh kesempatan kerja di bidang lain tidak dapat karena
langkanya kesempatan kerja yang tersedia. Di sinilah per-
bedaan peranan kekuatan pendorong gerakan sentripetal
penduduk di negara maju khususnya Eropa Barat pada
masa lalu dan gerakan sentripetal penduduk di negara
berkembang masa kini. Keduanya sama-sama ditandai oleh
kelangkaan kesempatan kerja insit namun perbedaannya
adalah di kawasan Eropa barat tidak berasosiasi dengan
kemiskinan, sedangkan di negara berkembang berasosiasi
dengan kemiskinan. Uraian di atas sekadar memberikan
eluminasi mengenai betapa banyaknya variasi yang akan
terjadi mengenai peranan kekuatan-kekuatan pendorong
gerakan sentripetal berhubung banyaknya variasi kondisi
historis, ekonomi, sosial, kultural, fisikal dan lingkungan.

2.3.2 Kekuatan Penarik Gerakan Sentripetal

Macam kekuatan penarik gerakan sentripetal yang
muncul mempunyai kemiripan dengan kekuatan pendo-
rong, namun dengan predikat yang berbeda. Kekuatan
pendorong berkonotasi dan bersifat disinsentif sedangkan
kekuatan penarik berkonotasi dan bersifat insentif. Dengan
demikian beberapa kekuatan penarik dapat disebutkan
antara lain (1) banyaknya fasilitas kehidupan (sosial, eko-
nomi); (2) lebih terjaminnya keamanan; (3) tingginya peng-
hasilan; (4) tingginya prestige; (5) tingginya aksesibilitas; (6)

69



e j

panyaknya kesempatan kerja clian (7) dekatnya dari tempg
kerja. Fakta empiris membuktikan bah‘wa apa yang diangﬁ
gap sebagal kekuatan-kekuatan penarik ’ferfsebut 5 Eberapa
31 antaranya persifat semiut dalam pengertian bahwa -
yang semula dibayangkan oleh penduduk yang meningga]-
kan daerahnya dan tertarik akan sesuatu yang dianggap
menjanjikan ternyata tidak terbukti kebenarannya. Hal inj
dilukiskan dengan cantik oleh Hall dan Pfeiffer (2000)

sebagal berikut:

_itis here in the burgeoning cities of the developing world that the
real challenge lies. For there is a paradox, people are still coniing to
those cities, children are being born in those cities, because people
believe that a better life lies in front of them. But in many
cases, these expectations are being cheated and may continue
to be cheated. The disparities of income and wealth, both between
cities and within cities, are not decreasing but they are increasing.
The quality of environment is not improving; in far too many cases
it is deteriorating. Crucial natural resources vital to the future
subsistence of these people, are not being conserved, and on the
contrary, despite solemn conference, they are actually disappear-

ng...

Pernyataan di atas secara jelas mengemukakan ke-
nyataan yang terdapat di kebanyakan negara berkembang,
khususnya mengenai keberadaan kekuatan penarik semt
yang berasosiasi secara spasiay dengan keberadaan kota-
kotanya. Kebanyakan penduci;k dari daerah perdesaant
sangat tertarik dengan peri kehidupan kota yang nampal(
sangat menjanjikan untuk masa depan mereka, karend di-
anggap k?ahwa di kota mereka berharap mampu memper
f[)ilneh lfehldupan yang lebih baik dengan penghasilan yang
nuigl.- perumahan yang memadai dan segala bentuk Per_net

an kebutuhan yang lain. Kota dianggap berasosias!
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dengan peri kehidupan yang tidak bergumul dengan
lumpur yang berarti dengan penampilan bersih, parlente /
necis, sedangkan di desa berasosiasi dengan penampilan
yang kotor, tidak necis, penghasilan rendah dan konotasi
negatif lainnya. Hal ini telah mengakibatkan gerakan sentri-
petal yang signifikan golongan muda untuk berduyun-
duyun ke kota mencari peri kehidupan baru di sana. Dampak
dari adanya gejala ini nampak pada saat ini dan pada masa
yang akan datang akan terus berlanjut, yaitu sulitnya men-
cari tenaga kerja untuk bekerja di lahan pertanian atau per-
sawahan di Jawa khususnya. Para pekerja di sektor pertani-
an yang masih tersisa kebanyakan adalah golongan pen-
duduk berusia lanjut bukan dari golongan usia remaja/
muda. Untuk pembangunan wilayah dan kota kondisi ini
sebaiknya diantisipasi agar permasalahan yang muncul
tidak berubah menjadi malapetaka sosial dan ekonomi pada
masa yang akan datang, karena dampak negatif pengaliran
penduduk perdesaan, khususnya golongan usia produktif
ke kota mengakibatkan semakin banyaknya tuntutan akan
lapangan pekerjaan dan perumahan di kota itu sendiri. Ke-
tidakmampuan pemerintah kota untuk memperluas lapang-
an pekerjaan dan menyediakan fasilitas perumahan pen-
duduknya, mengakibatkan banyaknya pengangguran dan
merebaknya permukiman liar dan kumuh. Friedman dan
Douglas (1978) menganggap hal ini merupakan salah satu
dampak dari kesalahan adopsi paradigma pembangunan
yang disebut sebagai AIDS (Accelerated Industrialization De-
velopment Strategy).

71



2.4 Kekuatan Lateral (Lateral Forces)

Fakta empiris membuktikan bahwa kekuatan-kekuatap,
yang beroperasi di WPU, b-alk kekuata_m pendorong ma.upun
penarik tidak selalu berujud sebagai kekuatan sentripeta]
dan sentrifugal. Ada satu bentuk kekuatan-kekuatan yang
pada umumnya terluput dari pengamatan para penelit;,
yaitu kekuatan lateral. Kekuatan ini tidak berasosiasi dengan
ciri khas sifat kekotaan maupun kedesaan, namun lebih di-
warnai oleh variasi keruangan yang ada pada masing-
masing subzona. Hal ini dapat berlangsung karena dalam
masing-masing subzona di dalam WPU juga menunjukkan
adanya variasi lingkungan yang cukup besar baik lingkung-
an biotik, abiotik, sosial, kultural dan ekonomi.

" Kekuatan lateral adalah kekuatan yang mengakibatkan
gerakan lateral penduduk dan atau fungsi yang berlangsung
di dalam satu subzona yang sama dan mempunyai jarak ke
lahan terbangun utama maupun ke pusat kota yang relatif
sama. Hal ini penting dipahami karena dalam satu subzona
juga terdapat kekuatan-kekuatan sentripetal maupun sentri-
fugal dalam skala minor yang secara garis besar sifat-sifat
dan jenis kekuatan tersebut sudah dikemukakan pada
bagian sebelumnya. Semakin besar kotanya, maka akan se-
makin besar pula subzona yang terbentuk, sehingga variasi
gerakan sentripetal dan sentrifugal pun juga semakin banyak
dan demikian pula halnya dengan gerakan lateral. Hal inilah
yan_g Pada awal uraian sudah dikemukakan bahwa banyak
::i];?:i};:;a:fi gerakan sentripetal, sentrifugal dan laterr:fl
pula gerakan.sentri ] t é;nyak i L Ko banyaat
0 Kempe al, sentrifugal dan lateral yang dap

- endalaman penelitian dan pengetahuan
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peneliti serta tujuan penelitian menentukan banyak sedikit-
nya zonasi yang dapat diidentifikasi dan dikemukakan.

Sebagaimana kekuatan sentripetal dan kekuatan sentri-
fugal, dalam kekuatan lateral juga terdapat kekuatan pe-
narik maupun kekuatan pendorong. Kekuatan penarik dan
pendorong gerakan lateral penduduk dan atau fungsi-fungsi
berada pada zona yang sama, asal dan tujuan gerakan ber-
ada pada lokalitas yang relatif sama jaraknya terhadap lahan
terbangun utama dan atau pusat kota. Walaupun secara teo-
retis dalam subzona yang sama dalam WPU menampilkan
sifat atribut yang sama baik terkait dengan sifat kekotaan
maupun kedesaan, namun fakta menunjukkan bahwa pem-
bangunan fisikal yang terjadi atau dinamika kehidupannya
tidak menunjukkan intensitas yang sama. Variasi kondisi
lingkungan setempat menjadi penyebab paling menentukan
mengenai mobilitas penduduk dan fungsi-fungsi yang
mengikuti alur lateral tersebut.

Sebenarnya, baik kekuatan pendorong maupun kekuat-
an penarik yang mengakibatkan gerakan lateral penduduk
dan fungsi-fungsi di WPU juga berperanan sebagai salah
satu penentu mengenai intensitas pembangunan fisiknya
(physical development). Dalam menentukan variabel penga-
ruh/variabel bebas (independent variables) serta variabel ter-
pengaruh/variabel tidak bebas (dependent variables) peneliti
perlu bersikap sangat hati-hati, khususnya mengenai ana-
lisis perkembangan kota/perubahan bentuk pemanfaatan
lahan/bertambahnya fungsi-fungsi baru di sesuatu bagian
WPU. Hal ini terkadang mengecoh peneliti sehingga analisis
yang dibangun menjadi tidak benar adanya. Sebagai contoh
dikemukakan misalnya adanya perkembangan permukim-
an baru yang dibangun oleh penduduk secara perorangan,
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kin tertarik oleh adanya pem}?angur}an. Pra-
sangat munglﬂdma“ ’ eperti jalan, jaringan 115tr1k,.]armgan
sarana P:i‘:um 4an lain sejenisnya. Dalam kasus ini dapat
pipa aif beradaan prasarana permukiman
i bahwa kebe
disimpulkan

b Rt s dan sementara itu pem-
tersebut menjadi _vanabeénl');:javariabel i
ik Pem?klmann'n ]ul( n suatu gejala perkembang-
1ian tidak jarang ditemuka -
e h- | menjamur karena sebab-sebab lain
e yanin industri sebagai tempat kerja. Ber-
e denian permukiman di sekitar kawasan
ﬁublmg. Pem::iri‘fnuarak dan besar maka pemerintah mem-
i ana permukiman seperti jalan baru, jaringan
Esﬁiajiringai pipa air minum untuk memenuhi ke-
butuhan warga. Dengan demikian kebeT‘adaan prasar;ni
permukiman tersebut menjadi variabel tidak bebas (’;er ta;
dengan pembangunan permukiman yang s.udah ada’ edi
lebih dahulu dan pembangunan permukiman menja
iabel bebas.
i Mengacu pada hasil penelitian Lee (1979) atas beberapa
kota di Amerika Serikat dapat diidentifikasi beberapa faktciJ;
yang dapat berfungsi sebagai kekuatan lateral di WPU baik
sebagai kekuatan pendorong maupun kekuata.n’ penar di
©Oleh karena teorinya diperoleh atas dasar penelitianny@ :
kota-kota di Amerika Serikat atau negara maju dengan lata
belakang historis, sosial, ekonomi, budaya dan politik yang
berbeda dengan apa yang terdapat di negara berk'emjbi‘f;
maka ada kemungkinan terjadi perbedaan yang signifi .
atas beberapa faktor yang dikemukakannya. Kekua p
pendorong dan penarik ini ditentukan dari sifat fakto
faktor yang dikemukakan, di mana faktor pendorong

fat
bersifat disinsentif sedangkan faktor penarik akan bers!
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insentif. Keberadaan faktor-faktor tersebut berasosiasi dengan
tingkat intensitas perkembangan fisik, khususnya pem-
bangunan permukiman maupun pembangunan fungsi-
fungsi non-permukiman. Secara garis besar dapat dikemu-
kakan bahwa penentu variasi spasial perkembangan fisik
kota ada 6 faktor, yaitu (1) keberadaan pelayanan umum;
(2) tingkat aksesibilitas; (3) keberadaan peraturan tertentu;
(4) karakteristik fisik lahan; (5) karakteristik pemilik lahan
dan (6) prakarsa pengembang (Lee, 1979 dalam Yunus,
2005).

Pada masing-masing subzona yang dikemukakan, sifat
dari keenam faktor tersebut tidak menunjukkan sebaran
spasial yang sama. Ada beberapa tempat yang memiliki
konsentrasi keenam faktor tersebut secara bersama-sama,
namun ada pula yang hanya sebagian dari keenam faktor
tersebut saja, sehingga kemampuan menjadi kekuatan pe-
narik atau kekuatan pendorong juga berbeda-beda. Sebagai
contoh dapat dikemukakan dalam subzona yang sama di
mana bagian tertentu daripadanya mempunyai pusat pe-
layanan umum yang besar (misal didirikan kampus univer-
sitas), dilalui oleh jalur jalan yang besar dengan sarana ang-
kutan yang banyak, lahannya relatif datar, maka dipastikan
bahwa bagian subzona ini akan mempunyai daya tarik ter-
hadap penduduk untuk bermukim di situ walau sementara
sekalipun dan fungsi-fungsi tertentu untuk mengembang-
kan usahanya. Bagian ini akan mempunyai intensitas per-
kembangan fisikal yang jauh lebih tinggi dari bagian lain
untuk subzona yang sama.

Berdasarkan fakta empiris ternyata tidak semua faktor
yang dikemukakan oleh Lee (1979) tersebut berlaku di Indo-
nesia. Faktor aksesibilitas, keberadaan pusat pelayanan
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umurm ternyata berperanan sebagai akfor Pffnari" Maupyp
pendorong yang cukup kuat semertt?r!a itu faktor.—faktor lain
tidak mempunyai peranan sebagai faktor pcnarik man, Dun
pendorong yang signifikan. Keberadaan peratflran tertenty
yang di Amerika Serikat berperanan 'sebagm faktor pen.
dorong maupun faktor penarik yang signifikan, namun di
negara berkembang pada umumnya termasuk Indones;,
khususnya tidak signifikan. Halini sangat wajar karena zop-
ing regulations yang seharusnya berfungsi sebagai pengatur
ruang untuk menciptakan tata ruang dan tata wilayah yang
memenuhi konsep sustainabilitas ruang dan sustainabilitas
wilayah tidak pernah diaplikasikan secara konsisten dan
konsekuen. Kenyataan menunjukkan untuk kasus-kasus
beberapa kota dan wilayah di Indonesia, konsep tata ruang
dan tata wilayah telah dirumuskan dengan baik namun
dalam tataran aplikasi sangat lemah. Hal ini sangat mem-
prihatinkan karena merupakan pemicu terjadinya pelang-
garan tata ruang dan tata wilayah yang berakibat buruk
pada wilayah itu sendiri pada khususnya dan wilayah lain
yang akhirnya akan menimbulkan dampak lingkungan
negatif yang bertentangan dengan azas sustainable develop-
ment (Yunus, 2005). ;

Peranan zoning regulations yang mestinya mampu ber
peranan sebagai faktor pendorong dan atau penarik gerakan
p'enduduk dan atau fungsi-fungsi justru impoten. Oleh karend
di negara maju peranan peraturan-peraturan sangat kuat
dax.l dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, M2’
setiap penduduk atau fungsi dapat menentukan pilihar
r:nt]uk teltéfP berada pada tempatnya semula atau pindah‘:ﬁ Iy
menpat ain tanpa dibayangi oleh masalah ketidakPaShan

genai kedudukannya. Atas dasar ini pula keberad?
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peraturan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat spa-
tinl urban management untuk mengarahkan perkembangan
kotanya menuju ke suatu visi spasial kota yang ideal.
Karakteristik fisik lahan akan mempunyai peranan
yang sangat berarti di daerah WPU yang mempunyai variasi
fisografi yang besar. Untuk WPU yang variasi fisiografinya
sangat kecil, maka peranan karakteristik fisik lahan juga
sangat kecil. Karakteristik fisiografi dapat dibedakan men-
jadi karakteristik fisiografi mikro dan karakteristik fisiografi
makro. Karakteristik fisiografi mikro berkenaan dengan ke-
adaan fisik persil lahan dan sekitarnya sedangkan karak-
teristik fisiografi makro berkenaan dengan kondisi wilayah
yang lebih luas. Sebagai’ contoh mengenai karakteristik
fisiografi mikro adalah letak persil terhadap jalan pendekat.
Ada kemungkinan lahannya berada satu atau dua meter
lebih rendah dari permukaan jalan, sehingga untuk mendiri-
kan bangunan diperlukan pengurugan yang banyak dan
membutuhkan biaya yang tinggi. Sementara itu mengenai
karakteristik fisiografi makro untuk tataran ini adalah kon-
disi daerah di mana lahan tersebut berada, apakah pada
daerah perbukitan, daerah rawa-rawa, daerah yang sering
terancam banjir, daerah yang labil dan sejenisnya.
Karakteristik pemilik lahan memang dapat berfungsi
sebagai salah satu penyebab tinggi atau rendahnya inten-
sitas perkembangan fisik wilayah. Hal ini didasari oleh
suatu asumsi bahwa pada suatu wilayah yang didominasi
oleh pemilik lahan (khususnya lahan pertanian) yang
miskin, maka pemiliknya tidak mampu mengembangkan
dengan membangun sesuatu di atasnya sehingga daerah
Semacam ini tidak akan mengalami perkembangan yang
berarti. Namun dapat pula terjadi sesuatu yang sebaliknya
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di mana pada daerah yang kepemilikan lahannva didgy -

nasi oleh pemilik yang miskin justru akan men;
at. Untuk WPU, khus.

i e

kembangan fisik yang cep . s+ veng
berlokasi dengan lahan terbangun utama terjadi s iy
an harga lahan yang luar biasa dan hal ini telah mc ngg i sk

pemilik lahan yang miskin untuk menjual laharu  * epag,

pihak lain yang akan memanfaatkannya sebagai i. :an pe-
rumnahan atau lahan perdagangan. Hal ini dibuktika:. dengan
adanya kenyataan bahwa salah satu penyebab menga. ..
petani di pinggiran kota menjual lahannya kare: - tergiur
oleh harga lahan yang tinggi (Yunus, 2001). Dala::: conton
yang pertama maka karakteristik pemilik lahan v men-
dominasi bagian WPU dapat menjadi kekuatan » *::ctoron;,
gerakan lateral, namun pada contoh yang kedua .. .. .crscbut
dapat berfungsi sebagai kekuatan penarik.

Prakarsa pengembang (developers” initiafic:} mem-
punyai peranan yang menarik untuk dikemukakan, karena
selalu akan menjadi faktor penarik yang kuat daripada se-
bagai faktor pendorong penduduk atau fungsi meninggal-
kan bagian WPU tersebut. Fakta empiris membuktikan
bahwa sesuatu daerah yang sebelumnya merupakan daerah
yang tidak berkembang dan kemudian dipilih oleh pengem
bang sebagai lokasi pembangunan proyek tertentu (pe-
rumahan, pariwisata dan lain sejenisnya) dapat dipastikan
bah?va lahan di sekitarnya juga akan menikmati fasilitas
kehidupan yang lebih baik. Fasilitas-fasilitas kehidupa®
yang mengikuti dibangunnya proyek-proyek tersebut m¢
rfzpak.an kEk‘fata“ penarik yang kuat bagi penduduk ata®

ngm_untu.k ikut menikmatinya.
diﬁn;); sekitar kota .Y?gyakarta, sebagai contoh }-'-'ﬁflf.bcj ]
pusat pendidikan Universitas Islam Inc!c w212
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bagian utara WPU telah menjadi magnetic force yang sangat
signifikan terhadap penduduk, khususnya mahasiswa mau-
pun fungsi-fungsi ekonomi yang berhubungan langsung
dengan pemenuhan kebutuhan mahasiswa. Akibatnya,
dalam waktu yang relatif singkat bagian ini telah berubah
menjadi sebuah subcenter baru yang makin lama akan makin
menguat peranannya. Dapat dipastikan bahwa pendatang
penduduk maupun fungsi banyak yang berasal dari bagian
lain dari subzona yang sama dan bahkan datang dari bagian
yang lebih dekat dengan lahan terbangun utama kota Yogya-
karta dan hal ini berarti berupa gerakan sentrifugal. Memang
kelihatannya agak bertentangan dengan teori dasar yang
telah dikemukakan, di mana salah satu faktor penarik gerak-
an sentrifugal adalah berasosiasi dengan suasana kedesaan
namun dalam kasus ini faktor penariknya berasosiasi
dengan suasana kekotaan. Seperti telah dikemukakan se-
belumnya bahwa sebaran spasial faktor-faktor penentu per-
kembangan fisikal di setiap bagian WPU tidak merata ada-
nya, sehingga hal-hal yang nampak bertentangan dengan
teori dasar dapat saja terjadi. Dalam suatu penelitian hal
Ini merupakan penemuan baru yang menarik untuk di-
kemukakan, sehingga peneliti mampu memperbaiki teori
yang sudah ada atau menciptakan teori baru sama sekali.

2.4.1 Kekuatan Pendorong Gerakan Lateral

Membahas kekuatan pendorong gerakan lateral di
kota-kota negara berkembang pada umumnya dan kota-
kota di Indonesia pada khususnya sedikit berbeda dengan
4pa yang terdapat di negara maju. Kenyataan empiris meng-
indikasikan minimal adanya 4 kekuatan pendorong utama
gerakan lateral di WPU, yaitu (1) keberadaan peraturan/
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kebijakan keruangan tC‘.f tentu yang tidakhmemberikan ke-
nyamanan bertempat tingga! atau- g nambak kegia’fan;
(i) Leberadaan fasilitas permukiman yeng kurang; (3)
Kondisi fisiografl mikro/makro yang menyulitkan/meng.
hambat kegiatan atau tidak me.mberlk_ar‘l genyémanan untuk
bertempat tinggal; (4) kondisl aksesibilitas f1sfik atau nop.
fisik yang tidak memberikan suasana kondusif baik untyk
tempat tinggal maupun untuk melaksanakan kegiatan; dan
(5) kondisi sosial
manan bertempat tinggal atau menghambat kegiatan.
Sangat mungkin terjadi bahwa pada kasus-kasus tertentu
ditemukan Kekuatan-kekuatan pendorong lainnya. Perlu
dipahami bahwa peranan masing-masing kekuatan-kekuat-
an pendorong tersebut tidak sama antara satu WPU dan
WPU yang lain. Ada kalanya, peranan kekuatan pendorong
no. 1 merupakan pendorong utama, namun dapat pula ke-
kuatan pendorong nomor 2 menjadi kekuatan pendorong
utama dan begitu seterusnya.

Keberadaan peraturan/kebijakan keruangan pada
hakikatnya merupakan suatu ketentuan yang harus diikuti
dalam rangka mencapai tatanan keruangan yang ideal me-
nurut pertimbangan pemerintah setempat. dalam rangka
mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan. Namun demikian tidak jarang bahwa per
timbangan jangka panjang yang mendasari diterapkannya
suatu kebijakan keruangan telah mengakibatkan kondisi
yang oleh sementara pihak justru menimbulkan akibat
negatif dalam jangka pendek. Hal inilah yang disebuf
izi%?ai[)’f””ﬂfk antar-waktu yang sangat jamak terjadi d;

- Yl samping itu, hal ini juga menimbulkan konfl

antara pemerintal : 2
@ pemerintali dengan komunitas (Yunus, 2005)-
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Aplikasi peraturan/kebijakan tata ruang yang ada
selalu membawa konsekuensi yang cukup besar terhadap
proses perkembangan f151ka1.yang terjadi. Di negara maju,
aplikasi tata ruang yang konsisten dan konsekuen telah me-
ngondisikan perilaku penduduk untuk selalu memerhati-
kannya, karena pelanggaran yang terjadi benar-benar mem-
bawa akibat hukum yang jelas dan sementara itu hal ini
belum terkondisikan di negara berkembang pada umumnya
dan Indonesia pada khususnya. Kalau di negara maju zoning
regulations mempunyai peranan yang signifikan terhadap
perubahan pemanfaatan lahan yang notabene merupakan
akibat spasial yang ditimbulkan oleh penduduk yang mem-
bangun tempat tinggal dan fungsi yang membangun struk-
tur fisik untuk mengakomodasikan kegiatannya, maka di
negara berkembang pada umumnya dan di Indonesia pada
khususnya hal tersebut tidak ditemukan.

Terkait dengan keberadaan kekuatan pendorong, suatu
zoning regulations yang diaplikasikan pada suatu lokalitas
tertentu dan bersifat menimbulkan ketidaknyamanan ber-
tempat tinggal atau merugikan kegiatan akan berfungsi se-
bagai kekuatan pendorong penduduk atau fungsi mening-
galkan tempat tersebut dan mencari bagian lain yang di-
anggap lebih kondusif untuk bertempat tinggal maupun
untuk berusaha. Sebagai contoh adalah ditentukannya suatu
daerah sebagai kompleks industri besar yang potensial me-
nimbulkan polusi udara, suara, tanah dan air yang besar,
dapat dipastikan bahwa daerah permukiman yang lokasi-
nya berdekatan dengan kompleks tersebut dan potensial
menerima hamburan polutan dan pencemaran yang lain
akan mencuat sebagai faktor pendorong gerakan lateral
yang signifikan. Demikian pula halnya dengan peraturan
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yang lain seperti ag riculturm! zmgng’ Sreel“ Eelt policies dalay,
beberapa hal dapat berperar sebagal saian satu fakiorpgs
dorong gerakan lateral khususnya bagi penduduk dan
fungsi-fungsi Yang berada dalam kawasan termaksyg,
Mengapa? Oleh karena beberapa lfebl]akan keruangan yang
ada di Indonesia masih belum dilaksanakan dengan kop.
sisten dan konsekuen, maka keberadaannya belum mampy
menjadi faktor penyebab mobilitas penduduk dan fungs;.
fungsi. Penduduk dan fungsi cenderung untuk mengaba;-
kannya karena selama ini sanksi terhadap segala macam
bentuk pelanggaran kebijakan/peraturan tata ruang belum
nampak nyata.

Keberadaan fasilitas permukiman di WFU sangat ber-
variasi adanya dan hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Salah satu faktor penyebab terjadinya variasi keberadaan
fasilitas permukiman adalah variasi topografis. Karena
kondisi topografis yang kasar misalnya pada bagian tertentu
WPU tidak dapat dibangun prasarana perhubungan yang
memadai sehingga menyulitkan mobilitas penduduk, barang
maupun jasa. Dengan demikian rendahnya fasilitas per-
mukiman /kehidupan bagi penduduk maupun fasilitas usaha
bagi fungsi-fungsi akan menjadi kekuatan pendorong bagl
penduduk ataupun fungsi meninggalkan tempat keduduk-
annya semula. Oleh karena tidak seluruh bagian subzona
yang ada mempunyai fasilitas yang sama dalam hal pem-
bangiinan, maka adalah sangat wajar apabila ada bagian
yang overserved dan ada bagian yang underserved. Bagiar-
bagian yang underserved inilah yang mempunyai potensime
munculkan kekuatan-kekuatan pendorong gerakan Jateral:
Kurangnya jejaring transportasi dan komunikasi, perlistrik’
an, perpipaan air minum, fasilitas pendidikan sangal
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mungkin berperanan sebagai kekuatan pendorong gerakan
Jateral penduduk dan fungsi-fungsi.

Kondisi fisiografi diartikan sebagai kondisi fisikal alami
baik kondisi fisiografi makro maupun mikro dan kondisi
fisiografi selalu mewarnai bentuk-bentuk perkembangan
fisikal yang terjadi. Walaupun pada saat ini kemajuan ilmu
pengetahuan‘dan teknologi memungkinkan manusia untuk
mampu menguasai kendala-kendala alami terhadap ke-
hidupan manusia, namun dalam beberapa hal manusia
masih memperhitungkan terhadap untung dan ruginya
| mengadbpsi teknologi untuk menentukan kedudukan
tempat tinggal ataupun usaha selama masih ada pilihan
untuk memilih bagian yang lain. Sebagai contoh adanya
kondisi wilayah yang meliputi areal luas dimana lahannya
mempunyai lapisan tanah tidak stabil, rentan terhadap soil
creeping, maka untuk membangun rumah ataupun bangun-
an untuk usaha lainnya di lokasi seperti ini sangat berisiko
tinggi dan dapat menimbulkan kerugian yang besar di
kemudian hari. Teknologi tertentu mungkin dapat meng-
atasi hal tersebut, namun kalau faktor risikonya jauh lebih
besar mendatangkan kerugian ketimbang memindahkan-
nya ke tempat lain yang lebih aman, maka manusia akan
memilih sesuatu yang lebih menguntungkan dirinya dan
kondisi fisiografi tersebut (makro) akan berperanan sebagai
salah satu kekuatan pendorong. Demikian pula halnya
dengan kondisi fisiografi mikro dapat berperanan sebagai
salah satu kekuatan pendorong gerakan lateral. Sebuah
contoh dapat dikemukakan di sini misalnya pada bagian-
bagian tertentu yang lokasi lahannya berselisih tinggi yang
besar dengan permukaan jalan dan sering mengalami banjir
karena lokasinya rendah, maka dapat dipastikan bahwa
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bagian ini mempunyai potensi besar Memuncuk,
Kkuatan-kekuatan pendorong graan lateral, Masih banyak
contoh-contoh Jain untuk dikemukakan. Dengqpn demikiy,
dapat disimpulkan balnwn Kekuatan pendorong gerakan Loty
ditentukan pada variasi lingkungan set.empnt dan bukay Karen,
karakteristik yang berasosiasi dengan sifat kedesaan Maupyn .
kotaan sebagaimana kekuatan-kekuatan pada gerakan Sentripey
maupun sentrifugal.

Kondisi aksesibilitas sangat berperanan menentukgy
terhadap maju atau tidaknya sesuatu usaha bagi fung;.
fungsi dan terhadap kemudahan mobilitas penduduk dalam
mencapai fasilitas kehidupan yang dibutuhkan. Oleh karer
tidak semua bagian WPU dengan subzona yang sama men.
punyai aksesibilitas fisik dan non-fisik yang sama, mak,
pada bagian-bagian yang mempunyai aksesibilitas rendah
akan diwarnai oleh kekuatan pendorong yang kuat, khusus-
nya terhadap fungsi-fungsi. Hal ini terjadi karena fakta
empiris menunjukkan bahwa fungsi-fungsi akan dapatber-
kembang dengan baik apabila mobilitas barang, jasa dan
penduduk dapat terselenggara dengan lancar. Oleh karena
hal inilah, maka beberapa fungsi akan memilih untuk me:
ninggalkan kedudukannya semula dan mencari alternat
lain yang lebih kondusif untuk menunjang usahanya.

Kondisi sosial budaya setempat dapat pula berperat
sebagai faktor pendorong. Pada bagian-bagian tertentu yang
masih diwarnai oleh adat budaya setempat yang kuat dar
dianggap sebagai sesuatu yang menimbulkan ketidak
Niyamanan bertempat tinggal dapat menjadi kekuatan per
dorong penduduk untuk meninggalkan tempat asal sem‘lda'
SEbaga% contoh adanya ketentuan yang ketat terhadap 5
berkun]ung terhadap tamu-tamu atau jam kepulangan e

N ke
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rumah atau rumah pdndo}<an terkadang tidak sesuai lagi
pada masa kini dan hal ini oleh kalangan mahasiswa dapat
merupakan kendala melaksanakan kegiatan belajarnya.
Beberapa mahasiswa berkunjung pada teman mahasiswa
untuk belajar bersama, mengerjakan tugas-tugas perkuliah-
an bersama sangat jamak mengerjakannya sampai larut
malam, sehingga ketentuan ketat mengenai jam berkunjung
menjadi sesuatu yang tidak memberikan kenyamanan dan
menunjang kegiatan belajar. Pada masa sekarang, mencari
informasi melalui infernet adalah suatu keharusan bagi
mahasiswa untuk memperkaya pengetahuan dan mengon-
disikan dirinya selalu up to date terhadap perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi dan kegiatan ini kebanyak-
an dilakukan pada malam hari sampai larut, sehingga
kepulangannya ke pondokan atau rumah tinggal menjadi
larut pula. Apabila hal ini diberlakukan dengan ketat, maka
akan menghambat kegiatan bagi golongan tertentu dalam -
masyarakat dan dapat menjadikan kekuatan pendorong
untuk meninggalkan tempat tersebut dan pindah ke tempat
lain dalam jarak jangkau yang sama terhadap lahan terba-
ngun utama atau subzona yang sama. Masih banyak contoh
lain terkait dengan kondisi sosial budaya yang berperanan
sebagai kekuatan pendorong gerakan lateral baik terhadap
penduduk dan fungsi-fungsi.

2.4.2 Kekuatan Penarik Gerakan Lateral

Seperti telah diuraikan di bagian depan, bahwa kekuat-
an penarik adalah kekuatan yang berada di daerah tujuan
gerakan dan bersifat insentif terhadap gerakan penduduk
dan fungsi-fungsi. Dalam memahami kekuatan penarik
(pull/attracting forces) gerakan lateral minimal ada 5 macam
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kekuatan di dalam masing‘mas/h;gbsflizona dalam Wpyy
ol demdaanperaniren R Keruangay i,
tentu yang dianggap akan memberi an kenyamangy b
tempat tinggal atau memperlanca.r ~keglatan; (2) kebera daay
fasilitas permukiman maupun fasilitas pendukung kegiatap
yang dianggap cukup (p,-operl_lj served), khususnya dalag,
iaemenuhan kebutuhan atau dalam hal ﬂ.len}’elenggarakan
kehidupan maupunl mempel.-la,ln'car bc'er]a.lannya kegiatan
yang dilaksanakan; (3) kondisi fisiografi mikro/makrg yang
memberikan kemudahan melaksanakan kegiatan afy
memberikan kenyamanan untuk bertempat tinggal; (4) kop.
disi aksesibilitas fisik atau non-fisik yang memberikan gy
sana kondusif baik untuk tempat tinggal maupun untu
melaksanakan kegiatan; dan (5) kondisi sosial-budaya yang
memberikan kenyamanan bertempat tinggal atau memper-
lancar kegiatan.

Dengan demikian jelas kiranya bahwa sifat yang me-
lekat pada kekuatan penarik adalah bertentangan dengan
sifat-sifat yang melekat pada kekuatan pendorong. Keber
adaan peraturan yang bersifat menarik sesuatu gerakan
lateral antara lain adanya kepastian hukum status wilayah
untuk permukiman, maka pada bagian ini jelas akan me
narik orang untuk menentukan pilihan dan merasa mantap
untuk mendirikan bangunan pada bagian ini namun tidak
akan menjadi kekuatan penarik bagi fungsi-fungsi. Berbeda
PUJa halnya untuk bagian yang ditetapkan sebagai kawasd
industri, maka bagian ini akan berperanan sebagai kekuat2"
penarik bagi fungsi industri, karena peruntukanny? jelas
dan dijamin oleh kepastian hukum dan tidak menjadi 5
kuatan penarik bagi penduduk untuk mendirikan bang?™
tempat tinggal Pada bagian ini.

86




Fasilitas permukiman maupun fasilitas pendukung
kegiatan tertentu yang memadai dalam suatu subbagian
WPU jelas akan menjadi kekuatan penarik bagi penduduk
maupun fungsi untuk menuju ke arahnya. Sebagai contoh
kiranya dapat dikemukakan adanya fasilitas pendidikan
yang memadai akan menarik penduduk untuk memilih
lokasi tempat tinggal yang relatif berdekatan dengannya
karena memberikan kemudahan menjangkaunya. Demikian
oula misalnya keberadaan fasilitas bongkar muat barang
seperti stasiun kereta api, pangkalan ferry akan berperanan
menjadi kekuatan penarik bagi fungsi-fungsi. Hal ini sangat
wajar, karena ketersediaan fasilitas pendukung kegiatan
akan sangat memperlancar kegiatan dan peningkatan ke-
untungan yang diperoleh.

Kondisi fisiografi mikro maupun makro dalam bebe-
rapa hal akan menjadi salah satu kekuatan penarik bagi pen-
duduk maupun fungsi. Pada bagian subzona yang memberi-
kan suasana kenyamanan kehidupan, seperti kemiringan
lahan yang ideal, drainasenya baik dan terbebas dari banjir,
keberadaan air tanah yang kualitasnya baik, suhu yang rela-
tif sejuk dan sejenisnya merupakan gambaran kondisi fisio-
grafi makro yang akan berperanan sebagai kekuatan penarik
bagi penduduk untuk memilih bagian ini menjadi keduduk-
an tempat tinggalnya. Demikian pula halnya mengenai
persil-persil lahan yang tidak mempunyai selisih tinggi
dengan jalan akan merupakan bagian dari kondisi fisiografi
mikro yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk
Mmaupun fungsi-fungsi tertentu. Sebagai salah satu contoh
Nyata yang dapat dikemukakan adalah bagian utara kota
Yogyakarta atau kota Bandung telah menawarkan suatu
kondisi fisiografi makro yang sangat menarik bagi pen-
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duduk untuk membangun tempat- tinggalnya pada bagian
a bagian ini mempunyai kelerengan yang e
ebih sejuk daripada di bagian s elatann}ra’
t bagus. Dalam hal seperti inilah le’cal;
menentukan tata ruang dan ty,

ini, karen
Udara yang relatif I
drainase yang sanga

peranan para §eog” af dalam
wilayah dalam kaitannya dengan pembangunan berke.

lanjutan perada. Ditilik dari pertimbangan preferensi per-
mukiman, pada bagian tersebut menawarkan suatu kondjis;
yang ideal, namun dalam pertimbangan lingkungan baik
lokal maupun regional diperkirakan akan menimbulkan
akibat negatif yang sangat besar. Maraknya permukiman
berarti hilangnya fungsi resapan, bertambahnya pengerasan
permukaan tanah, bertambahnya run off, berkurangnya
vegetasi penutup, berkurangnya biodiversitas, makin tidak
terkontrolnya densifikasi permukiman yang akan berimbas
antara lain pada makin besarnya ancaman banjir di bagian
hilir, makin berkurangnya kuantitas air tanah, makin me-
nurunnya kualitas air tanah, makin meningkatnya suhy,
makin berkurangnya sumber daya pertanian, makin me-
ningkatnya polusi, makin meningkatnya deteriorisasi ling-
kungan. Oleh sebab inilah pada bagian tersebut perlu ditata
sedemikian rupa sehingga fungsi harmoni lingkungannya
fidak musnah dan tidak menimbulkan fungsi disharmoni
lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang:
Beberapa kebijakan keruangan yang bersifat antisipatif
preventif yang bertujuan untuk preservasi lingkungan perlu

diadopsi. Sementara itu kebijakan kuratif perlu diterapkan

pada bagian-bagian yang sudah terlanjur berkembang-
Aksesibilitas fisik yang baik ditengarai oleh keberauﬂiilan

jejaring jalan sebagai prasarana transportasi dan jejarine

sistem angkutan sebagai sarana transportasi yang mermada!
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sangat menarik kedatangan penduduk untuk bertempat
tinggal maupun fungsi-fungsi untuk mengembangkan
usahanya. Hal ini telah ditopang oleh fakta empiris yang
membuktikan hal tersebut. Begitu selesai dibangunnya jalur
penghubung antara bagian-bagian tertentu, maka akan di-
ikuti oleh gejala maraknya pembangunan fisikal yang terjadi
baik untuk permukiman maupun non-permukiman, khusus-
nya di sepanjang jalan dan sekitarnya. Oleh karena hal
inilah, maka keberadaan prasarana transportasi dapat di-
gunakan sebagai salah satu alat untuk manajemen spasial
kota, khususnya untuk akselerasi pembangunan fisikalnya.

Kondisi sosio kultural dalam beberapa hal dapat pula
menampilkan dirinya sebagai kekuatan penarik atas pen-
duduk maupun fungsi-fungsi. Sebagaimana diketahui
bahwa beberapa bagian WPU masih ditengarai oleh sistem
kehidupan rural yang agak kental dan bagian lain sudah
ditengarai oleh sistem kehidupan kekotaan yang agak kental
pula. Makin dekat ke lahan kekotaan terbangun, maka makin
nampak nyata perikehidupan kekotaan mewarnai perilaku
penduduknya dan begitu pula sebaliknya. Demikian pula
halnya pada bagian-bagian yang mempunyai status subsona
yang sama dapat menampilkan variasi kondisi sosio-
kultural yang berbeda-beda. Daya tarik yang ditampilkan
pada beberapa bagian WPU bagi bagian WPU yang lain ter-
kait dengan kondisi sosial antara lain adanya lingkungan
religius masyarakatnya sehingga dipercaya bahwa pada
bagian tersebut akan menciptakan suasana kondusif untuk
menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Keberadaan
kompleks pondok pesantren, sebagai contoh nyata, akan
memberikan kontribusi yang besar bagi terciptanya suasana
religius di sekitarnya dan bagi golongan tertentu akan
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menjadi daya tarik yang cukup besar untuk be
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Bagian Tiga' €=

Struktur Spasial Wilayah Peri Urban

3.1 Pendahuluan

SeperTl telah dikemukakan oleh banyak pakar mengenai
studi kota, bahwa pada masa yang akan datang kebanyakan
penduduk di dunia ini akan bertempat tinggal di kota. Hal
ini didasarkan oleh kenyataan bahwa jumlah penduduk
kota-kota di dunia mempunyai kecenderungan makin besar.
Sebagian besar penduduk kota yang baru tersebut akan me-
nempati lahan-lahan yang berada di sekitar lahan terba-
ngun, karena keberadaan lahan-lahan kosong yang dapat
dimanfaatkan untuk permukiman di bagian dalam kota
sudah sangat terbatas adanya atau bahkan sudah hilang
sama sekali. Makin banyaknya jumlah penduduk yang me-
nempati WPU ini dengan sendirinya akan membawa konse-
kuensi keruangan, sosial, ekonomi, kultural dan lingkungan
biofisikal di WPU. Oleh karena latar belakang kondisi WPU
yang sangat bervariasi dari satu kota ke kota yang lain, mau-
pun dari negara yang satu dengan negara lain, maka dapat
dipastikan bahwa kondisi spasial, ekonomi, sosial, kultural
dan lingkungan biofisikal yang terpengaruh oleh adanya
perkembangan kota akan bervariasi pula.
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Bertambahnya P‘mdUdUk akan selalu diikuti olep ber.

- mbahnya bangunan-bangunan permuliman mayp,,
a

: nan-bangunan non-permyk:
bukan permulma Baaﬂnguang mengakomodasiian kukl-m-
on merupakan bangunan yans = - egiat-
an-kegiatan baru yang .n:}enyertal, AR | g1atan ekonopy
sosial, kultural dan po tik. Oleh karena pada awalfxya, WP
sendiri sebagian besar merupakan lahan pertanian, mak,
bertambahnya lahan non—pertfzman yang d1d.1r1kan di atag
Jahan pertanian jelas akan menimbulkan konflik pemanfaat.
an lahan ditinjau dari sektor kekotaan maupun sektor ke-
Jesaan. Padabagian depan telah dibahas mengenai berbags;
pendapat berkenaan dengan hilangnya lahan pertanian d;
WPU tersebut. Bagi negara tertentu dapat berpendapat
bahwa hilangnya lahan pertanian bukan merupakan masa-
lah yang perlu dirisaukan karena sebab-sebab tertenty,
namun bagi negara lain dapat berpendapat bahwa hilang-
nya lahan pertanian harus dicegah atau setidak-tidaknya
dikendalikan agar ketahanan pangan nasional dapat diper-
tahankan atau sebab-sebab tertentu yang lain. Terlepas dari
sudut kepentingan mana sebuah negara memandang, baik
antagonis maupun protagonis mengenai hilangnya lahan
pertanian di WPU tersebut, ternyata ada kesamaan pan-
dangan bahwa sebaiknya perlu ada pengelolaan yang meng-
atur hal tersebut agar WPU sebagai wilayah pra-urban
mampu menciptakan suasana kehidupan kekotaan yang
jauh lebih baik daripada keadaan kekotaan yang ada pada
saat ini. Dinamika WPU yang menyangkut proses pe”
ubahan berbagai elemen kehidupan ternyata telah men.-
ciptakan struktur spasial yang sangat khas di WPU sendirl
Pengenalan struktur spasial WPU merupakan tahap awal
mengenali berbagai permasalahan yang muncul di WPU.
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Pemahaman mengenai hal tersebut dapat dijadikan landas-
an untuk merumuskan berbagai kebijakan untuk menganti-
sipasi kecenderungan perkembangannya di masa yang akan
datang. Pada bagian ini akan dikemukakan berbagai pen-
dapat pemerhati wilayah perkotaan pada umumnya dan
WPU pada khususnya dengan tujuan untuk membantu
pembaca dalam memahami WPU secara lebih baik. Oleh
karena latar belakang peneliti yang dikemukakan berbeda-
beda baik ditinjau dari asal negara, kota maupun keilmuan-
nya, maka apa yang dikemukakan ternyata menunjukkan
nuansa yang khas dan akan saling melengkapi.

3.2 Teori Isolated State (Johann Heinrich von
Thunen)

Merunut pada perkembangan studi WPU, seseorang
tidak dapat melupakan suatu studi yang sangat terkenal
dan memberikan inspirasi bagi perkembangan studi WPU
lainnya, yaitu studi yang dilaksanakan oleh Johann Heinrich
von Thunen pada dekade ke tiga abad 19 atau tepatnya
tahun 1826. Karyanya diberi judul Der Isolierte Staat in
Beziehung auf Landwirthschaft yang dalam bahasa Inggris
teori yang dikemukakan tersebut kemudian dikenal sebagai
Von Thunen’s Isolated State (The Isolated State in relation to
Agriculture). Von Thunen adalah seorang petani berke-
bangsaan Jerman yang sangat luar biasa kepekaan ilmiahnya
(scientific sensitivity) mengenai keadaan di sekitarnya. Dia
mempunyai lahan pertanian yang luas terletak di dekat kota
Rostock, di tepi pantai danau Baltik yang termasuk negara
Jerman bagian timur. Ide-idenya didasarkan pada peng-
alaman praktis berkenaan dengan kegiatan pengelolaan
lahan pertaniannya. Dia sangat memperhatikan mengenai
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atan lahan dan nilai lahan pada S
ama yang mendasari teorinya 5 et
iic rent (sewa ekonomi) yang dalam pere
bangannya kemudian lebih diken_a% dengan location o
(sewa Jokasi)- Variabel utama' a.nah51snya adalah transpoy.
tation cost yang dengan sendlrm){a 'sanga.t erat kai’fannYa
dengan variabel jarak dan karakten?n-k-dan komoditas .
diangkut (Mather, 1986). Secara definitif konsep tersebut g;.

kemukakan sebagai berikut:

_locationrentis the total revenue received by a farmer fora marticy-
lar productona pnrticular parcel of land, minus the produclionang
transportation cost associated with the same product and parcel of

land. Location rent reflects, therefore the economic utility of a par-
ticular site for a particular product....

Penjelasan mengenai istilah tersebut telah dikemuka-
kan secara sistematik dalam buku penulis-yang berjudul
Struktur Tata Ruang Kota, jadi dalam bagian ini hal tersebut
tidak akan diulang kembali. Terkait dengan studi WP,
teorinya menjelaskan mengenai distribusi keruangan pe-
manfaatan lahan pertanian yang berada di sekitar kota. Hal
ini memang sangat relevan dengan kondisi kota-kota di
Jerman pada zamannya, di mana kota-kota dapat berkem-
bang dengan dukungan perkembangén pertanian di sekitar
kota dan hal ini ternyata memunculkan gejala yang sangat
menarik. Anggapan dasar yang dibangun untuk menjelas-
kan teorinya adalah bahwa pertimbangan rasional yang di-
lakukan oleh petani untuk menentukan jenis tanaman ter-
tentu di WPU sangat dipengaruhi oleh profitabilitas masing-
nTasing jenis tanaman dan merupakan fungsi dari harga juel
dikurangi dengan ongkos produksi dan ongkos transport
Tanaman yang paling menguntungkan akan ditanarm di

9%




sekitar kota dan yang paling tidak menguntungkan akan
berada pada lokasi yang paling jauh, sehingga di WPU akan
terlihat distribusi keruangan pemanfaatan lahan untuk jenis-
jenis tanaman tertentu berawal dari jenis tanaman yang
paling menguntungkan berada di dekat dengan kota, dan
jenis tanaman yang paling tidak menguntungkan berada
dilokasi yang paling jauh (Cadwallader, 1985; Yunus, 2005).
Oleh karena bahasan utamanya adalah kota-kota yang ber-
sifat monosentris, maka model keruangan WPU yang di-
kemukakan juga membentuk distribusi keruangan konsen-
tris atas jenis-jenis tanaman yang berkisar dari yang paling
menguntungkan sampai ke jenis tanaman yang paling tidak
menguntungkan (Gambar 3.1).

Gambar 3.1 Model Spasial WPU (von Thunen)
(a) WPU sederhana
(b) WPU kompleks.

Teori von Thunen ini akan berlaku apabila beberapa
prasyarat berikut terpenuhi:

(1) Oleh karena sistem transportasi dan komunikasi belum
berkembang dengan baik pada saat itu, maka apa yang
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oleh von Thunen juga mengacu pada
saat itu, di mana daerai-mYa

. lir sehingga dinamakan the isolated stqte
mikian, di pusat daerah utama telah ter.
ah pusat kegiatan dan sekaligus sebagai
asar komoditi yang berasal dari
WPU. Pusat ini merupakan satu-satunya tempat dj
mana barang-barang dari WPU dipasarkan dan harga
pasar yang berlaku dikenakan un'tuk semua produsen;
(2) Daerah tersebut berkembang di daerah yang relatif
homogen atas dasar topografl dan kesuburan tanahnya
serta pendukung fisik lainnya. Hal ini akan mengaki-
batkan terjadinya keseragamar produk yang dihasilkan
per satuan luas tertentu untuk jenis komoditas yang

bentuk wilay
Jaerah pemusatan P

sama.
(3) Keseragaman transportasi ke segala arah tercipta di

wilayah ini. Biaya transportasi yang dikeluarkan untuk

mengangkut jenis Kkomoditi tertentu akan sebanding

dengan jarak yang ditempuhnya dan sifatnya konstan
walau jenis yang diangkut bermacam-macam.

(4) Setiap petani selalu berpedomah pada maksimasi profit
dan semua informasi pasar dapat diakses oleh semua
petani.

Walaupun teori yang dikemukakan von Thunen ter-
sebut sangat sederhana dibandingkan dengan penalaran
yang saat ini sudah berkembang sedemikian jauh dan kon-
disi kota dan sekitarnya, bentuk dan sifat kehidupan pen-
duduk kota yang telah mengalami perubahan yang sangat
berbeda dengan apa yang dikenal pada masanya von
Thunen, namun sebagai suatu teori yang dicetuskan pada
awal perkembangan studi kota pada umurhnya dan studi
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WPU pada khususnya, teori tersebut sangat bermanfaat.
Pada umumnya, memberikan kritikan, saran atau perbaikan
pada sesuatu yang sudah ada adalah jauh lebih mudah
ketimbang mencetuskan ide orisinal pertama kali, karena
dasar-dasar penalarannya sudah diletakkan oleh pencetus-
nya. Kecerdasan intelektual yang sangat tinggi, kalau bukan
dikatakan sebagai sebuah tingkatan genius, sangat diper-
Jukan untuk mengemukakan atau mencetuskan ide-ide
pertama kali dalam bidang ilmu pengetahuan yang pada
perkembangannya kemudian ternyata bermanfaat. Demi-
kian pula halnya dengan perkembangan teori mengenai
WPU yang kemudian berkembang lebih canggih dan men-
dalam. Pada awalnya von Thunen tidak secara eksplisit
mengemukakan bahwa apa yang dikemukakan merupakan
sebuah bahasan mengenai WPU, namun dalam perkem-
bangannya kemudian pada saat terdapat spesialisasi objek
kajian, ternyata ide-idenya telah mengemukakan dasar-
dasar pembahasan mengenai WPU itu sendiri.

Secara struktural, dikemukakan bahwa daerah di
sekitar kota yang pada perkembangan ilmu pengetahuan
selanjutnya dikenal dengan WPU, akan tersusun dalam
zona pemanfaatan lahan konsentris mengelilingi bentuk pe-
manfaatan lahan non-pertanian yang dikenalkannya sebagai
daerah pusat pemasaran hasil-hasil pertaniannya. Daerah
pusat sebagai tempat pemasaran tersebut, memang secara
eksplisit tidak disebutkan sebagai Central Business District
namun sebenarnyalah daerah itu kemudian akan menjadi
CBD yang dikelilingi oleh bentuk pemanfaatan lahan non-
agraris yang menyatu dengannya dan membentuk wilayah
kota yang secara morfologis kompak. Dari batas morfologis
kota terluar inilah akan tampak sebaran zona tata guna
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ntris yang sangat terkait dengan biaya trangy,y,

konse
i oditasnya.

teristik kot
d(mrmrakit’rlS“ ‘g ' guna laha
Ada gradasi intensit@® gl N yang sangat

nyata terlihat yaitupada ring pal.mg 12:11: ;1;3:1 C;1.1-don.1inasi
oleh horticulture dan dﬂf”f gy . likuti oleh.
tata guna ]ahan yang ﬂdalf begitu mtenszll- al'am bentyk
tata guna lahan timber gT O-W”IS dan yang pating ]au.h adalah
ranching. Dengat sendirinya dalam MAsMg-masing zon
masih akan terlihat nuansa-nuansa _yang cukup banyak
Seperti contoh dalam zona konsentris yang })P.rtama Saja
Jkan tampak gradasi lokasi yang berbeda a.ntara orientasj .
tata guna lahannya dalam ujud perbed-aan jenis tanaman-
nya. Sub-1ing dari ring pertama akan d1_tempati oleh wheat,
disusul oleh barley dan yang terluar adalah oats. Demikian
- pula halnya dengan ring kedua dan ketiga. Mengapa?
Berkat adanya perkembangan teknologi di bidang
transportasi dan komunikasi dengan sendirinya kemampu-
an untuk menjangkau wilayah-wilayah lain juga terus me-
ningkat dan salah satu keuntungan yang lain adalah makin
murahnya biaya transportasi atas barang-barang tertentu
yang jumlahnya banyak. Perkembangan sarana angkutan
laut, sungai dan kereta api terbukti telah memberikan banyak
kemudahan dan murah untuk mengangkut komoditas yang
banyak dari tempat yang jauh. Hal ini ternyata telah mem-
berikan pengaruh yang signifikan terhadap ide-ide kor-
sentris yang telah dikemukakan oleh von Thunen. Hal ini
sangat wajar, karena kebutuhan komoditas untuk kota ter-
tentu tidak hanya dipenuhi dari wilayah hinterland kotanya
sendiri namun didatangkan dari tempat yang jauh. Sehingg?
ide-ide konsentrisnya telah mengalami pemudaran baik di
tingkat lokal, regional dan bahkan nasional. Namun demikian,
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beberapa fenomena konsentris vang pernah terjadi pada
sesuatu kota masih dapat dilacak adanya. Beberapa studi
telah membuktikan hal ini, seperti studi Grunn (1973) di
kota Montevideo, studi Horvarth (1969) di kota Addis
Ababa, studi Belding (1981) di kota-kota wilayah Benelux,
dan studi Peer (1972) di kota-kota yvang terletak di barat laut
Eropa. Beberapa kesamaan kesimpulan yang dikemukakan
adalah bahwa memang sisa-sisa pola konsentris peman-
faatan lahan agraris masih tampak walau sudah sangat
kabur, dan terdapat gejala baru berkenaan dengan pola pe-
manfaatan lahan agraris tersebut. Dengan semakin murah-
nya biaya transport untuk pengangkutan komoditas dalam
jumlah yang besar dengan menggunakan baik dengan
kereta api, angkutan laut dan sungai serta angkutan darat
terdapat gejala makin menguatnya peranan faktor lingkung-
an khususnya kualitas lahan secara signifikan ketimbang
peranan faktor lokasi dan jarak terhadap kota yang ber-
sangkutan (Mather, 1986). Berikan beberapa contoh menge-
nai perubahan gejala ini di kota-kota di mana anda berasal
dan kemukakan ulasan mengenai hal tersebut.

3.3 Teori Trade-off (Clark)

Dalam perkembangannya kemudian, teori von Thunen
tersebut telah dielaborasi oleh beberapa pakar antara lain
Hurd (1903), Haig (1926), Kain (1962), Alonso (1964), Muth
(1969) dan Mills (1972). Menurut Clark (1982) pembahasan
terjadinya concentric rings jenis-jenis tata guna lahan (land
utilization) di WPU adalah wacana ekonomi dan pada masa
selanjutnya model pembahasan tersebut dikenal dengan
trade-off model yang penjelasannya dikemukakan dengan
Sangat baik sebagai berikut:
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that property owners attempt to minin;y,
location costs by trading-off rents against travelling. lef_e rences of
bid-rent ﬁmcfi;m between major groups of l{" ‘_d USErs give rise to

" wcentric circles of social and economic activity in the city. .
conce

_the basic hypothesis N

Model yang dikemukakan didasarkan pada asumg;j

seperti yang telah dikemukakan oleh von Thunen, sebagaj

berikut: :

(1) bahwakotayang bersangkutanﬁhanya mempunyai saty
pusat kegiatan saja atau satu CBD .da.m semua kesem-
patan kerja hanya berada di bagian ini dan semua tran-
saksi jual beli barang hanya berlangsung di bagian
pusat ini. Hal inilah yang menunjukkan kemiripan
dengan apa yang dql(emukakan oleh von Thunen dengan
pusat pemasaran hasil pertaniannya di bagian pusat
kota (dalam tanda petik);

(2) bahwa daerah di sekitar kota merupakan daerah yang
datar homogen. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya
gradasi ongkos transport yang teratur proporsional ke
dan dari pusat kota dan hal inilah yang mirip dengan
apa yang dikemukakan oleh von Thunen mengenai
homoginitas kondisi lingkungan fisik di bagian WPU
dalam kaitannya dengan usaha pertanian. Di dalam
kota tidak terdapat bagian-bagian yang mempunyai ke-
istimewaan dalam hal sites dalai: arti lebil men guntung-
kan atau lebih tidak menguntungkan sebagaimana kondisi
tanah untuk kegiatan pertanian. Homoginitas tanah
dalam hal kegiatan pertanian yang homogin memung-
kinkan petani tidak mempunyai pilihan lain, karena
di mana-mana mempunyai kemampuan yang sama;

(3) bahwa ongkos transport ke dan dari pusat kota me-
nunjukkan gradasi yang proporsional ke segala arah
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dan bagian pusat kota merupakan tempat di mana
derajad kemudahan untuk menjangkaunya (aksesibili-
~ tas) adalah yang paling tinggi;

(4) ‘bahwa keberadaan lahan akan dijual kepada pihak-
pihak yang mempunyai penawaran yang paling tinggi
yang berarti bahwa semua pihak yang ada di kota
mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat-
kan lokasi yang dianggap menguntungkan dan tidak
ada persaingan yang bersifat monopolistik. ‘

(5) bahwa pemerintah tidak mengadakan intervensi dalam
hal persaingan bebas pemasaran lahan, serta tidak ada
kebijakan-kebijakan tertentu yang mampu mengubah
performa lahan, seperti zoning regulations, peraturan
berkenaan dengan polusi dan lain sejenisnya. ‘

Secara berturut-turut, zona cincin konsentris yang ter-
cipta adalah (1) zona paling dalam merupakan inti dari
cincin-cincin yang terbentuk dan merupakan bagian pusat
kota yang merupakan daerah dengan fungsi komersial; (2)
zona berikutnya merupakan cincin yang melingkari zona
paling dalam dan merupakan zona yang ditempati oleh
fungsi residensial; (3) zona paling luar merupakan cincin
dengan fungsi utama industrial. Walaupun secara eksplisit
tidak dikemukakan mengenai fungsi-fungsi mana sebenar-
nya yang berkembang di WPU, namun dalam uraiannya
dapat diketahui bahwa cincin ke dua dan ke tiga sebagian
atau seluruhnya merupakan fungsi yang telah dan atau
sedang berkembang di WPU.

Di bagian pusat kota atau zona inti, yang bukan ter-
masuk ke dalam WPU, merupakan daerah yang paling
tinggi aksesibilitasnya dan kondisi ini paling dibutuhkan
oleh fungsi komersial. Oleh karena perkembangan fungsi
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tung dari banyaknya customers yang dap,

hnya, maka faktor tingginya aksesipy
ng sangat menentukan terhadap ptas
er-

ini sangat tergan
menjangkau daera
menjadi suatu hal ya
tembangan fungsi ini, sehingga fungsi ini mau member

penawaran tertingg! terhadap lokasi yang dianggap Pal'an
ideal ind dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya ge lng‘
fungsi residensial dan industrial. Hal inilah yang mel:-!rh
babkan terciptanya gradien yang sangat curam dalam k:::
annya dengan jarak dari pusat kota (Gambar 3.2). .

Comacrrt 2
ight eanulxturag

Leonamic reat

Gambar3.2. Model Sebaran Spasial (trade-off model) di WPU (Clark)

lingfae: zeznt?? itfl pa}da Cif‘Cfﬂ pertama yang terbentuk me-
benarnya di s;al:h’ didominasi oleh fungsi residensial. Se-
dalam yan clidal ac.la dTIa fcnayaiuzona cincin pahng
rendah Saxi e oleh penduduk golongan ekonom!
yang dihunipal1 menengah dan subzona cincin di Juamnya

oleh penduduk dengan status ekonomi mene
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ngah ke atas. Pada subzona cincin pertama dihuri olek
golongan berstatus ekonomi rendah sampai menengak
bawah, karena para penghuni memprioritaskan bertempat
tinggal dekat dengan tempat di mana mereka bekerja/dekat
pusat kota di mana working opportunities berada. Kebanyak-
an penghuni adalah pekerja dengan penghasilan menengah
ke bawah dan hal ini seolah-olah bertentangan dengan pe-
nalaran ekonomi itu sendiri, yaitu mereka yang berpeng-
hasilan rendah kok memilih di tempat di mana sewa lahannya
sedemikian tinggi? Memang kelihatannya ironis, namun fakta
empiris menjelaskan bahwa mereka dapat menanggung
tingginya land rent ini dengan cara menanggungnya secara
bersama-sama dalam jumlah yang banyak. Ibarat orang me-
mikul beban, sejumlah berat tertentu akan terasa ringan apa-
bila dibawa oleh banyak orang bersama-sama. Makin
banyak orang yang berpartisipasi, makin ringan beban yang
dirasakan. Demikian pula halnya dengan kemampuan
membayar land rent di bagian wilayah ini, yaitu dengan
menciptakan kepadatan penduduk yang padat. Oleh karena
kemampuan membayar sewa lahannya juga lebih rendah,
maka gradien grafik yang terbentuk juga sedikit mendatar
namun dalam luasan yang agak besar. Golongan ini, di
negara maju memang memprioritaskan bertempat tinggal
dekat dengan pusat kota dengan tujuan utama untuk meng-
hemat biaya transport dari dan ke tempat kerja. Di negara
berkembang, gejala ini ternyata juga dapat diamati ke-
beradaannya, walaupun tidak seluruhnya, bahkan upaya
mengatasi tingginya harga sewa lahan terlihat dari pe-
manfaatan kamar yang sempit oleh beberapa orang dengan
cara bergiliran. Bagi mereka yang bekerja pada siang hari,
maka pemanfaatan ruang adalah untuk tidur pada malam

103



s i B |

n begitu sebaliknya. Mereka yang bekerja Pady

i da
= manfaatkan ruang yang sam

i akan me 2 Untyp
malam hari akan L - ;
istirahat pada siang hari. Di sinilah letak pengertian b

\ff berada, di mana mereka telah mempertukarkan Suaty
¢ ’ . "

kenyamanan bertempat tinggal dengan pertimbangan g} b,
nomi, yaitu bertempat tinggal dalam suasana yang sanga

tidak nyaman di dekat pusat kota namun mempero]e}, ke-

untungan finansial dalam melaksanakan kegiatannya seharj

hari.
Untuk golongan yang berstatus ekonomi tinggi, mem.

punyai opsi yang lebih luas. Apakah mereka akan bertempat
tinggal di dekat pusat kota yang fasilitas kehidupannya
paling lengkap dengan konsekuensi sewa lahan yang maha],
atmosfir kehidupan yang tidak nyaman, atau bertempat
tinggal di lokasi yang lebih jauh, biaya transport yang lebih
mahal, namun sewa lahan murah dan atmosfir kehidupan
yang jauh lebih nyaman? Berdasarkan beberapa penelitian
memang ada kecenderungan bahwa golongan ini memilih
bertempat tinggal di daerah pinggiran kota/peripheral loca-
tions atau bagian dari WPU yang fasilitasnya kurang, namun
memberikan tawaran kepuasan dalam hal kenyamanan ber-
tempat tinggal. Di sinilah pemaknaan trade-off berada untuk
golongan penduduk berstatus sosial tinggi berada.

Zona paling luar merupakan zona yang didominasi
oleh fungsi industrial. Zona yang ditempati oleh fungsi
industrial, menurut rasjonal yang dikemukakan membutuh-
kan lahan yang luas serta faktor aksesibilitas juga menjadi
bahan pertimbangannya. Oleh karena ban gunan-bangunan-
nya relatif berskala besar, maka daerah di mana masih ter
sedia lahan yang dapat mengakomodasikan banguna
bangunan besar adalah pilihannya. Di samping itu, ke-
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mudahan untuk mengangkut bahan mentah (raw material)
dan hasil produksi dalam jumlah besar menjadi pertimbang-
an utamanya. Oleh karena itulah, maka fungsi industrial
menempati ring terluar. Di kebanyakan negara, perkem-
bangan fungsi ini mendominasi bangunan-bangunan di
daerah pinggiran kota yang berselang seling dengan fungsi-
fungsi residensial. Tanpa ada perhatian yang sangat khusus
pada bagian ini, dikhawatirkan bahwa pada masa yang akan
datang bagian ini akan menimbulkan masalah besar dalam
hal tata ruang. Kesemrawutan pola pemanfaatan lahan di
daerah pinggiran kota terjadi karena tidak jelasnya konsep
tata ruang dan inconsistent application daripada tata ruang
itu sendiri termasuk monitoring dan sanksi-sanksi yang se-
harusnya diterapkan setiap ada pelanggaran. Bahkan tidak
jarang bahwa justru pihak pemerintah yang telah meme-
lopori pelanggaran-pelanggaran tata ruang.

Model trade-off ini memang merupakan bentuk penalar-
an yang sangat sederhana dengan beberapa asumsi ber-
kaitan dengan monocentric city, perfect competition, complete
knowledge of the market and freedom of choice. Sebagai sebuah
teori, hal tersebut memang sangat rentan terhadap kritik.
Sebagaimana model-model yang lain selalu saja meng-
undang pendapat yang bersifat menyempurnakan ataupun
menentang dan yang kemudian justru akan memperkaya
khasanah ilmu pengetahuan dengan munculnya teori-teori
baru. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta
tuntutan kualitas kehidupan mempunyai andil yang sangat
besar bagi makin bertambah baiknya penalaran dan analisis
terkait dengan kondisi-kondisi aktual /mutakhir.

Dua hal yang menarik untuk dikemukakan terkait
dengan teori trade-off ini adalah pertama memberikan dasar
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mampu memicu munculnya teori-teori baru. Dalap, pem. |
bahasannya, Burgess telah memadukan antara Perspektif
ekonomi dan perspektif ekologi (Clark, 1982; Herbert dan
Thomas, 1982; Yunus, 2005). Hal menarik kedua terkait dengan
dasar penalaran perubahan kekotaan yang terjadi di dalap,
struktur internalnya, adalah pembahasan yang mengaitiay
antara fungsi-fungsi bid-rent dengan tahapan-tahapan sik]ys
keluarga di kota. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahw,
bagi keluarga yang mempunyai banyak anak, mereka akan
cenderung pindah ke luar/pinggiran kota dengan alasan
mencari tempat tinggal yang lebih luas dan sewa lahan yang
lebih murah. Sebaliknya apabila anak-anaknya sudah tidak
serumah lagi dengan orang tuanya, maka keluarga tersebut
akan kembali lagi ke bagian dalam kota dengan tujuan
untuk menghemat biaya pengeluaran untuk transportdan =
memperoleh lokasi yang mempunyai tingkat aksesibilitas =
yang lebih tinggi. Hal ke dua ini, kemudian mendasaripe- <
nalaran yang dikemukakan dalam teori yang dikenal dengan &
social aren analysis (Yunus, 2005). g

penal

vang terk
pionil‘ Pemba

3.4 Teori Bid-rent (Alonso)

Teori ini dikemukakan oleh Alonso (1964) dalam buku-
nya Location and Land Use dan yang telah diterbitkan oleh
Harvard University Press. Uraiannya agak berbeda dengan
apa yang telah dikemukakan dalam Trade-off theory, Khusus”
nya berkenaan dengan ring 2 dan ring 3. Dalam teori yang
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dikemukakan oleh Alonso ini, zone cincin ke dua ditempati
oleh industrial functions dan zona cincin ke tiga ditempati
oleh residential functions, sedangkan dalam teori trade-off zona
cincin ke dua ditempati oleh residential functions dan zona
cincin ke tiga ditempati oleh industrial functions (Clark, 1982,
Cadwallader, 1985). Penalaran dalam teori trade-off sudah
dibeberkan dalam paragraf sebelumnya. Sebagaimana teori
sebelumnya dalam membahas teorinya, Alonso juga menge-
mukakan beberapa prasyarat agar teorinya dapat berlaku.
Prasyarat tersebut juga berkisar pada monocentric city, flat &
featureless plain, transportation cost are linearly related to distance
dan highest bidder.

Berdasarkan asumsi-asumsi yang disederhanakan ter-
sebut, pasaran lahan kekotaan (urban land market) akan ber-
operasi sebagaimana dalam tinjauan sektor pertanian. Fungsi-
fungsi yang memperoleh keuntungan tertinggi oleh karena
lokasi tertentu akan memberikan penawaran tertinggi pula
dan masing-masing situs tertentu akan dijual pada fungsi
yang memberikan penawaran tertinggi. Keuntungan dalam
hal ini semata-mata dipandang dari keuntungan finansial
dari segi ekonomi dan bukan keuntungan sosial.

Teori ini secara teoretis juga akan menghasilkan pola
pemanfaatan lahan tertentu yang oleh Alonso (1964) di-
kemukakan dalam bentuk 3 macam pemanfaatan lahan
konsentris, yaitu: (1) fungsi retailing (eceran/ketengan); (2)
fungsi industrial (industri) dan (3) fungsi residential (tempat
tinggal) (Gambar 3.3).
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Gambar 3.3
: dari Pusat Kota ke WPU (Alonso)

Yang perlu dicermati dalam memaknai istilah eceran /
ketengan adalah bahwa pengertiannya tidak sama dengan
apa yang terdapat dinegara-negara berkembang. Pengertian
eceran di sini dimaksudkan sebagai proses penjualan yang
dapat mendasarkan pada pelayanan per unit individual
komoditas dan tidak harus hanya melayani penjualan partai
besar saja. Bentuk-bentuk komplek pertokoan seperti mall
yang besar adalah salah satu contohnya. Sementara itu,
pengertian umum yang ada di negara berkembang selalu
dikaitkan dengan bentuk usaha yang kecil. Jadi apabila
pelayanan penjualan yang dilakukan setiap unit usaha dapat
melayani komoditas dalam satuan individual, maka fungsi
tersebut disebut retailing, walaupun dalam bangunan yang
besar dengan jumlah komoditi yang besar dan beraneka
pula.

Fungsi retailing dalam grafik terlihat mempunyai
gradien yang sangat curam, artinya bahwa jarak terluar dar!
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fungsi retailing ini tidak terlalu jauh dari pusat kota. Penye-
bab utamanya adalah bahwa fungsi ini sangat rentan ter-
hadap faktor aksesibilitas yang maknanya adalah perkem-
bangan fungsi ini sangat ditentukan oleh faktor tersebut di
mana makin besar tingkat aksesibilitas, maka makin bagus
perkembangarmya. Hal ini bersangkut-paut dengan makin
banyaknya custonier yang datang dan membeli komoditi
yang ditawarkan.

Sementara itu zona cincin ke dua ditempati oleh fungsi
residensial. Dalam penalarannya, Alonso mengemukakan
sebagai berikut:

..the bid rent curve for industry also decreases with distance from
the city center, but at a slower rate than that for retailing. It is argued
that industry is less susceptible to accessibility consideration than
retailing, because many industrial products are sold outside ther
city, thus reducing the relative importance of location within the
city. Industry still have some incentive to be close to the city center
/central business district, however, as in the hypothetical city, that
is the most concenient location for the employees...

Alasan aksesibilitas, memang dikemukakan sebagai
faktor yang dipertimbangkan namun tidak sepenting se-
bagaimana fungsi retailing. Pertimbangan utamanya adalah
pada faktor kemudahan pengangkutan bahan mentah mau-
pun produk yang dihasilkan semata, karena banyak pro-
duksi industri yang dijual ke daerah lain yang jauh. Semen-
tara itu, kedekatan dengan pusat kota masih menjadi bahan
pertimbangannya, karena para pekerja kebanyakan tinggal
di bagian pusat kota. Dalam grafik yang digambarkannya,
zona untuk industri mempunyai gradien yang lebih landai
dari zona untuk retailing.
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7ona cincin ke tiga atad palipg luar menurut model ya,
Jikemukakan oleh Alonso ini ditempati OI.eh fungsi reside.
“l:; dan mempunyal At palng landaliaillal i d_jdaSar-
canpada pertimbangan kemampuan §eb:i t alln dari fungs;
vang tidak akan mampul meng}m gguli Teiating .maupun
sndustrial functions sehingga ak{bamya bah.wa 'fungm residep.
-ial akan menempati Zona cincin yang paling ]au.h dari pygg;
ikota, dan yang mempunyai sev».ra lahan paling Murah
Sementara itu untuk bagian-ba-glan tertentu yang dekat
dengan pusat memang diakui du.nanfaatkan untuk fungs;
esidensial juga, namun akan menciptakan kepadatan perumgh.
an yang tinggi. Halind berarti bahwa sewa yang tinggi dapat
Jigapai oleh fungsi residensial, namun dengan cara ditang-
-ung oleh banyak pihak dan dalam teori trade-off dianggap
;ebagai bentuk pengorbanan kenyamanan tempat tinggal
yang diganti dengan pertimbangan ekonomi, khususnya
biaya transportasi. Golongan ini pada umumnya adalah
penduduk dengan penghasilan menengah ke bawah. Se-
mentara itu bagi penduduk golongan tinggi cenderung
untuk memilih bagian paling luar, walaupun jarak ke tempat
kerjajauh dengan pertimbangan kenyamanan. Biaya untuk
transportasi yang lebih jauh dianggap tidak mengganggu
secara signifikan terhadap penghasilannya.

Terkait dengan bid rent curves, land value dan land use,
menurut Alonso ada 5 hal penting yang perlu dipahami:
(1) pada kasus tertentu dapat terjadi bahwa pihak-pihak

tertentu (baik fungsi retailing, industrial, residenstial)

tidak mengindahkan kecenderungan umum seperti
dalam teori karena alasan tertentu;

(2) equilibrium sewa pada masing-masing zona ditentu-
kan oleh penawar tertinggi;
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(3) bagipenawar tertinggi akan menempati lokasi sentral;

(4) walaupun persaingan dalam penawaran memang ter-
jadi, namun pemanfaatan lahan akan menentukan nilai
lahan;

(5) namun demikian nilai lahan juga memengaruhi pe-
manfaatan lahan dan sebaran pemanfaatan lahan ter-
gantung pada kemampuannya membayar sewa lahan,
makin lemah makin jauh lokasinya dari pusat kota.

3.5 Teori Land Use Triangle: Discrete (Robin Pryor)

Pryor (1971) mengemukakan tesisnya tentang WPU
atas dasar parameter yang terukur, yaitu mengenai proporsi
bentuk pemanfaatan lahan. Dalam beberapa hal apa yang
dikemukakan mampu memberi pencerahan terhadap
konsep yang sudah dilontarkan oleh beberapa pakar ter-
dahulu mengenai WPU, khususnya mengenai delimitasi
WPU. Pada masa sebelumnya, belum pernah ada konsep
yang jelas mengenai keberadaan WPU itu sendiri serta
bagaimana karakteristik spasial yang dapat diamati di
lapangan. Apa yang dikemukakan kebanyakan merupakan
pencitraan kualitatif yang sulit diidentifikasi di lapangan,
walaupun ciri-ciri yang melekat pada daerah yang disebut
sebagai WPU tersebut sudah dikemukakan. Namun demi-
kian, kemudian muncul berbagai pertanyaan berkenaan
dengan atribut WPU itu sendiri, karena WPU sebagai suatu
wilayah mempunyai sifat multi dimensional. Sifat multi
dimensional inilah yang menyulitkan identifikasi WPU,
sehingga perlu adanya suatu teknik tertentu yang dapat di-
gunakan untuk mengidentifikasi WPU dan sekaligus me-
ngenali karakteristik spasialnya. Berdasarkan fakta empiris
yang dikemukakan oleh para peneliti terdahulu, dapat di-
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simpulkan bahwa Karakteristik WPU yang merupakan per-

duan antara karakteristik kekctaan dan karakterigtj ke-
ElZsaan muncul dalam ekspres_i susom, sosial, kbl dan
spasial. Oleh karena disadari bahwa keberadaan Kota se.
bagai salah satu kutub sifat kekojcaan yang solid dan deg,
inyang mencerminkan sifat kedesaan yang

sebagai kutub la :
batas terluar dari WPU dan sementara j,

solid merupakan :
Keberadaan atribut sosial, ekonomi, kultural dan spasial

tidak selalu koinsiden dalam ruang yang sama. Kemajuan
teknologi transportasi dan informasi telah mengakibatkan
penjalaran ide-ide, nilai-nilai, norma-norma kekotaan mampy
menjangkau daerah yang relatif terisolir dalam artian fisik]
dan dalam beberapa hal telah mampu mengubabh sifat ke-
desaan menjadi sifat semi kekotaan atau bahkan kekotaan
sepenuhnya. Hal ini telah disadari sepenuhnya oleh Pryor,
sehingga untuk menjelaskan kebera daan WPU dari berbagai
aspek kehidupan yang telah disebutkan adalah sangat sulit
dilaksanakan, sehingga perlu pembatasan wacana yang
dibangun. Berdasarkan hal inilah kemudian Pryor (1971)
memunculkan idenya untuk memberikan pencerahan dalam
mengenali WPU dari segi bentuk pemanfaatan lahannya.
Walaupun demikian, dalam pencitraan yang di
kemukakan selanjutnya, sarjana ini juga memberikan ciri-
ciri kualitatif WPU dari segi yang lain yaitu dari segi ke-
padatan permukiman, keberadaan fungsi-fungsi komersial,
industrial, kepadatan penduduk, tingkat/intensitas kon-
versilahan, kondisi commuting, keterkaitannya dengan Jahan
terbangun dan keberadaan lahan terlantar atau diterlant”
kan /lahan kosong, Berdasarkan proporsi keberadaan 1ah?”

kekotaan dan lahan kedesaan dapat diketahui mengenai
struktur spasial WPU.
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Selanjutnya, stru ktur spasial WPU menurut Pryor
dapat dibedakan ke dalam 2 kategori, yaitu urban fringe di
satu sisi dan rural fringe di sisi yang lain. Penjelasan secara
defi.rﬁtif kualitatif mengenai urban fringe dan rural fringe telah
dikemukakan pada bagian satu. Sebagai suatu entitas, WPU
disebut juga rural-urban fringe, yang merupakan gabungan
dari rural fringe di satu sisi dan urban fringe di sisi yang
lain. Latar belakang mengapa sarjana ini mengidentifikasi
bahwa WPU sebenarnya terdiri dari urban fringe dan rural
fringe adalah didasari oleh kenyataan bahwa WPU merupa-
kan wilayah yang berada di antara wilayah berkenampakan
kekotaan seratus persen dan wilayah berkenampakan ke-
desaan seratus persen. Kenampakan wilayah dalam hal ini
diartikan sebagai kenampakan fisikal lahan (land scape) yang
diaktualisasikan dalam bentuk pemanfaatan lahan. Bentuk pe-
manfaatan lahan adalah kenampakan fisikal sebagai cermin-
an kegiatan manusia di atasnya dan hal ini adalah langkah
awal dalam mengenali berbagai atribut wilayah yang ber-
asosiasi dengan kenampakan fisikal bentuk pemanfaatan
lahan dimaksud seperti karakteristik demografis, kultural,
ekonomi dan sosial. Atribut tersebut tidak selalu menunjuk-
kan batas-batas yang koinsiden dengan batas-batas fisikal
bentuk pemanfaatan lahan, namun pada umumnya mem-
punyai jangkauan wilayah yang jauh lebih luas dan menun-
jukkan perubahan karakter yang sangat gradual dan semen-
tara itu parameter demografis, ekonomi, kultural dan sosial
bersifat sangat kualitatif dan bersifat non-fisikal sehingga
menyulitkan identifikasi wilayahnya. Hal inilah yang me-
nyebabkan mengapa sebagai langkah awal dalam menge-
nali WPU sarjana tersebut bertitik tolak dari identifikasi ke-
nampakan fisikal kekotaan dalam bentuk pemanfaatan lahan.
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Berdasarkan fakta empiris, makin ke arah lahan kekots.
kin intensif perubahan bentuk Pemanfay.

lahan dari bentuk pemanfaatan lahan kedesaan Menjagy
an +uk pemanfaatan lahan kekotaan dan begitu pula g,
zinmyi Oleh karena model diagramatik yang dikemyj,.
\an berujud segitiga bentuk pemanfaatan lahan, male ¢
dalamnya memuat tiga dimensl penﬂélan'yang .dlgunakan
ntuk mengid entifikasi batas -terluar dari masing-masing
cubzona. Tiga dimensi penilaian tersebut adalah (1) per-
sentase jarak dari/ke batas 100% kenampakan kekotaan atay
ke batas 100% kenampakan kedesaan; (2) persentase proporsi
Jahan kedesaan dan (3) persentase proporsi lahan kekotaan

(Gambar 3.4).
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Sumber: Pryor,1971

Gambar 3.4 Model Zonifikasi WPU Negara Maju atas dasar
Bentuk Pemanfaatan Lahan (Pryor, 1971)
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Seperti telah disinggung pada bagian depan bahwa
WPU berada di antara pure urban land use dan pure rural
land use. Masing-masing dimensi penilaian akan dijelaskan
pada bagian berikut.

3.5.1 Dimensi Persentase Jarak dari/ke batas 100%
Lahan Kekotaan atau Lahan Kedesaan

Seperti diketahui bahwa setiap kota mempunyai variasi
kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan yang lain.
Dalam buku Klasifikasi Kota (Yunus, 2005) dikemukakan
bahwa variasi kondisi lingkungan telah menciptakan karak-
teristik kota yang berbeda-beda. Dengan mengambil 4 indi-
kator lingkungan saja (situs geomorfologis kota; stadium
perkembangan geomorfologis; situs terhadap badan perair-
an yang dapat dilayari dan kondisi hinterland) dapat diper-
oleh 108 macam jenis kota dalam perspektif ekspresi ke-
ruangan secara fisikal. Makin banyak indikator yang di-
kemukakan, maka akan makin banyak variasi kota yang dapat
diperoleh. Hal ini mengisyaratkan adanya variasi WPU
pula. Sebagai contoh dikemukakan bahwa kota Surabaya
dengan kota Semarang yang keduanya merupakan kota
yang terletak di tepi laut yang dapat dilayari dan mem-
punyai pelabuhan laut ternyata menampilkan karakteristik
pertumbuhan spasial yang berbeda berhubung mempunyai
kondisi lahanburi (hinterland) yang berbeda. Kota Surabaya
relatif tidak mempunyai kendala topografis yang berarti
dalam perkembangan fisikal kotanya sedangkan kota
Semarang mempunyai kendala topografis yang cukup signi-
fikan terhadap perkembangan fisikal kekotaannya ke arah
luar dan hal ini dengan sendirinya akan berimbas pula ter-
hadap karakteristik WPU masing-masing kota.
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Batas terluar WPU di setiap sisi tidak selalu mem.-
punyai jarak yang sama ke/darl 1ahar-1 kekot-aan terbangun
dan hal ini sangat tergantung dari kondisi keruangan
masing-masing bagian. Di satu sisi ada kemungkinan batas
terluar dari WPU hanya beberapa kilometer saja, namun
adakalanya di sisi lain dapat mencapai berpuluh kilometer.

Dengan demikian ada beberapa faktor yang mem-
punyai pengaruh substansial terhadap dekat-jauhnya jarak
batas terluar WPU dari lahan terbangun, yaitu: (1) faktor
aksesibilitas; (2) faktor topografis; (3) faktor kendala alami;
(4) faktor telekomunikasl; (5) faktor jaringan kelistrikan dan
(6) faktor politis. Faktor aksesibilitas fisikal mempunyai pe-
ngaruh substansial terhadap penjalaran nilai-nilai kekotaan
ke arah daerah perdesaan. Aksesibilitas fisikal yang ditentu-
kan oleh keadaan prasarana dan sarana transportasi. Makin
baik kondisi prasarana transportasi dan sarana transportasi
dari daerah perkotaan ke daerah perdesaan dapat dikatakan
makin tinggi aksesibilitasnya dan akibatnya, maka makin
jauh pula jarak pengaruh kota terhadap daerah di sekitar-
nya. Di bagian lain yang mempunyai aksesibilitas yans lebih
rendah, maka makin dekat pula jarak terluar batas WPUnya.
Khusus di sepanjang rute-rute transportas,i akan tercipta
b?ntuk pemanfaatan lahan kekotaan yang jauh Jebih intens
dibandingkan dengan bagian belakangnya, sehingga mem-
bentuk jalur bentuk pemanfaatan lahan kekotaan yans me-
manjang. Apabila kota yang bersangkutan didominasi oleh
f:::;asng‘;:;::?;?g(?l kenampakan kekotaan yang ;ﬁ:
tuk kota yang mirip L‘i;’t‘;’;‘iﬁ’(?:ilop;;.;:”t.)’ Tk akflril terurita
(octopus-like city). Apabil A i P 2 se-
e Y). Apabila perkembangan memanjang ‘

atersebut bergabung dengan perkembangar! kotd
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kota yang lain, maka akan terbentuk koridor antar-kota
(inter city corridor). Dalam perkembangannya kemudian,
bukannya tidak mungkin akan terjadi penggabungan WPU
satu kota dengan WPU kota-kota yang lain sehingga tercipta
sistem kekotaan yang amat besar dan hal ini telah mulai
menggejala pada permulaan abad pertama millenium ketiga
ini yang kemudian dikenal dengan istilah megapolitanisasi
(Yunus, 2006). Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai
hal tersebut silahkan membaca buku yang berjudul Mega-
politan: Konsep, Problematika dan Prospek yang telah diterbit-
kan oleh Penerbit Pustaka Pelajar pula. Terbentuknya gejala
ini jelas tidak dapat dipisahkan dari peranan faktor aksesi-
bilitas fisikal.

Faktor topografis juga mempunyai peranan yang besar
terhadap jarak batas terluar WPU. Pada umumnya faktor
topografis juga terkait dengan aksesibilitas fisikal sehingga
pada bagian-bagian WPU yang ditandai oleh kondisi topo-
grafis yang terjal akan berbeda dengan bagian yang mem-
punyai kondisi topografis yang datar. Pada bagian bertopo-
grafi kasar akan mengalami hambatan dalam penjalaran
nilai-nilai kekotaan dibandingkan dengan bagian-bagian
yang bertopografi datar, sehingga jarak jangkau pengaruh
nilai-nilai kekotaan pada bagian bertopografi kasar akan
berbeda dengan bagian yang bertopografi datar. Pada kota-
kota yang di sekitarnya ditandai oleh topografi yang relatif
datar, maka dapat dipastikan bahwa kota yang bersangkut-
an akan mempunyai performa fisikal yang mendekati bulat
atau bujur sangkar, karena kemampuan berkembangnya
bentuk pemanfaatan lahan ke arah luar (urban sprawl) relatif
sama di semua sisi-sisi lahan kekotaan terbangun. Pada
bentuk kota seperti ini jarak terluar WPU tidak mempunyai
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perbedaan jarak y
yang bagian tertentu . _ |
dan sementara itu pada bagian lain bertopografi datar.

Faktor kendala alami dalam beberapa hal tidak dapat
diatasi oleh kemampuan teknologi yang ada namun dalap,
beberapa hal manusia mampu mengatasinya dengan me.
manfaatkan teknologi. Kendala alami berupa laut, sebagai
contoh, belum sepenuhnya dapat diatasi oleh teknologi
yang ada untuk memanfaatkannya sebagai lahan perluasan
sesuatu kota. Sebagian besar kota-kota di dunia akan ter-
henti perkembangan fisikalnya pada bagian yang berbatas- i
an dengan lautan, sehingga batas terluar WPU pada bagian "
ini dengan sendirinya akan terhenti di bagian ini. Memang
negara seperti Belanda telah menerapkan teknologi tertentu
untuk mempertahankan bagian-bagian tertentu yang se-
mestinya tergenang oleh air laut menjadi bagian yang dapat
dimanfaatkan sebagai tempat hunian maupun pembangun- =
an prasarana kekotaannya. Demikian pula Singapura, telah
mencoba mengurug bagian-bagian laut tertentu untuk di-
jadikan lahan kekotaan, sehingga sampai batas-batas ter-
tentu kotanya diharapkan menjadi bertambah luas. Walau-
pun usaha tersebut belum sepenuhnya berhasil, namuf
upaya mengatasi kendala alami telah dicoba oleh manusia
termasuk dalam pengembangan kota.

Sementara itu kendala alami seperti sungal sudah |
dagat diatasi dengan membangun jembatan-jembata“
sehingga penjalaran nilai-nilai kekotaan dan bentuk P€’
manfaatan lahan kekotaan dari ba gian pusat kota ke arah
SEbel_’ang sungai tidak mengalami hambatan lagi- Sebelum
?id.ak]emF)atan penghubung, jelas bahwa perke-mbangari

sikal di seberang sungai tidak seintens sepertl perker

ang mencolok. Lain halnya d engan ko, f
WPUnya ditandai oleh topograf; kasar /

== | S =
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bangan fisikal di bagian yang menyatu dengan kotanye,
namun setelah adanya jembatan penghubung boleh jadi laju
perkernbangan fisikal di seberang sungai justru akan lebih
cepat dan hal ini tentu saja ditentukan oleh beberapa faktor
yang lain. Dengan demikian jelas bahwa jarak batas terluar
WPU dari cisi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan
dan kernampuan teknologi yang diadopsi oleh pemerintah.

Fakior telekomunikasi dalam beberapa hal dapat mem-
punyai peranan yang cukup signifikan dalam penjalaran
ide-ide/nilai-nilai kekotaan dari kota ke desa. Oleh karena
telekomunikasi mampu menghubungkan daerah satu ke
daerah lain tanpa terkendala oleh halangan fisikal, maka
bagian-bagian wilayah yang terpencil secara fisikal sekali-
pun akan mampu terjangkau selama alat telekomunikasinya
tersedia. Munculnya ide-ide/nilai-nilai kekotaan di daerah
kedesaan banyak diilhami oleh tayangan-tayangan visual
dari media televisi atau dari berita-berita yang dimuat oleh
media cetak seperti surat kabar atau majalah, sehingga
mampu memunculkan nilai-nilai kekotaan pada bagian-
bagian yang sangat jauh letaknya dari kota sehingga imbas
fisikal yang muncul dapat terlihat dari berbagai bentuk.
Salah satu contohnya adalah berubahnya tata ruang per-
mukiman mikro (dalam hal tata ruang rumah) yang semula
mempunyai tata ruang khas kedesaan dengan penekanan
pada keterkaitannya dengan kegiatan pertanian, seperti
ruang yang luas di bagian dalam rumah tanpa adanya
partisi yang kemudian mulai muncul ide-ide partisi. Dalam
beberapa hal munculnya ide-ide tersebut diilhami oleh
tayangan televisi yang banyak menayangkan bentuk rumah
di kota yang secara langsung atau tidak memang membahas
mengenai masalah permukiman.
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Faktor jaringan listrik @Cm}’tln}'ai imbas yang bes,

di dalam berbagal aspek kehlc?upan, @ususnya di daerg),

erdesaan. Sebenarnya, intenSTtaS Jfealatan nilai-nila ke-
kotaan melalul media clektrm-mk sangat erat terkait dengan
masuknya jaringan kelistrikan ke df':lerah perdesaan,
Munculnya kegiatan—kegiatan ekonomi non-pertanjan di
daerah perdesaan merupakan salah satu contoh imbag yang
muncul sejalan dengan merambahnya jaringan listrik g;
daerah perdesaan. Munculnya berbagai bentuk pemanfagat.
an lahan non-pertanian akan sangat memengaruhi penen-
tuan batas terluar dari WPU. Hal ini sudah dibahas secara
lebih komprehensif dalam bab sebelumnya.

Faktor politis berkaitan erat dengan kebijakan-ke-
bijakan pemerintah dalam hal pemanfaatan lahan. Untuk
negara-negara maju dengan formulasi dan aplikasi tata
ruang yang mapan, konsisten dan konsekuen penentuan
batas terluar WPU dapat ditentukan dengan cara antara lain
moratoria, zoning regulations, green belt policies dan beberapa
kebijakan keruangan lainnya. Kebijakan keruangan tersebut
dengan sendirinya didasari oleh berbagai pertimbangan
antara lain melindungi lahan pertanian, melindungi satwa ter-
tentu, melindungi flora tertentu, melindungi pemandangan/bentang
alam tertentu, melindun gi kawasan resapan. Untuk negara ber-
kembang seperti Indonesia, faktor ini nampaknya belum
mempunyai kekuatan yang solid dalam mengatur tata ruang
dan hal ini terlihat banyaknya inconsistencies dari kebijakan
Yeng dirumuskan sendiri oleh pemerintah dan atau bahkan
dilanggar sendiri oleh pemerintah.
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3.5.2 Dimensi Persentase Bentuk Pemanfaatan Lahan
Kedesaan

Dimensi ini mengungkapkan proporsi bentuk pe-
manfaatan kedesaan yang ada dibandingkan dengan bentuk
pemanfaatan lahan kekotaan. Bentuk pemanfaatan lahan
kedesaan dalam hal ini diekspresikan sebagai bentuk pe-
manfaatan agraris dan selebihnya itu merupakan bentuk
pemanfaatan lahan non-kedesaan atau dikenal sebagai
bentuk pemanfaatan kekotaan. Secara teoretis, mestinya
makin mendekati lahan kekotaan terbangun akan makin
sedikit proporsilahan kedesaan dan demikian pula sebalik-
nya dan hal ini sangat mungkin terjadi pada kota yang di-
dominasi oleh bentuk perkembangan fisik konsentris (cor-
centric development). Oleh perkembangan konsentris mem-
punyai rate of growth yang lambat pada umumnya akan me-
nunjukkan perubahan yang sangat gradual dari kenampak-
an kekotaan ke kenampakan kedesaan, sehingga proporsi
lahan kedesaannya pun akan menunjukkan sebaran pro-
porsi yang gradual pula.

Sementara itu dalam bentuk perkembangan fisik lain-
nya seperti perkembangan memita (ribbon/elongated/linear/
axial development) dan perkembangan lompat katak (leap frog/
checker board/chess board development) sangat mungkin terjadi
kondisi sebaliknya, di mana pada bagian-bagian tertentu
di dekat lahan kekotaan terbangun utama, justru masih di-
dominasi oleh lahan pertanian dan pada bagian yang lebih
jauh oleh karena sebab-sebab tertentu telah mengalami per-
kembangan lahan non-pertanian yang lebih intensif.

Bagian terluar dari WPU ditandai oleh proporsi lahan
kedesaan 100% yang ke arah luar merupakan wilayah ke-
desaan sebenarnya dan ke arah dalam merupakan WPU.
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Oleh karena WPU meliputi daerah yang sangat luag, yyy.
penghitungan proporsi lahan k.cdesaan tersebut Memer],.
kan metode tertentu. Adalah tidak mungkin me“ghitung
proporsi keberadaan lahan kedesaan dalam kesatuan Wep
seluruhnya. Untuk identifikasi WPU atas dasar Persentage
bentuk pemanfaatan lahan kedesaan, dilaksanakan dengan
3 macam pendekatan seperti telah dibahas pada bagian :'
depan tentang delimitasi wilayah WPU, yaitu (1) physica
approach; (2) grid system/cell system approach dan (3) admip;s. ,
trative approach. Pada paragraf ini hal tersebut tidak akan

dikemukakan lagi. y

Oleh karena dalam WPU terdiri dari rural fringe dan g
urban fringe, maka proporsi lahan kedesaan yang menjadi ¢

indikator batas antara keduanya adalah 50% lahan kedesa- |z
an. Hal ini berarti bahwa apabila proporsi lahan kedesaan g
yang ada di atas 50% berarti bagian ini akan termasuk ke
dalam rural fringe dan apabila proporsinya tercatat kurang
dari 50% maka bagian tersebut akan dikategorikan sebagai
urban fringe.

e

3.5.3 Dimensi Persentase Bentuk Pemanfaatan Lahan
Kekotaan

Bentuk pemanfaatan lahan kekotaan y;'mg dimaksud-
kan dalam hal ini adalah lahan non-a graris dalam arti luas.
Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini bahwa bentuk
pemanfaatan lahan untuk permukiman atau bangunan ter-
tentu jelas bukan bentuk pemanfaatan lahan non-pertanian, _
namun tidak semua bentuk pemanfaatan lahan seper t inl ]
akan secara otomatis dapat dikategorikan ke dalam bentuk 4
pemanfaatan lahan non-agraris. Hal ini sangat terkait denganl

orientasi fungsi darj masing-masing bangunan- Guatu 1

122




bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
kegiatan pertanian secara menyeluruh, maka tidak dapat
disangkal lagi bangunan tersebut termasuk ke dalam bentuk
pemanfaatan lahan agraris. Untuk negara berkembang pada
umumnya dan Indonesia pada khususnya, bangunan ber-
skala besar untuk menunjang kegiatan pertanian mungkin
tidak banyak dijumpai, namun untuk negara maju hal ter-
sebut sangat jamak terjadi, karena petani pada umumnya
mempunyai penguasaan usaha dan lahan yang jauh lebih _
besar dibandingkan dengan petani-petani di negara ber-
kembang seperti di Indonesia. Bangunan-bangunan perma-
nen yang besar biasanya dibangun di sekitar rumah petani
sebagai gudang pakan ternak, tempat pemeliharaan ternak,
tempat pembibitan, tempat penyimpanan alat-alat pertanian
adalah beberapa contoh bentuk pemanfaatan lahan agraris
karena orientasi fungsinya adalah untuk kegiatan agraris.
Bangunan yang bersifat non-permanen dan berbentuk
seperti los panjang yang dibangun di tengah-tengah lahan
pertanian pada akhir-akhir ini banyak dijumpai dan di-
manfaatkan untuk peternakan ayam di Indonesia. Bangunan
seperti ini pun masih termasuk ke dalam bentuk peman-
faatan lahan pertanian.

Seperti diketahui bahwa intensitas bangunan-bangun-
an atau bentuk pemanfaatan lahan non-pertanian/bentuk
pemanfaatan lahan urban di WPU tidak akan sama di selu-
ruh bagian. Ada bagian tertentu yang sangat intensif, namun
ada bagian yang lain yang tidak intensif. Variasi kondisi
lingkungan di dalam WPU menjadi determinant factors atas
terjadinya variasi intensitas bentuk pemanfaatan lahan ke-
kotaan. Berdasarkan penelitiannya di beberapa kota di
Amerika Serikat, Lee (1979) memperoleh temuan yang cukup
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menarik untuk dikemukakan terkait clengan Variagj intep,
sitas penjalaran kenampakan kekotaan dari lahan tey, anguy
ke arah luarnya (urban spraw). _Ada 6 faktor penenty Yang
mengakibatkan variasi intensitas dan kecepatap (rate of
growth) bentuk pemanfaatan lal-u:m kekotaan di Wpyy, Yait,
(1) faktor aksesibilitas (accessibility f“C t?r); (2) faktor kebey.
adaan pelayanan umum (public facilities factor); (3) faktor
karakteristik fisikal lahan (land characteristics factor); (4) fajy,,
karakteristik pemilik lahan (land owners’ characteristics factor)
(5) faktor keberadaan peraturan tata ruang (Iand regulatories
factor) dan (6) faktor prakarsa pengembang (developers’ iy;.
Hatives factor). Penjelasan peranan keenam faktor ini secarz
mendalam telah dibahas dalam buku penulis terdahyly
yang berjudul Manajemen Kota: Perspektif Spasial halaman
60 sampai dengan halaman 68 (diterbitkan oleh penerbit
yang sama dengan buku ini).

Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa makin
banyak faktor determinan yang dikemukakan oleh Lee
(1979) tersebut terakumulasi pada bagian tertentu, maka
makin kuat sesuatu bagian WPU menjadi magnet bagi
fungsi-fungsi kekotaan. Akibatnya adalah terdapatnya
intensitas perkembangan fisikal kekotaan dan rate of growth
yang tinggi. Secara garis besar dapat dikemukakan di sini
bahwa aksesibilitas yang tinggi akan mempunyai daya tarik
yang tinggi pula terhadap fungsi-fungsi kekotaan. Demikian
pula halnya dengan keberadaan pusat-pusat pelayanah
lahan yang strategis dan terbebas dari kendala-kendald
fiSikal' pemilik-pemilik Jahan miskin yang sangat ingin M
jual lahannya, tiadanya peraturan tertentu yang melarang
pembangunan dan maraknya pembangunan yang dilak
kan oleh para pengembang jelas akan menawarkan kondis!
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yang jauh lebih kondusif untuk perkembangan bentuk pe-
manfaatan lahan kekotaan dibandingkan dengan apabila
kondisinya berlawanan dengan apa yang sudah dicontoh-
kan tersebut.

Munculnya bangunan sebagai ekspresi bentuk pe-
manfaatan lahan non-agraris sejalan dengan akselerasi kon-
versi bentuk pemanfaatan lahan dari bentuk pemanfaatan
lahan agraris ke bentuk pemanfaatan lahan non-agraris.
Secara umum akan terlihat bahwa makin mendekati lahan
kekotaan terbangun, maka akan makin intensif pembangun-
an dan makin besar proporsi bentuk pemanfaatan lahan ke-
kotaan dan begitu pula sebaliknya. Gambaran seperti ini
akan tampak jelas pada kota-kota yang perkembangan
fisikalnya didominasi oleh apa yang disebut sebagai per-
kembangan konsentris (concentric development). Bentuk per-
kembangan ini merupakan bentuk perkembangan yang
paling lambat dibandingkan dengan bentuk-bentuk per-
kembangan yang lain. Perkembangan fisikalnya terjadi
secara gradual sentrifugal di semua sisi-sisi lahan terbangun
yang sudah ada.

Pada kota-kota yang didominasi oleh bentuk perkem-
bangan pemanfaatan lahan kekotaan yang bersifat memita
(ribbon/elongated/linear/axial development) maupun bentuk
perkembangan pemanfaatan lahan kekotaan yang bersifat
lompat katak (leap frog/checker-board/chess-board development)
akan mempunyai cerita yang lain. Pada bentuk-bentuk per-
kembangan seperti ini akan memunculkan kantong-kantong
perkembangan baru yang letaknya jauh dari lahan kekotaan
terbangun dan melompati lahan-lahan pertanian/belum
terbangun yang ada di mana terkadang lahan-lahan pertani-
an yang dilompati masih sangat luas.



Sebagaimana upaya untuk mengidentifikasi Wpyy dar;
sisi persentase propors.l benfu-k pe:'rnanfaatsim lahan kedesa.
an, upaya untuk mengidentifikasi proporsi bentuk pemay,
faatan lahan kekotaan juga dapat dilakukan dengan 3 pen,
dekatan yang semuanya telah dibahats pada bagian sap,
sehingga dalam bagian ini tidak perlu dibahas lagi. Menyry;
Pryor (1971) batas 50% bentuk pemanfaatan lahan, bajk
bentuk pemanfaatan ]ahan kekotaan maupun kedesaan sela]y,
digunakan sebagai batas antara urban fringe dan rural fringe,
Zona bingkai kota (urban fringe) ditandai oleh kurang dari
100% bentuk pemanfaatan lahan kekotaan dan lebih 50%,
sementara itu itu zona bingkai desa (rural fringe) ditandai
oleh kurang dari 50% proporsi bentuk pemanfaatan lahan
kekotaan namun lebih dari 0%. Secara diskrit memang
sangat sulit untuk menemukenali batas antara urban fringe
dan rural fringe yang dalam tesisnya Pryor dianggap sebagai
garis dan sementara itu pada bagian ini sebenarnya merupa-
kan zona tersendiri yang mempunyai ciri-ciri berbeda
dengan urban fringe maupun rural fringe dan hal ini akan
menjadi wacana tersendiri pada bagian yang lain. Oleh
karena kondisi urban fringe dan rural fringe sebenarnya tidak
semata dicirikhasi oleh bentuk pemanfaatan lahan, oleh
pakar ini ditambahkan beberapa indikator yang lain seperti
proporsi fungsi residensial, komersial, industrial, lahan
kosong, kepadatan penduduk, konversi lahan dan para
penglaju. Penjelasan tambahan tersebut hanya dikemuka-
kan secara kualitatif diskriptif sehingga terkadang menyulit
kan para peneliti sehingga para peneliti diharapkan mamp®
mengembangkan pemikiran awal tersebut secara kuantitafif
analitis.
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3.6 Teori Kota Regional/Regional City (Russwurm)

Istilah kota regional memang agak asing kedengarannya
bagi orang awam, karena belum sering digunakan dalam
pembahasan mengenai studi kota. Istilah ini mengundang
pertanyaan lanjutan yaitu adakah kota bukan kota regional,
seperti kota lokal (local city), kota internasional (interregional)
atau bahkan kota internasional (international city)? Istilah
tersebut digunakan dalam hal mengacu peranan kota yang
bersangkutan terhadap wilayah lahanburi (hinterland) yang -‘
secara langsung menjalin keterkaitan fungsional dengan
kota yang bersangkutan. Luas dan tidaknya pengaruh se-
suatu kota tergantung pada beberapa hal antara lain (1)
faktor historis; (2) faktor lokasi; (3) faktor aksesibilitas; (4)
faktor lingkungan fisikal dan (5) faktor transportasi dan
komunikasi. Kelima faktor tersebut saling memengaruhi
satu sama lain.

Faktor historis terkait dengan umur kota serta perjalan- -
an politik, sosial, ekonomi dari waktu ke waktu. Tidak
semua kota-kota tua akan berkembang menjadi kota yang
besar, namun bahkan menjadi kota-kota mati dan ada pula
kota-kota yang umurnya relatif muda malah berkembang
menjadi kota yang besar.

Faktor lokasi sangat menunjang berkembangnya kota,
misal kota yang terletak di tepi perairan yang dapat dilayari
akan berbeda dengan kota pedalaman. Ada kota-kota yang
mempunyai pelabuhan yang bagus akan mampu menjalin
keterkaitan fungsional dengan wilayah lain yang jauh bahkan
Sampai manca negara dan hal ini berarti memperluas hinter-
land. Kesempatan untuk menjadi kota besar sangat terbuka
bagi kota-kota seperti ini dan fakta empiris membuktikan-
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va. Hampir semua kota-kota besar di dunia terletak dj '1
perairan Yang menciptakan }).ele%l:')uhdn-pt.zlabuhan besar,

Faktor aksesibilitas menjanjikan terciptanya frekyeng
hubungan antar-kota maupun dengan wilayah lain yang
lebih baik. Hal ini berarti bahwa makin tinggi aksesibility
yang dimiliki sesuatu kota dalam kaitannya dengan daerah
luar makin tinggl mobilitas barang, orang, jasa dan infqr.
masi antara kota yang bersangkutan dengan kota lain dap
dengan wilayah lain. Hal ini sangat berperanan dalam per-
kembangan kota selanjuinya dalam artian bahwa makin-
tinggi aksesibilitas, maka makin tinggi pula kesempatan
kota yang bersangkutan untuk berkembang menjadi lebih
besar.

Faktor lingkungan fisikal sangat terkait dengan faktor
aksesibilitas dan ketersediaan ruang untuk perkembangan
selanjutnya. Lingkungan fisikal yang menciptakan kendala-
kendala alami terhadap aksesibilitas sangat menyulitkan
kota yang bersangkutan untuk berkembang. Demikian pula
halnya dengan tuntutan akan ruang yang semakin tinggi
sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan ke-
giatannya. Keterbatasan ruang yang habi table akan merupa-
kan kendala yang signifikan terhadap perkembanga
selanjutnya.

Faktor transportasi dan komunikasi berpengaruh ter-
hadap kemampuan jangkau dari pengangkutan barang
orang, jasa dan informasi. Sejarah membuktikan bahw.a ke:
majuan teknologi di bidang transportasi dan komumkHS;
telah memengaruhi perkembangan kota-kota di dunia.H?
ini sangat terlihat setelah terjadi revolusi ind ustridi ka""’as‘
p Eropa Barat yang kemudian berimbas secara L blﬂsar
afibecin gl Sl kehidupan termasuk ke dalam sest
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transportasi dan komunikasi. Oleh karena jarak jangkau
angkutan dari sesuatu kota ke arah luar menjadi semakin
jauh, maka dampak fisikal perkembangan kota pun terjadi,
sehingga kota-kota lebih diwarnai oleh bentuk perkembang-
an memita (ribbon development) dan perkembangan lompat
katak (chess board development). Gejala desentralisasi pen-
duduk dan fungsi-fungsi sangat intensif terjadi dan kota-
kota berkembang secara fisikal lebih cepat daripada waktu-
waktu sebelumnya.

Beberapa faktor di atas akan menciptakan kota-kota
tertentu menjadi besar atau tetap kecil peranannya bagi
daerah sekitar maupun bagi wilayah lain yang jauh. Untuk
kota-kota yang pengaruhnya sangat terbatas bagi lingkung-
an sekitarnya dan belum mampu menjalin keterkaitan
fungsional secara langsung dengan wilayah lain adalah kota
lokal (local city). Untuk kota-kota yang pengaruhnya mampu
menjalin keterkaitan fungsional secara langsung dengan
wilayah yang lebih luas bahkan dengan kota-kota lain adalah
kota regional (regional city). Ada rentangan yang sangat luas
mengenai pengertian regional dalam hal ini, sehingga pe-
maknaannya pun terentang luas pula. Dari kota-kota yang
berdiri sendiri-sendiri sampai ke kota-kota yang secara
fisikal sudah menyatu dengan kota-kota lain walaupun
belum mencapai tataran suatu wilayah megapolitan. Keter-
kaitan yang terjalin sudah sangat luas bahkan sampai ke
tataran nasional. Sementara itu ada beberapa kota yang telah
mampu menjalin keterkaitan fungsional secara langsung
dengan kota-kota besar di dunia dan memosisikan dirinya
sebagai bagian jaringan global yang solid dan kota seperti
Ini adalah kota internasional (international city). Ekspresi
spatial kota internasional juga sangat bervariasi adanya dan
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pada umumnya merupakan kota }-fang amat san jat besar
walaupun hanya berkembang dari kota-kota secara Indj-
vidual semata dalam artian bahwa kota yang terbenty)
bukan karena hasil koalisi dari beberapa kota utama, namy,
hanva satu kota utama saja. Namun, kenyataannya Kota-
kota internasional terbentuk dari beberapa kota utama yang
bergabung menjadi satu sehingga ekspresi spasialnya mep,.
jadi sedemikian besar dan pada saat ini dikenal dengan Megy
city/megnpo!is/nfcgnlopolis.

Pembahasan mengenai kota lokal, kota regional dan
kota internasional mempunyai permasalahan tersendiri
mengenai kondisi WPU. Makin banyak kota-kota utama
yang bergabung makin kompleks pembahasan mengenai
WPUnya dan hal ini akan dibahas pada konsepsi yang pe-
nulis kemukakan pada bagian akhir bab ini. Kota regional
yang dikemukakan oleh Russwurm (1975) merupakan kota
besar yang berkembang dari kota individual saja sebagai
kota utama, walaupun ada beberapa kota-kota kecil baik
sebagai kota satelit maupun kota suburban (Gambar 3.5).
Pembahasan mengenai perbedaan kota satelit dan kota sub-
urban dapat dilihat pada buku penulis terdahulu yang ber-
judul Manajemen Kota: Perspektif Spasial halaman 285 sampal
dengan halaman 287.
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LEGENDA :
A : Weekend And Seasonal Life Space
B : Maximam Commuting Zone
C: Dispersed Subsystem , Urban Field Or City;s Couatryside
D : Concentrated City Or Core Built Up Area
E ; Inner Fringe
F: Outer Fringe -
G : Rural Urban Fringe Or Urban Fringe
H : Urban Shadow
I : Rural Hinterland
: Urban Mode
: Isolated Residence

Sumber: Bryant,C.R., 1979
Gambar 3.5 Struktur Spasial Kota Regional dan WPUnya (Russwurm)

Oleh karena identifikasi WPU diawali dari lahan ke-
kotaan yang terbangun maka, zona keruangan WPU dalam
kota regional terdiri dari 5 zona, yaitu (1) inner fringe; {2)
outer fringe; (3) urban shadow dan (4) rural hinterland; (5) Week-
end and Seasonal Life Space. Ada beberapa permasalahan me-
narik untuk dibahas dalam struktur spasial kota regional
yang dikemukakan, terutama berkaitan dengan persepsi
dan identifikasi batas terluar dari WPU seperti yang telah
dikemukakan oleh Pryor (1971). Menurut Pryor, batas ter-
luar WPU adalah wilayah yang ditandai oleh 100% ke-
Nampakan bentuk pemanfaatan lahan kedesaan/agraris
yang mana di dalamnya sama sekali tidak ada sedikit pun
bentuk pemanfaatan lahan kekotaan, sementara itu apa yang
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dikemukakan sebagai rural hinterland ol.eh Russwyrp, di
alamnya terlihat pusat-pusat simpul kegiatan / Permukim,.
-n kekotaan yang diberi istilah sebagai urban node. Untyk
memahami secara utuh teori yang dikemukakan, pada
bagian ini akan membahas zona-zona WPU yang dikemy,.
kan oleh sarjana tersebut. Istilah urban fringe dalam teor; iy;
disamakan dengan rural-urban fringe yang di dalamnya ter-
kandung dua subzona yang diistilahkan sebagai inner fringe
dan outer fringe. Sementara itu istilah urban fringe yang di-
kemukakan oleh Pryor (1971) merupakan bagian dari rurgj-
urban fringe dan mengacu pada sesuatu yang sangat berbeda
dengan gambaran rural-urban fringe itu sendiri. Secara
narfiah saja istilah ini jelas berbeda sehingga konotasinya
mestinya juga berbeda. Istilah inner fringe yang dikemuka-
kan oleh Russwurm dapat dipadankan dengan istilah urban
jringe yang dikemukakan oleh Pryor dan sementara itu
istilah outer fringe yang dikemukakan oleh Russwurm dapat
dipadankan dengan istilah rural fringe yang dikemukakan
oleh Pryor. Yang menjadi pertanyaan kemudian berkaitan
dengan batas terluar WPU adalah bagaimana menentukan-
niya di lapangan? Apakah di luar rural-urban fringe, di luar
urban shadow atau di luar maximum commuting zone?
Mengacu pada terminologi yang digunakan oleh Pryor
(1971), jelas bahwa baik urban shadow maupun commuting
zone masih termasuk di dalam WPU, karena di dalamny?
sudah terlihat beberapa bentuk pemanfaatan lahan non
agraris walau Proporsinya masih sedikit.

(1) Bingkai Bagian Dalam (Inner Fringe)

Dal.am Upayanya mencitrakan wilayah ini secara ko™
prehensif Russwurm mengemukakan bahwa inner e
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merupakan bagian dari rural urban-fringe yang ditandai oleh
bentuk-bentuk pemanfaatan lahan yang telah mencapai
tataran perkembangan lanjut dari proses transisi dari bentuk
pemanfaatan lahan kedesaan ke bentuk pemanfaatan lahan
kekotaan. Wilayah ini banyak ditandai oleh berbagai bentuk
pemanfaatan lahan non-agraris yang berorientasi pada fungsi
kekotaan dan konversi bentuk pemanfaatan lahan pertanian
menjadi bentuk pemanfaatan lahan non-pertanian sangat
marak terjadi.

.the inner zone is characterized by land in the advanced stages of
transition from rural to urban uses —and under construction, land
for which subdivision plans have been approved— in short, land
where there is little doubt over much of its area aboutits urban-
oriented function and ultimate conversion to urban uses...

Ada sesuatu yang menarik dapat diungkap dari pen-
citraan tersebut, yaitu adanya ungkapan subdivisions plans
have been approved. Ungkapan ini mengisyaratkan secara
implisit bahwa pada bagian ini telah mempunyai kejelasan
peruntukan bentuk pemanfaatan lahan, khususnya bentuk
pemanfaatan lahan yang berorientasikan kepentingan ke-
kotaan.

(2) Bingkai Bagian Luar (Outer Zone)

Zona berikutnya setelah inner fringe yang jugadianggap
sebagai bagian rural-urban fringe ini sampai dengan batas
zona yang disebut sebagai urban shadow diklasifikasikan
sebagai outer zone. Sebagaimana dikemukakan pada bagian
depan, beberapa peneliti lain menganggap bahwa gabungan
antara inner fringe dan outer fringe ini sebagai urban fringe
saja. Perbedaan utamanya dengan inner fringe terletak pada

133




i tensitas infiltrasi bentuk pemanfaatan lahan kekotaam),a‘
Sebagian besar zona ini masih didominasi oleh bentyjk pe-
manfaatan lahan kedesaan /agraris, namun sudah my];
tampak infiltrasi bentuk pemanfaatan lahan kekotaan dalam
bentuk ribbon development/bits yang telah agak jauh men-
jorok ke wilayah in, khususnya di sepanjang jalan raya
utama dan sedikit di bagian belakangnya.

Hardwick (1974) dan Russwurm (1975) menemukan
beberapa ciri fisikal rural-urban fringe atas studinya di bebe-
rapa kota di Canada antara lain persil lahan rata-rata jauh
lebih luas daripada di daerah perkotaan, persediaan lahan
belum terbangun masth leluasa pula sehingga kecenderung-
an pemanfaatan lahan adalah low value uses. Beberapa persil
lahan pada bagian ini sudah banyak yang menjadi miliknya
penduduk perkotaan yang masih tinggal di kota dengan
harapan bahwa masa depan akan mendatangkan keuntung-
an karena meningkatnya harga lahan. Bagian ini merupakan
wilayah yang sangat dinamis perubahan bentuk pemanfaat-
an lahannya dan hal ini sangat wajar karena banyak pen-
datang-pendatang baru baik perorangan maupun institusi
yang sangat tertarik terhadap rural-urban fringe. Konvers
lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian sangat marak
terjadi dengan catatan bahwa makin mendekati lahan k&
%(O.taan terbangun makin intensif tingkat konversinya: Hal
R berkaitan dengan persepsi penduduk maupunt
Institusi terhadap prospek daerah ini.

(3) Zona Bayangan Kota (Urban Shadow Zone)

Istilah bayangan kotg digunakan oleh Russwurm
;ntuk mengungkapkan kondisi wilayah d bagian Jua
1

ge di mana pengaruh kota tidak terlihat jelas: nam*
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sudah mulai dapat dirasakan adanya. Pada hakikatnya, per-
bedaan utamanya dengan daerah di bagian sebelumnya
adalah pada intensitas perubahan bentuk pemanfaatan
lahan agraris menjadi bentuk pemanfaatan lahan non-
agraris. Pada bagian yang disebut sebagai urban shadow ini,
perubahan bentuk pemanfaatan lahan agraris menjadi
bentuk pemanfaatan lahan non-agraris sangat sedikit. Pe-
rumahan penduduk non-petani belum tampak dan per-
nikiman masih didominasi oleh penduduk petani. Bangun-
an perumahan penduduk non-petani masih merupakan
bangunan-bangunan individual terisolasi dan tersebar di
beberapa tempat saja dengan jarak yang berjauhan satu
sama lain. Beberapa penduduk perkotaan mulai membeli
lahan-lahan di bagian ini karena harganya relatif masih
murah serta merupakan investasi masa depan. Commuters
(penglaju) ke kota terdekat memang masih ada dari wilayah
ini, namun jumlahnya tidak sebanyak penglaju yang berasal
dari outer fringe maupun inner fringe. Bagian luar dari urban
shadow zone adalah zona lahanburi kedesaan (rural hinter-
land zone).

(4) Zona Lahanburi Kedesaan (Rural Hinterland Zone)

Zona ini merupakan lahan pertanian yang hasilnya se-
bagian mendukung pemenuhan kebutuhan bahan pangan
kota. Walaupun di dalam zona ini dominasi lahan kedesa-
an/pertanian sangat mencolok, namun di beberapa tempat
ada pusat-pusat kegiatan mirip kota yang masih berskala
sangat kecil. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan di
sini misalnya Godean, Cebongan atau Pakem di sekitar kota
Yogyakarta. Oleh Russwurm (1975) aglomerasi tersebut di-
sebut sebagai urban node. Di dalam zona urban shadow bentuk
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aglomerasi mirip kotayang s%ldah berk.embang mempunyy;
skala dan intensitas yang lebih besar dibandingkan dengap
urban node yang ada di dalam zona lahanburi, walaupyy
masih jauh untuk dapat menyamai kota utama terdekgy
yang ada. Oleh karena modelnya didasarkan pada kota-kof
yang ada di Canada di mana sebagian besar penduduk
wilayahnya bertempat tinggal di kota (tingkat urbanisasinya
sudah sedemikian tinggi), maka tempat tinggal petani-
petani yang diidentifikasi berada di dalam lahanburiini juga
hanya sedikit dan mereka tersebar sedemikian rupa dalam
bentuk tempat petani yang terisolasi/berjauhan satu dengan
yang lain. Penguasaan lahan petani di negara maju baik di
Eropa, Canada maupun Amerika Serikat jauh lebih luas dari
apa yang ada di negara berkembang dan mereka mampu
mengelolanya karena dibantu dengan teknologi yang tingg
yang berujud sebagai alat-alat pertanian bermesin yang
canggih.

Zona lahanburi kedesaan di Indonesia, khususnya di
Pulau Jawa dan Bali serta beberapa kota-kota tertentu di
Sumatera dan Sulawesi kebanyakan didominasi oleh sistem
permukiman kedesaan yang cukup intensif diselang-seling
olehlahan pertanian yang digarap sangat intensif pula- Lain
halnya dengan apa yang terdapat di sebagian besar Juar
Jawa pada umumnya di mana lahanburinya masih berup’
lahan yang belum dimanfaatkan secara intensif. Beberap®
faktor memang mempunyai pengaruh yang cukup sigri*
kan atas masalah ini antara lain kesuburan tanal o
aksesibilitas fisika] yang rendah. Sementara itu di Pulal:
Jawa mempunyai lahan yang relatif jauh lebih subu %
sUnung-gunung ap; dengan material volkaniknya-
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(5) Weekend and Seasonal Life Space

Batas terluar dari zona lshanburi adalah zona yang
tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian maupun per-
tanian yang intensif dan di sini pula merupakan batas ter-
jauh seseorang melakukan perjalanan harian menuju ke kota
(mmaximuin commuting line). Dalam model di atas, zona ini
berupa wilayah yang pada umumnya dimanfaatkan sebagai
tempat rekreasi penduduk kota pada waktu liburan panjang
atau pada akhir pekan saja. Camping ground, arung jeram,
memancing dan beberapa kegiatan rekreasi lainnya yang
berkaitan dengan wild life atau natural life berkembang di
zona ini.

Model yang dikemukakan di atas merupakan gambar-
an yang ideal atas sebuah regional city atau kota regional.
Di dalamnya tampak urutan lokasi masing-masing zona
yang dikemukakan dalam seri yang ideal. Dalam kenyataan-
nya di lapangan masing-masing zona akan sangat bervariasi
adanya tergantung dari variasi kondisi lingkungan di sekitar
kota yang bersangkutan maupun kondisi lahanburi yang ada.
Beberapa faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap
variasi ini dan hal ini sudah dibahas dalam buku penulis
yang berjudul Klasifikasi Kota, khususnya dalam bab Klasi-
fikasi Kota ditinjau dari Lingkungan Fisikalnya yang tertera
pada halaman 22 sampai dengan halaman 26 (Yunus, 2005).
Wacana yang dibangun mengisyaratkan munculnya ber-
bagai bentuk perkembangan fisikal kota yang sangat ber-
variasi karena variasi kondisi lingkungan fisikalnya.

3.7 Teori Asiatica Euphoria (McGee)

Dalam pembahasannya mengenai WPU, McGee (1997)
menggunakan istilah daerah sekitar kota (urban peripheries).
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11 s uneul dalam tesisnya yang terkenal yaity Asiatigy
IShlahn.um tu model yang mengemukakan Mengeny
Euphoria. Sua n kota-kota di Asia dan daerah sekitarny,
struktur keru;nga dikemukakan bahwa struktur keruangan
Dalam mode zaerah sekitarnya terdiri dari 6 kompone,
kOfta-kotEll( dan L ot besar: (2) komp onen daerah sekitar
yaitu (1)b Omgr,'pheries)} (3) komponen daerah desa-kota; (4)
kota (urban inaerah perdesaan berpenduduk padat; (5)
komponen daerah perdesaan yang betum berkembang,
1<01:np.oner1.auh dan penduduknya jarang; (6) komponen
lokasllj;);: 1zecil gangada di sekitar kota-kota besar maupun

W[ fﬂ Deasely populated rural E Major Cities

Sparsely populated frontier Peri - Urban

¢ | Smaller Cities uad Towns

Desa Kota

—— | Communication routes

Sumber: McGee (1994

: Acia (McGee)
Gambar3.6  Model Konfigurasi SpasiatWPU Kota di Asia (Mc
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Ada sedikit perbedaan pemaknaan WPU yang dikemu-
kakan oleh McGee dengan apa yang telah dikemukakan
Pryor maupun Russwurm. Hal ini sangat wajar, karena apa
yang dikemukakan oleh McGee didasarkan pada studinya
mengenai kota-kota yang terdapat di negara berkembang,
khususnya Asia, sedangkan apa yang dikemukakan oleh
Pryor dan Russwurm didasarkan pada kenyataan yang ada
di negara maju. Pryor mendasarkan teorinya atas kota-kota
di Amerika Serikat sedangkan Russwurm mendasarkan
teorinya pada kota-kota di Canada. Pemaknaan WPU yang
dikemukakan oleh McGee untuk kota-kota di Asia lebih me-
nekankan pada jarak terluar tempat tinggal para commuiters.
Jarak terluar di mana para penglaju ini tinggal dianggap
sebagai batas terluar WPU, tanpa mempertimbangkan apa-.
kah daerah di balik itu telah mengalami intrus nilai-nilai
kedesaan yang berwujud sebagai bentuk-bentuk pemanfaat-
an lahan kekotaan.

Jarak terluar dari WPU sangat dipengaruhi oleh moda
transportasi yang ada. Oleh karena pada umumnya para
penglaju ini merupakan penduduk perdesaan /petani yang
ingin bekerja di kota untuk memperoleh pendapatan ekstra,
maka moda transportasi yang digunakannya juga moda
transportasi yang dapat dijangkau oleh mereka. Kebanyak-
an penglaju menggunakan alat transportasi roda dua tidak
bermesin, namun sebagian dari mereka telah menggunakan
sepeda motor. Oleh karena hal inilah, maka jarak terluar
WPU untuk kota-kota di Asia, kecuali kota-kota besar (kota
metropolitan) dan kota-kota sangat besar (kota megapolitan)
relatif masih belum luas dengan kisaran 30 km dari lahan
kekotaan terbangun. Lain halnya dengan negara maju, di
mana penglaju menggunakan moda transportasi roda empat
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atau kereta api, maka WPU (dalam pengertian yang di.
remukakan McGee) akan mempunyai wilayah yang jayp,
lebih luas.

Apabila pemaknaan WPU didasarkan pada pengertia,
yang dikemukakan oleh Pryor, maka WPU dalam mode]
yang dikemukakan oleh McGee ini akan meliputi zona dj
dalam hal ini diistilahkan sebagai zona dess-

luarnya yang
kota. Alasannya adalah bahwa zona yang berada di luar

|

|
urban peripheries tersebut, keberadaannya ditandai oleh per- |
campuran bentuk-bentuk pemanfaatan lahan kedesaan dan [_
kekotaan. Percampuran antara bentuk pemanfaatan lahan |
kedesaan dan kekotaan paling intensif terjadi di sepanjang |
jalur transportasi yang menghubungkan kota yang satu |
dengan kota lainnya. Makin menjauhi jalur transportasi |
makin kentara bentuk pemanfaatan kedesaannya dan makin |
kabur bentuk pemanfaatan lahan kekotaannya. Apabila
intensitas intrusi bentuk pemanfaatan lahan kekotaan telah
mendominasi sepanjang jalur transportasi antar-kota, maka
akan terbentuk koridor antar-kota. Makin jauh dari kota, maka
rentangan luas/jarak menyamping koridor akan makin kecil
(Yunus, 2006).

3.8 Teori Land Use Triangle: Continuum
(Hadi Sabari Yunus) |
Konsepsi WPU yang penulis kemukakan merupakan |

suatu temuan yang aplikatif untuk kota-kota di negar a ber-

kembang khususnya untuk kota-kota yang rnel’npun)""li per

alihan gradual dari kenampakan fisikal kekotaan ke ke- 1

nampakan fisikal kedesaan. WPU merupakan w ilayah y2RE R

ditandai oleh percampuran kenampakan fisikal kEkotaaIT |

dan kedesaan. Dalam wilayah ini terlihat variasl pl‘OPOrsl L.'
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ercampuran tersebut dengan kisaran < dari 100% ke-
nampakan kedesaan maupun <100% kenampakan kekota-
an. Secara kontinum, makin ke arah lahan kekotaan ter-
bangun utama, makin besar proporsi lahan kekotaan dan
makin jauh dari lahan terbangun utama makin besar pro-
porsi lahan kedesaannya. Adanya jaringan permukiman
yang telah berkembang ratusan tahun di sekitar kota,
khususnya untuk kota-kota seperti di Pulau Jawa yang
tumbuh dan berkembang di suatu wilayah pertanian yang
subur, maka pada umumnya peralihan antara kenampakan
kekotaan ke kenampakan kedesaan terjadi secara gradual.
Hal inilah yang menyulitkan identifikasi subzona yang di-
kemukakan oleh peneliti terdahulu. Batas fisikal terluar
suatu kota sangat sulit dikenali melalui pengamatan terestrial,
namun hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan citra
penginderaan jauh baik foto udara maupun citra satelit.
WPU mempunyai rentangan wilayah yang berawal
dari daerah dengan 100% lahan kekotaan terbangun utama
sampai ke daerah yang ditandai oleh 100% kenampakan
bentuk pemanfaatan lahan kedesaan. Dengan demikian,
karakteristik utama yang dapat digunakan sebagai pegang-
anadalah adanya percampuran kenampakan fisikal kekota-
an di satu sisi dengan kenampakan fisikal kedesaan di sisi
lain dalam wilayah ini. Kenampakan fisikal kekotaan atau-
Pun kedesaan yang paling mudah untuk diidentifikasi di
lapangan adalah bentuk pemanfaatan lahan. Untuk peneliti-
an fenomena yang terjadi di WPU sebaiknya mengambil
Sampel area yang jelas karakteristik propertinya sehingga
Penyimpulan yang diambil dapat menyuratkan sebuah
?‘arakter WPU sebenarnya. Dari sinilah sebenarnya muncul
de untuk mengaplikasikan konsep core region yang telah
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banyak memberikan inspirasi bagi peneliti-peneliti dalap,
memecahkan kebingungan untuk menentukan areq Samples
yang dianggap betul-betul representative bagi sesuatu POpu-
lasi berada. Ide ini merupakan panduan akan pemahamap
sesuatu wilayah yang karakteristiknya paling menonjol/
paling jelas sehingga kegiatan penelitian yang dilaksanakan
di zona ini akan membuahkan hasil yang secara ilmiah valid,
Oleh karena core region mempunyai karakteristik wilayah
yang ditandai oleh diferensiasi jenis yang paling tinggi,
maka di sanalah sampel wilayah akan ditentukan.

Dalam penelitian yang penulis lakukan di kota Yogya-
karta, penulis menemukan 4 zona, yaitu (1) zona bingkai
kota; (2) zona bingkai kota-desa; (3) zona bingkai desa-kota
dan (4) zona bingkai desa (Yunus, 2001). Zonasi yang penulis
buat merupakan pembaruan dari teori segi tign pemanfaatan
lahan yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Pryor
(1971). Hal ini penulis lakukan karena teorinya kurang dapat
diterapkan untuk WPU yang di dalamnya terdapat peralih-
an yang bersifat gradual antara kenampakan kekotaan ke
kenampakan kedesaan. Pembaruan mana terletak pada di-
temukannya rurban frame zone dan urral frame zone yang sangat
berbeda dengan deskripsi gubzona yang pernah dikemuka-
kan oleh peneliti terdahulu (Gambar 3.7).

L
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LEGENDA :

GH : Zobidekot

DF : Zobikot

FG : Zobikodes

HE : Zobides

: Persentase Jarak Kota-Desa

: Persentase Pemanfaatan Lahan Kekotann
: Perientase Pemanfoatan Lahan Kedesaan
: Batas ZonA Kekotaan Terbangun

: Batas Zond Kedesaan

monNne>»

Sumber: Yunus, H.S., 2000

Gambar 3.7. Model Zonifikasi WPU Negara Berkembang atas dasar Bentuk
Pemanfaatan Lahan (Yunus, 2001)

Kota Yogyakarta dipilih sebagai ajang penelitian,
karena kota ini mencerminkan dinamika pertumbuhan
layaknya sebuah kota besar yang ditandai oleh kompleksitas
imigran, konversi lahan kedesaan menjadi lahan kekotaan
yang sangat cepat, tumbuh kembangnya bagian internal
kota dengan munculnya pusat-pusat kegiatan utama lain
selain primary business district (Kawasan Malioboro) yaitu
Secondary business district (Kawasan Jalan Solo) dan mulai
Munculnya gejala pembentukan tertiary business district.
Makin besar kotanya makin banyak kemunculan business
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mentara itu pemadatan (denSifikaS')
1

district yang lain: 56 |
enduduk di bagian dalam koi ]-u a

bangunan maupun p |
terjadi, bahkan prosesnya tampak tidak terkendali sehingps

berpotensl menciptakan kekumuhan-kekumuhan by
(khususnya di kampung-kampung di selaput inti kota) yang
sebenarmya sudah banyak terj adi. Oleh karena fokus wacan;
yang dibangun adalah WPU maka proses spasial yang ada
di bagian dalam kota tidak akan dibahas dalam bagian inj,

(1) Zona Bingkai Kota (Zobikot)

Zona ini merupakan bagian WPU yang paling dekat
danberbatasan langsung dengan lahan kekotaan terbangun
utama dan di beberapa tempat bahkan meny atu dengannya
dengan intensitas bangunan yang lebih rendah. Hal ini
dapat diidentifikasi baik melalui penelitian terestrial mau-
pun dengan media penginderaan jauh terhadap kerapatan
bangunan yang rendah serta lebatnya tanaman keras yang
ditanam di sela-sela rumah. Penelitian secara terestrial dapat
dimanfaatkan untuk direct checking on the spot dengan tujuan
untuk verifikasi kenampakan yang masih dianggap meragl-
kan. Untuk maksud delimitasi sub-bagian ini, media terestria
tidak dapat dimanfaatkan, jadi perannya hanya merupaka®
pelengkap semata. Penulis menyarankan untuk memani2*
kan remote sensing technique untuk delimitasi zonanya daf‘
dilengkapi dengan terrestrial technique untuk maksud Ve
fikasi kenampakan di lapangan. Berdasarkan kenyafaaﬂ
terlihat bahwa atribut masing-masing subzona WPU 1%
hanya diwarnai oleh atribut fisikal seperti pentuk pe.rn'ﬂ“l
faatan lahan semata, namun oleh atribut-artribut f‘or"mlkah
Sl‘:perﬁ atribut sosial, ekonomi dan kultural. SePerti .te-lljal
dibahas pada bagian depan keberadaan atribut non-f
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tersebut memang berasosiasi secara spasial dengan atribut
non-fisikal, namun rentangan wilayahnya sangat berbeda.
Oleh karena hal seperti inilah, maka untuk maksud delimi-
tasi zona penulis menyarankan untuk mendasarkan pada
kenampakan atribut fisikal vang dalam hal ini tampak se-
bagai bentuk pemanfaatan lahan yang secara visual dapat
diamati baik secara langsung maupun tidak langsung. Peng-
amatan secara langsung dilakukan melalui direct observa-
tion technique sedangkan pengamatan tidak langsung dilaku-
kan melalui kerja laboratoris pada citra penginderaan jauh.

Zona Bingkai Kota (Zobikot) merupakan istilah baru
yang penulis gunakan sebagai padanan istilah bahasa Inggris
urban fringe walaupun penjelasannya tidak sama dengan apa
yang telah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu. Istilah
fringe tidak sama dengan istilah bingkai dalam bahasa Indo-
nesia. Istilah bingkai dalam bahasa Inggris adalah frame
sedangkan istilah fringe secara harfiah berarti jumbai-jumbai
yang biasanya dipasang pada tepi/pinggir kain. Dengan
demikian pemahaman kata fringe dapat diartikan sebagai
sesuatu yang menjadi pembatas atas kain tersebut serta
jumbai itu sendiri merupakan suatu hal yang berbeda dengan
kain utamanya. Dengan alasan kurang umumnya istilah
jumbai digunakan dalam wacana ilmiah sehari-hari, maka
penulis menggunakan istilah bingkai (frane) untuk memberi
kejelasan yang mudah untuk dipahami. Oleh karena eks-
presi keruangan kota menunjukkan sebaran spasial yang
relatif kompak dibandingkan dengan lahanburi atau hinter-
landnya, maka istilah bingkai mengacu pada sesuatu yang
membingkai kota dalam perwujudan fisikal yang berbeda
dengan apa yang dibingkai.
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Oleh karena Zobikot ini berbatasan langsung dengan
lahan terbangun kota, maka pengaruh kota terlihat mayg;.
nal atas bentuk pemanfaatan lahannya dalam artian bahy,
konversi lahan pertanian menja di lahan non-pertanian me.
nunjukkan intensitas paling tinggi dibandingkan dengan
bagian WPU yang lain. Dalam hal ini penulis menggunakan
batasan sama atau lebih dari 75% proporsi bentuk pe-
manfaatan lahan kekotaan dan sama atau kurang dari 25%
proporsi bentuk pemanfaatan lahan kedesaan. Pada zona
ini kenampakan kekotaan betul-betul dominan walau dj
sana sini masih terlihat bentuk pemanfaatan lahan agraris.
Beberapa pakar mengemukakan bahwa sudah banyak lahan
yang dimiliki oleh orang kota walaupun bentuk pemanfaat-
an lahannya masih bersifat agraris. Pemanfaatan lahan
agraris pada umumnya dilaksanakan oleh pemilik lama atau
penduduk sekitar lahan tersebut yang masih berprofesi se-
bagai petani.

Pada zona ini terdapat kenyataan yang menyulitkan
analisis, karena adanya ketidaksejalanan antara dimensi de
jure dan de facto. Ada 2 macam gejala yang perlu disiszpi
secara akurat mengenai kenyataan ini. Gejala pertama yaitu
terdapatnya persil-persil lahan yang secara de jure masih
merupakan bentuk pemanfaatan lahan agraris namun de
facto sudah merupakan bentuk pemanfaatan lahan non-
agraris. Gejala kedua adalah terdapatnya persil-persil Jahan
yang secara de facto masih merupakan bentuk pemanfaataI}
lahan agraris namun secara de jure sudah berubah fungs’
menjadi lahan non-agraris.

v Gejala pertama pada umumnya dilaksanakan oleh p&
Z‘:ik yang mﬁ"r'mundang bahwa mendirikan bangunar tes
u pada miliknya tidak perlu mengubah status bentu
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pemanfaatan lahan. Hal ini dapat terjadi karena ada 3 indi-
kasi yaitu (1) pemilik memang tidak tahu kalau ada peratur-
an seperti itu; (2) pemilik tahu tetapi tidak tahu cara meng-
urusnya dan (3) pemilik tahu namun tidak mau mengurus-
nya. Indikasi pertama terjadi pada pemilik lahan yang pen-
didikannya sangat kurang sehingga secara turun-menurun
mereka mengerjakan seperti apa yang pernah dilakukan
oleh orang tua mereka di daerah perdesaan. Semua bangun-
an rumah di daerah perdesaan yang didirikan di dalam
bentuk pemanfaatan lahan pekarangan tidak memerlukan
ijin konversi bentuk pemanfaatan lahan. Hal ini ternyata
mengondisikan suatu persepsi tertentu terhadap kegiatan
membangun rumah di atas lahan sawah, sehingga pemilik
merasa tidak perlu mengurus perijinan macam-macam
dalam membangun rumah di atas miliknya sendiri walau-
pun sebenarnya hal tersebut memerlukan ijin.

Indikasi kedua berkaitan dengan intensitas sosialisasi
peraturan yang berkaitan dengan tata ruang dan ijin men-
dirikan bangunan. Kurangnya sosialisasi dan tidak merata-
nya sosialisasi mengakibatkan ketidaktahuan tentang apa
dan di mana seseorang harus mengurus ijin yang diperlukan
sebelum seseorang mendirikan bangunan di atas bentuk pe-
manfaatan lahan agraris khususnya sawah walaupun yang
bersangkutan mempunyai kesadaran untuk mematuhi per-
aturan yang ada. Jjin pengeringan dan IMB semestinya di-
milikj seseorang apabila akan mendirikan bangunan pada
lahan persawahan. Secara garis besar pemilik lahan tahu
atau pernah diberitahu tentang hal ini namun berhubung
tidak mengetahui prosedurnya, maka mereka cenderung
untuk tidak mengurus. Di samping itu kenyataan lain me-
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nunjukkan bahwa pembangun yang lain dapat berjalap Juga
tanpa ada sanksi yang nyata.

Indikasi yang ketiga berkaitan dengan persepsi tentang
prosedur pengurusan jjin pengeringan dan IMB yang me.
nimbulkan stigma tertentu dalam masyarakat hahwa hal
tersebut sangat berbelit-belit, mahal, sulit dan memakap
waktu yang lama. Public opinion yang cenderung menjadj
stigma dalam masyarakat mempunya: pengaruh yang
sangat tidak menguntungkan bagi aplikasi peraturan ter-
tentu. Kenyataan lain mencuat adanya persyaratan proge-
dural yang memang sulit untuk dapat disiapkan oleh ke-
banyakan penduduk seperti kelengkapan gambar bangunan
dengan denah serta penampang-penampang yang harus
memenuhi persyaratan keteknikan dan hal ini harus me-
nyertai setiap pengajuan untuk mendapat IMB. Bagi orang
awam mempersiapkan gambar-gambar tersebut berada di
luar jangkauannya, namun kalau harus membayar arsitek
untuk menggambar, biayanya tidak sebanding dengan
harga bangunan yang akan didirikan. Tidak semua bangun-
an merupakan bangunan yang dibangun oleh golongan
masyarakat menengah ke atas dengan bangunan yang besar
dan mewah, tetapi jauh lebih banyak bangunan yang di
bangun masyarakat yang berstatus sosial ekonomi mene
ngah ke bawah dengan bangunan yang kecil berkualitas
sederhana sampai sangat sederhanan. Hal-hal inilah yang
menyebabkan terjadinya gejala pertama di mana suatt
persil lahan secara de jure masih tercatat sebagai lahan Pe*
tanian namun di lapangan secara de facto sudah beruba!
menjadi lahan non-agraris.

- Gejala kedun merupakan gejala yang mulai marak tei;
Jadi pada zona ini karena meningkatnya transaksi jual D°
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Jahan. Sebagaimana penelitian sebelumnya mengungkap-
kan bahwa daerah pinggiran kota, khususnya yang lokasi-
nya tidak jauh dari kota sangat menarik pendatang-pen-
datang baru baik perorangan maupun institusi untuk
memiliki lahan di zona ini (Yunus, 2005). Oleh karena pem-
peli atau pemilik baru bukan merupakan penduduk se-
tempat dan berprofesi bukan sebagai petani, dan belum ada
niat untuk membangunnya dalam waktu yang dekat, maka
pemilik masih mempercayakan pemanfaatan lahannya
tetap sebagai lahan pertanian kepada pemilik lama atau
orang lain yang berprofesi sebagai petani. Sementara itu
pemilik baru sudah mempersiapkan proses pengeringan
dengan mengubah status lahan dari status agraris (mungkin
sawah/tegal) menjadi status non-agraris (pekarangan).

(2) Zona Bingkai Kota-Desa (Zobikodes)

Istilah Kota-Desa merupakan istilah yang tidak dapat
dipisahkan, sehingga oleh karena itu, maka ada simbol (-)
yang mengantarainya. Di sisi lain kata Kota didahulukan dengan
maksud untuk menunjukkan bahwa antara kenampakan kekotaan
masth lebih banyak dibandingkan dengan kenampakan kedesaan.
Dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai rural-urban fringe
zonelrural-urban frame zone atau rurban frame zonelrurban
fringe zone. Memang tampak seolah-olah ada inconsistency
Panamaan dengan istilah yang penulis kemukakan dalam
bahasa Indonesia yang menyebut predikat kekotaan terlebih
dahulu, sedangkan dalam istilah dalam bahasa Inggris justru
Predikat kedesaan malah disebut terlebih dahulu. Hal ini
didasarkan pada tata bahasa yang berbeda pula antara
bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, di mana bahasa Indo-
nesia men gikuti hukum D-M sedangkan bahasa Inggris men gikuti
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hukum M-D serta maksud penekanan identifikasi ken —
dominan. Pada zona ini proporsi kenampakan kekotaan a8
kenampakan kedesaan relatif seimbang Jdengan selisih yang
tidak terlalu substansial sebagaimana dalam zona bingka
kota (zobikot). Sebagai panduan untuk mengidentifikasi zon,
ini digunakan batasan sebagai berikut. Kenampakan kekota-
an yang ditunjukkan oleh bentuk pemanfaatan lahan nop. |'
agraris berada dalam kisaran sama atau lebih dari 509 |
namun sama atau kurang darl 75%. Sementara itu kenam- |
pakan kedesaan berkisar antara sama atau lebih dari 25%

namun sama atau kurang dari 50%. Secara khusus memang

dapat dijumpai bahwa sesuatu unit an:.isis mempunyai
imbangan yang persis sama yaitu masing-masing 50%
sehingga akan membingungkan peneliti. Untuk mengatasi
masalah ini, penulis menyarankan untuk memasukkan
dalam kategori Zobikodes karena keberadaan imbangan yang
persis sama hanya bersifat sangat singkat dan dalam hitung-
an hari akan berubah di mana proporsi kenampakan ke-
kotaannya menjadi lebih besar. Mengapa? Dinamika kon-
versi lahan di daerah ini juga masih menunjukkan inten-
sitas yang cukup tinggi bahkan terkadang malah jauh lebih
tinggi dari Zobikot. Variasi keberadaan faktor-faktor penye
bab sebagaimana dikemukakan oleh Lee (1979) dan Yunus
(2006) yang telah dibahas secara mendalam dalam buku
yang berjudul Manajemen Kota: Perspektif Spasial.

(3) Zona Bingkai Desa-Kota (Zobidekot)

Sebagaimana zona sebelumnya, dalam zona ini jug?
menunjukkan perimbangan proporsi antara pentuk P&
manfaatan lahan agraris dan non-agraris yang T‘Yaris sal
Kalau dalam zobikodes, proporsi kenampakan pentuk P&
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manfaatan lahan non-agraris lebih banyak, maka dalam
zobidekot proporsi kenampakan bentuk pemanfaatan lahan
agraris lebih banyak walaupun perbedaannya tidak men-
colok sebagaimana zona di luarnya nanti yang disebut
zobides. Proporsi kenampakan bentuk pemanfaatan lahan
agraris berkisar antara lebih dari 50% sampai kurang dari
75% sedangkan untuk kenampakan bentuk pemanfatan
lahan kekotaan lebih dari 25% sampai kurang dari 50%.
Dalam rentang nilai ini tidak akan dijumpai proporsi 50%
kenampakan bentuk pemanfaatan lahan agraris dan 50%
kenampakan bentuk pemanfaatan lahan non-agraris, karena
dalam rentang nilai ini sudah dikategorikan ke dalam zona
bingkai kota-desa. Hal yang mendasari hal ini adalah ada-
nya kecenderungan konversi lahan agraris menjadi non-
agraris yang meningkat, sehingga posisi 50% lahan agraris
dan 50% lahan non-agraris hanya merupakan posisi rentang
nilai yang sangat temporer dalam waktu yang relatif sangat
singkat dan segera akan berubah menjadi lebih 50% ke-
nampakan bentuk pemanfaatan lahan non-agraris dan
kurang 50% kenampakan bentuk pemanfaatan lahan agraris.
Beberapa pakar menganggap bahwa WPU merupakan ajang
kompetisi lahan antara lahan agraris dan lahan non-agraris,
bahkan tidak berlebihan kiranya menganggap WPU ini se-
bagai sebuah medan pertempuran (battle front) antara lahan
agraris dan lahan non-agraris yang selalu dimenangkan oleh
lahan non-agraris baik lambat ataupun cepat. Dalam bahasa
Inggris penulis mengusulkan istilah urral fringe zone [ urral
frame zone yang merupakan abstraksi dari urban-rural fringe
zone/urban-rural frane zone. Alasan mengenai mengapa kata
rural ditaruh di bagian belakang sedangkan kata urban di-
taruh di bagian depan dalam istilah urban-rural telah dike-
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mukakan pada bagian sebelumnya. Penekanan akhjy o
ditekankan sebagal predikat utama dalam bahasa e
dan dalam bahasa Indonesia penekanan awal lebih ditejgy,
kan sebagai predikat utama.

(4) Zona Bingkai Desa (Zobides)

7ona ini adalah zona yang berbatasan langsung dengan
zona kedesaan. Batas terluar zona ini ditandai oleh 100,
kenampakan bentuk pemanfaatan lahan agraris. Sementara
jiturentangan proporsibentuk kenampakan Jahannya adalah
sama atau lebih 75% lahan agraris sampai dengan sama atau
kurang 25% bentuk pemanfaatan lahan non-agraris. Dalam
zona ini, kenampakan bentuk pemanfaatan lahan agraris
betul-betul mendominasi secara rmencolok. Dari pembahas-
an yang dibangun dalam paragraf ini mudahlah kiranya
bagi peneliti untuk menerapkan metode ini di lapangan se-
bagai langkah awal dalam memahami setiap aspek kehidup-
an (sosial, ekonomi dan kultural) dalam WFPU. Penulis sekali
lagi mengingatkan bahwa batas-batas yang dikemukakan
di atas semata-mata mendasarkan pada visualisasi bentuk
pemanfaatan lahan yang secara visual dapat diamati baik
langsung melalui pendekatan terestrial ataupun secara tidak
langsung melalui pendekatan inderaja (penginderaan jarak
jauh/remote sensing). Para peneliti sangat diharapkan kua
nya untuk dapat menerapkan teknik pen ginderaan 2
untuk studi WPU. Sementara itu juga perlu diketahui ba_hwa
batas-batas masing-masing zona yang dikernu1<f¢11<"1‘n_tl ;
selalu koinsiden dengan batas-batas sosial, ekonom! it
kultural. Mengapa?
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3.9 Sintesis

Dari uraian yang telah dikemukakan terlihat nyata
bahwa pemahaman mengenai WPU di negara-negara maju
menghasilkan keragaman teori yang berbeda-beda serta isti-
lah yang berbeda-beda pula. Walaupun esensi yang di-
kemukakan tidak menampilkan perbedaan yang signifikan,
namun beberapa di antaranya terkadang memunculkan pe-
mahaman yang sedikit menimbulkan kerancuan, apalagi
apabila kacamata yang digunakan adalah kondisi WPU di
negara berkembang. Atas dasar inilah penulis mencoba
untuk merumuskan sebuah teori yang lebih aplikatif dan
dapat digunakan sebagai titik tolak pemahaman yang lebih
mendasar dan jelas terhadap WPU di negara berkembang
pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Sebuah
bukti yang telah penulis aplikasikan adalah pengenalan
WPU di kota Yogyakarta dengan mengambil kasus beberapa
desa yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta
sebagai bagian paling dinamis dari WPUnya. Dengan men-
dasarkan zonifikasi vang ada, ternyata kecenderungan per-
kembangan kota baik ditilik dari segi fisikal maupun dari
sisi demografis dapat diketahui dengan jelas. Hal ini sangat
penting dipahami para pemerhati masalah perkotaan,
khususnya penentu kebijakan keruangan dalam rangka pe-
ngendalian perkembangan kota, sehingga sejak dini dapat
diketahui kemungkinan timbulnya dampak negatif ter-
hadap lingkungan dan sejak dini pula dapat dilakukan
Ia1"81<F:lh-1angkah antisipatif untuk mengatasinya.

Memang dalam tataran praktik dan kemajuan tekno-
logi seseorang dapat memantau kecenderungan kota dengan
Tnenggunakan alat bantu foto udara atau remote Sensing
'mageries lainnya, namun hal ini hanya dapat mengungkap-
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angan fisikal kekotaannya dan bukan kechde
rungan perkembangan sosio-demografisnya. KeCEHdenm
an perkembangan fisikal tidak selalu koinsiden dengap =
kembangan sosio demografis sehingga dengan mengety,
kecenderungan perkembangan kota dari dimensi yan & ber
beda-beda diharapkan dapat menjadi dasar yang lebih kyj o
untuk penyusunan kebijakan antisipatif baik dar Segi
spasial, fisikal, sosial, ekonomi dan kultural.

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini adalah
kasus kota Yogyakarta. Dengan mendasarkan pada zoni-
fikasi di atas dapat diketahui perkembangan spasial-fisikal
yang terjadi yaitu ke arah utara, baik ke arah utara-timur
(timur laut) maupun ke arah timur barat (barat laut) walau-
pun intensitas perkembangannya berbeda (Gambar 3.8 a
dan 3.8 b).

kan perkemb



LEGENDA :
Batas Desa 2] Zobikodes
— Jalan [3] Zobidekot
(3j Zobikot (4] Zobides

Gambar 3.8 (a) Zonifikasi WPU Kota Yogyakarta atas dasar
Bentuk Pemanfaatan Lahan. Kasus Kota Yogyakarta,
Tahun 1988



LEGENDA :
- Balas Desa (2] Zobikodes
(11 Zobikot [4) zobides __—

Gambar 3.8 (b) Zonifikasi WPU Kota Yogyakarta atas dasar
Bentuk Pemanfaatan Lahan. Kasus Kota
Yogyakarta, Tahun 1998
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Di bagian barat laut diidentifikasi peralihan status dari
sobidekot menjadi zobikodes sedangkan di bagian timur laut
teridentifikasi perubahan dari zobikodes menjadi zobikot. Hal
ini mengindikasikan bahwa ke arah itu pula terjadinya kon-
versi lahan-lahan pertanian paling banyak terjadi. Semen-
tara itu di bagian tenggara tidak menunjukkan perubahan
status sifat kekotaan yang berarti. Hal ini akan terlihat lain
manakala perspektif lain digunakan untuk memantau per-
ubahan sifat kekotaan tersebut.

Namun demikian ditilik dari sisi lain, yaitu sosio-demo-
grafis ternyata ke arah selatan-barat (barat daya) menunjuk-
kan perubahan sosic-demografi yang sangat signifikan dari
status zobides ke status zobikot dan hal ini tidak terdeteksi
dari kecenderungan perkembangan fisikal (Gambar 39 a
dan Gambar 3.9 b).
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Batas Desa
—— Jalan

(7] Zobikot

LEGENDA :

{z] Zobikodes
3] Zobidekot
(4] Zobldes

Gambar 3.9 (a) Zonifikasi WPU atas dasar Komposisi Mata Pencaharian.
Kasus Sebagian WPU Kota Yogyakarta. Tahun 1988
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LEGENDA :

Batas Desa [2] Zobikodes
—— Jalan [3] Zobidekot
(1] Zobikot [4] Zobides

Gambar 3.9 (b) Zonifikasi WPU atas dasar Komposisi Mata Pencaharian.
Kasus Sebagian WPU Kota Yogyakarta. Tahun 1998
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Hal ini telah mengindikasikan adanya perubahan
struktural sosio-demografis yang signifikan di bagian barat
dava. Demikian pula halnya di bagian utara juga terlihat
perubahan vang sangat signifikan, dari semula bersifat
Zobikodes di bagian utara pada tahun 1988 menjadi bersifat
Zobikot pada tahun 1998 yang berarti sifat kekotaan semakin
tampak dengan jelas dari segi komposisi demografisnya,
khususnya mengenai mata pencahariannya. Sementara itu
pada bagian-bagian lain seperti di bagian barat tampak
belum menunjukkan perubahan yang berarti dan signifikan.

Apabila hal ini tidak diikuti oleh adanya konversi lahan
pertanian menjadi lahan non-pertanian yang signifikan
dapat dipastikan bahwa di bagian ini telah terjadi densifikasi
permukiman yang substansial dan hal ini sangat perlu di-
monitor, karena densifikasi yang tidak terkontrol merupa-
kan biang keladi terciptanya kekumuhan dalam permukim-
an dan deteriorisasi lingkungan. Oleh karena formulasi ke-
bijakan pengendalian kota tidak dapat hanya mendasarkan
pada satu dimensi saja, maka keberadaan media yang dapat
membantu mengenali kecenderungan perkembangan kota
dari berbagai dimensi akan lebih bermanfaat.m
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Bagian Empal’

]

Transformasi Wilayah Peri Urban

4.1 Pendahuluan

WiravaH Peri Urban merupakan suatu wilayah yang paling
dinamis kondisinya dibandingkan dengan bagian-bagian
lain baik di bagian dalam kota maupun di daerah perdesaan.
Hal ini sangat wajar karena bagian ini merupakan sasaran
pendatang baik penduduk maupun fungsi-fungsi yang ber-
asal dari bagian dalam kota, kota-kota lain maupun dari
wilayah perdesaan untuk bertempat tinggal atau berke-
dudukan. Mengenai masalah faktor pendorong dan penarik
mengapa penduduk dan fungsi menuju ke daerah ini telah
dikemukakan pada bagian sebelumnya. Sebagai akibat ke-
datangan penduduk dan fungsi yang terus-menerus ke
bagian ini sudah dapat dipastikan bahwa daerah ini akan
mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan
inilah yang diartikan sebagai transformasi wilayah. Oleh
karena perubahan itu sendiri menyangkut berbagai matra,
maka transformasi wilayah yang akan dikemukakan juga
akan disoroti dari berbagai matra pula, khususnya mengenai
kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan abiotik, biotik,
sosial, demografis, ekonomi dan kultural wilayah ini akan
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mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang tidak
sama di bagian-bagian wilayahnya. Secara umum akan ter-
lihat distance decay principle yang dapat diidentifikasi, di
mana makin jauh jarak dan lokasi terhadap lahan kekotaan
terbangun utama, maka makin rendah tingkat intensitas
perubahan/transformasi wilayah yang terjadi dan begitu
pula sebaliknya. Suatu wilayah adalah sebuah entitas yang
terbentuk dari berbagai elemen wilayah dan membentuk
suatu karakteristik yang dapat dibedakannya dengan wila-
yah lain. Adalah suatu hal yang sangat sulit untuk menge-
mukakan transformasi wilayah sebagai suatu entitas sekali-
gus, sehingga dalam bagian ini matra-matra wilayah dari
segi lingkungan yang berbeda-beda akan dikemukakan
secara terpisah dengan maksud untuk memperoleh pe-
mahaman makna yang lebih baik. Di sinilah letak perbedaan
antara pemahaman mengenai wilayah (region) dengan ruang
(space) berada. Pada hakikatnya, transformasi spasial yang
terjadi khususnya di WPU adalah suatu transformasi sifat-
sifat kedesaan menjadi sifat kekotaan dalam berbagai matra,
yang dalam pengertian umum dikenal sebagai the process of
becoming urban. Ungkapan tersebut tidak lain merupakan
pengertian urbanisasi secara umum (Yunus, 2006). Hal inilah
yang menjadi ciri khas WPU dibandingkan dengan wilayah
lainnya. Transformasi lingkungan dari satu matra/sebagian
matra saja akan tercermin sebagai transformasi spasial dan
aktualisasinya akan berwujud sebagai transformasi spasial
dalam hal lingkungan fisikal saja, lingkungan ekonomi saja,
lingkungan kultural saja dan sebagainya.
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4.2 Transformasi Fisikal WPU

Transformasi fisikal terkait dengan bentuk-bentuk/
gejala kemanusiaan yang bersifat maujud /tangible. Transfor-
masi fisikal yang terjadi adalah merupakan pencerminan
dinamika kehidupan penduduk itu sendiri. Seperti telah di-
jelaskan di bagian depan, bahwa kota sebagai pusat konsen-
trasi kegiatan manusia mempunyai peranan sentral dalam
setiap sendi kehidupan di wilayah yang bersangkutan dan
sekelilingnya, maka pengaruh keberadaan kota terhadap
WPU juga sangat signifikan. Makin mendekati kota, maka
pengaruh yang ditimbulkannya terhadap kondisi lingkung-
an juga semakin kuat. Demikian pula halnya dengan penga-
ruh kota yang timbul terhadap kondisi fisikalnya. Namun
demikian, variasi keruangan yang terjadi di bagian-bagian
tertentu dalam WPU juga cukup besar, karena pengaruh
faktor-faktor tertentu. Sebagai contoh adalah pengaruh
pusat pendidikan yang dibangun di lokasi yang agak jauh
dari kota, maka intensitas pembangunan fisikal yang terjadi
di sekitarnya, kemungkinan besar akan lebih tinggi diban-
dingkan dengan beberapa bagian WPU yang jaraknya ke
kota lebih dekat. Demikian pula halnya dengan pengaruh
aksesibilitas terhadap intensitas pembangunan yang muncul
pada bagian-bagian tertentu dari WPU. Kondisi fisikal ke-
kotaan merupakan indikator normatif yang menjadi acuan
setiap bentuk transformasi fisikal ruang yang bersangkutan.
Terkait dengan konsepsi morfologi kota (urban morphology)
ada empat hal pokok yang selalu digunakan sebagai bahan
pembahasan, yaitu (1) karakteristik bentuk pemanfaatan
lahan (land use characteristics), (2) karakteristik bangunan
(building characteristics), (3) karakteristik permukiman (settle-
ment characterisrtics) dan (4) karakteristik sirkulasi (circula-
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tion characteristics) (Hinderink dan Sterkenburg, 1975, Smailes,
1981, Yunus, 2005). Selanjutnya, pembahasan mengenai
transformasi fisikal akan difokuskan pada tiga hal tersebut.

4.2.1 Transformasi Bentuk Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan dapat ditinjau dari berbagai matra
antara lain dari segi bentuk /tipe, hukum, ekonomi, sosial,
objek, subjek, orientasi, rotasi, produksi, produktivitas, poli-
tik dan budaya, sehingga wacana yang berkaitan dengan
pemanfaatan lahan pun juga sangat luas adanya. Dalam sub
bab ini tidak semua tinjauan yang berkaitan dengan peman-
faatan lahan akan dibahas, namun hanya salah satu aspek
dari padanya yaitu mengenai bentuk pemanfaatan lahan
saja. Hal ini terkait dengan fokus wacana yang dibangun
yaitu transformasi fisikal di WPU. Berbagai sarjana telah
mengemukakan berbagai sistem klasifikasi bentuk pe-
manfaatan lahan, sehingga peneliti dapat mengacu sesuai
dengan tujuan penelitiannya.

Dalam bagian ini yang perlu dikemukakan adalah
upaya membedakan bentuk pemanfaatan lahan non-kekota-
an (non-urban land uses) dan bentuk pemanfaatan lahan ke-
kotaan (urban land uses), karena wacana transformasi fisikal
pada umumnya dan transformasi bentuk pemanfaatan
lahan pada khususnya di WPU adalah transformasi bentuk
pemanfaatan lahan non-urban menjadi bentuk pemanfaatan
lahan urban dengan segala variasinya. Pada dasarnya, bentuk
pemanfaatan lahan adalah artikulasi kegiatan manusia yang
ada di atas sebidang lahan. Hal yang membedakan antara
bentuk pemanfaatan lahan non-urban dan urban adalah
orientasi pemanfaatan lahan yang bersangkutan. Secara tepat
dan terinci memang sangat sulit untuk membedakannya,
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khususnya di WPU karena pada bagian ini terlihat aneka
bentuk hibrida antara bentuk pemanfaatan lahan non-urban
dan bentuk pemanfaatan lahan urban. Di bagian sebelum-
nya sudah dikemukakan bahwa WPU merupakan wilayah
yang berada di antara dua kutub pemanfaatan lahan yang
berbeda, yaitu wilayah yang seratus persen ditandai oleh
bentuk pemanfaatan lahan urban dan wilayah yang seratus
persen ditandai oleh bentuk pemanfaatan lahan non-urban.
Oleh karena perembetan kenampakan fisikal kekotaan ke
arah luar (urban sprawl) merupakan fenomena yang tidak
dapat dicegah, khususnya di negara berkembang di mana
kenaikan jumlah penduduk dan kegiatan di wilayah per-
kotaan tidak dapat dicegah pula. Kebutuhan akan lahan
untuk menampung kebutuhan akan permukiman dan non-
permukiman (fungsi lain) selalu meningkat sejalan dengan
peningkatan jumlah penduduk dan fungsi dan sementara
itu open spaces di bagian dalam wilayah perkotaan nyaris
habis atau mungkin sudah habis. Atas dasar inilah maka
tidak ada pilihan lain kecuali membangun permukiman dan
fungsi-fungsi yang baru di bagian luar kawasan terbangun
yang masih merupakan daerah persawahan/pertegalan/
perkebunan atau bentuk pemanfaatan lahan pertanian lain-
nya.

Bentuk-bentuk hibrida mana terlihat di daerah per-
mukiman maupun daerah non-permukiman. Sebagai contoh,
untuk mengenali bentuk pemanfaatan lahan permukiman
yang di dalamnya terdiri dari bangunan rumah, halaman
rumah, bangunan non-rumah memang memerlukan kerja
yang memakan waktu yang lama, karena peneliti harus
mengidentifikasi setiap bangunan yang ada. Di samping itu
pula, setiap bangunan yang adapun terkadang mencermin-
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kan sifat hibrida pula. Secara tegas memang dapat diung-
kapkan bahwa bentuk pemanfaatan lahan wurban adalah
bentuk pemanfaatan lahan yang orientasi pemanfaatan
lahannya bersifat kekotaan /untuk kepentingan sektor ke-
kotaan/urban. Demikian pula halnya dengan bentuk pe-
manfaatan lahan non-urban/agraris adalah bentuk peman-
faatan lahan yang orientasi pemanfaatan lahannya diarah-
kan untuk kepentingan sektor pertanian. Di bagian dalam
kota/dekat dengan pusat kota misalnya, hal tersebut dapat
dikenali dengan mudah, karena 100% atau hampir 100%
bentuk pemanfaatan lahannya bersifat urban. Demikian pula
untuk daerah perdesaan yang jauh dari kota, orientasi bentuk
pemanfaatan lahannya adalah 100% atau mendekati 100%
untuk kegiatan non-urban/agraris.

Upaya identifikasi transformasi sifat non-urban ke ur-
ban dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yang secara
garis besar adalah dengan membagi bagian WPU ke dalam
unit-unit analisis. Unit-unit mana akan dijadikan dasar kate-
gorisasi bentuk pemanfaatan lahan urban atau non-urban.
Kemendalaman analisis yang mendasarkan pada unit-unit
analisis sangat tergantung pada beberapa faktor antara lain
(1) tujuan penelitian; (2) kemendalaman penelitian; (3) ke-
mendalaman pengetahuan peneliti mengenai substansi
yang akan diteliti; (4) penguasaan teknik-teknik identifikasi
dar'1 (5) kompleksitas kenampakan yang terjadi. Tujuan pe-
nelitian menentukan penentuan rinci atau tidaknya kriteria
yang digunakan untuk menentukan unit analisis. Sebagai
;ZI:;’: ;dalah upaya identifikasi yang bertujuan untuk survai
i ;;:aff.iph‘-’hmmary survey) peneliti tidak dituntut
b Sei:il ann}.'a ke dalam ben.t-uk~ben tuk pemanfaat-

a detail, namun apabila tujuan penelitiannya
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bermaksud untuk menyajikan data terkait dengan kebijakan
pengendalian lahan, khususnya pengendalian harga lahan
maka identifikasi yang dijalankan harus bersifat detail. Besar
kecilnya unit analisis sangat menentukan rinci atau tidaknya
suatu pengamatan, karena makin besar unit analisis yang
ditentukan, maka derajad generalisasinya juga akan makin
besar dan hal ini berarti ada gejala-gejala tertentu yang di-
hilangkan dan hal ini cocok untuk pengamatan yang ber-
tujuan untuk memperoleh gambaran garis besar mengenai
wilayah yang diteliti. Untuk pengamatan detail diseyogia-
kan untuk menentukan unit analisis vang lebih kecil se-
hingga pengamatan detail dapat dilaksanakan dan derajad
generalisasi ruang dapat dilaksanakan seminimal mungkin.
Kemendalaman analisis penelitian juga menentukan
besar kecilnya unit analisis vang dibuat. Untuk analisis yang
mendalam identifikasi unit analisis yang besar akan mengu-
rangi akurasi identifikasi, karena terlalu banyak gejala yang
terpaksa harus dieliminir dengan tujuan untuk memperoleh
gambaran umumnya. Untuk penelitian mendalam tujuan-
nya tidak sekadar memperoleh gambaran umum, namun
bertujuan untuk memperoleh hasil pengamatan yang men-
dalam dan hal ini hanya dapat dicapai apabila unit analisis
yang direncanakan merupakan unit-analisis yang kecil.
Kemendalaman pengetahuan peneliti juga menentu-
kan detail atau tidaknya analisis vang dilakukan. Semakin
mendalam pengetahuan seseorang peneliti mengenai sub-
stansi yang akan dibahas, maka semakin mendalam pe-
mahamannya terhadap objek kajiannya dan hal ini akan me-
nentukan karya ilmiah yang disajikan. Identifikasi variabel-
variabel yang berpengaruh terhadap dinamika kehidupan/
lingkungan di WPU sangat tergantung dari pengetahuan
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peneliti. Pengetahuan peneliti sangat ditentukan oleh
banyak sedikitnya sumber-sumber bacaan yang telah di-
pelajarinya. Makin banyak acuan yang telah dipelajari, maka
makin luas dan mendalam pengetahuan penelit' terhadap
objek kajiannya.

Penguasaan teknik-teknik identifikasi mempunyai
peranan sentral dalam hal ini. Oleh karena ruang pengamat-
an yang dilakukan biasanya meliputi areal yang luas, maka
mengandalkan pada pengamatan terestrial semata akan
sangat fime consuming, cost consuming dan labour force con-
suming. Untuk mengatasi hal tersebut memang disarankan
untuk memanfaatkan teknik (inderaja) penginderaan jauh.
Kerja terestrial hanya diperlukan sebagai teknik komple-
menter yang bertujuan untuk verifikasi kenampakan yang
masih dirasa agak meragukan.

Untuk memperjelas pemahaman mengenai transfor-
masi bentuk pemanfaatan lahan, berikut ini dikemukakan
salah satu sistem klasifikasi bentuk pemanfaatan lahan rinci
dan khusus untuk kenampakan bentuk pemanfaatan di
Indonesia yang dikemukakan oleh Malingreau (1981).
Dalam beberapa hal, klasifikasinya masih mengandung ke-
rancuan antara bentuk pemanfaatan lahan dan bentuk pe-
nutup lahan. Untuk mengatasi hal ini peneliti harus bersifat
lebih hati-hati agar klasifikasi yang dikemukakan betul-betul
akurat. Dalam sistem klasifikasi yang dibuat, Malingreau
mendasarkan pada tiga kriteria utama, yaitu (1) karakteristik
fisiognomi, (2) karakteristik fungsional dan (3) karakteristik
ekologi yang di dalamnya terdapat karakteristik floristik
dan karakteristik geografis. Masing-masing karakteristik di-
berisimbol yang berbeda-beda, yaitu simbol P (karakteristik
fisiognomi), simbol N (karakteristik fungsional), simbol F
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(karakteristik floristik) dan simbol G (karakteristik geo-
grafis). Berdasarkan karakteristik tersebut sarjana ini menge-
mukakan empat golongan besar bentuk pemanfaatan lahan,
yaitu (1) perairan (water), (2) areal tertutup vegetasi (vegetated
aren), (3) areal tak bervegetasi/tidak ditanami (non vegetated,
non cultivated arena), (4) areal permukiman terbangun (settle-
ment built up area).

Perairan meliputi (1) badan perairan yang di dalamnya
termasuk laut, danau, kolam, waduk, lahan tergenang dan rawa,
(2) perairan mengalir termasuk sungai, saluran irigasi, saluran
drainase. Areal tertutup vegetasi ditekankan pada kegiatan
manusia yang mengolahnya sehingga ada dua sub kategori
di dalamnya, yaitu (1) lahan yang diolah manusia dan (2)
lahan yang tidak diolah manusia. L.ahan yang diolah manu-
sia (cultivated land) digolongkan ke dalam 2 golongan lagi
yaitu (a) lahan yang diolah manusia secara permanen dan
(b) lahan yang diolah oleh manusia namun secara tidak per-
manen. Lahan yang tidak diolah oleh manusia dan tertutup
oleh vegetasi termasuk di dalamnya primary forest, secondary
forest, shrubs, grass, forest plantation, reforestation. Lahan yang
tidak tertutup oleh vegetasi ditekankan pada tidak adanya
usaha manusia yang mengusahakannya termasuk di dalam-
nya critical lands, coastal sands, rock outcrops, lava and lahars,
sand bars in river, open pits. Permukiman terbangun meliputi
town, kampung/rural, airport, communication network, revreation
areaq.

Untuk studi WPU khususnya dalam rangka mengenali
apakah satu bentuk kategori yang dikemukakan masuk ke
dalam kategori urban atau non-urban, klasifikasi tersebut
masih memerlukan penjelasan tambahan. Misalnya terkait
dengan vegetated area yang termasuk ke dalam hutan kota,
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apakah masuk ke dalam urban use atau non-urban use? Dengan
mengaitkan dengan orientasi pemanfaatan lahannya, maka
seseorang akan mudah menjelaskannya bahwa hutan kota
akan masuk ke dalam kategori urban. Hal ini lain dengan
hutan produksi yang terletak jauh dari kota dengan orientasi
pemanfaatan lahan utama adalah untuk memperoleh hasil
kayu atau produksi lainnya, maka jenis hutan tersebut masuk |
ke dalam kategori non-urban. Demikian halnya dengan
kategori permukiman terbangun ada sebagian yang masuk [
ke dalam sifat kekotaan, kedesaan dan bentuk-bentuk |
hibrida, sehingga pemahaman yang mendalam mengenai
hal ini perlu dimiliki oleh peneliti agar supaya analisis yang
dibangun dapat mencerminkan kemendalaman analisis.

4.2.2 Transformasi Karakteristik Bangunan

Bangunan yang dimaksudkan dalam hal ini tidak hanya
meliputi bangunan untuk permukiman/tempat tinggal se-
mata, namun juga meliputi bangunan yang dimanfaatkan
untuk mengakomodasikan ke glatan manusia. Upaya untuk
memahami karakteristik bangunan, seseorang dapat bertitik
t_olak. dari berbagai tinjauan, antara lain luas bangunan,
tinggi bangunan, kondjs; Material bangunan, tampilan arsi-
tektural bangunan, Proses pembangunan ity sendiri, kepe-

a letak bangunan, status bangunan,

milikan bangunan, ta¢
fungsi bangunan, k
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mengindikasikan sifat kedesaan atau kekotaan. Sebagai
contoh misalnya mengenai luas bangunan, tidak dapat
mengindikasikan apakah sifat kedesaan atau sifat kekotaan
ditandai oleh luas bangunan yang sempit atau tidak sempit?
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa bangunan di
daerah perdesaan ada yang sempit dan ada pula yang luas,
demikian pula halnya dengan bangunan di daerah perkota-
anada yang sempit namun banyak pula yang luas. Dengan
demikian karakteristik bangunan ditinjau dari segi luasnya
tidak dapat digunakan sebagai dasar kategorisasi kedesaan
ataupun kekotaan, walaupun karakteristik wilayah perdesa-
an antara lain ditandai oleh tersedianya lahan kosong yang
lebih luas daripada wilayah perkotaan, sehingga memung-
kinkan penduduk untuk membuat/mendirikan bangunan
yang relatif lebih luas dibandingkan dengan penduduk per-
kotaan. Namun demikian, suatu transformasi spasial dari
segi luasan bangunan yang disebabkan oleh hal-hal tertentu,
memang menunjukkan gejala yang dapat diamati, khusus-
nya bagi masyarakat yang masih mengandalkan hidupnya
pada kegiatan pertanian dan gejala ini memang merupakan
bagian dari bentuk transformasi spasial itu sendiri. Contoh
lain yang dapat dikemukakan di sini adalah kondisi kualitas
danarsitektural bangunan. Di daerah kawasan Temanggung,
khususnya di lereng Gunung Sindoro terkenal dengan ke-
glatan pertanian kentang, tembakau atau sayuran yang
sangat bagus dan hampir sebagian besar penduduk terlibat
dalam kegiatan tersebut. Oleh karena komoditas pertanian
tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi tidak meng-
herankan apabila penduduk di kawasan ini mampu mem-
peroleh penghasilan yang cukup tinggi pula sehingga
mampu membuat bangunan tempat tinggal yang relatif
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bagus untuk ukuran perdesaan bahkan untuk perkotaan
sekalipun. Dari sisi ini orang akan menyangka bahwa kuali-
tas maupun arsitektur bangunan yang ada berasosiasi
dengan karakteristik bukan kedesaan pada umumnya yang
dianggap menampilkan penghasilan rendah, permukiman
kurang baik, arsitektural tradisional dan konotasi inferior
lainnya. Namun apabila ditilik dari segi orientasi peman-
faatannya, seseorang secara langsung dapat menyimpulkan
bahwa bangunan yang ada bersifat kedesaan karena di
samping sebagai tempat tinggal petani, bangunanyang ada
dimanfaatkan untuk mengakomodasikan kegiatan pertani-
an utamanya, yaitu terdapatnya ruang khusus yang men-
cirikhasi kegiatan utama penduduknya antara lain tempat
untuk merajang tembakau, menyimpannya atau kegiatan yang
berkaitan dengan pertanian tembakau (bagi petani tembakau), dan
hal ini terlihat pula dengan pertanian kentang/sayuran lainnya
(bagi petani sayuran dan kentang). Bagi petani lainnya/nelayan
juga mempunyai karakteristik pemanfaatan ruang di dalam
rumah yang terkait dengan mata pencahariannya.

Dari sekian banyak karakteristik bangunan yang dapat
digunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasi apakah
sebuah/sekelompok bangunan telah mengalami transfor-
masi dari sifat kedesaan ke sifat kekotaan adalah karakteris-
tik orientasi pemanfaatannya. Orientasi pemanfaatan bangun-
an tidak lain merupakan artikulasi kegiatan penduduk dengan
cara mendayagunakan bangunan tempat tinggalnya atau bangun-
an bukan tempat tinggal dalam menyelenggarakan kehidupannya.
Oleh karena upaya identifikasi orientasi pemanfaatan
bangunan di WPU selalu dikaitkan dengan sifat kedesaan
maupun sifat kekotaan, maka secara garis besar ada dua
macam karakteristik orientasi pemanfaatan bangunan, yaitu
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orientasi kedesaan di satu sisi dan orientasi kekotaan di sisi
yang lain. Orientasi kedesaan adalah sebuah artikulasi pe-
manfaatan bangunan yang terfokus pada kepentingan
sektor kedesaan yang secara umum dikenal sebagai sektor
agraris, sedangkan orientasi kekotaan terfokus pada kepen-
tingan sektor non-agraris.

Transformasi Orientasi Pemanfaatan Bangunan (OPB) di
Jawa pada umumnya banyak terjadi di WPU. Hal ini di-
mungkinkan karena di WPU sendiri merupakan wilayah
yang sedang mengalami transformasi pada segala aspek ke-
hidupannya. Oleh karena WPU sendiri sebelumnya me-
rupakan wilayah yang bersifat kedesaan, maka segala aspek
kehidupan penduduknya juga diwarnai oleh sifat kedesaan
yang kental pula. Banyaknya pendatang baik penduduk
maupun fungsi ke WPU, maka tingkat pertambahan pen-
duduk di WPU menjadi sedemikian tinggi dibandingkan
dengan bagian dalam kota di mana ruang terbuka nyaris
habis atau bahkan sudah habis sama sekali. Bagi pendatang
yang belum mempunyai kemampuan untuk memiliki lahan
dan rumah sendiri, pada umumnya menyewa rumah pen-
duduk yang sudah ada baik rumah penduduk asli maupun
rumah penduduk pendatang. Di sinilah pemicu terjadinya
proses transformasi orientasi pemanfaatan bangunan ter-
lihat. Kalau semula, pada saat wilayah tersebut masih me-
rupakan wilayah yang didominasi oleh kegiatan pertanian
dan sebagian besar penduduk masih merupakan penduduk
petani, maka orientasi pemanfaatan bangunan tempat
tinggal dan bangunan-bangunan di sekitarnya adalah untuk
menopang segala bentuk kegiatan pertanian. Hal ini terlihat
dari tidak adanya partisi secara khusus di dalam rumabh,
karena petani memerlukan ruangan yang besar untuk meng-
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akomodasikan kegiatannya. Bangunan-bangunan khusus
seperti kandang ternak, tempat untuk menyimpan alat-alat
pertanian, tempat untuk menyimpan hasil pertanian,
halaman yang luas untuk menjemur hasil pertanian terlihat
mendominasi orientasi pemanfaatan bangunan rumah dan
bangunan-bangunan lainnya.

Sejalan dengan makin hilangnya lahan-lahan pertanian,
makin pudar pula orientasi pemanfaatan bangunan rumah
untuk kegiatan pertanian dan sementara itu pendatang-
pendatang baru yang membutuhkan tempat tinggal makin
banyak. Keberadaan bangunan yang luas dan tidak ada
partisi di dalamnya, kemudian diubah sedemikian rupa
menjadi ruang yang disekat-sekat untuk menampung pen-
datang yang membutuhkan tempat tinggal. Dalam hal tata
ruang bangunan rumah mulai tampak transformasi orientasi,
yaitu dari orientasi pertanian menjadi orientasi non-
pertanian. Orientasi kedesaan pemanfaatan bangunan
rumah tinggal menjadi orientasi kekotaan bangunan rumah
tinggal. Demikian pula halnya mengenai halaman/
pekarangan relatif luas di kiri kanan rumah cenderung
mengalami fragmentasi baik karena pewarisan maupun
karena transaksi jual beli lahan. Proses bertambahnya
jumlah penduduk di WPU ternyata diikuti oleh proses
densifikasi yang semakin intensif sehingga pola permukim-
an umum yang semula berorientasi rural juga mengalami
perubahan menjadi berorientasi urban.

Karakteristik bangunan dari segi arsitektural tradisio-
-nal yang memang memfasilitasi terciptanya ruang yang
" lebar di bagian dalam rumah mulai menunjukkan perubah-
an yang sangat signifikan. Bangunan rumah dengan banyak
tiang memungkinkan terciptanya ruang yang relatif lebih
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lebar. Pada tipe bangunan yang berkembang kemudian, ke-
beradaan tiang yang banyak di bagian dalam bangunan
mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sekat-sekat per-
manen yang kemudian membentuk kamar-kamar yang
lebih sempit. Disadari atau tidak, persepsi penduduk me-
ngenai tata ruang bangunan rumah mulai berubah, yang
semula berorientasi ke kegiatan pertanian mulai berubah
ke bentuk orientasi non-pertanian.

Dari segi ukuran rumah juga mengalami perubahan.
Ada dua hal penting yang mempunyai pengaruh signifikan
terhadap hal ini yaitu (1) proses deminutisasi lahan dan (2)
pergeseran persepsi mengenai fungsi dan orientasi peman-
faatan bangunan rumah. Proses deminutisasi kepemilikan
lahan baik lahan persawahan maupun lahan pekarangan
tidak dapat dihindarkan di daerah perdesaan di Jawa seiring
dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dua hal berperan-
andalam proses ini, yaitu (a) sistem pewarisan dan (b) sistem
jual beli lahan. Sistem pewarisan di Jawa pada umumnya
menganut apa yang disebut sebagai gavelkin system yaitu
suatu sistem pewarisan lahan yang memberikan lahan ke
anak keturunannya dalam luasan yang sama/relatif sama.
Pewarisan yang sudah berjalan ratusan tahun dengan cara
ini tentu saja mengakibatkan fragmentasi lahan yang terus-
menerus dan makin mengecilnya kepemilikan lahan. Makin
sempitnya persil-persil lahan baik lahan persawahan, per-
tegalan maupun lahan pekarangan akan diikuti pula oleh
makin kecilnya kemungkinan dapat membuat ukuran
rumah yang besar. Lain halnya dengan sistem pewarisan
yang menganut prinogeniture system di mana lahan keluarga
petani hanya akan diwariskan ke anak tertua (biasanya) yang
masih mau nguri-uri kegiatan pertanian dan menekuninya
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sebagai mata pencaharian utama, sedangkan anggota
keluarga lainnya diberi kompensasi berujud uang. Sebagian
besar anggota keluarga lain bekerja di sektor non-pertanian
dan bertempat tinggal di daerah perkotaan. Di beberapa
negara cara ini memang dianut, sehingga di daerah perdesa-
an tidak tampak gejala fragmentasi lahan yang berakibat
deminutisasi kepemilikan/persil-persil lahan.

Banyaknya pendatang baik penduduk dan fungsi
mengakibatkan kebutuhan akan ruang untuk tempat tinggal
maupun bangunan kegiatan tertentu semakin meningkat
secara signifikan. Gejala ini akan selalu diikuti oleh mening-
katnya transaksi jual beli lahan di WPU pada khususnya.
Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan
akan lahan jelas akan mengakibatkan meningkatnya harga
lahan. Semakin banyak permintaan dan semakin sedikitnya
penawaran semakin tinggi dan cepat increasing rate dari harga
lahan. Hal inilah yang merupakan faktor pemicu kedua
fragmentasi lahan yang berakibat deminutisasi persil-persil
lahan/kepemilikan lahan petani pada umumnya. Makin
kecilnya persil akan diikuti oleh makin kecilnya ukuran
rumah yang dibangun oleh petani.

4.2.3 Transformasi Karakteristik Permukiman

Wacana yang berkenaan dengan karakteristik per- J
mukiman ditekankan pada performa spasial dari kesatuan |
tempat tinggal yang di dalamnya terdapat bangunan- |
bangunan baik untuk tempat tinggal maupun bukan. Fasi-
litas tempat tinggal termasuk jaringan air minum, jaringan
listrik, sanitasi, bangunan untuk kantor pemerintah setem-
pat dan lain sejenisnya merupakan bagian yang menyatu
dengan performa permukiman dalam tinjauan ini. Karak-
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teristik permukiman yang menampilkan karakteristik per-
~ desaan pada umumnya suatu struktur yang sangat spesifik
di mana masing-masing kesatuan tempat tinggal terdiri dari
bangunan tempat tinggal, halaman rumah yang cukup luas, lahan
kebun di sekitar rumah (homestadt garden) yang diusahakan untuk
tanaman kebutuhan sehari-hari (sayuran) atau tanaman keras se-
perti bambu/buah-buahan dan kandang ternak besar, tatanan
bangunan yang tidak tertata, antar-bangunan dihubungkan dengan
jalan setapak yang sekadar memfasilitasi pejalan kaki. Sejalan
dengan bertambahnya pemukim di dalam daerah per-
mukiman, maka karakteristik rural settlement menjadi pudar
sehingga secara umum, performa permukiman mempunyai
struktur yang berubah.

Struktur utama permukiman perdesaan tersusun atas
(1) bangunan rumah tinggal berarsitektur tradisional, (2)
halaman luas, (3) keberadaan kebun di kiri kanan bangunan
rumah, (4) komposisi tanaman di kebun yang multi variate,
(5) keberadaan jalan setapak penghubung antar-tetangga,
(6) kepadatan bangunan rendah, (7) jarak antar-bangunan
relatif jauh (Gambar 4.1 dan 4.2).
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Gambar 4.2 Struktur Permukiman Perdesaan Tampak Atas

b
[ Rfapak

Komponen-komponen tersebut secara lambat namun
pasti telah, sedang dan akan mengalami perubahan. Per-
ubahan permukiman tampak pada masing-masing kompo-
nen tersebut. Bangunan rumah tinggal yang semula selalu
mengacu pada bentuk-bentuk tradisional -(dengan
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memperhatikan azas simetris, bentuk-bentuk tertentu seperti
(Joglo, limasan, kampung, dara gepak, panggang pe di Jawa),
(tongkonang di Toraja), (bagonjong di Minangkabau) mulai
ditinggalkan dan beralih ke bentuk-bentuk tidak tradisional
yang bersifat asimetris dan bentuk alien (tipe bangunan
barat).

Halaman luas yang merupakan bagian tidak terpisah-
kan dari komponen struktur permukiman (khusus di daerah
permukiman di dataran rendanh) mulai menyusut, karena
bagian antar-bangunan, mulai ditempati oleh bangunan-
bangunan baru sejalan meningkatnya tuntutan akan ruang
karena bertambahnya jumlah penduduk. Hal inilah yang
memicu densifikasi bangunan dan kalau hal ini berjalan terus-
menerus tidak terkendali, maka permukiman yang terben-
tuk kemudian akan menjadi permukiman padat bangunan,
tidak tertata dan merupakan pemicu terjadinya taudification
(proses pembentukan permukiman kumuh). Dari sisi ini,
struktur permukiman terdiri dari bangunan dengan hala-
man yang tidak luas/semakin menyempit sampai pada
suatu saat nanti akan dapat dilang sama sekali, yaitu suatu
permukiman yang strukturnya terdiri dari bangunan rumah
tinggal semata (lihat sebagai contoh permukiman di per-
kotaan, misalnya kampung kauman di Yogyakarta). Pada saat
itu tercapai klimaks densifikasi bangunan yang disebut se-
bagai titik kematian (death point) di mana di antara bangunan
yang ada tidak tersisa sedikit pun ruang kosong. Daerah
permukimannya hanya terdiri dari bangunan-bangunan
yang tidak mempunyai halaman rumah.

Keberadaan kebun di sekitar tempat tinggal semakin
lama akan semakin hilang. Dari sinilah mulai terjadi distorsi
pemaknaan pekarangan muncul. Pada awalnya, pada masya-
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rakat perdesaan ruang di sekitar rumah dimanfaatkan oleh
penghuninya untuk menghasilkan bahan kebutuhan sehari-
hari baik untuk bahan pangan maupun bahan bangunan.
Tanaman ini oleh masyarakat Jawa pada khususnya diarti-
kan sebagai karang kitri, sehingga muncul istilah pekarangan
yaitu suatu ruang di sekitar tempat tinggal yang dimanfaat-
kan untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan me-
nanam jenis-jenis tanaman tertentu. Sejalan dengan per-
tambahan jumlah penduduk, keberadaan pekarangan mulai
menyusut sampai ke batas waktu di mana tanaman yang
menjadi karakteristik pekarangan hilang sama sekali dan
bagian ruang di sekitar rumah termasuk bagian ruang di
mana rumahnya didirikan masih saja dinamakan pekarang-
an.

4.2.4 Transformasi Karakteristik Sirkulasi

Sirkulasi dalam pembahasan ini dimaksudkan sebagai
hal yang menunjang terciptanya gerakan penduduk dan
barang. Dengan demikian secara spesifik sirkulasi terfokus
pada pembahasan mengenai prasarana dan sarana transpor-
tasi. Pada daerah perdesaan prasarana transportasi terlihat
masih sangat sederhana dan kebanyakan belum mengalami
pengerasan dengan aspal atau betorn. Kebanyakan masih me-
rupakan jalan tanah atau makadam. Di Indonesia, khususnya
di daerah perdesaan Pulau Jawa, kondisi prasarana trans-
portasi utamanya, sudah mengalami perbaikan yang signifi-
kan bahkan sampai dengan daerah yang terpencil sekalipun
sudah diperkeras dengan aspal dan beberapa di antaranya
dengan beton yang dilaksanakan secara swadaya. Demikian
pula halnya dengan sarana transportasi, tampak bahwa
sampai dengan daerah perdesaan terpencil pun kebanyakan
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sudah terjangkau alat transportasi umum. Lain halnye
dengan kondisi daerah perdesaan di luar Jawa, kebanyakan
prasarana transportasi masih merupakan jalan tanah dan
adabeberapa di antaranya yang sudah merupakan makadam.
Demikian pula halnya dengan sarana transportasinya, ke-
banyakan daerah perdesaan masih belum terjangkau alat
transportasi umum. Permukiman di Pulau Jawa telah ter-
bentuk selama berabad-abad, sehingga membentuk sistem
permukiman (settlement network) yang padat dan hal ini telah
mengakibatkan terbentuknya sistem komunikasi dan trans-
portasi yang padat dan telah i crkembang dibandingkan
dengan di luar Jawa.

Transformasi prasarana transportasi di Pulau Jawa dapat
diamati dari segi kerapatan jaringan jalan beraspal, serta
kompleksitas rambu-rambu yang ada. Di daerah perdesaan
walaupun sudah terjangkau oleh jalan beraspal namun
hanya jalan utamanya saja sedangkan jalur jalan sekunder
atau tertier tidak atau belum beraspal sementara itu di
daerah perkotaan, semua jalur jalan sampai ke jalur tertier
sudah mengalami pengaspalan. Rambu-rambu lalu lintas
yang mengatur kelancaran dan keselamatan pengguna jalan
di daerah perkotaan jauh lebih kompleks dibandingkan
dengan daerah perdesaan. Makin mendekati lahan kekotaan
terbangun kerapatan jalur jalan yang beraspal akan makin
tinggi, sejalan dengan makin meluasnya lahan kekotaan ter-
bangun (urban built up land). Demikian pula halnya dengan
sarana transportasi umum yang tersedia, makin mendekati
lahan terbangun makin banyak sarana ini ditemui dan
makin tinggi frekuensi lintas nya. Bahkan pada bagian-bagian
tertentu di dekat dengan pusat kota, sangat sering terjadi
kemacetan lalu lintas yang menyiratkan sangat tingginya
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kepadatan kendaraan serta kurang memadainya kapasitas
jalan menampung banyaknya kendaraan yang lewat. Ber-
dasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa karak-
teristik sirkulasi dapat mengindikasikan terjadinya per-
ubahan spasial dari sifat kedesaan menjadi kekotaan atau
dari sifat kekotaan rendah (less urbanized) menjadi sifat ke-
kotaan lebih tinggi (more highly urbanized).

4.3 Transformasi Ekonomi WPU

Sejalan dengan perkembangan WPU sebagai akibat
dari pengaruh pertambahan penduduk dan kegiatan, khu-
susnya kegiatan ekonominya juga mengalami perubahan.
Pengaruh kegiatan ekonomi kekotaan yang secara umum
dikaitkan dengan kegiatan ekonomi berorientasi non-agraris
lambat laun akan semakin nyata terlihat. Transformasi ke-
giatan ekonomi kedesaan menjadi kekotaan tampak dalam
beberapa hal antara lain (1) transformasi kegiatan pereko-
nomian yang dilaksanakan oleh penduduk asli dan (2)
meningkatnya kegiatan perekonomian yang diprakarsai
oleh penduduk pendatang.

4.3.1 Perspektif Kegiatan Penduduk Asli

Munculnya kegiatan perekonomian baru yang dipra-
karsai oleh penduduk lokal merupakan respon rasional
yang muncul sebagai akibat perubahan fisikal yang terjadi
dan bertambahnya penduduk. Perubahan fisikal di WPU
khususnya yang berkaitan dengan perubahan bentuk pe-
manfaatan lahan agraris menjadi non-agraris telah meng-
akibatkan hilangnya sumber penghasilan petani dan halini
akan berakibat makin menurunnya jumlah penduduk yang
berstatus sebagai petani. Semakin mendekati lahan kekota-
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an terbangun, semakin besar proporsi petani yang berubak:
profesinya menjadi non-petani. Beberapa kegiatan ekonomi
yang muncul antara lain (1) kegiatan perdagangan dan (2)
kegiatan jasa.

Kegiatan perdagangan penduduk asli pada umumnya
merupakan kegiatan perdagangan berskala kecil (petty com-
modity) yang bersifat informal. Perdagangan skala kecil yang
dilakukan penduduk asli antara lain penjaja sayuran keliling,
warung makan kecil, toko penyedia kebutiuhan sehari-hari. Penjaja
sayuran keliling/makanan ringan kebutuhan sehari-hari
memberikan kemudahan bagi penduduk WPU karena se-
tiap hari penduduk dapat memperoleh kebutuhan sayuran/
daging/telur segar dengan variasi yang besar sehingga dapat
mengurangi pengeluaran untuk pergi ke pasar baik pasar
tradisional maupun super market. Di samping itu harga yang
ditawarkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga
komoditas sama di super market namun sedikit lebih tinggi
dibandingkan dengan harga di pasar tradisional. Keberada-
an mereka merupakan ciri khas di WPU Indonesia. Warung
makan kecil banyak diusahakan oleh penduduk asli di ling-
kungan yang banyak pendatangnya untuk memenubhi
khususnya kebutuhan mahasiswa/pelajar dan para pekerja
golongan bawah. Golongan ini merasa diuntungkan oleh
keberadaan mereka karena harga makanan yang relatif murah
dan menghemat waktu belajar bagi mahasiswa/pelajar. Bagi
pekerja industri/pabrik yang menghabiskan waktunya di
tempat kerja sangat terbantu oleh keberadaan warung makan
kecil di lingkungan mereka, karena para pekerja dapat mem-
peroleh kebutuhan makan kapan saja mereka mau. Toko
kecil serba ada walaupun dalam jumlah komoditas yang
tidak terlalu banyak sangat membantu penduduk setempat
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mencukupi kebutuhan sehari-hari selain makan. Dengan
harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan toko-
toko besar, konsumen tetap merasa diuntungkan karena
biaya perjalanan ke toko besar dan biaya parkir kendaraan
dirasa akan lebih tinggi dibandingkan dengan tambahan
harga yang dipatok oleh pengusaha kecil ini dan harus di-
tanggung konsumen.

Kegiatan penduduk asli/lokal yang berkaitan dengan
jasa pada umumnya berwujud sebagai usaha pemondokan.
Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk pendatang
meningkat pula kebutuhan tempat tinggal dan sementara
itu tidak semua pendatang berkeinginan menetap dan
mampu membangun rumah tinggalnya sendiri, sehingga
banyak di antara mereka yang hanya menginginkan ber-
tempat tinggal di rumah pondokan sementara. Mahasiswa,
pelajar, buruh-buruh musiman, pekerja-pekerja di pabrik/
industri, pegawai golongan menengah ke bawah merupa-
kan golongan yang banyak membutuhkan tempat tinggal
sementara. Kondisi inilah yang menggugah pemikiran baru
penduduk asli untuk memanfaatkan peluang memperoleh
tambahan penghasilan baru yang mempunyai risiko gagal
lebih kecil dibandingkan dengan usaha di bidang pertanian
dengan segala bentuk ketidakpastian yang melekat pada-
nya.

Usaha seperti ini akan laku keras di bagian-bagian
tertentu WPU yang dekat dengan institusi yang berkaitan
dengan jumlah orang yang banyak. Di bagian-bagian ini
pada umumnya biaya pemondokan juga menjadi lebih
tinggi dibandingkan dengan tempat yang berlokasi lebih
jauh dari pusat kegiatan tersebut. Secara ekonomis usaha
seperti ini memang memberikan kontribusi yang signifikan
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terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, namun
perlu diingat bahwa ketiadaan monitoring yang cukup ketat
terhadap perilaku pemondok dan sistem pemondokan dapat
membawa dampak kultural maupun psikologis negatif ter-
hadap lingkungan sekitar dan hal ini akan dikupas dalam
transformasi sosio kultural.

Usaha di bidang jasa yang juga marak di WPU adalah
usaha persewaan telpon, komputer dan laundry. Sejalan
dengan kemajuan teknologi informasi, kebutuhan komuni- -
kasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ke-
butuhan sehari-hari. Kebutuhan telpon umum terkadang
masih sangat diperlukan walaupun hampir setiap orang
sudah mempunyai handphone pribadi. Hal ini terkait dengan
tingginya biaya berbicara melalui handphone dan terbatasnya
ruang untuk Short Message Service dalam handphone sehingga
penggunaan telpon masih dirasakan perlu. Untuk kegiatan
akademik, keberadaan komputer merupakan suatu ke-
harusan. Bagi mahasiswa/pelajar yang tidak mempunyai
kemampuan memiliki perangkat komputer lengkap dengan
printernya keberadaan jasa penyewaan komputer sangat
berarti. Di samping itu, berhubung mahasiswa/pelajar
selalu dituntut untuk menggali sumber informasi up to date,
maka akses terhadap jaringan internet baik nasional mau-
puninternasional merupakan hal yang tidak dapat dipisah-
kan dari kehidupan mahasiswa/pelajar. Bagi mahasiswa
dan pelajar yang tidak mampu membangun jaringan inter-
net kehadiran jasa penyewaan komputer dengan jaringan
internetnya sangat membantu mereka. Sebagian penduduk
lokal telah mulai merintis usaha tersebut. Usaha-usaha ter-
sebut merupakan transformasi signifikan yang belum
pernah terpikirkan beberapa puluh tahun yang lampau.
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4.3.2 Perspektif Penduduk Pendatang

Meningkatnya kegiatan ekonomi yang diprakarsai oleh
penduduk pendatang (baik dari bagian WPU yang lain/
dari kota) tampak dalam kegiatan ekonomi yang kebanyak-
an mempunyai skala lebih besar dibandingkan dengan apa
yang dilakukan oleh penduduk asli lokal. Kegiatan ekonomi
yang muncul lebih bervariasi baik yang diusahakan oleh
perorangan maupun institusi. Bagian WPU merupakan
wilayah yang menarik dan prospektif dengan segala ke-
unggulan komparatifnya ditinjau dari segi lokasinya. Bagian
WPU ini juga disebut sebagai Wilayah Pre Urban, karena rona
kekotaan masa depan ditentukan oleh kondisi WPU masa
kini dan merupakan wilayah kekotaan masa depan (Yunus,
2006). WPU merupakan wilayah yang mengelilingi kota,
sehingga dapat dijangkau oleh penduduk kota dalam waktu
yang relatif sangat singkat. Hal ini memungkinkan pemodal
untuk membuka usaha dengan tujuan menarik penduduk
kota sebagai konsumen yang relatif mempunyai penghasil-
an lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perdesaan.
Di samping itu wilayah pinggiran ini menawarkan peman-
dangan alam kedesaan yang sangat diminati oleh penduduk
kota yang dalam kesehariannya bergelut dengan suasana
hiruk-pikuknya lalu lintas beserta kemacetannya, suasana
kerja yang monoton dan selalu berhadapan dengan tembok-
tembok mati. Upaya untuk memecahkan monotonitas ke-
giatan sehari-hari sangat diperlukan dan salah satu di
antaranya mengadakan kegiatan utdoor recreation di WPU dan
hal ini merupakan peluang usaha yang menjanjikan. Oleh
karena peluang usaha ini membutuhkan modal yang cukup
besar, maka pemodal yang berkemampuan untuk itu dapat
melaksanakan dan mereka kebanyakan merupakan pen-
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duduk pendatang atau penduduk di/dari kota dan mem-
buka usaha di WPU.

Sebagai contoh adalah usaha membuka restoran yang
dikelilingi oleh suasana kedesaan yang alami banyak ber-
munculan di WPU. Usaha lain yang lebih besar tampak ber-
kembang pula di bagian WPU ini seperti perhotelan, kom-
pleks perkantoran, kompleks pendidikan, kompleks perbe-
lanjaan dan kompleks industri. Hal ini didasari oleh karak-
teristik WPU yang masih mempunyai lahan terbuka cukup
leluasa untuk didirikannya infra struktur yang besar skala-
nya serta aksesibilitas yang memadai. Oleh karena kom-
pleks tersebut berada di unit pemerintahan tertentu, maka
pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan-kegiatan
besar tersebut akan dinikmati oleh pemerintahan lokal dan
memberikan peluang kesempatan kerja bagi penduduk se-
tempat sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifi-
kan terhadap kesejahteraan penduduk.

Dari beberapa uraian dan contoh yang dikemukakan
diatas dapat disimpulkan bahwa lambat namun pasti telah
terjadi transformasi ekonomi, khususnya penghasilan dari
penghasilan yang lebih rendah menjadi penghasilan yang
lebih tinggi, walaupun sektor pertanian telah kehilangan
lahan pertanian. Munculnya kesempatan kerja di luar sektor
pertanian baik dalam skala kecil maupun besar di WPU
telah memungkinkan penduduk WPU untuk menambah
penghasilannya.

4.4 Transformasi Sosial WPU

Karakteristik WPU yang mempunyai attracting forces
baik bagi penduduk perdesaan maupun penduduk perkota-
an telah mengakibatkan banyaknya pendatang baru baik
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berupa perorangan maupun institusi. Wacana yang berkem-
bang berkaitan dengan transformasi sosial adalah dari sifat-
sifat sosial kedesaan menjadi sifat-sifat kekotaan. Makin
dekat dengan lahan kekotaan terbangun, maka makin kental
suasana kekotaan secara fisikal yang terlihat dan hal ini
selalu berasosiasi secara spasial dengan perubahan-per-
ubahan sosial yang terjadi. Ada beberapa hal yang dapat
dikemukakan berkaitan dengan perubahan sosial ini antara
lain (1) mata pencaharian, (2) keahlian/keterampilan, (3)
kekerabatan, (4) kelembagaan sosial, (5) strata sosial, (6)
kontrol sosial, (7) mobilitas penduduk (Nelson, 1955, Yunus,
2006).

4.4.1 Perspektif Mata Pencaharian

Perubahan yang mencolok dalam hal mata pencaharian
adalah perubahan dari petani menjadi bukan petani. Dalam
beberapa hal, transformasi struktur mata pencaharian di
WPU merupakan berkah tersendiri namun dalam beberapa
hal yang lain akan mengakibatkan dampak negatif. Makin
banyaknya golongan petani yang berubah menjadi non-
petani, mengakibatkan perilaku ekonomi, sosial, kultural
yang berubah pula. Dalam hal besarnya prop:orsi non-petani
yang meningkat di WPU di samping ada perubahan petani
menjadi non-petani, namun juga ada pertambahan jumlah
penduduk non-petani sendiri yang menetap di WPU. Dari
perspektif mata pencaharian penduduk, golongan pen-
duduk petani mempunyai bermacam pendapat. Secara garis
besar ada dua golongan besar dari mereka, yaitu (1) golong-
an petani yang tetap mempunyai komitmen tinggi terhadap
mata pencahariannya, (2) golongan petani yang moderat dan
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(3) golongan petani yang memutuskan untuk meninggal-
kan pekerjaannya sebagai petani.

Golongan petani yang mempunyai komitmen yang
tinggi terhadap bidang pekerjaannya ada dua golongan,
yaitu mereka yang tetap menjadi petani di WPU dan mereka
yang akan pindah ke wilayah perdesaan yang lebih jauh
lagi dengan mengusahakan lahan pertaniannya. Golongan
yang tetap bertahan di WPU mempunyai alasan bahwa
mereka hanya mampu menjadi petani dan golongan ini ter-
dapat di WPU yang belum secara intensif mengalami per-
ubahan fisikal, khususnya bentuk pemanfaatan lahan. Di
kiri kanan areal pertaniannya masih merupakan lahan per-
tanian yang cukup luas, jadi belum terpikirkan bagi mereka
untuk bertahan atau akan berubah. Secara keruangan
mereka ini kebanyakan berada di zona Zobides dan Zobidekot.
Sementara itu ada golongan lain yang tetap bertahan sebagai
petani, namun pindah ke wilayah lain yang masih memung-
kinkan untuk itu. Golongan ini berasal dari bagian WPU yang
lebih dekat ke lahan kekotaan terbangun dan meninggal-
kannya. Oleh karena kondisi yang tidak memungkinkan lagi
mempertahankan lahan pertaniannya karena sesuatu hal,
maka mereka menjual lahannya dan dibelikan lahan per-
tanian baru di lokasi yang lebih jauh. Golongan ini dapat
menikmati lahan pertanian yang lebih luas karena sejumlah
uang hasil penjualan lahan di WPU yang dekat dengan lahan
kekotaan terbangun harganya jauh lebih tinggi daripada
harga lahan pertanian yang lokasinya lebih jauh dari itu
atau di wilayah perdesaan (Zodes). Di samping itu mereka
dapat membangun rumah yang lebih baik kualitasnya dari
rumah mereka sebelumnya. Teror kenaikan harga lahan
yang tinggi di WPU khususnya pada lokasi yang dekat
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dengan lahan kekotaan terbangun serta adanya gangguan
terhadap kegiatan pertanian dan kecenderungan menurun-
nya produksi dan produktivitas lahan pertanian yang dekat
dengan lahan kekotaan terbangun merupakan driving forces
yang sangat kuat untuk meninggalkan kegiatan pertanian-
nya di daerah semula (Yunus, 2001).

Golongan petani moderat adalah mereka yang belum
memutuskan apakah akan meninggalkan pekerjaannya
sebagai petani atau tetap mempertahankannya. Golongan
ini akan memutuskan untuk beralih profesi setelah memang
tidak ada pilihan lain lagi. Lahan-lahan pertanian yang telah
terperangkap oleh lahan non-pertanian di sekelilingnya akan
mengakibatkan beberapa hal yang merugikan kegiatan per-
tanian. Terganggunya aliran irigasi, makin banyaknya hama
pertanian karena dekat dengan lahan permukiman, makin
banyaknya gangguan berupa pencurian hasil pertanian,
makin banyaknya gangguan terhadap kualitas air pengairan
karena polusi air oleh kegiatan-kegiatan industri akan meng-
akibatkan komitmen kepertaniannya menjadi pudar walau-
pun dalam beberapa hal mereka masih mampu mengusaha-
kan lahan pertaniannya. Kondisi ini muncul sebagai akibat
leap frogging process yang terus-menerus sehingga banyak
areal lahan pertanian di WPU yang kemudian terjebak di-
kelilingi oleh lahan kekotaan terbangun. Makin mendekati
lahan kekotaan terbangun utama gejala ini makin marak
terjadi. Golongan ini secara lambat namun pasti akan meng-
hadapi situasi yang tidak dapat dihindarkan lagi untuk me-
ninggalkan profesi petaninya apakah akan tetap bertempat
tinggal di daerah asal sebagai non-petani ataukah pergi ke
daerah lain dan tetap akan berprofesi sebagai petani sebagai-
mana golongan pertama.
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Golongan ketiga adalah mereka yang penuh keyakinan
telah memutuskan untuk meninggalkan mata pencaharian-
nya sebagai petani. Golongan ini sebagian besar tetap
tinggal di daerah asal dengan mengusahakan kegiatan di
luar pertanian. Kebanyakan mereka telah menjual lahannya
dan beralih profesi. Beberapa di antaranya telah mendepo-
sitokan uang yang cukup banyak dari hasil penjualan lahan-
nya di Bank dan kemudian hanya menikmati bunga uang-
nya dan sebagian lainnya memanfaatkan hasil penjualan
lahan pertanian untuk membuka usaha lain seperti pe-
mondokan, mendirikan toko serba ada dalam skala kecil,
warung makan skala kecil dan sejenisnya. Secara spasial
golongan ini mendominasi Zokot dan Zokodes dan makin ke
arah luar makin kecil proporsinya.

4.4.2 Perspektif Keahlian/Keterampilan

Seperti telah diketahui secara umum keterampilan
yang dimiliki golongan petani bersifat umum, tidak spesifik.
Hal ini berarti bahwa segala seluk-beluk usaha tani, dari
mulai kapan harus mengerjakan lahan sawah/tegal /kebun,
kapan harus menebar bibit, kapan -harus mengairi, pupuk
seperti apa yang harus digunakan, kapan harus menyiangi,
bibit apa yang akan ditanam dan lain sejenisnya diketahui
secara merata oleh penduduk petani. Pengalaman bertani
bertahun-tahun telah menimbulkan pemahaman mengenai
kegiatan pertanian yang merata dan hampir sama. Sejalan
dengan perubahan lingkungan, khususnya karena hilang-
nya lahan pertanian, maka arena mencari nafkah sebagai
petani hilang, mereka harus mengalihkan perhatiannya ke
sektor non-pertanian. Sektor-sektor kegiatan di luar pertani-
an inilah yang memerlukan keterampilan dan keahlian
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khusus untuk menanganinya. Keahlian khusus di luar
sektor pertanian diperoleh dari cara yang khusus pula baik
melalui pendidikan formal maupun non-formal, sedangkan
keahlian dan keterampilan di sektor pertanian untuk men-
jadi petani tidak ada pendidikan formal maupun non-formal
yang secara khusus menanganinya. Keluarga petani hanya
mengikuti jejak pendahulunya secara turun-temurun dan
terus-menerus sehingga kemudian dapat secara mandiri
melaksanakan kegiatan pertanian. Di samping itu, untuk
menjadi petani tidak diperlukan prasyarat khusus seperti
jjazah atau keterangan yang lain. Lain hainya apabila sese-
orang akan masuk ke sektor non-pertanian formal memang
diperlukan prasyarat khusus seperti ijazah atau surat kete-
rangan lain. Pekerjaan formal kekotaan bersifat fixed sedang-
kan pekerjaan non-formal kedesaan seperti petani bersifat
open, maksudnya adalah bahwa untuk menjadi seorang
petani tidak memerlukan prasyarat khusus/tertentu
sedangkan untuk menjadi pekerja formal kekotaan diper-
lukan prasyarat khusus. Siapa saja, di mana saja dan kapan
saja dapat mengukuhkan dirinya sebagai petani asal mem-
punyai kemauan untuk itu baik sebagai petani pemilik dan
penggarap, petani pemilik tidak menggarap, petani peng-
garap saja, petani penyakap atau sekadar menjadi buruh
tani. Sementara itu untuk menjadi pekerja formal kekotaan
seseorang dapat mengukuhkan dirinya sebagai pegawni apa-
bila memenuhi prasyarat yang ditentukan dan diterima
sebagai tenaga/pegawai. Bahkan untuk menjadi pekerja
non-formal kekotaan pun (non-formal urban labourers) sese-
orang masih harus memenuhi persyaratan khusus walau-
pun tidak seketat pekerja formal kekotaan (formal urban
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labourers) sehingga tidak semua orang mampu mengakses-
nya.

Oleh karena adanya persyaratan-persyaratan khusus
dan tidak setiap orang mampu mengaksesnya, maka ter-
ciptalah bidang-bidang keahlian tertentu yang sifatnya spe-
sifik dan kondisi ini mewarnai kegiatan kekotaan dan selalu
berasosiasi dengan wilayah kekotaan. Semakin banyak
bidang pekerjaan non-pertanian yang bersifat khusus makin
nyata transformasi sifat kedesaan menjadi sifat kekotaan
dalam perpektif keahlian /keterampilan.

4.4.3 Perspektif Kekerabatan

Hubungan kekerabatan di wilayah perdesaan pada
umumnya masih terasa lebih kental dibandingkan dengan
masyarakat di wilayah perkotaan. Hal ini sangat wajar,
karena pada umumnya untuk suatu kesatuan permukiman
yang sama sebagian besar dihuni oleh penduduk yang masih
mempunyai pertalian darah. Makin bersifat kedesaan makin
kental ciri-ciri kekerabatan yang didasarkan pada pertalian
darah ini. Di samping itu adanya kebersamaan kepentingan
dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kehidup-
an sehari-hari yang hampir sama (misal kapan harus mulai
mengolah lahan, kapan harus menebar bibit, kapan harus
mengairi, kapan harus menyiangi dan lain sejenisnya) me-
ngondisikan terciptanya kebersamaan yang mantap, se-
hingga terkait dengan hubungan antar-personal terasa lebih
solid dibandingkan dengan penduduk di daerah perkotaan.
Anggota keluarga yang kemudian membina rumah tangga-
nya sendiri, pada umumnya akan membangun tempat
huniannya di sekitar rumah orang tuanya atau masih dalam
satuan unit permukiman yang ada. Hal ini dimungkinkan
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karena kepemilikan pekarangan penduduk wilayah per-
desaan rata-rata masih jauh lebih luas daripada rerata ke-
pemilikan pekarangan penduduk kota. Di samping itu pen-
duduk petani tradisional kebanyakan masih mempunyai
pandangan bahwa makan atau tidak makan asal kumpul (mangan
ora mangan angger kumpul: bahasa Jawa) sehingga berbagai
kesulitan hidup yang dihadapi dapat disangga bersama-
sama dan akan terasa ringan serta menciptakan kohesivitas
sosial yang erat. Hal ini terlihat dalam kegiatan masyarakat
dalam melakukan gotong-royong pembangunan, melak-
sanakan tradisi leluhur sehingga hal ini akan dianggap se-
bagai kewajiban yang harus dilaksanakan serta adanya
sanksi-sanksi sosial yang akan disandang apabila tidak me-
laksanakannya. Semua orang terlibat secara aktif dalam
setiap kegiatan kelompok, yang pada umumny‘a tidak dapat
diwakilkan apalagi dikerjakan orang lain dengan cara di-
upah.

Dengan makin banyaknya pendatang baru di lingkung-
an permukiman mereka, maka makin banyak penduduk
yang tidak mempunyai pertalian darah dengan penghuni
lama, adat istiadat berbeda, kebiasaan berbeda, lapisan
sosial berbeda, pendidikan berbeda serta agama yang ber-
beda. Di sinilah mulai timbul gejala dekohesivitas keke-
rabatan sosial yang dapat diamati. Beberapa tradisi mulai
mengalami apresiasi yang menurun karena tidak setiap
orang mempunyai komitmen yang tinggi untuk melakukan
tradisi lokal. Kegiatan gotong-royong juga mengalami ke-
merosotan komitmen, sehingga tidak semua orang merasa
berkewajiban untuk melaksanakannya. Oleh karena hetero-
genitas penghuni baik dari sisi pekerjaan, kesibukan, pen-
didikan, pandangan, adat istiadat, maka untuk dapat mem-
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pertemukan warga dalam suatu event memang sangat sulit,
sehingga beberapa orang yang tidak ikut dalam kegiatan
gotong-royong, misalnya, dapat mewakilkan atau meng-
upah orang lain untuk sekadar berpartisipasi. Hubungan
antara personal makin pudar karena tidak dilandasi lagi
atas kepentingan bersama dan mengondisikan sifat indi-
vidualistis yang semakin nyata.

Hubungan antar-personal dalam satuan permukiman
semakin renggang dan bukan kekerabatan lagi yang men-
jadi dasar kontak personal. Hubungan patembayan menjadi
dasar terciptanya hubungan antar-personal. Kalau dalam
waktu yang lalu masyarakat perdesaan masih mengenal
kata bijak yang berbunyi tuna sathak bathi sanak, maka hal
ini tidak muncul lagi karena orientasi pergaulan sosial sudah

rubah atau mulai berubah. Ungkapan tersebut mengisya-
ratkan adanya kekerabatan sebagai sesuatu yang berada di
atas segalanya sehingga dalam bisnis pun apabila seseorang
mengalami kerugian materi sedikit dianggap bukan sebagai
suatu yang membebani karena di balik itu yang bersangkut-
an tetap merasa beruntung karena dapat membina hubung-
an kekerabatannya.

Dalam hubungan patembayan hubungan antar-per-
sonal lebih dilandasi oleh pertimbangan materi, sehingga
ungkapan sebelumnya tidak dapat diterima lagi, sehingga
banyak ungkapan yang muncul berkenaan dengan hal ter-
sebut yaitu duit-duit, sedulur-sedulur dan masih banyak
ungkapan sejenis. Dalam ungkapan ini tersirat adanya pe-
milahan antara kegiatan yang berorientasi profit material
danbukan, bahkan dengan kerabat sekalipun apalagi dengan
orang lain yang tidak mempunyai pertalian darah. Hubung-
an antar-personal lebih bersifat formalistik Transformasi
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spasial dalam dimensi kekerabatan tampak sekali yaitu
adanya perubahan orientasi bisnis dari yang bersifat non-
formal-non materialistik menjadi bersifat formal materialis-
tik atau dari sifat paguyuban (gemeinschaft) menjadi patem-
bayan (gesselschaft).

4.4.4 Perspektif Kelembagaan

Dalam struktur masyarakat yang masih sederhana
struktur kelembagaan yang terbentuk masih sangat seder-
hana baik dari segi organisasinya maupun variasinya. Se-
makin berkembang sesuatu masyarakat, semakin berkem-
bang pula struktur kelembagaan yang terbentuk dan hal
ini terjadi karena dimensi pemenuhan kebutuhan yang ada
menjadi beraneka ragam pula. Lembaga-lembaga sosial
yang dibentuk pada umumnya terbatas pada wilayah ke-
satuan komunitas dan mengatur peri kehidupan sehari-hari,
sedangkan pada masyarakat yang lebih berkembang lem-
baga-lembaga sosial yang terbatas dapat menjangkau jaring-
an yang jauh lebih luas dan meliputi tidak hanya sekadar
hal-hal terkait dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Adat kebiasaan yang terkait dengan upacara-upacara telah
melembaga sedemikian rupa sehingga diyakini apabila hal
tersebut tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan se-
suatu yang buruk menimpa anggota masyarakat atau ke-
seluruhanmasyarakat. Kelembagaan sangat terkait dengan
kepercayaan yang diperoleh secara turun-temurun dari
nenek moyangnya dan hal ini dapat dipatuhi oleh anggota
komunitas karena sebagian besar penduduk yang berada
dalam satu kesatuan permukiman yang bersifat kedesaan
mempunyai pertalian darah dengan latar belakang sosio-
kultural yang sama dengan kegiatan agraris tradisional.
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Sanksi-sanksi adat terkait dengan pelanggaran adat-istiadat
yang sudah melembaga tersebut masih dilaksanakan,
walaupun peraturan tersebut tidak tertulis.

Makin berkembangnya masyarakat dalam pendidikan,
makin banyaknya jumlah penduduk dan makin banyaknya
pendatang dengan latar belakang sosio-kultural yang ber-
beda di lingkungan tempat tinggal mereka makin berkem-
bang pula dimensi kepentingan kehidupan yang ada. Ke-
lembagaan sosial yang terbentuk juga semakin beraneka
ragam baik dari struktur organisasinya maupun variasi ke-
lembagaannya. Kebutuhan kehidupan sehari-hari menjadi
semakin banyak dan kompleks, sehingga kompleksitas per-
masalahan kehidupan sehari-hari juga semakin kompleks.
Dalam rangka mengakomodasikan segala bentuk per-
masalahan tersebut terbentuklah berbagai macam lembaga
kemasyarakatan baik formal maupun non-formal. Transfor-
masi sosial WPU dari dimensi ini jelas menunjukkan adanya
perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bersifat
sederhana menjadi semakin kompleks, orientasi agraris tra-
disional menjadi non-agraris modern, peraturan-peraturan
tidak tertulis menjadi tertulis, sanksi-sanksi yang bersifat
kepercayaan semata berubah menjadi sanksi-sanksi ber-
dasarkan ketetapan hukum. Makin mendekati lahan kekota-
an terbangun, makin kompleks pula struktur dan variasi
kelembagaan sosial yang terbentuk, karena semakin dekat
dengan kota makin kuat pengaruh infiltrasi nilai-nilai ke-
kotaan merasuk ke lingkungan tempat tinggal masyarakat
kedesaan.
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4.4.5 Perspektif Strata Sosial

Masyarakat kedesaan pada umumnya masih menam-
pilkan dirinya sebagai suatu komunitas yang relatif homo-
gin. Oleh karena sebagian besar atau bahkan seluruhnya
merupakan masyarakat yang menggantungkan hidupnya
pada kegiatan pertanian, maka stratum sosial yang ada
hanyalah masyarakat petani. Oleh karena kepemilikan lahan
juga belum menunjukkan disparitas yang signifikan, maka
dalam hal kesejahteraan sosial juga masih menunjukkan ke-
ragaman. Kesejahteraan sosial ditentukan oleh jumlah hasil
yang diperoleh dari sektor pertanian dan hal ini ditentukan
oleh luasan lahan garapan. Tenaga manusia mempunyai
ambang kekuatan yang relatif sama demikian pula tenaga
hewan, sehingga dalam suatu masyarakat di mana kepe-
milikan/penguasaan lahan pertanian relatif sama dengan
tingkat teknologi yang sama, maka tingkat kesejahteraan-
nya pun akan relatif sama. Hal ini belum memungkinkan
terciptanya strata sosial yang beraneka dari segi kekayaan/
kesejahteraan, apalagi dalam masyarakat komunal di mana
lahan yang ada adalah untuk kepentingan bersama seluruh
anggota komunitas. Hal ini terlihat pada bentuk rumah,
kualitas fisik rumah dan isi perabotan dalam rumah.

Infiltrasi nilai-nilai kekotaan ke daerah perdesaan yang
terus-menerus baik melalui jalur telekomunikasi, media
massa, media elektronik, kontak langsung dengan anggota
keluarga yang pulang dari kota ataupun karena kontak lang-
sung dengan pendatang, maka makin berubah pula persepsi
masyarakat mengenai lingkungannya. Penduduk dalam
lingkungan kesatuan permukiman menjadi semakin ber-
aneka dari sisi pendidikan, agama/kepercayaan, pekerjaan,
penghasilan, kesukuan, kesejahteraan dan mobilitasnya.
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Kalau semula masyarakat ditengarai oleh sifat yang agraris
tradisional dengan stratum sosial yang sederhana dan
homogin, maka transformasi sosial yang terjadi dari sisi ini
menjadi komunitas yang ditengarai oleh sifat non-agraris
heterogin dengan berbagai strata sosial yang lebih beraneka
ragam antara lain dari segi pendidikan, pekerjaan, peng-
hasilan, agama/kepercayaan, kesejahteraan dan lain sejenis-
nya. Transformasi yang berlangsung dari perspektif ini
dengan sendirinya merupakan proses yang berjalan secara
perlahan-lahan melalui tahapan perubahan struktur sosial.
Pada tahap awal kemunculan stratifikasi sosial belum
tampak jelas, namun makin lama stratifikasi sosial akan
makin tampak sejalan dengan makin berubahnya rona wila-
yah kedesaan menjadi rona wilayah kekotaan.

4.4.6 Perspektif Kontrol Sosial

Yang dimaksudkan kontrol sosial dalam uraian ini
adalah keterkaitan tradisi dengan peri kehidupan sehari-
hari. Dalam masyarakat kedesaan, memang terlihat bahwa
peri kehidupan masyarakat dipengaruhi secara kuat oleh
tradisi yang sudah turun menurun. Pelanggaran mana akan
mendatangkan sanksi-sanksi yang diberikan oleh adat. Adat ke-
biasaan yang dilakukan merupakan sesuatu yang wajib di-
laksanakan karena dipercaya bahwa apa yang sudah secara
turun-temurun dilaksanakan mampu menciptakan kehar-
monisan hubungan antara masyarakat dengan lingkungan
hidup baik dalam dimensi material maupun dalam dimensi
spiritual. Pelanggaran yang dilakukan baik oleh seseorang
maupun oleh kelompok orang akan mengakibatkan gon-
cangan keharmonisan hubungan antara masyarakat dengan
lingkungan material dan lingkungan spiritual. Sebagai
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contoh apabila dalam upayanya untuk menanam padi tidak
didahului oleh upacara-upacara tertentu, maka dapat meng-
akibatkan kemarahan Dewi Sri (Dewi Padi) dengan akibat
bahwa panenan tidak akan berhasil dengan baik. Itulah
sebabnya dalam masyarakat tradisional Jawa kedudukan
Dewi Sri ini sedemikian tinggi, sehingga setiap rumah perlu
menyediakan tempat khusus untuk bersemayam sang Dewi
apabila berkenan berkunjung ke rumah mereka. Kamar ini
biasanya diletakkan di kamar utama tengah (senthong tengah)
dengan perlengkapan yang jauh lebih baik dari yang diper-
gunakan oleh keluarga sehari-hari dan anggota keluarga
tidak ada yang berani menggunakannya.

Apabila diamati banyak sekali tradisi yang berkaitan
dengan peri kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh berikut
ini beberapa macam tradisi dalam lingkungan masyarakat
Jawa adalah upacara yang berkaitan dengan (1) kelahiran,
(2) kematian, (3) peralihan dari anak menjadi dewasa, (4) sunatan,
(5) tetesan, (6) wetonan (peringatan kelahiran berdasarkan hari
dan pasaran Jawa), (7) perkawinan, (8) kehamilan, (9) kematian,
(10) roh leluhur, (11) mulai menggarap sawah/ladang, (12) panen-
an, (13) mendirikan rumah, (14) mulai menempati rumah, (15)
jumlah anak dan komposisinya. Dalam beberapa hal masing-
masing upacara tersebut masih mempunyai beberapa sub
upacara. Sebagai contoh adalah upacara yang berkaitan
dengan roh leluhur ada upacara 40 hari setelah wafat, 100
hari setelah wafat, setahun setelah wafat, dua tahun setelah
wafat dan tiga tahun setelah wafat.

Satu contoh lain adalah berkaitan dengan jumlah anak
dan komposisinya. Beberapa catatan dari sisi ini yang me-
merlukan upacara tertentu adalah apabila jumlah anak 1 baik
laki-laki atau perempuan, jumlah anak 2 baik laki-laki semua atau
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perempuan semua atau satu lelaki dan satu perempuan, jumlah
anak 3 lelaki di tengah atau perempuan di tengah, jumlah anak 5
lelaki semua dan masih banyak lagi kiranya yang tidak dapat
disebutkan satu persatu.

Dalam masyarakat tradisional upacara-upacara ter-
sebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk
menetralisir ikutan negatif (kesialan) yang menyertai kehidup-
an mereka. Oleh karena begitu mengikatnya upacara-
upacara tersebut pada masyarakat tradisional, tidak jarang
bahwa pelaksanaannya menghabiskan biaya yang tidak
sedikit. Semakin majunya pendidikan penduduk, maka pe-
mikiran-pemikiran baru mulai muncul. Generasi muda
pada umumnya selalu mempertanyakan keterkaitan antara
upacara-upacara tersebut dengan kesialan yang dianggap
akan menimpanya. Golongan ini mulai mempertanyakan
hal tersebut yang tidak pernah akan terjawab oleh golongan
tua. Di samping itu pendalaman mengenai agama dan pe-
mahamannya menjadi semakin baik sehingga hal-hal yang
dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan tidak ter-
cantum sebagai suatu kewajiban atau bahkan mengarah
pada sesuatu yang dianggap menyekutukan Tuhan akan dan
mulai ditinggalkan. Hal ini sejalan dengan kemajuan me-
dia komunikasi, transportasi dan pendidikan.

Kemajuan transportasi dan telekomunikasi mem-
punyai pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir
golongan muda. Kontak dengan daerah luar, khususnya
dengan kota-kota menjadi semakin intensif, mobilitas pen-
duduk semakin tinggi sehingga penjalaran ide-ide baru me-
lalui kontak langsung maupun tidak langsung semakin
intens dan hal inilah yang oleh Russwurm (1976) disebut
sebagai salah satu konsep urbanisasi yaitu urbanization is a
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process of infiltration of non farm elements into the surrounding
countrysides.

Transformasi spasial dalam perspektif kontrol sosial
dalam hal ini terlihat dari makin mengendornya keterikatan
penduduk terhadap tradisi yang turun menurun. Dari masya-
rakat yang selalu patuh terhadap semua tradisi yang telah
dilaksanakan oleh nenek moyangnya (menjalankan semua
tradisi yang ada) menjadi masyarakat yang kurang patuh
(hanya menjalankan sebagian dari tradisi) sampai dengan tidak
patuh sama sekali (tidak menjalankan tradisi sama sekali).

<4.4.7 Perspektif Mobilitas Penduduk

Bagian WPU yang makin mendekati lahan kekotaan
terbangun, makin jelas sifat kekotaannya dari segala sisi.
Titilik dari sisi komposisi penduduk, maka makin heterogin
sifatnya. Oleh karena makin heterogin komposisi penduduk
dari segi pekerjaan, pendidikan, penghasilan dan daerah
asal, maka mobilitas penduduk baik horizontal maupun
vertikal menjadi semakin tinggi. Mobilitas horizontal dalam
hal ini diartikan sebagai frekuensi bepergian ke luar wilayah
yang bersangkutan dari lingkungan tempat tinggalnya. Hal
in1 sangat terkait dengan keperluan untuk memenuhi ke-
Cutuhan hidupnya dan kondisi ini sangat berbeda dengan
penduduk yang hanya menggantungkan hidupnya dari ke-
giatan pertanian. Oleh karena penduduk petani pada
umumnya bekerja di lahan pertanian yang terletak di sekitar
lingkungan tempat tinggalnya (sangat relatif jaraknya), maka
mobilitas mereka ke luar daerah juga sangat rendah. Mobili-
tas sehari-hari dilakukan dalam rangka pergi ke dan pulang
dari tempat kerjanya yang lokasinya relatif dekat dengan
lingkungan tempat tinggalnya. Namun demikian ada suatu
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fenomena yang menarik untuk dikemukakan dalam wacana
mobilitas horizontal ini bagi golongan petani di WPU.
Seperti dikemukakan terdahulu, bahwa rerata kepe-
milikan lahan petani di WPU, khususnya di Pulau Jawa (se-
bagai contoh kasus) sudah sedemikian kecil karena proses
pewarisan yang turun-temurun atas dasar gavelkin system,
mengakibatkan mobilitas penduduk petani golongan ini
juga menjadi berbeda. Gavelkin System adalah suatu sistem
pewarisan lahan yang menekankan pada proporsi yang se-
imbang terhadap bagian-bagian yang diwariskan kepada
anak keturunannya. Hal ini berbeda dengan Primogeniture
System yang menekankan pada pewarisan lahan hanya pada
anak tertua atau salah satu yang ditunjuk dan mempunyai
komitmen yang tinggi terhadap lahan maupun kegiatan per-
tanian sedangkan anak yang lain mendapat kompensasi
finansial saja dan akan bekerja di luar sektor pertanian. Cara
yang pertama akan mengakibatkan fragmentasi lahan yang
terus-menerus dan deminutisasi kepemilikan lahan dan
secara tidak langsung akan menjadi salah satu penyebab
marginalisasi petani baik secara individual maupun kelom-
pok. Kebanyakan petani di Indonesia menganut cara ini.
Memang untuk sementara waktu aliran penduduk dari desa
ke kota dapat terhambat karenanya, namun pada saat di
mana ambang kepemilikan lahan pertanian sudah me-
lampaui batas cukup untuk mempertahankan hidupnya (survival
stage), maka mulai saat itu, driving forces dari sisi ini akan
mencuat dan dapat mengakibatkan rural exodus ke kota-
kota terdekat. Migran yang meninggalkan daerahnya me-
nuju ke kota adalah generasi di mana mereka tidak lagi me-
miliki lahan pertanian yang cukup untuk menghidupi diri-
nya maupun keluarganya. Sistem ini pula yang merupa-
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pekerjaan lainnya yang hanya mendasarkan tenaga fisik
saja. Oleh karena golongan ini semakin lama semakin
banyak maka terlihat gejala mobilitas penduduk petanijuga
semakin tinggi, khususnya mereka yang tinggal di WRLI
yang lokasinya tidak terlalu jauh dan dapat ditempuh
dengan kendaraan sepeda dalam waktu kurang lebih satu
sampai dua jam perjalanan atau kurang lebih 25 km jaraknya
dari kota. Di jalur jalan menuju kota pada pagi hari akan
terlihat dominasi pengguna jalan oleh golongan penglaju
yaitu petani-petani yang bekerja di kota atau non-petani
yang mempunyai pekerjaan di kota. Sementara itu pada sore
hari, jalur jalan dari kota didominasi oleh para penglaju yang
pulang dari tempat kerjanya dan bertempat tinggal di
bagian WPU.

Golongan non-petani yang bertempat tinggal di WPU
sebagian besar merupakan pendatang yang bukan petani
dan mempunyai pekerjaan di luar lingkungan tempat
tinggalnya yang letaknya relatif jauh. Golongan ini merupa-
kan penglaju yang setiap pagi hari pergi ke dan pulang dari
tempat kerjanya. Sementara itu golongan petani yang masih
memiliki lahan garapan hanya menjadi penglaju pada
musim pertumbuhan saja. Gejala yang perlu mendapatkan
perhatian adalah makin banyaknya golongan petani yang
sama sekali tidak punya lahan garapan (the landless farmer)
di daerah perdesaan. Golongan ini merupakan kelompok
yang potensial menjadi migran permanen ke kota dan
sementara itu bekal pendidikan dan keterampilan mereka
untuk masuk ke sektor formal sangat rendah, sehingga
mereka harus masuk ke sektor informal kecil di kota. Mereka
juga membutuhkan tempat tinggal, namun kemampuan
untuk memperolehnya tidak ada sehingga kemungkinan
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untuk merebaknya permukiman liar (squatter settlements)
sangat besar. Hal inilah yang mendasari mengapa upaya
untuk mengatasi permukiman kumuh dan liar di kota tidak
hanya menghilangkan gejala luarnya saja dengan meng-
gusur tempat tinggal mereka di kota, namun juga harus ada
kebijakan untuk mengatasihya di daerah perdesaan sendiri.
Kebijakan terintegrasi antara pemerintah kota dan desa
mutlak harus dilaksanakan. Penggusuran tempat tinggal di
kota hanya merupakan pemecahan sangat sementara
sedangkan ancaman tersembunyi lainnya masih sangat
besar. Ditilik dari sisi mobilitas horizontal penduduk di
WPU menunjukkan bahwa dalam jangkauan alat transportasi
sepeda transformasi spasial akan semakin jelas dan bagian
WPU yang terletak di luar/lebih jauh dari ambang jarak
tersebut mobilitas horizontal penduduk akan semakin
rendah.

Pada masyarakat yang hidupnya sebagian besar meng-
gantungkan pada lahan pertanian dengan curahan tenaga
sebagian besar untuk itu, terlihat bahwa masyarakat relatif
tetap/ajeg dari waktu ke waktu. Hal ini mengindikasikan
tiadanya perubahan status sosial yang berarti. Makin men-
dekati kota terlihat dinamika kehidupan yang semakin
tinggi, khususnya perubahan ekonominya. Bagi petani yang
tidak lagi menggantungkan hidup sepenuhnya pada sektor
agraris mempunyai alternatif lain yang dianggap men-
datangkan keuntungan lebih besar, yaitu membuat usaha
di luar sektor pertanian. Hal ini memungkinkan terjadi,
karena mereka dapat memperoleh modal yang cukup dari
hasil penjualan lahan. Mereka yang mempunyai usaha
ganda baik pertanian dan juga non-pertanian menunjukkan
bahwa penghasilan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan
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dengan mereka yang hanya menggantungkan hidupnya
pada lahan pertanian. Sementara itu mereka yang bekerja
di luar pertanian semata didominasi oleh pendatang dan
golongan ini menunjukkan penghasilan yang paling besar
(Yunus, 2001).

Dari dasar inilah terlihat bahwa mobilitas vertikal dalam
hal kesejahteraan hidup (hal ini terkait dengan perubahan
mata pencaharian dan penghasilan) pada bagian WPU yang
mendekati kota akan semakin tampak jelas. Transformasi
spasial dari sisi ini menunjukkan bahwa semakin mendekati
kota akan semakin tampak dan semakin jauh dari kota akan
semakin kabur. Pada bagian yang mendekati kota, status
mata pencaharian penduduk menjadi lebih beraneka baik
karena adanya perubahan mata pencaharian dari golongan
yang semula petani menjadi berstatus lain maupun karena
kehadiran para pendatang yang juga mempunyai latar bela-
kang mata pencaharian yang beraneka pula. Mereka yang
semula adalah petani murni, telah banyak berubah menjadi
bukan petani lagi dalam artian meninggalkan pekerjaan se-
bagai petani sama sekali, atau tetap mempertahankan status-
nya sebagai petani namun juga mempunyai penghasilan
lain di luar usaha pertanian. Walaupun mereka telah me-
ninggalkan pekerjaan sebagai petani, namun dalam peng-
akuannya tetap sebagai petani. Hal ini perlu disikapi dengan
hati-hati oleh para peneliti, agar kesimpulan yang ditarik
dari hasil penelitiannya benar-benar akurat.

Demikian pula halnya dengan komposisi penduduk
secara keseluruhan. Pada bagian yang mendekati kota telah
terjadi transformasi keruangan dalam hal ini, dari 100%
petani untuk daerah yang benar-benar bersifat kedesaan
(zodes) menjadi berubah secara gradual menjadi 100% non-
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petani pada daerah yang benar-benar kekotaan (zokot).
Penjelasan mengenai zonifikasi WPU telah diungkapkan
pada bagian terdahulu. m '
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Bagian Limasig o

Dampak Transformasi Spasial

5.1 Pendahuluan

UralaN berikut memfokuskan pada akibat langsung maupun
tidak langsung, baik akibat yang menyertai maupun akibat
yang datang kemudian dari berbagai transformasi spasial
yang telah diungkapkan pada sub-bab terdahulu. Istilah
dampak merupakan bentuk alih bahasa dari kata bahasa
Inggris impact. Namun demikian, untuk memberikan istilah
yang tepat dalam bahasa Indonesia bukan suatu perkara
yang gampang, karena di negara-negara yang mengguna-
kanbahasa Inggris sebagai bahasa ibu saja masih mengalami
kerancuan dalam pemaknaannya secara ilmiah. Sebagai
ilustrasi, penulis mengacu pada kamus Bahasa Inggris yang
berjudul The Concise Oxford Dictionary of Current English yang
digunakan di Inggris. Dalam kamus ini, kata impact dipadan-
kan dengan kata-kata crashing, collision, effect, striking (on,
against), influence. Hal ini menunjukkan bahwa kata impact
sendiri memberikan keluasan makna sehingga sangat rawan
menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Semen-
tara itu Suratmo (1988) dalam bukunya mengenai Analisis
Dampak Lingkugan memberikan batasan pengertian dampak
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sebagai setiap perubahan yang terjadi di dalam lingkungan
sebagai akibat adanya kegiatan manusia. Dalam hal ini pe-
nulis cenderung berpendapat sama dengan Suratmo dengan
batasan istilah dampak yang lebih sederhana namun jelas.
Oleh karena akibat ini dapat muncul secara nyaris simultan
dengan proses kegiatan manusia itu sendiri maupun suatu
akibat yang secara nyata muncul setelah proses kegiatan
manusia itu berakhir, maka dalam-wacana berikut, pe-
maknaan dampak dijelaskan sebagai akibat yang menyertai
maupun akibat yang datang kemudian.

Transformasi spasial merupakan artikulasi dari kegiat-
an manusia yang ada di permukaan bumi. Oleh karena
dimensi dampak yang dapat muncul di WPU dapat berskala
mikro sampai dengan makro, maka tidak semua detail
dampak yang muncul akan dikemukakan. Pembahasan
mengenai dampak transformasi spasial terhadap kondisi
lingkungan WPU akan ditekankan pada (1) dampak ter-
hadap bentuk pemanfaatan lahan, (2) dampak terhadap
harga lahan, (3) dampak terhadap lingkungan, (4) dampak
terhadap spekulasi lahan.

5.2 Dampak terhadap Bentuk Pemanfaatan Lahan

Transformasi spasial di WPU sendiri tidak lain merupa-
kan salah satu bentuk urbanisasi (proses berubahnya atribut
kedesaan menjadi bersifat kekotaan). Dalam kaitannya dengan
bentuk pemanfaatan lahan, transformasi spasial yang ter
lihat adalah proses berubahnya bentuk pemanfaatan lahan
yang berorientasi kepentingan kedesaan menjadi bentuk pe
manfaatan lahan berorientasi kepentingan kekotaan. Bebe
rapa bentuk pemanfaatan lahan yang perlu menjadi sorotar
utama adalah bentuk pemanfaatan lahan pertanian, bentuX
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pemanfaatan lahan permukiman dan bentuk pemanfaaia:
lahan non-permukiman bukan pertanian, khususnya bentu::
pemanfaatan lahan jasa dan industri. Dalam pembahasar.
yang dikemukakan, beberapa penelitian yang dilakukar.
oleh peneliti terdahulu akan diungkapkan.

5.2.1 Bentuk Pemanfaatan Lahan Pertanian

Khusus mengenai bentuk pemanfaatan lahan pertanian
di WPU menjadi suatu permasalahan yang sangat krusial
untuk mendapat pemecahan yang bijaksana, karena me-
nyangkut peri kehidupan kekotaan di satu sisi dan perike-
hidupan kedesaan di sisi yang lain. Seperti telah dikemuka-
kan terdahulu, bahwa WPU tidak lain merupakan wilayah
pra urban di mana kondisi kekotaan masa depan akan di-
tentukan namun pada saat yang bersamaan proses transfor-
masi spasial yang berlangsung selalu berkaitan dengan ke-
beradaan lahan pertanian. Setiap bentuk perubahan pe-
manfaatan lahan pada suatu bidang tertentu mempunyai
potensi memengaruhi bidang lahan di dekatnya. Gejala ini
menurut Friedman (1973) disebut sebagai gejala kolektif
(collective phenomena), oleh Bryant et al. (1982) disebut sebagai
gejala eksternalitas (externality phenomena) atau gejala luber-
an (spill over efffect phenomena) dan menurut McGee (1997
efek lintas batas (transboundary effect phenomena). Khusus
mengenai keberadaan lahan pertanian di WPU, trans-
boundary effect yang muncul dapat berupa gangguan ter-
hadap sistem irigasi, terganggunya pengolahan lahan, pe-
nanaman, pertumbuhan tanaman, produksi dan produk-
tivitas. Munculnya gangguan tersebut dapat terjadi secara
langsung maupun tidak langsung dan kebanyakan mem-
punyai dampak yang merugikan terhadap keberlangsungan
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usaha tani yang masih dipertahankan. Beberapa pengalam-
an menunjukkan bahwa hal ini merupakan salah satu pe-
nyebab terjadinya erosi komitmen para petani terhadap ke-
giatan pertanian maupun terhadap lahan pertaniannya
(Yunus, 2001). Transformasi spasial terkait dengan peman-
faatan lahan pertanian adalah (a) hilangnya lahan pertanian,
(b) gejala komersialisasi dan intensifikasi pertanian, (c) pro-
duksi dan produktivitas.

5.2.1.1 Hilangnya Lahan Pertanian

Dalam beberapa hal, hilangnya lahan pertanian memang
sempat menjadi perdebatan yang cukup seru antara mereka
yang pro terhadap hilangnya lahan pertanian dengan mereka
vang anti terhadap hilangnya lahan pertanian, khususnya
lahan pertanian yang produktif, subur, beririgasi teknis.
Mereka yang pro hilangnya lahan pertanian mempunyai
argumen bahwa hal ini dapat diatasi dengan kemajuan
teknologi maupun ketersediaan lahan untuk pengembangan
atau extensifikasi lahan pertanian baru sebagai substitusi
lahan yang hilang. Kemajuan teknologi di bidang rekayasa
biologi mampu menemukan varietas baru tanaman pertani-
an yang menghasilkan produk yang tinggi, lebih tahan ter-
hadap hama dan penyakit, sistem perakaran yang kuat dan
waktu tumbuh yang lebih singkat. Di samping itu masih
tersedianya lahan tidur yang dapat dikembangkan sebaga!
lahan pertanian baru untuk menggantikan lahan pertanian
yang hilang akibat urban sprawl dapat dimanfaatkan tanp
harus mengganggu proses berkembangnya kota-kota.

Mereka yang anti hilangnya lahan pertanian mem
punyai pandangan lain, khususnya terkait dengan kete”
sediaan lahan pertanian subur, produktif dan beririgas'

-
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teknis merupakan sumber daya yang sangat berharga dan
jumlahnya sangat terbatas dan merupakan non-renewable re-
sources sehingga sejauh dapat dilakukan perlu dilakukan
preservasi dan konservasi. Akibat kumulatif dari hilangnya
lahan pertanian yang terus-menerus di semua WPU kota-
kota yang ada tanpa terkendali di satu sisi dan makin ber-
tambahnya kebutuhan akan lahan kekotaan sebagai akibat
pertambahan penduduk dan kegiatan di kota, perlahan
namun pasti pada suatu saat yang akan datang, akan meng-
akibatkan kesenjangan antara produksi dan konsumsi yang
semakin lebar. Kemampuan berswasembada pangan akan
semakin jauh dari harapan dan ketahanan ekonomi nasional
dipastikan akan mendapat ancaman baru di samping
ancaman-ancaman lain yang sudah dan akan muncul. Pada
situasi negara yang mempunyai hubungan luar negeri
harmonis dengan negara tetangga dan kemampuan finan-
sial memadai, kekurangan bahan pangan dalam negeri dapat
diatasi dengan cara mengimpor dari negara-negara peng-
hasil pangan. Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan
internasional pada saat-saat tertentu dapat mengalami
gangguan bahkan menimbulkan ketegangan dan tidak
jarang mampu menimbulkan terjadinya konflik fisik.
Demikian pula mengenai kemampuan moneter negara, oleh
karena sebab-sebab tertentu dapat mengalami pasang surut
sehingga kemampuan impor bahan pangan akan meng-
alami gangguan pula. Dalam keadaan seperti inilah eksis-
tensi negara yang kuat dalam ketahanan nasional, khusus-
nya di bidang pemenuhan kebutuhan pokoknya akan meng-
alami ancaman yang sangat signifikan.

Pengertian preservasi dan konservasi lahan pertanian
di WPU tidak boleh diartikan sebagai upaya anti perkem-
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bangan kota, karena hal ini merupakan suatu hal yang tidak
mungkin dilakukan. Menghentikan perkembangan fisikal
kekotaan dapat diartikan menghentikan peradaban manusia
dan hal ini adalah merupakan sesuatu yang tidak mungkin
dapat dilakukan. Preservasi dan konservasi tidak lain
merupakan bentuk penyelamatan sumber daya yang masih
tersisa. Secara harfiah, makna preservation is to save some-
thing from, jadi upaya penyelamatan sumber daya dari setiap
bentuk gangguan, sedangkan conservation is to save some-
thing for yaitu upaya penyelamatan sumber daya untuk
menjaga kemampuan menghasilkan produk tertentu untuk
kepentingan generasi yang akan datang selama mungkin.
Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, bahwa upaya
untuk menentukan kawasan pertanian subur tertentu men-
jadi kawasan yang dilindungi dan di sana tidak boleh di-
bangun dalam bentuk apa pun atau tidak boleh diubah men-
jadi bentuk pemanfaatan non-agraris adalah usaha preser-
vasi. Usaha untuk tetap mempertahankan kesuburan tanah
pertanian selama mungkin adalah bentuk upaya konservasi.
Preservasi ditekankan untuk melindungi sumber daya yang
ada dari proses tertentu yang mengarah kepada penghilang-
an sumber daya yang dimaksud, sedangkan konservasi
lebih ditekankan pada upaya menjaga kelestarian kemam-
puan menghasilkan produk yang tinggi selama mungkin.

Di WPU, keduanya harus disertai dengan pemantauan
yang terus-menerus terhadap eksistensi sumber daya yang
tersisa dan terhadap setiap peralihan bentuk pemanfaatan
lahan dan bahwasanya hal ini tidak boleh dilakukan se-
enaknya sendiri, namun harus mematuhi rambu-rambu
yang telah dirumuskan. Selama masih ada alternatif lain
untuk mengarahkan perkembangan fisikal kekotaan ke arah
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lahan-lahan non produktif, selama itu pula konversi lahan
pertanian subur, produktif dan beririgasi teknis harus di-
larang, namun dalam keadaan tidak ada pilihan lain, kon-
versi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian akan di-
jjinkan.

Kedua pendapat memang mengemukakan argumen-
tasi yang dapat dipahami, namun perlu disikapi secara arif.
Konsiderasi kepentingan generasi masa kini, kepentingan
generasi akan datang, konsiderasi wilayah yang bersang-
kutan dan konsiderasi wilayah lain serta ketersediaan
sumber daya harus dipertimbangkan secara matang. Hal
ini sangat terkait dengan upaya manajemen spasial kota,
tata ruang dan tata wilayahnya. Beberapa penelitian menge-
nai hilangnya lahan pertanian di WPU telah banyak dilaku-
kan baik di negara maju maupun di negara berkembang.
Beberapa peneliti yang pernah melakukannya di negara
maju, khususnya di Canada antara lain Russwurm (1967),
Mather dan Bourne (1969), Martin (1975), Bryant (1976),
Pierce (1979). Beberapa peneliti yang membahas hal serupa
di USA antara lain Bogue (1956), Milgram (1967), Clawson
(1971), Lasher dan Eiler (1977), Lee (1979), Furuseth dan
Pierce (1982), Pease (1982), Pride (1982. Beberapa contoh
studi terkait hilangnya lahan pertanian di negara berkem-
bang telah dilaksanakan oleh Sinha (1980) di WPU kota
Patna, Lal (1987) di WPU kota Bareily, Anjana Desai dan
Smita Sin Gupta (1987) di WPU Ahmedabad, Brookfield et.
al. (1991) di WPU kota Kuala Lumpur.

Dari penelitian yang dilaksanakan oleh para pakar baik
di negara maju maupun di negara berkembang tersebut
dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan ke-
samaan pandang atau sikap terhadap hilangnya lahan per-
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tanian subur di WPU, yaitu (1) hilangnya lahan pertanian
subur merupakan akibat dari perkembangan fisikal kekota-
an yang tidak terkendali, (2) hilangnya lahan pertanian
subur yang terus-menerus dapat mengancam kestabilan
perekonomian nasional dalam jangka waktu yang panjang
dan (3) lahan pertanian subur dan produktif yang masih
tersisa hendaknya dilindungi dari konversi ke bentuk pe-
manfaatan lahan non-agraris sampai ke batas waktu tertentu
atau yang ditentukan.

Kenyataan ini seharusnya menggugah para penentu
kebijakan dalam hal tata ruang dan tata wilayah bahwa
untuk negara-negara maju tertentu, khususnya USA dan
Canada dengan basis perekonomian non-agraris, teknologi
tinggi dan cadangan lahan untuk pengembangan pertanian
masih memungkinkan, telah bertindak secara bijaksana dan
visioner dalam menyikapi keberadaan sumber daya lahan
khususnya di WPU. Sementara itu, khususnya bagi Indo-
nesia di mana lahan pertanian masih merupakan tumpuan utama
kehidupan sebagian besar penduduk, gejala konversi lahan pertani-
an menjadi lnhan non-pertanian telah terjadi secara terus-menerus
dan tidak terkendali, cadangan lahan subur untuk pengembangan
pertanian sangat terbatas, belum mengambil tindakan konkret
terkait dengan eksistensi sumberdaya lahan di WPU.

5.2.1.2 Gejala Komersialisasi dan Intensifikasi
Pertanian

Gejala komersialisasi dan intensifikasi merupakan dua
hal yang berkaitan satu sama lain. Komersialisasi bermakna
sebagai usaha untuk memanfaatkan lahan pertanian sebagai
media untuk menghasilkan produk yang orientasinya
bukan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, namun
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untuk dijual. Kondisi pasar sangat besar peranannya dalam
memengaruhi sikap pemilik lahan untuk menentukan orien-
tasi pemanfaatan lahannya. Dalam rerata kepemilikan lahan
pertanian yang kecil, upaya untuk memperoleh hasil per-
tanian dari lahannya juga sangat tidak mencukupi untuk
memenuhi kebutuhan petani dan keluarganya, bahkan
untuk pemenuhan kebutuhan pangan sekalipun. Secara
empiris, hal ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian
terdahulu (Yunus, 2001). Upaya untuk pemanfaatan lahan
yang kecil adalah intensifikasi pemanfaatan lahan sehingga
mampu memberikan hasil yang jauh lebih tinggi ketimbang
hasil yang diperoleh dari usaha bahan pangan semata. Di
samping itu kedekatan lokasi lahan pertanian dengan kota
telah mempunyai sumbangan yang berarti terhadap per-
ubahan sikap petani terhadap lahannya tersebut (Sinha,
1980; Ginsburg, 1997). Keduanya mengungkapkan dampak
transformasi spasial sebagai akibat intrusi atau penjalaran
secara spasial sentrifugal nilai-nilai kekotaan ke WPU.
Secara spesifik, Sinha (1980) dalam pengamatannya di kota
Patna, India menemukan gejala yang menarik berkenaan
dengan proses intensifikasi dan komersialisasi sebagai
akibat urbanisasi di WPU dan demikian pula halnya dengan
penelitian Deshpande et.al. (1980) di WPU kota Bombay,
India. Perbaikan sarana dan prasarana transportasi di WPU
dan kedekatannya dengan kota telah mengakibatkan terjadi-
nya gejala intensifikasi dan komersialisasi pertanian. Per-
baikan sarana dan prasarana transportasi serta kedekatan-
nyadengan kota telah memudahkan para petani untuk men-
jual hasilnya ke kota sebagai pusat pemasaran produk per-
tanian dari wilayah di sekitar kota yang bersangkutan. Se-
lanjutnya dikemukakan bahwa gejala intensifikasi dan
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komersialisasi di beberapa kota di India tersebut tidak ter-
sebar merata di seluruh WPU. Secara spasial, ternyata
bagian-bagian yang berada di dekat jalur jalan raya atau
sepanjang jalur jalan raya menunjukkan gejala komersiali-
sasi dan intensifikasi pertanian yang jauh lebili mencolok
dibandingkan dengan bagian-bagian WPU yang lokasinya
jauh dan tidak mempunyai akses ke jalur transportasi.
Temuan peneliti-peneliti lain seperti Sundaram (1977) di
WTU kota Meerut, India; Noranitipadungkorn dan
Hagensick (1973) di WPU kota Chiang May, Thailand;
Katzman (1975) di WPU kota Sao Paulo dan Rio de Janeiro;
Elahi (1976) di WPU kota Lahore, Pakistan dan Mortimore
(1970) di WPU kota Kano, Nigeria, juga menunjukkan ada-
nya peranan perbaikan sarana dan prasarana transportas
serta proksimitas terhadap kota, terhadap munculnya gejala
intensifikasi dan komersialisasi pertanian. Dalam dua
dekade terakhir WPU kota-kota di India menunjukkan per-
ubahan dari single crop farming menjadi double crop farming
bahkan triple crop farming.

5.2.1.3 Menurunnya Produksi dan Produktivitas

Hilangnya lahan pertanian sebagai dampak daripada
urban sprawling process di WPU sangat jelas akan menimbul-
kan dampak terhadap produksinya, khususnya penurunan
produksi. Namun demikian, ada gejala lain yang sangat me-
narik untuk dikemukakan berkenaan dengan gejala me-
nurunnya produksi dan produktivitas lahan pertanian.
Transformasi spasial sebagai aktualisasi dari bertambahnya
jumlah penduduk dan fungsi-fungsi/kegiatan di WPU
mempunyai potensi yang cukup signifikan pula mengaki-
batkan penurunan produksi pertinian dan produktivitas
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nya. Bertambahnya jumlzh penduduk akan selalu diikuti
oleh tuntutan ruang untuk membangun tempat tinggal baik
di dalam permukiman yaag sudah berkembang maupun
pada lahan-lahan pertanian ‘lahan kosong lainnya. Berkem-
bangnya permukiman pad: umumiiya juga diikuti oleh ke-
giatan penduduknya serta meningkatnya jumlah binatang
peliharaan. Banyaknya binatang peliharaan di permukiman
yang baru berkembang maupun di permukiman yang sudah
lama berkembang sangat mengganggu kegiatan pertanian
yang masih tersisa. Lahan pertanian yang berbatasa: : lang:-
sung dengan permukiman mempunyai ancaman yang lang-
sung terhadap penurunan produksi, karena semakin dekat
dengan lahan permukiman makin besar ~~catnan gangguan
binatang peliharaan penduduk terhadap tanaman. Petani
harus membuat pagar yang cukup kuat untuk melindungi
tanamannya dari gangguan hewan peliharaan penduduk
dan disertai dengan penjagaan yang ekstra ketat. Hal ini
ternyata tidak hanya dialami oleh petani di negara berkem-
bang saja namun juga banyak dialami oleh para petani di
negara maju.

WPU merupakan daerah yang menarik bagi kegiatan
ekonomi baru dan beberapa kegiatan ekonomi baru ini
mempunyai potensi yang cukup signifikan terhadap pe-
nurunan produktivitas lahan. Munculnya pabrik-pabrik/
industri-industri tertentu yang membuang limbah cair mau-
pun padat ke sungai-sungai tanpa ada special treatment untuk
menetralkan kandungan bahan-bahan kimia tertentu sangat
mengancam kualitas air maupun tanah di lahan pertanian.
Oleh karena sebagian penduduk di kebanyakan negara ber-
kembang masih memanfaatkan air sungai untuk keperluan
sehari-hari khususnya mandi atau buang air, maka kesehat-
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an mereka yang masih memanfaatkan air sungai secara
langsung dapat terancam juga.

5.2.2 Bentuk Pemanfaatan Lahan Permukiman

Dampak transformasi spasial terhadap lahan per-
mukiman dapat diamati dalam empat hal, yaitu (a) per-
tambahan luas lahan permukiman, (b) pemadatan bangun-
an rumah mukim, (c) kecenderungan segregasi rumah
mukim dan (d) merebaknya permukiman liar (Mangin, 1968;
MacEwan, 1972; Ross, 1973; Davies dan Blood, 1973; Vaughan
dan Feindt, 1973; Feldman, 1975; Drakakis-Smith dan
Fischer, 1975; Krausse, 1978; Drakakis-Smith, 1980). Gejala
yang telah disebutkan tersebut sangat erat kaitannya dengan
gejala pertambahan jumlah penduduk di WPU. Seperti di-
ketahui bahwa bagian WPU, khususnya yang terletak dekat
dengan lahan kekotaan terbangun merupakan sasaran pen-
datang-pendatang baru untuk bertempat tinggal, baik pen-
datang dari bagian dalam kota maupun pendatang dari
bagian yang lebih jauh dari itu. Makin dekat dengan lahan
‘terbangun, makin banyak jumlah pendatang. Bagi migran
yang berasal dari bagian dalam kota, WPU merupakan
daerah yang sangat menarik untuk bertempat tinggal,
karena menawarkan tingkat kenyamanan yang jauh lebih
tinggi ketimbang suasana yang ada di bagian dalam kota.
Bagian WPU menawarkan atribut suasana kedesaan baik
dari segi lingkungan alami (natural environment) maupun
lingkungan budayawi (cultural environment) termasuk di
dalamnya kondisi sosial kemasyarakatannya. Beberapa
faktor penarik WPU bagi migran dari dalam kota yang dapat
dikemukakan antara lain (1) keinginan memperoleh privacy
yang terjamin, (2) keinginan untuk menikmati suasana alami
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dan kebebasan membangun, (3) keinginan untuk menikmati
keleluasan melaksanakan kegiatan, (4) keinginan untuk
memperoleh suasana yang kondusif untuk membesarkan
anak-anak, (5) keinginan untuk memperoleh harapan baru
berkegiatan ekonomi (Colby, 1959; Turner, 1972; Bauer dan
Roux, 1976; Russwurm, 1977; Russwurm dan Preston, 1980).

Sementara itu beberapa faktor penarik WPU bagi
migran dari luar kota sangat terkait dengan atribut kel-otaan
dan beberapa di antaranya yang dapat disebutkan adalah
(1) keinginan untuk memperoleh lokasi tempat tinggal yang
dekat dengan tempat kerja, (2) keinginan untuk memperoleh
peluang kerja yang lebih besar, (3) keinginan untuk me-
nikmati fasilitas kehidupan dan kegiatan yang lebih lengkap,
(4) keinginan untuk memperolch lokasi tempat tinggal yang
mempunyai aksesibilitas tinggi, (5) keinginan untuk mem-
peroleh lokasi yang lebih prestisius/lebih bermartabat. Bebe-
rapa faktor penarik tersebut sudah dielaborasi di bagian
depan.

5.2.2.1 Pertambahan Luas Lahan Permukiman

Bertambahnya luas lahan permukiman merupakan
suatu konsekuensi logis dari makin banyaknya penduduk
baik sebagai akibat dari pertambahan penduduk secara
alami maupun karena migrasi di WPU. Makin banyaknya
pendatang baru, makin tinggi pula tuntutan akan ruang
tempat tinggal. Berkaitan dengan makin bertambah luasnya
lahan permukiman di WPU, dua hal yang merupakan pe-
nyebab utamanya, yaitu (a) bertambahnya lahan permukim-
an karena bertambahnya bangunan rumah mukim yang
dibangun oleh perorangan (individual) dan (b) bertambah-
nya lahan permukiman sebagai akibat bertambahnya
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kelompok bangunan yang dibangun oleh para pengembang,
Tipe pertama hanva membutuhkan tambahan areal yang
sempit sedangkan tipe kedua membutuhkan areal yang jauh
lebih luas dalam satuan yang kompak. Walaupun pem-
bangunan rumah mukim yang dilaksanakan oleh perorang-
an hanya membutuhkan areal yang sempit dan bersifat spo-
radis, namun secara kumulatif akan memberikan kontribusi
vang signifikan pula terhadap bertambahnya luasan lahan
permukiman. Bertambahnya bangunan-bangunan yang di-
bangun oleh perorangan ini dapat dikategorisasikan sebagai
proses formatif yang bersifat infiltratif sedangkan bertambah-
nya areal permukiman yang disebabkan oleh pembangunan
kompleks rumah mukim dalam jumlah yang banyak dan
meliputi areal yang jauh lebih luas dan kompak dikategori-
sasikan sebagai proses formatif yang bersifat invasif. Proses
formatif infiltratif berlangsung dalam waktu yang terus-
menerus sejalan dengan bertambahnya tuntutan ruang bagi
penduduk yang membutuhkan dan akan memberikan
sumbangan yang signifikan terhadap bertambahnya lahan
permukiman dalam waktu yang relatif lama, sedangkan
proses formatif invasif berlangsung dalam waktu yang
relatif singkat telah memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap bertambah luasnya lahan permukiman.

Sebagai gambaran yang melengkapi uraian mengenai
perkembangan permukiman yang bersifat formatif invasif,
berikut ini akan dikemukakan apa yang terjadi di negara
maju. Bourne (1981) mengemukakan temuan yang menarik
terkait dengan hal tersebut, di mana di dalamnya dijelaskan
mengenai keterkaitan fungsional antara pelaku-pelaku
utama, tahapan perkembangan yang diakibatkannya, ke-
putusan yang diambil oleh pelaku utama tersebut dan bebe-
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rapa saran terkait dengan kebijakan spasial untuk meng-
antisipasi munculnya dampak negatif di kemudian hari.
Dalam pembangunan permukiman mulai dari tahap
memperoleh lahan belum terbangun oleh pengembang
sampai dengan pembelian rumah oleh konsumen;, terdapat
13 aktor yang berperanan, yaitu (1) Predevelopment Land
Owners; (2) Land Speculators; (3) Estate Agents; (4) Surveyors;
(5) Developers; (6) Lawyers; (7) Planners; (8) Financial Agen-
cies; (9) Politicians; (10) Architects; (11) Subcontractors; (12)
Public Agencies; (13) Consumers. Masing-masing aktor mem-
punyai peranan yang berbeda-beda dalam pembangunan
perumahan (Tabel 5.1).




Tabel 5.1 Aktor Pembangunan Perumahan dan Peranannya

Principal Actors Development Primary Publi¢ Scctor

Stage Producer Dccision Controls
Decision

Predovelopment land owner Land evaluation
e Land speculation
— =—— — — .To initiate evaluation Existing zoning
Conservation measures |
Predeveiopment land owner  Land under active
e consideration and
Dervelopers e
Lawyers gotiation i
Approval of sale
——————— To purchase Jand Speculation tax
Transfer tax
Developer Initiate development
o aopi plaaning
Subdivision plan regis-
tration
————— To develop land Planning Approval
Building Permit
; ‘Water and scwerape
4 Roads and schools
Builder / doveloper Active housing cons- '
Aschitecty truction
Public Agencics
—————— To mariet housing Building standards
Zoning regulations
Codes of real estate
practice '
m“"ﬂ"?“ Marketing
=5 s Agencies [occupancy)
Consumers -
r — — = — — —To purchase housing Occupancy rules
. Local taxes
Provision of services

Sumber: Boume, L.S. (1981].

Tahap awal perkembangan adalah tahap evaluasi, di
mana pihak pengembang mengerjakan kegiatan menilai
apakah lahan yang tersedia layak atau tidak untuk pem-
bangunan kompleks permukiman ditinjau dari lingkungan
(land suitability), tata ruang (existing zoning and conservation
measures) dan keuntungan (profit). Dalam tahap ini pula pada
umumnya telah banyak para spekulator lahan yang akan

| memanfaatkan momentum akan dibangunnya daerah ter-
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sebut dengan membeli lahan di tempat di mana akan di-
bangun kompleks atau di sekitarnya yang kemudian dijual
kepada pengembang atau pihak tertentu yang membutuh-
kan dengan harga yang tinggi. Tahap kedua adalah tahap
negosiasi antara pengembang dengan pemilik lahan. Setelah
studi kelayakan situs selesai dilaksanakan dengan keputus-
an layak, maka mulai terjadi negosiasi dengan pemilik lahan
semula untuk menentukan harga. Dalam tahap ini tidak
hanya pemilik lahan dan pengembang yang berperanan
namun juga surveyors dan lawyers. Surveyors melakukan
pengukuran dan penelitian detail di lapangan untuk diguna-
kan sebagai dasar penataan detail kompleks yang akan di-
bangun. Lawyers berperanan merumuskan transaksi jual beli
serta pengurusan surat-surat pendukung transaksi jual beli,
kepemilikan lahan dan lain sejenisnya yang terkait dengan
pembangunan kompleks perumahan. Setelah terjadi ke-
sepakatan mengenai harga, maka pembelian lahan dilak-
sanakan dan kemudian memasuki tahap yang berikutnya.
Tahap ketiga adalah memulai pembangunan dan dengan
sendirinya harus melalui tahap-tahap perencanaan yang
benar/prosedur yang benar. Pengembang, Perencana, Lem-
baga keuangan dan Politisi mulai berperan secara aktif di
dalamnya. Pengembangan fisik lahan sudah mulai direali-
sasikan setelah terdapat kesesuaian dengan aturan subdivisi
lahan, tata ruang, ijin mendirikan bangunan, pembangunan
jaringan sanitasi dan air bersih serta fasilitas permukiman
lainnya seperti jalan lingkungan dan sekolah. Tahap ke-
empat adalah pembangunan bangunan rumahnya sendiri.
Dalam tahap ini peranan arsitek, kontraktor dan agen publik
terkait mempunyai peran yang aktif di samping para pe-
ngembang sendiri. Setelah bangunan rumah mukim ter-
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sebut beserta kelengkapannya selesai dibangun, maka
kompleks tersebut siap untuk dijual. Tahap kelima adalah
pemasaran rumah mukim tersebut. Oleh karena tahap ini
penentunya adalah konsumen, maka mereka terlibat di
dalamnya di samping pengembang, estate agents dan lem-
baga keuangan. Setelah tercapai kesepakatan mengenai
harga, maka terbentuklah kompleks permukiman dalam
artian bahwa penghuni sudah menempatinya.

Sekali lagi perlu dikemukakan bahwa apa yang di-
kemukakan oleh Bourne (1981) tersebut adalah mekanisme
pembangunan kompleks permukiman formal yang terdapat
di negara maju, khususnya di Amerika Serikat. Oleh karena
di negara maju sendiri menunjukkan variasi yang cukup
besar dalam hal latar belakang sosial, budaya, ekonomi dan
politik, maka prosedur pengembangan permukiman juga
bervariasi pula. Demikian pula halnya dengan apa yang ter-
dapat di negara berkembang termasuk Indonesia.

Sebagai tambahan ilustrasi mengenai bertambahnya
luasan lahan permukiman di WPU, berikut ini dikemukakan
contoh WPU kota Yogyakarta berdasarkan hasil perhitungan
yang mendasarkan data dari tahun 1987 sampai dengan
tahun 1996. Data yang ada menunjukkan adanya variasi ke-
ruangan yang menarik untuk disimak. Hal ini akan menjadi
bahan yang sangat penting bagi penentu kebijakan dalam
menyikapi kecenderungan perkembangan, dampak yang
sudah dan akan timbul serta formulasi kebijakan spasial
yang akan diambil berkenaan dengan visi spasial kota yang
telah dirumuskan. Data yang dikemukakan tidak memilah
tambahan luasan lahan permukiman yang disebabkan oleh
proses formatif infiltratif dan proses formatif invasif. Walau-
pun demikian, secara nyata dapat diketahui bahwa kontri-
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busi paling mencolok adalah bertambahnya kompleks
permukiman yang dibangun oleh pengembang. Di sinilah
letaknya peranan pengembang (developers) dalam menentu-
kan perkembangan fisikal kekotaan dan hal ini harus di-
sikapi secara arif oleh para penentu kebijakan agar dampak
negatif yang muncul sesudahnya tidak mengakibatkan ter-
ganggunya keseimbangan lingkungan sosial-budaya dan
fisikal pada masa yang akan datang. Kiranya apa yang di-
kemukakan oleh Bourne (1981) dapat digunakan sebagai
contoh mengenai betapa ketatnya prosedur pengembangan
rumah mukim, khususnya yang bersifat formatif invasif.
Regulasi apa saja yang harus diperhatikan oleh para pe-
ngembang mulai dari awal transaksi jual beli lahan sampai
dengan proses pemukiman/menempati kompleks per-
mukiman oleh konsumen telah dikemukakan secara jelas
dalam contoh tabel 5.1 di atas.

Pemerhati masalah permukiman kota (1rban settlement)
dapat menyumbangkan pemikirannya kepada penentu dan
pembuat kebijakan pengembangan kota. Dalam hal ini,
tidak semua WPU diteliti namun hanya beberapa unit admi-
nistrasi desa yang berbatasan langsung dengan batas admi-
nistrasi kota Yogyakarta saja yang digunakan sebagai contoh
bagian WPU. Pertimbangan utamanya adalah bahwa unit-
unit tersebut menampilkan perubahan luasan lahan per-
mukiman paling besar dibandingkan dengan bagian WPU
yang lebih jauh serta ketersediaan data. Namun demikian
disarankan juga untuk memanfaatkan citra penginderaan
Jauh multi temporal untuk menghitung luasan lahan per-
mukiman selama citranya tersedia, karena catatan statistik
belum dapat dipercaya sepenuhnya karena perubahan-per-
ubahan mutakhir kebanyakan belum tercatat, sementara itu
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citra penginderaan jauh mengemukakan semua kenampak-
an seperti apa adanya. Kelengkapan dan akurasi data yang
diperoleh ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam me-
nyadapnya.

Unit administrasi atau desa yang terletak di bagian
utara kota Yogyakarta, ternyata menunjukkan pertambahan
areal lahan permukiman yang paling luas dan menunjukkan
rate of change paling tinggi dibandingkan dengan bagian-
bagian lainnya. Dalam hal ini desa Sinduadi dan desa Catur-
tunggal yang masing-masing mengalami penambahan luas
lahan permukiman sebanyak 107 hektar dan 220 hektar
dengan kecepatan pertambahan 11,9 hektar dan 24,4 hektar
per tahun (Tabel 5.2).

Tabel 5.2 Luas Lahan Permukiman dan Penambahannya
(1988 sampai dengan 1998) dalam hektar

Nama Desa Luas Permukiman | penambah-| Percepatan
an halth
1988 1998 1988-1998

Sinduadi 272 379 107 1.9
Caturtunggal 541 761 220 24,4
Banguntapan 427 452 25 2,8
Baturetno 91 105 14 1,6
Potorono 95 103 8 09
Wirokerten 110 115 5 0,6
Tamanan 1 119 8 0,9
Bangunharjo 208 278 70 78
Panggungharjo 205 255 50 56
Tirtonirmolo 263 269 6 0,7
Ngestiharjo 257 270 13 14
Banyuraden 307 364 57 6,3
Nogotirto 82 167 85 94
Trihanggo 124 157 33 3,7

Sumber: Yunus (2001).
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Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa penambahan
lahan permukiman paling sedikit dalam kurun waktu ter-
sebut terjadi di bagian tenggara WPU kota Yogyakarta yang
diwakili oleh Desa Potorono, Wirokerten dan Tamanan.
Sementara itu di bagian selatan (diwakili oleh Desa Bangun-
harjo dan Panggungharjo) menunjukkan gejala akselerasi
penambahan lahan permukiman dan demikian pula halnya
dengan di bagian barat (diwakili oleh Desa Banyuraden dan
Nogotirto). Dikaitkan dengan aksesibilitas dan keberadaan
pusat-pusat kegiatan yang menarik penduduk ternyata
variasi spasial pertambahan lahan permukiman tersebut
berasosiasi secara signifikan. Elaborasi lebih lanjut dengan
sendirinya dapat dilakukan dalam mengulas keterkaitan pe-
nambahan luasan lahan permukiman dengan masa depan
kehidupan kekotaan.

5.2.2.2 Pemadatan Bangunan Rumah Mukim

Pemadatan rumah mukim merupakan dampak ikutan
yang selalu menyertai gejala pertambahan jumlah pen-
duduk. Densifikasi bangunan rumah mukim terjadi karena
adanya proses pengisian ke dalam (infilling process), yaitu
suatu proses bertambahnya bangunan-bangunan rumah
mukim di dalam lahan permukiman yang dibangun di
antara bangunan-bangunan yang sudah ada. Proses ini
terjadi di dalam lahan permukiman lama dengan tatanan
bangunan yang tidak teratur ditinjau dari segi arsitektural-
nya, ukurannya dan tata letaknya.

Densifikasi permukiman dapat diteliti melalui dua cara
yaitu (1) membandingkan kepadatan permukiman dari
waktu-waktu yang berbeda dan (2) menelusuri dari kondisi
terakhir kepadatan permukiman saja. Cara pertama pada
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umumnya memanfaatkan citra penginderaan jauh multi
temporal dan masing-masing citra digunakan sebagai dasar
memperoleh informasi mengenai kepadatan bangunan,
khususnya permukimannya. Sementara itu, bangunan-
bangunan bukan rumah mukim dikeluarkan dari perhitung-
an (Gambar 5.1a; Gambar 5.1b dan Gambar 5.1¢).
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Gambar 5.1 (a) Kepadatan Bangunan di Sebagian Kota Yogyakarta,
Tahun 1987
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Gambar 5.1 (c) Penghitungan Densifikasi Bangunan Cara I:
(1987-1996) di Sebagian Kota Yogyakarta
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Hal ini memerlukan pencermatan yang tinggi sehingga
hasil yang diperoleh akan akurat pula. Lain halnya dengan
penelitian yang hanya menekankan pada building densifica-
tion (pemadatan bangunan) semata, di mana kepadatan yang
dimaksudkan tidak membedakan apakah bangunan ter-
sebut berupa bangunan rumah mukim atau bukan. Hal ini
lebih mudah dilaksanakan. Cara yang kedua hanya men-
dasarkan pada satu citra mutakhir semata. Hal ini dapat
dilaksanakan dengan menggambarkan semua bangunan
rumah mukim yang ada dan kemudian dilaksanakan pe-
nelitian secara menyeluruh (sensus) dan kemudian masing-
masing bangunan dicatat mengenai tahun mendirikannya.
Dengan demikian maka akan tergambarkan secara lengkap
tahapan-tahapan pemadatan secara detail dengan interval -
waktu yang relatif jauh lebih pendek dibandingkan dengan
cara yang pertama. Di samping itu, cara yang kedua dapat
mengemukakan data sosial, ekonomi dan kultural pen-
duduk yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran
karakteristik penghuni yang hal ini tidak dapat dilakukan
dari cara yang pertama (Gambar 5.2a dan Gambar 5.2b).
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Gambar 5.2 (a) Sebagian Blok Permukiman di WPU Kota Yogyakarta
sebagai Sampel Penghitungan Densifikasi (1970-2008)
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Cara yang pertama lebih cocok dimanfaatkan untuk
penelitian densifikasi bangunan secara umum dan bangun-
an rumah mukim dalam skala wilayah yang lebih luas,
sedangkan cara yang kedua digunakan untuk penelitian
densifikasi bangunan dan bangunan rumah mukim dalam
skala wilayah yang relatif sempit dengan analisis yang lebih
detail. Oleh karena sifatnya itulah maka kedua cara tersebut
bersifat komplementer, di mana cara yang kedua dimanfaat-
kan sebagai penelitian sampling dari bagian-bagian tertentu
daerah penelitian yang telah diungkapkan melalui cara yang
pertama, untuk memperoleh gambaran menyeluruh secara
lebih mendalam.

Pemadatan rumah mukim terjadi secara infiltratif
dalam waktu yang lama dan proses ini menandai hampir
atau bahkan semua kota-kota di negara berkembang, ter-
masuk Indonesia dan merupakan pemicu utama terjadinya
taudifikasi (taudification) atau proses terbentuknya per-
mukiman kumuh. Ketiadaan tata ruang permukiman mikro
dalam hal arsitektur, tata letak bangunan, kepadatan
bangunan, ukuran bangunan, tinggi bangunan, perimbang-
an lahan terbuka dan terbangun dalam tiap persil lahan akan
menghasilkan permukiman kumuh dan permukiman ini
telah menghiasi kota-kota negara berkembang. Permukiman
kumuh dimaksud adalah suatu permukiman yang secara
fisikal material, fasilitas permukiman dan lingkungannya
berada di bawah standard kelayakan.

Di samping itu, permukiman seperti ini selalu berasosi-
asidengan kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan
yang cukup tinggi sehingga kemungkinan untuk mendiri-
kanbangunan-bangunan/prasarana permukiman yang di-
butuhkan penduduk tidak dapat dilakukan atau semakin
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sulit, sehingga gejala meningkatnya jumlah penduduk dan
bangunan mengakibatkan pelayanan yang semakin kurang
dan jelek. Walaupun secara kualitatif, berikut ini dikemuka-
kan karakteristik permukiman kumuh di Indonesia (Yudo-
husodo, et..al., 1991):

(1) Kondisi Fisik Lingkungan:

(2)

3)
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a. tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehat-

an;

b. prasarana, fasilitas dan utilitas lingkungan sangat

kurang;
c. kondisi fisik lingkungannya berada di bawah stan-
dard;

Tata Letak Bangunan:

sangat tidak teratur dan hal ini dapat terjadi karena
perkembangan/pertambahan bangunan berjalan
dengan sendirinya tanpa mengikuti pedoman tertentu.
Di samping tata letak bangunan, tata arsitekturalnya,
tata persilnya juga sangat tidak beraturan. Tiadanya
tata ruang permukiman mikro menjadi penyebab
utamanya;

Kondisi fisik bangunan sangat buruk dan bahan
bangunan atau material bangunan bersifat non perma-
nen atau semi permanen. Namun demikian perlu di-
ingat bahwa pada wilayah permukiman yang telah
mencapai death point/saturated point dalam hal kepadat-
an bangunannya juga menunjukkan gejala taudifikast
walaupun bahan bangunannya bersifat permanen. Di
samping itu penyebab eksternal seperti penggenangan
dan penuaan bangunan juga berpotensi menyebabkan
terciptanya permukiman kumuh walaupun bahan



bangunannya permanen. Lihat sebagai contoh wilayah
permukiman di bagian utara kota Semarang.

(4) Kepadatan penduduknya sangat tinggi di mana
melebihi 500 jiwa per hektar;

(5) Kepadatan bangunan juga sangat tinggi bahkan di
beberapa lokasi sudah mencapai death point/saturated
point;

(6) Fungsi-fungsi kekotaan di dalamnya sangat bercampur
baur satu sama lain dalam tatanan yang sangat tidak
beraturan.

Gambaran di atas dapat digunakan sebagai dasar untuk
menilai apakah kondisi permukiman di sesuatu tempat
sudah atau belum menjadi permukiman kumubh.

5.2.2.3 Kecenderungan Segregasi Rumah Mukim

Sebelum pembahasan mengenai gejala segregasi rumah
mukim, sebagai dampak dari transformasi spasial WPU
perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai makna segre-
gasi. Segregasi adalah suatu gejala mengelompoknya grup-
grup kecil dalam masyarakat oleh karena sebab tertentu.
Pengelompokan mana pada umumnya mendasarkan pada
kesamaan kepentingan yang dirasakan oleh kelompok yang
bersangkutan. Goodall (1987) mengemukakan penjelasan
mengenai segregasi sebagai berikut:

Segregation is the separation of sub-groups within a wider popula-
tion. It exists when members of a sub-group are not distributed
uniformly relative to the remainder of the population. It is applied
particularly in Human Geography to residential segregation.

Dalam studi mengenai gejala kemanusiaan terdapat
banyak sekali variasi segregasi masyarakat yang dapat di-
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identifikasi, antara lain segregasi dalam bidang kegiatan
ekonomi, segregasi dalam bidang sosial khususnya menge-
nai pengelompokan etnik tertentu, segregasi dalam bidang
agama, segregasi dalam hal kesamaan daerah asal dan ada
kemungkinan pula dapat muncul segregasi dalam bidang
politik. Oleh karena gejala pengelompokan sebagian masya-
rakat ini selalu berada pada lokasi/ruang tertentu, maka
segregasi dimaksud sebenarnya merupakan segregasi
spasial (spatial segregation) yang dilatarbelakangi oleh sebab-
sebab tertentu. Dalam perkembangan masy «rakat, memang
terdapat kecenderungan secara alami bahwa manusia selalu
bersifat gregarious di mana masing-masing anggota masya-
rakat selalu membutuhkan pertolongan orang lain dan
membentuk perilaku kerja sama dalam memenuhi kebutuh-
annya dan menghadapi tantangan kehidupannya. Dalam
awal peradaban manusia dihadapkan pada tantangan alami
yang besar sehingga dalam menghadapinya diperlukan
kerja sama yang baik, tolong menolong satu sama lain se-
hingga upaya mengatasinya terasakan lebih ringan di-
bandingkan apabila mereka harus menghadapinya sendiri
sendiri. Dari sinilah kemudian muncul kesamaan pandang
dan persepsi mengenai lingkungan hidupnya yang kemudian
membentuk persamaan kebersamaan yang berbentuk se-
bagai perasaan senasib.

Oleh karena peradaban manusia kemudian berkem
bang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekn>
logi, maka berkembang pulalah strata di dalam masyarakal
sehingga persepsi dan pandangan mereka terhadap ling
kungan menjadi bermacam-macam serta kemampua®
mereka dalam menghadapi dan mengatasi kendala ke-
hidupan juga bermacam-macam. Akses terhadap sumbef
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daya pun makin bervariasi karena potensi masing-masing
anggota masyarakat juga berkembang dan menjadi berbeda-
beda pula. Secara naluriah alami, akan muncul gejala penge-
lompokan anggota masyarakat dan hal ini sangat mudah
diamati di daerah kekotaan, karena stratifikasi sosial, eko-
nomi dan budaya masyarakat kekotaan jauh lebih kompleks
dibandingkan dengan daerah kedesaan. Proses segregasi
seperti ini disebut sebagai natural segregation atau segregasi
alami, karena proses terjadinya pengelompokan didasari
oleh sifat dasar manusia yang bersifat gregarious tadi.
Dalam wacana mengenai segregasi di WPU, khususnya
mengenai permukiman terdapat gejala yang unik. Kalau
selama ini dikenal adanya natural segregation di daerah ke-
kotaan, maka di WPU sebagai daerah yang baru berkem-
bang dan menarik bagi pendatang-pendatang baru ditemu-
kan bentuk segregasi yang berbeda berdasarkan proses
formatifnya yaitu artificial segregation atau segregasi buatan.
Dalam hal permukiman, hal ini terlihat dari munculnya
kompleks-kompleks permukiman/perumahan baru yang
didisain untuk golongan/kelompok tertentu dalam masya-
rrakat. Penghuni-penghuni baru dalam kompleks perumah-
:an yang baru tersebut lambat laun akan membentuk komu-
mitas baru pula. Lihat sebagai contoh adalah munculnya
komunitas yang menghuni kompleks perumahan tipe sangat
ssederhana, sederhana, rumah susun, rusunawa, perumahan klas
nnenengah, kompleks perumahan mewah sampai sangat mewal
yrang kebanyakan dibangun di WPU. Oleh karena WPU
pada awalnya merupakan wilayah bersifat kedesaan, maka
munculnya kompleks perumahan tersebut dapat diibarat-
kian seperti pulau-pulau sosio-kultural baru di tengah lautan
Smsio-kultural kedesaan. Perkembangan sangat ekstrem
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daripada gejala ini terkadang memunculkan efek eksklusivi-
tas di mana beberapa kompleks perumahan dibangun
dengan batas-batas solid yang tidak dapat diakses dari
segala arah, namun hanya melalui satu pintu dan hal ini
pun dijaga sangat ketat oleh petugas. Hal ini tentu saja akan
mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan antara warga
di dalam dengan warga di luar kompleks. Makin banyaknya
kompleks permukiman yang dibangun di tengah-tengah
permukiman kedesaan yang sudah lama ada di WPU, gejala
segregasi permukiman makin nampak. Suatu hal yang harus
dicermati dan diwaspadai adalah makin kentaranya gejala
konflik sosial yang dapat muncul sewaktu-waktu, apabila
kelompok baru tidak mampu beradaptasi dengan masya-
rakat di sekitarnya. Walaupun dalam beberapa hal dampak
positif dari munculnya kompleks permukiman baru dapat
dirasakan oleh masyarakat sekitar, namun dampak negatif
juga banyak bermunculan sebagai akibat dari terganggunya
kepentingan masyarakat. Lihat sebagai contoh mengenai
keperluan pemakaman warga kelompok permukiman baru
yang pada awal pembangunannya tidak menimbulkan per-
masalahan yang berarti, namun saat ini banyak warga
masyarakat lokal tidak memperkenankan warga permukim-
an baru yang meninggal dimakamkan dalam kompleks per-
makaman umum yang ada. Terlalu banyak konflik-konflik
sosio-kultural yang ada untuk dikemukakan satu persatu.

5.2.2.4 Merebaknya Permukiman Liar

Wacana mengenai permukiman liar terkadang menjadi
rancu dengan wacana permukiman kumuh. Hal ini dapa!
terjadi karena kebanyakan permukiman liar mempunyal
kondisi bangunan dan lingkungan yang sangat kumuh.
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Dalam studi permukiman keduanya merupakan objek kaji-
an yang berbeda satu sama lain. Pembahasan permukiman
liar selalu dikaitkan dengan lahan di mana permukiman
tersebut didirikan. Permukiman liar tidak lain merupakan
permukiman yang dibangun di atas lahan illegal dalam
artian kepemilikan maupun peruntukan. Dengan demikian
. permukiman liar dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe,
yaitu (1) permukiman liar yang didirikan di atas lahan milik
pihak lain; (2) permukiman liar yang didirikan di atas lahan
dengan peruntukan bukan permukiman dan (3) permukim-
an liar yang didirikan di atas lahan milik orang lain dan juga
dalam areal yang peruntukannya bukan untuk permukim-
an. Permukiman liar tipe pertama dapat digolongkan men-
jadi dua yaitu permukiman liar yang didirikan di atas milik
perorangan dan permukiman liar yang didirikan di atas
milik institusi. Dalam wacana sehari-hari proses pemukim-
annya disebut sebagai penyerobotan lahan. Pada sebidang
lahan yang secara sah dimiliki oleh orang lain atau sebuvah
institusi yang dalam waktu lama tidak pernah diurus/di-
kelola, maka lahan tersebut mempunyai potensi yang besar
untuk diserobot pihak tertentu untuk dijadikan tempat men-
dirikan bangunan rumah mukim. Dengan segala manipulasi
yang dilakukan oleh pihak pembangun, tidak jarang bahwa
lahan yang dimaksud dapat diterbitkan sertifikat tanahnya
yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik karena ke-
duanya merasa merupakan pemilik yang sah. Konflik se-
macam ini banyak muncul di WPU sebagai daerah perkem-
bangan baru. Walaupun areal di mana lahan tersebut berada
merupakan areal yang diperuntukkan bagi permukiman,
namun bangunan tersebut dikategorisasikan sebagai per-
mukiman liar. Permukiman liar tipe kedua merupakan salah
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satu bentuk pemerkosaan lingkungan (envireninental rape)
yang mempunyai potensi menimbulkan kerusakan ling-
kungan. Permukiman liar tipe kedua ini banyak terjadi di
WPU di atas lahan yang diperuntukkan bukan untuk per-
mukiman dan kebanyakan diperuntukkan sebagai daerah
dengan fungsi penyangga kota yang bersangkutan. Daerah
konservasi yang terletak di WPU deng=n karakteristik
fungsi resapan air merupakan sasaran yang b: ~vvak didiri-
Xan bangunan permukiman karena kondisi lingkungan
yang kebanyakan mempunyai nilai estretika dan kenyaman-
an yang tinggi, namun demikian permukiman seperti ini
ergolong permukiman liar. Walaupun areal tersebut dalam
oeberapa hal secara sah dimiliki oleh mereka yang mendiri-
<an bangunan, namun karena ada mismatch antara peman-
faatan dan peruntukan, maka bangunan yang didirikan di
atasnya dikategorisasikan sebagai permukiman liar pula.
Merebaknya permukiman liar tipe kedua ini dalam jangka
panjang mempunyai potensi ancaman yang besar terhadap
bencana banjir maupun ketersediaan cadangan air bersih
di kota yang bersangkutan. Permukiman liar tipe ini banyak
yang merupakan permukiman atau perumahan yang ber-
kualitas baik bahkan mendekati kategori lux. Permukiman
liar tipe ketiga banyak terjadi di sepanjang bantaran sungal
atau jalur rel kereta api di mana jalur tersebut memang
bukan milik perorangan tetapi dimiliki oleh institusi peme-
rintah serta peruntukkannya jelas bukan untuk permukim-
an.

Fakta empiris menunjukkan bahwa permukiman liar
tipe pertama menunjukkan variasi penghuni dan varias!
kualitas bangunan dan tidak meliputi areal yang luas. Per
mukiman liar tipe kedua secara sekilas tidak menunjukka”
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tanda-tanda umum yang dikenal sebagai permukiman liar
karena kualitas bangunan dan lingkungannya tidak kumuh
namun nyaris bagus atau sangat bagus dan penghuninya
tidak dapat digolongkan ke dalam penduduk miskin.
Sementara itu, permukiman liar tipe ketiga kebanyakan atau
nyaris semuanya merupakan permukiman liar dengan
kondisi yang sangat kumuh. Penghuninya kebanyakan
adalah pendatang yang tidak mempunyai penghasilan tetap
memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan me-
rupakan penduduk miskin.

5.3 Dampak terhadap Harga Lahan

WPU merupakan daerah yang menarik bagi penduduk .
maupun fungsi-fungsi untuk bertempat tinggal maupun
untuk menjadikannya sebagai lokasi kegiatannya. Dampak
langsung yang dapat diamati adalah makin bertambahnya
lahan permukiman maupun lahan untuk mendirikan
bangunan non-permukiman. Di pihak lain lahan belum ter-
bangun yang tersedia menjadi semakin sempit. Makin men-
dekati lahan kekotaan terbangun makin intensif terjadinya
konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Di
sinilah mulai terlihat gejala ketidak imbangan antara per-
mintaan akan lahan dengan ketersediaan lahan. Oleh karena
makin lama ketersediaan lahan belum terbangun makin ber-
kurang dan permintaan akan lahan makin meningkat, maka
kesenjangan antara permintaan akan lahan dan ketersediaan
akan lahan makin bertambah lebar. Hal inilah yang ber-
akibat sangat signifikan terhadap harga lahan di WPU.

Dalam wacana mengenai harga lahan ada dua hal

|penting yang perlu mendapatkan sorotan, yaitu (1) berkena-
@an dengan nilai pasaran (market value) dan (2) berkenaan
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dengan nilai kegunaan (use value). Untuk menjelaskan ke-
duanya, Domouchel (1975) dan Bryant, Russwurm dan
McLellan (1982) mengungkapkan sebagai berikut:

Market value is the price that will be paid in a given properly
transaction between a willing seller and a willing buyer, where the
seller and the buyer have no family relationship to eacli other andil
sometimes called the actual cash value or fair cash value.

Use value is the capital value of a piece of real estate under a par-
ticular use or property’s value when it is specifically designed only
for a certain purpose and therefore would be of marginal value to
another owner.

Berdasarkan batasan di atas dapat disimpulkan bahwa
nilai pasaran lahan tidak lain merupakan harga lahan/harga
pasaran lahan/harga lahan yang ditentukan oleh mekanis-
me pasar sedangkan nilai kegunaan lahan adalah nilai yang
muncul karena bentuk pemanfaatan lahan tertentu.

Secara umum konsep distance decay principle berlaku
pula dalam hal harga lahan di WPU dalam artian bahwa
makin dekat dengan lahan kekotaan terbangun kesenjangan
antara permintaan dan penawaran akan lahan makin lebar,
sehingga makin dekat dengan lahan kekotaan terbangun
menunjukkan harga lahan yang makin tinggi dan demikian
pula sebaliknya. Kenyataan di lapangan juga menunjukkan
adanya perbedaan rate of increase (roi) harga lahan, bahwa
makin dekat dengan lahan kekotaan terbangun makin tingg
pula rate of increase. Suatu hal yang sangat menarik untuk
mendapat sorotan khusus adalah adanya dampak meng-
untungkan dari kenaikan harga lahan di WPU pada petani-
petani. Harga lahan pertanian secara umum dinilai ber-
dasarkan agriculiiral use value based assessment dan hal ini
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sangat terkait dengan kondisi lahan tersebut dalam kemam-
puannya menghasilkan produksi pertanian. Beberapa faktor
antara lain kesuburan tanah, kedekatan dengan saluran
irigasi teknis dan kemudahan memperoleh air pengairan.
Pada bagian yang memiliki nilai ekspektasi perkembangan
fisikal kekotaan depan, akan terjadi perubahan ketentuan
harga lahan yaitu tidak lagi berdasarkan agricultural use value
based assessment lagi namun menjadi urban use value based
assessment. Perubahan inilah yang antara lain menjadi pe-
nyebab peningkatan harga lahan yang luar biasa di bagian-
bagian tertentu WPU di samping makin melebarnya dispa-
ritas antara permintaan dan penawaran akan lahan.

Bagi petani-petani dengan kepemilikan sempit, meng-
usahakan lahan pertanian dalam usaha taninya sangat tidak
menguntungkan. Beberapa faktor telah dijelaskan di bagian
depan mengenai hal tersebut. Kenaikan harga lahan yang
terjadi dapat mengakibatkan pemberdayaan petani dalam
hal kesejahteraannya. Kenaikan harga lahan mendorong
petani untuk menjual lahannya dan hasil penjualan lahan
tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli lahan lebih
luas di tempat lain yang lokasinya lebih jauh atau untuk
membuka usaha non-pertanian di sekitar tempat tinggalnya.
Dari sisi penghasilan petani tersebut telah memanfaatkan
momentum kenaikan harga lahan untuk dapat memperoleh
penghasilan yang lebih tingg dibandingkan waktu sebelum
mereka menjual lahannya. Hal tersebut merupakan suatu
mekanisme yang wajar, sehingga proses hilangnya lahan
pertanian di WPU akan terus berlanjut apabila tidak ada
intervensi dari pemerintah. Apakah pemerintah akan ber-
tindak secara laissez faire atau tidak? Seyogianya, masing-
masing pemerintah daerah mempunyai pandangan yang
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visioner dan futuristik mengenai gejala ini dalam rangka
mengedepankan kepentingan nasional. Usaha-usaha pre-
servasi perlu diadakan tanpa menimbulkan kerugian ke-
pada petani sebagai pemilik lahan dan hal ini sudah penulis
uraikan dalam buku yang berjudul Manajemen Kota: Per-
spektif Spasial yang diterbitkan oleh penerbit yang sama.

5.3.1 Determinan Harga Lahan di WPU

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi variasi
harga lahan di sesuatu tempat, yaitu (1) faktor karakteristik
lahan; (2) faktor keberadaan peraturan tata ruang tertentu;
(3) faktor pemilik lahan; (4) faktor spekulasi lahan; (5) faktor
keberadaan pengembang dan (6) faktor kondisi pereko-
nomian nasional (Bryant, Russwurm dan McLellan, 1982,
Wadhva, 1982; Yunus, 2001).

5.3.1.1 Karakteristik Fisik Lahan

Faktor pertama merupakan rona lahan yang terbentuk
dari adanya faktor-faktor yang melekat dengan lahan yang
bersangkutan. Kondisi lingkungan WPU yang bervariasi
dapat menciptakan karakteristik lahan yang bervariasi pula,
khususnya mengenai kondisi yang terkait dengan keadaan
fisikal alami lingkungan, aksesibilitas fisik yang dicermin-
kan dalam hal keberadaan prasarana dan sarana transpor-
tasi, keberadaan utilitas umum seperti jaringan listrik, keber-
adaan jaringan perpipaan air minum, keberadaan dan ke-
dekatan dengan pusat kegiatan.

5.3.1.2 Keberadaan Peraturan

Faktor kedua terkait dengan keberadaan peraturan ter
tentu yang dapa: menyebabkan variasi harga pasaran lahan-
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Apabila pada kawasan tertentu dikenai peraturan tertentu
yang bersifat melarang untuk mendirikan bangunan karenz
sebab-sebab tertentu (seperti agricultural zoning, green bel:
policies, development moratorium), maka lahan yang berada
dalam zona tersebut akan tidak menarik sama sekali bagi
pembeli yang bermaksud memanfaatkannya sebagai lahan
untuk mendirikan bangunan permukiman maupun men-
dirikan bangunan untuk melaksanakan kegiatan tertentu,
karena dalam kawasan mana pendirian bangunan dalam
bentuk apa pun akan dilarang. Sebaliknya di suatu kawasan
di mana terdapat peruntukan yang jelas bagi permukiman,
maka akan menarik bagi penduduk untuk memanfaatkan-
nya sebagai tempat hunian. Dua bagian yang berbeda ter-
sebut akan terdapat nuansa perbedaan harga lahan maupun
rate of increase harga lahan. Dalam contoh yang pertama akan
mengakibatkan penekanan terhadap harga pasaran se-
hingga harga lahan tetap rendah dan demikian pula halnya
dengan tingkat kenaikan harga lahan yang akan tertekan
sampai dengan ambang minimum. Hal tersebut akan ber-
beda keadaannya dengan contoh yang kedua, karena ke-
jelasan peruntukan akan mengakibatkan kemantapan psiko-
logis bagi pembeli. Banyaknya pihak yang membutuhkan
lahan dan sedikitnya ketersediaan lahan akan memicu me-
lambungnya harga pasaran lahan.

5.3.1.3 Karakteristik Pemilik Lahan

Faktor ketiga terkait dengan pemilik lahan. Beberapa
penelitian menunjukkan peranan pemilik-pemilik lahan ter-
hadap variasi harga lahan. Beberapa penelitian menunjuk-
kan bahwa pemilik lahan yang mempunyai status sosial
ekonomi kuat akan berbeda dengan pemilik lahan yang
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berstatus sosial ekonomi lemah. Pemilik lahan dengan
status sosial ekcnomi kuat lebih tahan untuk menahan
transaksi jual beli lahannya sampai pada suatu saat di mana
harga lahan dianggap paling tinggi, dibandingkan dengan
mereka yang berstatus sosial ekonomi lemah. Di bagian-
bagian WPU yang didominasi oleh pemilik lahan sebelum
dikembangkan dan biasanya merupakan petani (predevelop-
ment land owners) yang berstatus sosial ekonomi kuat akan
lebih lambat berkembang karena transaksi jual beli lahan
berjalan agak lambat. Sebaliknya pada bagian WPU yang
didominasi oleh petani pemilik lahan yang berstatus sosial
ekonomi lebih lemah akan sangat mudah “terteror” olehke-
naikan harga lahannya dan oleh karena sebab-sebab tertentu
akan lebih cepat melepaskan hak atas lahannya dengan cara
menjualnya. Dengan demikian pada bagian ini secara relatif
akan mempunyai rate of change yang dan intensitas perkem-
bangan yang lebih tinggi.

5.3.1.4 Spekulasi Lahan

Faktor keempat adalah spekulasi lahan. Spekulasi lahan
adalah suatu istilah yang berkaitan dengan perilaku jual
beli lahan di mana seseorang yang memiliki lahan akan
menjualnya pada saat harga lahannya dianggap mencapai
titik yang paling menguntungkan. Dengan demikian di
dalamnya tersirat pengertian bahwa proses jual beli lahan
tidak didasari oleh karena alasan keterpaksaan ekonomi
pemilik lahan awal. Pemilik lahan awal menentukan kapa"
lahan miliknya akan dijual sehingga dalam beberapa hal
pemilik lahan awal ini mampu mendikte pasaran harg?
lahan. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pad?
bagian WPU yarg kepemilikan lahannya didominasi oleh
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para spekulator lahan, akan mengakibatkan kesulitan dalam
hal perencanaan tata ruang dan implementasinya, sehingga
untuk mengatasi gejala spekulasi lahan yang merebak bagi
pemerintah daerah yang mempunyai kekuatan finansial
yang tinggi akan menerapkan teknik land banking untuk
mengantisipasi implementasi tata ruang pada masa yang
akan datang (Yunus, 2005).

Harga pasaran lahan yang ditimbulkan oleh maraknya
praktik spekulasi akan berbeda dengan daerah yang tidak
banyak spekulator lahan yang bergentayangan di kawasan
tersebut. Hal ini sangat terkait dengan besar kecilnya eks-
pektasi yang muncul di dalam masyarakat terkait dengan
prospek wilayah yang bersangkutan. Pada bagian WPU
yang oleh sebab-sebab tertentu dianggap akan berkembang
lebih cepat dapat dipastikan akan lebih banyak spekulator
lahan yang beroperasi di sana dan demikian pula sebalik-
nya. Sebab-sebab tertentu tersebut antara lain akan di-
bangunnya kompleks perumahan, kampus pendidikan,
taman rekreasi, jembatan penghubung, jalan tembus, dan
fasilitas umum lainnya. Secara umum terdapat dua tipe spe-
kulator lahan yaitu spekulator lahan profesional dan spe-
kulator non-profesional. Spekulator lahan profesional
adalah mereka yang pekerjaan utamanya berjual beli lahan
dengan landasan tindakan untuk memperoleh keuntungan
setinggi-tingginya akibat kenaikan harga lahan. Mereka ini
pada umumnya mempunyai modal yang memadai untuk
membeli lahan di beberapa tempat dan kemudian men-
jualnya pada saat yang dianggap tepat. Dalam beberapa hal
mereka ini membiarkan lahannya tetap kosong (idle) sampai
beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Spekulator lahan
non-profesional adalah mereka yang pekerjaan utama bukan

251




berjual beli lahan, namun berhubung mempunyai sebidang
lahan atau mungkin lebih di WPU dan tidak mempro-
veksikannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri mem-
punyai pemikiran bahwa pada saat di mana harga lahan-
nya mencapai titik yang dianggap menguntungkan akan
dijual. Golongan kedua ini dapat berupa petani, guru,
dosen, pengacara, lurah, camat, bupati, gubernur dan lain
sebagainya.

5.3.1.5 Peranan Pengembang

Faktor kelima adalah peranan pengembang (developers).
Peranan pengembang mempunyai pengaruh yang signifi-
kan terhadap perubahan harga lahan. Hal ini sebenarnya
terkait dengan dua hal yaitu yang pertama terkait dengan
ekspektasi yang besar terhadap perkembangan daerah pada
masa depan dan yang kedua terkait dengan kemudahan
dalam menikmati utilitas umum yang dibangun oleh para
pengembang. Pada bagian tertentu yang dipilih oleh pe-
ngembang untuk mendirikan kompleks perumahan, misal-
nya, di daerah sekitar kompleks bersangkutan akan meng-
alami kenaikan harga lahan yang jauh lebih cepat dibanding-
kan dengan daerah lain tanpa adanya pembangunan kom-
pleks yang diprakarsai oleh pengembang.

5.3.1.6 Kondisi Moneter Nasional

Faktor keenam terkait dengan kondisi moneter nasio-
nal. Bryant, Russwurm dan McLellan (1982) menemukan
keterkaitan antara situasi moneter nasional dengan per-
ubahan harga lahan. Tingkat inflasi yang tinggi di suatu
negara dapat mendorong pemilik modal untuk membeli
lahan yang banyak di WPU dengan harapan agar berfungs!
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sebagai katup pengaman sistem keuangannya. Hal ini sangat
masuk akal karena harga pasaran lahan tidak akan pernah
stabil tetapi selalu meningkat sebagai akibat dari melebar-
nya kesenjangan antara penawaran dan permintaan seperti
telah dikemukakan di bagian depan. Akibat yang nyata
adalah meningkatnya harga lahan di mana banyak bermun-
culan peminat-peminat baru. Demikian pula halnya dengan
struktur kelembagaan yang dapat memengaruhi nilai jual
lahan, karena biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pen-
jual selalu dibebankan kepada pembeli, sehingga tambahan
besarnya biaya yang harus dikeluarkan ditanggung oleh
pembeli seperti pajak penjualan, komisi, biaya transfer dan
lain sebagainya selalu ditambahkan pada harga lahan yang
diperjual belikan.

5.3.2 Aktor Utama Jual Beli Lahan

Hal lain yang perlu disoroti terkait dengan harga lahan
adalah aktor yang berperan dalam transaksi jual beli lahan
di WPU. Penduduk merupakan agen yang menjadi penye-

‘bab terjadinya transformasi spasial di WPU, namun demi-
kian penduduk pula yang akan mengalami dampak dari
-adanya transformasi spasial ini khususnya mengenai harga
lahan dan kenaikan harga lahan yang terjadi. Berdasarkan
peranannya dalam hal jual beli lahan di WPU dikenal ada 3
:aktor kunci, yaitu (1) pemilik lahan awal sebelum ada pem-
'bangunan (predevelopment land owners); (2) pihak perantara
\(intermediate actors) dan (3) konsumen akhir (final consum-
ters) (Bryant, 1982). Beberapa sarjana lain mengemukakan
Ikategorisasi aktor yang berperanan dalam proses transaksi
jual beli lahan tidak sesederhana klasifikasi ini. Pengertian
iaktor di sini tidak harus diinterpretasikan sebagai orang.
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Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah karya
Found dan Mourley (1972, 1973) yang mengemukakan ada
10 kategorisasi pembeli dan penjual lahan, khususnya lahan
pertanian di WPU. Kesepuluh aktor tersebut sangat menen-
tukan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertani-
an di WPU. Secara lengkap hal tersebut dikemukakan oleh
kedua peneliti tersebut sebagai berikut:

Their ten categories are described in terms of property typesas(1)
the prestige rural estate; (2) the short term rural retreat; (3) social
and /or ethnic group property (e.g. a club); (4) rural residence; (5)
retirement property of non farmer; (6) property of semi-retired
farmer; (7) the rural recreational enterprise; (8) the commercial
farm property; (9) the speculative land holding and (10) publicly
controlled areas (e.g. parks).

Oleh karena penelitiannya dilakukan di Canada dengan
sendirinya kategorisasi yang dikemukakannya belum tentu
sesuai dengan kondisi di negara lain dengan latar belakang
sosial, ekonomi, kultural dan politik yang berbeda. Kategori-
sasi di atas secara eksplisit mengemukakan tipe properti
sebagai dasar kategorisasinya. Sementara itu kategorisasi
yang dikemukakan oleh Bryant (1982) jauh lebih sederhana
dan mempunyai derajad aplikasi yang jauh lebih besar baik
di negara maju maupun di negara berkembang, sehingga
apa yang dikemukakan dalam buku ini (3 kategori) akan
mendapat proporsi yang lebih besar dalam pembahasanny?-

5.3.2.1 Predevelopment Land Owners (PLO)

Kelompok ini mempunyai peranan menentukan ter”
hadap ketersediaan lahan belum terbangun baik yang mem
punyai potensi besar untuk pembangunan fisikal kekotaa"
maupun yang hanya atau bahkan tidak memiliki potens!
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untuk pembangunan fisikal. PLO dapat digolongkan men-
jadi dua, yaitu PLO non-petani dan PLO petani. Pada bagian
WPU yang jauh dari lahan kekotaan terbangun sebagian
besar PLO adalah petani dan hanya sebagian kecil bukan
petani. Di daerah kedesaan (zodes) sendiri, PLO terdiri dari
100% petani. Makin ke arah lahan kekotaan terbangun pro-
porsi PLO non-petani makin besar dan PLO petani semakin
sedikit. Dalam kategorisasi aktor yang berperanan dalam
transaksi jual beli lahan di WPU menurut Bryant (1982) -
hanya menekankan pada aktor yang berupa orang, padahal
sebenarnya kepemilikan lahan di WPU dapat dimiliki oleh
institusi. Hal ini belum mendapat perhatian yang proporsio-
nal dalam pembahasannya.

Kategorisasi PLO lebih ditekankan pada visi kepemilik-
an lahan pertaniannya, di mana mereka tidak tertarik untuk
mengkonversikannya ke bentuk pemanfaatan lahan non-
pertanian. Namun demikian, PLO ini akan selalu meng-
alami tekanan (under pressure) untuk menjual lahannya. Hal
ini terkait dengan makin bertambahnya jumlah penduduk
dan fungsi di WPU yang membutuhkan lahan kosong untuk
dijadikan lahan untuk permukiman maupun tempat men-
dirikan bangunan usahanya dan sementara itu ketersediaan
lahan kosong semakin menyusut. Akibat ketimpangan
antara penawaran dan permintaan yang semakin lebar
mengakibatkan harga lahan semakin meningkat di WPU,
namun bagi mereka yang membutuhkan akan selalu ber-
sedia membayarnya dan makin ke arah lahan kekotaan ter-
bangun makin tinggi rate of increase dari harga lahan ini.
Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penekanan lahan
(land pressure), khususnya pada lahan-lahan belum ter-
bangun (undeveloped land). Tekanan terhadap lahan yang
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mengakibatkan tekanan terhadap pemilik khususnya petani
untuk menjual lahannya ini menjadi semakin kuat karena
adanya faktor lain yang bersifat tidak menguntungkan bagi
kegiatan pertanian itu sendiri, seperti banyaknya gangguan
hama, terganggunya saluran irigasi, makin meningkatnya
polusi air, mahalnya harga pupuk dan obat-obatan, rendah-
nya harga dasar hasil pertanian, khususnya padi dan keber-
adaan lahan yang sempit.

5.3.2.2 Intermediate Actors (1A)

Aktor kunci yang kedua adalah Intermediate Actors
(IA). Mereka mempunyai peranan sebagai penghubung
antara pemilik lahan sebelum dikembangkan (PLO) dengan
pengguna/konsumen akhir (final consumers). Pihak-pihak
yang termasuk ke dalam golongan IA adalah pengembang
(developers), spekulan lahan (land speculators/land dealers),
institusi keuangan (financial institutions) dan institusi lain
yang mempunyai peranan serupa (Martin, 1976). IA ini tidak
bertujuan memanfaatkan lahan bagi dirinya sendiri baik
untuk tempat tinggalnya maupun untuk kedudukan tempat
usahanya. Dalam beberapa hal memang terdapat kesamaan
peranan antara spekulan lahan dengan pengembang namun
dalam sisi lain mereka mempunyai perbedaan. Keduanya
merupakan IA namun dalam memperoleh keuntungan dari
bisnis jual beli lahan ternyata berbeda. Spekulan lahan mem-
peroleh keuntungan dari kenaikan harga lahan, sedangkan
pengembang memperoleh keuntungan tidak semata dari
peningkatan harga lahan yang ditentukannya, namun juga
dari investasi yang berwujud bangunan-bangunan pe-
rumahan atau bangunan non-perumahan. Spekulan lahan
hanya menggantungkan pada kenaikan harga lahan sebagai
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akibat mekanisme pasar, sementara pengembang telah me-
nentukan kenaikan harga lahan secara sepihak dan artifisial
yang imbeded di dalam harga bangunan yang direalisasikan-
nya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Martin (1976)
di WPU kota Toroto, Canada menemukan bahwa spekulan
lahan sendiri sangat bervariasi adanya dari spekulan lahan
bermodal kecil sampai spekulan bermodal besar, dari spe-
kulan yang kurang smart dalam menyikapi perubahan harga
lahan sampai dengan spekulan lahan yang smart.

Para pengembang memilih lahan belum terbangun
yang mempunyai harga lahan sangat rendah karena bebe-
rapa faktor antara lain aksesibilitas sangat rendah, kualitas
lahan yang sangat rendah untuk pertanian sehingga harga
lahan ditentukan atas dasar agricultural based valite semata.
Namun begitu lahan tersebut dikembangkan menjadi se-
buah kompleks perumahan, misalnya, maka lahan yang
sudah menjadi kompleks perumahan yang teratur, nyaman
dengan aksesibilitas yang tinggi, maka pengembang akan
menentukan harga lahannya berdasarkan wurban based value
dan dibebankan pada harga jualnya atau pada pembeli.
Sementara itu lembaga keuangan mempunyai peranan pem-
berian kredit bagi mereka yang berminat meminjam uang
untuk membeli lahan dan kemudian membangunnya.
Namun demikian dapat pula mereka berperanan untuk
membeli sejumlah luasan lahan tertentu dan kemudian
menjualnya baik secara tunai maupun angsuran. Lembaga-
lembaga pemerintah yang bukan lembaga keuangan pun
banyak yang berperanan sebagai IA dalam rangka mening-
katkan kesejahteraan pegawainya dengan cara membeli
lahan dan kemudian dibagi ke dalam kavling-kavling yang
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dapat dimiliki pegawainya dengan harga yang murah dan
dapat diangsur dalam jangka waktu tertentu.

5.3.2.3 Final Consumers (FC)

Aktor kunci ketiga adalah Final Consumers (FC). Peng-
guna akhir/konsumen akhir dapat terdiri dari berbagai
aktor juga mulai dari perorangan, kelompok maupun lem-
baga baik pemerintah maupun non-pemerintah. Berdasar-
kan kenyataan di lapangan pembagian ketiga kategori ter-
sebut tidak selalu terpisah satu sama lain, karena ada bebe-
rapa di antaranya yang berfungsi ganda. Pada saat tertentu
seseorang adalah pemilik lahan belum terbangun dan dia
adalah golongan bukan petani (PLO), namun dalam saat
yang bersamaan dia juga berperanan sebagai pihak yang
menjadi perantara, karena menjabat sebagai pengembang
(IA) dan sekaligus juga menggunakan sebagian lahannya
untuk kepentingan dirinya sendiri maupun keluarganya
(FC).

Mekanisme keterkaitan antara ketiga kunci penentu
harga lahan di WPU tersebut ternyata juga sangat kompleks.
Secara berurutan mestinya keterkaitan fungsional akan di-
mulai dari PLO ke IA dan baru ke FC. Namun dalam ke-
nyataan di lapangan menunjukkan bahwa pada tataran PLO
sendiri terjadi mekanisme keterkaitan tidak hanya antara
PLO kemudian IA dan kemudian FC, namun juga terjadi
huburgan antar-PLO dan langsung ke FC (Gambar 5.3).
Dalam tataran IA tidak hanya terjadi hubungan di antara
IA sendiri, namun juga dengan PLO maupun FC. Demikian
pula halnya dalam tataran FC tidak hanya terjadi hubungan
di antara FC namun juga terkait dengan PLO maupun IA.
Oleh karena bentuk hubungan fungsional tercipta dari aktor
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kunci, dapat dikatakan bahwa mekanisme tersebut adalah
sirkuit internal dari aktor primair.

Pressures lov
[ .
0.0 - population growih
= lranaporistion
Gevelopment

Gambar5.3  Keterkaitan Fungsional antara Primary Actor
dan Secondary Actor dalam Pasaran Lahan di WPU

Sumber: Bryant, 1982

Sirkuit internal tersebut dipengaruhi oleh faktor luar
seperti kenaikan jumlah penduduk, peningkatan kegiatan,
peraturan tertentu, para perencana, lembaga, pengacara.
Aktor sekundair adalah para perencana, penentu kebijakan,
'lembaga, pengacara dan lain sejenisnya. Aktor sekundair
tidak terlibat secara langsung dalam hubungan PLO-IA-FC
dalam memengaruhi harga lahan, namun produk yang di-
hasilkan oleh aktor sekunder ini terkadang mempunyai
akibat yang signifikan pula terhadap perubahan harga lahan
maupun tingkat kenaikan harga lahan di WPU. Lihat saja
sebagai contoh mengenai rencana tata ruang yang dihasil-
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kan oleh lembaga perencanaan formal yang kemudian dapat
mengakibatkan munculnya ekspektasi perkembangan yang
berlebihan pada bagian-bagian tertentu di WPU dan akibat-
nya kenaikan harga lahan menjadi sangat cepat dan tidak
terkendali.

5.4 Dampak terhadap Lingkungan

Dalam menyikapi dampak transformasi spasial ter-
hadap lingkungan, memerlukan pencermatan yang men-
dalam agar hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pe-
nentuan kebijakan spasial itu sendiri. Sebagaimana telah
dikemukakan pada bagiah awal uraian, dampak transfor-
masi spasial diartikan sebagai suatu yang muncul kemudian
atau yang menyertai suatu proses tarnsformasi spasial ter-
sebub, Oleh karena pemaknaan spasial dapat dipandang dari
segi fisik, sosial, ekonomi, budaya sebagai suatu proses yang
tidak berdiri sendiri-sendiri, maka tidak semua aspek ter-
sebut akan dikemukakan, namun hanya beberapa gejala
mencolok saja, terkait dengan lingkungan abiotik (deteriorisasi
lingkungan), biotik (menurunnya keanekaragaman hayati), sosio
kultural (dekohesivitas sosial).

5.4.1 Dampak terhadap Lingkungan Abiotik

Tidak semua aspek lingkungan abiotik yang terimbas
oleh proses transformasi akan dikemukakan di sini, namun
hanya geja;la yang cukup mencolok dan memerlukan per-
hatian ngera saja. Hal ini dimaksudkan agar imbas negatif
yang muncul dapat dengan segera diatasi dan tidak me-
nimbulkan akibat yang semakin besar di kemudian hari
Dalam paragraf ini, dampak abiotik yang akan disoroti
adalah gejala terjadinya degradasi kualitas lingkungan

260




(envircnimental deterioration/environmental degradation) sebaga:
akibat transformasi spasial yang terjadi di WPU. Dua hai
mengemitka dalam setiap pembahasan mengenai gejala pe-
nurunan kualitas lingkungan abiotik di WPU, yaitu (1) ter-
jadinya gejala penurunan kualitas lingkungan abiotik yang
diakibatkan oleh peningkatan polusi udara, (2) penurunan
kualitas lingkungan abotik oleh polusi tanah, (3) penurunan
kualitas lingkungan abiotik oleh polusi air dan (4) penurun-
an kualitas lingkungan abiotik yang diakibatkan oleh ke-
rusakan lahan. Keempatnya merupakan dampak yang
muncul oleh karena kegiatan manusia yang semakin intensif
dan tidak terarah yang tercermin dalam wacana transfor-
masi spasial itu sendiri.

5.4.1.1 Penurunan Kualitas Lingkungan Abiotik
yang disebabkan oleh Polusi Udara

Meningkatnya kegiatan manusia di WPU dalam bebe-
rapa hal telah menimbulkan meningkatnya polutan di WPU,
dan salah satu di antaranya adalah polusi udara. Dalam
membahas mengenai munculnya polusi udara ada beberapa
sumber polutan utama yang perlu mendapat perhatian,
yaitu (1) polusi yang berasal dari kegiatan manusia di
daerah permukiman; (2) polusi yang berasal dari transpor-
tasi dan (3) polusi yang berasal dari industri-industri ber-
skala besar. Perkembangan permukiman akan selalu diikut
oleh perkembangan kegiatan manusia di daerah permukim-
anitu sendiri. Permukiman sebagai tempat tinggal manusia
sedikit banyak juga mempunyai andil dalam hal meningkat-
nya polusi udara di lingkungannya dan hal ini terkait dengan
kegiatan yang dilakukan oleh penduduknya. Pada unit
rumah tangga pada umumnya merupakan polusi yang ber-
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skala kecil, namun karena banyaknya rumah tangga yang
mempunyai andil dalam menyebarkan polutan, maka secara
kumulatif akan menjadi besar pula dan hal ini memerlukan
perhatian juga, karena secara langsung selalu bersentuhan
dengan penduduk dalam kesehariannya. Beberapa industri
rumah tangga dapat muncul dalam lingkungan permukim-
an yang sebenarnya bukan merupakan kawasan industri,
sehingga keberadaannya memerlukan pengaturan khusus
agar tidak mengganggu kualitas udara.

Makin berkembangnya WPU baik untuk permukiman
maupun untuk kegiatan akan selalu diikuti oleh meningkat-
nya sarana transportasi. Sarana transportasi bermesin
merupakan sumber polutan di udara yang signifikan. Oleh
karena hampir seluruh penduduk menggunakan media
transportasi'untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka
tidak dapat disangka lagi bahwa mereka akan menerima
dampak terhadap polusi yang ditimbulkannya, karena ter-
paksa menghirup udara yang mengandung polutan. Makin
banyak frekuensi seseorang menggunakan jalur transportasi
dan menggunakan sarana transportasi terbuka akan makin
banyak udara mengandung polutan yang dihirupnya. Ke-
adaan ini jelas akan mengakibatkan dampak yang tidak baik
terhadap kesehatan penduduk. Di samping itu, polusi udara
yang berasal dari sarana transportasi juga mempunyai
dampak terhadap penduduk yang bertempat tinggal di se-
panjang jalan serta tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur
jalan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya dampak
yang cukup besar dari polusi udara yang disebabkan oleh
kendaraan bermesin terhadap barang dagangan yang dijaja-
kan secara terbuka di sepanjang jalan.
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Industri besar yang banyak bermunculan di WPU tidak
dapatdisangkal lagi merupakan sumber polusi udara yang
cukup besar. Hamburan polutan dari industri-industri besar
di WPU mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
munculnya gangguan kesehatan penduduk yang terkait
dengan sistem pernapasan. Hal inilah yang memerlukan
perhatian khusus bagi pemerintah dalam hal memberikan
ijin bagi pengembangan industri yang mengeluarkan polu-
tan di udara. Oleh karena hamburan polutan di udara sangat
tergantung dari tiupan angin, maka penempatan situs indus-
tri atau kompleks industri harus ditentukan pada suatu
kawasan yang mempunyai dampak minimal terhadap pen-
duduk/permukiman yang ada di sekitarnya. Hal ini ber-
laku khususnya pada wilayah di mana telah berkembang
sistem permukiman yang besar. Keterkaitan antara lokasi
kompleks industri dengan sebaran permukiman telah lama
menjadi perhatian para peneliti.

Berkembangnya kompleks industri ternyata dapat
memengaruhi struktur tata ruang sesuatu kota. Oleh karena
industrial booming pertama kali muncul setelah terjadinya
revolusi industri di kota-kota Eropa, beberapa pengamat
melihat adanya pengaruh yang signifikan dari kemunculan
kompleks industri terhadap tata ruang kotanya, termasuk
di dalamnya adalah mengenai sebaran spasial permukim-
annya. Hal ini telah lama dikemukakan Peter Mann (1965)
dalam Yunus (2005). Munculnya kompleks industri di WPU
dapat menebarkan polutan di udara yang menuju ke satu
arah tertentu apabila tiupan angin regionalnya (the prevail-
ing wind) menuju ke arah tertentu. Pada bagian tertentu yang
terbebas polusi udara akibat industri-industri besar akan
didominasi oleh kompleks permukiman berkualitas baik
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dan sementara itu untuk daerah yang selalu menerima
hamburan polutan akan ditempati oleh permukiman ber-
kualitas lebih rendah sampai jelek (Gambar 5.4).

prevailing wind

Keterangan:

(1) City Center (Pusat Kota)
(2) Transitional zone (Zone peralihan)
(3) Untuk sektor C dan D:
- Zone yang ditempati “small terace houses” (rumah ukuran
kecil)
Untuk sektor B
- Zone yang ditempati rumah-rumah yang lebih besar (bye law
houses)
Untuk sektor A
- Zone yang ditempati rumah-rumah tua yang besar-besar.
(4) Daerah permukiman sesudah 1918 dan kemudian mulai 1945
berkembang pada pinggirannya.
(5) Desa-desa yang dihuni para penglaju.
A. Sektor yang ditempati “middle class™ (klas menengah)
B. Sektor yang ditempati klas “menengah ke bawah"
C. Sektor yang ditempati klas pekerja-pekerja
D. Sektor yang ditempati industri-industri dan pekerja-pckerja
klas terbawah.

Gambar5.4  Sebaran Spasial Internal Kota yang terimbas
oleh Kualitas Udara

Berdasarkan model di atas terlihat bahwa pada bagian-
bagian WPU yang menghadap ke arah datangnya tiupan
angin regional memiliki daya tarik terbesar untuk tempat
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mggal dan hal ini terkait dengan kondisi lingkungan yang
angat kondusif untuk maksud tersebut. Hal ini mengaki-
atkan banyaknya peminat untuk mendirikan bangunan
smpat tinggalnya di daerah ini, sementara itu ketersediaan
thannya sangat terbatas. Makin lebarnya disparitas antara
=rmintaan dan penawaran jelas akan mengakibatkan pe-
ingkatan harga lahan yang luar biasa. Penduduk yang
rempunyai kemampuan sosial ekonomi tinggi saja yang
zan mampu memiliki lahan di bagian ini. Inilah sebabnya
eengapa bagian ini (bagian A) didominasi oleh kelompok
ungunan tempat tinggal dengan kualitas paling baik di se-
tatu kota.

Sebaliknya di bagian WPU sektor C dan D merupakan
\ygian yang terimbas oleh adanya kegiatan industrial di
\ggian sekitar pusat kota yang merupakan sumber polutan.
iggian C dan D merupakan bagian yang menerima polutan
illing banyak akibat keberadaan industri-industri dan tiup-
1aangin regional yang mengarah ke bagian ini. Inilah sebab-
raa, maka ketertarikan penduduk untuk bertempat tinggal
bagian C dan D jauh lebih rendah dibandingkan dengan
\gian A. Secara ekonomis, hal ini akan mengakibatkan
nidahnya harga lahan di bagian ini, sehingga mereka yang
emmpunyai kemampuan sosial ekonomi lebih rendah dapat
emjangkaunya. Menurut Mann (1965) bagian tersebut di-
ymninasi oleh permukiman pekerja dengan kondisi per-
ulkiman yang berkualitas rendah.

Sementara itu untuk bagian B yang merupakan per-
thian antara bagian A (bagian yang paling baik) menuju
t bagian C dan D dihuni oleh golongan penduduk klas
emengah. Proses segregasi permukiman yang terjadi ter-
but merupakan suatu proses spasial yang terjadi secara
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wajai dan alami dan merupakan proses adaptasi penduduk
terhadap lingkungan. Dalam mengemukakan modelnya,
Mann (1965) mendasarkan kerangka struktur keruangan
internal kotanya pada model klasik yang telah dikemukakan
oleh Burgess (1925) dengan Concentric Zonenya, di mana
Zona 1 adalah CBD, Zona 2 adalah zona peralihan, Zona3,
4 adalah zona yang dihuni oleh para pekerja dan Zona 5
merupakan zona yang dihuni oleh para penglaju (commut-
ers). Tambahan pembahasan mengenai pengaruh tiupan
angin regional yang menurutnya sangat memengaruhi zoni-
fikasi tata ruang kota dan daerah pinggirannya menciptakan
sub-zona baru adalah merupakan kelebihan model tersebut.
Menurut penulis model struktur keruangan kota yang ter-
cipta adalah model konsektoral yaitu gabungan antara
model konsentris dan sektoral tipe Eropa. Hal ini perlu di-
kemukakan, karena ada model konsektoral yang berbeda,
yaitu tipe Amerika Latin yang dikemukakan oleh Griffin
dan Ford (1980). Bagi pembaca yang berminat untuk menge-
tahui lebih dalam silahkan membaca buka mengenai Struk-
tur Tata Ruang Kota yang telah terbit lebih dulu dengan pe-
nerbit yang sama.

5.4.1.2 Penurunan Kualitas Lingkungan Abiotik
oleh Polusi Tanah

Pada umumnya di kota-kota besar selalu menghadapi
masalah persampahan yang cukup rumit dan hal ini
merupakan salah sumber polutan pada tanah di WPU. Pe-
lusi tanah yang diakibatkan oleh menumpuknya sampah
di lokasi tertentu jelas akan menimbulkan berbagai dampak
negatif terhadap kehidupan penduduknya dan beberapa hal
juga terhadap kegiatan pertanian. Oleh karena sampah pada
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umumnya juga terdiri dari sampah organik, maka proses
pembusukannya dapat menimbulkan berbagai sumber ke-
tidaknyamanan bagi penduduk di sekitarnya. Sampah
adalah sumber kekotoran dan bau yang sangat tidak sedap
dan dapat menjangkau jarak yang cukup jauh. Di samping -
bau yang tidak sedap, ketidaknyamanan lain adalah potensi
munculnya penyakit tertentu dan potensi menimbulkan
polusi terhadap air tanah yang merupakan sumber air bersih
bagi penduduk di sekitarnya. Adalah sangat wajar apabila
penduduk di sesuatu tempat tidak setuju apabila di dekat
tempat tinggal mereka akan dijadikan sebagai tempat pem-
buangan sampah. Hal ini mempunyai potensi munculnya
gejolak sosial yang merupakan reaksi sangat wajar.
Masing-masing kota mempunyai WPU yang berbeda-
beda. Bagi kota-kota yang kondisi WPUnya masih didomi-
nasi oleh lahan terbuka, dengan sistem jaringan permukim-
an yang tidak padat upaya mencari lokasi untuk tempat
pembuangan sampah tidak banyak mengalami kendala
yang besar. Kondisi sebaliknya akan dialami oleh kota-kota
yang WPUnya didominasi oleh sistem jaringan permukim-
an yang padat. Kota-kota di Pulau Jawa di mana kota-kota-
nya sebagian besar berada di tengah-tengah jaringan per-
mukiman yang padat dan sistem pertanian yang intensif,
mencari lokasi untuk membuang sampah kota akan semakin
sulit, sehingga sejak awal harus dicari solusi untuk meng-
atasi masalah ini. Polusi tanah di WPU pada umumnya di-
sebabkan oleh pembuangan sampah dari kota. Mengingat
besarnya volume sampah yang tidak akan habis dan bahkan
semakin banyak maka berdirinya suatu industri yang bahan
bakunya adalah sampah merupakan keharusan dan tidak
akan kehabisan bahan baku, namun sayangnya hal ini belum
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mendapat perhatian yang serius dari para penentu kebijak-
an.

5.4.1.3 Penurunan Lingkungan Abiotik oleh Polusi Air

Pencemaran air dapat digolongkan menjadi dua, yaity
pencemaran air permukaan dan pencemaran air tanah. Polusi
air yang terjadi di WPU sangat terkait dengan keberadaan
kota terdekat. Makin banyaknya kegiatan manusia di kota
dan WPU dapat dipastikan bahwa pencemaran air juga akan
makin banyak pula. Pencemaran air permukaan dapat ber-
asal dari kegiatan rumah tangga yang berasal dari perkam-
pungan, industri, pabrik, rumah sakit dan lain sejenisnya
yang membuang limbah cairnya ke dalam selokan pem-
buangan air.

Sumber pencemaran yang berasal dari perkampungan
berasal dari kegiatan rumah tangga sehari-hari, seperti ke-
giatan cuci, mandi dan memasak. Sebenarnya volume pen-
‘cemaran masing-masing rumah tangga dapat dikatakan
tidak banyak, namun oleh karena sumber pencemarnyaatau
rumah tangganya sangat banyak, maka akibat kumulati
yang timbul menjadi sangat besar pula. Gejala ini dialami
oleh hampir semua kota-kota di negara berkembang. Olef
karena pada umumnya sistem pembuangan limbah cair
rumah tangga di kawasan permukiman disalurkan melalu
jaringan saluran dan kemudian bermuara pada sungai-sunge
yang mengalir melalui kota atau dekat dengan kota, mak?
dapat dipastikan bahwa kualitas airnya sangat buruk.

Permukiman yang ada di kota-kota negara berkemban
pada umumnya merupakan permukiman kumuh yans
sangat padat, sehingga upaya untuk menghimbau parap®
mukim untuk membangun sumur resapannya sendi”
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nerupakan suatu yang sangat sulit bahkan hampir tidak
nungkin dikerjakan. Ada dua hal yang menjadi penyebab-
ya, yaitu (1) keterbatasan lahan dan (2) keterbatasan ke-
nampuan ekonomi /kemiskinan. Pada daerah permukiman
saadat di dalam kota terlihat hampir tidak ada ruang kosong
@ang masih tersisa dan perkembangan permukimannya
udah mencapai kondisi jenuh (saturated) atau death point.
ada daerah seperti ini masing-masing bangunan rumah
uling berdempet sehingga untuk membuat sumur resapan
mbah menjadi sangat sulit, sehingga satu-satunya cara
mtuk membuang limbah cairnya adalah melalui saluran-
iluran pembuangan limbah yang ada. Saluran pembuang-
m limbah cair di kota-kota dan WPU yang bertopografi
imdai kondisinya sangat jelek karena penatusan airnya
dlak dapat berjalan dengan lancar. Pada daerah seperti ini,
mlusi air tanah selalu bercampur dengan polusi yang berupa
aiu yang tidak sedap, karena proses pembusukan bahan-
alhan terbuang yang terjadi di dalam saluran air tidak dapat
'rangkut dengan lancar. Hal ini lain dengan daerah per-
oitaan dan WPU yang bertopografi bergelombang atau
liring di mana saluran pembuangan limbahnya berjalan
engan sangat lancar. Kondisi yang sangat bagus pernah
imlami oleh kota Yogyakarta pada waktu yang lalu karena
sitem pembuangan limbahnya dapat dikategorikan baik
am berjalan dengan lancar serta suplai air memadai yang
nttara lain berasal dari sungai Code yang dibendung. Namun
omdisi saat ini sangat menurun kinerjanya berhubung
amyaknya gangguan yang terjadi pada saluran-saluran
embuangan air permukaan. Gangguan tersebut ternyata
le:ngakibatkan tidak lancarnya aliran air dalam saluran
taiu bahkan mengakibatkan tidak berfungsinya saluran air
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tersebut. Pembangunan fisik baru yang berupa gedung
maupun perilaku penduduk yang banyak membuang
sampah ke dalamnya merupakan beberapa penyebab
munculnya gangguan sistem pembuangan air di kota. Salah
satu indikator jeleknya saluran pembuangan air permukaan
yang nampak adalah makin banyaknya beberapa ruasjalan
dan daerah perkampungan tertentu di bagian dalam kota
yang tergenang cukup lama pada saat hujan lebat meng-
guyur kota ini. Contoh lain adalah kota kecil Temanggung
yang pernah menyandang sebagai kota terbersih berkat situs
kotanya yang terletak pada daerah yang miring dengan
saluran air yang lancar.

Keterbatasan kemampuan ekonomi penduduk juga
merupakan kendala utama untuk membuat sumur-sumur
resapan limbah cair yang berbasis individual. Perkampung-
an padat sebagian besar dihuni oleh penduduk miskin
sampai sangat miskin, sehingga mereka tidak mampu untuk
membuat sumur resapannya sendiri. Keterbatasan lahan
dan keterbatasan ekonomi penduduk di perkampungan
padat merupakan dua hal yang menandai perkampungan
miskin di kota-kota negara berkembang dan kondisi ini akan
terjadi lagi di kota-kota masa depan apabila mulai saat ini
tidak ada suatu pemikiran dan tindakan yang konkret untuk me-
nyiapkan wadah terhadap perkembangan baru kota-kota masa
depan. Hal inilah yang merupakan salah satu alasan mengapn
studi WPU sangat penting untuk dikerjakan dan seperti dijelaskan
pada bagian depan bahwa WPU itu sendiri tidak lain juga merupa-
kan Wilayah Pra Urban.

Kondisi inilah yang merupakan salah satu agenda PBB
yang termuat dalam Urban Future 21 bahwa untuk mencipta-
kan kota yang lestari (sustainable city) atau green agenda harus

270




didahului oleh program menuntaskan apa yang disebut se-
bagai brown agenda, yaitu suatu program pengentasan ke-
miskinan di kota-kota. Namun demikian, untuk menang-
gulangi kondisi yang ada saat ini, pemerintah dapat mem-
buat suatu program bukan berbasis individual, namun
neighbourhood base policy. Program ini dapat dilaksanakan
berdasarkan blok-blok permukiman tertentu dengan sistem
pembuangan dan pengolahan limbahnya sendiri serta mem-
berdayakan masyarakat setempat dalam pemeliharaan.
Intensitas pencemaran air di WPU sendiri juga sangat ber-
variasi tergantung dari beberapa elemen lingkungan yang
ada antara lain: kondisi topografi, letak terhadap kota, jumlah
dan kepadatan penduduk, kegiatan penduduk, kondist saluran
pembuangan limbah dan perilaku penduduk. Elemen-elemen ter-
sebut sebenarnya tidak berdiri sendiri- sendiri, namun saling
menyumbangkan andil terhadap intensitas dan kadar polusi
air yang ada di sesuatu tempat. Untuk dapat memahami
dengan jelas masing-masing unsur, berikut ini akan di-
kemukakan secara ringkas.

Kondisi Topografi mempunyai pengaruh yang besar ter-
hadap intensitas polusi air di kota maupun di WPU. Pada
kota-kota maupun WPU yang berada pada daerah dengan
topografi miring sampai bergelombang mempunyai tingkat
penatusan air yang baik, sehingga pencemaran air permuka-
an yang terjadi tidak terlalu lama mengendap pada sesuatu
tempat dan dengan cepat dapat dialirkan ke bagian lain

'Yang lebih jauh dan rendah. Hal ini akan berbeda dengan
lkota dan WPU yang berada pada daerah bertopografi landai
«dengan tingkat penatusan air yang sangat rendah, maka pe-
mgendapan polutan yang terjadi tidak akan cepat terbawa
RAr yang mengalir sehingga akumulasi polutan yang masuk
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ke tubuh perairan akan semakin banyak. Potensi terhadap
pencemaran terhadap air tanah pun menjadi semakin besar
dibuatnya.

Letak WPU terhadap kota juga merupakan faktor yang
dapat memengaruhi kadar polusi airnya. Pada bagian WPU
yang berada di bagian hilir sungai-sungai setelah melalui
sesuatu kota tertentu, dapat dipastikan bahwa bagian WPU
tersebut akan mempunyai kadar polusi air yang jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan bagian-bagian lain. Seperti di-
ketahui bahwa kota merupakan tempat konsentrasi pen-
duduk, permukiman dan kegiatan yang merupakan sumber
polusi air yang besar. Di negara berkembang yang pada
amumnya belum mempunyai water treatment secara khusus
terhadap limbah cair dan kebanyakan limbah yang berasal
dari permukiman dan kegiatan dibuang langsung ke dalam
saluran air dan kemudian masuk ke dalam sungai-sungai
yang melaluinya, maka kadar polusi yang ditimbulkannya
juga besar. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa ber-
dasarkan beberapa penelitian yang dilakukan, polusi air
permukaan di WPU kota Yogyakarta bagian selatan jauh
lebih besar dibandingkan dengan di bagian utara. Hal ini
disebabkan karena semua sungai yang melalui kota Yogya-
karta mengalir ke arah selatan, sehingga semua limbah cair
yang berasal dari kota Yogyakarta masuk ke sungai-sungai
Winongo, Code dan Gajahwong dan diterima oleh WPU
bagian selatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten
Bantul. Sementara itu Kabupaten Sleman yang lokasinya
berada di WPU kota Yogyakarta bagian utara tidak me-
nerimanya bahkan merupakan sumber polutan. Di sinilah
letak pentingnya konsep sustainable development, khususny?
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dimensi inter frontier sangat perlu dipahami dan kemudian
dilaksanakan (Yunus, 2006).

Jumlah dan kepadatan penduduk merupakan salah satu
determinan terhadap kadar polusi air yang ada di lingkung-
an di mana mereka tinggal. Makin banyak dan makin tinggi
kepadatan penduduk yang terkonsentrasi pada sesuatu
wilayah, maka dapat dipastikan bahwa polusi air akan se-
makin tinggi, karena penduduk sendiri merupakan sumber
polutan insiiu.

Kegiatan penduduk sangat bervariasi macam ragamnya
terkait dengan potensi pencemaran. Seperti telah dising-
gung pada bagian depan bahwa kegiatan penduduk dapat
berskala kecil maupun berskala besar, dapat berperanan
sebagai sumber polutan potensial atau tidak. Makin besar
skala kegiatan penduduk dan menjadi sumber polutan,
maka makin besar pula sumbangannya terhadap pencemar-
anair dan begitu pula sebaliknya. Polutan sendiri bermacam
adanya dapat merupakan polutan kemikal maupun fisikal
dan hal ini tidak akan dibahas secara khusus pada bagian

Kondisi saluran air terkait dengan kondisi fisik saluran
yang ada dan keberadaan air yang mengalir di dalamnya.
Kondisi fisik saluran air yang selalu terpelihara kebersihan-
nya akan mampu mengalirkan air dengan lancar dan se-
baliknya apabila kondisi fisik saluran air tidak baik dan
tidak terpelihara maka kemampuan untuk mengalirkan air
juga akan terhambat karenanya. Salah satu kelemahan salur-
anair yang ada di daerah perkotaan dan WPU adalah sangat
buruknya pemeliharaan yang dilakukan baik oleh institusi
yang berwenang maupun masyarakat. Dua pihak ini harus
berjalan seiring sehingga kondisi saluran yang telah di-
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bangun oleh pemerintah dapat berfungsi dengan baik. Dua
faktor memerlukan perhatian berkenaan dengan kondisi
fisik saluran air ini, yaitu tingginya endapan tanalh yang masuk
ke dalam saluran dan banyaknya limbah padat yang dibuang
ke dalam saluran oleh penduduk. Dua hal ini mengakibat-
kan cepatnya pengendapan material padat di dalam saluran
dan mengakibatkan pendangkalan yang cepat sehingga ke-
mampuan menampung air yang mengalir juga semakin ber-
kurang. Banjir sesaat banyak terjadi di bagian dalam kota
maupun di WPU yang dipicu oleh buruknya saluran air.
Kesadaran penduduk perlu ditumbuhkan dan dilibatkan
agar pemeliharaan saluran air dapat terlaksana dengan baik.

Keberlangsungan air yang mengalir baik waktu musim
kemarau maupun musim penghujan memang secara ideal
sangat diharapkan sehingga setiap saat mampu mengang-
kut polutan yang masuk ke dalamnya. Tidak semua kota-
kota dan WPU mempunyai kondisi saluran yang ideal ter-
sebut yaitu kondisi saluran air yang terpelihara dan keber-
langsungan air yang mengalir sepanjang tahun. Makin
rusaknya lingkungan, khususnya makin banyaknya vege-
tasi penutup yang hilang dan makin luasnya-pengerasan
permukaan tanah di daerah yang menjadi, asupan air ke
kota-kota dan WPU sebagai sumber air ke dalam saluran-
saluran sanitasi mengakibatkan makin tidak kontinyunya
aliran air di dalamnya. Sungai-sungai yang pada awalnya
mempunyai debet air yang tidak banyak berbeda antara
musim penghujan dan kemarau karena kondisi lingkungan
di daerah hulu masih terpelihara pada saat ini kondisinya
jauh berbeda. Fluktuasi debet air sungai-sungai antara musim
kemarau dan penghujan sangat besar sehingga keberlang-
sungan aliran air di dalam saluran air ke kota-kota juga
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sangat terganggu. Pada musim kemarau sangat sedikir
aliran air atau bahkan tidak ada sama sekali sedangkan pade
musim penghujan terlalu banyak. Akumulasi material padat
di dalam air pada musim kemarau sangat mudah terjadi
karena tidak terangkut oleh air yang mengalir, sedangkan
pada musim penghujan air yang masuk ke dalam saluran
tidak dapat tertampung di dalamnya karena pendangkalan
saluran dan penyumbatan. Akibatnya dapat diterka, yaitu
terjadinya penggenangan pada ruas-ruas jalan tertentu atau-
pun pada perkampungan tertentu. Surutnya penggenangan
juga sangat ditentukan oleh kondisi saluran tersebut.
Perilaku penduduk mempunyai peranan yang besar
dalam menjaga lingkungan, khususnya kualitas air baik air
permukaan maupun air tanah. Upaya untuk meningkatkan
kesadaran penduduk terhadap kelestarian lingkungan
sangat perlu diupayakan terus-menerus. Hal ini khususnya
ditujukan untuk mengurangi intensitas pembuangan limbah
cair dan padat ke dalam saluran air dan sungai-sungai yang
mengalir di dalam kota maupun WPU. Seperti dijelaskan
pada bagian terdahulu bahwa perilaku membuang limbah
ke dalam saluran atau sungai-sungai tidak harus dimaknai
sepenuhnya sebagai rendahnya kesadaran terhadap upaya
pelestarian lingkungan. Sebagian besar penduduk kota-kota
negara berkembang adalah golongan menengah ke bawah
atau bahkan golongan bawah (the urban poor) yang tinggal di
daerah permukiman padat dan daerah ini merupakan
daerah sumber limbah cair ke saluran-saluran dan sungai-
sungai yang mengalir di kota. Namun demikian tidak ber-
arti bahwa kesadaran pelestarian lingkungan seluruh pen-
duduk yang termasuk golongan miskin ini sangat rendah.
Kemiskinan masyarakat telah “memaksa” (dalam tanda petik)
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penduduk untuk berbuat hal tersebut dan hal ini telah di-
kemukakan pada bagian depan mengenai latar belakang
munculnya perilaku tersebut. Di samping itu tidak semua
golongan masyarakat yang tidak miskin mempunyai ke-
sadaran yang tinggi terhadap upaya pelestarian lingkungan
tersebut. Berdasarkan hal inilah upaya untuk menyadarkan
akan arti pentingnya upaya pelestarian lingkungan harus
ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat di samping
upaya pemerintah untuk membangun jaringan sanitasi yang
memadai serta bangunan pengolah limbah berdasarkan
neighbourhood base.

5.4.1.4 Penurunan Kualitas Lingkungan Abiotik
oleh Kerusakan Lahan

Kegiatan penduduk di bagian tertentu WPU dalam
beberapa hal menunjukkan gejala yang mengarah kepeng-
rusakan lingkungan, khususnya kerusakan lahan. Sebagai-
mana diketahui kebutuhan bahan bangunan di dalam kota
maupun di pinggiran kota selalu terjadi peningkatan sejalan
dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan.
Bahan bangunan yang paling banyak dibutuhkan adalah
batu bata (bricks), genteng (tiles), kerikil (gravels), batu pon-
dasi (rocks/stones), pasir (sands), kayu kerangka atap dan
kosen (woods), papan kayu (shelves), bambu (banboos) dan
tanah urug (earth).

Usaha pembuatan batu-bata dan genteng banyak di-
lakukan di bagian tertentu WPU yang tidak jauh dari daerah
perkotaan. Bahan pembuatan batu bata dan genteng pada
umumnya diambil dari tanah yang digali pada lahan milik
nya. Di beberapa tempat, penggalian tanah untuk bahan
pembuatan batu bata dan genteng telah menimbulkan k-
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rusakan lahan yang sangat tidak menguntungkan bagi lahan
yang bersangkutan maupun lahan di sekitarnya. Secara
umum telah terjadi lobang-lobang yang cukup banyak dan
dalam yang mengakibatkan banyaknya kolam-kolam air
pada musim penghujan dan terkadang terisi air sepanjang
tahun. Hal ini telah memicu berkembang biaknya nyamuk
yang dapat menimbulkan bencana yang tidak diinginkan
di kemudian hari. Penggalian tanah telah mengakibatkan
hilangnya lapisan tanah bagian atas yang relatif lebih subur
daripada lapisan tanah bagian bawahnya sehingga apabila
dimanfaatkan untuk pertanian akan mengurangi produk-
tivitasnya. Drainase pada bagian ini secara umum sangat
terganggu karena penatusan yang semula dapat dilaksana-
kan dengan baik terpaksa tidak dapat dilakukan karena
terhalang oleh lobang-lobang yang banyak ditemukan. Oleh
karena topografi mikro yang tercipta menjadi tidak karuan
maka untuk pengembangan permukiman atau peruntukan
lainnya pada masa yang akan datang akan mengalami ke-
sulitan dan pada bagian tertentu yang berada di tepi jalan
terpaksa harus mengurug lagi agar situsnya terhadap jalan
menjadi sejajar. Penggalian yang dilakukan pada persil
tertentu sangat mengabaikan efek ekternalitas terhadap
persil-persil di sekitarnya yang berakibat pada mudah
longsornya lahan serta penurunan level air tanah pada lahan
yang tidak digali.

Demikian pula halnya dengan penambangan batu dan
pasir di beberapa tempat dari WPU telah mengakibatkan
kerusakan lahan, khususnya topografi mikro yang dapat
muncul sebagai penghalang pembangunan fisik di kemudian
hari. Penggalian tanah urug yang diambilkan di bagian
WPU yang mempunyai elevasi lebih tinggi telah banyak
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menimbulkan kerusakan lahan yang sangat besar. Apabila
penggalian tanah urug diambilkan pada bagian WPU yang
berbukit-bukit di satu sisi dapat mengakibatkan dampak
positif dan negatif. Dampak positif terlihat dari makin luas-
nya lahan dengan permukaan datar yang dapat dimanfaat-
kan untuk kegiatan tertentu, namun di sisi lain terlihat
dampak negatif yang perlu mendapatkan perhatian juga.
Penggalian pada bagian tertentu daerah perbukitan jelas
akan mengakibatkan terciptanya lereng yang terjal di bagian
lain. Di bagian tertentu akan semakin datar dan semakin
accessible namun di bagian lain semakin tidak accessible.
Apabila pada bagian yang semakin tidak accessible tersebut
sebelumnya merupakan wilayah yang sudah berkembang
sebagai permukiman misalnya, maka penggalian tersebut
jelas akan menyengsarakan komunitas yang ada. Dampak
kerusakan lahan yang ditimbulkannya akan menimbulkan
social cost yang sangat besar pula. Fungsi resapan daerah
perbukitan yang pada umumnya telah disepakati akan men-
jadi hilang karenanya. Oleh karena setiap upaya pem-
bangunan selalu menimbulkan dampak positif dan negat,
maka para penentu dan pembuat kebijakan hendaknya orang
yang mempunyai kompetensi dibidang ini sehingga kebijak-
an yang diambil tidak mengakibatkan dampak negatif yang
lebihg besar di kemudian hari.

Dalam hal inilah orientasi pembangunan yang berke-
lanjutan (sustainable developiment) seperti telah dikemukakan
oleh PBB menjadi determinan utama dan disepakati oleh
negara-negara di dunia. Walaupun konsep ini telah di
kemukakan berkali-kali dalam berbagai media ada baikny?
dikemukakan sekali lagi untuk mengingatkan bagi yans
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lupa dan menambah pengetahuan bagi yang belum pernah
mengetahuinya.

Sustainable development is the pattern of development that
meets the needs of the present generation without jeopardizing
the ability of the future generations to meet their own needs
(WCED, 1987).

Di dalamnya tersirat pertimbangan temporal dan spa-
sial yaitu untuk kepentingan generasi sekarang (intra genera-
tion dimension) dan generasi yang akan datang (inter genera-
tion dimension) serta untuk kepentingan wilayah tersebut
(intra frontier dimension) dan wilayah yang lain (inter frontier
dimension). Hal ini telah dikemukakan secara komprehensif
dalam buku penulis terdahulu yang berjudul Manajemen
Kota: Prespektif Spasial halaman 140-178 yang diterbitkan oleh
Penerbit Pustaka Pelajar.

5.4.2 Dampak terhadap Lingkungan Biotik

Suatu wilayah sebenarnya merupakan suatu sistem
dalam artian bahwa wilayah tersebut merupakan bagian
dari suatu wilayah yang lebih besar dan tidak dapat dilepas-
kan kaitannya dengan wilayah lain. Hal ini mengandung
pengertian bahwa setiap perubahan elemen lingkungan
yang ada pada suatu wilayah dapat memengaruhi elemen
lingkungan yang lain baik yang berada di dalam wilayah
yang bersangkutan maupun di wilayah lain. Elemen-elemen
lingkungan yang berada di dalam wilayah yang bersangkut-
an (intra environmental elements) maupun elemen-elemen
lingkungan yang berada di wilayah lain (inter environmental
elements) dapat berinteraksi sedemikian rupa baik melalui
hubungan langsung, tidak langsung, secara dependen, inter-
'dependen, aksial maupun interaksial. Oleh karena begitu
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rumitnya interaksi semua elemen-elemen lingkungan yang
berada di sesuatu wilayah upaya untuk mengungkapkan
keterkaitannya secara utuh dan lengkap merupakan hal
yang sangat rumit atau nyaris tidak dapat dilakukan. Hal
inilah yang mendasari pembahasan yang akan dikemuka-
kan pada paragraf ini hanya akan melihat beberapa akibat
yang secara nyata dapat diamati di WPU dalam kaitannya
dengan penyebab perubahan, yaitu dari sisi intra environ-
mental elements dan inter environmental elements. Transformasi
spasial yang terjadi di WPU jelas merupakan suatu bentuk
perubahan elemen lingkungan WPU itu sendiri, sehingga
elemen-elemen lingkungan yang ada akan terpengaruh
karenanya. Di samping itu elemen-elemen lingkungan yang
ada di WPU juga dapat terpengaruh karena adanya ganggu-
an yang ditimbulkan oleh sebab yang datang dari daerah
lain.

5.4.2.1 Perubahan Lingkungan Biotik karena Intra
Environmental Elements

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa yang dimaksudkan
dengan intra environmental elements adalah elemen-elemen
lingkungan yang berada di WPU sendiri. Gejala transfor-
masi spasial yang terjadi di WPU mempunyai dimensi aspek
kehidupan yang sangat kompleks baik dari dimensi fisikal
maupun non-fisikal. Transformasi spasial yang dimaksud
tidak lain merupakan suatu bentuk perubahan atribu
wilayah bersifat kedesaan menjadi bersifat kekotaan. Dalam
beberapa hal wacana ini merupakan bagian dari pengertian
urbanisasi. Hal ini berbeda dengan perubahan lingkungan
biotik yang disebabkan oleh inter environmental elements yang
akan dibahas pada sub bab berikutnya. Dua gejala lingkung-
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an biotik yang mengalami dampak baik langsung maupun
tidak langsung dari transformasi spasial yang terjadi, yaitu
kondisi keanekaragaman dan populasi flora dan fauna,
“dalam bentuk penurunan keanekaragamannya dan popu-
lasinya serta penurunan kualitas kondisi biotanya sendiri.
Penurunan keanekaragaman dan populasi tumbuhan

di WPU merupakan akibat logis yang tidak dapat dihindar-
kan, karena habitatnya mengalami gangguan yang sangat
signifikan dalam bentuk penurunan kualitas maupun kuan-
titas yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Penurunan
kuantitas dalam hal habitat antara lain terkait dengan pe-
nurunan luas, penurunan volume, penurunan debet, pe-
nurunan jumlah dan lainnya yang sejenis. Sementara itu
penurunan kualitas dalam hal habitat terkait dengan kuali-
tas air, kualitas udara, kualitas tanah di mana binatang atau
tumbuhan itu berada. Makin banyaknya pembangunan fisik
yang berupa bangunan perumahan, industri, perkantoran,
perdagangan, rekreasi dan prasarana transportasi akan me-
ngurangi lahan terbuka hijau yang ada sehingga secara lang-
sung jumlah tumbuhan maupun keanekaragamannya juga
mengalami penurunan. Apabila hal ini tidak mendapat per-
hatian yang serius, maka pada suatu saat di WPU yang se-
mula masih menyisakan lahan terbuka hijau yang banyak
akan semakin habis dan dipenuhi oleh hutan beton (concrete
forest). Seperti telah dibahas pada bagian depan, keberadaan
lahan/ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman,
khususnya lingkungan permukiman perkotaan merupakan
suatu keharusan. Keberadaan ruang terbuka hijau yang di
dalamnya terdapat berbagai jenis pepohonan mempunyai
berbagai fungsi dan dua di antaranya adalah sebagai paru-
paru kota dan penyejuk temperatur di lingkungannya yang
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merupakan prasyarat terciptanya sustainable city pada masa
depan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut upaya pembuat
dan penentu kebijakan pengembangan wilayah diharapkan
mempunyai pandangan yang bersifat visionair ke depan
vang panjang untuk memikirkan keberadaan ruang terbuka
"*:ij;m yang harus ada di WPU. Bukankah WPU yang ada

da saat ini merupakan wilayah perkotaan di masa depan?
Baik dan buruknya kondisi perkotaan di masa depan sangat
ditentukan oleh baik dan buruknya upaya pengelolaan
spasial (spatial management) WPU, termasuk upaya untuk
tetap menyediakan ruang yang cukup luas untuk ruang ter-
buka hijau tersebut.

Di samping untuk menciptakan paru-paru kota dan
sarana penyejuk temperatur, keberadaan ruang terbuka
hijau diharapkan juga untuk tetap memelihara beberapa
tanaman langka dalam rangka mempertahankan keaneka-
ragaman tumbuhannya. Beberapa pengalaman menunjuk-
kan bahwa jenis-jenis tanaman tertentu di WPU dan
kemudian menjadi kota telah punah. Hal ini dapat diketahui
dari nama-nama kampung yang dinamakan dengan nama
tumbuhan tertentu namun saat ini tidak terdapat lagi jenis
tanaman tersebut dan bahkan tidak semua orang tahu
bahwa nama tersebut berasal dari jenis nama tumbuhan.
Penamaan kampung dengan nama tanaman dominan ada-
lah hal yang jamak dilakukan oleh masyarakat agraris. Per-
ubahan wilayah rural menjadi WPU dan kemudian menjadi
<ota akan tetap mengabadikan nama-nama semula tanpa
diketahui asal dan makna nama tersebut. Sebagai contoh
yang konkret di WPU kota Yogyakarta, dikenal beberapa
kampung seperti Gowok, Pringwulung, Pogung, Jangkang dan
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masih banyak lainnya yarig merupakan nama jenis tanaman
tertentu. Generasi muda belum tentu paham bahwa nama-
nama tersebut tidak lain merupakan nama tanaman yang
saatini tidak terdapatlagi dan hal ini merupakan kehilangan
besar dari segi lingkungan hayati. Keberadaan ruang ter-
buka hijau diharapkan mampu menciptakan habitat baru,
khususnya terhadap tanaman yang saat ini langka. Dengan
pemeliharaan yang baik keberadaan ruang terbuka hijau
juga dapat berfungsi sebagai arena rekreasi, olah raga dan
pendidikan.

Keberadaan ruang terbuka hijau juga diyakini akan ber-
pengaruh terhadap populasi dan keanekaragaman satwa
tertentu, khususnya burung-burung. Walaupun upaya men-
ciptakan habitat satwa tidak sepenuhnya menyerupai hutan
alami sebagai habitat aslinya, namun paling tidak dapat
menghambat penurunan populasinya. Pada saat ini sudah
banyak jenis burung yang punah di WPU bahkan di daerah
perdesaan sekalipun, khususnya di Jawa penurunan popu-
lasi dan keanekaragaman satwa tidak dapat disangkal lagi
telah terjadi. Kicauan burung di pagi hari merupakan simfoni
alami yang sangat mahal pada saat ini.

Sebagai pembanding, penulis akan menggambarkan
pengalamannya saat berada di Jerman. Penulis bertempat
tinggal di kota Giessen yang tidak terlalu besar. Kota ini
terletak kurang lebih 60 Km di sebelah utara kota Frankfurt.
Di tengah kota Giessen terdapat Botanical Garden dengan
tanaman besar, beraneka dan cukup luas. Kebun raya ini
terletak berdampingan dengan Universitas Negeri Giessen
sehingga memfasilitasi mahasiswa dan penduduk untuk
melakukan kegiatan rekreasi, penelitian, dan olah raga.
Bahkan berbagai tanaman tropika berada di dalamnya yang
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ditanam di dalam Green House. Oleh karena kebun raya ini
adalah public space setiap orang dapat masuk ke dalamnya
tanpa dipungutbiaya. Udara di sekitarnya sangat sejuk pada
musim panas. Hal yang akan penulis kemukakan berkenaan
dengan keberadaan satwa-satwa di dalam kota, khususnya
burung-burung. Pada saat itu penulis bertempat tinggal di
asrama mahasiswa yang berlokasi di Eichendorfring yang
terletak beberapa kilometer dari Kampus, namun masih ber-
ada dalam kota Giessen. Oleh karena di sekitar asrama ter-
dapat ruang terbuka hijau yang cukup luas, maka setiap
pagi hari penulis dibangunkan oleh kicauan burung-burung
yang di negara sendiri merupakan simfoni alami yang
sangat mahal. Di samping itu, sewaktu penulis menyusuri
sungai kecil di dalam kota terlihat beberapa jenis ikan se-
besar telapak tangan orang dewasa yang berenang di dalam-
nya. Hal ini menandakan bahwa kualitas airnya sangat kon-
dusif terhadap satwa perairan. Demikian pula halnya waktu
penulis berada cukup lama di Kota Denver, Colorado, US.A;
di National University of Singapore; di Honolulu, Hawaij;
dan di kota Utrecht Nederland. Uraian di atas mencermin-
kan keterkaitan antar-intra environmental elements sendiri
yang berimbas pada kondisi keanekaragaman hayati dan
populasinya. Namun demikian ada pula pengaruh elemen
lingkungan yang berasal dari luar WPU yang cukup signifi-
kan terhadap kondisi lingkungan biotik di WPU yang me-
merlukan pembahasan khusus.

Makin banyaknya kegiatan yang berada di WPU sendiri
diyakini juga mempunyai andil yang tidak kecil terhadap
penurunan kualitas habitat. WPU adalah daerah yan§
lokasinya tidak jauh dari pusat kegiatan atau kota, sehingg?
sangat menarik fungsi-fungsi besar yang dibangun. Seperti -
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telah dibahas di bagian depan bahwa the attracting forces WPU
terhadap fungsi dan penduduk antara lain ketersediaan
lahan yang luas, harga lahan yang murah, lokasi tidak jauh
dari kota, aksesibilitas cukup tinggi, tingkat polusi yang
masih rendah dan hal tersebut sangat potensial mendukung
berkembangnya fungsi-fungsi kekotaan besar. Pabrik-
pabrik dan industri-industri besar sebagian besar bahkan
nyaris semuanya berada di WPU. Sementara itu berdasar-
kan fakta empiris, pabrik dan industri besar mempunyai
potensi besar sebagai penghasil polutan yang besar pula.
Bagi negara berkembang, kebanyakan fungsi-fungsi besar
tersebut belum mempunyai waste treatment untuk pem-
buangan limbah cair, padat yang dibuang ke air, tanah atau
udara sehingga pengaruh langsung maupun tidak langsung
terhadap kondisi lingkungan menjadi signifikan.

Salah satu contoh yang mencolok di WPU adalah pem-
buangan limbah industri ke tubuh perairan di sekitarnya
dan kemudian mengalir sampai ke lahan pertanian di se-
kitarnya bahkan sampai ke lahan pertanian yang lokasinya
jauh. Besar kecilnya dampak terhadap kualitas habitat
memang bervarisai tergantung dari kuantitas dan kualitas
polutan itu sendiri. Makin banyak kuantitas dan makin
buruk kualitas limbah makin besar pula pengaruhnya.
Makin banyak kuantitas merupakan suatu hal yang dapat
diukur dengan mudah, namun pengertian makin rendah
kualitas limbah perlu kehati-hatian dalam pemaknaannya.
Hal ini sebenarnya terkait dengan kandungan-kandungan
unsur kemikal yang ada di dalamnya. Makin banyak kan-
dungan unsur kemikal yang berpotensi negatif terhadap
biota tertentu dianggap makin buruk kualitas limbah.
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Kondisi biota yang dapat terkena imbasnya adalah
biota perairan maupun non-perairan. Biota perairan adalah
biota yang hidup di sungai, danau, laut maupun yang ada
di kolam-kolam /empang yang diusahakan oleh penduduk.
Kehidupan mereka dapat terkena dampak langsung dari
limbah-limbah yang mengotori habitatnya sehingga ke-
sehatan dan kemampuan reproduksinya terganggu, bahkan
beberapa penelitian menunjukkan adanya kandungan
unsur-unsur berbahaya terhadap manusia yang terkandung
di dalam tubuh hewan-hewan yang hidup dalam habitat
yang tercemar oleh unsur-unsur berbahaya tersebut. Biota
non-perairan dalam hal ini adalah tanaman yang mem-
butuhkan air pengairan, seperti padi, sayuran yang diusaha-
kan oleh penduduk di WPU. Demikian pula halnya dengan
tanaman juga mengalami dampak langsung maupun tidak
langsung dalam hal pertumbuhannya maupun produk-
tivitasnya. Beberapa penelitian terhadap kualitas sayuran
di sepanjang sungai yang tercemar menunjukkan adanya
kandungan unsur kemikal tertentu di dalamnya.

5.4.2.2 Perubahan Lingkungan Biotik karena Inter
Environmental Elements

Kondisi lingkungan biotik WPU yang te'rpengaruh oleh
elemen lingkungan yang berasal dari wilayah lain khusus-
nya adalah lingkungan biota perairan. Bagian WPU yang
perlu mendapat sorotan khusus adalah bagian WPU yang
lokasinya berada di bagian hilir sungai-sungai yang melalui
kota terdekat dan bagian WPU yang terletak di bagian hilir
dari aliran angin regional. Seperti diketahui bahwa kota me-
rupakan konsentrasi tempat tinggal manusia dan kegiatan-
nya, sehingga sekaligus merupakan sumber polutan juga
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baik polutan cair maupun padat. Sementara itu, perilaku
penduduk yang selalu membuang limbah cair dan padat
ke sungai-sungai yang mengalir melalui kota tersebut akan
terbawa aliran sungai sampai ke bagian WPU tertentu. Se-
bagai contoh adalah bagian WPU bagian selatan untuk kota
Yogyakarta, WPU bagian utara untuk kota Semarang dan
Jakarta. Bagian-bagian lain yang tidak dilalui oleh sungai
yang melalui kota tidak terpengaruh oleh limbah yang ber-
asal dari kota. Namun demikian, ada kemungkinan pula
memperoleh dampak pencemaran air oleh karena dilalui
oleh sungai yang tidak melalui kota namun melalui kom-
pleks industri yang lokasinya berada di tempat lain dan
kemudian membuang limbahnya ke sungai yang mengalir
di dekatnya. Biota-biota perairan maupun non-perairan
yang lokasinya di WPU yang secara langsung memanfaat-
kan air sungai yang tercemar tersebut tidak dapat disangkal
lagi akan terkena imbasnya.

Demikian pula halnya dengan bagian WPU yang ter-
letak di hilir aliran angin yang membawa polutan dari
industri atau kompleks industri yang besar akan merasakan
dampak negatif terhadap lingkungan biotiknya karena me-
nerima hamburan polutan yang dibawa oleh tiupan angin
ke arahnya. Dampak hamburan polutan terhadap manusia
dirasakan pada gangguan pernapasan atau penyakit-penya-
kit tertentu yang berhubungan dengan organ pernapasan
karena manusia menghirup udara yang terkontaminasi oleh
zat-zat tertentu yang berbahaya. Bahkan ada kernungkinan
pula akan menjadi penyebab munculnya penyakit lain se-
bagai efek samping dari terganggunya pernapasan maupun
organ pernapasan. Demikian pula halnya dengan iritasi
mata terkadang dapat muncul sebagai akibat tercemarnya
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udara yang terbawa oleh tiupan angin regional dari lokasi
yang jauh. Lingkungan biotik lain yang dirasakan adalah
terganggunya fotosintesis tumbuhan tertentu karena
banyaknya polutan yang menempel di dedaunan. Dalam
jangka panjang dan terus-menerus, sangat mungkin akan
berpengaruh terhadap penurunan produksi dan produktivi-
tas. Dengan memahami beberapa macam dampak yang
dapat muncul di WPU terhadap lingkungan biotik diharap-
kan para pembuat dan penentu kebijakan spasial dapat me-
rumuskan kebijakan spasial sedemikian rupa sehingga
dampak negatif yang diperkirakan akan muncul dapat di-
eliminasi atau diminimasi.

5.4.3 Dampak terhadap Lingkungan Sosio-kultural

Ada tujuh gejala yang akan mendapat sorotan pada
bagian ini yaitu (1) terjadinya penurunan kualitas lingkung-
an permukiman; (2) terjadinya gejala dekohesivitas sosial
dan (3) terjadinya pendepakan petani ke arah yang lebih
jauh lagi; (4) gejala diversifikasi mata pencaharian; (5) gejala
alih mata pencaharian; (6) gejala pengurangan jumlah pe-
tani; (7) perubahan gaya hidup.

5.4.3.1 Penurunan Kualitas Lingkungan Permukiman

Sebetulnya gejala ini sudah disinggung pada bagian
depan walaupun belum dibahas secara komprehensif.
Gejala penurunan kualitas lingkungan permukiman disebut
sebagai taudifikasi (taudification/a process of slum creation).
Secara khusus gejala ini merupakan gejala munculnya per-
mukiman kumubh, lebih khusus lagi adalah munculnya per-
mukiman kumuh yang diakibatkan oleh proses densifikas!
bangunan rumah mukim yang tidak terkendali. Hal ini
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perlu dikemukakan dalam‘wacana ini karena taudification
itu sendiri dapat terjadi oleh karena tiga hal, yaitu (1) proses
penuaan bangunan (ageing process); (2) proses penggenangan
kronis (chronic inundation) dan (3) densifikasi yang tidak ter-
kendali (uncontrolled densification). Proses penuaan bangunan
yang tidak disertai oleh peremajaan, renovasi yang memadai
akan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas mate-
rial pembentuk bangunan abik kayu/bambu maupun
dinding yang terbuat dari bukan kayu sekalipun. Ketidak-
mampuan ekonomi pada umumnya menjadi penyebab ter-
jadinya proses yang pertama ini dan pengalaman negara
lain menunjukka~ bahwa proses ini tidak terjadi di WPU
namun di bagian dalam kota khususnya di dekat dengan
pusat kota. Hal ini terjadi karena pada bagian ini merupakan
bagian hunian yang telaly berkembang hampir seumur
dengan lahirnya kota itu sendiri, sementara itu WPU
merupakan daerah yang perkembangan permukimannya
relatif baru. Gejala ini tidak akan dibahas secara mendalam
pada paragraf ini, karena bukan gejala yang muncul di
WPU.

Gejala penurunan lingkungan permukiman kedua juga
bukan merupakan gejala yang mencirikhasi WPU, karena
terjadinya inundasi bukan terjadi karena lokasinya di WPU,
namun disebabkan oleh karena sebab-sebab tertentu. Se-
bagai contoh yang konkret dapat dikemukakan di sini
adalah di wilayah bagian utara kota Semarang. Beberapa
bagian daerah ini telah mengalami penggenangan yang
terus-menerus sehingga di beberapa bagian yang semula
belum merupakan permukiman kumuh telah berubah men-
jadi permukiman kumuh dalam waktu yang relatif singkat.
Di bagian lain yang pada awalnya memang merupakan
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permukiman kumuh telah berubah menjadi permukiman
yang sama sekali tidak layak huni sama sekali sehingga
golongan di bawah permukiman kumuh sendiri penulis
belum menemukan istilahnya. Istilah permukiman kumuh
mungkin masih dapat dibayangkan sebagai daerah yang
walaupun kondisinya sangat jelek namun masih dapat di-
manfaatkan sebagai tempat tinggal. Pada permukiman
kumuh yang kemudian digenangi secara terus-menerus
yang seharusnya tidak boleh dimanfaatkan lagi sebagai
tempat hunian, namun ternyata masih ditempati/dihuni
karena keterpaksaan ekonomi merupakan golongan per-
mukiman yang belum ada namanya. Penggenangan air beraki-
bat pada proses percepatan pelapukan material bangunan,
apalagi airnya bercampur dengan air laut yang asin. Di
beberapa bagian WPU kota Semarang bagian utara gejala
ini memang terjadi dan upaya pemecahannya juga bersifat
teknis kondisional dan oleh karena bukan merupakan gejala
khas WPU hal ini tidak akan dibahas secara komprehensif.

Gejala degradasi lingkungan ketiga adalah taudifikasi
(taudification) atau gejala munculnya permukiman kumuh.
Hal ini sudah disinggung sedikit pada bagian depan. Gejala
ini muncul sebagai akibat dari proses densifikasi bangunan,
khususnya bangunan rumah mukim yang tidak terkendali
dan hal ini mungkin terjadi karena kelangkaan perangkat
peraturan/tata ruang permukiman mikro. Pengalaman me-
nunjukkan bahwa terjadinya densifikasi bangunan yang
tidak terkendali di beberapa bagian dalam kota telah meng-
akibatkan penurunan kualitas lingkungan permukiman.
Pengalaman yang buruk seyogianya tidak dibiarkan terjadi
lagi di bagian lain wilayah kota khususnya di WPU. Sebagai
mana pada bagian awal buku mengemukakan bahwa WPU
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dapat pula disebut sebagai Wilayah Pra Urban atau wilayah
yang bersifat belum kekotaan sepenuhnya atau dengan
ungkapan lain merupakan wilayah yang nantinya, biar
lambat namun pasti, juga akan menjadi wilayah kekotaan.
Ciri khas inilah yang penulis ungkapkan sebagai salah
satu faktor terpenting mengapa studi mengenai WPU
merupakan bidang kajian yang sangat penting oleh karena
sifatnya yang futuristik. Kondisi perkotaan pada masa yang
akan datang sangat ditentukan oleh kondisi WPU sehingga
baik buruknya kondisi WPU merupakan cerminan kondisi
perkotaan masa depan. Saat ini WPU masih mengalami
proses perubahan yang intensif, dinamis dalam rangka men-
capai keseimbangan pola pemanfaatan lahan. Proses per-
“ubahan yang terjadi (spatial transformation) harus dikelola
dengan arif sehingga dapat mengarah pada suatu tatanan
lingkungan yang “ideal” dan hal ini memerlukan perhatian
yang serius, ketat, konsisten dan konsekuen. Kemampuan
manajerial dalam bidang spasial ( spatial management) perlu
dimiliki oleh mereka yang mempunyai kewenangan dalam
membuat dan menentukan kebijakan keruangan. '
Densifikasi bangunan yang terjadi secara terus-menerus
dan tidak terkendali dapat dipastikan akan menjadi pemicu
terciptanya saturated settlement, yaitu permukiman yang di
dalamnya tidak terdapat lagi ruang kosong. Kelangkaan tata
ruang permukiman mikro menyebabkan terjadinya kese-
mrawutan bangunan dari segi luasannya, corak arsitektur,
tata letak, dan ketinggian sehingga building coverage berada
. diatas 90%, dan ruang kosong yang ada hanya berupa gang
yang sempit atau celah di antara bangunan yang tersisa.

Walaupun dalam hal kualitas bangunan, mungkin tidak ter-
golong buruk, namun dari sisi kepadatan bangunan dan
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keberadaan fasilitas permukiman jelas tidak memenuhi per-
syaratan kelayakan. Kepadatan bangunan yang tinggi men-
cerminkan kepadatan penduduk yang tinggi pula dan pen-
duduk yang banyak memerlukan fasilitas permukiman
yang banyak pula. Jumlah penduduk yang semakin banyak
mestinya diikuti oleh semakin banyaknya fasilitas dan hal
ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik pada kawasan
seperti ini, karena pembangunan fasilitas permukimannya
terkendala oleh kelangkaan ruang kosong.

Disparitas yang semakin lebar antara keberadaan fasili-
tas permukiman dengan kebutuhan penduduk akan meng-
akibatkan penurunan carrying capacity. Penurunan daya
dukung lingkungan permukiman terhadap penduduk
dalam waktu yang panjang jelas akan memengaruhi kualitas
penduduk itu sendiri, khususnya kesehatan. Beberapa pen-
dapat mengemukakan bahwa kualitas penduduk yang baik,
khususnya mengenai kesehatan merupakan faktor penentu
terhadap produktivitas kerja dan merupakan penentu ter-
hadap kesejahteraan penduduk. Kesehatan penduduk yang
semakin rendah jelas akan memengaruhi produktivitas kerja
dan pada akhirnya akan berimbas pada tingkat kesejahtera-
an penduduk itu sendiri. Proses densifikasi saat ini sedang
berlangsung di WPU dan semestinya mendapat perhatian
yang sungguh-sungguh agar terciptanya permukiman
kumuh oleh proses ini dapat dicegah.

5.4.3.2 Gejala Dekohesivitas Sosial

Dalam awal uraian, penulis mencoba memilahkan
proses trasformasi ke dalam beberapa tinjauan dengan
maksud untuk lebih menjelaskan makna yang sebenarny?,
namun dalam uraian selanjutnya, sedikit demi sedikit pt-
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nulis mencoba untuk memaknai transformasi spasial itu
sendiri sebagai suatu proses yang muncul dari terintegrasi-
nya unsur-unsur di atas. Sebagai contoh adalah mengenai
proses perubahan sosial dari sifat kedesaan menjadi sifat
kekotaan yang dicerminkan dalam perubahan masyarakat
paguyuban menjadi patembayan. Di dalamnya terselip ada-
nya pernyataan yang mengemukakan terjadinya gejala
dekohesivitas sosial. Gejala ini bukan merupakan proses
transformasi spasial, namun merupakan suatu dampak pro-
ses transformasi spasial itu sendiri. Dari perspektif tempo-
ral, memang terlihat sangat tipis antara proses transformasi
spasial yang dicerminkan oleh perubahan sifat paguyuban
ke sifat patembayan, sehingga terkadang sangat sulit me-
maknai proses tersebut dengan dampak yang timbul se-
sudahnya maupun yang menyertainya. Banyak pendapat
yang mengemukakan bahwa dampak adalah sesuatu yang
muncul setelah adanya suatu kejadian. Dalam gejala sosio-
kultural untuk mengidentifikasi suatu proses yang purna
terkadang sangat sulit, karena proses sosio-kultural itu
sendiri merupakan suatu proses yang berjalan terus-mene-
rus selama manusia itu sendiri masih berada dan bersamaan
dengan berlangsungnya proses tersebut telah muncul gejala-
gejala lain. Di antara gejala-gejala lain ini adalah gejala deko-
hesivitas sosial.

WPU, khususnya yang dekat dengan daerah kekotaan
terbangun (tidak harus selalu dekat dengan batas kota secara
administratif) merupakan bagian daerah yang menarik bagi
penduduk dan fungsi-fungsi kota. Tidak mengherankan
pada bagian ini banyak kegiatan-kegiatan kekotaan besar
didirikan, seperti hotel, kampus pendidikan, perkantoran,
indus!ri, pabrik, rumah sakit dan lain sejenisnya. Di samping
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itu beberapa kompleks perumahan yang meliputi jumlah
yang besar banyak bermunculan. Proksimitas daerah dengan
pusat kegiatan di kota, harga lahan yang relatif murah, inten-
sitas polusi masih rendah, suhu lingkungan masih rendah,
frekuensi kemacetan lalu lintas relatif rendah, suasana
masyarakat yang kondusif untuk membesarkan anak-anak,
ketersediaan lahan yang masih luas merupakan beberapa
faktor yang menarik bagi penduduk maupun fungsi-fungsi.
Dalam kaitannya dengan gejala dekohesivitas sosial
terlihat dari dua hal yaitu (1) masuknya pendatang-pen-
datang baru secara individual ke dalam permukiman ke-
desaan (rural settlement) yang sudah established dan (2)
masuknya kompleks perumahan ke lingkungan daerah ke-
desaan (rural area). Masuknya perorangan ke permukiman
kedesaan yang semula dihuni oleh penduduk yang ke-
banyakan masih mempunyai pertalian darah, akan mem-
bawa dampak tertentu bagi daerahnya. Seperti diketahui,
bahwa pada masyarakat kedesaan dengan sifat paguyuban
pada hakikatnya terjadi karena adanya persamaan nasib,
persamaan kepentingan dalam menjalani kehidupan sehari-
hari. Oleh karena kebanyakan mereka masih mempunyai
pertalian darah, kesamaan latar belakang sosial, ekonom,
kultural, maka kohesivitas sosial akan terjalin dengan kuat.
Namun dengan munculnya pendatang baru dengan latar
belakang sosial, ekonomi dan kultural yang berbeda di ling-
kungan mereka secara infiltratif dan mengisi/ membangun
rumah di antara rumah-rumah yang sudah ada (infilling)
maka terjadilah gejala perenggangan kekerabatan.
Beberapa pranata sosial yang sudah lama dilaksanakan
secara turun-temurun oleh seluruh anggota masyarakat,
sedikit demi sedikit mengalami pergeseran karena beberapa
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pendatang baru tidak mengikutinya. Sebagai contoh adalah
dilaksanakannya beberapa jenis adat istiadat tertentu terkait
dengan kelahiran, peralihan kanak-kanak menjadi dewasa,
perkawinan, kematian, upacara mendirikan rumah, upacara
mulai menggarap sawah, upacara mulai panen dan masih
banyak lagi untuk disebutkan satu persatu, mulai tidak di-
laksanakan sepenuhnya. Hal seperti inilah yang memicu
terjadinya dekohesivitas sosial dalam lingkup yang kecil.

Gejala kedua adalah masuknya kompleks perumahan
di lingkungan komunitas kedesaan. Sebagai suatu gejala
segregasi permukiman di WPU, keberadaan kompleks per-
mukiman baru jelas akan memunculkan nilai-nilai sosio-
kultural baru yang berbeda dengan nilai-nilai sosio-kultural
dari komunitas kedesaan yang sudah lama bermukim di
sana. Dampak yang muncul terhadap kohesivitas sosial
memang sangat bervariasi dari yang sangat ringan sampai
dengan sangat berat dan hal ini sangat tergantung dari jenis
kompleks permukiman yang dibangun maupun penghuni-
nya. Hal inilah yang sebenarnya perlu disikapi secara arif
oleh pembuat dan penentu kebijakan terhadap bentuk dan
pola permukiman yang akan dibangun agar dampak negatif
terhadap kohesivitas sosial yang sudah ada tidak menimbul-
kan guncangan yang berarti.

Pembangunan kompleks permukiman elit yang di-
kelilingi oleh pagar dengan satu akses masuk saja, dalam
Ibeberapa hal kurang cocok dengan kondisi masyarakat
IIndonesia. Kehadiran kompleks seperti ini terkadang men-
«iptakan gejala eksklusivitas sosial dan hal ini jelas akan
rmengakibatkan terganggunya sistem sosial yang sudah ter-
bentuk, karena interaksi sosial tidak dapat dilaksanakan.
Tlerputusnya interaksi sosial mampu memicu timbulnya
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dekohesivitas sosial dan hal ini sebenarnya merupakan bom
waktu yang cukup mengkhawatirkan terhadap munculnya
gejolak sosial (social upheaval). Kondisi tersebut sangat rentan
akan friksi-friksi sosial yang dapat menjadi pemicu social
upheaval tersebut. Lain halnya dengan kompleks perumahan
yang mempunyai banyak akses dari segala arah ke ling-
kungan permukiman yang ada akan memudahkan proses
adaptasi sosial antara permukiman lama dengan permukim-
an baru. Beberapa peluang kerja bagi masyarakat sekitar
akan terbuka karenanya dan alhasil akan berimbas pada
penambahan penghasilan dan perbaikan kesejahteraan.

5.4.3.3 Gejala Pendesakan Petani

Pada bagian WPU sendiri memang menunjukkan variasi
spasial dalam kaitannya dengan dinamika dan mobilitas
tempat tinggal. Untuk mengungkapkan wacana mobilitas
tempat tinggal penduduk, khususnya di WPU, seseorang
perlu mengacu sebuah teori yang sangat terkenal yaitu Resi-
dential Mobility Theory (teori mobilitas tempat tinggal) yang
dikemukakan oleh John Turner (dalam Drakakis-Smith,
1980). Teori ini membahas preferensi tempat tinggal pen-
duduk migran ke kota maupun penduduk migran ke daerah
pinggiran kota. Dalam membahas preferensi tempat tinggal
dua golongan penduduk migran tersebut, teori ini membagi
tiga kelompok penduduk atas dasar lamanya bertempat
tinggal di kota menjadi 3 kelompok yaitu (1) kelompok
perintisan (bridgeheaders); (2) kelompok pemantapan (con-
solidators) dan (3) kelompok pencari status (status seekers).
Dalam membahas preferensi tempat tinggal, baik di kot2
maupun di pinggiran kota, sarjana ini mengaitkan dengan
5 dimensi, yaitu (1) dimensi lokasi tempat tinggal, (2)
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dimensi penguasaan tempat tinggal, (3) dimensi kualitas
tempat tinggal, (4) dimensi siklus kehidupan dan (5) dimensi

]
penghasilan (Gambar 5.5).
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Dalam pembahasannya, teori mengemukakan bebe-
rapa prasyarat yaitu pertama masing-masing kelompok pen-
duduk tersebut dipersyaratkan dalam stratum sosial yang
sama antara lain dalam hal pendidikan, tingkat keterampil-
an, pengalaman, siklus kehidupan atau hal lain sejenis. Se-
bagai contoh dalam hal tingkat pendidikan adalah kelom-
pok stratum SD saja, SMP saja, SMA saja atau Sarjana saja.
Prasyarat kedua masing-masing stratum mempunyai ke-
samaan tuntutan kebutuhan hidup, khususnya mengenai
kepemilikan tempat tinggal, dan prasyarat ketiga bahwa per-
jalanan karir di kota menunjukkan keajegan peningkatan.
Persyaratan tersebut mengindikasikan adanya keadaan
sosial-ekonomi yang maju, stabil dan equilibrium sehingga
untuk mengadopsi teori tersebut di negara lain dengan
kondisi perekonomian yang tidak stabil memerlukan bebe-
rapa penyesuaian. Sebagai contoh adalah bahwa setiap
pendatang baru pasti memilih tempat tinggal di dekat pusat
kota, setiap orang yang telah lama tinggal di kota akan mem-
punyai tingkatan sosial ekonomi/penghasilan lebih tinggi
daripada mereka yang baru saja bertempat tinggal di kota
dan sebagainya. Hal ini pernah diujicobakan oleh Edwards
(1983) di kota Bucaramanga, Columbia. Hasil pembahasan-
nya menunjukkan adanya distorsi-distorsi yang banyak dari
teori yang dikemukakan oleh Turner (Gambar 5.6).
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Gambar5.6  Mobilitas Tempat Tinggal di Bucaramanga, Columbia
(berdasarkan teori Turner) )

Kelompok perintisan adalah mereka yang belum lama
tinggal di kota dan dianggap baru melakukan perintisan
dalam menyelenggarakan kehidupannya di kota. Oleh
karena mereka baru saja menapaki perjalanan hidupnya di
kota dengan sendirinya tingkatan penghasilannya juga
masih rendah. Hal ini mempunyai konsekuensi logis terkait
dengan preferensi tempat tinggal. Kelompok ini mempunyai
prioritas tinggi untuk memilih lokasi di dekat dengan pusat
kota, karena di bagian inilah lokasi tempat kerja mereka.
Secara sepintas, seolah-olah terdapat pertentangan antara
tingkat penghasilan rendah dengan lokasi. Pusat kota adalah
lokasi yang mempunyai tingkatan sewa lahan paling tinggi,
namun mengapa kelompok dengan tingkatan penghasilan
paling rendah justru memilih tempat tinggal di dekat pusat
kota? Mampukah mereka membayar sewa lahan vang tinggi
tersebut? Hal ini merupakan gejala yang menarik untuk
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dikemukakan di mana jawabannya terletak pada adanya
trade off antara kenyamanan bertempat tinggal dengan per-
timbangan ekonomi yang terpaksa dilakukan oleh golongan
ini. Di kota-kota besar negara berkembang terdapat gejala
yang serupa dan dilakukan oleh mereka yang berpenghasil-
an rendah, namun belum tentu merupakan bridgeheaders,
yaitu dengan cara menyewa secara bersama teman dalam
jumlah yang banyak sehingga biaya yang tinggi dapat di-
sangga bersama namun kenyamanan bertempat tinggal juga
terpaksa dikorbankan. Mereka memprioritaskan bertempat
tinggal di dekat dengan pusat kota karena pusat kota adalah
tempat kerja mereka dan proksimitas tempat iinggal ke
pusat kota berarti menghemat pengeluaran untuk trans
portasi. Penghasilan kelompok ini dikategorikan paling
rendah dibandingkan dengan dua kelompok lainnya dan
tataran siklus kehidupan mereka masih dalam tahapan awal
dan terdiri dari bujangan, atau pasangan muda belum
punya anak atau punya anak yang masih kecil. Keterkait-
annya dengan WPU, menurut Turner mereka ini justru
berasal dari WPU sehingga mengurangi penduduk di sana.
Di negara maju hal ini terjadi karena dipicu oleh terjadinya
revolusi industri pada masa yang lalu.

Kelompok pemantapan adalah mereka yang sudah
lama tinggal di kota. Kemantapan status sosial ekonomi
yang diraihnya, mengakibatkan perubahan persepsi mereka
terhadap lingkungannya, khususnya tempat tinggal.
Golongan ini mendefinisikan kembali (redefine their settle-
ment) konsep pemukiman dan permukimannya. Kalau pada
awalnya terdapat pengorbanan kenyamanan tempat tinggal
karena keterpaksaan ekonomi, maka mereka tidak lagi ber-
pandangan seperti ini. Di sisi lain adanya kemajuan tekno-
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logi telah mengakibatkan adanya kemajuan di bidang trans-
portasi dan komunikasi yang memudahkan orang untuk
menjangkau tempat yang jauh dan berkomunikasi walau
dalam jarak yang jauh pula. Konsep pemukimannya tidak
lagi bertempat tinggal di pusat kota namun bertempat
tinggal di WPU dengan segala tawaran kenyamanan suasana
kedesaan serta kenyamanan ketersediaan fasilitas kota.
Kendala transportasi dapat diatasi karena kepemilikan alat
transportasi sendiri atau tersedianya mass transportation yang
cepat dan murah. Di samping itu, kemajuan di bidang tele-
komunikasi tidak mengharuskan pihak yang berbisnis
untuk mengadakan kontak langsung (face to face contact),
namun dapat dilaksanakan dari tempat yang berjauhan.
Gejala desentralisasi/gerakan sentrifugal /pengaliran pen-
duduk golongan pemantapan ini ke daerah kedesaan sangat
marak terjadi, sehingga terjadi kekosongan tempat tinggal
di dekat pusat kota dan kemudian diisi oleh golongan yang
baru datang (bridgeheaders) dan demikian seterusnya sebagai
proses sosial-ekonomi yang terjadi secara ajeg. Proses peng-
gantian pemukim lama dengan status sosial ekonomi lebih
tinggi oleh pemukim baru dengan status sosial ekonomi
lebih rendah disebut sebagai filtering down process/downward
filtration.

Sementara itu konsep permukimannya juga mengalami
perubahan dari semula cukup menyewa atau mengontrak
(renting), maka dalam tahapan pemantapan mereka mulai
memiliki tempat tinggal sendiri dan hal ini dapat dilaksana-
kan karena kemantapan sosial ekonomi dengan penghasilan
yang relatif tinggi, kemampuan menabung, kemampuan
membeli rumah dan kemampuan membeli alat transportasi
sendiri. Di daerah permukiman dekat dengan pusat kota
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mengalami gejala deteriorisasi lingkungan permukiman
karena dipicu oleh kedatangan pemukim-pemukim baru
dan ekspansi fungsi-fungsi kekotaan dari CBD ke arah ini.
Makin banyaknya pendatang baru jelas memicu proses
densifikasi baik penduduk maupun bangunan sehingga
pada bagian ini terjadi over carrying capacity dalam habitabili-
tas lingkungannya yang disertai oleh gejala deteriorisasi
lingkungan. Keadaan ini diperparah oleh makin banyaknya
fungsi-fungsi kekotaan yang masuk ke areal permukiman
yang merupakan bentuk ekspansi CBD sehingga terjadi ke-
semrawutan bentuk pemanfaatan lahan antara bentuk pe-
manfaatan lahan permukiman dengan beberapa industri.
Dampak lingkungan yang muncul sudah dapat diketahui
bersama yaitu terkait dengan makin besarnya polusi udara,
polusi tanah, polusi air dan meningkatnya kebisingan. Se-
jalan dengan kekumuhan yang terjadi, pada umumnya pada
bagian ini juga terjadi peningkatan tingkat kriminalitas. Hal
ini memang memerlukan penjelasan lebih lanjut, namun
tidak akan dikemukakan pada bagian ini, karena pada para-
graf ini penekanan pembahasan adalah keterkaitannya
dengan WPU bukan dengan pusat kota. Bagian ini memang
mempunyai sifat yang khas dan oleh Burgess (1925) dalam
teorinya Concentric Theory dilabelkan sebagai transition zone
(Yunus, 2005).

Kelompok pencari status (status seekers) adalah
kelompok yang semula bertempat tinggal di bagian dalam
kota dan kemudian pindah ke WPU serta sudah merasa
mantap dan mapan bertempat tinggal di WPU. Keadaan
ecade ekonomi mereka sudah mencapai puncaknya dalam
artian bahwa mereka sudah mempunyai penghasilan ter-
tinggi dalam karir pekerjaannya. Hal ini memungkinkan
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mereka untuk meredefinisikan konsep permukimannya
yaitu suatu bangunan tempat tinggal yang tergolong sangat
bagus sampai mewah. Oleh karena mereka sudah berada
dalam kondisi serba kecukupan dan bahkan berlebih dalam
artian pemenuhan “kebutuhan pokok” nya (karena masing-
masing stratum mempunyai definisi kebutuhan pokok yang
berbeda-beda) maka golongan ini berusaha menciptakan
kegiatan-kegiatan baru yang tidak semata-mata berorientasi
profit material, namun profit immaterial. Namun demikian,
beberapa dari mereka telah memberi muatan kegiatan-
kegiatan baru tersebut dengan sifat profit material. Hal ini
hanya mungkin dilaksanakan dengan dukungan finansial
yang memadai dan bagi golongan ini bukan merupakan
masalah dengan kategori penghasilan tinggi sampai dengan
sangat tinggi. Kondisi bangunan rumah mewah, kegiatan
lain yang mungkin dapat dikategorikan sebagai hwbi yang
hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkantong tebal
saja merupakan hal yang mewarnai dan memberi bobot
status sosial mereka di dalam masyarakat. Beberapa contoh
hobi yang dapat dicontohkan antara lain sebagai kolektor
benda-benda antik, benda-benda unik, berlian, jenis satwa
tertentu, tanaman tertentu, kegiatan fisik seperti bermain
golf dan berbagai bentuk kegiatan lain yang memerlukan
biaya sangat tinggi merupakan pembobot terhadap status
mereka di dalam masyarakat. Dalam beberapa hal golongan
ini menciptakan segregasi permukiman eksklusif di WPU.

Kedatangan kelompok pemantapan dan kemudian
menjadi golongan pencari status di WPU jelas mempunyai
dampak yang perlu mendapatkan sorotan khusus. Di dalam
Teori Konsentris maupun di dalam Teori Mobilitas Tempat
Tinggal tidak mengemukakan dampak lingkungan secara
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khusus akibat dari kedatangan kelompok pemantapan ini.
Salah satu hal yang dikemukakannya adalah adanya pem-
bangunan tempat tinggal yang mempunyai kualitas yang
lebih baik dibandingkan dengan kualitas tempat tinggal di
tempat asalnya/sebelumnya/dekat dengan pusat kota.
Akibat keruangan (spatial consequences) yang muncul adalah
terciptanya zona spasial baru yang kemudian diberi label
zone of better residences oleh Burgess (1925) dalam teorinya
Concentric Theory, oleh Homer Hoyt (1939) dalam teorinya
Sectoral Theory dan oleh Harris dan Ullman (1960) dalam
teorinya Multiple Nuclei Theory (Yunus, 2005). Akibat ikutan
yang ditimbulkan oleh terbentuknya zona baru tersebut ter-
nyata tidak teridentifikasi dan hal ini sangat wajar karena
lahan di mana zone of better residences tersebut berada adalah
merupakan lahan luas yang belum terbangun, sehingga
akibat ecade belum nampak. Hanya dalam beberapa ecade
terakhir hal tersebut mulai mendapat perhatian, karena ber-
dampak pada pengurangan lahan pertanian. Oleh karena
cadangan lahan pertanian yang ada masih sangat luas, maka
pengurangan lahan pertanian pun dianggap belum mem-
bahayakan kemampuan berproduksi. Negara maju seperti
Amerika Serikat, di mana teori-teori tersebut dicetuskan
merupakan negara di mana sebagian besar penduduknya
bertempat tinggal di kota dan konsentrasi permukiman
utama ada di kota. Di luar kota kebanyakan merupakan
lahan belum terbangun baik berupa lahan penggembalaan,
lahan kosong atau lahan pertanian.

Kondisi ini sangat berbeda dengan apa yang terdapat
di negara berkembang, khususnya di Indonesia di mana
kota-kota pada umumnya berkembang pada lahan kedesaan
yang telah ada sebelumnya walaupun belum mengalam
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perkembangan secara intensif. Dari waktu ke waktu lahan
kedesaan, mengalam1 perkembangan baik mengenai sistem
permukimannya maupun mengenai sistem usaha taninya
dan hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk.
Sistem permukiman dan usaha pertanian berkembang
sangat intensif, khususnya di Pulau Jawa dan beberapa
pulau lain yang memiliki lahan pertanian yang subur.
Sementara itu perkembangan kota-kotanya juga terjadi
semakin intensif di tengah-tengah daerah perdesaan dengan
sistem permukiman padat dan pertanian intensif.

Proses kedatangan penduduk di WPU, khususnya yang
berada di dekat dengan lahan kekotaan terbangun, ternyata
dialami pula oleh negara-negara berkembang. Suatu hal yang
perlu mendapat sorotan khusus adalah para migran tersebut
sangat berbeda dengan apa yang pernah dikemukakan di
dalam teori Konsentris, Mobilitas Tempat Tinggal, Sektor
dan Pusat Kegiatan Ganda. Di dalam teori-teori yang ber-
kembang di negara maju dikemukakan bahwa migran ke
WPU berasal dari dalam kota oleh karena sebab-sebab ter-
tentu yang sudah diungkapkan pada bagian depan, sedang-
kan migran ke WPU di negara berkembang berasal baik dari
bagian dalam kota maupun dari bagian WPU/perdesaan
yang lokasinya lebih jauh dari kota. Secara garis besar dapat
diungkapkan lagi bahwa the attracting forces terkait dengan
gerakan sentrifugal terkait dengan sifat-sifat kedesaan di
WPU dan the attracting forces terkait dengan gerakan sentri-
petal adalah sifat-sifat kekotaan. Untuk lebih jelasnya, hal
Ini dapat dibaca pada Bagian Dua mengenai Kekuatan Peng-
ubah WPU. Dari sinilah kemudian muncul gejala sosio-kul-
tural yang menarik dan memerlukan perhatian khusus,
yaitu pendesakan petani ke arah yang lebih jauh lagi.
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Kedatangan para migran, khususnya yang berasal dari
bagian dalam kota pada umumnya mempunyai status
sosial-ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan pen-
duduk asli petani di WPU. Ada dua macam proses pe-
mukiman yang dilakukan oleh para migran ini, yaitu per-
tama membangun tempat tinggal di dalam daerah per-
mukiman lama sudah terbangun. Mereka ini melakukan pe-
mukiman secara infilling yaitu membangun tempat tinggal
di tempat kosong di sela-sela rumah yang sudah ada. Proses
kedua adalah pemukiman di luar daerah permukiman lama
yang sudah terbangun. Ada dua macam proses pemukiman
dari tipe pemukiman yang kedua ini, yaitu membangun
tempat tinggal secara individual dan menempati kompleks
permukiman baru yang dibangun oleh pengembang. Proses
pemukiman tersebut jelas sebagian terbesar, atau bahkan
mungkin semuanya adalah menempati lahan di WPU yang
semula dimiliki oleh petani dengan status sosial ekonomi
lebih rendah. Di sinilah muncul gejala yang tidak ditemui
di negara maju yaitu proses penggantian pemukim lama
dengan status sosial ekonomi lebih rendah oleh pemukim
baru dengan status sosial ekonomi lebih tinggi di WPU.
Proses ini merupakan gejala sosial yang disebut sebagai
proses penapisan ke atas (filtering up process atau upward
filtration) (Yunus, 2005).

Beberapa gejala mobilitas tempat tinggal muncul di
WPU, yaitu pertama berpindahnya petani ke bagian WPU
atau kedesaan yang lokasinya lebih jauh dan kedua tidak
berpindahnya petani dan tetap bertempat tinggal di tempat
cemula. Petani yang “terdepak” ke daerah yang lebih jauh,
kebanyakan merupakan petani yang mempunyai komitmen
yang tinggi terhadap lahan maupun kegiatan pertanian
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dalam artian bahwa mereka tetap mempertahankan gaya
hidup sebagai petani. Hasil penjualan lahan pertaniannya
yang terletak di dekat dengan lahan kekotaan terbangun
mempunyai harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan daerah tempat tinggalnya yang baru. Mengenai
mengapa lahan di tempat semula mempunyai harga yang
lebih tinggi dibandingkan dengan harga lahan di tempat
yang lokasinya lebih jauh, telah dibahas pada bagian depan.

Walaupun kepemilikan lahan di tempat asal sangat
sempit, namun berhubung harg. jualnya tinggi, maka hasil
penjualannya pun menjadi tinggi pula sehingga dapat di-
gunakan untuk membeli lahan pertanian di tempat yang
jauh dan memperoleh lahan yang jauh lebih luas. Dampak
nyata yang dapat diamati di tempat tinggal yang baru
adalah densifikasi penduduk dan bangunan serta di bebe-
rapa kasus menunjukkan adanya gejala perambahan ke
daerah yang ditetapkan sebagai daerah konservasi. Lihat
sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di WPU kota metro-
politan Jakarta di mana terdapat gejala gerakan penduduk
petani yang terdesak ke arah bagian selatan yang lokasinya
mempunyai altitude lebih tinggi. Di tempat yang baru mereka
ini membangun tempat tinggal dan mulai mengusahakan
lahan pertanian dan dalam beberapa hal terdapat gejala pe-
ningkatan perambahan hutan lindung di kawasan konser-
vasi. Hal tersebut jelas akan mempunyai dampak lingkung-
an yang besar, khususnya terhadap kota Jakarta.

Oleh karena petani yang pindah ke daerah baru ter-
sebut mempunyai lahan garapan yang lebih luas, pada
umumnya mereka memperoleh penghasilan yang mening-
kat dari sektor pertanian. Alasan lain yang dikemukakan
mengapa mereka tetap mempunyai komitmen yang tinggi
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terhadap kegiatan dan lahan pertanian adalah terkait dengan
konsep familism yang sangat mewarnai perilaku hidup
petani. Lahan pertanian merupakan sumber kehidupan dan
penghidupan petani, sehingga orang tua mempunyai tang-
gung jawab penuh bagi anak-anaknya untuk tetap mem-
punvai sumber penghasilan memadai dari sektor pertanian
pula dan hal ini hanya dapat dicapai apabila anak keturun-
annya mempunyai lahan yang memadai sebagai sumber
penghidupannya. Lahan sempit yang semula dimiliki dan
terletak di dekat dengan lahan kekotaan terbangun sangat
tidak memadai apabila dibagi untuk anaknya baik untuk
tempat tinggal maupun untuk melaksanakan kegiatan per-
tanian. Hal ini telah mengondisikan petani untuk meng-
ambil sikap tertentu, khususnya petani yang mempunyai
komitmen tinggi terhadap kegiatan maupun lahan pertani-
an. Mereka memutuskan untuk menjualnya dengan harapan
memperoleh lahan pertanian yang jauh lebih luas walaupun
lokasinya jauh dari lahan kekotaan terbangun dan hal ini
memang dilaksanakannya, sehingga warisan lahan yang
diberikan kepada anak-anaknya mempunyai luasan yang
memadai pula.

Bagi petani yang tetap bertahan di tempat semula mem-
punyai kiat-kiat tertentu untuk tetap bertahan hidup (sur-
vival strategy) di sana. Ada tiga golongan petani yang masih
bertahan di bagian WPU yang dekat dengan lahan kekotaan
terbangun, yaitu (1) mereka yang tidak mau menjual lahan
pertaniannya dan tetap masih mempertahankan kegiatan
dan lahan pertaniannya; (2) mereka yang menjual sebagian
lahan pertaniannya dan masih mempertahankan sebagian
lahan pertanian yang tersisa serta (3) mereka yang menjual
seluruh lahan pertaniannya. Dampak ekonomi dari transfor-
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masi spasial bagi ketiga kelompok tersebut akan dibahas
dalam paragraf selanjutnya.

5.4.3.4 Diversifikasi Mata Pencaharian

Baik kelompok pertama dan kedua umumnya meng-
alami penurunan penghasilan dari sektor pertanian semen-
tara itu kelompok ketiga jelas kehilangan sumber penghasil-
an dari sektor pertanian. Seperti telah dijelaskan pada bagian
depan, petani yang tetap mempertahankan lahan pertanian-
nya dan tidak menjualnya, pada umumnya juga mengalami
penurunan produksi dan produktivitas pertaniannya, karena
banyaknya gangguan yang muncul terhadap kegiatan dan
lahan pertaniannya. Beberapa gangguan tersebut antara lain
polusi air irigasi oleh limbah rumah tangga maupun indus-
tri, polusi udara oleh debu-debu di sepanjang jalan raya dan
banyak menempel pada daun-daun tanaman sehingga me-
mengaruhi proses fotosistensis, terganggunya saluran irigasi
dan kelancaran aliran air oleh pembangunan, makin banyak-
nya hama karena makin banyaknya permukiman (antara
lain tikus) dan makin banyaknya kerusakan tanaman karena
binatang peliharaan. Bagi kelompok kedua, oleh karena se-
bagian lahan pertaniannya telah dijual, maka penghasilan
mereka dari sektor pertanian otomatis menjadi menurun.
Golongan pertama dan kedua tersebut terpaksa harus me-
lakukan kiat-kiat tertentu untuk mencukupi kebutuhan
hidupnya agar tidak hanya menggantungkan semata dari
sektor pertanian, namun harus memperoleh penghasilan
tambahan dari sektor non-pertanian atau melakukan diver-
sifikasi mata pencaharian. Golongan ketiga jelas akan me-
lakukan alih fungsi mata pencaharian dan akan dibahas
dalam paragraf selanjutnya.
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Proksimitas lokasi tempat tinggal dengan kota sebagai
pusat kegiatan memberikan kemudahan bagi penduduk
untuk pergi ke kota. Di samping itu, lokasi di mana mereka
tinggal makin banyak pendatang baru baik yang bertempat
tinggal menetap maupun sementara dan hal ini mengakibat-
kan munculnya peluang-peluang ekonomi baru bagi pen-
duduk asli untuk memperoleh tambahan penghasilan dari
luar sektor pertanian. Beberapa kegiatan baru yang dapat
dikenali antara lain menjadi buruh bangunan, penarik
becak, membuka toko kelontong, membuka warung untuk
kebutuhan masak sehari-hari, membuka warung makan,
membuka jasa pemondokan, membuka jasa laundry, mem-
buka jasa warung telepon dan beberapa jasa lain sejenisnya.
Beberapa penduduk yang mempunyai cukup modal mem-
punyai lebih dari satu kegiatan yang telah disebutkan di
atas. Pada akhir-akhir ini terlihat peluang baru usaha per-
tanian, khususnya usaha tanaman hias yang sangat men-
janjikan bagi petani dengan lahan sempit untuk memperoleh
hasil yang cukup tinggi. Makin maraknya minat terhadap
tanaman hias di dalam masyarakat makin besar peluang
usaha di bidang pertanian kota (urban agriculture) tersebut
sehingga pemerintah mestinya tanggap terhadap masalah
ini untuk memecahkan permasalahan sosial bagi petani-
petani kecil. Seperti diketahui bahwa kondisi petani di WPU
dengan kepemilikan lahan yang sempit, keterampilan di
luar sektor pertanian yang rendah sangat memerlukan per-
tolongan dari pemerintah untuk memberdayakan mereka
dan salah satu usaha yang cocok adalah sebagai pengusaha
tanaman hias. Untuk maksud tersebut upaya memberikan
penyuluhan pengetahuan dan modal bagi petani-petani di
WPU dapat memberikan solusi terhadap permasalahan
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sosial ekonomi penduduk petani yang hidupnya sangat pas-
pasan tersebut. Dari sisi lain, khususnya dari upaya mana-
jemen spasial kota, keberadaan lahan pertanian yang masih
tersisa sebenarnya perlu dipertahankan dalam rangka mem-
pertahankan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota
yang sangat diperlukan bagi kehidupan kota (Yunus, 2005).
Lihat saja sebagai contoh mengenai upaya pemerintah USA
dan Canada yang sangat menghargai pemilik lahan, khusus-
nya petani yang masih tetap mempertahankan lahannya se-
bagai lahan pertanian dengan memberikan kompensasi
finansial maupun bantuan-bantuan teknis untuk mening-
katkan produksi maupun produktivitas pertaniannya
(Yunus, 2006)-

5.4.3.5 Alih Mata Pencaharian

Kelompok petani yang kemudian menjual seluruh
lahan pertaniannya namun masih bertempat tinggal di
tempat asal semula, jelas akan beralih mata pencaharian di
- luar sektor pertanian. Oleh karena golongan petani yang
menjual lahannya tersebut berumur lanjut, tidak mem-
punyai bekal pendidikan dan keterampilan di luar bidang
pertanian yang memadai mereka jelas tidak akan mampu
memasuki bidang pekerjaan formal. Mereka ini kemudian
tidak lagi berstatus sebagai petani walaupun atas dasar
pengakuannya mereka masih mengaku sebagai petani.
Berdasarkan penelitian Yunus (2001) yang dilakukan di
WPU kota Yogyakarta, terdapat 7 alasan mengapa kelompok
ini berhasrat untuk menjual lahannya, yaitu:

(1) lahan yang mereka miliki sangat sempit sehingga apa-
bila diwariskan kepada anak-anaknya sangat tidak me-
madai baik untuk pertanian maupun untuk bangun-
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an, maka mereka berhasrat menjualnya sehingga hasil
penjualan lahan dapat dibagi secara merata;

(2) karena tergiur oleh tingginya harga pasaran lahan yang
sudah berlaku di sekitar tempat di mana lahan berada;

(3) karena tergelitik oleh tetangganya yang sudah menjual
lahannya terlebih dahuly;

(4) karena banyaknya gangguan terhadap kegiatan per-
taniannya;

(5) karena hasilnya tidak memadai sebagai akibat luasan
persil yang sangat sempit;

(6) karena hasil penjualan lahannya akan dibelikan lahan
pertanian di tempat lain;

(7) karena hasil penjualan lahannya akan dimanfaatkan
untuk membangun atau memperbaiki rumah untuk di-
sewakan atau dikontrakkan.

Gejala ini memunculkan tiga kelompok penduduk
yang tetap bertempat tinggal di daerah asal dan kemudian
beralih mata pencaharian, yaitu (1) mereka yang mampu
mendirikan bangunan baru atau memperbaiki rumahnya
dan kemudian digunakan sebagai usaha pemondokan atau
usaha lainnya; (2) mereka yang tidak mampu membuat
bangunan baru karena hasil penjualannya sudah habis di-
bagikan kepada anak-anaknya; (3) mereka yang menjual
lahannya dan kemudian dibelikan lahan pertanian baru di
tempat yang jauh, namun mereka tetap tinggal di tempat
semula. Kelompok pertama pada umumnya adalah golong-
an petani yang mempunyai lahan pertanian cukup luas, se-
hingga hasil penjualan lahannya masih cukup untuk mem-
bangun rumah atau memperbaiki rumah walaupun se-
bagian telah dibagikan kepada anak-anaknya. Mercka
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banyak yzng menjadi bapak/ibu kos, pengusaha warung
kebutuhan sehari-hari dan beberapa di antaranya terlihat
menikmati bunga tabungan. Kelompok kedua adalah petani
yang semula hanya memiliki lahan pertanian sangat sempit
dan mereka ini kemudian beralih mata pencaharian menjadi
buruh bangunan, penarik becak dan lain sejenisnya. Golong-
an yang ketiga ini masih menikmati hasil pertanian yang
diburuhkan pada orang lain yang bertempat tinggal di dekat
dimana lahan pertaniannya berada. Beberapa di antaranya
menjadi pengusaha kos, buruh atau mendirikan usaha
warung kecil untuk memenuhi kebutuhan penduduk se-
hari-hari.

5.4.3.6 Penurunan Jumlah Petani

Penurunan jumlah petani merupakan akibat logis yang
muncul di WPU karena lahan yang menjadi sumber ke-
hidupan dan penghidupan petani juga menjadi semakin ber-
kurang. Ada dua penyebab utama mengapa populasi petani
menjadi semakin berkurang, yaitu (1) makin banyak petani
beralih mata pencaharian dan (2) makin banyak petani yang
terpaksa terdepak ke luar dari daerah asal dan berdomisili
di daerah yang lokasinya jauh dari lahan kekotaan ter-
bangun. Jumlah petani dapat digunakan sebagai indikator
mengenai sifat kedesaan /kekotaan suatu tempat, sehingga
tidak mengherankan apabila beberapa negara mensyaratkan
proporsi petani atau mereka yang mempunyai profesi pada
sektor pertanian merupakan salah satu indikator untuk me-
ngenali wilayah kota dan bukan kota. Oleh karena dasar
ini pulalah populasi petani dapat digunakan sebagai dasar
untuk mengenali proses transformasi spasial dari sifat ke-
desaan menjadi sifat kekotaan (Yunus, 2001).
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Sebagai contoh nyata, berikut ini akan dikemukakan
mengenai kondisi jumlah petani di pinggiran kota Yogya-
karta, khususnya beberapa desa yang berbatasan langsung
dengan Kota Yogyakarta. Berdasarkan catatan statistik antara
tahun 1988 sampai dengan 1998 terdapat penurunan jumlah
petani di desa-desa tersebut dengan catatan bahwa tingkat
penurunan jumlah petani di desa-desa tersebut menunjuk-
kan variasi spasial yang menarik (Tabel 5.3).

Tabel 5.3 Perubahan Jumiah Petani di Beberapa Desa di WPU
Kota Yogyakarta 1988-1998

Jumlah Petani Penurunan

Nama Desa 1988 (%)
Sinduadi 973 506 47,9
Caturtunggal 673 560 16,8
Banguntapan 1.304 1.144 123
Baturetno 1.049 1.006 4,1
Potorono 1.195 713 40,3
Wirokerten 1.108 974 11
Tamanan 1.066 1.047 1,8
Bangunharjo 1.023 968 54
Panggungharjo 1.024 969 54
Tirtonirmolo 1.377 1.127 182
Ngestiharjo 1.396 1.389 05
Banyuraden 642 609 51
Nogotirto 1.195 1175 1,7
Trihanggo 1.396 955 31,6

Sumber: BPS DIY.

Tabel tersebut menunjukkan pengurangan jumlah pe-
tani yang bervariasi di mana jumlah pengurangan paling
banyak terdapat di WPU bagian utara, yaitu Desa Sinduadi
(47,9%), disusul oleh Desa Potorono (40,3%), Desa Trihanggo
(30,6%), Desa Tirtonirmolo (18,2%), Desa Caturtunggal
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(16,8%) dan Desa Banguntapan (12,3%). Beberapa desa lain-
nya mengalami penurunan jumlah petani kurang dari 6%.
Bagian utara-timur merupakan bagian WPU yang semenjak
lama mempunyai tingkat akesesibilitas fisikal yang paling
tinggi sehingga bagian ini banyak diminati oleh pendatang
baru baik perorangan maupun institusi, sehingga rate of loss
lahan pertaniannya pun menunjukkan tingkat yang paling
tinggi (Desa Trihanggo, Desa Sinduadi, Desa Caturtunggal
dan desa Banguntapan) sementara itu beberapa desa yang
sebelumnya relatif terisolir menjadi terbuka setelah di-
bangunnya ringroad yang difungsikan semenjak 1986. Hal
ini telah memacu laju konversi lahan pertanian menjadi
lahan non-pertanian akibat makin banyaknya pendatang
dan makin intensifnya pembangunan fisik. Di sisi lain pada
‘masing-masing desa terdapat kecenderungan makin
'banyaknya penduduk non-petani dan hal ini juga merupa-
‘kan konsekuensi logis dari sebuah transformasi spasial dari
:sifat kedesaan menjadi sifat kekotaan.

15.4.3.7 Gaya Hidup

Hal ini merupakan fenomena menarik yang belum
tbanyak diteliti di negara berkembang, khususnya di Indo-
mesia. Beberapa uraian di bagian depan, sedikit banyak telah
menyinggung hal ini walau secara khusus belum mengung-
tkkapkannya. Gaya hidup yang dimaksudkan dalam uraian
iini terkait dengan perilaku sosial, ekonomi dan kultural
yyang dilaksanakan sehari-hari. Sebagai contoh mengenai
Kepercayaan terhadap keterkaitan antara upacara-upacara
yang terkait dengan kelahiran, peralihan anak ke dewasa,
perkawinan dan kematian yang pada awalnya merupakan
ssalah satu perilaku penduduk kedesaan yang sangat kental
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kemudian mengalami perubahan pandangan, khususnya
generasi muda. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap
gaya hidup yang dilakukannya. Hal ini sangat terkait
dengan terserapnya informasi yang semakin intensif sebagai
akibat kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan dan tekno-
logi sehingga pemikiran-pemikiran baru selalu muncul dan
lebih rasional sifatnya. Pengaruh budaya kota dalam ber-
bagai aspeknya sangat memengaruhi penduduk di WPU,
di mana makin dekat lahan kekotaan terbangun pengaruh
sifat kekotaan akan semakin kuat.

Sebuah penelitian yang menarik pernah dilakukan oleh
Sinha (1980) di WPU kota Patna di India. Penelitiannya ber-
kisar pada aspek perumahan, pola makan sehari-hari dan
cara berpakaian. Dalam hal perumahan terlihat adanya per-
ubahan pandangan mengenai konsepsi perumahannya.
Apabila pada masa sebelumnya di mana kegiatan pertanian
masih mendominasi kegiatan sehari-hari, maka bentuk
maupun tata-ruang permukiman baik mikro maupun meso
selalu terkait dengan kegiatan pertanian. Sebetulnya, hal
ini juga terjadi di negara berkembang lainnya, seperti di
Indonesia dan hal ini telah dibahas pada bagian terdahulu.
Di WPU kota Patna terlihat bahwa gaya arsitektur tra-
disional India mulai ditinggalkan dan beralih ke gaya arsi-
tektur modern atau kekotaan. Kalau dalam gaya tradisional
ketersediaan ruang belum merupakan kendala yang berarti
dan hal ini memang diperlukan untuk mengakomodasikan
kegiatan pertanian, maka pada masa berikutnya sejalan
dengan makin meningkatnya jumlah dan kegiatan pen-
duduk di sektor non-agraris maka ketersediaan ruang men-
'adi kendala yang besar sehingga konsep pe-mukiman dan
ver-mukimannya telah didefinisikan kembali.
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Pola makan sehari-hari di WPU kota Patna, telah me
nunjukkan perubahan yang signifikan yaitu dari gaya hidup
kedesaan menjadi gaya hidup kekotaan. Dalam penelitian-
nya mencontohkan adanya kebiasaan baru yang banyak di-
lakukan oleh penduduk yang semula tidak pernah dilaku-
kan. Kebiasaan tersebut adalah kebiasaan makan pagi
(sarapan) dan minum teh setiap pagi yang sekarang menjadi
suatu kebiasaan baru bagi penduduk WPU kota Patna dan
nal ini tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Penduduk
petani di daerah kedesaan tidak pernah melakukan kebiasa-
an seperti itu. Hal ini menjadi topik tersendiri yang menarik
untuk diteliti.

Cara berpakaian dan pemakaian perhiasan oleh pen-
duduk WPU kota Patna menunjukkan perubahan yang
signifikan pula. Hal ini mudah dikenali, karena pada
umumnya penduduk di daerah kedesaan, khususnya para
wanita selalu mengenakan pakaian tradisional (sari) dan
perhiasan-perhiasan tertentu. Kecenderungan perubahan
cara mengenakan pakaian dan perhiasan sangat jelas terlihat
di kalangan generasi muda. Menurutnya, mereka lebih
senang memakai pakaian sebagaimana penduduk kota yang
mereka anggap lebih praktis, seperti celana panjang, T-shirts.
Semoga apa yang dikemukakan dalam bab ini dapat men-
jadi inspirasi baru bagi para peneliti muda untuk mengem-
bangkannya dalam rangka menemukenali permasalahan-
permasalahan di WPU yang selanjutnya dapat dipikirkan
mengenai upaya pemecahannya. Upaya mana sangat ber-
manfaat dalam menciptakan kondisi masa depan daerah
perkotaan di mana sebagian besar penduduk akan ber-
tempat tinggal. Pada bab selanjutnya akan dikemukakan
beberapa wacana terkait dengan prospek WPU.g

317

.




| 44

problematika Spasial Aktual WPU

6.1 Pendahuluan

BERDASARKAN kenyataan yang ada, kota-kota di dunia, baik
di negara maju maupun di negara berkembang selalu meng-
alami perkembangan baik mengenai perkembangan dalam
artian fisikal maupun perkembangan dalam non-fisikal,
seperti perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan demo-
grafis. Perkembangan fisikal tercermin dalam hal perubah-
an-perubahan kenampakan fisikalnya baik mengenal luas
wilayah, penggunaan lahan, bangunan, jalur tranportasi
serta prasarana kegiatan dan kehidupan lainnya. Hal ini ter-
jadi sejalan dengan perubahan demografis dan kegiatan eko-
nomi, sosial dan budaya yang ada di kota tersebut. Khusus-
nyadinegara berkembang, peningkatan jumlah penduduk
kota merupakan fenomena yang mencirikhasi kota-kotanya-
Berbagai sebab banyak diyakini sebagai penyebab terjad-
Nya pengaliran penduduk yang masif ke kota-kota negafra
berkembang, namun penyebab utamanya adalah kemiskin-
4N yang mendera penduduk perdesaan negara berkembang.

Penduduk perdesaan identik dengan petant yaitu pen-
fuduk yang menggantungkan kehidupan dan penghidup-
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annya pada sektor pertanian. Sementara itu oleh karena
beberapa sebab, sektor pertanian tidak dapat memberikan
jaminan kesejahteraan petani, sehingga oleh karena keter-
paksaan ekonomi, mereka mencari alternatif lain yang di-
anggap akan memberikan kesejahteraan yang lebih baik,
yaitu pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Rendah-
nya pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki oleh para
migran ini, mengakibatkan kebanyakan merel:~ tidak dapat
tertampung dalam sektor formal. Mereka bekerja di sektor
informal yang kecil di kota. Kenaikan jumlah penduduk
kota yang disebabkan oleh pertambahan penduduk alami
dan migrasi ini mengakibatkan terjadinya densifikasi pen-
duduk dan permukiman yang cepat dan kebanyakan tidak
terkendali di bagian dalam kota. Proses densifikasi yang
terus-menerus dan tidak terkendali diyakini merupakan
penyebab terjadinya deteriorisasi lingkungan permukiman
di kota. Oleh karena sebagian besar pemanfaatan lahan di
kota merupakan lahan permukiman, maka sebagian besar
lahan yang ada di kota-kota negara berkembang pun selalu
dihantui oleh proses pemerosotan kondisi kualitas ling-
kungannya. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian yang
serius oleh pembuat dan penentu kebijakan spasial di
wilayah perkotaan untuk diatasi. Beberapa penduduk kota
yang merasa tidak happy lagi dengan kondisi lingkungan
di bagian dalam kota meninggalkannya dan mencari lokasi
baru di bagian pinggiran kota (WPU) untuk bertempat
tinggal dan menemukan suasana yang dianggap lebih baik.
Hal ini dapat dikerjakan melalui pembangunan tempat
tinggal di WPU secara sendiri-sendiri (individual) ataupun
menempati bangunan yang telah disiapkan oleh pengem-
pang dalam wujud kompleks permukiman. Di samping itu,
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beberapa fungsi yang ada di dalam kota juga mencari lokasi
barudi WPU dalam rangka mengembangkan kegiatannya.
Dengan demikian di WPU terlihat dua gejala yang memerlu-
kan perhatian yaitu pengaliran penduduk dan fungsi yang
berasal dari bagian dalam kota (centrifugal movement) dan
pengaliran penduduk dan fungsi yang berasal dari tempat
lain, khususnya dari daerah perdesaan (centripetal movement)
dan hal ini telah dibahas di bagian depan.

Dua macam gerakan tersebut jelas akan mengakibatkan
meningkatnya kebutuhan akan ruang untuk mengakomo-
dasikan kepentingannya. Di samping itu, kebutuhan akan
ruang baik untuk permukiman maupun fungsi dari pen-
duduk dan fungsi di WPU sendiri juga selalu mengalami
peningkatan. Makin bertambahnya permintaan akan ruang
di WPU akan semakin meningkat dari waktu ke waktu
dengan akibat terjadinya spatial transformation dalam ber-
bagai dimensinya dan hal ini telah dikemukakan pada bagian
sebelumnya. Namun demikian gejala ini masih menyisakan
suatu pertanyaan mendasar yang perlu dibahas tersendiri,
yaitu bagaimana prospek spasial WPU kemudian?

6.2 Keberadaan Ruang Terbuka Hijau di WPU

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai dampak
yang muncul akibat dari adanya transformasi spasial di
WPU, ada dua hal yang memerlukan pembahasan khusus
terkait dengan prospek spasialnya, yaitu (1) terkait dengan
masalah keberadaan ruang terbuka hijau dan (2) terkait
dengan masalah konflik pemanfaatan lahan. Dua hal ini
sangat terkait dengan prospek Wilayah Peri Urban (WPU)
yang juga sebagai Wilayah Pra Urban (WPU) pada saat ini
dan kemudian akan menjadi wilayah urban pada masa yang
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akan datang. Baik dan buruk kondisi urban atau kota masa
depan sangat tergantung dari kondisi WPU masa kini. Atas
dasar tersebut dua macam permasalahan di atas merupakan
prioritas untuk dicari pemecahannya agar kondisi kehidup-
an kota pada masa yang akan datang lebih baik atau dengan
kata lain mampu menciptakan kondisi kondusif untuk

mengantarkan menuju pada kota yang berkelanjutan (sus-
tainable city).

6.2.1 Makna Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengertian ruang terbuka hijau ternyata mempunyai
makna yang bermacam-macam. Ruang terbuka hijau mem-
punyai arti yang lebih sempit dibandingkan dengan istilah
ruang terbuka semata, karena pemakaian istilah hijau sudah
mengacu pada fungsi tertentu. Istilah ruang terbuka mem-
punyai dua interpretasi, yaitu ruang terbuka yang di atasnya
memang sudah ada sentuhan campur tangan manusia dan
ruang terbuka yang di atasnya belum terdapat campur
tangan manusia. Istilah yang dikenal untuk ruang terbuka
pertama adalah man-made open space dan ruang terbuka kedua
adalah natural open space. Beberapa contoh man-made open
space antara lain kebun (gardens), padang galf (golf courses),
lahan pertanian (agricultural lands) dan beberapa contoh me-
ngenai natural open space antara lain lahan hutan alami (natu-
ral forest land), gumuk pasir (sand dunes), padang rumput
(grass land) (Williams, 1969; Bryant et.al. 1982).

Setiap negara mempunyai istilah khusus dan pada
umumnya berbeda satu sama lain. Kata atau istilah hijau
yang melekat pada kata ruang terbuka mempunyai konotasi
pada adanya vegetasi di dalamnya yang berbeda dengan
ruang terbuka yang di atas permukaannya ditutup oleh
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bahan pengeras tertentu seperti beton atau aspal. Hal ini
menjadi bermakna lebih pada wilayah yang didominasi oleh
ruang yang tertutup oleh bangunan dan dalam hal ini yang
dimaksudkan adalah wilayah perkotaan. Untuk wilayah
perdesaan penambahan kata hijau kurang begitu bermakna
secara impresif karena memang sebagian besar kalau tidak
nyaris semuanya merupakan ruang terbuka. Penambahan
kata hijau ini bukan tanpa makna, namun mempunyai
tujuan tertentu terkait dengan fungsi yang ditimbulkannya
terkait dengan kualitas lingkungan dan pembangunan,
khususnya dengan fungsi klimatologis, hidrologis, pedo-
logis, permukiman, pendidikan, kesehatan dan pengem-
bangan kota.

Di Amerika Serikat, istilah yang digunakan untuk hal
yang sama adalah open space tanpa ada tambahan kata green,
karena makna yang terkandung memang lebih luas, istilah
mana dapat berarti ruang terbuka yang tertutup vegetasi
atau ruang terbuka yang tidak tertutup vegetasi. Batasan
mengenai open space di Amerika Serikat tertuang di dalam
Housing Act 1961 (75 Stat. 149, Title VII, Section 706) yang
aslinya tertulis sebagai berikut:

Open space is any undeveloped land in an urban area which has
value for (a) park and recreation purpose, (b) conservation of land
and other natural resources, or (c) historic or scenic purposes.

Definisi di atas menyiratkan adanya batasan pengertian
ruang terbuka yang ada di dalam kota atau di dalam wilayah
administrasi kota. Yang menjadi tekanan adalah bahwasa-
nyadi atas lahan tersebut belum dibangun gedung-gedung
atau fasilitas fisikal kekotaan lain. Lahan mana masih dapat
dikembangkan untuk peruntukan tertentu apakah saat ini
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merupakan ruang yang tertutup vegetasi ataupun tidak,
namun ditekankan bahwa lahan terbuka mana dapat diarah-
kan untuk pembuatan taman maupun ruang untuk rekreasi,
ruang konservasi lahan dan sumber daya alam tertentu,
ruang bernilai sejarah atau bernilai estetika alami tertentu.

Di Prancis digunakan istilah les espaces naturels yang
berarti sama dengan natural spaces atau ruang alami. Penger-
tian ini mengandung makna bahwa di atasnya memang
belum terdapat campur tangan manusia, sehingga dapat
dimanfaatkan oleh manusia untuk tujuan atau fungsi ter-
tentu (Latarjet, 1972).

6.2.1.1 Fungsi Ruang Terbuka

Dalam memaknai fungsi ruang terbuka di wilayah per-
kotaan maupun di WPU ternyata masing-masing negara
mempunyai cara yang berbeda-beda. Hal ini sangat terkait
dengan kepentingan yang akan dituju oleh masing-masing
negara. Beberapa contoh klasifikasi fungsi akan disajikan
dalam paragraf ini.

(a) Klasifikasi Clawson (1969)

Sarjana ini mengemukakan 5 macam klas fungsi ruang
terbuka yaitu:

1. Ruang terbuka yang berfungsi sebagai media pem-
beri udara dan penerangan (provision of air and light
to buildings) bagi gedung-gedung

Dalam hal ini ada dua hal penting yang menjadi pe-
nekanan dari keberadaan ruang terbuka yaitu pertama ber-
kaitan dengan keberadaan udara bersih dan kedua berkaitan
dengan banyaknya penyinaran yang dapat diterima oleh
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gedung-gedung baik bangunan permukiman maupun non-
permukiman. Keberadaan udara yang bersih selalu menjadi
dambaan penduduk sehingga keberadaan ruang terbuka
di lingkungan konsentrasi tempat tinggal menjadi sedemi-
kian penting karena fungsi pemasok O2 maupun penyerap
CO2 akan berjalan dengan baik sehingga udara bersih dan
segar dapat dinikmati oleh penduduk. Hal ini mempunyai
imbnas sanigat positif terhadap kualitas kesehatan pen-
duduknya. Fungsi kedua mempunyai makna bahwa keber-
adaan ruang terbuka tidak akan menghalangi penyinaran
baik dari sumber penerangan arifisial (listrik) maupun dari
sumber penerangan alami/natural (matahari atau bulan).
Ruang terbuka yang tidak banyak pohon yang tinggi di
sekitar bangunan akan memberi keleluasaan penyinaran.
Dinegara yang terletak di lintang sedang dan tinggi fungsi
penyinaran, khususnya penyinaran matahari menjadi se-
demikian penting, khususnya pada musim dingin, karena
sangat berpengaruh terhadap kehangatan suhu di sekitar
rumah tinggal. Pada daerah permukiman di mana penyinar-
an matahari terhalang oleh gedung tinggi, maka keberadaan
salju yang mengendap di atas permukaan tanah akan ber-
tahan jauh lebih lama dibandingkan dengan ruang yang
selalu mendapat sinar matahari pada musim dingin dan
akibatnya suhu di sekitar tempat tinggal yang selalu ter-
tutup salju selalu bertahan rendah.

2. Ruang terbuka yang berfungsi sebagai pengurang
kesan kepadatan yang tinggi (fo relieve a sense of
crowding)

Ada dua makna yang terkandung di dalam fungsi ini,
yaitu makna sebenarnya maupun makna semu. Makna se-
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benarnya memang terlihat secara nyata di mana keberadaan
ruang terbuka akan memberi bobot dominator yang lebih
banyak/lebih luas/lebih besar/lebih tinggi sehingga keber-
adaannya memang sangat menentukan kepadatan bangun-
an yang pada umumnya tinggi di daerah perkotaan. Makna
kedua adalah makna semu di mana keberadaan ruang ter-
buka yang ditata sedemikian rupa memberi kesan tidak
padat, walaupun sebenarnya di daerah yang bersangkutan
memang sudah padat bangunan permukiman dan non-per-
mukimannya. Sebagai contoh pembuatan ruang terbuka di
sepanjang jalan dengan kerapatan undergrowth yang tinggi
akan memberikan kesan luasnya ruang terbuka padahal
lebarnya hanya beberapa meter saja dari badan jalan. Kon-
disi ini dapat ditemukan antara lain di beberapa bagian
Nederlands. Bagi pengendara mobil yang melalui jalur
seperti ini terkesan bahwa wilayah yang dilalui terdiri dari
hutan yang sangat luas karena berkilometer belum me-
nemukan kota padahal di balik jalur hijau sepanjang jalan
tersebut penuh dengan bangunan yang tidak terlihat dari
jalan raya. Di samping berfungsi sebagai filter polusi udara
ke permukiman, fungsi pemberi kesan tidak padat sangat
mencolok peranannya. Hal ini seharusnya menjadi bahan
pelajaran yang menarik bagi pembuat dan penentu kebijak-
an tata ruang di daerah perkotaan maupun di WPU yang
pada gilirannya nanti akan menjadi daerah perkotaan pula.

3. Ruangterbukayang berfungsi sebagai media rekreasi
(recreation functions)

Rekreasi dalam berbagai bentuknya merupakan ke-
butuhan manusia yang semakin penting dibutuhkan ada-
nya. Rekreasi bermaksud untuk menciptakan semangat
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baru dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup,
memberi hiburan, menjalin keharmonisan hubungan antar-
personal baik di dalam keluarga maupun bukan, dan men-
jaga kesehatan. Oleh karena begitu luasnya dampak positif
ruang terbuka dari matra ini yang dapat dirasakan oleh
masyarakat, maka bagi masyarakat yang selalu dihadapkan
pada permasalahan rutin yang monoton, keberadaan ruang
terbuka menjadi mengemuka sedemikian penting. Di dalam
ruang terbuka, penduduk dapat bermain sekaligus olahraga
bersama anggota keluarga dan teman, dapat menikmati ke-
indahan warna warni bunga, keindahan dedaunan tertentu
maupun merdunya kicauan burung. Kondisi seperti inilah
yang dianggap mampu memberi dampak positif terhadap
kebugaran jasmani maupun rohani penduduk sehingga di-
harapkan mampu menciptakan produktivitas kerja yang
meningkat dan akan berimbas pada meningkatnya kesejah-
teraan penduduk dalam jangka panjang.

4. Ruang terbuka yang berfungsi ekologis (ecological
functions)

Fungsi ekologis yang dimaksud adalah terkait dengan
kondisi lingkungan alamiah, seperti fungsi klimatologis,
hidrologis, dan biologis. Dari segi klimatologis keberadaan
ruang terbuka yang terisi oleh tumbuhan yang banyak dan
luas arealnya jelas akan mempunyai dampak yang sangat
penting terhadap kondisi iklim mikro. Beberapa penelitian
menunjukkan bahwa keberadaan hutan kota, sebagai
contoh, akan mampu memengaruhi suhu di dalam areal
hutan maupun di sekitarnya. Rata-rata suhu di dalam kota
akan menjadi lebih sejuk dibandingkan apabila di sana tidak
terdapat areal hutan kota yang memadai. Dalam kaitannya
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dengan hal ini suatu ketakutan terhadap munculnya heat
island/pulau bahang/pulau panas dapat dihambat. Terciptanya
pulaubahang adalah suatu keniscayaan, karena bagaimana-
punjuga pengaruh dari banyaknya bangunan dan pengeras-
an permukaan tanah sangat berpengaruh terhadap lebih
tingginya suhu di dalam kota dibandingkan dengan rerata
suhu di daerah peri urban yang kebanyakan masih didomi-
nasi oleh ruang terbuka hijau dengan tanaman yang banyak,
serta banyaknya air di areal lahan pertanian yang cukup
luas. Usaha untuk memperkecil perbedaan rerata suhu dari
WPU dan daerah perkotaan dapat dilaksanakan antara lain
dengan cara memperluas ruang terbuka yang terisi oleh
tanaman yang banyak dan rapat serta areal yang cukup luas.

Banyak sedikitnya uap air di udara sangat berpengaruh
terhadap tinggi rendahnya suhu udara di sekitarnya, karena
keberadaannya berperanan sebagai pengatur suhu udara.
Hal ini sangat terkait dengan kemampuannya menyerap
energi radiasi matahari bergelombang pendek maupun ber-
gelombang panjang. Makin banyak dan rapatnya vegetasi
penutup lahan akan makin tinggi internsitas evapotranspi-
rasinya dan akan berimbas pada kadar kelembaban udara
sekitar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hutan kota
yang memadai dapat menurunkan suhu sebesar 3,46% pada
siang hari dan menaikkan kelembaban sebesar 0,81% pada
siang hari.

Kualitas udara di sekitar ruang terbuka hijau juga akan
banyak terpengaruh oleh keberadaannya. Hal ini terkait
dengan kemampuan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru
kota dengan menyerap CO2 dalam proses fotosintesis dan
mengeluarkan O2 yang sangat diperlukan oleh manusia
untuk pernafasan. Oleh karena udara sekitar lebih bersih
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dibandingkan dengan bagian kota vang tidak terdapat
ruang terbuka hijaunya, maka pada bagian ini akan mem-
berikan kenyamanan yang jauh lebih tinggi bagi manusia
untuk menghirup udaranya. Hal ini sangat besar pengaruh-
nya terhadap kualitas kesehatan penduduk kota. Dengan
demikian di samping udaranya menjadi lebih sejuk juga
menjadi lebih bersih dan hal ini akan selalu menjadi damba-
an bagi penduduk kota. !

Fungsi hidrologis juga berperanan cukup besar ter-
hadap lingkungan, khususnya terhadap fungsi resapan air
yang akan berpengaruh terhadap banyaknya air permukaan
maupun air tanah. Fungsi resapan berfungsi untuk mengu-
rangi air permukaan dan dapat mengurangi lamanya peng-
genangan. Dalam beberapa hal bahaya banjir di kota dapat
dikurangi oleh karena keberadaan hutan kota atau ruang
terbuka hijau kota. Makin banyaknya air permukaan yang
meresap ke dalam tanah makin banyak pula ketersediaan
air tanahnya dan hal ini jelas akan berimbas secara positif
terhadap keberlangsungan keberadaan air sumur yang di-
manfaatkan oleh warga untuk mencukupi kebutuhan air
bersihnya.

Fungsi biologis yang selalu menjadi perhatian adalah
terhadap keanekaragaman hayati. Banyaknya jenis tumbuh-
an dan binatang, khususnya burung yang hidup di dalam
hutan kota akan menjadi aset biologis yang tidak ternilai
harganya. Upaya melestarikan jenis tanaman langka dapat
dimanfaatkan untuk keperluan belajar dan mengajar. Demi-
kian pula satwa-satwa tertentu yang tidak berbahaya seperti
burung-burung dan binatang kecil lainnya seperti tupai juga
dapat dimanfaatkan untuk keperluan mengajar dan belajar
serta media rekreasi.
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5. Ruang terbuka yang berfungsi sebagai media pem-
bentuk tampilan fisik kota (city-forming functions)

Keberadaan ruang terbuka sebenarnya identik dengan
cadangan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai
keperluan pembangunan oleh pemerintah kota. Makin
banyak atau makin luas ketersediaan lahan yang dapat di-
manfaatkan untuk ruang terbuka di dalam kota makin
leluasa kemungkinan pemerintah mengalokasikannya
untuk berbagai peruntukan. Dengan istilah lain keberadaan
ruang terbuka juga berfungsi sebagai bank lahan. Namun
demikian, perlu diingat bahwa keberadaan ruang terbuka
ada batas minimalnya, dalam pengertian bahwa lahan ter-
buka tidak boleh dihabiskan sama sekali untuk kepentingan
lain. Keberadaan ruang terbuka sebagai bank lahan sangat
dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang terkait dengan
fungsi ekologis.

Beberapa pendapat dapat digunakan sebagai acuan
untuk memutuskan seberapa ambang luas ruang terbuka
hijau yang dapat dibuat dalam kondisi lingkungan masing-
masing kota. Kondisi ideal hanya dapat diciptakan pada
areal pengembangan baru di mana belum banyak atau
bahkan belum ada sama sekali bangunan yang dibangun,
sehingga keberadaan ruang terbuka hijau dapat ditentukan
baik lokasi maupun luasannya. Bagi daerah yang telah ber-
kembang hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan
mudah. Oleh karena itu berikut ini akan dikemukakan bebe-
rapa pendapat yang berkaitan dengan kondisi ideal; menge-
nai luasan ruang terbuka hijau, adapun mengenai lokasinya
sangat bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan lokal.

Menurut Simond, 1961 (dalam Suryanti, 1996) standard
ruang terbuka hijau yang harus ada di daerah permukiman
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dengan penduduk berjumlah 4.320 atau 1.200 keluarga
adalah 12.000 m2. Eckbo, 1964 (dalam Suryanti, 1996) me-
nyatakan bahwa untuk jumlah penduduk yang jumlahnya
antara 100 sampai dengan 300 orang membutuhkan kurang
lebih 4.000 m2. Laurie, 1975 (dalam Suryanti, 1996) menge-
mukakan bahwa setiap 800 penduduk membutuhkan
kurang lebih 4.000 m2. Bianpoen (dalam Survanti, 1996) setiap
penduduk kota secara ideal memerlukan ruang terbuka 15
m2 namun hal ini dapat ditekan sampai 7m2 dan minimal
3m2.

Sementara itu menurut pemerintah Indonesia yang
dirumuskan pada tahun 1979 melalui Ditjen Cipta Karya,
bahwa untuk lingkungan RT dengan penduduk rerata 250
orang membutuhkan ruang terbuka sekitar 250m2 atau 1 m2
perorang. Untuk lingkungan yang lebih besar ternyata ke-
tentuannya menjadi semakin sempit, karena beberapa
kebutuhan ruang terbuka sebagian telah dipenuhi dalam
tingkat yang lebih kecil. Dalam lingkungan RW dengan
reratajumlah penduduk 2.500 membutuhkan ruang terbuka
seluas 1.500 m2 dengan rerata per orang hanya 0,5 m2.
Untuk tingkatan Desa / Kelurahan dengan penduduk kurang
lebih 30.000 orang membutuhkan 9.000 m2 ruang terbuka
dengan rerata 0,3 m2 per orang. Secara ideal masing-masing
RT,RW, Kelurahan, Kecamatan memang harus mempunyai
ruang terbuka tersebut, namun pada kenyataannya hal ter-
sebut sangat sulit untuk dapat dipenuhi. Untuk WPU yang
tidak lain merupakan tempat tinggal penduduk kota masa
depan, maka upaya untuk menentukan lokasi ruang terbuka
seyogianya dilaksanakan sedini mungkin senyampang ke-
tersediaan ruang terbuka masih cukup luas, kepadatan pen-
duduk belum tinggi, dan jumlah penduduk belum banyak.
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Mengingat betapa pentingnya ruang terbuka tersebut bagi
upaya menciptakan sustainable city maka upaya merencana-
kanlokasi dan luasan ruang terbuka bagi kepentingan masa
depan merupakan suatu keharusan.

(b) Klasifikasi William (12969)

Sarjana ini mengemukakan bahwa ruang terbuka
mempunyai 6 fungsi, yaitu:

1. Ruang terbukaberfungsi sebagai sesumber produksi
(resource production)

Semua bentuk sesumber yang berkaitan dengan upaya
manusia untuk memanfaatkannya termasuk ke dalam kate-
gori ini. Sumber daya kehutananr, pertanian, penambangan
mineral dan cadangan air merupak«n beberapa contoh yang
mempunyai fungsi yang pertama ini. Dengan demikian
untuk WPU di Indonesia, eksistensi lahan pertanian yang
tetap dipertahankan oleh petani di WPU merupakan aset
yang sangat bernilai terkait dengar: kebutuhan ruang ter-
buka tersebut. Walaupun upaya ur.tuk mempertahankan-
nya sangat sulit, namun hal ini bukannya tidak mungkin
untuk dilaksanakan demi kepentingan generasi mendatang.
Apabila petani merasakan untung yang besar/mempunyai
penghasilan yang besar dalam mengelola lahan pertanian-
nya, maka upaya untuk mempertahankan keberadaan lahan
pertanian akan dapat dilaksanakan, namun selama hal ini
tidak pernah terjadi, maka selama it1: pula hal tersebut akan
sangat sulit dicapai. Demikian pula halnya dengan bentuk-
bentuk pemanfaatan lahan terbuka lainnya, kecuali bentuk
pemanfataan lahan tersebut sudah dimiliki/dikuasai oleh
pemerintah.
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22. Ruang terbuka berfungsi untuk preservasi sumber
daya alam dan manusia (preservation of natural and
human/cultural resources)

Ruang terbuka yang mempunyai fungsi pertama untuk
|preservasi sumber daya alam antara lain untuk melindungi
~ ssitus tertentu yang (a) secara biologis merupakan habitat
rsatwa atau jenis tumbuhan tertentu yang hampir punah,
1atau sangat istimewa dalam hal tertentu; (b) secara geologis

merupakan monumen abadi yang mempunyai nilai ilmu
‘pengetahuan yang sangat tinggi; (c) secara hidrologis
merupakan recharge area yang apabila hilang akan meng-
akibatkan berkurangnya cadangan air tanah dan dapat
memperparah terjadinya genangan air/banjir; (d) secara
estetis merupakan areal yang mempunyai pemandangan
alami yang sangat istimewa dan lainnya yang sejenis. Fungsi
kedua untuk preservasi sumber daya budayawi antara lain
untuk melindungi situs yang (a) mempunyai nilai sejarah
yang tidak ternilai harganya, misalnya areal yang di dalam-
nya ditemukan kompleks percandian; (b) merupakan areal
yang merupakan tempat permukiman pra-sejarah; (c)
merupakan areal yang terdapat bangunan yang mempunyai
nilai arsitektural yang sangat istimewa; (d) merupakan areal
yang terdapat bangunan yang mempunyai nilai historis ke-
hidupan bangsa seperti bangunan yang rusak akibat bom
(Hiroshima); sisa-sisa perbentengan; sisa-sisa kerajaan; sisa-sisa
bangunan akibat gempa yang dahsyat dan lain sebagainya.
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(3) Ruang terbuka berfungsi sebagai penunjang kesehat-
an, rekreasi, pendidikan dan pembentuk kenampak-

an morfologi kota (functions for health, recreation,
education and urban design)

Fungsi kesehatan antara lain untuk bermanfaatan se-
bagai lokasi olahraga, fungsi rekreasi memberikan areal
untuk berkemah, bermain bersama anggota keluarga, fungsi
untuk pendidikan memberikan sarana untuk belajar bagi
siapa saja mengenai satwa atau jenis tumbuhan tertentu.
Sementara itu fungsi untuk urban design berkaitan dengan
visi morfologis kota masa depan yang diinginkan. Eksistensi
ruang terbuka memberikan kemudahan bagi pemerintah
kota untuk mendesain kinerja morfologisnya dan hal ini
menjadi sangat penting dilaksanakan di WPU karena baik
buruk kinerja kota pada masa yang akan datang antara lain
ditentukan oleh kondisi WPU masa kini.

(4) Ruang Terbuka berfungsi sebagai Proteksi Keamanan

Publik (functions for public safety)

Hal yang termasuk dalam kategori ini antara lain fungsi
perlindungan penduduk terhadap bencana alam (natural
hazard) seperti bahaya banjir, tanah longsor, kebakaran dan
bahaya-bahaya lain yang diperkirakan dapat mengancam
jiwa manusia maupun harta benda. Di samping itu keber-
adaan ruang terbuka yang berada lurus dengan jalur pacu
kapal terbang (run way) merupakan suatu hal yang harus
dipikirkan, karena saat kritis pesawat terbang antara lain
terletak pada saat akan mendarat (landing) maupun terbang
(take-off) dan hal ini merupakan jenis bahaya yang dapat
mengancam keamanan publik terkait dengan anthropogenic
hazard antara lain. Pada bagian tersebut sampai panjang dan
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Uluas tertentu mestinya tidak boleh digunakan untuk tempat
ttinggal penduduk maupun kedudukan bangunan untuk
¢segala kegiatan penduduk.

1(5) Ruangterbukaberfungsi sebagai koridor (open space
for corridors)

Menurut sarjana ini, keberadaan ruang terbuka sebagai

! koridor dianggap sangat penting karena mempunyai man-
- faat yang sangat khas terkait dengan jalur transportasi. Di
: sepanjang jalur transportasi tertentu, walaupun tidak
semuanya atau pada bagian-bagian tertentu sebaiknya tidak
boleh dimanfaatkan untuk permukiman atau bangunan
lainnya, karena mempunyai fungsi sebagai penyaring (fil-
ter) udara (paru-paru kota), sekaligus sebagai proteksi ter-
hadap keselamatan manusia, dan lokasi utilitas umum yang
menunjang kenyamanan pengendara. Hal ini dapat dilihat
di sepanjang jalur jalan tol yang selalu dilewati kendaraan
yang banyak jumlahnya dan selalu melaju sangat cepat.
Berdasarkan pertimbangan ekologis, memang secara ideal,
di semua jalur jalan seharusnya selalu disertai oleh keber-
adaanruang terbuka yang di dalamnya terdapat tumbuhan.

Alasan mengenai hal ini sudah dikemukakan pada bagian
terdahulu.

(6) Ruangterbuka berfungsi sebagai cadangan perluasan
kota (fuctions for urban expansion)

Hal ini merupakan suatu hal yang secara khusus terkait
dengan WPU. Fungsi ruang terbuka yang keenam ini ber-
kaitan erat dengan fungsi ketiga yaitu urban design function.
Fungsi ketiga lebih menekankan pada visi struktur inter-
nalkota, yaitu suatu gambaran ideal mengenai struktur pe-
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manfaatan lahan dan peruntukannya di bagian dalam kota
seperti fagmented (terpecah-pecah) atau compact (kompak),
sedangkan fungsi keenam ini terkait dengan upaya meng-
antisipasi kebutuhan lahan pada masa yang akan datang.
Seperti telah diketahui bahwa penduduk kota selalu ber-
tambah dan kegiatan kota selalu mengalami peningkatan
baik volume maupun frekuensinya dan gejala ini akan selalu
diikuti oleh meningkatnya kebutuhan akan lahan terbuka
untuk permukiman maupun lokasi bangunan penampung
kegiatan. Sementara itu lahan terbuka di bagian dalam kota
semakin berkurang, bahkan mungkin sudah habis sehingga
ruang terbuka di bagian luar lahan terbangun yaitu di WPU
sangat dibutuhkan untuk menampung segala jenis pening-
katan kebutuhan akan lahan tersebut. Ketiadaan cadangan
lahan terbuka di WPU bagi maksud tersebut dapat me-
nyulitkan pemerintah lokal untuk melaksanakan konsep
tata ruangnya. Di sinilah letak pentingnya sistem bank lahan
(land banking system) berada, khususnya dalam menganti-
sipasi perkembangan kota masa depan (Yunus, 2005).

(c) Klasifikasi Latarjet (1972)

Sarjana yang berasal dari negara Prancis ini, menge-
mukakan bentuk klasifikasi yang spesifik, yaitu menginte-
grasikan antara kategori klasifikasi fungsi dan spesifikasi
sasaran yang akan dicapai. Klasifikasi yang dikemukakan
nampak lebih sederhana, karena di dalamnya hanya ada
tiga bentuk klasifikasi fungsi ruang terbuka saja, namun
mempunyai kedalaman makna yang berarti dan mudah di-
ingat dan dipahami.
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(11) Ruang terbuka berfungsi sebagai iempat rekreasi
(recreational functions)

Ruang terbuka yang berfungsi sebagai tempat di mana
peenduduk kota dapat memperoleh suatu bentuk santapan
inmaterial kejiwaan maupun material dalam wujud kese-
naangan, kebahagiaan, kepuasaan dan kesehatan jiwa dan
Taaga karena :melakukan kegiatan tertentu di dalam ruang
teerbuka yangada. Setelah melakukan kegiatan tertentu di
nwuang terbuka ini, penduduk diharapkan mampu memper-
obleh semangat baru, kesehatan yang lebih baik untuk me-
. Iz==ksanakan tugasnya sehari-hari sehingga mampu menaik-
l kian produktivitas kerjanya. Peningkatan produktivitas kerja
:‘ diiharapkan akan diikuti oleh makin baiknya kesejahteraan

haidupnya dan secara kumulatif, seluruh penduduk kota
. aikan meningkat kesejahteraannya.

Ada empat sasaran disediakannya ruang terbuka bag:
krepentingan kota, yaitu:

. l3) pengembangan kompleks olahraga (development of
‘ sport complexes). di kebanyakan kota-kota hal ini
banyak diabaikan, sehingga kegiatan olahraga hanya
terbatas pada ruang tertutup. Tidak semua orang me-
nyukai indoor sports sehingga keberadaan ruang ter-
buka sangat diperlukan. Di samping biayanya sangat
murah, dapat melibatkan banyak orang, lapisan masya-
rakat yang beraneka ragam dalam satu wadah kegiatan
yang sama, sehingga mampu menjalin kohesivitas
sosial warga dan diharapkan mampu meningkatkan
kesadaran warga akan rasa memiliki (sense of belonging),
rasa menjaga dan memelihara dalam artian menghin-
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{c)

(d)
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darkan dari kerusakan (sense of preserving) dan rasa
menjaga kelestariannya (sense of conserving).

pengembangan kompleks rekreasi (development of
recreational complexes): sasaran yang kedua ini mem-
punyai arti lebih khusus, walaupun dalam beberapa
hal telah secara implisit masuk ke dalam sasaran yang
pertama. Artian khusus rekreasi antara lain pengem-
bangan arena bermain anak, lokasi kebun binatang,
lokasi kebun raya dengan segala macam aneka flora,
lokasi untuk memancing, lokasi untuk menga<akan
perkemahan dan lain sejenisnya.

pengembangan kegiatan “hiking” dan kegiatan
khusus yang memerlukan areal jelajah luas (encour-
agement of ‘hiking’ and other diffuse recreational ac-
tivities): sasaran yang ketiga menekankan pada upaya
menggiatkan cabang olahraga khusus yang mem-
butuhkan areal jelajah luas, seperti hiking, sepedn
gunung, rafting, para gliding dan lain-lain sejenisnya.
Ruang terbuka yang memfasilitasi olahraga jenis ini
memang mempunyai kekhasan yang berbeda dengan
ruang terbuka lainnya walaupun di dalamnya me-
nampung kegiatan olahraga juga.

memfasilitasi warga untuk dapat menikmati pe-
mandangan alam ataupun objek-objek alami lainnya
(permit urbanites access to landscapes and natural re-
source areas): lokasi tertentu yang mempunyai pe-
mandangan alam yang indah pada umumnya hanya
dapat dinikmati dari titik-titik ketinggian tertentu se-
hingga penduduk mampu memadang suatu bentang



lahan yang luas tanpa terhalang sesuatu. Kenampakan
ngarai yang luas dengan tebing yang curam (contoh:
Ngarai Sianok di Sumatera Barat), hamparan lembah
yang terbentang luas (contoh: bentangan Kaldera di
Kompleks Gunung Bromo, Danau Toba di Sumatera
Utara) lembah-lembah sungai yang terjal (contoh:
Grand Canyon of Colorado di Arizona), air terjun yang
indah (contoh: Niagara Falls di Ohio, Grojogan Sewu
di Tawangmangu, Karanganyar) dan lain-lain sejenis-
nya.

(2) Ruang terbuka berfungsi ekologis (ecological func-
tions)

Masing-masing negara mempunyai spesifikasi yang
berbeda-beda dalam menekankan sasaran yang dituju. Hal
ini terkait dengan variasi kondisi lingkungan dan permasa-
lahan lingkungan yang dihadapi masing-masing negara.
Berdasarkan hal inilah penentuan sasaran yang dikehendaki
akan dirumuskan sesuai dengan prioritas tindakan peme-
cahan ataupun pengembangan dalam rangka mengatasi
permasalahan lingkungan atau mempertahankan kese-
imbangan ekologis yang sudah tercapai. Menurut Latarjet
(1972), sasaran yang akan dicapai dalam kerangka fungsi
ekologis ruang terbuka adalah:

(a) mengelola sumber daya alam dan mempertahankan
keseimbangan alami (management of natural re-
sources and maintenance of natural equilibrium):
sumber daya alam yang ada selalu tercipta sedemikian
rupa dalam ekosistem yang seimbang dan oleh karena
ulah manusia yang tidak memperhatikan keimbangan
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(b)
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ekologis tersebut mengakibatkan gangguan terhadap
keseimbangan alami yvang sudah ada. Dalam rangka
mempertahankan sumber daya alam yang ada, manu-
sia dituntut untuk bertindak arif agar keberadaan
sumber daya yang terbarukan maupun yang tidak ter-
barukan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan
manusia baik untuk generasi yang sekarang maupun
generasi yang akan datang. Pengelolaan sumber daya
alam yang mematuhi kaidah-kaidah konservasi dan
preservasi harus dijadikan panduan agar pemanfaatan
sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal
tanpa mengakibatkan kerusakan salah satu komponen
ekosistem yang ada.

mengelola lahan hutan dan situs-situs istimewa
(management of woodlands and outstanding sites): ke-
beradaan lahan yang ditumbubhi oleh pepohonan atau
tanaman keras yang banyak baik yang tumbuh secara
alami maupun yang ditanam oleh manusia dalam areal
yang cukup luas perlu dikelola dengan arif agar keber-
adaannya dapat memberikan imbas positif terhadap
lingkungan. Sementara itu situs-situs “istimewa” atau
yang dianggap “istimewa” memang méemerlukan per-
hatian khusus pula berkenaan dengan keberadaannya.
Sebagai contoh mengenai keberadaan hutan yang ter-
letak di sekitar danau tertentu yang mempunyai arti
sangat istimewa karena merupakan habitat jenis ikan
langka sangat memerlukan perhatian yang istimewa
pula. Keberadan lahan hutan di sekitarnya perlu dijaga
kelestariannya agar kualitas air danau dapat diper-
tahankan sedemikian rupa sesuai dengan prasyarat




fcx)

hidup ikan tersebut. Demikian pula mengenai perubah-
an pemanfaatan lahan di kawasan sekitar danau dan
pola pemanfaatan lahan di sekitar sungai-sungai yang
mengalir ke danau harus selalu diawasi sehingga di
satu sisi keberadaan lahan hutan dan hutannya selalu
terjaga dengan baik dan di sisi lain pemanfaatan lahan
tidak menimbulkan erosi dan material erosinya tidak
terbawa masuk ke danau sehingga kondisi danau dapat
dipertahankan kuantitas dan kualitas airnya. Dengan
demikian sasaran ke dua dari fungsi ekologis ruang
terbuka dapat dicapai.

memberikan peluang memanfaatkan WPU untuk
usaha pertanian (permit agricultural production in peri
urban zones): keberadaan wilayah peri urban di negara
maju sangat berbeda dengan apa yang ada di negara
berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia saja, ke-
beradaan WPU masih sangat bervariasi khususnya
antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Oleh karena sasaran
ketiga ini merupakan pendapat Latarjet (1972) untuk
negaranya (Prancis), maka hal ini perlu dikemukakan
agar menjadi bahan perbandingan dengan apa yang
sebaiknya dikerjakan di Indonesia. Sebagian besar pen-
duduk negara maju telah terkonsentrasi di kota-kota
karena sebagian besar dari mereka memang bekerja di
sektor bukan pertanian, sehingga lahan yang berada
diWPU tidak sepenuhnya termanfaatkan sebagai lahan
pertanian yang intensif. Hal ini sangat berbeda dengan
apa yang terdapat di Pulau Jawa, misalnya, bahwa
hampir setiap jengkal lahan di WPU telah dimanfaat-
Kan untuk kepentingan pertanian, sehingga sasaran
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yang ketiga ini kurang pas untuk diadopsi di Pulau
Jawa, namun harus diganti dengan rumusan lain yang
lebih pas, tidak lagi memberikan peluang usaha per-
tanian karena memang sudah termanfaatkan namun
justru harus mempertahankannya sehingga keberada-
annya tidak cepat hilang. Hal ini akan lain dengan apa
yang terdapat di luar Pulau Jawa.

(3) Ruangterbuka berfungsi sebagai penentu organisasi
keruangan (spatial organisation functions)

Pengertian organisasi keruangan dalam hal ini terkait
dengan kemampuan yang diberikan oleh ruang terbuka
untuk kepentingan tata ruang masa depan. Bentuk spasial
seperti apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah
dan kota dalam bentuk visi spasialnya, sangat tergantung
pada keberadaan ruang terbuka yang ada di WPU. Makin
banyak ruang terbuka yang ada di WPU dan kemudian di-
kuasai oleh pemerintah, maka akan makin mudah dalam
mengalokasikannya untuk berbagai peruntukan dan se-
baliknya makin sedikit ruang terbuka yang ada makin sulit
untuk menciptakan organisasi keruangan yang diinginkan.
Hal ini terkait dengan berbagai kepentingan masyarakat dan
permasalahan ganti rugi yang harus disediakan oleh peme-
rintah untuk menguasai ruang terbuka yang diinginkan. Hal
inilah yang mendasari akan arti pentingnya peranan peme-
rintah dalam menguasai ruang terbuka di WPU dalam
bentuk bank lahan. Menurut Latarjet (1972) ada 5 sasaran
yang terkait dengan fungsi pembentuk organisasi spasial
ruang terbuka.
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(a) menghambat laju perluasan kenampakan kekotaar:
secara fisik sehingga nampak jelas perbedaan kota
dan desa (maintenance of discontinuous urban form
and sharpening of urban/rural landscape contrasts):
Gejala perluasan kota secara fisikal menjadi perhatian
besar di negara maju pada umumnya dan negara
Prancis pada khususnya. Pemerintah telah meyakini
adanya dampak negatif dari perkembangan fisikal
kekotaan yang tidak terkendali baik bagi kepentingan
kekotaan maupun kepentingan kedesaan. Walaupun
hal ini telah dikemukakan pada bagian terdahulu, ada
baiknya dikemukakan sekali lagi secara garis besar
untuk mengingatkannya. Dampak perkembangan
fisikal tidak terkendali kota terhadap kepentingan ke-
desaan yang pokok antara lain: hilangnya lahan pertanian
subur, produktif beririgasi teknis, menurunnya produksi per-
tanian, menurunnya produktivitas pertanian, menurunnya
kualitas lingkungan, meningkatnya polusi air, tanah dan
udara, meningkatnya luasan pengerasan permukaan tanah,
menyusutnya ruang terbuka, rusaknya saluran irigasi. Se-
mentara itu dampak perkembangan fisikal kekotaan
yang tidak terkendali terhadap kepentingan kekotaan
antara lain: kesemrawutan pola pemanfaatan lahan, meining-
katnya kesulitan aplikasi tata ruang, meningkatnya pem-
borosan energi dan materi, menurunnya kualitas lingkungan.
Perkembangan kenampakan fisikal kekotaan yang
tidak terkendali dapat dihambat bahkan dapat dihenti-
kan antara lain dengan ditetapkannya jalur tertentu di
sekitar kota sebagai jalur hijau.
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(b)
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untuk menambah cadangan lahan terbuka yang di-
miliki oleh pemerintah bagi peruntukan pemanfaatan
lahan yang telah direncanakan (creation of land re-
serves for future infrastructure, e.g. transportation):
Pemanfaatan lahan pada masa yang akan datang, baik
jangka pendek maupun panjang semestinya telah di-
rumuskan sedemikian rupa oleh pemerintah yang telah
dituangkan di dalam peta Rencana Tata Ruang, se-
hingga ketersediaan lahan yang mengakomodasikan
hal tersebut hendaknya juga telah tersedia untuk itu
dan telah dipersiapkan. Oleh karena kondisi WPU
sendiri sangat bervariasi adanya, maka upaya pen-
capaian sasaran ini juga akan membawa konsekuensi
yang berbeda pula bagi pemerintah daerah dan kota.
Bagi WPU yang kebanyakan terdiri dari ruang terbuka
yang belum dimanfaatkan .atau kebetulan masih di-
kuasai oleh negara, upaya pencapaian sasaran kedua
ini akan jauh lebih mudah kerimbang dengan kondisi
WPU yang telah dimanfaatkan secara intensif dan di-
miliki oleh petani yang sangat banyak. Oleh karena
WPU selalu menjadi sasaran pendatang baik perorang-
an maupun institusi untuk memanfaatkannya sebagai
tempat kedudukan permukiman maupun bangunan
yang mengakomodasikan kegiatannya, maka perkem-
bangan fisikal di WPU juga akan menjadi intensif.
Mengingat disparitas antara permintaan dan penawar-
an tentang lahan semakin lebar, maka kenaikan harga
lahan yang luar biasa tidak dapat dihindarkan di WPU.
Makin dekat dengan lahan kekotaan terbangun makin
tinggi rate of increase dari harga pasaran lahan. Kondisi
inilah yang akan menyulitkan pemerintah daerah dan



(c)

(d)

kota untuk menentucan dan memiliki cadangan lahan
terbuka untuk mengantisipasi perkembangan fisikal
kekotaan pada masa yang akan datang. Hal ini hanya
mungkin bagi pemerintah yang mempunyai kemam-
puan finansial mema dai unituk membeli lahan-lahan
di WPU yang semula dikuasai/dimiliki oleh petani.

untuk menambah cadangan lahan terbuka bagi infra-
struktur yang be!vm dirumuskan secara khusus (crea-
tion of land reserves for unspecified future infrasiric-
tures): Walaupun hal ini bukan merupakan suatu ke-
harusan, namun akan lebih baik dipikirkan sejauh
kondisi keuangan pemerintah dan lingkungan WPU
memungkinkan. Sasarz: ini didasari oleh asumsi
vahwa kota akan selalu berkembang sejalan dengan
pertambahan jumlah penduduk dan kegiatannya yang
selalu akan diikuti oleh peningkatan tuntutan akan
ruang terbuka untuk mengakomodasikannya. Bagi
lokasi-lokasi yang sebenarnya ideal untuk sesuatu per-
untukan dapat saja menjadi sangat sulit untuk me-
nguasainya karena komplikasi permasalahan yang
timbul, sehingga alternatif lokasi yang lain perlu ada
dan halini hanya dapat dilaksanakan apabila ada bank
lahan yang berbentuk ruang terbuka dan sebelumnya
belum jelas peruntukannya. Sampai ada determinasi
peruntukan, lahan yang dikuasai oleh pemerintah ter-
sebut dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.

meningkatkan frekuensi kontak antara kota dan desa
(increase contact-length between urban and rural areas): -
Dengan meningkatnya interaksi desa-kota dengan
sendirinya akan mempunyai dampak positif terhadap
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kemajuan wilayah itu sendiri dan khususnya kesejah-
teraan petani. Keberadaan ruang terbuka yang di-
manfaatkan sebagai lahan pertanian di sekitar kota
sangat memberi kemudahan bagi petani dalam hal pe-
masaran hasil baik bagi konsumsi lokal maupun regio-
nal. Kota sebagai simpul sarana transportasi regional
dengan alat transportasi yang murah dan dapat meng-
angkut dalam jumlah yang banyak akan sangat mem-
bantu petani untuk mengangkut produk pertanian, se-
hingga ongkos angkut produk persatuan berat/jumlah
dapat ditekan dan akhirnya keuntungan yang diper-
oleh petani menjadi lebih besar. Di sisi lain pengangkut-
an produk yang dihasilkan oleh industri manufaktur
di kota yang dibutuhkan oleh petani di daerah perdesa-
an juga tidak akan mengalami hambatan yang berarti.

(e) memperbanyak cadangan lahan (bank lahan) untuk
mengantisipasi ganti-lahan bagi petani yang lahan-
nya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan/
publik (development of land banks to facilitate ex-
change of land with owners whose initial land is needed
for other purposes): Dalam hal tertentu, beberapa petani
tidak akan menerima ganti rugi atau pembayaran ber-
wujud uang namun meminta ganti lahan dari lahannya
yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepen-
tingan publik, sehingga keberadaan lahan terbuka yang
dimiliki oleh pemerintah menjadi solusinya.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas tersirat
suatu hal yang memerlukan pemikiran serius yaitu menge-
nai pentingnya bank lahan yang dimiliki oleh pemerintah
daerah dan kota. Seperti telah dijelaskan pada bagian depan,

346



i

bahwa WPU merupakan suatu wilayah yang dapat menen-
tukan kondisi kekotaan masa datang. Baik buruknya kondisi
keruangan kota masa depan sangat tergantung pada baik
buruknya tata ruang yang saat ini ada di WPU. Tata ruang
WPU merupakan pencerminan kota masa depan dan keber-
adaan ruang terbuka merupakan salah satu determinannya.
Makin banyak lahan terbuka dalam penguasaan pemerintah
makin leluasa bagi pemerintah bertindak dan mengaplikasi-
kan konsep tata ruangnya. Mengenai baik buruk tata ruang
memang sangat tergantung dari master mind yang ada di
belakangnya. Beberapa klasifikasi ruang terbuka yang di-
kemukakan adalah beberapa contoh yang dianut oleh negara
tertentu, sehingga bagi negara lain yang mempunyai latar
belakang sosial, ekonomi, politik, budaya, kesejarahan yang
berbeda dapat menggunakan klasifikasi lain yang disesuai-
kan dengan kepentingannya.

6.2.1.2 Kriteria Potensi Ruang Terbuka di WPU

Untuk menilai apakah keberadaan ruang terbuka yang
ada pada sesuatu bagian WPU paling cocok untuk sesuatu
peruntukan memang memerlukan kajian yang mendalam,
khususnya terkait dengan analisis kesesuaian lahan dan
kapabilitas lahannya. Hal ini memang harus dilakukan apa-
bila penilaian potensi terkait dengan upaya untuk menge-
tahui kemampuan optimal produksi sebuah areal ruang ter-
buka. Sebagai contoh apabila sebuah areal terbuka di WPU
yang akan dimanfaatkan untuk usaha pertanian, maka bebe-
rapa komponen penentu usaha pertanian harus dilakukan
sehingga peneliti dapat menyimpulkan jenis tanaman ter-
tentu, bentuk usaha pertanian tertentu yang dianggap paling
menguntungkan dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan
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lingkungan. Wacana yang dibangun dalam paragraf ini
tidak diutamakan terkait dengan usaha produktif tersebut,
namun terkait dengan potensi untuk diarahkan pada keber-
adaan ruang terbuka yang mempunyai tiga macam fungsi
seperti dikemukakan oleh Latarjet (1972), yaitu fungsi re-
kreasi, fungsi ekologi dan fungsi organisasi keruangan. Ketiga
fungsi tersebut menjadi tekanan utama karena keberadaan
fungsi ruang terbuka tersebut terkait dengan peranannya
untuk kepentingan kehidupan kekotaan pada masa seka-
rang maupun masa yang akan datang.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilaksanakan di
beberapa kota besar di dunia, antara lain London, Berlin,
Moscow, Stockholm, dan Washington serta dilengkapi
dengan teknik yang telah dilaksanakan di kota Paris ditemu-
kan 8 kriteria morfologi ruang terbuka pokok untuk diper-
gunakan mengidentifikasi potensi ruang terbuka yang
bersangkutan (Latarjet, 1972; Bryant, ¢t.al., 1982). Delapan
kriteria tersebut adalah:

(1) bentuk area (the shape of the aren);

(2) ukuran ruang terbuka yang ada (the size of the open
space);

(3) kepadatan perkembangan daerah sekitar (adjacent
developiment density);

(4) derajad keterbukaan dari ruang yang tersedia (the de-
gree of openness of the space, e.g. closed vs, open space);

(5) jarak dari pusat kota (distance from the city center);

(6) konfigurasi permukaan bumi (relief);

(7) pemanfaatan lahan (lnnd use);

(8) Kkarakteristik kondisi hidro-geologinya (geological-hydro-
logical characteristics).
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Dari delapan kriteria yang dirumuskan tersebut
Mkemudian dimasukkan ke dalam matrix yang menggambar-
¥kan keterkaitannya dengan 12 macam sasaran yang akan
odicapai oleh ketiga fungsi utama ruang terbuka seperti telah
cdikemukakan terdahulu (4 macam sasaran dari fungsi
nrekreasi, 3 sasaran dari fungsi ekologi dan 5 sasaran dari
fifungsi organisasi keruangan). Selanjutnya, mengenai se-
tberapa penting dan potensial keberadaan ruang terbuka
tterkait dengan 8 macam kriteria tersebut akan diberi notasi
ssangat penting, penting dan kurang penting. Penilaian ini lebih
Ubersifat kualitatif subjektif berdasarkan pertimbangan tim
jperumus (the working group). Tabel 6.1 dapat memberikan
§ gambaran yang lebih jelas mengenai upaya identifikasi po-
ttensi ruang terbuka di WPU.

T Tabel6.1 Keterkaitan Antara Fungsi, Sasaran dan Kriteria
Morfologi Ruang Terbuka
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Berdasarkan tabel di atas dapat dikemukakan sebagai
contoh adalah mengenai sasaran pertéma (kompleks olahraga)
dari fungsi rekreasi ruang terbuka. Dari 8 macam kriteria
yang dianggap berperanan sangat penting dalam pencapai-
an sasaran pertama ini adalah kedekatannya dengan lahan
terbangun (surrounding density), pemanfaatan lahan (land
use) dan konfigurasi permukaan bumi (relief). Sementara itu,
peranan ukuran (size), jarak dari pusat kota (distance from
the city center) serta derajad keterbukaan ruang (the degree of
openness) dianggap tidak sepenting yang tersebut pertama
dan peranan bentuk ruang (shape) serta keadaan geo-hidro-
logi (hydrological-geologocal features) adalah yang terakhir.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedekatan dengan
lahan terbangun memang berpengaruh khususnya peng-
guna kompleks olahraga. Makin jauh lokasinya dari daerah
permukiman, maka makin enggan orang pergi berolah raga.
Demikian pula halnya mengenai kondisi pemanfaatan lahan
apakah bentuk pemanfaatan lahannya merupakan lahan
konservasi dan preservasi atau bukan. Untuk lahan konser-
vasi dan preservasi mestinya perlu dihindari, karena penting-
nya peranan keberadaan lahan tersebut untuk menciptakan
keseimbangan ekologis yang lebih luas kegunaannya. Apa-
bila lahannya berbukit-bukit terjal maka bukan menjadi
pilihan, karena pembangunan kompleks olahraga mem-
butuhkan lahan yang relatif datar. Ketiga kriteria ini men-
duduki ranking pertama yang berperanan dalam pem-
bangunan kompleks olahraga atau merupakan hal-hal yang
memperoleh prioritas pertama untuk menjadi bahan per-
timbangan. Kriteria lain memperoleh pembahasannya sete-
lah kriteria yang pertama tersebut dan demikian pula halnya
dengan contoh yang lain.
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Dari matrix tersebut ada 3 hal kriteria utama yang di-
anggap sebagai determinant factor yaitu ukuran/luas ruang
terbuka, jarak ke pusat kota dan kedekatan dengan areal
yang telah berkembang yang dalam hal ini dicerminkan oleh
kepadatan lahan terbangun. Alasan utamanya adalah
bahwa ketiga hal tersebut dianggap sangat menentukan ter-
hadap pengendalian perkembangan fisikal kekotaannya.
Namun demikian, masing-masing negara dapat mem-
punyai pertimbangannya sendiri untuk menentukan the
determinant factors sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi,
budaya dan lingkungan lokal.

Selanjutnya untuk memperoleh penilaian yang lebih
rinci, ke delapan kriteria tersebut diklasifikasikan lagi ke
dalam sub kategori yang lebih detail dan dalam contoh ter-
sebut ternyata dibagi lagi menjadi 30 kategori. Sebagai
contoh dapat dikemukakan bahwa kriteria ukuran/luasan
ruang terbuka dapat dibagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu:

(1) luasan kecil ( < 100 ha);

(2) medium (100 ha — < 1.000 ha);
(3) luas (1.000 ha — 10.000 ha);

(4) sangat luas (> 10.000 ha).

Demikian pula halnya dengan jarak ke pusat kota dibagi
ke dalam 3 kategori, yaitu:

(1) dekat (<7 km);
(2) medium (7 km - 20 km);
(3) jauh (> 20 km).

Kriteria lainnya juga di bagi ke dalam kategori yang
lebih detail. Di samping itu, justifikasi kompatibilitas keber-
adaan ruang terbuka dengan sasaran fungsi yang telah di-
rumuskan dikategorikan menjadi 4 azas kemanfaatan, yaitu:
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(1) ranking pertama (sangat berguna/sangat mendukung
tercapainya sasaran fungsi);

(2) ranking kedua (berguna/mendukung tercapainya fungsi
sasaran);

(3) ranking ketiga (netral/kondisional terhadap pencapaian
sasaran fungsi);

(4) ranking keempat (tidak bermanfaat/tidak mendukung
tercapainya fungsi sasaran (Tabel 6.2).

Tabel 6.2 Contoh Analisis Pengharkatan Ruang Terbuka di WPU
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Sumber: Bryant, et.al. (1982).

Tabel di atas memberikan panduan bahwa untuk me-
manfaatkan ruang terbuka yang luasnya kurang dari 1.000
ha serta jarak dari pusat kota kurang dari 20 km dapat di-
kategorikan sebagai bermanfaat untuk tempat rekreasi atau
menempati ranking kedua tentang azas kemanfaatannya.
Sementara itu, apabila lokasinya berjarak lebih dari 20 km
dari pusat kota menempati ranking ketign azas kemanfaatan
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atau dianggap bernilai netral untuk maksud rekreasi walau-
pun tidak dapat dikatakan “tidak cocok”, artinya bahwa
jarak tersebut akan merupakan kendala tersendiri bagi pen-
duduk kota untuk mencapainya. Apabila luasannya lebih
dari 10.000 ha dianggap kurang begitu cocok untuk maksud
utama rekreasi atau menempati ranking keempat azas ke-
manfaatannya.

Contoh kedua mengenai fungsi ekologis yang hendak
dicapai dapat dikemukakan bahwa untuk ruang terbuka
dengan luasan kurang dari 100 ha bersifat netral untuk men-
capai sasaran ini dalam artian sangat kondisional yaitu ber-
dasarkan pertimbangan dan kasus tertentu dapat di-
manfaatkan namun dapat pula tidak dapat dimanfaatkan
dalam arti menempati ranking ketiga tentang azas kemanfaat-
annya. Sementara itu untuk ruang terbuka lebih dari 100
hadikategorikan bermanfaat untuk mencapai sasaran fungsi
ekologis atau menempati ranking kedua tentang azas ke-
manfaatannya. Apabila lokasi ruang terbuka berjarak
kurang dari 20 km, maka dianggap sangat bermanfaat men-
dukung sadaran fungsi ekologis atau menempati ranking
pertama azas kemanfaatannya. Hal ini sangat terkait dengan
pertimbangan pentingnya keberadaan ruang terbuka se-
bagai paru-paru kota masa kini dan masa depan karena jarak
yang tidak terlalu jauh dapat berbatasan langsung dengan
lahan kekotaan terbangun akan selalu menjadi sasaran kon-
versi lahan pertanian/ruang terbuka hijau menjadi lahan
non-pertanian atau bangunan-bangunan tertentu. Lokasi
ruang terbuka yang berjarak lebih dari 20 km dikategorisasi-
kan ke dalam ranking kedua atau bermanfaat untuk pencapai-
an sasaran fungsi ekologis.
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Contoh ketiga mengenai fungsi ruang terbuka untuk
fungsi organisasi keruangan. Ruang terbuka yang luasannya
antara 1.000 ha sampai dengan 10.000 ha dianggap luasan
paling ideal sebagai wahana mencapai sasaran pengendali-
an perkembangan kota yang tidak terkendali baik melalui
ribbon development process maupun leap frogging development
process atau menempati ranking pertama. Infiltrasi perkem-
bangan fisikal kekotaan ke wilayah kedesaan dianggap akan
dapat dilaksanakan secara efektif dan upaya membentuk
visi morfologis kota yang ideal sangat terdukung dengan
keberadaan luasan seperti tersebut di atas. Sekali lagi di-
tegaskan bahwa contoh di atas adalah apa yang telah diapli-
kasikan di Prancis, khususnya di sekitar kota Paris dan
seperti diketahui bahwa kota Paris adalah kota megapolitan
yang sangat besar. Sementara itu untuk ruang terbuka yang
luasannya kurang dari 100 ha dianggap netral atau kurang
begitu cocok untuk mencapai sasaran tersebut atau ter-
masuk ke dalam ranking ketiga. Apabila lokasinya berjarak
kurang dari 7 km dikategorisasikan ke dalam rangking ke-
empat dan yang dianggap paling ideal untuk pencapaian
sasaran discontinuous urban form dari fungsi organisasi
spasial adalah ruang terbuka yang lokasinya berjarak antara
lebih dari 7 km sampai dengan 20 km.

Justifikasi cocok ataupun tidak cocok tersebut seyogia-
nya disesuaikan dengan variasi kondisi lokal dalam artian
sosial, kultural, ekonomi dan lingkungan. Oleh karena kon-
disi lokal antara WPU kota yang satu dengan yang lain sangat
berbeda, maka sangat mungkin justifikasinya juga akan ber-
beda. Contoh di atas adalah apa yang telah dilakukan di
negara maju dan bagi negara berkembang perlu menyesuai-
kan kategorisasi masing-masing kriteria terhadap kondisi
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==asing-masing negara dan kebutuhannya sehingga pe-
~~zmusannya dapat mencapai sasaran yang tepat. Semoga
=:1tersebut dapat memberikan inspirasi bagi para pembuat
= 22n penentu kebijakan spasial dalam rangka merumuskan
« sonsep tata ruang kota masa kini dan masa depan.

¢ £3 Konflik Pemanfaatan Lahan (Land Use Conflicts)

Suatu konflik akan muncul apabila terdapat perbedaan
cpentingan (different interests) yang tidak dapat dikompro-
—:kan, sehingga gejala tersebut juga diberi istilah konflik
«spentingan atau perbenturan kepentingan. Hal ini dapat
—unculdi mana saja, kapan saja, terhadap apa saja dan ter-
=zdapsiapa saja yang dapat terjadi secara alami (naturogenic
- “zriomenn) maupun secara artifisial (anthropogenic phenom-
=23). Konflik kepentingan dapat berakhir melalui dua cara
»zitu pertama, terjadi kompromi dan yang kedua terjadi
szkalahan salah satu pihak oleh pihak yang lain. Gejala yang
zradi di dalam kehidupan alamiah antara lain terjadinya
z-oses kompetisi di dunia tumbuh-tumbuhan atau hewan,
+2ng kemudian berturut-turut akan diikuti oleh proses
=wvasi, dominasi dan suksesi.

Sebagai contoh dapat dikemukakan terjadinya ke-
=unculan segerombolan spesies binatang tertentu ke dalam
wlzyahalami yang lain karena kekeringan di daerah asal-
=i2.Masuknya segerombolan binatang spesies lain ini akan
~zngakibatkan persaingan (competition) dengan SEkel?m'
soxbinatang spesies tertentu yang telah mendiami hablt_at
arstbutsebelumnya. Jelas dalam hal ini telah terjadi konflik
zpentingan antara kelompok spesies binatang pendatlamg
“ngankelompok spesies binatang yang lain, bahkan d: ninj
7sslesyang sama pun terkadang terlihat konflik kepentinis
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an terhadap penguasaan daerah jelajah mencari makanan.
Kompetisi bebas alamiah tersebut dapat berakhir melalui
kompromi dalam artian bahwa keduanya dapat hidup ber-
dampingan namun dapat pula terjadi perkelahian yang ber-
akhir dengan kekalahan/kematian salah satu spesies atau
perginya salah satu spesies. Dalam proses kompromi pun
akan terjadi persaingan yang terus-menerus secara evolutif
dengan diawali dengan proses invasi-(invasion) secara per-
lahan dan kemudian diikuti oleh penguasaan sebagian besar
habitatnya (domination) yang kemudian akan berakhir dengan
proses suksesi atau sempurnanya proses penguasaan habi-
tat oleh salah satu pihak (succession). Contoh tersebut tidak
hanya terjadi dalam dunia binatang namun juga terjadi
dalam dunia tumbuh-tumbuhan alamiah, bahkan dalam ke-
hidupan manusia pun terkadang terlihat proses yang mirip
dengan apa yang terjadi dengan dunia binatang maupun
tumbuh-tumbuhan.

Dalam buku yang berjudul Megapolitan: Konsep,
Problematika dan Prospek, penulis telah membahas mengenai
konflik kepentingan di wilayah Megapolitan dalam ber-
bagai dimensi termasuk di dalamnya disinggung mengenai
konflik pemanfaatan lahan. Oleh karena sangat luasnya
konflik yang terjadi di WPU untuk dipecahkan, pada para-
graf ini membatasi diri pada salah satu bentuk konflik yang
mempunyai dampak besar terhadap kehidupan kekotaan
pada masa yang akan datang, yaitu pembahasan mengenai
konflik pemanfaatan lahan saja. Ternyata, dari sisi konflik
pemanfaatan lahan saja banyak sekali dimensi yang harus
dikemukakan. Sementara itu konflik-konflik sosial, eko-
nomi, kultural dan politik yang dikemukakan dalam paragraf
ini akan dikemukakan serba sedikit, karena hal tersebut
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:dfalah dampak yang timbul akibat dari atau dipicu oleh
Laflik pemanfaatan lahan sebagai prima causa konflik-konflik
fdidalam masyarakat, bukan konflik yang memang bersifat
sansial, ekonomi, kultural dan politik sebagai prima causa ter-
*22dap munculnya konflik-konflik baru di dalam kehidupan
Si3asyarakat. Hal ini perlu dipahami oleh pembaca yang
pe=mah mencermati materi yang penulis kemukakan di
dzalam buku Megapolitan tersebut di atas.

Konflik kepentingan yang terjadi dalam kehidupan
mAanusia sangat banyak contoh urn:tiuk dikemukakan. Salah
sz2tu contoh konflik pemanfaatan iahan yang dapat dikemu-
xz2akan di sini adalah terjadinya konflik pemanfaatan lahan
sintuk jalur hijou dengan permanfaatan lahan untuk permukim-
c=1. Konflik tersebut dapat berakhir misalnya dengan kom-
poromi antar-pemukim dengan pemerintah antara lain dengan
mmenggunakan sebagian untuk jalur hijau dan sebagian lain
- uuntuk permukiman. Konflik seperti itu dapat berakhir
dengan kekalahan salah satu pihak, misalnya dengan men-
ddasarkan pada kekuatan hukum di mana permukiman yang
zzda harus digusur karena telah melanggar peraturan. Ke-
kkalahan pemanfaatan lahan permukiman akan berakibat
ppada dikembalikannya lahan yang bersangkutan menjadi
iialur hijau. Hal ini hanya salah satu contoh dari sekian
Hbanyak konflik kepentingan di dalam kehidupan manusia.
00leh karena pembahasan utama akan difokuskan pada
1wPU dalamkaitannya dengan masa depan kehidupan per-
1 kotaan, maka konflik kepentingan yang akan dikemukakan
| hanya pada gejala yang mencolok saja yaitu mengenai kon-

flik pemanfaatan lahan. Memang disadari bahwa konflik
kepentingan yang muncul di WPU sangat banyak dan kom-
pleks sifatnya yang menyangkut kehidupan sosial, ekonomi,
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budaya, politik, spasial dan lingkungan, sehingga hal inj
akan menghabiskan waktu yang sangat lama memerlukan
pembahasan secara khusus. Studi mengenai konflik di WP
dapat menjadi wacana tersendiri yang menarik untuk di-
bahas.

Konflik pemanfaatan lahan di WPU sendiri juga sangat
banyak dan kompleks sifatnya, namun berdasarkan jenisnya
dapat dikategorisasikan menjadi 17 macam, yaitu (1) konflik
antar-individu; (2) konflik antar-kelompok masyarakat; (3)
konflik antara individu dengan kelompok masyarakat; (4)
konflik individu dengan institusi; (5) konflik antara kelom-
pok masyarakat dengan institusi; (6) konflik antar-institusi
(7) konflik intra waktu sekarang; (8) konflik intra waktu yang
akan datang; (9) konflik antara waktu sekarang dan waktu
yang akan datang; (10) konflik intra ruang lokal; (11) konflik
inter ruang lokal; (12) konflik intra ruang regional; (13)
konflik inter ruang regional; (14) konflik ekonomi; (15)
konflik sosial; (16) konflik politik; (17) konflik budaya. Dari
sekian banyak macam konflik pemanfaatan lahan tersebut
dapat dikategorisasikan menjadi 4 kategori konflik peman-
faatan lahan saja, yaitu pertama konflik dalam lingkup masya-
rakat; kedua konflik dalam lingkup institusi; ketiga konflik dalam
lingkup ruang; keempat konflik dalam lingkup temporallwaktu.

6.3.1 Konflik dalam Lingkup Masyarakat

Konflik pemanfaatan lahan dalam lingkup masyarakat
tidak lain merupakan mis-match antara bentuk-bentuk P&
manfaatan lahan yang ada sehingga mengakibatkan per
benturan kepentingan dalam masyarakat di WPU. Konflik
pemanfaatan lahan dalam lingkup masyarakat dapat
merupakan konflik antar-individu, konflik .antar--kelornpOk
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masyarakat dan konflik antara individu dan kelompok
masyarakat.

6.3.1.1 Konflik antar-Individu

Konflik pemanfaatan lahan antar-individu pada umum-
nya berskala kecil sehingga imbas yang ditimbulkannya
juga sangat terbatas sifatnya, yaitu antar-persil yang di-
kuasai oleh masing-masing pemilik lahan. Sebenarnya,
konflik antar-individu mengenai bentuk pemanfaatan lahan
tidak perlu terjadi apabila ada IMB yang benar-benar di-
laksanakan secara konsekuen dan konsisten. IMB sebenar-
nya merupakan suatu peraturan yang bertujuan mengatur
setiap bentuk pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh per-
orangan atau perinstitusi khususnya pada suatu persil
lahan. Dengan demikian, apabila semua persyaratan yang
telah dirumuskan dalam peraturan tersebut dipatuhi maka
konflik antar-individu dapat diminimasikan.

Kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan IMB
belum dapat berfungsi sebagai layaknya sebuah peraturan
yang mengatur setiap bentuk pembangunan baik untuk pe-
r'umahan maupun bukan perumahan. Banyak faktor yang
berpengaruh terhadap kondisi ini sehingga munculnya
konflik individu mengenai pemanfaatan Jahan banyak
bermuncuylan. Beberapa konflik dapat dicari solusinya
Secara kekeluargaan namun tidak sedikit konflik anta_r-
Individy mengenai pemanfaatan lahan yang harus berakhir
di Péengadilan.

. Salah satu bentuk konflik pemanfaatan lahan antar-
ndividu adalah terkait dengan efek eksternalitas dari kck_!er—
adaan persil lahan yang bersangkutan. Efek eksternahta-s;
fUang adalah suatu pengaruh baik positif maupun negatl
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yang ditimbulkan oleh keberadaan ruang tertentu terhadap
ruang yang lain. Efek negatif maupun positif pada suatu
ruang atau khususnya persil lahan tidak mungkin dapat
dilokalisir pada lahan yang bersangkutan saja, karena keber-
adaannya selalu terkait dengan persil yang lain, sehingga
dikehendaki atau tidak dikehendaki, efek-efek tersebut
selalu akan muncul. Kemunculan efek eksternalitas positif
jelas tidak akan menimbulkan konflik kepentingan, namun
munculnya efek eksternalitas negatif jelas akan memicu
konflik.

Salah satu contoh dari sekian banyak kejadian konflik
antar-individu yang dapat dikemukakan adalah pem-
bangunan rumah yang kemudian mengalirkan limbah
cairnya ke persil lahan didekatnya jelas akan menimbulkan
ketidaknyamanan dan hal ini akan memicu konflik antar-
pemilik lahan.

5.3.1.2 Konflik antar-Kelompok Masyarakat

Konflik pemanfaatan lahan yang menimbulkan konflik
antar-kelompok masyarakat pada umumnya mempunyal
skala permasalahan yang lebih luas dibandingkan konflik
antar-individu. Kemunculan konflik antar-masyarakat yang
terjadi karena adanya bentuk-bentuk pemanfaatan Jahan ter-
tentu akan memakan waktu yang relatif lama karena me
libatkan banyak orang yang mempunyai pendapat berlain”
an. Pendapat yang berbeda-beda tersebut baru akan menjadi
suatu hal yang memicu konflik setelah adanya kesatuar
pendapat yang berbeda dengan kelompok lain. Oleh karend
konflik antar-kelompok masyarakat melibatkan banyak ora"
dan skala wilayah yang lebih luas, maka akibat yang 4
timbulkannya juga akan berskala wilayah yang Jebih 1u2°
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4an memerlukan pemecahan dalam waktu yang relatif lebih
lama dibandingkan dengan konflik pemanfaatan lahan
dalam lingkup individu.

Oleh karena di WPU sendiri masih banyak lahan per-
tanian di satu sisi dan di sisi yang lain mulai banyak pem-

' pangunan perumahan maupun non-perumahan, maka kon-
versi bentuk pemanfaatan lahan pertanian menjadi bentuk
pemanfaatan non-pertanian tidak dapat dihindarkan se-
penuhnya dan akan terjadi semakin intensif. Makin dekat
jarak ke lahan kekotaan terbangun, maka makin intensif
proses konversi yang terjadi. Namun demikian ada kalanya
terjadi suatu proses konversi besar-besar pada lokasi yang
jauh dari lokasi lahan terbangun dan dibangun di tengah areal
persawahan yang masih intensif dikerjakan oleh penduduk
petani. Bentuk pembangunan seperti ini dikenal dengan leap
frog/checker board/chess board development dan sangat jamak
terjadi di WPU. Makin besar kotanya makin banyak terjadi
pembangunan lompat katak seperti ini.

Salah satu contoh yang dapat dikemukakan mengenai
konflik pemanfaatan lahan yang mengakibatkan konflik
antar-kelompok masyarakat adalah perbenturan kepenting-
an antara kelompok penduduk yang bertempat tinggal di
kompleks perumahan baru dengan kelompok penduduk
yang tinggal di kampung sekitar kompleks perumahan.
I)embf“ngunan kompleks perumahan di tengah lahan per-
Sawahan sangat potensial menimbulkan dampak negatif ter-
T;:;P usaha pertanian penduduk antara lain pembuangan

ah rumah tangga ke saluran irigas, makin banyaknya
neWan Piaraan yang mengganggu tanaman, seh.ingga R
Saglil'a.ngl'kuar\titas produksi maupun produktivitasnya. Di

PIng itu, perilaku penghuni perumahan yang terkesan
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(tidak semuanya) merasa sok elite dengan gaya hidup yang
terkadang bertentangan dengan norma-norma religius,
sosial dan kultural masyarakat setempat sangat potensial
memicu konflik antar-kelompok masy arakat. Dalam hal ini,
terjadinya konflik pemanfaatan lahan antara bentuk pe-
manfaatan lahan pertanian dan bentuk pemanfaatan lahan
non-pertanian telah memicu terjadinya konflik antar-kelom-
pok masyarakat, yaitu kelompok masyarakat di dalam kom-
pleks perumahan dengan kelompok masyarakat petani di
sekitar perumahan.

6.3.1.3 Konflik antara Individu dengan Kelompok

Konflik pemanfataan lahan yang mengakibatkan
konflik antara individu dengan kelompok adalah terjadinya
perbenturan kepentingan (conflict of interest) yang ditimbul-
kan oleh mismatch antar-kepentingan individu dengan
kelompok dalam hal pemanfaatan lahan. Salah satu contoh
adalah pembangunan kandang ternak tertentu yang dekat
dengan permukiman penduduk. Keberadaan kandang akan
menimbulkan bau yang tidak sedap ke lingkungan sekitar,
pembuangan limbah cair yang tergenang terus-menerus
akan menjadi sarang nyamuk dan dapat mengakibatkaﬂ
ancaman kesehatan bagi penduduk di sekitarnya. Kondisi
ini dengan sendirinya akan menimbulkan ketidaknyamanan
penduduk yang tinggal di sekitar kandang ternak tersebut,
sehingga kelompok masyarakat yang merasakan imbas
negatif dari keberadaan kandang akan menuntut ditutup”
nya kandang tersebut atau dihilangkannya bentuk pPe€
manfaatan lahan untuk kegiatan peternakan tersebut-

362



-----

—

6.3.2 Konflik dalam Lingkup Institusi

Konflik dalam lingkup institusi dapat terjadi antara ke-
pentingan institusi dengan individu, institusi dengan
kelompok masyarakat ataupun antar-institusi. Dalam hal
ini, pengertian institusi dapat merupakan institusi peme-
rintah maupun institusi swasta.

6.3.2.1 Konflik antara Institusi dengan Individu

Konflik pemanfaatan lahan yang mengakibatkan konflik
antara institusi dengan kepentingan individu tidak banyak
dikemukakan di dalam wacana publik, walaupun dalam
kehidupan sehari-hari hal ini banyak sekali terjadi. Sebagai
contoh dapat dikemukakan adanya pembangunan kom-
pleks perkantoran tertentu yang mengakibatkan hilangnya
akses masuk ke dalam persil lahan milik. Hilangnya akses
tersebut sangat memengaruhi harga lahan dan kegiatan pen-
duduk yang menempatinya. Konflik pemanfaatan lahan
untuk institusi dengan pemanfaatan lahan untuk per-
mukiman telah mengakibatkan kepentingan yang tinggal
di belakang kantor tersebut terganggt- Pada umumnya,
konflik seperti ini selalu dimenangkan oleh pihak institusi,
karena pembangunan institusi pada umumnya selalu me-
lalui proses dan prosedur pembangunan yang benar,
sedangkan untuk individu banyak yang tidak mengacu
pada prosedur pembangunan dan tidak mempunyai ke-
kuatan hukum atau bahkan justru bertentangan dengan ke-
tentuan hukum yang berlaku. Walaupun demikian, ada
beberapa kasus konflik pemanfaatan lahan yang mens-
akibatkan konflik antara individu dan institusi yang pada
akhirnya dimenangkan oleh ndividu. Hal ini sangat terkait
dengan penyebab konflik tersebut dan hal ini sangat ber-
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variasi adanya. Pokok bahasan berkenaan dengan konflik
pemanfatan lahan merupakan wacana yang sangat menarik
untuk dijadikan objek penelitian tersendiri, khususnya di
WPU karena di daerah inilah paling banyak terjadi konflik
pemanfaatan lahan dibandingkan dengan daerah perdesaan
maupun di daerah perkotaan sendiri.

6.3.2.2 Konflik antara Institusi dengan Masyarakat

Perbenturan kepentingan antara institusi dengan
masyarakat di WPU sangat banyak terjadi dan tidak jarang
menimbulkan konflik fisik yang dapat mengakibatkan
korban harta benda bahkan jiwa. Institusi dapat merupakan
institusi pemerintah maupun swasta. Sebagai contoh dapat
dikemukakan adalah munculnya permukiman yang di-
bangun pada zona wilayah yang ditetapkan sebagai jalur
hijau. Oleh karena penduduk telah menempatinya dalam
waktu yang sangat lama dan tidak pernah ada peringatan
untuk meninggalkan daerah tersebut dan di samping itu
mereka telah dapat memasang listrik, membayar PBB, maka
senduduk merasa bahwa permukiman mereka legal. Namun
begitu pemerintah kemudian akan mengembalikan fungsi
jalur hijau pada lahan yang sudah terlanjur dihuni dalam
waktu puluhan tahun, maka konflik antara institusi peme-
rintah dengan kelompok masyarakat tentu saja tidak dapat
dihindarkan. Hal ini sebenarnya mencerminkan lemahny?
sistem tata ruang yang ada di Indonesia. Apabila jauh s€
belumnya pemerintah telah melarang mendirikan bangu™
an di atas jalur hijau, maka tidak akan terjadi konflik p¢
manfaatan lahan yang dapat berakibat pada konflik fisiK
antara institusi dengan kelompok masyarakat.
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6.
3'2'3 Konflik antar-Institusi

[ertefilﬂf:;ian:a-r—institusi.ata.s b-entuk pemanfaatan lahan
T laia jamak t?r]ad1 d-l WPU. Oleh karena pe-

an dalam lingkup institusi melibatkan lahan
yang cukup luas, maka apabila terjadi konflik antar-institusi
SE.!benamya merupakan bentuk ketidakpatuhan salah satu
pihak atau dua pihak yang bertikai terhadap tata ruang yang
adaatau karena ada perubahan orientasi peruntukan yang
telah dirumuskan sebelumnya. Sebagai contoh dapat di-
kemukakan adanya pembangunan kompleks perkantoran/
kam[.)us/ industri pada daerah yang telah ditentukan se-
b::igal daerah penyangga berfungsi resapan air. Sebenarnya
disana terjadi konflik antar-institusi pembangun kompleks
dengan institusi perencana tata ruang dalam hal ini pemda.
Dalam hal ini akan terjadi tarik ulur kepentingan, apakah
pemda akan mengalah atau institusi pembangun yang me-
ngalah. Sebagai contoh konkret dapat dikemukakan bahwa
berdasarkan ketentuan tata ruang untuk kota Yogyakarta
dan sekitarnya beberapa bagian wilayah bagian utara kota
Yogyakarta atau bagian WPU kota Yogyakarta bagian utara
telah ditentukan sebagai kawasan penyangga dengan fungst
fesapan air. Namun, pada kenyataannya di bagian ini pula
telah muncul pembangunan yang intensif mengenai kom-
pleks perumahan, kampus pendidikan dalam skala yang
cukup luas di samping pembangunan perumahan dan non-
perumahan dalam skala yang lebih kecil. Apakah pemerin-
tah tidak menyadari akibat dari pembangunan yang marak
di WPU bagian utara kota Yogyakarta ini terhadap lingkung-
an kehidupan kota pada masa yang akan datang? Sudah
banyak tulisan para pakar/sumber yang mengemukakan
bahwa makin mara knya pembangunan fisik di bagian utara
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kota Yogyakarta ini telah dan akan menimbulkan dampale
negatif yang signifikan terhadap kuantitas dan kualitas aim
tanah, kondisi air permukaan (run-off), dan ekosistemnya
Sejauh ini belum nampak ada tindakan konkret untuk meng-
atasi hal ini secara sistematik, holistik, terpadu, konsisters
dan konsekuen dalam rangka mengantisipasi kondisi kota
Yogyakarta pada masa yang akan datang. Pejabat yang
mempunyai kewenangan sebagai pembuat dan penentu ke-
bijakan spasial perlu mempunyai pandangan yang visioner.
Contoh seperti dikemukakan dalam kasus kota Yogy «karta
ini banyak terjadi di WPU berbagai kota di Indonesia dan
hal ini hanya merupakan salah satu contoh dari sekian
banyak kasus konflik pemanfaatan lahan yang menimbul-
kan konflik antar-institusi.

6.3.3 Konflik dalam Lingkup Ruang

Ruang tidak lain merupakan wadah yang meliputi ruang
daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai kesatuan
wilayah yang sudah dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan
oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya bertempat
tinggal dan melakukan kegiatan serta memelihara kelang-
sungan kehidupannya (Undang-Undang Tentang Penataan
Ruang). Berdasarkan batasan tersebut secara implisit tersirat
bahwa ruang dapat ditinjau dari dimensi skala spasialnya,
dimensi temporalnya dan makhluk penggunanya. Dalam
hal dimensi spasialnya, skala ruang dapat sempit sampa!
dengan sangat besar bahkan seluruh permukaan bumil
Ditinjau dari dimensi temporalnya, batasan mengenai ruan{
juga bervariasi dari waktu ke waktu. Hal ini terkait denga'f
* perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebag®
contoh pada sesuatu tempat yang pada waktu dan di daer ot
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tertentu dianggap tidak dapat digunakan oleh manusia se-
bagai ruang untuk bertempat tinggal, namun dengan ber-
kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kendala-
kendala yang ada dapat diatasi. Demikian pula halnya
dalam dimensi makhluk penggunanya dapat diartikan
bahwa ruang tertentu hanya cocok sebagai ruang hidup
binatang namun tidak cocok sebagai ruang untuk bertempat
linggal manusia dan lain sebagainya.

Skala spasial /skala keruangan dapat berkisar dari luas-
an yang kecil/sempit sampai luasan yang sangat besar/
sangat luas bahkan dapat meliputi seluruh permukaan
bumi. Pengertian ruang sendiri sebenarnya merupakan
bagian tertentu di permukaan bumi yang mempunyai batas-
batas tertentu di mana batas-batas tersebut dapat merupa-
kan batas admistratif, batas fisikal, maupun batas konsepsual.
Batas administratif sebena rnya juga merupakan batas ruang
secara konsepsual yang terkadang sangat sulit diidentifikasi
di lapangan, namun batas ini mempunyai kekuatan dan ke-
pastian hukum yang jelas sehingga perubahannya akanme-
nimbulkan akibat-akibat hukum tertentu pula. Untuk lebih
mempertahankan eksistensi batas-batas administrasi, ke-
mudahan identifikasinya serta ketidakmudahannya untuk
berubah dalam waktu yang relatif lama, maka kebanyakan
batas administrasi dari tingkat lokal sampai dengan tingkat
nasional didasarkan pada batas-batas fisikal.

Batas fisikal adalah batas ruang yang didasarkan pada
kenampakan fisik linier permukaan bumi tertentu yang
dapat membeda kannya dengan bagian yang lainnya. Bebe-
rapa contoh batas fisik antara lain jalur jalan, kanal, sungai,
igir pegunungan, sisi-sisi terluar dari lahan terbangun, pe-
matang, garis pantai, pematang, tanggul bendungan dan
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lain sebagainya. Dalam beberapa hal batas-batas fisikal
banyak dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai penentu
batas adminstratif, karena mudah diidentifikasi di lapangan

= dan relatif tidak mengalami perubahan dalam waktu yang
cukup lama.

Batas konsepsual adalah garis batas yang diciptakan l
berdasarkan penalaran ilmiah tertentu. Sebagai contoh
dapat dikemukakan adalah batas lintang dan bujur, batas
suatu sel yang dibuat di atas peta dengan grid-grid tertentuy,
batas pengaruh terluar dari sesuatu peristiwa, kegiatan,
gejala tertentu dan lain sejenisnya. Keberadaan nyata dari
batas-batas konsepsual terkadang sangat sulit diidentifikasi
dilapangan namun mudah diidentifikasi di dalam peta. Se-
bagai contoh upaya pelacakan garis 107derajad bujur timur
di lapangan sangat sulit dilaksanakan. Contoh lain adalah
upaya melacak batas pengaruh ekonomi dari Kota Yogya-
karta dan Kota Surakarta dan masih banyak lagi contoh yang
tidak mungkin dikemukakan satu persatu.

Dalam beberapa wacana regionalisasi skala keruangan
dapat dibedakan ke dalam skala mikro, skala meso dan skala
makro. Pengertian mikro sampai dengan makro sebenarnya
sangat relatif sekali, namun esensi yang dikemukakan dalam
wacana tersebut mengandung makna bahwa skala mikro
itu lebih kecil dari skala meso dan skala meso lebih kecil
dari skala makro. Pembagian lain skala keruangan dapat
pula dalam skala lokal, skala regional, skala nasional, skala
internasional dan skala global. Oleh karena pembahasan
yang dibangun dalam buku ini lebih ditekankan pada
sumbangan pemikiran terhadap beberapa upaya pemecaf-
an permasalahan yang timbul di negara kita Indonesia,
maka penulis menggunakan pembagian yang kedua agar
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lebih mudah memahamkannya dan menerapkannya untuk
tujuan manajemen perubahan pemanfaatan lahan di WPU
Yang telah banyak menimbulkan konflik-konflik pemanfaat-
finlahan dan konflik-konflik lainnya. Konflik-konflik mana
Justruakan menjadi bersifat kontra produktif di segala aspek
kehidupan apabila tidak dicari solusinya baik dalam jangka
pendek, menengah maupun panjang. Lingkup spasial WPU
hanya meliputi skala lokal dan regional, sehingga pem-
bahasan konflik skala spasial nasional, internasional dan
global tidak akan dikemukakan karena dianggap kurang
relevan sehingga pembahasan hanya difokuskan pada skala

Spasial lokal dan regional saja.

6.3.3.1 Konflik Pemanfaatan Lahan Skala Lokal
Skala keruangan lokal lebih menekankan pada satuan

‘wilayah paling kecil sampai dengan satuan wilayah tertentu
.Yang efeknya hanya berimbas pada kepentingan setempa t
‘Dalam hal ini, satuan ruang paling kecil adalah satuan pc?rsﬂ
llahan yang dimiliki dan dikuasai oleh individu sampai ke
ttingkatan kecamatan atau kurang lebih setara dengan hal
iitu. Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa identifikasi
$satuan ruang yang mengalami konflik tidak selalu hanya
]JPada batasan administratif semata (seperti antar-RT, antar-
«desa, antar-kecamatan) namun dapat pula merupa kan batas-
ian fisikal (antara daerah pantai dan bukan pantai, antara
IPinggiran kota dan pusat kota dan lain sejenisnya). Beberapa
«contoh konflik pemanfaatan lahan skala lokal paling kecil

'sudah dikemukakan pada bagian terdahulu yang terkait
an individu. Sementara itu, contoh konflik

'dengan kepenting
Pemanfaatan lahan skala lokal yang cakupan penyebab dan

dampaknya lebih besar namun masih dalam lingkup lokal
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adalah konflik pemanfaatan lahan penambangan material
tertentu. Oleh karena material penambangan tersebut harus
diangkutke luar wilayah penambangan dan kemudian harus
melalui jalur jalan di wilayah lain dan hal ini kemudian
mengakibatkan kerusakan jalan yang parah. Wilayah lain
merasakan dampak pengangkutan material berwujud ke-
rusakan jalan yang parah namun tidak menikmati hasilnya
dan hal ini telah mengakibatkan konflik antar-wilayah yang
berdekatan namun masih dalam skala spasial lokal. Konflik
pemanfaatan lJahan mana sangat potensial memicu konflik
antar-kelompok masyarakat, konflik antara kelompok
masyarakat dengan individu (kelompok masyarakat vs
pengusaha penambangan /sopir truk pengangkut material),
konflik antara kelompok masyarakat dengan institusi (ke-
lompok masyarakat yang merasa dirugikan vs pemerintah
kecamatan/desa yang diuntungkan) maupun antar-institusi
pemerintah (kecamatan/desa yang diuntungkan vs keca-
matan/desa yang dirugikan). Di dalam kenyataannya, masih
banyak contoh mengenai konflik pemanfaatan lahan dalam
skala lokal ini untuk disebutkan satu persatu.

6.3.3.2 Konflik Pemanfaatan Lahan Skala Regional

Konflik pemanfaatan lahan skala regional meliputi
wilayah yang lebih luas ditinjau dari segi penyebab maupun
dampaknya. Kalau dalam skala lokal, penyebab dan dampak
yang muncul masih sangat terbatas pada kepentingan se-
tempat saja, maka dalam skala spasial regional ini baik pe-
nyebab maupun dampak yang ditimbulkan oleh konflik pe-
manfaatan lahan berkembang menjadi lebih luas. Dari
kisaran lingkup kabupaten sampai dengan provinsi atau
yang setara dengan hal tersebut merupakan batasan pe-
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] '”?ahaman mengenai skala regional ini. Ketiadaan tata wila-
‘Yah yang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dan
Preservasi lahan serta komitmen terhadap ide pembangun-
an berkelanj utan (sustainable development) sebenarnya
Merupakan kunci munculnya konflik pemanfaatan lahan
dal.am skala spasial regional ini. Tata wilayah adalah visuali-
Sasi struktural mengenai pemanfaatan lahan yang telah di-
tfftapkaﬂ oleh lingkup pemerintahan kabupaten dan pro-
“T‘Si yang mengacu pada konsep tata wilayah nasional. Tata
wilayah nasional yang baik dan sudah dirumuskan, selalu
memperhatikan atau mengakomodasikan kepentingan-ke-
pentingan regional dan harus digunakan sebagai panduan
bagilevel pemerintah yang di bawahnya sebagai acuan untuk
merumuskan tata wilayahnya. Oleh karena hal tersebut,
sangat kecil kemungkinannya akan muncul konflik peman-
faatan lahan skala spasial regional ini apabila masing-
masing wilayah selalu patuh dan mengacu pada tata wila-
yah nasional. Sebagai contoh yang sangat aktual adalah ada-
nya banjir yang melanda ibu kota Jakarta yang salah satu
penyebabnya adalah terjadinya konflik kepentingan antar-
pemerintah ibu kota Jakarta dengan pemerintah di sebelah
selatan kota Jakarta. Wilayah sebelah selatan kota Jakarta,
Khususnya dj wilayah yang mempunyai kelerengan yang
besar mestinya selalu dipertahankan sebagai jalur hijau
dengan pengertian bahwa semua bentuk pemanfaatan lahan
yang bertentangan dengan norma pemanfaatan lahan yang
sudah dirumuskan harus dilarang. Kenyataan menurjukkan
bahwa pembangunan permukiman dan non-permukiman
sangat marak di wilayah ini, sehingga fungsi wilay ah resap-
an pada bagian ini tidak berfungsi optimal sehingga” un-off
menjadi semakin besar dari waktu ke waktu.
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Sebenarnya pada bagian wilayah ini telah muncy]
konflik spasial regional akibat hal tersebut. Di satu sisi pem-
bangunan permukiman dan non-permukiman di wilayah
selatan kota Jakarta mempunyai sumbangan yang tidak
kecil terhadap kemajuan pembangunannya termasuk dj
dalamnya kemajuan ekonomi, namun di sisi lain pemerintah
yang terletak di bagian hilirnya menerima dampak negatif-
nya. Ide megapolitanisasi wilayah Jakarta dan sekitarnya
sebenarnya merupakan ide yang baik dalam rangka mencari
solusi permasalahan spasial regional tersebut dalam lingkup
pemerintahnya. Pemahaman yang belum pas mengenai ide
megapolitanisasi (khususnya dalam lingkup pemerintahan)
mungkin merupakan penyebab masih sulitnya mencari titik
temu antara wilayah-wilayah terkait. Kecurigaan mengenai
menurunnya atau bahkan hilangnya sumber PAD kemung-
kinan besar merupakan pemicunya.

Hal ini juga banyak dialami oleh negara-negara maju
dan salah satu teknik untuk mencapai sasaran yang sinergis
adalah dengan menciptakan teknik manajemen ruang yang
disebut sebagai extra territorial zoning. Teknik tersebut se-
benarnya merupakan salah satu teknik manajemen spasial
khusus untuk pengaturan wilayah di luar batas administrasi
kota yang telah berkembang menjadi bersifat kekotaan
secara fisikal. Untuk mencapai sinkronisasi pembangunan
wilayah kota sekitarnya mestinya ditangani oleh pemerin-
tah kota, karena wilayah yang bersangkutan telah menjadi
bersifat kekotaan dengan segala permasalahan ekonomi,
sosial, kultural dan fisikal yang merupakan pf-::rmasal.aharl
kekotaan. Namun demikian, oleh karena wilayah yang ber-
ada di luar batas administrasi kota tersebut merupakan
wewenang pemerintah bukan kota, maka pemerintah kota
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fidak mempunyal wewenang untuk itu. Di sinilah letak
grusialnya perumusan kebijakan yang harus diambil. Apa-
pila kebijakan spasial wilayah tersebut dibuat oleh peme-
rintah bukan kota, dikhawatirkan terjadi mis-match antara
kebijakan di bagian dalam kota dengan bagian di luar batas
administrasi kota dan apabila hal tersebut terjadi, maka
dampak kontra produktif akan dialami oleh kedua belah
Pihak. Di sinilah peranan teknik extra territorial zoning ber-
ada, di mana semua kebijakan tata ruang di wilayah yang
terletak di luar batas administrasi kota dipercayakan se-
penuhnya pada pemerintah kota sehingga akan terjadi true-
match antara kepentingan pemerintah kota dan bukan kota
dan hal ini merupakan win-win solution dengan pengertian
bahwa wilayah terbangun di luar batas adminstrasi kota
tetap berada di bawah pemerintahan bukan kota dengan
konsekuensi bahwa semua sumber finansial yang datang
dari wilayah tersebut tetap menjadi kewenangan pemerin-
tah bukan kota. Di sisi lain pemerintah kota juga diuntung-
kan dengan terciptanya sinkronisasi pembangunan kota
untuk mencapai visi keruangan yang sudah dirumuskan-
nya. Demikian pula halnya dengan kasus terjadinya konflik
spasial regional antara kota Jakarta di satu sisi dengan wila-
yah yang terletak di bagian selatannya di sisi lain dalam
lingkup megapolitan. Aplikasi extra territorial zoning yang
disesuaikan akan sangat bermanfaat dalam mencapal pem-
bangunan berkelanjutan di wilayah ini.

6.3.4 Konflik Pemanfaatan Lahan dalam Lingkup
Temporal

Seperti telah dibahas di bagian depan bahwa setiap ke-
glatan pembangunan harus selalu diorientasikan pada
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konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable develop-
ment).Sebelum pembahasan mengenai konflik pemanfaatan
lahan dalam dimensl temporal disoroti secara khusus ad,
baiknya mengulas serba sedikit mengenai sustainable deye]-
opment. Menurut WCED (World Comission on Environment
and Development, 1987) pembangunan berkelanjutan didefi-
nisikan sebagai berikut:

Sustainable development is a pattern of development that meets the
needs of the present generation without jeopardizing the ability of
the future generation o meet their own needs.

Dalam definisi ini tersirat adanya empat dimensi yang
harus dipahami agar kegiatan pembangunan yang dilak-
sanakan tidak menyimpang dari ide utama dari pem-
bangunan berkelanjutan ini dan konsep ini tidak berhenti
pada dataran konsep semata, namun betul-betul menjadi
roh setiap kegiatan pembangunan. Dimensi pertama disebut
dimensi intra wilayah (intra frontier/regional dimensioi) dan
dimensi kedua adalah dimensi inter wilayah (inter frontier/
regional dimension), dimensi ketiga adalah dimensi intra
generasi (intra generation dimension), dan dimensi keempat
adalah dimensi inter generasi (inter generation dimension).

Dimensi intra dan inter wilayah berkaitan dengan ke-
pentingan wilayah. Dimensi intra wilayah berorientasikan
pada kepentingan wilayah yang bersangkutan sedangkan
dimensi inter wilayah berkaitan dengan kepentingan wila-
yah lain. Dimensi intra wilayah mengandung pengertian
bahwa pembangunan berkelanjutan harus mampu menge-
lola dan mengeksploitasi sumber daya sedemikian rupe ke
hingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ling~
kungan wilayah di mana kegiatan pembangunan tersebut
dilaksanakan. Sementara itu, pengertian dimensi inter
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ilayah adalah rrEemperhatikan kepentingan wilayah ais,
pahwa setiap kegiatan pembangunan dalam wilayah yane
dilaksanakan tidak diperkenankan menimbulkan dampa'-;
negatif terhadap wilayah lain baik secara langsung maupur,
tidak langsung-

Dimensi intra generasi berorientasi untuk memenuh;
kebutuhan penduduk pada kurun waktu sekarang, sedang-
kan dimensi inter generasi berorientasi untuk memenuhj
kebutuhan generasi mendatang. Di dalam upayanya untuk
memenuhi kebutuhan generasi sekarang terkandung makna
bahwa setiap upaya pembangunan harus selalu disertai oleh
sikap arif dalam pemanfaatan dan eksploitasi semua jenis
sumber daya wilayah. Kearifan pemanfaatan sumber daya
mana harus selalu mempertimbangkan mengenai potensi
sumber dayanya, serta metode eksploitasinya. Di sinilah
letak dimensi temporal dari setiap bentuk pemanfaatan
lahan berada.

Upaya pengelolaan perubahan pemanfaatan lahan di
WPU adalah suatu keharusan karena masa depan generasi
yang akan datang pada umumnya dan kehidupan perkota-
an pada khususnya sangat ditentukan oleh kondisi pe-
manfaatan lahan masa kini. Bentuk pemanfaatan lahan masa
kini adalah produk perubahan pemanfaatan lahan masa lalu
dan sekaligus merupakan mata rantai proses perubahan pe-
Manfaatan lahan masa yang akan datang. Dengan kata lain
dapat diungkapkan bahwa baik buruknya kondisi perkota-
A Mmasa yang akan datang ditentukan oleh baik buruknya
kondisi pemanfaatan lahan di WPU masa sekarang.

Kondisi pemanfaatan lahan di wilayah perkotaan masa
Sekarang adalah produk dari proses perubahan pemanfaat-
N lahan yang panjang masa lalu yang tidak disertai dengan
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pengelolaan yang sistematis, terstruktur dan terkendalj -
hingga telah menimbulkan kondisi yang tidak diharapkap
Sebagai contoh yang sangat mencolok adalah adanya PI'OSES.
pemadatan bangunan di dalam wilayah permukiman yang
ada. Proses penambahan bangunan di dalam wilayah per-
mukiman yang tidak terkendali dan berjalan secara infilling
telah mengakibatkan sebagian besar wilayah permukiman
di bagian dalam kota telah mencapai titik jenuh atau disebyt
sebagal death point. Titik klimaks ini ditengarai oleh kondjis;
di mana tidak lagi terdapat ruang terbuka yang dapat di-
manfaatkan untuk kepentingan publik di dalam wilayah
permukiman tersebut. Hampir setiap jengkal ruang di
dalamnya telah penuh dengan bangunan tempat tinggal,
dengan ukuran bangunan yang relatif kecil, tidak mem-
punyai halaman, tidak mempunyai akses fisikal yang me-
madai, buruknya fasilitas permukiman sehingga memicu
terjadinya taudifikasi (proses terbentuknya kekumuhan).
Contoh lain adalah langkanya ruang terbuka yang dapat
dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau di dalam kota.
Keberadaan ruang terbuka hijau yang memadai adalah
suatu keharusan, karena fungsinya yang sangat penting bag
keberlanjutan kota itu sendiri. Hal ini telah dibahas secard
panjang lebar pada bagian depan. Apabila sejak awal, pe-
nentuan keberadaan ruang terbuka hijau sudah dilaksana-
kan dengan kekuatan hukum, maka pada perkembanga"
selanjutnya keberadaannya akan tetap lestari dan hal _iI“
tidak pernah atau sangat sedikit mendapatkan 1:n=3rhatlan
pada masa yang lalu. Salah satu misi studi WPU yang pej
nulis sajikan ini adalah menggugah kesadaran akan art
pentingnya WPU sebagai penentu kondisi kehidupa® P
kotaan yang akan datang, sehingga sedini mungkin konsep
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tata ruang yang sejalan dengan konsep Sustainable deypj,
ment dapat dirumuskan.

Konflik pemanfaatan lahan dalam lingkup temporai
merupakan perbenturan kepentingan saat tertenty dengan
kepentingan saat yang lain yang secara khusus merupakan
perbenturan kepentingan masa laly dengan masa sekarang,
masa lalu dengan masa akan datang dan magga sekarang
dengan masa yang akan datang. Sebenarnya beberapa
contoh terkait dengan konflik pemanfaatan lahan dalam
dimensi temporal secara implisit telah dikemukakan, hanya
belum mendapat penjelasan secara khusus terkajt dengan
kepentingan masa sekarang dan masa yang akan datang.
Kebutuhan ruang akan permukiman maupun kebutuhan
non-permukiman di daerah perkotaan akan selaly mening-
katdari tahun ke tahun sejalan dengan meningkatnya jumlah
penduduk dan kegiatan sosial, ekonomi, budayadan politik.
Sementara itu, ketersediaan ruang di dalam kota untuk
mengakomodasikan kenaikan tuntutan akan ruang per-
mukiman dan kegiatan tersebut sangat terbatas atau makin
menurun dan bahkan di beberapa kota sudah hilang.
Akibatnya adalah pengalihan perhatian penduduk maupun
fm‘gﬁ‘i“ful'lgsi kekotaan tidak lagi di dalam kota namun di
Wy, khususnya pada bagian-bagian wilayah yang ber-
dekatan dengan kota. Makin dekat dengan lahan terbangun
akan makin intens pembangunan fisik untuk per mukix.nan
Maupun fungsi-fungsi kekotaan. Hal ini mengindﬂ(aSﬂfan
adanya tuntutan ruang yang semakin besar ke arah bagian
Wilayah yang mendekati lahan kekotaan terbangun.

Oleh karena sebagian besar WPU adalah lahan terbuka
Yang semakin menjauhi kota semakin banyak lahan terbuka-
"3, maka seolah-olah ketersediaan lahan terbangun untuk
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memenuhi kebutuhan akan ruang permukiman dan fungs;
kekotaan yang meningkat selalu akan dapat terpenuhj Pen-
dapat seperti ini semestinya perlu diubah, karena setiap per.
ubahan pemanfaatan lahan selalu akan menimbulkan kon-
sekuensi-konsekuensi keruangan dalam dimens;j sosial,
ekonomi, budaya dan politik di masa yang akan datang.
Pemenuhan kebutuhan masa kini berarti menyelesaikan
masalah kekinian, namun belum tentu membawa démpak
yang baik untuk masa yang akan datang. Kemampuan prog-
nostasi atau visioner seperti inilah yang diharapkan selaly
dimiliki oleh pembuat dan penentu kebijakan tata ruang.

«~3Sebagai contoh konflik pemanféatan lahan dalam
dlmgpfu témé:o;rgl adalah konversi lahan pertanian subur,
produktif dan beririgasi teknis menjadi lahan non-pertanian
di WPU. Sebenarnya di dalamnya menyiratkan adanya
konflik antara waktu sekarang dan waktu yang akan datang
baik dalam level lokal, regional dan bahkan nasional, namun
berhubung kemampuan prognostasi perkembangan wila-
yah tidak dimiliki oleh setiap pembuat dan penentu kebijak-
an spasial/ keruangan, maka hal tersebut nampak terabai-
kan.

Sebagai contoh yang konkret adalah kasus di Indone-
sia. Seperti diketahui, sejalan dengan meningkatnya jumlah
penduduk baik di daerah perkotaan maupun di daerah per-
desaan akan selalu diikuti oleh makin meningkatnya ke-
butuhan bahan pangan. Kenyataan menunjukkan bahwa
lahan-lahan pertanian subur, produktif dan beririgasi teknis
yang terletak di WPU kota-kota dj pulau Jawa dan beberapa
“ofa diluar pulau semakin menyusut akibat dikonversikan
menjadi lahan non-pertanian. Di satu sisi sumber daya lahan
yang merupakan sumber daya vital untuk penghasil bahan
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pangan semakin berkurang yang berarti semakin ber-
xurangnya kemampuan menghasilkan pangan dan hal-in;
perarti semakin berkurangnya produksi pangan yang dapat
dihasilkan oleh sumber daya sendiri, namun di sisi lain ter-
lihat adanya peningkatan tuntutan yang makin meningkat
akan kebutuhan bahan pangan.

Dalam dimensi masa sekarang kebutuhan akan bahan
pangan masih dapat terpenuhi namun akibat makin me-
lebarnya kesenjangan antar-kemampuan menghasilkan
pangan dan tuntutan bahan pangan di masa yang akan
datang maka ancaman terhadap ketahanan penyediaan
pangan pada masa yang akan datang secara nasional akan
semakin krusial. Di sinilah letak konflik pemanfaatan lahan
yang telah mengakibatkan konflik temporal antara kepen-
tingan masa sekarang dengan kepentingan masa yang akan
datang. Dengan kondisi seperti ini, maka tindakan apa yang
harus dilakukan untuk menghindari konflik temporal dan
spasial atau setidaknya meminimasikan dampak konflik
yang semakin besar? Dengan demikian, apakah pemerintah
harus melarang setiap bentuk konversi pemanfaatan lahan
dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian? Oleh
karena terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan
non-pertanian berada di WPU, maka suatu kiat manajemen
spasial dalam lingkup konsep pembangunan berkelanjutan
harus tetap dan selalu diacu dalam setiap pembuat kebijak-
an keruangan. Pembahasan yang komprehensif telah pe-
nulis paparkan dalam buku yang berjudul Manajemen Kota:
Perspektif Spasial yang diterbitkan oleh Penerbit Pusjtaka
Pelajar. Untuk menghindari pengulangan uraian yang tidak
Perlu, maka penulis menyarankan untuk membaca buku
tersebut.
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Salah satu contoh lain dalam level regional yang dapat
dikemukakan di sini adalah perubahan wilayah yang ber-
fungsi sebagai wilayah resapan menjadi bangunan tertent,
yang tidak menunjang akan fungsi resapan tersebut. Wij,-
yah yang semula diperuntukkan menjadi lahan resapan
namun kemudian digunakan sebagai lahan permukiman
atau lahan non-pertanian lainnya telah kehilangan kemam-
puan permukaan lahannya untuk meresapkan air permuka-
an ke dalam tanah. Untuk kepentingan kekinian dalam ha]
pemenuhan kebutuhan akan perumahan atau fungsi-fun gsi
lain dapat terpenuhi namun untuk kepentingan keseim-
bangan ekologi masa depan jelas akan mengalami gangguan
yang sangat signifikan yang dalam hal ini dapat termani-
festasikan dalam bentuk makin banyaknya run-off yang
mengakibatkan makin besarnya banjir, makin luasnya daerah
yang terkena banjir di daerah hilir, makin berkurangnya
kuantitas air tanah, makin banyaknya longsor lahan di daerah
yang makin berkurang vegetasinya dan lain sejenisnya.

Kondisi masa depan, sebenarnya dapat dipahami dari
akibat-akibat terganggunya keseimbangan ekologis yang
muncul saat ini sebagai akibat ulah manusia sendiri dalam
memanfaatkan lingkungannya pada masa yang lalu. Ke-
salahan pemanfaatan lingkungan yang ada pada saat sekarang
jelas akan mengakibatkan dampak negatif yang mungkin
sama atau bahkan semakin besar pada masa yang akan
datang karena intensitas perubahan lingkungan yang terjadi
juga semakin besar.

Daerah-daerah seperti dicontohkan di atas antard lain
WPU kota Jakarta bagian selatan, WPU kota Bandung
bagian utara, WPU kota Yogyakarta bagian utara. Perubahan
bentuk pemanfaatan lahan di wilayah—wilayah tersebut
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sebenarnya memendam konflik kepentingan antara masa
kini versus masa depan. Oleh karena wilayah—wﬂayah ter-
sebut sebagian telah berubah fungsinya dan sebagian yang
Jain masih menampilkan fungsi sebenarnya, maka perlu ada
kebijakan spasial yang bersifat kuratif/ remedial/ rehabili-
tatif untuk bagian-bagian yang telah berubah fungsinya dan
kebijakan spasial yang bersifat preventif untuk bagian-
bagian yang masih dapat diselamatkan.

Kebijakan preventif antara lain dengan zoning regula-
tions yang berwujud sebagai development moratoria pada
bagian-bagian tertentu sehingga bagian WPU yang masih
menampilkan fungsi resapan misalnya, masih dapat disela-
matkan. Untuk maksud ini, inventarisasi ruang terbuka
yang masih tersisa harus secepatnya dilakukan tanpa di-
tunda-tunda lagi agar sebaran keruangannya dapat diiden-
tifikasi. Proses konversi bentuk pemanfaatan lahan mem-
punyai rentang waktu dalam bilangan hari saja, sehingga
apabila datangnya peraturan memakan waktu yang lama
dikhawatirkan akan terlambat dari akselerasi konversi yang
semakin intensif dan akhirnya peraturan yang telah di-
rumuskan tidak akan bermanfaat dan berfungsi lagi. Setelah
diketahui secara pasti mengenai sebaran keruangan lahan
terbuka ini, maka secara selektif dapat dirumuskan menge-
nai fungsi masing-masing lahan terbuka, apakah berfungsi
ekologis, pendidikan, rekreasi, produktif, organisasi spasial
dan lain sebagainya sebagaimana telah dibahas pada bagiaIT
depan. Setelah itu baru ditetapkan sebagai lahan konservasi
atau preservasi yang mempunyai kekuatan hukum.

Bagi bagian-bagian WPU yang sudah terlanjur men]adi-
lahan terbangun memang ada dua hal yang perlu dicermati
terlebih dahuly yaitu apakah bagian tersebut bertentangan
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dengan peruntukan ruang dalam tata-ruang atay sejal

dengan peruntukan ruang yang sudah ditetapkan glep, taatn
ruang. Pada bagian-bagian yang kondisi pemanfaatap, 1ahaa
yang eksisting bertentangan dengan peruntukan ruann
dalam tata ruang, ada dua opsi yang dapat diambj] Vaity
toleransi atau non-toleransi. Kebijakan yang toleran adalah
kebijakan spasial dengan pertimbangan tertenty masih
mengijinkan keberadaan bangunan yang sudah terlanjyr
berada pada bagian yang sebenarnya bertentangan dengan
peruntukan ruang. Kebijakan non-toleran adalah kebijakan
spasial yang sama sekali tidak mengijinkan setiap bentyk
pemanfaatan lahan yang bertentangan dengan ketetapan
peruntukan ruang seperti yang telah dirumuskan dalam tata
ruang. Pemilihan kebijakan mana yang akan diambil sangat
dipengaruhi oleh variasi kondisi lingkungan lokal. Sebagai
contoh adalah adanya bangunan permukiman yang sudah
berdiri/sudah berada di wilayah tertentu sebelum ada per-
aturan atau ketetapan bahwa daerah tersebut kemudian di-
tetapkan sebagai daerah konservasi dan preservasi mestinya
harus diberlakukan berbeda dengan bangunan permukiman
yang dibangun setelah ketetapan zoning tersebut. Bangunan
yang sudah terlanjur berdiri mungkin tidak perlu digusur
namun diharuskan untuk membuat sumur resapan sehingga
air hujan yang berasal dari bangunan tersebut dapat masuk
semuanya dalam sumur resapan. Hal ini didasarkan pada
pemahaman bahwa pembangunan permukiman tersebut
bukan merupakan kesalahan pembangunnya, namur i
bila tetap digusur, maka pemberian ganti rugi yans dis
pakati harus dilaksanakan. Namun untuk bangunan yans
dibangun sesudah berlakunya ketetapan z0 ing, ma:;;
bangunan tersebut layak untuk digusur atas risikoyas™

tanggung oleh pembangun. =
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ienijakan Spasial WPU

7.1 Pendahuluan

RUANG selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu
sejalan dengan dinamika pertumbuhan penduduk dan
fungsi-fungsi. Setiap perubahan dapat mengarah menuju
ke suatu keadaan yang dianggap menguntungkan maupun
dapat mengarah ke suatu kondisi yang dianggap tidak meng-
untungkan. Secara umum pengertian menguntungkan dan
tidak menguntungkan selalu dikaitkan dengan peri ke-
hidupan manusia dan secara khusus diartikan sebagai ke-
sejahteraan manusia. Dengan kemampuan intelektualnya,
manusia seharusnya mampu mengenali suatu perubahan
dan kecenderungan arah perubahan apakah suatu perubah-
an akan menuju ke suatu kondisi yang menguntungkan
ataupun merugikan. Atas dasar inilah manusia dapat meng-
ambil kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengelola setiap
bentuk perubahan ruang agar menuju ke arah yang diharap-
kan atau bentuk perubahan yang bersifat menguntungkan/
positif/kondusif menuju ke arah yang ideal sesuai dengan
Visi pembangunan yang telah dirumuskan. Untuk me-
fumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan
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upaya manajemen spasial di WPU perly diid&::ltiﬁkas'
masalahan yang muncul di dalamnya terkait dengan i
jemen spasial. Berbagai permasalahan spasia] Yang my, B
tidak selalu dipicu oleh kondisi eksisting spasial semm
namun juga dapat berawal dari permasalahap ekonoata,
sosial, budaya dan politik di wilayah yang berSangkui:l’
(internal) maupun dari wilayah lain (eksternal). Tidak Sernun
permasalahan kehidupan di WPU akan dikemukaka;
dalam bagian ini namun hanya permasalahan yang secar,
khusus terkait dengan prospek WPU sebagai wilayah py,.
urban atau wilayah yang pada masa mendatang akap men-
jadi wilayah urban.

Beberapa permasalahan khusus atau hal-hg] yang
merupakan dampak negatif yang muncul di Wpy akibat
dinamika kehidupannya adalah (1) konversi lahan tidak fer.
kendali; (2) densifikasi bangunan tidak terkendali (3)
maraknya gejala spekulasi lahan; (4) menurunnya produksi
dan produktivitas lahan; (5) meningkatnya polusi udara;
(6) meningkatnya polusi air, (7) meningkatnya polusi tanah;
(8) meningkatnya polusi sosial; (9) hilangnya pekerjaan
petani; (10) terdepaknya petani ke tempat yang jaub; (11)
dekohesivitas sosial; (12) berkurangnya kemampuan me-
resapkan air permukaan; (13) hilangnya populasi satwa ter
tentu; (14) berkurangnya ruang terbuka hijau; (15) be-
kurangnya jenis tumbuhan tertentu; (16) meningkatnya per
kehidupan konsumeristis.

Oleh karena hal tersebut sudah dikemukakan pads
bagian depan, maka pada bagian ini hanya akan mengung’

: kan
kapkan mengenai beberapa upaya yang dapat dilaksana 'y
'terkait dengan upaya manajEmennya : Manusia dengan U]a

int engel
mampuan intelektualnya sebenarnya mampu mené
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b proses perubahan lin.gkt_mgan kehidupannya sehingga arah
. perubﬂhan yang terjadi dapat menuju ke suatu keadaan
ideal yang didambakan. Keadaan ideal mansz dalam bahasa
j modern diberi istilah visi pembangunan. OJeh karena dalam
proses perubahan kehidupan yang terjadi pada saat inj,
manusia dihadapkan pada sesuatu produk perubahan yang
bertentangan dengan visi, sejalan dengan visi atay bary
pada tataran hal yang diarahkan pada pencapaian visi, maka
upaya pengelolaan yang dimaksudkan gelalu terkait dengan
tiga realitas yang tersebut.
| Secara garis besar, upaya manajemen di WPU dapat
" digolongkan merijadi 3 kategori, yaitu (1) upaya-upaya pen-
' cegahan (preventive policies), yaitu upaya manajemen spasial
yang bertujuan untuk menghindarkan bagian tertentu dari
| WPU terkait dengan gejala konversi lahan yang menuju ke
arah kondisi bertentang dengan visi; (2) upaya-upaya pe-
mulihan (curative policies), yaitu upaya pengelolaan spasial
pada bagian-bagian WPU yang saat ini telah berada pada
kondisi yang sudah terlanjur terjadi dan bertentangan dengan
visidan (3) upaya-upa ya pengembangan (developmental poli-
cies), yaitu upaya pengelolaan spasial pada bagian-bagian
WPU yang pada saat sekarang belum berkembang namun
Pada saat yang akan datang akan diproyeksikan menjadi
Peruntukan tertentu yang sesuai dengan visi yang telah di-
rumuskan.

7.2 Kebijakan Pencegahan (Preventive Policies)

Oleh karena WPU adalah jalur wilayah yang berada di
sekitar kota sampai dengan batas wilayah yang sepenuhnya
bersifat kedesaan, maka wilayah ini jelas menampilkan pek:
Masalahan lingkungan (abiotik, biotik, sosial, ekonomi,
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budaya) yang terkait dengan peri kehidupan kedesaan di
satu sisi dan kehidupan kekotaan di sisi yang lain Dj
samping itu, WPU atau Wilayah Peri Urban juga bermaky,
sebagai Wilayah Pra Urban, yaitu wilayah yang nantinya,
pada masa yang akan datang, biar lambat atau cepat, akan
menjadi wilayah yang sepenuhnya bersifat kekotaan. Belajar
dari masa yang lalu, khususnya untuk kota-kota di Indope.
sia, ternyata pada saat ini telah menghasilkan produk kota-
kota dengan sifat kekotaan yang sebagian besar kalau tidak
malah nyaris semuanya, mengarah pada deteriorisasi ling-
kungan. Dalam perkembangannya, kota-kota di Indonesia
semenjak awal berdirinya tidak mempunyai perangkat pe-
rencanaan yang jelas, berkekuatan hukum sehingga seolah-
olah pemerintah bertindak laissez-faire. Walaupun kemudian
ternyata terjadi proses segregasi permukiman dan kegiatan
ekonomi/perdagangan, namun hal tersebut terjadi sebagai
akibat proses “alami” (dalam tanda petik), atau persaingan
bebas antara fungsi-fungsi yang ada di dalam wilayah per-
kotaan. Dalam hal ini pemerintah tidak campur tangan atau
belum campur tangan.

Sebagaimana terciptanya kawasan perdagangan di
pusat kota, sebagai contoh, pada awalnya memang terjadi
site selection oleh fungsi perda gangan atau bisnis yang men-
cari bagian-bagian yang dianggap mempunyai tingkat
aksesibilitas paling tinggi, karena bagian ini men; anjikan
banyaknya pelanggan terhadap kegiatannya, dan berkem-
bang atau tidaknya fungsi tersebut sangat ditentukan oleh
banyak sedikitnya pelanggan. Makin tinggi pelanggan yans
datang (karena mudah mengaksesnya), maka makin tingg!
kemungkinan berkembang usaha tersebut dan begitu pie
sebaliknya. Hal ini sangat berbeda dengan bagtan yaie
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" empunyai aksesibilit.as rendah. Sebagai akibatn
bagian yang be'erakse51bilitas rendah akan ditempati oleh
fungsi residential yang tidak membutuhkan aksesibilitas
yang tinggi- Pad'a kenyataannya, tinggi rendahnya akses;-
pilitas dapat tercipta karena faktor alami semata atau karena
faktor campur tangan pemerintah semata (perencanaan)
atau keduanya.

Kebijakan pencegahan yang mendesak untuk dj-
laksanakan di WPU kota-kota di Indonesia saat inj adalah
(1) kebijakan pencegahan terhadap hilangnya lahan pertani-
an subur, produktif dan beririgasi teknis yang tidak terken-
dali, (2) kebijakan pencegahan terhadap hilangnya lahan ter-
buka, lahan bervegetasi, lahan belum terbangun selain lahan
pertanian SPT dan (3) kebijakan pencegahan terhadap ter-
jadinya pemadatan permukiman yang tidak terkendali.
Kedua hal tersebut menjadi prioritas untuk penanganan
karena dampak yang ditimbulkannya sangat mengkha-
watirkan tidak hanya dalam skala regional namun terhadap
kepentingan nasional pada masa yang akan datang.

yabagian-

7.2.1 Kebijakan Preventif terhadap Hilangnya Lahan
Pertanian Subur, Produktif dan Beririgasi
Teknis yang Tidak Terkendali

Mengapa proses hilangnya lahan pertanian subur, pro-
duktif dan beriri gasi teknis (lahan pertanian SPT) tidak
hanya perlu tetapi harus diprioritaskan? Pada saat ini bangsa
Indonesia dihadapkan pada suatu keadaan yang sangat
krusial, yaitu adanya gejala pengurangan luas lahan sebagai
Sumber daya pertanian yang vital, khususnya pengurangan
lahan pertanian yang subur, produktif dan beririgasi teknis
dan gejala ini berjalan terus-menerus tanpa terkendali. Hal
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ini berarti bahwa kemampuan menghasilkan bahap pan
semakin berkurang, khususnya padi. Di sisi lain, ijgi;n
penduduk selalu meningkat dan hal ini berart; bahyw
tuntutan akan bahan pangan juga meningkat darj tahun k:
tahun. Pada saat ini saja kemampuan untuk memenyp; s
butuhan konsumsi bahan pangan dalam negeri day; pie
duksi dalam negeri tidak dapat sepenuhnya dipenuhj .
lagi untuk masa yang akan datang. -

Sebagai ilustrasi mengenai penurunan lahan pertanjay
di Indonesia berikut ini beberapa data yang telah dikemyka-
kan di berbagai media masa. Dua puluh tahun yang laly,
Departemen Pertanian sudah mengemukakan bahws
sampai dengan akhir abad 21, lahan pertanian produktif,
subur dan beririgasi teknis yang hilang akan mencapa;
2.400.000 hektar. Sementara itu Goeswono Supardi (1987)
seorang pakar dari Institut Pertanian Bogor justru mem-
punyai perkiraan yang jauh lebih tinggi dari jumlah yang
dikemukakan oleh Departemen Pertanian, yaitu sekitar
2.800.000 hektar lahan pertanian SPT akan hilang sampai
dengan akhir abad 21 (Harian Kompas, 20 Juli 1987). Antara
tahun 1999 sampai dengan 2002 saja telah tercatat bahwa
pengurangan lahan pertanian adalah 110 hektar dan me-
nurut Badan Pertanahan Nasional, luas lahan pertanian
yang terkonversikan menjadi pemanfaatan ]lahan non-per-
tanian adalah 35.000 hektar tiap tahun. Sementara itu kf-"
butuhan beras penduduk Indonesia pada tahun 2007 saJd
tercatat 32,97 juta ton. Dengan mempertimbangkan kenaik-
an jumlah penduduk Indonesia sampai dengan tahun 203[1',
diperkirakan bahwa pada tahun itu kebutuhan konsums!
beras akan mencapai 59 juta ton (Harian Kompas, 3 Maret
2008). Dengan demikian maka kekurangan kebutuh?!
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pahan pangan tersebut hanya akan terpenuhi dengan import
beras yang semakin lama akan semakin besar karena selama
ini upaya untuk mencetak sawah-sawah baru belum nampak
ada hasil yang berarti atau memang belum dikerjakan dan
upaya tersebut seharusnya merupakan prioritas pemba-
ngunan yang tidak dapat ditunda-tunda. Hal ini sebenarnya
mengindikasikan bahwa pihak-pihak yang mempunyai ke-
wenangan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat tidak
mempunyai kemampuan pemikiran yang visioner untuk
itu dan khususnya dalam pembangunan wilayah.

Import bahan pangan yang terus-menerus dan semakin
sesar mengindikasikan ancaman yang serius yang semakin
besar terhadap ketahanan pangan nasional. Pada masa di
mana kondisi moneter nasional dan keamanan transportasi
laut terjamin, maka upaya import bahan pangan dari luar
negeri bukan menjadi permasalahan yang berarti, namun
dalam kondisi yang sebaliknya, maka upaya pemenuhan
bahan pangan dalam negeri akan menjadi sangat krusial.
Hal tersebut adalah merupakan jurus terakhir apabila
upaya-upaya yang bertujuan untuk menyelamatkan lahan
pertanian SPT sudah tidak dapat dilaksanakan lagi. Keada-
an saat ini sebenarnya masih menunjukkan adanya kesem-
patan untuk menyelamatkan lahan-lahan pertanian SPT
yang tersisa, sambil mengupayakan kebijakan untuk men-
cari lahan-lahan baru di luar Jawa yang mempunyai potensi
untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian, khususnya
tanaman pangan. Terlepas dari hal tersebut, upaya diversifi-
kasi bahan pangan, rekayasa biologi memang harus tetap
diusahakar_l sebagai penunjang lainnya dalam mengatasi
atau mengurangi besarnya ancaman terhadap ketahanan
Pangan nasional.
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Sebagai contoh upaya preventif untuk penyelam
lahan-lahan pertanian telah dilaksanakan oleh pemer;:an
Amerika Serikat dan Canada. Hal ini bermula dar; kepEdelh
an para pakar lingkungan berkenaan dengan gejala 620 i-
bangan fisikal kota yang tidak terkendali dan memapll:l;
Jahan-lahan pertanian prima di bagian WPU. Suara-sug,
para pakar lingkungan tersebut direspons sangat positf oleh
para pembuat dan penentu kebijakan dalam hal ini pepe.
rintah negara-negara bagian atau provinsi yang telah menjp.
dak lanjuti kepedulian akan hilangnya lahan pertanjay
prima tersebut dengan membuat peraturan-peraturan ter-
tentu untuk menyelamatkan lahan-lahan pertanian prima
yang masih ada. Pada awalnya wacana untuk melindungi
dan menyelamatkan lahan pertanian prima tersebut di
Negara tersebut menimbulkan dua pendapat yang berbeda
yaitu pendapat yang setuju (pro) dan pendapat yang tidak
setuju (kontra).

Beberapa alasan yang dikemukakan baik oleh mereka
yang setuju dan yang tidak setuju sangat masuk akal untuk
negara besar tersebut. Pendapat yang setuju (protagonist) me-
ngemukakan bahwa hilangnya lahan pertanian yang terjadi
tidak terkendali dan terus-menerus akan mengancam ke-
tahanan pangan nasional, sehingga perlu dilindungi. Per-
dapat yang tidak setuju (antagonist) mengemukakan alasat
bahwa hal tersebut tidak perlu mengkhawatirkan karen2
cadangan lahan yang belum dikembangkan dan dapat d
kembangkan menjadi lahan pertanian baru masih CUkuR
banyak tersedia, sehingga dengan kemampuan ekonomi
yang kuat dan tingkat teknologi yang tinggl hal tefS‘-’bf
dapat diatasi dengan cara yang relatif mudah. Namu? den:q
kian ternyata pada akhirnya tercapal kesepakatan bahw:
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selama masih terd.apat kesempatan untyk menyelamatkan
Jahan pertanian prima, rna‘ka upaya untuk melindungi lahan
p ertanian prima yang r.l’-1351h tersisa sebaiknya dilaksanakan,
Dinegara tersebut kebijakan penyelamatan lahan pertanjan
prima dilaksanakan dengan dua cara yaitu mengandalkan
law enforcement dan voluntary policies. Hal in; dilaksanakan
atas dasar pertimbangan menjunj ung tinggi hak azasi indi-
vidu atau kebebasan untuk memperlakukan propertinya dj
satu sisi serta mengakomodasikan kepentingan nasional di
sisi yang lain. Pada hakikatnya setiap individy mempunyaj
kebebasan memperlakukan lahan miliknya, namun dalam
koridor mendahulukan kepentingan nasional. Ha] yang
sangat menarik dikemukakan adalah adanya apresiasi yang
tinggi dari pemerintah kepada pemilik lahan terhadap hak
kebebasan membangun, namun apabila lahan yang bersang-
kutan terpaksa harus masuk di dalam lahan konservasi dan
preservasi yang mempunyai kekuatan hukum, maka pe-
milik lahan akan mendapatkan kompensasi tertentu baik
finansial ataupun fasilitas tertentu yang memadai, jadi tidak
Semata-mata bahwa pemilik lahan terampas haknya.
Contoh Law Enforcement yang diaplikasikan di negara-
negara tersebut antara lain: Agricultural Zoning. Teknik ini
menetapkan ketentuan bagian tertentu dari WPU yang di-
Peruntukkan menjadi lahan pertanian yang dilindungi
karena keistimewaan tertentu dan ditetapkan berdasarkan
undang—undang / peraturan yang berkekuatan hukum. Per-
aturan mana mengemukakan bahwa dalam wilayah yang
ditetapkan sebagai wilayah yang dilindungi tidak diPer—
ken?nkan sama sekali mengkonversikan lahan pertanian
Menjadi bentyk pemanfaatan lain. Pelanggaran mana akan
Mendatangkan sanksi yang telah diatur dalam peraturan
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atau undang-undang. Sebaliknya bagi pemilik lahan yan
masuk di dalam wilayah konservasi dan preservas; dai
tetap mempertahankannya dalam bentuk pemanfaatyy,
Jahan pertanian akan memperoleh baik kompensasi it
sial ataupun bantuan-bantuan tertentu yang menunjang k.
giatan pertaniannya antara lain bantuan tenaga ahlj pe-
nyuluh pertanian, kemudahan memperoleh sarana pro-
duksi, keringanan pembayaran pajak dan lain sejenisnya,
Memang dalam hal ini ada dua macam bentuk pelaksanaan
Agricultural Zoning, yaitu Perma nent Agricultural Zoning dan
Temporary Agricultural Zon ing.

Permanent Agricultural Zoning menetapkan ketentuan
yang diberlakukan sepanjang masa oleh karena pertimbang-
an lingkungan tertentu. Dalam hal ini, oleh karena pemilik
lahan telah terampas hak membangun di atas lahan yang
terkena peraturan zoning tersebut, maka mereka mendapat-
lan suatu hak istimewa yang disebut sebagai Transfer of
Development Rights (TDR). Secara harfiah istilah ini berarti
mengalilikan hak membangun, artinya bahwa pemilik lahan dalom
kawasan konservasi dan preservasi boleh mengalihkan hak mem-
bangunnya ke kawasan lain yang tidak terkena peraturan zoning
atau menjualnya ke pihak lain. Hak membangun yang telah
dialihkan ke lahan miliknya di kawasan lain akan memberi-
kan keistimewaan lebih pada bidang lahan miliknya. 5€-
bagai contoh kalau semula di kawasan tersebut ada ketenfu-
an membangun dua tingkat, maka pada persil bersangkutan
dapat diberi keistimewaan membangun tiga tingkat atal
keistimewaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Harga jual hak membangun sangat bervariasi sebagaiman®
bervariasinya harga lahan itu sendiri.
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Dalam hal temporary agricultura] 201ing dengan sendjri-
nya akan berbeda den.gan permanent agricyltyyal zoning. Oleh
karena ketentuéfn zoningya adalah sementara, maka transfer
of development rights yang l"‘fr sifat permanen tidak dapat di-
miliki, namun kompensasi finansial atay bantuan teknis Jain
yang menunjang kegla-tan pertanian tetap akan dimilik; oleh
pemih'k lahan. Pengertian sementara (temporary) sangat ber-
variasi dapat dalam jangka lima tahun, sepuluh tahun, dua
puluh lima tahun dan sebagainya.

Voluntary Policies adalah kebijakan atau kebijakan yang
dilakukan untuk menetapkan bagian WPU tertenty menjadi
kawasan konservasi dan preservasi atas dasar inisiatif pe-
milik lahan. Kesepakatan warga kemudian diusulkan pada
pemerintah untuk menetapkannya sebagai kawasan konser-
vasi dan preservasi. Kesadaran yang muncul dari pa guyub-
an pemilik lahan pertanian untuk tetap mempertahankan-
nya dalam bentuk pemanfaatan lahan pertanian mendapat
apresiasi pemerintah yang tinggi dalam berbagai kemudah-
an seperti telah disebutkan di atas. Zona yang diusulkan
oleh peguyuban pemilik lahan pertanian di kawasan ter-
tentu dalam blok yang kompak tersebut dikenal dengan
istilah Agricultural Districting. Dalam hal ini pemilik lahan
akan memperoleh kemudahan-kemudahan tertentu atau
kompensasi finansial tertentu sebagaimana dalam wilayah
yang masuk ke dalam Agricultural Zoning. Apabila dalam
Agricultural Zoning terdapat sanksi tertentu atas pelanggaran
Mmengubah bentuk pemanfaatan lahan, maka dalam Agri-
culturgl Distr:’cting tidak ada sanksi tertentu yang dikenakan
Pada pemilik lahan apabila mereka mengubah atau meng-
Konversikan bentuk pemanfaatan lahannya menjadi bentuk
Pémanfaatan lahan non-a graris, hanya keistimewaan yang
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diperoleh sebelumnya akan dicabut dan hal tersebyt dalam
beberapa hal telah memberatkan pemilik lahan kareng ke-
tentuan besarnya pajak akan berubah sama sekalj.

Di dalam kawasan Agricultural Districting Penentuan
besarnya pajak didasarkan pada hasil pertaniannya sematy
atau Agricultural Based Assessment (ABA), namun Pada saat
perubahan dilaksanakan, maka penentuan besarnya pajak
akan didasarkan pada Urban Based Assessment (UBA). Besar-
nya pajak atas dasar ABA jauh lebih rendah dari UBA,
karena UBA didasarkan bukan pada hasil pertanian namuyp
pada harga pasaran lahan yang berlaku (market land price).
Perbedaan ini sangat terasa pada bagian WPU yang dekat
dengan kota atau dekat dengan lahan kekotaan terbangun,
sehingga banyak pemilik lahan yang cenderung tetap mem-
pertahankannya dalam bentuk pemanfataan lahan pertani-
an sebelum ada pertimbangan yang sangat kuat untuk
mengalihfungsikan bentuk pemanfaatan lahannya menjadi
bentuk pemanfaatan lahan non-agraris. Harga pasaran lahan
di bagian WPU yang dekat dengan kota telah terjadi pe-
lonjakan atau tingkat kenaikan yang sangat cepat karena
banyaknya permintaan akan lahan baik untuk permukiman
maupun untuk fungsi-fungsi kekotaan. Hal ini terjadi baik
di negara maju maupun di negara berkembang.

Di Indonesia komitmen untuk melindungi lahan per-
tanian SPT sebenarnya sudah ada dan hal ini terbukti pada
setiap program perencanaan yang dirumuskan oleh peme-
rintah pusat sebagai pedoman perencanaan daerah dan
kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan perencanaan
daerah selalu ada pernyataan untuk melindungi lahan per-
tanian SPT. Namun, dalam kenyataannya upaya konkr ‘?t
yang mempunyai kekuatan hukum belum terlihat direali-
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asikan bahk:’.m cender:ung terabaikan. Sampai saat in; telah,
edang terjadi konversi bentuk pe-manfaatan lahan pertanian
opT menjadi bentuk non-pertanian. Apabila tidak adanya
rogram aksi yang konkret (concrete action programs) kon-
sersi bentuk pemanfaatan lahan pertanian SPT akan terys
perlanjut.

Secercah harapan muncul bahwa hal tersebut muylaj
memperoleh perhatian di mana sebuah RUU untuk me-
lindungi lahan pertanian akan dibahas di DPR yang di-
harapkan pada pertengahan tahun 2008 institusi terhormat
ini mampu merampungkan pembahasan tersebut, namun
setelah mampu merampungkan pembahasan mengenai
RUU Pemilu (Kompas, 3 Maret 2008). Pada awalnya Depar-
temen Pertanian sudah mempersiapkan apa yang disebut
sebagai RUU Perlindungan Lahan Pertanian Abadi (RUU
PLPA), namun kemudian atas dasar pertimbangan tertentu
diganti dengan RUU Perlindungan Lahan Pertanian Berke-
lanjutan (RUU PLPB). Pada masa yang akan datang Undang-
Undang tersebut diharapkan akan menjadi payung hukum
bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menentukan tata
ruang wilayah di setiap daerah dan mempunyai kekuatan
hukum. Hal tersebut ternyata telah mulai dirintis oleh Peme-
rintah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogya-
karta dengan memasang rambu-rambu/ peringatan/pem-
beritahuan yang dipancangkan pada bagian tertentu dari
blok lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan per-
lindungan pertanian (Gambar 7.1). Suatu kebijakan yang
Sangat pantas untuk dihargai dan mencerminkan adanya
Pandangan yang visioner bertanggung jawab terhadaP
8enerasi masa kini dan masa mendatang. Semoga pember-
tahuan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang manu-
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siawi dan tidak hanya sekadar terbatas pada himbauyan saja,
Ungkapan yang tertera dalam pengumuman terseby;
adalah sebagai berikut:

3 B e it e b LS g b A8

Gambar7.1  Larangan Konversi Lahan Pertanian di Kabupaten Slemar
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
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Apabila pengumuman tersebut hanya bersifat himbag.
o semata, maka hal tersebut tidak menjamin kelestarian
eberadaan lahan pertanian SPT, namun apabila peng-
4muman tersebut mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat, jelas akan mampu melestarikan lahan pertanian
GPT. Ada pertanyaan lain yang muncul berkaitan dengan
kebijakan tersebut yaitu mengenai batas waktu larangan ter-
sebut, apakah bersifat sementara waktu/ periode tertentu
ataukah bersifat abadi dalam pengertian selamanya. Bagai-
mana halnya dengan kasus seseorang yang hanya memiliki
Jahan di dalam kawasan konservasi, namun membutuhkan-
nya sebagai situs untuk membangun rumah bagi anggota
keluarga yang membutuhkan? Kasus-kasus seperti inilah
yang menuntut ketentuan yang betul-betul bijaksana atau
dalam ungkapan berkekuatan hukum namun dalam koridor
yang manusiawi. Di sisi lain, hal tersebut juga dapat disoroti
dari dimensi lain, khususnya terkait dengan hak kebebasan
untuk memanfaatkan benda yang menjadi miliknya. Bukan-
kah hal tersebut juga berarti perampasan hak seseorang
untuk membangun? Apabila kasus kedua yang terjadi, maka
tanpa adanya kompensasi tertentu sebagai ganti “rugi” pada
pemilik lahan berarti akan merugikan pemilik lahan dalam
arti telah terjadi perampasan hak membangun pemilik
lahan. Berdasarkan hal inilah perlu dicarikan suatu bentuk
solusi yang menguntungkan baik bagi pemilik lahan maupun
pemerintah. Hal inilah yang oleh pemerintah Amerika
Serikat telah direalisasikan dalam perangkat peraturan yang
disebut sebagai Transfer of Development Rights.
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7.2.2 Kebijakan Preventif terhadap Lahan Terbuka

Di Indonesia, hal ini akan menimbulkan Pertanyaa,
mengapa hal tersebut perlu dilaksanakan di Wpyy dan ap,
keterkaitannya dengan wilayah perkotaan? Dalap, diskuysi
terdahulu telah dikemukakan betapa pentingnya Ruang
Terbuka Hijau (RTH) di dalam wilayah perkotaan_ Kenyata.
an menunjukkan bahwa kebanyakan kota-kota d; Indone-
sia tidak memiliki Ruang Terbuka Hijau yang memadaj ge.
bagai akibat kalahnya kompetisi pemanfaatan lahan antara
peruntukan untuk RTH dengan peruntukan lainnya dan hg
ini juga mengindikasikan kurangnya kesadaran Pemerintah
akan arti pentingnya RTH dalam sistem kehidupan kekota-
an dalam rangka mencapai pembangunan kota yang ber-
kelanjutan (sustainable city). Akibatnya ada satu hal yang
sangat penting terlewatkan dalam mengantisipasi pem-
bangunan kota yaitu penentuan ruang terbuka hijau yang
berkekuatan hukum. Nampaknya orientasi pembangunan
kota masih menekankan pada pertimbangan ekonomi
semata, padahal dalam mencapai pembangunan kota yang
berkelanjutan paling tidak ada 3 konsideran utama pem-
bangunan (trigonal prism) yaitu (1) pertimbangan ekonomi,
(2) pertimbangan sosial dan (3) pertimbangan lingkungan.
Ketiganya harus mendapat perhatian secara seimbang.
Bahkan dalam perspektif pembangunan kota yang modern
tidak hanya ada 3 konsideran utama pembangunan, namun
ada 5 konsideran utama pembangunan (pentagonal pris)
yang terdiri dari (1) pertimbangan sosial-ekonomi, sosial
kultural, (2) pertimbangan organisasi, (3) pertimbangan
finansial, (4) pertimbangan teknologikal dan (5) pertimbang-
an ekologikal. Kedua konsep orientasi pembangunan kot2
berkelanjutan tersebut telah dikemukakan secara kompr®”
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ensif pada bagian terdahulu. Kota-ko, telah mengalam
ortumbuhan yang sangat cepat baik secara fisikal may unl
skonomi sejal-an dengan ;.)erl-umbuhan penduduk danpke.
gatannya sehingga dinamika perubahan bentuk pemangaay.
on lahannya juga berjalan dengan cepat pula. Sementara
ity datangnya konsep tata ruang baru muney] kemudian
sehingga apabila konsep tata ruang tersebut diaplikasikan
akan mengakibatkan biaya sosial (social cost) sangat besar
dan rentan menimbulkan gejolak sosial (socia/ upheaval) yang
3 saniztr :lz):ttra produktif bagi pemerintah kota maupun
~.ma v
Kenaikan penduduk di daerah perkotaan memang
masih cukup besar dan di bagian pinggirannya malah lebih
besar lagi. Apabila dirunut penyebabnya memang banyak
faktor yang berperanan menyumbang terjadinya kenaikan
jumlah penduduk yang besar di wilayah perkotaan maupun
di WPU. Bertambahnya penduduk akan selalu diikuti oleh
meningkatnya ruang untuk permukiman dan meningkat-
nya kegiatan juga akan diikuti oleh meningkatnya tuntutan
akan ruang untuk mengakomodasikan bangunan untuk ke-
giatannya. Bagian WPU yang berdekatan dengan kota mem-
bunyai dayatarik yang sangat besar bagi penduduk dan -
fungsi-h.mgsi sehingga penduduk maupun fungsi-fungsi
yang datang ke WPU yang dekat dengan kota tersebut tidak
han}’ﬂ datang dari daerah perdesaan namun juga mereka
yang berasal darj bagian dalam kota. Di sinilah letak krusial-
E]a bagian WPU dalam hal perubahan bentuk pemanfaatan
an bahwa proses perubahan bentuk pemanfaatan lahan
13; E:;g tildak terkendali akan sangat menyulitkan 'menemukaﬂ
Seban_ .ahan yang luasnya memadai untuk dimanfaatkan
831 Ruang Terbuka Hijau pada masa yang akan datang.
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Atas dasar alasan inilah penentuan peruntukan ba gi Ruan o
Terbuka Hijau Kota yang akan datang harus dipersiapkan
secara arif dan sedini mungkin senyampang masih terdapat
lahan-lahan kosong yang memungkinkan ditunjuk untuk
keperluan tersebut demi masa depan perkotaan yang ber-
wawasan lingkungan.

7.2.3 Kebijakan Pencegahan Densifikasi
Tidak Terkendali

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi kota-
kota negara berkembang adalah terciptanya permukiman
kumuh dan permukiman liar baik permukiman liar yang
kumuh maupun permukiman liar yang tidak kumuh. Sekal;
lagi perlu dikemukakan bahwa wacana permukiman liar
harus dibedakan dengan wacana permukiman kumuh.
Wacana permukiman kumuh mengacu pada kondisi fisik
bangunan maupun lingkungannya, sedangkan wacana me-
ngenai permukiman liar mengacu pada legalitas lahan di
mana bangunan tersebut berada. Permukiman liar (squatter
settlement) adalah permukiman yang dibangun pada lahan
yang tidak legal dalam arti kepemilikan maupun peruntuk-
annya. Dalam wacana sehari-hari atau bagi mereka yang
belum mempelajari secara mendalam mengenai permukim-
an, keduanya saling dipertukarkan satu sama lain atau
bahkan dianggap sama. Hal ini memang wajar muncul,
karena kebanyakan permukiman liar selalu bersifat kumuh
dan yang paling mencolok terlihat adalah kekumuhan ter-

- sebut. Permukiman liar yang kumuh banyak terlihat contoh-
- 'nya di kota-kota besar walaupu'n di kota-kota kecil hal ter-
sebut sudah mulai terlihat gejalanya. Kelompok permukim-
an yang dibangun di sepanjang rel kereta api, di sepanjang
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pantaran sungai adale_ah sebagai contoh Pérmukimap Jj,,
yang sangat _HTUdah diamati, karen, kepadatannya sangat
tinggi, kondisi ba“g‘{“a““)’a Sangat tidak layak, kongs;
lingkungannya juga tidak layak unty Permukiman sert,
berada di atas lahan milik instiys; tertentu atay pihak Jain
yang peruntukannya jelas bukan untyk tempat tingga. per.
mukiman liar seperti itu sangat marak terjadi di kota-kot,
besar. Namun demikian banyak juga terlihat permukiman
liar yang mempunyai kondisi fisik bangunan ba gus bahkan
nyaris luksurius dan bangunan semacam ini banyak ditemy.-
kan di daerah-daerah pegunungan yang peruntukannya
jelas bukan untuk permukiman namun untuk hutan
lindung, daerah konservas; tanah ma upun air. Keberadaan-
nya walaupun berada di lahan milik, namun ditinjau dari
segl tata ruang jelas merupakan permukiman liar, karena
sebenarnya ijin membuat bangunan di atasnya jelas tidak
akan dikeluarkan demi untuk kepentingan wilayah dan
umum yang lebih besar skalanya.

Densifikasi adalah suaty proses bertambah besarnya
tingkat kepadatan ban gunan. Proses pemadatan bangunan
sampai pada batas-batas tertentu justru diperbolehkan
dengan tujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi
Pemanfaatan ruang. Namun demikian, apabila pemadatan
bangunan atau proses bertambahnya bangunan di dalam
Satuan permukiman tertentu terjadi secara terus-menerus
tanpa terkendali maka produk akhir dari sebuah pEfmUkjfn'
Anadalah tingkat kepadatan yang disebut sebagai death po t
(titik kemnqtigy, ). Fase ini juga disebut sebagai saturated point
(ttik je nuh). Tingkat ini merupakan fase klimaks kepadatan

Ngunan di dalam permukiman di mana tidak terdapat
lag; ruang terbyka yang masih dapat dimanfaatkan untuk
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membangunan bangunan tempat tinggal atau kepentingan
publik lainnya.

Fase ini juga merupakan fase klimaks pemanfaatan
ruang dan hal ini tidak boleh dimaknai sebagai kondis;
optimal pemanfaatan ruang. Ditinjau dari banyaknya pen-
duduk yang dapat ditampung dalam ruang tersebut mungkin
dapat dikatakan bahwa pemanfaatan ruang tersebut baik,
namun perlu diingat bahwa di sini terdapat gejala trade-off
antara kemampuan menampung jumlah penduduk dengan
kenyamanan bertempat tinggal serta pertimbangan sosio-
ekologis. Disadari atau tidak disadari telah terjadi suaty
gejala di mana pertimbangan kenyamanan dan sosio-ekolo-
gis telah dikorbankan. Hal ini pada akhirnya akan menim-
bulkan dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan
masyarakat dalam berbagai aspeknya. Akibat pemadatan
yang tidak terkendali tersebut telah memaksa pemerintah
dan masyarakat membayar mahal karenanya dan hal inilah
yang disebut sebagai salah satu bentuk social cost.

Death point telah mengakibatkan tidak terdapatnya
ruang terbuka publik. Di dalam sebuah kawasan permukim-
an, keberadaan ruang terbuka untuk publik adalah suatu
keharusan, walaupun lu asannya tidak terlalu besar. Keber-
adaannya sangat berguna sebagai media bermain /berolah
raga warga, sebagai meeting spot (tempat bertemunya
warga), memberikan udara segar sehingga kesehatan warga
dapat menjadi lebih baik, khususnya generasi muda serta
keakraban warga dapat terjalin lebih baik. Kesehatan masya-
rakat yang baik diharapkan mampu meningkatkan produk-
fivitas masyarakat, karena mereka mampu menciptakan
kegiatan ekonomi produktif yang lebih baik dan akhirnya
kesejahteraan masyarakat diharapkan akan lebih baik pula.
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yang menjad%-bahan pemikiran untyk ditindaklanjuﬁ
Jdalah pentuk kebijakan pencegahan Seperti apa yang dapat
diharapkan untuk mengatasi permasalahan pemadata,
pangunan (uncontroled dfzizs:jicnt:o:r) yang tengah berlang-
sung? Seperti banyak diungkapkan oleh Para pemerhat;
lingkungan bahwa munculnya gejala Pemadatan per-
mukiman adalah sebagai akibat pemadatan penduduk yang
mendiami suatu blok permukiman. Makin banyaknya pen-
duduk disebabkan oleh bertambahnya penduduk karena
kelahiran di satu sisi dan oleh bertambahnya penduduk pen-
datang di sisi yang lain. Lahan-lahan yang masih kosong di
sela-sela bangunan rumah yang ada, kemudian dibangun
rumah baru (infilling development) dan begitu terjadi secara
terus-menerus sampai pada akhirnya tidak tersisa lagi
ruangan kosong di dalam blok permukiman.

Apabila dirunut umbi permasalahan pemadatan per-
mukiman sebenarnya sangat panjang, karena penyebabnya
terkait dengan aspek kehidupan yang kompleks. Masih
tingginya tingkat kelahiran terkait dengan program Ke-
luarga Berencana dan masih tingginya pendatang terkait
dengan faktor pendorong dari daerah asal dan penarik
daerah tujuan. Faktor pendorong terkait dengan kondisi
sosial ekonomi masyarakat perdesaan dan hal ini terkait
dengan lahan di mana petani menggantungkan hidupnya
serta kurangnya perhatian pemerintah dalam memberdaya-
kan mereka dalam kegiatan ekonomi di luar pertanian atau
kegiatan tertenty berbasis pertanian. Makin menciutnya
lahan &arapan keluarga petani karena sistem pewarisan
Yang turun-temurun dan terus-menerus telah menempatkan
golongan Petani dalam posisi sosial ekonomi yang sangat
lemah karen, penghasilannya sangat kecil dan tidak dapat
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untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Makin menine.
katnya harga sarana produksi pertanian dan rendahnfa
harga hasil pertanian menambah kesengsaraan merekj
semakin besar. Kesalahan paradigma pembangunan Masa
lalu yang hanya memperhatikan daerah perkotaan dan
mengabaikan daerah perdesaan menambah jurang lebar gy,
dalam pemisah antara daerah perkotaan dan daerah per-
desaan. Daerah perkotaan nampak sebagai suatu oasis g
padang pasir di saat kehausan mendera yang setelah d-
dekati ternyata hanya fata morgana belaka. Namun dem;-
kian, golongan yang menderita tersebut tetap saja datang
ke kota karena di desa mereka sudah tidak punya apa-apa.

Ungkapan yang menggambarkan masih tingginya
jumlah pendatang dari daerah perdesaan ke kota digambar-
kan sangat bagus oleh Hall dan Pfeiffer (2000) dalam
bukunya Urban Future 21 sebagai berikut:

.1t is lere, in the burgeoning cities of the developing world, that
real challenge lies. For there is a paradox: people are still coning to
those cities, children are being born in those cities, because people
believe that a better life lies in front of them. But in many cases, these
expectations are being cheated and may continue to be cheated. The
disparities of income and wealth, both between cities and within
cities are not decreasing but they are increasing. The quality of
environnent is ot improving; in far too many cases it is deterio-
rating. Crucial natural resources vital to the futiure subsistence of
these people, are not being conserved; and on the contrary despite
solumn coference, tey are actually disappearing...

Dari ungkapan tersebut terdapat beberapa hal yang
memerlukan perhatian yang serius agar permasalahan yang
menyangkut masa depan perkotaan dapat dicermati.
Ungkapan tersebut adalah:
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) cities in developing world;

) people are still coming to those cities;

(3) children are being born in those cities;

() pgople believe that in those cities a better life lies in front of
them;

(5) these expectations are being cheated and may continue to be
cheated;

(6) the disparities of wealth between and within cities;

(7) the quality of environment is not improving but deteriorat-
ing;

(8) natural resources vital to their future life are not conserved:

(9) those natural resources are actually disappearing.

Sungguh merupakan gambaran yang dikemukakan
oleh orang luar terhadap kondisi kota dan wilayah di negara
berkembang termasuk Indonesia yang sangat menyedihkan.
Interpretasi komprehensif ke sembilan ungkapan pokok dari
pernyatan pakar dari negara maju tersebut ternyata sangat
mendalam dan tepat. Pada umumnya pengamatan the out-

- sider akan lebih tajam daripada the insider atau the spectators
tethadap the players. Pengamatan penonton akan lebih baik
daripada pemain itu sendiri.

Butir pertama terkait dengan kota-kota negara berkem-
bang bukan kota-kota di negara maju. Butir kedua mengung-
kapkan adanya gejala migrasi yang masif dari daerah per-
desaan ke kota-kota. Butir ketign menekankan pada masih
tingginya tingkat kelahiran di kota dan salah satu penyum-
bangnya adalah tingginya tingkat kesuburan para migran
yang kebanyakan dalam usia produktif. Butir keempat me-
ngemukakan besarnya harapan dan keyakinan para migran
bahwa di kota mereka akan dapat memperoleh kesejahtera-
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an yang lebih baik. Butir kelima bertitik tolak dari kenyataap
bahwa harapan atau mimpi-mimpi mereka tidak pernah dap
tidak akan pernah terwujud. Butir keenam terkait dengan
adanya ketidakadilan di dalam kota maupun antar-kota
dalam mengakses fasilitas kota. Butir ketujuh menerangkan
adanya gejala penurunan kualitas lingkungan yang salah
satu penyebabnya adalah proses pemadatan yang tidak ter-
kendali. Butir kedelapan terkait dengan keberadaan lahan per-
tanian sebagai salah satu sumber daya alam penghasil bahan
pangan yang tidak pernah dilindungi dan alih fungsi lahan
yang tidak terkendali dan butir kesembilan mengungkapkan
fakta bahwa hilangnya lahan pertanian di WPU terjadi terus-
menerus. Paparan tersebut mengisyaratkan adanya per-
masalahan yang menyangkut skala wilayah nasional dan
lokal terkait dengan terjadinya densifikasi bangunan khu-
su,sﬁa{a _permul_cim@_, di kota-kota.

"‘f -

7 2 3 1 Perspeknf Nasxonal

i DenSLflkasa bangunan di dalam kota tldak terlepas dan
gejala migrasi masif dari daerah perdesaan ke kota-kota dan
masih tingginya tingkat kelahiran di dalam wilayah perkota-
an. Kedua hal ini menyangkut kebijakan makro nasional
terkait dengan kebijakan mencegah terjadinya migrasi masif
di satusisidan kebijakan penurunan tingkat kelahiran, Migrasi
penduduk dari daerah perdesaan ke kota-kota tidak dapat
terlepas dari kondisi kemiskinan yang mendera sebagian
besar petani di WPU dan daerah perdesaan. Beberapa peng-
amat perkembanganﬁwilayah mengemukakan bahwa ter-
jadinya disparitas yang besar antara daerah perdesaan dan
perkotaan disebabkan adanya kesalahan penerapan para-
digma pembangunan masa lalu yang hanya menitikberat-
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kan pada akselerasi industrialigas; yang identik den
pembangunan di kota-kota besar sai
daerah perdesaan terabaikan (Friedman dan Douglas, 1978).
penulis memberi istilah tersebyt sebagai AIDS (Accelerateq
[ndustrialization Development Strategy) yang seharusnya dj-
ganti dengan percepatan pembangunan industrialisasi di
satu sisinamunjuga sejalan dengan percepatan pembangun-
an daerah perdesaan, sehingga tercipta pembangunan yang
berimbang secara proporsional antara wilayah perdesaan
dan wilayah perkotaan. Untuk inj penulis menggunakan
istilah ARIDS (Accelerated Rural and Industrialization Develgp-
ment Strategy) yang diterapkan secara nasioral. Untuk
jangka panjang upaya ini diharapkan mampu memberdaya-
kan masyarakat perdesaan, khususnya petani yang tidak
punya lahan (landless peasants) dan petani gurem (small peqs-
ants) dapat memperoleh tambahan penghasilan dari sektor
di luar pertanian atau terkait dengan pertanian. Pember-
dayaan daerah perdesaan diharapkan mampu menghambat
atau mengurangi secara signifikan pengaliran penduduk
dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan karena mereka
dapat terserap oleh workin g opportunities yang dikembang-
kan dj wilayah perdesaan. Hal ini diberi istilah agropolitan
development oleh Friedman dan Douglas (1978). Ternyata
konsep ini telah diterapkan oleh China, khususnya di bagian
tmur yang banyak terkonsentrasi industri-industri besar
Yang kemudian memperluas jaringannya ke daerah-daerah
Perdesaan sehingga banyak penduduk daerah perdesaan
yang terserap di sentra-sentra industri yang dikembangkan
di sana tanpa harus pergi meninggalkan daerah tempat
inggalnya semula (Ginsburg, 1997, Yunus, 2006). Upaya
yang kedua terkait dengan penggalakan program Keluarga
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Berencana yang pada akhir-akhir ini kurang_terdmgar
gaungnya lagi atau mungkin sudah mulai ditinggalkan K.
berhasilan program ini betul-betul diharapkan agar proges
densifikasi dan taudifikasi dapat dicegah atau paling tida)
dapat dihambat, khususnya di WPU sebagai situs mag,

depan perkotaan.

7.2.3.2 Perspektif Lol_:al
Perspektif ini mengisyaratkan adanya kebijakéh lékal |
terkait dengan proses densifikasi tidak terkendali tersebut, -
Perspektif lokal ditekankan pada perlakuan tefhadap
kawasan permukiman yang sudah ada dan belum sampai -
pada tataran death point. Sebagian besar permukiman yang
berada di WPU nampak masih dalam kondisi yang me-
mungkinkan untuk ditata, karena di dalamnya/di antara
bangunan-bangunan yang sudah ada masih menyisakan
ruang belum terbangun dan bagian-bagian ini seharusnya
mendapat perhatian yang lebih serius. Tanpa adanya ke-
.bijakan spasial, administratif dan hukum tertentu bagian-
bagian yang saat ini masih merupakan ruang belum ter-
bangun tersebut akan terisi bangunan dan pada saatnya
~ akan tidak térdapat lagi ruang-ruang terbuka hijau di dalam-
nya. Suatu pengulangan bodoh yang harus dihindarkan.
Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa seekor keledai pun
tidak akan terjerumus pada lobang yang sama. Belajar dari peng-
- alaman yang sudah ada, hendaknya pemerintah mulai
mempersiapkan perangkat peraturan yang dapat meng-
‘hindarkan terciptanya densifikasi berlebih (over densification)
sehingga proporsi ideal antara bangunan dan ruang terbuka

hijau di dalam setiap kawasan permukiman dapat diwujud-
kan.
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Oleh ka::ena kebijakan ini bersifat preventive, maka
hanya tepat diterapkan pada bagian WPU yang merupakan
gawasan permukiman yang belum kumuh. Sementara ity
antuk kawasan permukiman yang sudah kumuh diterapkan
kebijakan yang bersifat curative dan hal ini akan dibahas
pada pa,ragraf selanjutnya. Kebjjakan pencegahan yang akan
diambil seyogianya mengandung unsur-unsur berikut: (a)
ketentuan ruang terbuka pada suatu persil; (b) ketentuan
tata arsitektural; (c) ketentuan tata letak bangunan; (d) batas-
nmaksimal kepadatan bangunan; (e) batasan luasan maksi-
mal bangunan.

Beberapa ketentuan lain yang dirasakan perlu dapat
ditambahkan kemudian. Besarnya proporsi ruang terbuka
di dalam satuan blok permukiman menjadi sangat penting
pada masa yang akan datang karena akan mengakomodasi-
kan semua kegiatan olahraga, ajang bermain, ajang pertemu-
an baik formal maupun non-formal dalam rangka men-
ciptakan hubungan antar-personal warga dengan baik. Ke-
giatan olahraga yang sangat penting dilaksanakan oleh
warga permukiman mempunyai dampak positif yang
sangat baik terhadap kualitas kesehatan penduduk. Ke-
nyataan yang ada menunjukkan bahwa saat ini, anak-anak
di daerah permukiman kota-kota besar sudah kehilangan
areal bermainnya. Beberapa areal kosong yang sebenarnya
bukan untuk ajang bermain anak-anak telah dimanfaatkan
untuk arena bermain. Lihat saja sebagai contoh pemanfaatan
areal pekuburan di Jakarta yang sangat tidak cocok untuk
bermain, namun pada kenyataannya telah dimanfaatka{n
untuk arena bermain anak-anak dan orang dewasa. Demi-
kian pula ruas jalan yang ditutup pada saat tertentu, gmmg-
an daerah karena banjir telah dimanfaatkan untuk bermain
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sepak bola atau berenang dan masih banyak contop, lain
sejenisnya dan hal ini menyiratkan kehausan warga dap
khususnya anak-anak akan adanya arena bermain yang
walaupun tidak luas tetapi memadai untuk bermain dalam
kelompok.

Proporsi ruang terbuka dalam persil lahan yang akan
dibangun secara eksplisitjuga memuat ketentuan mengenaj
proporsi ruang yang diperkenankan dibangun dan ha] inj
sudah dirumuskan di dalam salah satu butir persyaratan
IMB. Namun dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak ge-
penuhnya diikuti secara konsisten dan konsekuen. Akiba-
nya, pada kawasan permukiman yang sudah terlanjur ber-
kembang hampir seluruh persil untuk bangunan di kawasan
permukiman telah dipenuhi oleh bangunan dan tidak tersisa
sedikit pun adanya ruang terbuka tersebut. Hal inilah salah
satu pemicu dan pemacu deteriorisasi lingkungan kawasan
permukiman itu sendiri, sehingga sejak awal mestinya
norma keberadaan ruang terbuka dalam satuan persil lahan
tersebut harus dipenuhi dan hal ini dapat dilaksanakan
hanya di WPU di mana persil lahan belum dibangun masih
cukup banyak.

Tata arsitektur juga merupakan sesuatu hal yang mesti-
nya dapat dilaksanakan untuk menciptakan keharmonisan
hubungan antara bangunan dan lingkungannya. Hal ini di-
arahkan untuk menghindarkan terjadinya kesemrawutan
bentuk bangunan yang ada. Ketentuan tata arsitektur
bangunan mestinya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak
kaku. Bercampur-baurnya antara bangunan bertingkat
dengan bangunan tidak bertingkat banyak terjadi di Iinfg-
kungan kawasan permukiman kota dan hal ini antara lgm
merupakan hal yang perlu diatur. Ketentuan banyak sedikit-
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nya tingkat untuk bangl.man bertingkat mestinyajuga perly
Jirumuskan, pada bagian/kawasan mana bangunan ber-
tingkat boleh dibangun dan corak arsitektyy seperti apa
yang diper.kenankar} dan lain sejenisnya. Keberadaan
pangunan di sesuatu situs dapat mengakibatkan efek ekster-
nalitas negatif terhadap bangunan yang lain dan hal inj e
menyangkut pada keadilan hak individu dalam mengakses
sumber daya. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa
adanya bangunan bertingkat dapat menghalangi sinar mata- -
hari maupun sirkulasi udara yang sangat dibutuhkan warga
untuk memelihara kesehatan. Hal seperti ini ternyata sangat
dijunjung tinggi di negara maju seperti Amerika Serikat dan
banyak diabaikan di negara berkembang. Hal ini dapat
muncul karena tidak konsisten dan konsekuen aplikasi per-
aturan yang sudah dirumuskan di mana salah satu butir
untuk memperoleh ijin mendirikan bangunan adalah ijin
atau pernyataan tidak keberatan dari pemilik persil yang
mengapitnya. Hal ini terkadang terluput dari pemikiran pem-
buat dan penentu kebijakan.

Tata letak bangunan sangat penting untuk diatur untuk
menciptakan keserasian dan keharmonisan hubungan
antara bangunan satu dengan bangunan lain. Di samping
itu, kemudahan dalam membangun fasilitas permukiman
tidak akan mengalami kesulitan yang berarti di dalam
kawasan permukiman yang tertata. Oleh karena semenjak
awal distribusi persil lahan di WPU banyak yang tidak ter-
tata, maka kehadiran teknik konsolidasi lahan (land consolida-
fion) adalah sangat penting. Pada lahan yang distribusi
Persilnya sudah tertata, maka pembuatan bangunan dengan

i&’ldirinya akan mengikuti pola teratur yang sudah dicipta-
an.
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Batas maksimal kepadatan bangunan di dalam kawas.
an permukiman hendaknya merupakan ketentuan yang
diatur sehingga pada kawasan permukiman yang sedang
berkembang. Hal ini ditujukan untuk menghindarkan
kawasan permukiman yang bersangkutan menjadi kawasan
kumuh di kemudian hari serta diharapkan masih menyisa-
kan kantong-kantong hijau di dalamnya yang sangat ber-
manfaat bagi semua warga dan lingkungan. Untuk me-
nerapkan hal ini perlu adanya upaya peaantauan yang
intensif pada setiap unit permukiman. Untuk melaksanakan
pemantauan secara terestrial akan memakan banyak waktuy,
tenaga dan biaya sehingga disarankan untuk memanfaatkan
teknik penginderaan jauh yang menampilkan citra berskala
besar sehingga keberadaan bangunan yang ada di dalamnya
dapat diketahui dengan jelas dan sekaligus mengetahui ting-
kat kepadatan bangunannya. Kepadatan bangunan pada
unit permukiman tidak dapat dilakukan dengan cara mem-
bandingkan antara jumlah bangunan dengan luasan unit
permukiman, karena ma sing-masing bangunan mempunyal
luasan yang berbeda-beda. Hal ini hanya mungkin dilak-
sanakan pada unit permukiman yang dibangun pengem-
bang dengan luasan bangunan yang Sama. Kepadatan
bangunan di daerah permukiman yang bervariasi luasan
bangunannya dapat diketahui dengan cara membanding-
kan antara liputan bangunan (building coverage) dengan luas-
an daerah permukimannya.

Sementara itu peraturan mengenai ijin mendirikan
bangunan sudah ada hanya perlu ditinjau ulang agar apli-
kasinya di lapangan benar-benar feasible. Peraturan-per
aturan tersebut hendaknya diberlakukan secara konsisten
dan konsekuen agar idealisme untuk menciptakan Per”
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m ukimﬂn)’ang tidak kumuh dapat d_qu]udkan Selama dia
hal tersebut tidak dituangkan dalam peraturan yang
yemudian dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen,
maka selama itu pula, terjadinya pengulangan bodoh (ter-
iptanya permukiman kumuh) yang saat ini dirasakan akibat-
nya akan menjadi kenyataan di masa yang akan datang.
Oleh karena tata ruang permukiman mikro saat inj
pelum nampak gaungnya, maka hal tersebut belum akan
diulas. Sementara itu untuk [jin Mendirikan Bangunan
(IMB) akan dikemukakan sekilas. Pembuatan bangunan
_pada sebidang lahan tidak lain merupakan perubahan orien-
tasi pemanfaatan lahan. Hal ini muncul sebagai akibat pe-
nyesuaian manusia terhadap lingkungannya. Bentuk pe-
manfaatan lahan dapat dimaknai sebagai suatu produk dari-
pada proses perubahan orientasi pemanfaatan lahan, namun
juga dapat merupakan bagian dari proses perubahan orien-
tasi pemanfaatan lahan itu sendiri. Didirikannya bangunan
di atas sebidang lahan dapat menimbulkan dampak positif
maupun negatif baik bagi lahan yang bersangkutan maupun
bagi lahan yang lain. Hal inilah yang kemudian dikenal se-
bagai efek internalitas dan efek eksternalitas dari bangunan.
Untuk menyikapi munculnya atau menghindarkan terjadi-
nya efek eksternalitas dan internalitas bangunan dan
khususnya yang bersifat negatif, maka disusunlah perang-
kat peraturan mengenai IMB. Secara khusus, tujuan IMB
adalah: (1) untuk mengatur perencanaan dan pelaksanaan
pendirian bangunan sesuai dengan persyaratan teknis yang
benar dan baik; (2) untuk mewujudkan lingkungan yang
bersih, sehat dan teratur; (3) untuk mengatur keserasian pe-
laksanaan pendirian bangunan terhadap perkembangarf
jalur jalan; (4) untuk mengatur peruntukan wilayah sesual
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dengan pola perkembangan dan master plan tata ruang dan
(5) untuk memberikan kepastian hukum atas suatu bangun-
an kepada pemiliknya.

Sementara itu keberadaan IMB dalam kaitannya dengan
upaya manajemen ruang diharapkan mampu menciptakan
tata ruang yang baik, berwawasan lingkungan dan lestar;
sehingga ketertiban kolektif dapat diwujudkan. Berdasarkan
hal tersebut secara implisit dapat dikemukakan bahwa IMB
sebenarnya mempunyai dua manfaat, yaitu: (1) manfaat ter-
hadap masyarakat sebagai komunitas dan (2) manfaat ter-
hadap anggota masyarakat sebagai individu. Manfaat IMB
terhadap komunitas adalah: (1) menciptakan kesadaran
hukum masyarakat, khususnya terkait dengan keberadaan
bangunan. Sifat gregarious masyarakat manusia mengharus-
kan hidup dalam kebersamaan dan untuk itu masing-masing
orang harus menghormati hak, kewajiban dan kepentingan
orang lain sehingga tatanan kehidupan dapat tercipta secara
harmonis; (2) meningkatkan ketertiban pembangunan se-
hingga tercapai keserasian antara tata ruang yang telah di-
rumuskan dengan pembangunan yang berlangsung baik
yang dilaksanakan oleh warga masyarakat maupun yang
dilakukan oleh lembaga-lembaga; (3) memperlancar usaha
pembangunan sehingga hambatan-hambatan sebagai akibat
yang timbul dari butir (2) tidak muncul; (4) meningkatkan
pendapatan daerah sehingga kemampuan pemerintah untuk
menambah dan memperbaiki jaringan fasilitas umum dapat
dilaksanakan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat
dapat ditingkatkan.

Ditinjau dari kepentingan anggota masyarakat manfaat
IMB sebenarnya sangat jelas. Warga masyarakat cendiri ter-
diri dari penghuni bangunan maupun penghuni di sekitar
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X bersangkutan maupun.warga masyarakat disekitar bangun-

pangunan tersebut didirikan. Baik penghuni bangunanyang

-

\ anselalub erharap bahwa keberadaan bangunan akan mem-

berikan manfaat baik manfaat fisikal maupun manfaat non-

Ay fisikal. Beberapa manfaat tersebut antara lain: (1) memberi-

kan kejelasan status hukum kepemilikan bangunan; (2) ber-
manfaat sebagai dasar mengajukan [jin Tempat Usaha, karena
salah satu persyaratan untuk diterbitkannya Jjin Tempat

. Usaha adalah kejelasan status hukum sesuaty bangunan;

55!
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(3) memenuhi kebutuhan pribadi dalam hal (a) memper-

' oleh perlindungan keamanan dari ancaman bahaya dari

manusia maupun binatang (security needs); (b) menikmati
kenyamanan dari gangguan cuaca (shelter needs); (c) memenuhi
kebutuhan bersosialisasi (social needs); (d) menikmati pe-
menuhan kebutuhan kerahasiaan pribadi (privacy needs); (e)
memenuhi kebutuhan investasi (investation needs); (f) meme-
nuhi kebutuhan untuk menyimpan harta benda (property
needs); (g) memenuhi kebutuhan “praja” ( prestigious needs);
(h) memenuhi kebutuhan untuk istirahat supaya memper-
oleh kembali kesegaran jasmani setelah bekerja (refreshing
needs); (i) menjalin hubungan yang baik dengan tetangga
terdekat maupun dengan warga masyarakat yang lain
selama keberadaan bangunan tidak menimbulkan ganggu-
an kesehatan dan keamanan (neighbouring needs).

Untuk memahami lebih jelas mengenai keberadaan
IMB itu sendiri perlu juga dipahami mengenai prosedur
memperoleh IMB. Ada 9 macam tahapan yang harus dipe-
nuhi untuk diterbitkannya IMB yaitu:

(1) pengambilan formulir dari instansi yang berwenang;
() pengesahan formulir yang telah diisi ke pemerintah
desa di mana bangunan yang akan didirikan berada;
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(3) pengesahan formulir oleh pemerintah kecamatap,

(4) penyerahan formulir yang telah disyahkan ke Instang;
yang berwenang disertai dengan beberapa lampiran
sebagai berikut: (a) gambar denah tampak depan,
tampak samping, tampak belakang, potongan meljp.
tang, potongan memanjang, rencana fondas;, rencana
atap, rencana jaringan sanitasi dan beberapa sityag;
kecil yang perlu ditambahkan dengan catatan bahwa
luas denah bangunan tidak boleh lebih darj 50% lahan
pekarangannya; (b) gambar konstruksi beton beserta
perhitungannya; (c) gambar konstruksi baja beserta per-
hitungannya; (d) hasil penyelidikan tanah dan reko-
mendasi dari laboratorium mekanika tanah untuk
bangunan bertingkat tiga atau lebih; (e) surat keterang-
an hak atas tanah/sertifikat; (f) surat persetujuan te-
tangga untuk bangunan yang terapit oleh batas persil;
(g) surat kerelaan tanah bermaterai tertentu dari pe-
milik tanah yang diketahui oleh lurah dan camat apa-
bila tanah di mana bangunan dibangun bukan milik pe-
mohon; (h) surat kuasa bermaterai tertentu kepada sese-
orang penduduk di mana bangunan tersebut dibangun
apabila pemohon berdomisili di luar daerqh; (i) surat pe-
rintah kerja apabila pekerjaan pembangunan diborong-
kan;

5) pengecekan lapangan oleh dinas yang telah ditunjuk;

(6) pemrosesan penerbitan IMB apabila segala persyaratan
sudah sesuai dengan ketentuan yang ada;

(7) pengesahan IMB:

(8) pemberitahuan kepada pemohon tentang telah terbit-
nya IMB;

(9) pengambilan IMB.
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Secara substansial, materj yang tekandung dj dalan
persyaratan untuk memperoleh IMB dapat dikatakan telah
memadai sebagai media untuk menuju pada tertih hukum,
tertib letak, tertib ko_nstruksi dan tertib administrasj apabila
implementasinya dilaksanakan secara konsisten dan konse-
kuen. Berkaitan dengan hal di atas adz Satu pertanyaan men.-
dasar yang muncul yaitu apakah peraturan tersebut feasible
(dapat diterapkan) dalam kondisi sosial kultural masyarakat Indo-
nesia saat ini? Problematika utama yang dihadapi adalah
ketentuan dalam butir empat yang di dalamnya terdapat
lampiran-lampiran teknis yang harus disertakan dalam
setiap permohonan untuk memperoleh IMB. Untuk negara
maju dengan tingkat kesadaran, ekonomi dan pendidikan
yang relatif tinggi hal tersebut bukan merupakan hal yang
terlalu sulit untuk dilaksanakan. Ditambah lagi, di negara
maju, setiap pembangunan rumah atau tempat tinggal harus
dilakukan oleh institusi yang mempunyai lisensi resmi
untuk itu, karena persyaratan/norma-norma rumah tinggal
telah ditetapkan secara jelas.

Dinegara berkembang seperti di Indonesia, dengan ke-
sadaran, pendidikan, kemampuan ekonomi yang relatif
masih rendah tuntutan untuk memenuhi persyaratan di
atas, khususnya butir empat dapat dikatakan terlalu sangat
sulit dan apabila dituntut sepenuhnya, maka seseorang yang
akan mendirikan bangunan harus memakai jasa seorang
arsitek untuk menggambarnya dan hal ini dapat memakan
biaya yang tidak sedikit. Bagaimana halnya dengan masya-
rakat yang akan membangun rumah yang kecil dan Sl
hana? Untuk merealisasikannya saja pemilik fAMIEne
nabung bertahun-tahun dan dibangun setahap demi setahap
berhubun g penghasilannya sangat rendah. Untuk mengatasi
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hal tersebut perlu kiranya ada kebijakan tertentu terkg;y
dengan pertimbangan teknis konstruksi yang dapat diterap-
" kan pada masyarakat berpenghasilan rendah. Di samping
itu penelitian penulis di bagian WPU kota Yogyakarta me.-
nunjukkan bahwa ada public opinion yang muncul bahws
prosedur memperoleh IMB berbelit-belit dan mahal sehingpa
orang cenderung untuk mengabaikannya. Persepsi ini sung-
guh merupakan hal yang sangat kontra-produktif terhadap
upaya penataan ruang dan harus dicari pemecahannya. Se-
bagian besar penduduk yang diteliti ternyata mempunyaj
kesadaran cukup tinggi mengenai pentingnya IMB yang di-
ungkapkan bahwa mereka ingin memilikinya, namun ke-
nyataan menunjukkan bahwa prosentase kepemilikan IMB
sangat rendah (Yunus, 2001). Pada saat sekarang yang men-
jadi permasalahan dalam kaitannya dengan aplikasi IMB
sebagai alat pencegahan terjadinya densifikasi bangunan
tidak terkendali di WPU belum seperti yang diharapkan,
sehingga densifikasi bangunan telah terjadi secara tidak ter-
kendali.

7.3 Kebijakan Pemulihan (Curative Policies)

Kebijakan pemulihan adalah kebijakan manajemen
spasial yang diaplikasikan untuk mengatasi kondisi ling-
kungan yang saat ini sudah terlanjur tidak sesuai dengan
visi lingkungan kehidupan kekotaan. Oleh karena WPU
adalah wilayah yang berada di luar wilayah kekotaan ¢
penuhnya (the real urban area) dan di luar wilayah kedesaan
sepenuhnya (the real rural area), maka di dalamnya terdapat
percampuran antara sifat kekotaan dan sifat kedesaan dalam
berbagai aspek kehidupan. Kebijakan kuratif paling banyak
diterapkan di dalam daerah perkotaan karena banyak tef”
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dapat gejala yang telah bertentangan dengan konsep pem-
pangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dan ha]
ini telah banyak disinggung pada bagian depan. Beberapa
contoh yang dapat dikemukakan mengenai beberapa per-
masalahan lingkungan di dalam kota yang ada antara lain
permukiman kumuh, permukiman liar, kepadatan pen-
duduk yang tinggi, kepadatan permukiman/bangunan
yang tinggl, polusi udara yang tinggi, polusi sosial yang
besar, kepadatan lalu lintas yang tinggi, kemacetan laly
lintas yang marak. Hal-hal tersebut tidak akan dibahas,
karena fokus pembahasan buku ini pada Wilayah Peri Urban
bukan pada wilayah perkotaan. Gambaran masa depan per-
kotaan tersebut merupakan bayangan yang menakutkan
bagi setiap pemerhati lingkungan, sehingga melatar bela-
kangi terbitnya buku ini yang diharapkan merupakan salah
satu bagian yang ikut berperan serta memikirkan generasi
mendatang.

Seperti dikemukakan pada bagian depan bahwa WPU
adalah masa depan perkotaan sehingga hal-hal yang diper-
kirakan dapat menjadi benih tumbuh-kembangnya gejala
yang bertentang dengan konsep pembangunan berkelanjut-
an dapat diantisipasi sedini mungkin. Beberapa kebijakan
pemulihan yang memerlukan perhatian secara khusus di
WPU antara lain: (1) maraknya permukiman liar; (2) per-
mukiman kumuh; (3) polusi udara; (4) polusi air; dan (5)
polusi tanah.

7.3.1. Kebijakan Kuratif terhadap Permukiman Liar

Seandainya beberapa kebijakan yang bersifat preventif
dilaksanakan, dengan sendirinya tidak akan muncul per-
mukiman liar. Namun demikian, kenyataan menunjukkan
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bahwa telah terjadi kemunculan permukiman Jiay pada
bagian-bagian tertentu di WPU. Oleh karena keberada annya
tidak sesuai dengan norma-norma peruntukan ruang/tata

ruang dengan sendirinya eksistensinya akan selaly men-

datangkan dampak negatif dalam berbagai aspek kehidup-
an dan hal inilah yang mengharuskan diterapkannya ke-
‘bijakan kuratif untuk menanganinya. Ada dua macam tipe
permukiman liar yang dapat diidentifikasi dj WPU. Tipe
pertama adalah permukiman liar yang berada pada kepe-
milikan dan keperuntukan lahan ilegal dan tipe kedua
adalah permukiman liar yang berada pada lahan dengan
kepemilikan legal namun keperuntukan ilegal.

7.3.1.1 Permukiman Liar pPada Kepemilikan
dan Keperuntukan Lahan ilegal

Permukiman liar tipe ini sebagian besar atau bahkan
nyaris seluruhnya merupakan permukiman yang kondisi
fisik dan lingkungannya amat sangat jelek. Kondisi fisik
bangunannya dicerminkan dari bahan bangunan /material
bangunan yang dipakai untuk membuat permukiman se-
bagai t:.?ppat tinggal. Oleh karena pada awalnya hanya
Merupakan tempat singgah sementara oleh karena alasan
tertentu, maka material bangunan yang dipakai juga dari
bahan seadanya dengan ukuran bangunan yang kecil karena
hanya sekadar untuk tempat istirahat atau berteduh dari
hujan maupun terik sinar matahari. Sebagian besar peng-
hupi permukiman liar tipe ini adalah golongan penduduk
kota yang tidak berunhmg dalam segi ekonomi, sehingga
penghasilan mereka san gat tidak menentu dan rendah. Oleh
karena dalam wakty yang lama mereka tidak mendapat
peringatan atau larangan oleh pemerintah atau siapa saja
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yang merasa memiliki atau menguasaj lahan di manga
mereka membangun perTnquman tersebut lama-kelamaan
keberadaan mereka menjadi semakin banyak dan tidak ter-
kontrol.

Ditinjau dari segi formative process, permukiman liar tipe
pertama ini ada dua macam tipe, yaity permukiman liar
yang terjadi secara infiltratif dan permukiman liar yang ter-
jadi secara invasif. Permukiman liar yang terjadi secara infil-
tratif adalah permukiman liar yang terjadi secara sedikit
demi sedikit, perlahan-lahan, satu demi satu dalam wakty
yang relatif lama. Adanya hubungan kekerabatan dan per-
temanan antar-teman yang merasa mempunyai nasib yang
sama menjadi salah satu bagian penyebab proses infiltratif
tersebut. Tipe infiltratif ini juga disebut sebagai tipe per-
mukiman liar Asia-Afrika, karena kebanyakan permukiman
liar yang berada di kawasan Asia dan Afrika terjadi melalui
proses infiltratif tersebut (Drakakis-Smith, 1980).

Permukiman liar yang terjadi secara invasif juga di-
sebut sebagai tipe permukiman liar tipe Amerika Latin. Hal
ini didasarkan pada kenyataan bahwa permukiman liar
yang terjadi di negara-negara Amerika Latin sangat marak
terjadi. Hal ini didasarkan pada kondisi sosial politik negara
yang sangat berubah-ubah dalam waktu yang relatif tidak
lama, sehingga kelompok-kelompok politik yang ada di
negara tersebut berjuang habis-habisan untuk mengumpul-
kan pendukung sebanyak-banyaknya demi memenangkan
pemilihan pemimpinnya. Salah satu cara adalah df:ngan
memberikan janji-janji tertentu dalam hal tempat tinggal
Sementara bagi golongan penduduk miskin yang belum me-
milikj tempat tinggal untuk menempati bagian tertentu
dengan syarat apabila kelompok politik mereka memenang-
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kan pemilihan pemimpinnya. Oleh karena jumlah mereka
cukup banyak, maka pada bagian-bagian tertentu yang telah,
ditunjuk walaupun peruntukannya bukan untuk per-
mukiman atau kepemilikannya belum jelas telah dihuni oleh
golongan miskin di kota dengan bangunan tempat tinggal
kecil-kecil dengan material seadanya. Pada bagian inj
kemudian terciptalah permukiman liar yang terjadi secara
besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat dan apabila
kemudian kelqmpole politik tersebut memenangkan.pe-
milihan pemimpin, maka regime yang berkuasa tidak mems.. -
punyai kekuatan untuk menggusur mereka karena sudah -
terlanjur kalah oleh janji politiknya (Drakakis-Smith, 1980).
Di Indonesia, tipe permukiman liar yang bersifatinvasif * -

mempunyai latar belakang yang berbeda dengan apa yang
telah terjadi di negara-negara Amerika Latin. Permukiman
liar tipe invasif di Indonesia tidak sebanyak yang terjadi di
Amerika Latin. Namun demikian, permukiman liar yang
terjadi juga memerlukan penanganan yang serius agar tidak
menimbulkan dampak negatif yang semakin besar di
kemudian hari. Oleh karena terjadinya permukiman liar tipe
invasif ini melibatkan banyak manusia dalam waktu yang
relatif singkat, dengan sendirinya penyebabnya juga dipicu
oleh sebab tertentu yang melibatkan banyak orang juga- Hal
inilah yang mengakibatkan kelompok tertentu terpaksa
menempati tempat yang tidak legal. Salah satu penyebab
yang dapat diamati adalah terjadinya kebakaran di mana
kemudian, oleh karena alasan tertentu, mereka tidak aiper
kenankan untuk membangun kembali tempat tinggal
semula, sehingga banyak orang kehilangan tempat tinggal
dan tidak tahu akan bertempat tinggal di mana. Salah satt
pilihan adalah kolong jalan tol dan mereka beramai-raméa!
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dalam jumlah yang cukup banyak secara bersama-sama
mendirikan bangunan permukiman liar tersebut dan ter-
ciptalah permukiman liar dalam waktu yang relatif singkat.
Kemungkinan besar masih terdapat tempat-tempat lain se-
jeniS yang menjadi sasaran pemukim-pemukim liar dengan
sebab tertentu (misalnya karena bencana alam) yang perlu
mendapat perhatian. Hanya sangat disayangkan bahwa ke-
peradaan permukiman liar tersebut tidak ditangani sedini
mungkin sehingga kebijakan kuratif yang dijalankan
kemudian akan terkesan represif, tidak manusiawi dan lain
sebagainya walaupun landasan aplikasi peraturan sangat
kuat. Bagian-bagian WPU yang menjadi sasaran permukim-
an liar adalah di bantaran sungai, di bantaran rel kereta api,
di kolong jembatan dan di sekitar tempat pembuangan
sampah.

Ada beberapa alternatif pemecahan yang dapat diapli-
kasikan pada daerah permukiman liar tipe pertama ini, yaitu
dengan (1) eradikasi/penggusuran; (2) pembangunan
rumah susun di tempat di mana permukiman liar telah me-
rebak; (3) perbaikan kualitas lingkungan permukiman liar.
Alternatif eradikasi merupakan suatu kebijakan yang
banyak dilakukan karena mendasarkan pada kekuatan
hukum yang berlaku dan sangat kuat. Namun demikian,
tidak jarang mengakibatkan gejolak sosial yang tidak kecil
dan mengganggu kegiatan masyarakat lain dan ketert-iban
lingkungam. Ditinjau dari segi sosial ekonomi, pada hakikat-
Nya kebijakan penggusuran tidak memecahkan masalah,
karena kelompok tersebut di bagian lain juga a.kan e
bentuk komunitas sejenis, karena kelompok miskin tersebut
dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan pokok tempat
tinggal yang harus dipenuhinya entah apa pun bentuknya
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dan sementara itu kemampuan untuk men gadakannya
secara layak tidak ada. Di bagian tertentu secara spasia] telah
terpecahkan namun di bagian lain biar lambat atay cepat
akan memicu munculnya gejala serupa, karena yang mep.
jadi akar permasalahan adalah kemiskinan.Hal inilah yang
telah ditentukan men; adi salah satu agenda untuk dipecah-
kan di negara-negara berkembang yang juga disebut sebagyi
the brown agenda sebagai salah satu prasyarat untuk dapat
merealisasikan visi the green agenda (Hall dan Pfeiffer, 2000),
Pembangunan rumah susun insitu dalam beberapa hal
atau situs (tidak semuanya) mungkin dapat diterapkan selama
keberadaannya tidak mengganggu terciptanya keharmonis-
an lingkungan pada masa yang akan datang. Kebijakan ini
harus dilihat kasus per kasus. Sebagai contoh misalnya, apa-
bila di kawasan yang telah ditentukan sebagai kawasan kon-
servasi meliputi lahan yang cukup luas sehingga mendiri-
kan bangunan bertingkat tidak akan mengganggu keseim-
bangan ekologis yang berarti pada masa yang akan datang
maka kebijakan tersebut dapat dilaksanakan. Kebijakan
seperti ini terlihat lebih manusiawi dan diperkirakan tidak
akan menimbulkan gejolak sosial yang berarti dan sekaligus
memperbaiki kondisi lingkungan sekitar. Bagi permukiman
liar yang kondisi ruangnya sudah tidak memungkinkan
untuk maksud tersebut masih mempunyai peluang untuk
dicari kebijakan kuratif yang lain antara lain dengan pe”
baikan kualitas lingkungan permukimannya sendirl.
Pertimbangan perbaikan kualitas lingkungan yans dlf
lakukan oleh badan resmi jelas akan menimbulkan pef seps
dalam masyarakat yang bersangkutan bahwa P’emeﬁwlh
telah melegalisasikan keberadaan permukiman mereka-
Apabila hal ini terjadi, maka telah terjadi pemaknaan gand
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rerhadap tata ruang, di satu sisi bahwa ruan
di Perunmkkan bukan permukiman famun di sisj Jain g4,
ysaha perbaikan kampung yang sekaligus meresty; keber-
adaannya. Untuk mengaplikasikan kebijakan inj sebagai ke-
bijakan kuratif harus dipikirkan masak-masak dan hanya
dapat diberlakukan kasus per kasus dengan perﬁmbangan
tertentu yang sangat kuat. Di daerah permukiman liar yang
keberadaannya sudah sangat lama dan terdirj dagi jumlah
rumah yang sangat banyak, pemerintah terkadang meng-
alami kesulitan yang sangat besar pula untuk mengatasi
hal tersebut. Untuk menerapkan konsep tata ruang yang
ada secara konsisten dan konsekuen jelas akan menimbyl-
kan dampak sosial, ekonomi dan kultural yang sangat besar
yang pemerintah tidak akan mampu menanggulanginya,
namun kalau pemerintah tetap membiarkannya berarti
tidak menerapkan konsep tata ruang yang telah dirumus-
kannya. B‘agi permukiman liar yang memang sudah ada,
berkembang dalam waktu yang lama, meliputi areal yang
luas, bangunan yang banyak, keluarga dan anggotanya yang
banyak memang akan menimbulkan permasalahan yang
sangat besar untuk melaksanakan kebijakan kuratif dan hal
inilah yang harus disikapi semenjak dini agar hal serupa
tidak terjad pada masa yang akan datang. Untuk meng-
hindari hal serupa, maka kebijakan preventif yang diapli-
kasikan di WPU sebagai wilayah pra urban merupakan ke-
bijakan yang sangat dianjurkan.

7.3.1.2 Permukiman Liar pada Lahan Kepemilikan
Legal namun Keperuntukan Ilegal

Permukiman liar tipe yang kedua ini kebanyakan mem-
Punyaj kualitas bangunan dan lingkungan yang sangat
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bagus, karena pemiliknya adalah golongan yang bel‘peng_
hasilan tinggi sampai sangat tinggi. Permukiman /rymg},
yang ada dibangun di atas lahan yang kepemilikannya jelas,
~amun berhubung atas dasar tata ruang kawasan yang ada
ditentukan untuk peruntukan lain /bukan permukiman
maka permukiman yang dibangun di atasnya dapat dikate:
gorikan menjadi permukiman liar. Permukiman tipe inj
banyak dijumpai di kawasan-kawasan yang menjanjikan ke-
nyamanan tempat tinggal dan atau lokasi yang menjanjikan
keuntungan material yang besar, seperti daerah pegunung-
an dengan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk.
Contoh lain adalah kawasan pantai laut ataupun pantai
danau dengan pemandangan alam yang indah, pantai yang
bersih, air yang jernih, keberagaman satwa dan fauna yang
menawan. Pada kawasan-kawasan tersebut samypai batas-
batas tertentu jelas diperuntukkan untuk kawasan konser-
vasi dan preservasi. Daerah pegunungan banyak dikaitkan
dengan fungsinya sebagai kawasan resapan (fungsi hidro-
logis), maupun untuk menjaga keanekaragaman hayati
(fungsi biologis) dan masih banyak fungsi-fungsi lain yang
dapat ditampilkan oleh daerah pegunungan. Demikian pula
halnya dengan kawasan pantai, baik pantai danau maupun
pantai laut sampai dengan batas tertentu akan ditentukan
sebagai kawasan konservasi dan preservasi untuk menjaga
kelestarian kualitas lingkungan marin dan danau yang baik.
Oleh karena pada beberapa bagian dari kawasan tersebut
kemudian telah dibangun kompleks permukiman atau
bangunan secara individual baik untuk tempat ting.gfil
maupun untuk tempat usaha oleh pemodal ataupun P&
lahan yang kaya, maka telah tercipta permukiman h'af‘dl
atasnya. Pembangunan permukiman atau bangunatt liar

426



r'" R e e

5ep€1'ti ini sebagian besar atau kalau tidak nyaris semuanya
merupakan pelanggaran yang disengaja karena pemiliknya
pukan orang yang berpendidikan rendah. Mereka bukannya
tidak tahu tetapi memang tidak mau tahu atau dengan kata
Jain mengabaikan tatanan yang telah dirumuskan oleh pe-
merintah dalam rangka menciptakan tatanan yang lestari
bagi kepentingan semua dalam waktu yang lama. Tidak
dapat dipungkiri lagi bahwa munculnya permukiman tipe
ini tidak dapat terlepas dari peranan terselubung oknum-
oknum tertentu yang mengambil keuntungan materi atas
pembangunannya.

Aplikasi kebijakan kuratif pada kawasan permukiman
liar seperti ini dalam beberapa kasus tidak terjangkau oleh
hukum, karena ada beberapa pihak yang berdiri di bela-
kangnya dan mereka mempunyai “kekuatan” (dalam tanda
petik) yang mampu menghalangi diterapkannya kebijakan
tata ruang secara konsisten dan konsekuen demi untuk ke-
pentingan dirinya atau golongannya saja. Upaya penegakan
hukum secara konsisten dan konsekuen inilah yang sebenar-
nya didambakan oleh masyarakat. Ketentuan hukum ber-
laku bagi siapa saja, tidak pandang bulu dan tidak ada orang
atau lembaga yang kebal hukum. Kebijakan kuratif yang
disarankan adalah penggusuran keberadaan permukiman
/bangunan liar tipe ini dan mengembalikan fungsi kawasan
di mana permukiman/bangunan liar tersebut berada ke
fungsi semula.

7.3.2 Kebijakan Kuratif terhadap Permukiman
Kumuh

n bahwa wacana per-

Sekali lagi perlu penulis ingatka _
&P E Keberadaan kondisl

mukiman kumuh menekankan pada
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bangunan dan lingkungan tempat tinggal bukan pada legalitys
lahan di mana bangunan tersebut berada. Kondisi bangunay,
dan kualitas tempat tinggal di dalam kawasan permukimap,
tersebut sebagian besar kalau tidak nyaris semuanya berada
di bawah standard kelayakan. Oleh karena sebagian besay
permukiman yang berada di kota-kota negara berkembang,
termasuk Indonesia telah berada di dalam kategori ini, maka
upaya kuratif sangat perlu untuk dilaksanakan.

Untuk memahami permukiman kumuh lebih men-
dalam, sangat perlu untuk membahas mengenai sebab-
sebab terjadinya permukiman kumuh itu sendiri. Berdasar-
kan pengalaman empiris negara-negara di dunia, ada tiga
macam proses terjadinya permukiman kumubh, yaitu (1)
densifikasi yang tidak terkendali (uncon trolled densification),
(2) proses penuaan bangunan (ageing process) dan (3) proses
inundasi (inundation process) (Drakakis-Smith, 1980; Yunus,
2005). Hal ini telah dikemukakan pada bagian lima dan di-
bahas secara komprehensif. Di dalam wacana kuratif untuk
memperbaiki kondisi kekumuhan permukiman secara garis
besar dapat dikelompokkan menjadi 2 tipe kebijakan spasial
yaitu (1) tipe kuratif revolutif dan (2) tipe kuratif evolutif.

7.3.2.1 Tipe Kebijakan Kuratif Revolutif
terbadap Permukiman Kumuh

Upaya untuk mengatasi permukiman kumubh tipe ini
pada hakikatnya bertujuan untuk menghilangkan rona ke-
kumuhan seluruhnya pada sesuatu blok permukiman dan
menggantinya dengan sesuatu yang baru sama sekali. Apa-
bila hal ini diterapkan pada kawasan yang sebenarnya tidak
legal untuk permukiman, atau yang sudah dikenal dengan
permukiman liar dan sekaligus kumuh (kumileg = kumuh
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dan ilegal) memang menyisakan Persoalan yang terksit
dengan status lahan (Yunus, 2005). Persoalan utama terkajt
dengan jenis permukiman kumz’leg adalah pada statyg lahan
dan hal ini akan menimbulkan pertanyaan apakah statys
lahan yang tidak legal untuk permukiman tersebut harys/
dapat dilegalkan? Pertanyaan inj dapat dijawab ya atay
tidak dan hal ini tergantung dari varias; lingkungan ke-
daerahan/lokal yang dimiliki masing-masing daerah terkait
dengan pertimbangan masa depan perkotaannya dan hal
ini telah dibahas pada bagian depan.

- Bagi permukiman kumuh yang legal ( kumleg = kunuh
namun legal) upaya kuratif yang bersifat revolutif tidak ter-
kendala dengan masalah status lahan dj mana permukiman
tersebut berada, namun akan dihadapkan pada permasalah-
an lain. Pada umumnya, kebijakan kuratif revolutif tersebut
berupa pembangunan blok rumah susun di atas lahan dj
mana permukiman kumuh sebelumnya berada. Keberadaan
rumah susun yang dibangun jelas akan memakan lahan
yang jauh lebih sempit dari daerah yang ditempati oleh unit
tempat tinggal yang jumlahnya sama, karena penempatan
masing-masing unit dilakukan ke arah vertikal. Sisa lahan
yang tidak terbangun akan dimanfaatkan sebagai jalur hijau,
arena bermain, arena parkir dan pembangunan fasilitas
umum lainnya sehingga kondisi lingkungan permukiman
yang tercipta kemudian mempunyai performa yang sama
sekali berbeda dengan rona permukiman kumuh sebelum-
nya.

Masing-masing unit tempat tinggal akan menikmati
fasilitas permukiman yang relatif sama sehingga keadilzfn
mengakses fasilitas permukiman bagi semua warga miskin
dapat tercapai. Apabila di kemudian hari terdapat nuansa
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etidaksamaan mengakses fasilitas, lebih banyak diseba.
kan oleh kurang baiknya manajemen dan pemeliharagan
fasilitas yang ada. Oleh karena terdapat variasi sosio kultura]
sang cukup besar di antara negara berkembang, mak, pe-
laksanaan kebijakan kuratif revolutif untuk mengatasi per.
mukiman kumuh juga bervariasi adanya. Bagi negara-
negara tertentu dapat dilaksanakan dengan baik namyn di
beberapa negara lain tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Beberapa permasalahan utama terkait dengan kebijak-
an kuratif revolutif ini sekali lagi bukan pada status lahan,
namun pada permasalahan sosio kultural. Beberapa per-
masalahan yang dapat diidentifikasi antara lain adalah adap-
tasi budaya/kebiasaan, persepsi perbedaan akses dan persepsi me-
ngenai harga dan nilai lahan. Sistem pergaulan dalam masya-
rakat di dalam kompleks permukiman yang tidak berting-
kat, khususnya permukiman kumuh, bangunan rumahnya
kecil-kecil, tidak adajarak antar-rumah sehingga sangat me-
mungkinkan warga dapat bersosialisasi secara intens karena
frekuensi bertemu antara satu warga dengan warga yang
lain sangat tinggi. Kondisi ini sudah membudaya dalam
masyarakat dalam waktu yang sangat lama bahkan ratusan
tahun dan dapat dianggap sebagai suatu budaya atau men-
ciptakan suatu budaya tersendiri.

Pada sistem permukiman rumah susun, walaupun
ukuran rumahnya kecil namun intensitas bertemu antar-
warga menjadi sangat sedikit bahkan dapat sampai ke titik
nol, karena konstruksi unit-unit tempat tinggal sangat tidak
memungkinkan terjadinya frekuensi pertemuan yang tinggl-
Pergaulan warga lebih banyak didominasi oleh pergaulan
antar-anggota rumah tangga yang mendiami unit tempat
tinggal yang sama walaupun jarak antar-unitnya sangat
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dekat atau mm.lglfin_ma]ah berdempetan. Dalam beberapa
rasus yang terjadi di beberapa rumah susun di Hongkon
menunjukkan adanya kenaikan jumlah penderita tekanai
jiwa pada penghuni rumah susun yang baru dan beberapa
di antaranya melakukan bunuh diri dengan terjun dari
tingkat atas (Drakakis-Smith, 1980). Perubahan budaya per-
gaulan yang sangat drastis dari budaya terbuka menjadi
pudaya tertutup memang harus dicari pemecahannya, se-
hingga beberapa pembangunan rumah susun di Indonesia
telah menyediakan ruang khusus untuk memfasilitasi
anggota rumah susun dapat bertemu secara rutin atau pada
event tertentu dan hal ini tidak terdapat pada bangunan
rumah susun di negara maju.

Persepsi perbedaan akses masing-masing unit oleh
beberapa warga menjadi sesuatu yang dianggap penting,
karena dapat dianggap sebagai modal yang dapat diman-
faatkan untuk menambah penghasilan. Adalah sangat jamak
terjadi pada lingkungan permukiman padat, beberapa
warga membuka usaha kecil-kecilan di emper tempat
tinggalnya (petty porch business) untuk mencari tambahan
penghasilan dan hal ini dapat dilakukan di lingkungan per-
mukiman sebelumnya karena akses ke tempat tinggalnya
memungkinkan untuk itu. Namun, setelah mereka tinggal
di rumah susun hal tersebut jelas tidak dapat dilakukan lagi
dan hal ini berarti berkurangnya penghasilan dan hal ini
juga berarti bertambah beratnya beban tanggungan rumah
tangga,

Permasalahan yang ketiga terkait dengan nilai dan
harga lahan yang dihuni sebelumnya. Walaupun warga per-
mukiman kumuth adalah warga miskin namun karena status
lahan mereka legal dan kepemilikannya jelas secara hukum,
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maka harga dan nilai lahan masing-masing unit tempay
tinggal jelas berbeda satu dengan yang lainnya, Apabil,
kemudian kepemilikan apartemen dalam rumah sugyp, di-
alokasikan pada warga dengan cara membeli, maka harys
ada assessment yang sepadan dengan nilai dan harga lahan
sebelumnya, sehingga pembayaran yang dikenakan bagi
setiap warga akan berbeda-beda. Hal ini tidak akan terjadi
pada kebijakan pembangunan rumah susun yang berada
padalahan ilegal atau pada lahan milik pemerintah dj mana
warga yang berminat untuk memilikinya akan membayar
dalam jumlah yang sama. Pada umumnya permasalahan
mengenai pembayaran apartemen dalam rumah susun akan
mencuat sebelum proyek pembangunan rumah susun dj-
realisasikan, khususnya dalam tahapan sosialisasi pem-
bangunan rumah susun dimaksud. Titik temu antara pe-
ngembang dengan warga harus dicapai terlebih dahulu agar
supaya tidak menimbulkan gejolak sosial di kemudian hari.

Dalam kenyataan di lapangan ada pengalaman yang
menarik untuk dikemukakan di mana pemerintah mem-
bangun rumah susun dalam kawasan yang termasuk padat
dekat dengan tujuan untuk memberikan kesempatan warga
kurang mampu mendiaminya atau kemudian memilikinya.
Keberadaan blok rumah susun yang sebenarnya diarahkan
untuk mengurangi kekumuhan yang terjadi di bagian dalam
kota, khususnya di daerah dekat dengan pusat kota dalam
beberapa kasus justru menambah kepadatan permukiman
yang telah ada karena dibangun pada daerah yang masih
kosong di sekitar permukiman kumuh. Ditinjau dari upaya
untuk memberikan fasilitas tempat tinggal pada golongan
the have not memang dapat tercapai namun apabila djkaitkal}
pada upaya untuk mengatasi kekumuhan tidak tercapd!
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pahkan malah menciptakan kekumuhan bentuk bary dan
L nambah kepadatan. Lahan kosong yang sebelumnya
dapat dimanfaatkan untuk tempat bermain anak-anak atay
kantong hijau semakin hilang keberadaannya. Di satu sisi
kekumuhan pada permukiman lama tetap masih ada,
namun di sisi lain lahan kosong yang masih tersisa diis;
oleh bangunan baru yaitu rumah susun. Kebijakan seperti
ini telah melenceng dari landasan filosofos semula bahwa
ide pembangunan rumah susun adalah untuk menghilang-
kan kekumuhan. Hal ini banyak dilakukan oleh kota-kota
tertentu.

7.3.2.2 Kebijakan Kuratif Evolutif terhadap
Permukiman Kumuh

Kebijakan ini sangat jauh berbeda dengan kebijakan
revolutif yang bermaksud menghapus rona awal sebuah
permukiman dan menggantikannya dengan bentuk baru
sama sekali. Dalam kebijakan evolutif, kebijakan spasiai di-
tekankan pada upaya memperbaiki rona sebuah permukim-
an. Kekumuhan yang ada tidak dapat seluruhnya dihilang-
kan dalam waktu singkat dari permukiman yang ada,
namun diharapkan akan hilang sedikit demi sedikit. Pe-
nerapan kebijakan ini mempunyai latar belakang yang ber-
aneka ragam, antara lain minimnya ketersediaan dana, ke-
mungkinan timbulnya permasalahan sosial-kultural yang
besar apabila kebijakan revolutif diterapkan. Beberapa ke-
bijakan kuratif evolutif dapat dikelompokkan menjadi 2
yaitu (1) kebijakan fisik dan (2) kebijakan non-fisik.

(a) Kebijakan Fisik M
Adalah kebijakan yang diambil untuk memperbaiki
kondisi fisik permukiman dalam wujud perbaikan prasarana
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permukiman yang ada. Di dalam kompleks permukiman
kumuh pada umumnya prasarana permukiman dalam kon-
disi yang sangat jelek sehingga memerlukan perbajkan
dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga-
nya. Beberapa prasarana permukiman yang menjadi prio-
ritas untuk perbaikan antara lain jaringan sanitasi, j aringan
air minum, MCK, jalur pendekat, jaringan perlistrikan, serta
penyediaan hidran.

Jaringan sanitasi yang sangat memerlukan perbaikan
adalah saluran pembuang limbah cair yang kondisinya
sangat memprihatinkan. Oleh karena kemiskinan yang men-
dera penduduk perkampungan kumuh ini, mereka tidak
mampu membuat tempat pembuangan air besar di dalam
rumah sehingga dalam beberapa hal terlihat adanya pe-
manfaatan saluran pembuangan limbah cair ini digunakan
untuk buang air besar. Untuk daerah yang topografinya
datar sampai sangat datar, khususnya di daerah pantai, pe-
natusan airnya tidak dapat berjalan lancar sehingga sangat
rentan akan pengendapan dan penyumbatan yang meng-
akibatkan banjir di kala musim penghujan.

Jaringan air minum dapat dikatakan tidak ada dan se-
bagian besar penduduk membeli air bersih dari pedagang
air keliling. Pengadaan jejaring perpipaan air minum
merupakan hal seharusnya menjadi prioritas untuk di-
bangun karena merupakan kebutuhan vital penduduk.
Demikian pula halnya dengan pengadaan fasilitas MCK
yang sangat menyedihkan keadaannya. Walaupun mereka
merupakan penduduk miskin, namun sebagai warga kota
dalam permukiman legal mempunyai hak yang sama untuk
menikmati fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. Peng-
adaan fasilitas MCK diharapkan berdampak positif ter-
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hadap kesehatan masyarakat dan produktivi
kemudian diharapkan dapat meningkatkan k
nya.

Jalur pendekat yeng ada biasanya sangat sempit ber-
| kelok-kelok yang diistilahkan sebagai jalan tikus (rat a1
| leys) dan sangat menghambat mobilitas penduduk dan
barang. Dengan memperbaiki jalur pendekat diharapkan
| dapat memperlancar mobilitas barang dan orang dan dapat
| menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi produktif pen-
duduk. Walaupun mereka hanya mengusahakan kegiatan
ekonomi skala kecil (petty porch business) di lingkung-
annya, namun mempunyai sumbangan yang berarti bagi
penghasilan keluarga.

Perbaikan jaringan perlistrikan di dalam kompleks per-
mukiman kumuh memang memerlukan perhatian yang
sungguh-sungguh karena sangat rentan memicu timbulnya
hubungan arus pendek yang dapat menimbulkan kebakar-
an. Material bangunan yang sangat mudah terbakar, jarak
antar-rumah yang sangat kecil bahkan nyaris berdempet
satu dengan yang lain sangat rentan menimbulkan kebakar-
an yang sangat sulit untuk dipadamkan. Pada umumnya
Jejaring perlistrikan internal dikembangkan oleh pelmilik
bangunan sendiri sehingga tidak memenuhi persyaratan
teknik dan keselamatan, dan hal inilah yang seharusnya
menjadi prioritas pula dalam kebijakan kuratif evolutif.

Untuk melengkapi kebijakan kuratif evolutif dari segi
fisik pemerintah atau badan swasta akan memberikan
stimulans kepada warga berupa material-material tertentu
yang diperlukan seperti alat-alat pertukangan, b‘ahan
bangunan seperti semen, tripleks, seng, paku dan lain se-
jenisnya Walaupun jumlahnya tidak dapat menutup ke

tas kerja dan
esejahteraan-
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butuhan masing-masing warga secara keseluruhan namy,
sangat membantu warga dalam memperbaiki kondis; figj
bangunan rumahnya dan lingkungan sekitarnya rumahnysa
secara bertahap sedikit demi sedikit. Kekurangan materig]
bangunan untuk memperbaiki rumah maupun lingkungan.
nya diharapkan dapat dicukupi sendiri.

Di samping itu, dalam beberapa kasus terlihat upaya
pemerintah atau badan-badan swasta membuat percontoh-
an rumah sehat dalam level yang sangat sederhana. Upaya
ini mempunyai tujuan agar warga dapat mencontoh prototipe
rumah sehat walaupun ukurannya kecil, dibuat dengan
bahan sederhana, namun memenubhi kriteria sehat dari segi
sirkulasi udara, penyinaran matahari, kelembaban lantai,
kondisi lingkungan, dan dari segi arsitektural aman bagi
penghuninya baik dari goncangan gempa maupun dari
gangguan pihak lain. Percontohan rumah sehat dibuat
dengan merenovasi salah satu rumah warga yang terletak
di tempat yang strategis dalam artian mudah dilihat, terletak
di dekat dengan jalur yang sangat sering dilewati oleh
warga.

(b) Kebijakan Non-Fisik

Kebijakan kuratif evolutif yang diterapkan di daerah
permukiman kumuh diarahkan untuk memberdayakan
masyarakat dalam berbagai hal dengan maksud agar supaya
masyarakat dapat memperbaiki kondisi kesejahteraanny?:
Kondisi ini kemudian diharapkan dapat berimbas secara
positif terhadap upaya memperbaiki kondisi permukimfin‘
nya baik secara individual maupun lingkungan PEfmUkJm'
an yang lebih luas. Oleh karena kesejahteraan dimaksudkan
adalah meliputi kesejahteraan lahir dan batin dalam leve!
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masyarakat yang mendiami permukiman kumuh, maka
upaya yang dilakukan juga terkait dengan hal tersebut.

Ada dua} macarfl upaya yang terkait dengan kebijakan
non-fisik, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan
ekonomi produktif dan kedua berkaitan dengan kegiatan
mental spiritual. Kegiatan ekonomi produktif diarahkan
untuk membangkitkan jiwa wirausaha di dalam masyarakat
dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan tertentu gar
masyarakat dapat mengembangkannya dalam membantu
menegakkan ekonomi rumah tangga. Beberapa contoh pe-
Jatihan untuk kegiatan ekonomi produktif adalah upaya me-
manfaatkan barang-barang bekas menjadi aneka kebutuhan
sehari-hari, cindera mata. Hal ini mempunyai keuntungan
ganda yaitu untuk meningkatkan penghasilan dan untuk
memanfaatkan barang bekas yang kalau tidak dapat di-
manfaatkan justru akan menghasilkan limbah padat yang
mempunyai andil tidak kecil dalam meningkatkan kadar
polusi air maupun polusi tanah. Kegiatan lain adalah mem-
beri pelajaran membuat penganan/kue yang tidak mem-
butuhkan modal yang besar namun dapat memberikan
tambahan penghasilan.

Sementara itu kegiatan yang terkait dengan tujuan
mental spiritual adalah pertama terkait dengan sikap dan
kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan yang ke-
dua terkait dengan kehidupan beragama. Upaya .
buhkan kesadaran masyarakat dalam hal membina ling-
kungan fisik lingkungan perumahan dan lingkungan per
mukiman yang lebih luas perlu dilaksanakan dengan
proaktif agar mampu menciptakan kondisi lingkungan yang
dapat menghindarkan dari sifat kekumuhan atau paling
tidak dapat mengurangi tingkat kekumuhan yang ada.
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Kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kehidupan
beragama perlu dilaksanakan dengan cara yang sangat arif
Masyarakat miskin, pendidikannya rendah adalah kelom-
pok masyarakat yang sangat akrab dengan penderitaan eko-
nomi sehingga sebagian besar waktu yang dimilikinya
adalah untuk berjuang mempertahankan hidup, sehingga
sangat mudah golongan seperti ini mempunyai persepsi
bahwa menjalankan kegiatan agama dianggap sebagai se-
suatu yang menyita waktu dan tidak mendatangkan ke-
untungan materi secara langsung. Hal inilah yang di-
kemukakan oleh para ulama bahwa kentiskinan mempunyai
jarak yang sangat dekat dengan kekufuran. Silahkan para pem-
baca menginterpretasikannya sendiri.

Upaya kuratif evolutif dari segi fisik dan non-fisik
hendaknya dilaksanakan secara bersama karena sifatnya
adalah komplementer satu dengan yang lainnya. Oleh
karena di WPU merupakan daerah yang relatif belum ber-
kembang secara intensif, maka permukiman kumuh legal
yang tercipta belum meliputi daerah yang sangat luas. Hal
ini berbeda dengan apa yang terjadi di bagian dalam kota
di mana permukiman kumuh legal sudah merebak di hampir
semua permukiman yang ada dengan tingkat kekumuhan
yang berbeda-beda, sehingga kebanyakan kegiatan kuratif
evolutif tersebut lebih banyak diterapkan di bagian ini.
Untuk daerah permukiman kumuh ilegal sudah dibahas
pada bagian terdahulu.

7.3.3 Kebijakan Kuratif terhadap Polusi Udara

WPU adalah daerah yang sedang mengalami perubah'
an dalam hal fisik, sosial, kultural dan ekonomti. Se22"
dengan perkembangan ini, WPU juga menerima iM%
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negaﬁf dalam hal peningkatan kadar polusi udara. Meman
panyak penyebab yang berakibat pada meningkatnya kad a?;'
polusi udara. di WPU, namun dua gejala utama yang dapat
diidennﬁkaSI_ men]adl. PErEEde meningkatnya polusi udara
di WPU, yaitu meningkatnya kendaraan bermotor dan
makin banyaknya kegiatan ekonomi besar seperti industri-
industri dan pabrik-pabrik di WPU. Tidak dapat disangkal
lagi adanya bahwa WPU adalah wilayah yang sangat me-
narik bagi penduduk untuk bertempat tinggal dan bagi
fungsi-fungsi kota untuk menanamkan investasinya di
bagian ini. The attracting forces WPU sudah dibahas secara
komprehensif di bagian depan.

Meningkatnya kendaraan bermotor di WPU adalah
suatu keniscayaan yang tidak dapat dibendung sehingga
konsekuensi logis yang ditimbulkannya adalah meningkat-
nya polusi udara, khususnya di sepanjang jalurjalan menuju
ke pusat kota. Oleh karena sumber polutannya jelas, maka
kebijakan kuratif yang dianjurkan juga cukup jelas, yaitu
bertujuan untuk mengurangi kadar polutan yang ditimbul-
kan oleh sumber polutan tersebut. Ada dua kebijakan yang
dapat diambil yaitu kebijakan internal dan kebijakan eks-
ternal. Kebijakan internal terkait dengan sistem emisi gas
yang keluar dari kendaraan bermotor dan kebijakan eks-
ternal terkait dengan sarana di luar sistem untuk mengu-
rangi kadar polusi yang sudah berhamburan keluar.

Kebijakan internal adalah pertama introduksi alat ter-
tentu yang mampu mengurangi polutan yang dikeluarkan
oleh kendaraan bermotor bersangkutan apabila teknolog.i-
nya memungkinkan dan kedua mewajibkan semua Pemil‘k
kendaraan bermotor untuk memeriksakan kendar aa.nnya
secara rutin agar pembakaran yang terjadi di dalam sistem
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permesinannya tidak mengeluarkan polutan yang melam-
paui ambang batas yang ditentukan. Oleh karena hal inj
merupakan peraturan, maka setiap pelanggaran harus di-
kenakan sanksi tertentu. Di beberapa negara kebijakan
untuk mengurangi emisi gas yang berbahaya tersebut
adalah dengan mengurangi jumlah kendaraan bermotor
buatan tahun tertentu (walaupun tidak semua kendaraan
tua pasti mengeluarkan polutan di atas ambang batas yang
ditentukan) dan meningkatkan pemakaian kendaraan umum
yang dapat mengangkut jumlah penumpang yang banyak.
Apabila mass transportation system ini dikemas sedemikian
rupa sehingga memenuhi persyaratan: (1) cepat; (2) tepat
waktu; (3) nyaman; (4) aman; (5) mudah dan (6) murah, maka
keberadaannya akan diterima oleh masyarakat dan animo
masyarakat untuk menggunakan jenis transportasi massa
tersebut akan meningkat sehingga upaya kuratif mengu-
rangi kadar polusi udara akan efektif. Pengurangan pe-
makaian kendaraan pribadi akan berkurang sangat signi-
fikan dan hal ini berarti berkurangnya sumber polutan.
Pembangunan jalur khusus kendaraan non-motor sangat
dianjurkan di WPU mumpung masih banyak lahan kosong
yang memungkinkan untuk itu. Jalur kendaraan non-motor
tidak harus sejajar dengan jalan raya yang ada, bahkan me-
nembus lahan-lahan pertanian atau hutan buatan akan jauh
lebih menarik bagi pengguna. Hal ini banyak terdapat di
negara-negara maju, sehingga tidak hanya mahasiswa,
pelajar, pegawai/penduduk golongan ekonomi rendah saja
yang memakainya, namun penduduk dari golongan eko-
nomi tinggi pun akan memanfaatkannya seperti beberapa
profesor di perguruan tinggi banyak yang memanfaatkan-
nya. Beberapa guru besar teman sejawat penulis di Belanda,
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Jerman dan Amerika banyak yang memanfaatkan jalur
khusus sepeda untuk berangkat ke kantor walaupun jarak-
nya cukup jauh. Pengamatan selintas penulis menunjukkan
bahwa mereka mempunyai tingkat kesehatan yang prima
sampai usia pensiun. Salah satu rekan penulis, seorang guru
besar yang sering berkunjung ke Indonesia dan selalu ber-
sepeda dari dan pulang kantor bahkan pada musim dingin
sekalipun, adalah Prof. Dr. Schols dari Departemen Geografi,
Universitas Negeri Giessen, di kota Giessen, Jerman Barat
(Universtatstaat Giessen, West Germany ). Beliau mempunyai
tingkat kesehatan prima dalam usianya setelah pensiun dan
hal ini dibuktikannya dengan selalu mendaki gunung setiap
datang ke Indonesia bersama mahasiswanya. Kesehatan
yang sangat jarang dimiliki oleh teman-teman seprofesi, se-
usianya di Indonesia.

Kebijakan eksternal adalah penanaman tumbuhan pe-
rindang di sepanjang jalur jalan yang banyak dilalui atau
diperkirakan akan dilalui oleh kendaraan bermotor pada
masa yang akan datang. Untuk hal ini upaya mendisain jalur
tertentu di sepanjang jalan yang dapat digunakan untuk me-
nanam tumbuhan tertentu harus dilakukan. Mengenai

* fungsi tumbuhan dalam kaitannya dengan peranannya me-
/  ngurangi kadar CO2 sudah dibahas secara komprehensif
¢ di bagian depan. Keberadaan tumbuhan yang ditujukan
untuk mengurangi kadar polusi udara harus tetap dijaga
kelestariannya sehingga tidak akan terjadi pemangkasan/
Penebangan setelah tumbuhan tersebut ada. Alasan klasik
yang muncul adalah demi keselamatan manusia, keberada-
an tumbuhan tersebut harus ditebang karena bersinggungan
dengan kawat listrik dan tanaman tersebut dapat mengalir-
kan arus listrik dan menyengat manusia. Hal inilah yang
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paling sulit ditata di kota-kota negara berkembang karena
kepadatan bangunan yang sedemikian tinggi. Atas dasar
hal inilah penulis mengajak pemerhati masalah perkotaan
dan wilayah untuk juga memperhatikan keberadaan WPy
sebagai wilayah pra urban dalam rangka menciptakan ling-
kungan yang kondusif bagi keberadaan kota-kota lestarj
pada masa yang akan datang.

Sistem perlistrikan yang ada di WPU diharapkan me-
nerapkan paradigma pembangunan baru yang disebut
sebagai UGEN (Under Ground Electrical Network) yaitu mem-
bangun jaringan listrik, khususnya di sepanjang jalur jalan
yang berada di bawah permukaan tanah. Di samping ke-
indahan terjaga, keberadaan tumbuhan yang sangat ber-
manfaat bagi kesehatan warga dapat lestéri keberadaannya.
Hal ini sudah menjadi hal yang jamak di negara maju. Intro-
duksi pavement block yang ada di Indonesia sebenarnya
mempunyai salah satu tujuan untuk maksud tersebut. Pave-
ment block adalah material yang memungkinkan untuk deipat
dibongkar dan dipaséng dengan mudah dan mampu me-
resapkan air permukaan ke dalam tanah di sela-selanya. Di
bawah‘ pavement block yang dipasang di-trotoir/jalur pejalan
kaki mestinya tidak dikunci secara permanen dengan se-
men sehingga sewaktu-waktu dibongkar é_tau dipasang
dapat dilaksanakan dengan mudah. Di beberapa negara, di
bawah pavement block tersebut terletak jaringan perlistrikan
sehingga keberadaannya tidak mengganggu tumbuhan di
sepanjang jalur jalan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang
berat bagi para ahli teknik untuk mendesain j a11_ir jalan ideal
seperti itu demi terciptanya lingkungan kekotaan yang baik
pada masa yang akan datang. Sistem perlistrikan perkotaan
saatini masih mendasarkan paradigma AGEN (Above Ground
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Electrical Network) yang akibatnya terkait dengan keberada-
an tumbuhan dan keindahan sudah dapat diketahui ber-
sama. Apakah hal ini akan dipertahankan seterusnya?

Upaya kuratif yang berhubungan dengan tingginya
polusi udara yang disebabkan oleh industri besar di WPU
perlu dilaksanakan juga. Oleh karena hal ini mestinya sudah
masuk dalam rekomendasi dalam Amdal mestinya industri
besar yang bersangkutan harus sudah melaksanakan treat-
ment tertentu sehingga asap yang keluar dari kegiatan
industrinya tidak mengeluarkan polutan berbahaya bagi
kesehatan penduduk maupun pada makhluk hidup lainnya
termasuk tumbuhan dan binatang. Dalam beberapé hal
perlu adanya monitoring yang terus-menerus oleh peme-
rintah melalui institusi terkait untuk menilai polutan yang
terhamburkan dari industri-industri yang kemudian dapat
menentukan sanksi tertentu pada industri yang bersang-
kutan.

Kiranya ide yang disebut sebagai PPP (Poluters Pay
Principles) dapat diterapkan pada benda atau kegiatan yang
mengeluarkan polutan yang diperkirakan dapat mem-
bahayakan kehidupan. Makin banyak kadar polutan yang
dikeluarkan akan makin tinggi dendanya atau makin berat
sanksinya. Di samping itu penghijauan di sekitar kawasan
industri baik secara individual maupun kelompok sangat
dianjurkan untuk mampu menyerap hamburan polutan.
Adalah sangat disayangkan bahwa keberad:aan kompleks
industri yang sarat akan polutan banyak didirikan berdekat-

an dengan kompleks permukiman.
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7.3.4 Kebijakan Kuratif terhadap Polusi Air

Polusi air yang muncul di WPU kebanyakan berasal
dari kegiatan industri baik industri besar maupun industri
kecil. Polusi air banyak berimbas secara negatif terhadap
kualitas air permukaan dan air tanah. Memang secara indi-
vidual, industri kecil hanya mempunyai potensi kecil pula
dalam hal pencemaran, namun apabila jumlah industri
kecilnya banyak, maka dampak negatif yang ditimbulkan-
nya juga menjadi berpotensi besar terhadap pencemaran.
Pencemaran air oleh industri besar secara individual pun
jelas mempunyai potensi yang jauh lebih besar terhadap
pencemaran apalagi dalam jumlah industri besar yang
banyak. Pencemaran air permukaan yang ditimbulkannya
banyak berimbas secara negatif pada keberadaan biota ter-
tentu yang kehidupannya sangat tergantung pada air. Salah
satu hal yang sangat krusial adalah apabila pencemaran
yang berasal dari industri-industri tersebut masuk ke
saluran irigasi yang digunakan oleh petani untuk mengairi
lahan sawahnya. Dampak negatif yang ditimbulkan dapat
berimbas pada penurunan produksi dan produktivitas hasil
pertanian. Akibat langsung terhadap penghasilan petant yang
memang sudah sangat kecil sangat jelas terlihat dan selanjutnya
kemudian berimbas pada kehidupan petani dan keluarga-
nya. Oleh karena kelompok petani sendiri meliputi jumlah
yang sangat banyak, maka tidak ada alternatif lain kecuali
memaksa industri-industri yang mengeluarkan polutan ber-
bahaya terhadap biota yang tergantung dari air tersebut
untuk membangun freatment khusus. Hal ini dimaksudkan

agar limbah cair yang keluar dari kegiatannya tidak merugl-
kan kelompok lain.
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Usaha menanam tanaman tertenty, budidaya ikan dan
udang merupakan bentuk budidaya usaha tani selain me-
nanam padi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.
Hal ini sangat dianjurkan dilaksanakan di WPU dan daerah
perdesaan di sekitar kota, karena kebutuhan kota terhadap
komoditas tanaman tertentu selain padi seperti sayuran,
ikan dan udang akan semakin meningkat sejalan dengan
meningkatnya jumlah penduduk kota. Di beberapa tempat
di WPU terlihat adanya pemanfaatan saluran air atau sungai
untuk budi daya ikan. Warga yang mengusahakan kegiatan
tersebut membuat kapling-kapling tertentu dan ternyata
hasilnya mampu memberikan tambahan penghasilan di luar
usaha pokoknya dan beberapa warga yang mengusahakan
budi daya tersebut tidak hanya dari golongan petani saja
sebagai usaha sampingan. Untuk melindungi kegiatan eko-
nomi produktif tersebut, kebijakan kuratif terhadap pen-
cemaran air sangat dianjurkan.

Polusi air tidak jarang berimbas pada kualitas air tanah
yang kemudian meresap ke dalam sumur-sumur yang di-
manfaatkan oleh penduduk untuk mencukupi kebutuhan
air bersih. Keadaan ini jelas akan berdampak negatif ter-
hadap kehidupan penduduk dan dikhawatirkan akan
mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit tertentu. Ap-
abila kemudian airnya tidak dapat dimanfaatkan lagi i
bagai sumber air minum, maka penduduk terpaksa membeli
dan hal ini merupakan beban tambahan yang harus ditang-
gung oleh penduduk. Untuk mengatasi hal tersel?ut,. ke-
glatan industri yang menjadi penyebab utama terjadinya
Pencemaran air tanah yang kemudian masuk ke dalam
Sumur-sumur yang dipergunakan penduduk @tuk men-
cukupi kebutuhan air bersihnya harus mengatasinya antara
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lain dengan waste treatment Khusus agar pencemaran air tanah
dapat dihindarkan atau membangun jaringan perpipaan air
minum yang kemudian disalurkan ke seluruh warga yang
mengalami dampak negatif dari pencemaran air tanah ter-
sebut.

Untuk menuntut agar industri-industri melakukan
upaya mengatasi pencemaran air tanah yang terjadi memang
diperlukan suatu bukti yang kuat bahwa pencemaran air
tanah yang terjadi betul-betul disebabkan oleh pembuangan
limbah dari kegiatan industri yang dimaksud. Oleh karena
penduduk pada umumnya merupakan kelompok yang
kurang paham mengenai hak-haknya sebagai warga negara
dan belum tahu tentang jalur hukum yang harus ditempuh
untuk mengadukan nasibnya kepada siapa dan bagaimana,
maka sangat dianjurkan bagi institusi hukum nirlaba untuk
bertindak proaktif dalam memantau hal tersebut dalam
rangka membela nasib rakyat kecil.

7.3.5 Kebijakan Kuratif terhadap Polusi Tanah

Polusi tanah yang jamak terjadi di WPU disebabkan
adalah pembuangan sampah kota yang volumenya se-
demikian tinggi. Berbagai pengalaman menupjukkan bahwa
keberadaan timbunan sampah yang berasal dari kota sangat
tidak diinginkan oleh penduduk yang bertempat tinggal di
sekitar tempat pembuangan sampah tersebut. Hal ini sangat
wajar, karena keberadaan gundukan sampah akan meng-
hasilkan bau busuk yang menyengat dan mengundang lalat
yang mampu berperan sebagai penyebar jenis penyakit ter-
tentu. Dalam hal kebijakan pencegahan memang lebih
mudah dilaksanakan, karena sebelum terjadi penimblman/
pembuangan sampah pada umumnya masyarakat sudah
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bereaksi keras dan menolak keberadaannya, sehin gga peme-
rintah harus mencari tempat pembuangan sampah yang
tidak menimbulkan social upheaval. Namun demikian, yang
menjadi masalah adalah bagaimana halnya dengan polusi
tanah yang sudah terlanjur terjadi dan keberadaannya pada
saat ini berdekatan dengan permukiman penduduk? Mungkin
pada waktu yang lalu TPA tersebut berada jauh dari per-
mukiman penduduk, namun dalam perkembangannya
kemudian sangat mungkin pada saat ini menjadi berdekatan
dengan permukiman.

Beberapa alternatif yang dapat ditempuh sebagai ke-
bijakan kuratif adalah (1) mendirikan industri pengolahan
limbah yang di dalamnya termasuk kegiatan sortasi limbah
padat, (2) penutupan lokasi dan (3) selalu menutupi limbah-
limbah yang baru saja dibuang dengan tanah. Mendirikan
industri pengolahan limbah padat sangat diharapkan,
karena akan mampu menciptakan lapangan kerja baru,
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat seperti pupuk atau
produk lain, menghindarkan bau yang timbul, dan mampu
menghindarkan dari serangga penyebar penyakit. Keber-
langsungannya diharapkan tidak akan mengalami kesulitan
dalam pengadaan raw material karena bahan mentah yang
berwujud sampah tidak akan pernah habis selama keber-
adaan kota yang bersangkutan ada dan bahkan akan cende-
rung semakin meningkat volumenya. Ditinjau' dari keman-
faatannya, keberadaan industri pengolahan .hmbah padat
bersifat multi fungsi namun mengapa hal ml belum men-
dapat perhatian yang proprosional darl pemerintah kota dan
daerah? ;

Alternatif kuratif kedua adalah penutupan lokast yang
Kemudian dimanfaatkan untuk peruntukanlain. Salah 2t
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contoh adalah tempat pembuangan sampah di sekitar jalan
Amat Jazuli kota Yogyakarta yang kemudian diubah pe-
‘nanfaatannya menjadi sentra tempat penjualan bunga. Citra
lokasi yang berubah sangat drastis dari kesan bau busuk,
kotor, gelap menjadi bau harum, bersih, terang yang sangat
disukai oleh warga kota. Oleh karena keberadaan TpaA
sampah merupakan suatu keharusan adanya, maka sebelum
penutupan TPA terjadi mestinya pemerintah sudah mem-
punyai alternatif lain sebagai ganti lokasi TPA yang ditutup.

Untuk mengurangi bau busuk dan maraknya lajat ter-
nadap TPA yang masih dimanfaatkan, maka upaya untuk
mengurangi dampak negatif dari keberadaan sampah dapat
dilakukan dengan cara menutupinya dengan tanah secara
ierata. Setiap kali pembuangan sampah dilakukan, maka
segera penutupan atau pengurukan tanah di atasnya dilaku-
«an, sehingga ketersediaan alat yang mampu melaksanak-
an hal itu harus selalu siap di lokasi. Hal ini pada umumnya
hanya dapat dilaksanakan pada areal tempat pembuangan
sampah yang berada di kawasan milik pemerintah dan di
sekitar lokasinya terdapat persediaan tanah yang banyak
untuk penimbunan. Tanah-tanah mana diambilkan dari
oagian wilayah sekitar yang mempunyai elevasi agak tinggi
sehingga kegiatan cut and fill yang dilaksanakan akan meng-
hasilkan permukaan lahan yang relatif rata dan pada masa
yang akan datang dapat dimanfaatkan untuk mengakomo-
dasikan fungsi-fungsi kekotaan tertentu.

7.4 Kebijakan Pengembangan (Developmental
Policies)

Kebijakan pengembangan adalah upaya kebijakar,l
spasial yang ditujukan untuk membangun fungsi-fungs!
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tertentu atau prasarana fisik tertenty dalam rangka meng-
antisipasi perkembangan kegiatan sosja], ekonomi pada
masa yang akan datang. P engembangan prasarana kegiatan
dan fungsi-fungsi bertujuan untuk meningkatkan kesejah-
teraan warga WPU dan peranan masing-masing komponen
wilayah adalah tidak berdiri sendiri-sendiri namun akan
saling memengaruhi, sehingga System approach hendaknya
menjadi dasar semua kebijakan spasial yang diambil. Se-
bagai contoh pembangunan prasarana transportasi dan hal
ini sudah diketahui bersama bahwa keberadaannya akan
membawa imbas positif terhadap kegiatan ekonomi mau-
pun kegiatan sosial. Pembangunan fungsi-fungsi ekonomi
antara lain adalah pembangunan kompleks perdagangan
dan industri. Pembangunan fungsi sosial antara lain pem-
bangunan kompleks pendididikan dan pusat pelayanan ke-
sehatan. Keberadannya diharapkan menjadi pusatkegiatan
baru dan menambah kesejahteraan warga di WPU sebagai
wilayah pra urban. Secara garis besar beberapa prioritas pe-
hgembangan di WPU adalah: (1) pengembangan kompleks
Perdagangan; (2) pengembangan kompleks pendidikan; (3)
pengembangan industri; (4) pengembangan Peﬂ‘mjar}; )
Pengembangan permukiman dan (6) pengembangan jalur
hijay.

7.4.1 Pengembangan Kompleks Perdagangan

Kompleks perda gangan yang dim?ksudkafl adeila:;
Suatu area] yang mampu mengakomodasﬂ(an kegiatan ju .
bel; Penduduk, khususnya warga dari golongan menenga
kebawa, Upaya menghidupkan dan menata kem.;bah p;seliz
tradisiona] yang sudah ada sedemikian rupa sehingga afif
Penampilan bersih, tidak kumuh adalah kebijakan yang arit
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Kegiatan ekonomi produktif masyarakat menengah ke
bawah sangat perlu dilindungi dari persaingan yang tidak
sehat dari kegiatan-kegiatan yang besar sehingga keberada-
an pasar tradisional dapat berfungsi sebagai ajang mening-
katkan kesejahteraannya. Lokasi penentuan pengembangan
kegiatan perdagangan baru sangat perlu dipertimbangkan
dengan matang agar dapat berkembang dengan baik. Bebe-
rapa pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan pusat
perdagangan baru yang dilaksanakan pemerintah lokal
tidak dapat berkembang bahkan nyaris mati. Jarak dengan
pasar tradisional yang sudah ada dan aksesibilitas ke dan
dari pasar tersebut sangat perlu dipertimbangkan.

7.4.2 Pengembangan Pendidikan

Pembangunan fisikal yang menunjang kesejahteraan
sosial adalah pembangunan fasilitas pendidikan baik formal
maupun non-formal. Apabila memungkinkan fasilitas pen-
didikan umum dari tingkat paling rendah sampai ke tingkat
paling tinggi dapat disediakan di WPU sehingga migran
ulang alik dari WPU ke kota dapat dikurangi, dan hal ini
diharapkan mampu mengurangi frekuensi kecelakaan pen-
duduk usia remaja yang merupckan aset nasional masa
depan. Keberadaan pendidikan khusus yang menekankan
pada keterampilan tertentu diharapkan mampu menambah
kegiatan ekonomi produktif dan meningkatkan tingkat pen-
didikan dalam rangka menempuh pendidikan yang lebih
tinggi. Remaja usia sekolah sebaikaya tidak usah pergl ke
tempat yang jauh untuk belajar dar. hal ini hanya mungkin
apabila di lingkungannya sudah tersedia fasilitas pendidik-
an yang dimaksudkan.
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7.4.3 Pengembangan Industri

Kegiatan industri mempunyaj peranan strategis dalam
meningkatkan peranan suatu kota dalam konstelasi eko-
nomi wilayah. Kompleks industri besar sebaiknya mem-
punyai kawasan tersendiri dan lokasinya hendaknya meme-
nuhi persyaratan Amdal, sehingga ditinjau dari lingkung-
annya tidak akan mengakibatkan dampak negatif di
kemudian hari dan lokasinya menunjang pengembangan-
nya. Keberadaan industri jelas akan menjadi daya tarik yang
kuat bagi pekerja dari tempat lain sehingga di lingkungan
industri pada umumnya akan menjamur pula perkembang-
an kegiatan ekonomi lain. Densifikasi permukiman yang
telah ada tidak dapat dihindarkan mengingat makin
banyaknya pekerja-pekerja yang membutuhkan akomodasi.

Oleh karena keberadaan industri jelas akan menghasil-
kan limbah yang mempunyai potensi untuk mencemari
tanah, air dan udara, maka lokasi kompleks industri harus
ditentukan sedemikian rupa sehingga limbahnya tidak me-
nimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan termasuk
manusia, tumbuhan dan hewan.

Agricultural based industries maupun home industries
adalah kegiatan berskala kecil yang menyentuh ke}}idupar}
masyarakat perdesaan dan petani. Pengembangan industri
ini mempunyai peranan strategis tidak hanya ?alam skala
lokal saja namun dapat berdampak pada kfebxjakan skala
nasional, khususnya dalam rangka menghmdarka'n aftau
menghambat laju migrasi dari desa ke kota yang terjadi se-

makin banyak.
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7.4.4 Pengembangan Pertanian

Keberadaan lahan pertanian, khususnya lahan pertani-
an subur, produktif dan beririgasi teknis (SPT) sebaiknya
menjadi prioritas untuk dilindungi. Oleh karena perkem-
bangan permukiman baru dan non-permukiman di WPU
adalah suatu keniscayaan namun sangat perlu untuk diatur
sehingga tidak serta-merta mencaplok lahan pertanian SPT
secara dini. Intensifikasi dan diversivikasi pertanian di WPU
sangat dianjurkan, karena kepemilikan lahan petani pada
umumnya sudah sedemikian sempit sehingga upaya ter-
sebut diharapkan dapat untuk mencapai peningkatan oui-
put dan kontinuitasnya.

Di samping untuk memenuhi kebutuhan sendiri, upaya
untuk mengusahakan jenis produk pertanian yang berorien-
tasi pada pemenuhan kebutuhan penduduk perkotaan yang
mempunyai harga jual tinggi sangat dianjurkan. Dalam kait-
annya dengan perkembangan kota di masa depan, keber-
adaan lahan pertanian juga akan berfungsi sebagai ruang
terbuka hijau yang sangat didambakan keberadaannya bagi
kehidupan kekotaan. Lahan pertanian yang terpaksa di-
korbankan untuk fungsi-fungsi kekotaan hendaknya dipilih
jenis lahan yang sangat tidak produktif.

7.4.5 Pengembangan Permukiman

Permukiman adalah salah satu kebutuhan pokok
manusia dan tuntutan akan permukiman akan selalu me-
ningkat sejalan dengan pertambahan jumlah pendud uk. Ke-
banyakan WPU, khususnya yang terletak dekat dengan lahan
terbangun mempunyai tingkat pertambahan penduduk
sangat tinggi dan paling tinggi dibandingkan dengan kota
sendiri. Perkembangan permukiman di bagian ini dapat
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terjadi di dalam p erkampungan yang sudah ada atay dj
lokasi baru di luar per kampungan y ang sudah ada. Perkem-
bangan baru tersebut dapat terjadi secara sendiri-sendiri
atau individual yang hanya meliputi luasan yang sempit,
namun dapat terjadi dalam luasan yang besar dan melibat-
kan banyak rumah yang dibangun.

Di sinilah letak kearifan pemerintah WPU yang ber-
lokasi di sekitar kota tertenty sangat dituntut dalam mem-
berikan rekomendasi untuk pembangunannya. Kesalahan
memberikan rekomendasi tidak akan dapat diubah lagi
karena sifat perubahan bentuk lahan yang terjadi adalah
bersifat permanen. Sejauh mana komitmen pembuat dan
penentu kebijakan spasial terhadap kondisi kekotaan masa
depan terlihat dari pembangunan yang terjadi di wilayah-
nya. Pengembang sangat proaktif mencari lokasi-lokasi
pembangunan permukiman yang prospektif dan men-
datangkan keuntungan yang besar dan beberapa di antara
mereka tidak ragu-ragu melakukan sesuatu yang berlawan-
an dengan hukum untuk mencapai tujuannya. Penyuapan
Pada pihak-pihak tertentu yang mempunyai kewenangan
menggolkan rencana tidak jarang dilakukan walaupun
dalam beberapa hal keberadaan kawasan yang akan di-
bangun merupakan kawasan konservasi. Mental apara t' se-
benarnya juga merupakan determinan terjadinya RERY
Pangan pembangunan yang disebabkan oleh peristiwa
S€rupa. .

Kebijakan pemilihan lokasi yang dapat d}kembangkaf}
untuk permukiman dan dapat diper tanggung]awal.':ukan dari
Segl pembangunan berkelanjutan memang harus dilakukan.
Upaya penilajan lahan yang memenuhi persyara ta.m ter_sebut
SEbaﬂmYa dilakukan sedini mungkin dan kemudian dipeta-
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kan agar dapat digunakan sebagai panduan seterusnya
walaupun pemerintah setempat telah berganti pimpinan.
Aplikasi GIS (Geographic Information System) kiranya
merupakan media yang dapat dimanfaatkan untuk itu.

7.4.6 Pengembangan Jalur Hijau

Oleh karena sedemikian pentingnya keberadaan jalur
hijau bagi kehidupan manusia dan kehidupan kekotaan,
maka upaya terstruktur dan sistematik pengembangan jalur
hijau pun hendaknya dilaksanakan. Bagian mana yang
harus dikembangkan menjadi jalur hijau mestinya sudah
dapat diketahui sejak dini. Seperti dikemukakan pada bagian
terdahulu bahwa jalur hijau ini bersifat multifungsi, walau-
pun di beberapa bagian mungkin hanya mempunyai fungsi
tunggal.

Dengan mengetahui kebutuhan akan jalur hijau dan
fungsi jalur hijau yang diharapkan, maka pengembangan
jalur hijau dapat diketahui mengenai karakteristiknya ter-
kait dengan (1) lokasi, (2) bentuk, (3) luasan, (4) komposisi
tumbuhan, dan (5) sebaran spasialnya. Banyak variabel yang
terkait dan menentukan kebijakan pengembangan jalur
hijau dimaksud. Keenam ciri khas tersebut akan dikemuka-
kan secara ringkas sebagai berikut.

Karakteristik Lokasi: Keberadaan jalur hijau dengan
fungsi yang berbeda akan mempunyai lokasi yang berbeda
pula. sebagai contoh adalah jalur hijau yang diharapkan
sebagai jalur pengaman terhadap pesawat udara di waktu
landing maupun take-off, maka loka sinya bukan di samping
kanan atau kiri landasan pesawat terbang (runway) namun
berada di jalur ujung lanjutan runway. Hal ini didasarkan
pada adanya risiko keamanan paling krusial adalah pada
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saat pesawat akan mendarat atay terbang. Keberadaannya
akan berbeda dengan karakteristik fungsi jalur hijau untuk
tujuan filter CO2 yang seharusnya berada di sepanjang jalan
atau tempat-tempat tertentu yang diperkirakan mempunyai
konsentrasi CO2 yang paling banyak. Contoh lain adalah
apabila jalur hijau dimaksud untuk tujuan konservasi air
tanah bagi kota tertentu, maka keberadaannya harus berada
pada bagian hulu aliran air tanah sebelum keberadaan kota
yang bersangkutan bukan pada bagian hilir setelah kota
yang bersangkutan berada. Keberadaan jalur hijau untuk
tujuan tersebut bagi kota Yogyakarta misalnya, maka jalur
hijau yang dimaksudkan harus berada di bagian utara kota
Yogyakarta, karena aliran air tanah dominan bagi wilayah
ini adalah dari arah utara ke selatan, sedangkan keberadaan
jalur hijau di bagian selatan kota Yogyakarta akan mem-
Punyai fungsi yang berbeda.

Karakteristik Bentuk: Walaupun bentuk jalur hijau yang
diharapkan berfungsi tertentu seharusnya mempunyai per-
Syaratan tertentu, namun dalam beberapa hal juga ditentu-
kan oleh keberadaan lahan di mana jalur hijau dimaksud
akan dikembangan. Untuk bagian WPU yang masih banyak
terdapat lahan belum berkembang akan jauh lebih mfldah
menentukan bentuk jalur hijau yang dimaksudkan diban-
dingkan dengan bagian dalam kota yang tela!h padat akan
bangunan dan lahan belum terbangun sulit dlt.emukan' . Se-
bagai contoh untuk jalur hijau yang berfungS} sebagai pe-
Nyaring CO2 akan sangat ideal dan efek.tif apabila berbentuk
Memanjang sejalur dengan jalur jalan di mana terdapat kon-
Sentrasi CO2 yang tinggi.

Kar:l:kct)er?siikgLuagsgan: Secara ideal memang ada'per-
Syaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh sebuah jalur
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hijau. Sebagaimana dicontohkan di atas mengenai jalur hijau
yang diharapkan berfungsi sebagai pengaman jalur pener-
bangan, maka secara ideal adalah selebar landasan pacu
dengan memiliki panjang tertentu sampai pada batas yang
dianggap aman. Demikian pula halnya dengan fungsi untuk
tujuan filter bagi CO2. Luasan tertentu adalah sangat menen-
tukan terhadap efektivitas keberadaannya, karena hal ini
berkaitan erat dengan banyak sedikitnya emisi gas ber-
bahaya dengan jumlah tumbuhan yang ada di jalur hijau
yang dimaksudkan. Hal ini telah dikemukakan pada bagian
depan.

Karakteristik Komposisi Tumbuhan: Komposisi
tumbuhan menyangkut di dalamnya adalah macam tanam-
an yang dibudidayakan dan kerapatannya. Di samping itu,
pertimbangan estetika juga sebaiknya tidak dilupakan. Pe-
nanaman bunga-bunga di taman kota, misalnya akan sangat
menarik dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung
untuk menikmati. Demikian pula halnya dengan pemilihan
jenis tanaman tertenty dengan kanopi yang memberikan
nuansa keindahan ditinjau dari segi gradasi, warna daun
memerlukan ahli yang memahami hal tersebut agar sifat
multi fungsi keberadaan jalur hijau benar-benar efektif.
Mengingat pentingnya jalur hijau di wilayah perkotaan,
maka memang perlu adanya institusi tertentu yang me-
nangani masalah jalur hijau tersebut. Apabila keberadaan-
nya sudah dirancangkan jauh sebelumnya, mulai dari WPU,
maka diharapkan pada masa yang akan datang kondisi kota
yang diidamkan setiap warga bukan merupakan impian
kosong belaka.

Karakteristik Sebaran Spasial: Sebaran spasial jalur
hijau sangat dipengaruhi oleh peruntukan ruang yang sudah
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dirumuskan dalam tata ruang. Peruntukan ruang apa mem-
butuhkan jalur hijau seperti apa dan bagaimana sebarannya
mestinya sudah dipikirkan secara holistis semenjak awal.
Oleh karena karakte ristik sebaran spasial ditentukan semen-
jak daerah tersebut masih menjadi WPU, maka diharapkan
determinasi sebaran spasialnya dapat dilakukan dengan
lebih mudah. Pembuat dan penentu kebijakan pengembang-
an kota dan wilayah sebaiknya mempunyai pandangan ke
depan yang jauh sehingga kebijakan antisipatif terhadap
~ kemungkinan timbulnya dampak negatif terhadap berbagai
~  aspek kehidupan dapat dirumuskan secara arif. Dalam studi
kota dan wilayah memang berlaku sebuah moto bahwa the
i< past and present is the key to the future yang sangat berbeda
¢ darimoto para ahli geologi dan geomorfologi di manamoto-
s nyaadalah the present is the key to the past. m
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Penutup dan Harapan

Pada bagian akhir buku ini periulis akan mengingatkan
sekali lagi bahwa manusia diwajibkan berusaha untuk men-
capai sesuatu idealisme namun Allah SWT yang menentu-
kan. Di dalam perjalanan hidupnya manusia diberi kebebas-
an untuk menentukan pilihan-pilihan apakah akan berjalan
di atasjalur yang lurus, sesuai dengan tuntunan yang sudah
diberikan oleh yang Maha Pengatur ataukah memilih jalan
yang bertentangan dengan hal tersebut. Manusia telah di-
karunia kemampuan intelektual dan spiritual untuk me-
mikirkan dan merenungkan dalam kalbu untuk merumus-
kan segala kebijakannya agar mampu memperoleh kebaha-
giaan lahir dan batin.

Demikian halnya dengan keberadaan tempat tinggal
manusia pada masa yang akan datang, sebenarnya kit"‘f
semua mempunyai kewajiban untuk berusaha mencapa!
idealisme mewujudkan tempat tinggal yang diidamkan oleh
semua manusia. Beberapa pakar memang sudah mengung
kapkan, atas dasar pengalaman dan fakta empiris mengen®
kecenderungan dan mobilitas tempat tinggal yang dialan!
oleh penduduk planet ini, bahwa pada masa yang akan
datang sebagian besar penduduk akan bertempat tinggal
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di suatu tempat yang saat ini disebut sebagai kota. Kota
masa dgpan adalah produk suatu proses kehidupan yang
merupakan mata ranttaitkehidupan itu sendiri dari masa lalu
yyang sudlahcdilalui, dan masa kini yang sedang dialami. Kota
masa kini adalah mata rantai kehidupan kekotaan yang
merupakan produk proses kehidupan kekotaan dari masa
yang lalu. Keterkaitan antara masa lalu, masa sekarang dan
masa mendatang inilah yang menjadi titik tolak untuk mem-
pelajari WPU sebagai bentuk dan produk proses kehidupan
masa lalu. Keberadaannya akan terus berlanjut dengan ber-
‘bagai perubahan di dalamnya sampai masa yang akan datang
dan menjadi apa yang disebut dengan kota masa depan.
Demikianlah ‘proses perubahan kehidupan manusia dan
lingkungannya akan terus berlanjut sampai berakhirnya
peradaban manusia di muka planet bumi ini.

Manusia bijak berkata bahwa experience is the best teacher
adalah salah satu bentuk ungkapan yang secara implisit me-
ngandung makna untuk mempelajari apa yang telah dilaku-
kan oleh manusia dan seharusnya dilakukan untuk meng-
gapai masa depan yang lebih baik. Berbagai ajaran agama
mempunyai ungkapan yang berbeda mengenai hal tersebut.
Sebagai salah satu contoh adalah dalam agama Islam
ungkapan seperti itu telah dikemukakan secara eksplisit di
dalam al-Qur’an di dalam surat al-Hasyr ayat 18 yang ter-

jemahannya adalah sebagai berikut:

Hai orang-orang beriman bertagwalah kepada Allal dan

hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah di-
tuk hari esok. Dan bertaquwalali kepada Allah

perbuatnya un .
tahui apa yang kaniu

sesungguhnya Allah maha menge
lakukan.
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Secara interpretatif himbauan yang diperintahkan ke-
pada manusia adalah untuk mempelajari apa-apa yan g telah
dilakukan baik secara individual maupun kolektif dengan
tujuan agar dapat diketahui perbuatan mana yang mem-
punyai akibat baik dan perbuatan mana yang berakibat
buruk. Akibat baik dan buruk dengan sendirinya juga harus
dikaitkan dengan aspek individual dan kolektif. Setelah itu
dihimbau untuk memikirkan kebijakan yang harus dilaku-
kan untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Hal ini-
lah sebenarnya yang mendasari pemikiran penulis meng-
ajak para pemerhati masalah kota dan wilayah untuk ber-
Sama-sama memikirkan keberadaan penduduk khususnya
permukimannya pada waktu yang akan datang dengan me-
lihat pengalaman masa lalu yang telah bermuara pada kon-
disi permukiman masa sekarang.

Pengalaman masa lalu tidak harus merupakan hal yang
telah dilakukan sendiri, namun dapat merupakan peng-
alaman pihak lain. Pengalaman sendiri dalam kaitannya
dengan perkembangan permukiman perkotaan adalah kon-
disi perkotaan di Indonesia yang telah banyak sekali mem-
beri pelajaran baik yang baik maupun yang buruk sebagai
akibat proses interaksi antar-elemen lingkungan yang ada.
Pengalaman pihak lain adalah kondisj perkotaan di negara
berkembang lainnya dan negara maju. Dengan mempelajari
pengalaman tersebut (exz'sting conditions) baik dari negara
sendiri maupun negara lain berkaitan kondisi, proses dan
dampak terkait dengan perkembangan kota dan wilayah,
maka dapat diidentifikas; Mmengenai mata rantai penyebab
munculnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia
sendiri. Tanpa ada usaha untyk mengeliminasi atau memini-
masi dampak, maka kesejahteraan umat manusia pada masa
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yang akan datang akan sangat terancam lebih parah
daripada apa yang telah dirasakan selama ini.

Sumber acuan untuk mempelajari pengalaman masa
lalu sebagai pertimbangan untuk mencapai kondisi yang
lebih baik tersebut kenyataannya sudah ada dan secara eks-
plisit sudah dibukukan beberapa abad lampau (al-Hasyr: 18),
namun kita semua belum mampu memaknainya secara
tepat. Baru setelah pada dua dekade menjelang berakhirnya
abad 20 dimunculkan konsep pembangunan berkelanjutan

(sustainable development) penduduk dunia mulai secara
khusus memperhatikan hal tersebut. Konsep pembangunan
berkelanjutan yang dikemukakan oleh World Commission on
Environment and Development sebenarnya bukan sesuatu
yang baru karena ternyata dalam al-Qur’an yang merupa-
kan panduan bagi umat manusia secara universal untuk
mencapai kesejahteraan yang lebih baik telah dicantumkan
secara eksplisit. Lihat ungkapan/ definisi sustainable develop-
ment (walaupun sudah dikemukakan sebelumnya, supaya
lebih menghayatinya) berikut sebagai pembanding dengan
surat al-Hasyr: 18 di atas:

...Sustainable development is a pattern of development that meets
the needs of the present generation without jeopardizing the ability

of the future generations to meet their own needs...
Definisi pembangunan berkelanjutan yang di-rumuskan
oleh WCED (1987) tersebut hanya berlaku bagi program
semata, sedangkan apa yang ter-
syr: 18 lebih bersifat universal
komunitas, wilayah lokal, re-
kan tidak hanya terbatas men-

an di dunia saja tetapi sampai

pembangunan di dunia
kandung dalam surat al-Ha
dan berlaku bagi individu,
gional, nasional, global bah
capai kebaikan/kesejahtera
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mencapai kesejahteraan di akherat kelak. Penjabaran surat
al-Hasyr: 18 tersebut dengan sendirinya akan sangat luas
dan hal inilah yang sebenarnya dituntut terhadap para pe-
mikir agar dapat dimanfaatkan bagi kebaikan umat manu-
sia.

Secara singkat konsep pembangunan berkelanjutan
bertujuan untuk melaksanakan program pembangunan saat
ini untuk mencapai kesejahteraan penduduk, namun tidak
boleh melupakan kepentingan penduduk pada masa yang
akan datang. Di dalamnya secara implisit terkandung harap-
an untuk tidak semena-mena mengeksploitasi sumber daya,
khususnya non-renewable resources agar keberadaannya
dapat juga dinikmati oleh penduduk pada masa yang akan
datang dalam rangka mencapai kondisi kesejahteraan yang
lebih baik. Dalam hal ini sangat dituntut adanya kebijakan-
kebijakan yang betul-betul bijak /arif dalam mengelola setiap
program pembangunan agar tidak terjadi over exploitation
terhadap sumber daya dan pembangunan mana tidak boleh
hanya berorientasi pada pertimbangan ekonomi semata,
namun juga harus mempertimbangkan matra sosial dan
lingkungan. Pembahasan mengenai konsep pembangunan
berkelanjutan sudah penulis lakukan secara komprehensif
dalam buku yang telah terbit lebih dahulu yang berjudul
Manajemen Kota: Perspektif Spasial (Yunus, 2005). Penulis
sangat mengharapkan masukan dari saudara penganut
agama lain mengenai ajaran terkait den gan kewajiban mem-
perhatikan perbuatan yang telah dilakukan (introspeksi) se-
bagai dasar untuk memperbaiki kebijakan selanjutnya agar
mencapai kondisi yang lebih baik. Hal ini diharapkan dapat

penulis masukkan ke dalam bagian tulisan ini pada edisi
berikutnya.
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Pada era informasi yang sudah sedemikian canggih,
seseorang mampu mengakses informasi dari negara mana
pun di dunia ini, sehingga segala bentuk informasi khusus-
nya terkait dengan permasalahan kota dan wilayah dapat
diketahui. Penguasaan bahasa asing dan kemampuan meng-
akses informasi tersebut merupakan prerequisite. Seperti
telah dikemukakan pada bagian depan ternyata singkatan
WPU yang penulis artikan sebagai Wilayal Peri Urban dapat
pula merupakan kepanjangan Wilayah Pra Urban yang ke-
duanya mempunyai makna yang saling melengkapi. Istilah
Wilayah Peri Urban berkaitan dengan karakteristik daerah
yang ditampilkan dan berarti dalam aspek spasialnya,
sedangkan istilah Wilayah Pra Urban berkaitan dengan
karakteristik temporal atau aspek ke-waktu-annya. Kedua-
nya mempunyai keterkaitan erat dengan wacana kondisi
masa depan wilayah perkotaan.

Pada bagian akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa
tulisan yang sederhana ini tentu saja masih banyak ke-
kurangannya baik dari segi redaksional maupun substansial
sehingga masukan yang bertujuan untuk lebih melengkapi-
nya sangat penulis harapkan agar pada terbitan berikutnya
dapat tampil lebih baik. Sebagaimana terbitan terdahulu,
penulis terkadang terbentur pada peristilahan yang terlalu
teknis yang dalam bahasa Indonesia belum ditemukan
padanannya sehingga masih mencantumkan istilah balhasa
asing. Semoga terbitnya buku ini mampu membangkitkan
kesadaran akan arti pentingnya mempelajari WPU dalarr}
rangka memahami permasalahan kota dan w.il:ilyah. D.a.n
Padanya diharapkan muncul berbagai pemikiran kritis
untuk membantu memecahkan permasalahan kota dan
wilayah yang dihadapi masa sekarang, khususnya di negara
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sendiri tercinta Indonesia untuk mencapai kondisi kota dan
wilayah yang lebih baik pada masa yang akan datang. Di
samping itu penulis bermunajad pada Allah SWT semoga
buku yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi umat manu-
sia dan merupakan salah satu amal ibadah. Selamat mem-
baca dan sukses selalu. Amin. m
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